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KATA SAMBUTAN 


Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. 


Syukur Alhamdulillah, buku Gagasan Milenial untuk Pengelolaan Keuangan Negara 
ini telah diselesaikan oleh Tim Penyusun. 


Buku ini merupakan kumpulan skripsi alumni program studi D-IV PKN STAN, 
yang diterbitkan untuk menuangkan hasil karya dan pemikiran dari para 
alumni milenial PKN STAN. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini tidak 
hanya dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami khas milenial, tetapi juga 
menerapkan kaidah evidence-based policy dalam penyusunannya. Diharapkan, 
buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang 
lebih baik, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi penelitian dan 
analisis terkait keuangan negara. 


Saya menyampaikan selamat kepada masing-masing penulis: Abdullah 
Syarifuddin, Aris Nor Hamdan, Bayu Laksono, Christian Sautraja, Edwin Iskandar 
Dinazar, Fitri Ani Nur Muslihatun, Hendri Novriansyah, Luh Made Rahmita 
Asriana Patni, Muchammad Arif Ilmawan, Muhammad Fajar Nugraha, Niken 
Rogo Rahayuningtias, P. Alhadi Sembiring, Rakib Adesurya, Ryan Mohammad, 
Sanda Aditiya Arsandi, dan Sri Rejeki Prasasti. Semoga publikasi ini menjadi titik 
awal perjalanan intelektual kalian sebagai pribadi maupun sebagai alumni 
kebanggaan PKN STAN. 


Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para mentor, yaitu: Agung 
Budilaksono, Agus Sunarya Sulaeman, Akhmad Solikhin, Arif Nugrahanto, Arifah 
Fibri Andriani, Ferry Irawan, Hidayat Amir, Irwan Aribowo, Khamami Herusantoso, 
Kuwat Slamet, Mohammad Wangsit Supriyadi, Rahayu Kusumawati, Soffan Marsus, 
dan Taufik Raharjo yang telah mampu menularkan pengetahuan risetnya kepada 
para alumni milenial PKN STAN. 
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Penghargaan juga diberikan kepada Ketua Program Studi D-IV Akuntansi yang 
telah mendorong penerbitan buku ini. Penerbitan buku ini sesuai dengan salah 
satu misi PKN STAN, yaitu menyelenggarakan penelitian berkualitas tinggi dalam 
rangka pengembangan dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang 
pengelolaan keuangan negara. 


Terima kasih juga kepada IKANAS STAN Research yang telah menginisiasi dan 
menyusun buku ini. Semoga ke depan akan lebih banyak karya alumni STAN 
yang dapat diterbitkan. 


Semoga Tuhan YME memberkahi kita semua. 


Ketua IKANAS STAN 2019-2022 


Helmy Yahya 


KATA PENGANTAR 


uku Gagasan Milenial untuk Pengelolaan Keuangan Negara ini merupakan hasil 

kolaborasi para alumni STAN yang menaruh perhatian pada kemajuan 
riset terkait pengelolaan keuangan negara. Melalui buku ini, para penulis 
ingin menuangkan hasil pemikiran dan gagasan mereka ke dalam suatu karya 
ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa meninggalkan sisi ilmu 
pengetahuannya. Penuturan bahasa yang mudah dicerna serta dikuatkan 
dengan hasil riset yang mendalam menjadikan buku ini memberikan warna 
lain dalam berbagi ilmu pengetahuan keuangan negara khususnya bagi kaum 
milenial. 


Buku ini juga lahir dari keinginan para alumni STAN untuk berbagi ilmu dan 
pengalaman terkait pengelolaan keuangan negara. Konon, hasil riset akan se- 
makin bermanfaat apabila dituangkan dalam bentuk tulisan dan disebarluas- 
kan. Filosofi inilah yang mengilhami para alumni dari kampus “plat merah" ini 
dalam menerbitkan hasil karyanya dalam bentuk sebuah buku. IKANAS STAN 
Research, sebagai organisasi pemikir alumni STAN, lalu menginisiasi keinginan 
tersebut dengan harapan amplifikasi hasil riset kepada masyarakat luas akan 
mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih baik. Terlebih mayoritas 
alumni yang terlibat dalam penulisan buku ini telah mencurahkan jiwa raga, 
pemikiran, dan pengabdiannya sebagai penggawa keuangan negara. 


Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh kalangan pembaca dari 
berbagai minat dan latar belakang ilmu. Banyak sekali kajian ilmu yang dapat 
dipelajari dalam buku ini. Mulai dari tema perpajakan, manajemen keuangan, 
akuntansi manajemen, audit, hingga sistem informasi. Setiap kajian mempunyai 
gagasan yang kuat, yang bila kita pahami dan resapi secara mendalam, semuanya 
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akan membentuk satu kesatuan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara 
yang lebih baik. 


Semoga kehadiran buku ini memperkaya khazanah keilmuan generasi milenial 
saat ini dan generasi mendatang dalam hal pengelolaan keuangan negara. 
Tantangan ke depan masih sangat berat, tetapi semangat, kesempatan, dan 
ruang untuk kita belajar juga semakin terbuka lebar. Untuk itu, kami berharap 
kehadiran buku ini dapat menjadi pemicu untuk lahirnya karya-karya ilmiah 
baru terkait pengelolaan keuangan negara. Selamat mengarungi lautan ilmu 
dalam buku ini. 


Direktur Eksekutif IKANAS STAN Research 


Dr. Futu Faturay 


PROLOG 


uku ini reifikasi dari sebuah anomali (mis)-persepsi umum para mahasiswa 

dan mahasiswi, orang tua mereka, calon employers dan pembuat kebijakan 
di Indonesia terhadap Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan alumninya. 
Galibnya, khalayak sering kali bermufakat menerima persepsi tunggal tentang 
PKN STAN, seakan ia dilabeli sebagai spesies dari genus pendidikan vokasional. 
Dus, per se PKN STAN dianggap sekadar sekolah kejuruan atau provider tenaga 
kerja terampil bagi sektor pemerintahan—khususnya yang memiliki skill sets 
administrasi, akuntansi, dan keuangan publik. Buku ini menepis semua itu, oleh 
karenanya ia merupakan anomali. 


Keragaman dan kedalaman konten karya tulis hasil penelitian dari para 
mahasiswa Program Diploma IV PKN STANyang disajikan dalam bukuini berhasil 
melawan labeling sempit dari persepsi tunggal khalayak tentang pendidikan 
vokasi. Tak hanya itu, buku ini juga membuktikan kepada para pembaca bahwa 
pendidikan vokasional dapat berdaya besar dalam ikut memperkaya khazanah 
di proses pembuatan kebijakan publik, sekaligus menggarami dunia penelitian 
di bidang yang multifacets. Tak kalah menariknya, penulis-penulisnya juga 
merupakan petualang ilmu sebab keragaman topik yang disajikan meliputi tak 
hanya akuntansi dan keuangan publik, bahkan para penulis melanglang sampai 
ke ranah studi behavioral, ekonomi pembangunan, ekonomi politik, fiskal, 
moneter, administrasi bisnis, dan governance. Dengan demikian, “hutan dan 
pohon” dari keuangan negara dan ekonomi tercakup dalam buku ini. 


Fitur keragaman sebagai intangible unggulan pertama yang dikandung buku 
ini—tak sekadar keragaman topik dan ranah studi, melainkan juga dalam 
hal pemilihan metode riset. Model-model yang digunakan oleh para penulis 
terpancang lebar mulai dari ekonometri atau statistika inferensial yang 
sederhana hingga ke model economy-wide yang jauh lebih rumit. Pendekatan 
kuantitatif mendominasi pendekatan kualitatif dengan perbandingan 51:49 
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persen di buku ini. Penjelajahan metode riset ini sungguh mengejutkan, sebab 
tidak pernah diduga-duga sebelumnya bahwa dengan kapasitas akademik setara 
Sarjana (S-1), kedalaman dan penguasaan metode riset para penulis tergolong 
mumpuni. 


Penilaian ini tak berlebihan, sebab ibarat metode riset adalah alat medis yang 
digunakan oleh dokter gigi, maka seorang dentist yang andal adalah yang 
tahu akan kelebihan dan kelemahan alat yang digunakannya. Dentist yang 
bijak juga tidak jumawa dengan kekuatan alat. Selain itu, ia humble untuk 
mengakui kelemahan alat yang dipakainya kepada pasien, tetapi tak berarti 
lunglai dan pasrah dengan kelemahan alat itu. Seorang dentist yang komplet, 
dengan demikian, adalah yang eling lan waspada (bahasa Jawa, artinya sadar dan 
waspada), terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan remedy alternatif dan 
membuka peluang untuk pengembangan riset lanjutan. Perumpamaan ini juga 
pernah digunakan oleh John Maynard Keynes ketika ia ditanya pandangannya 
tentang profesi ekonom. Keynes mengibaratkan ekonom sebagai dentist, bukan 
fisikawan dan bukan engineer. Apa sebab? 


Keynes rupanya seorang humoris, ia mengatakan bahwa berbeda dengan 
insinyur dan fisikawan, seorang dentist harus ekstra-prudent sekaligus penuh 
empati. Sebab ketika ada gigi pasien yang terpaksa harus dicabut dan dengan 
demikian dalam proses pencabutan ia akan meng-inflict pain kepada pasien 
dengan segala kekuatan dan keterbatasan alat yang dipunyai, dentist akan 
meminta permisi terlebih dahulu kepada pasien si empunya gigi dan saraf. 
Dengan kata lain, meski riset mengandung banyak unsur teknis, tetapi periset 


« 


yang baik adalah yang tidak kehilangan “rasa” terhadap kompleksitas dan 


interdependensi antarmanusia dan alam lingkungan di dunia nyata. 


Satu alat riset berupa metode stochastic yang cukup rumit, yakni Structural 
Eguation Modeling (SEM) muncul satu kali dalam buku ini, digunakan oleh penulis 
untuk mengukur dampak security awareness terhadap security culture dalam 
konteks border protectionyang merupakan tugas dan fungsi otoritas Beadan Cukai 
di Indonesia. Metode non-stochastic yang diciptakan oleh almarhum Thomas 
Saaty—bernama Analytical Hierarchy Process (AHP) yang sangat powerful, tetapi 
kurang populer di kalangan peneliti dan bahkan sering digunakan oleh lembaga- 
lembaga besar seperti Pentagon—muncul tiga kali dalam buku ini. Metode 
tersebut digunakan untuk menganalisis cost dan benefit dari melipatgandakan 
kekuatan strategis air patrol untuk kepentingan border protection Indonesia, selain 


itu juga digunakan untuk mengurai permasalahan governance di Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan maupun di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 
yang erat kaitannya dengan penjaminan kualitas profesi Akuntan Publik di 
Indonesia. 


Selain itu, yang lebih menarik lagi, model ekonomi luas (economy-wide) Input- 
Output (IO) yang diciptakan oleh peraih Nobel Ekonomi tahun 1976, Wassily 
Leontief, muncul dalam buku ini. Model ini digunakan oleh salah satu penulis 
tidak hanya untuk menghitung potensi penerimaan negara dari sektor Pajak 
Penghasilan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), tetapi juga digunakan 
untuk mencari sektor atau industri yang paling strategis dalam meningkatkan 
pertumbuhan penerimaan negara dari sektor Perpajakan. 


Fitur unggulan kedua dari buku ini yaitu depth atau kedalaman riset juga disajikan 
kepada para pembaca yang budiman, baik dalam hal tema maupun kedalaman 
dalam pemanfaatan metodologi riset. Pembaca akan menemui beberapa 
tulisan dalam buku ini yang bertemakan kebijakan fiskal dan administrasinya, 
menyajikan analisis yang cukup mendalam mengenai dampak sistem keuangan 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, kekosongan hukum perihal harga wajar 
aset yang dapat menjadi loophole dalam menyukseskan kebijakan Tax Amnesty di 
Indonesia, termasuk mencakup isu perpajakan internasional khususnya terkait 
dengan pinjaman antargrup-usaha (intra-group loan) yang merupakan salah satu 
transaksi keuangan yang dapat memapar Indonesia dengan risiko kehilangan 
penerimaan negara karena skema global tax avoidance. Isu regional development 
economics tentang peran sektor pertambangan dalam pembangunan daerah juga 
dibahas secara mendalam dan memberikan insight unik yang menarik dalam 
buku ini. Isu-isu behavioral dalam ranah fiskal tak kalah mendalam dibahas. 
Beberapa isu perihal perilaku tax compliance para Wajib Pajak, tax avoidance, dan 
ekonomi politik dari willingness to pay-nya para pembayar pajak dalam kaitannya 
dengan menang atau kalahnya kandidat presiden pilihan mereka, juga dibahas 
secara menarik dan mendalam. 


Hubungan antara kedalaman (depth) dan keragaman (diversity) sering kali 
adalah trade-off, di mana keragaman topik riset sering kali harus mengorbankan 
kedalaman pembahasannya. Hal itu tidak ditemui dalam buku ini sekalipun masih 
terdapat kekurangan di sana-sini terutama dalam hal kemampuan berefleksi dan 
melakukan autokritik terhadap metode riset dan hasil risetnya sendiri. Dengan 
kata lain, mengetahui dan mengakui kelemahan diri menjadikan kekuatan menjadi 
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lengkap dan paripurna. Last but not least, buku ini menyajikan tiga menu utama 
yang lezat: novelty, clarity, dan kontribusi bagi sektor pemerintahan, bisnis, bahkan 
pendidikan tinggi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bon appetit, 
pembaca yang budiman. 


Tim Editor 
Irwanda Wisnu Wardhana 
Andi Nugroho Suryo Kuncoro 


Bayu Rahmat Rahayu 
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PERHITUNGAN POTENSI PAJAK 
PENGHASILAN UMKM PROVINSI BALI 
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
INPUT OUTPUT 


Luh Made Rahmita Asriana Patni & Taufik Raharjo 


Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Meski 
demikian, penerimaan perpajakan tidak selalu dapat memenuhi target yang 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk 
meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah juga menyasar penerimaan 
dari kalangan wiraswasta yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) melalui serangkaian kegiatan pengawasan dan penggalian 
potensi berbasis sektoral. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 
potensi, tax coverage ratio, serta sektor-sektor UMKM yang potensial untuk 
dijadikan sasaran kegiatan penggalian potensi tahun berikutnya pada lingkup 
Provinsi Bali, yaitu salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi PPh UMKM 
yang tinggi. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data 
Tabel Input-Output. Hasil penghitungan menunjukkan potensi PPh UMKM di 
Provinsi Bali tahun 2014 adalah sebesar Rp208,58 miliar, tahun 2015 sebesar 
Rp236,27 miliar, dan tahun 2016 sebesar Rp260,57 miliar. Nilai tax coverage 
ratio tahun 2014 adalah sebesar 50,297, tahun 2015 sebesar 58,448x, dan 
tahun 2016 sebesar 58,91496. Sektor-sektor yang dapat dijadikan prioritas oleh 
Kanwil DJP Bali dalam upaya pengawasan dan penggalian potensi PPh UMKM 
tahun berikutnya, yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. 


Kata kunci: pajak, sektor UMKM, potensi PPh, tax coverage ratio, tabel input- 
output 
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PENDAHULUAN 


Reformasi perpajakan Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 1983 berhasil 
meningkatkan penerimaan perpajakan. Halini ditunjukkan denganpertumbuhan 
penerimaan perpajakan hingga menjadi sumber utama pendapatan negara 
sejak era Pembangunan Lima Tahun V (PELITA V) pada rezim Orde Baru hingga 
saat ini. Meskipun merupakan sumber utama pendapatan negara, penerimaan 
perpajakan tidak selalu mencapai target yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak 
mencapai target UU APBN terakhir terjadi pada tahun 2008. Bahkan, dalam 
enam tahun terakhir, persentase capaian cenderung menurun sebagaimana 
dapat dilihat pada Gambar 1. 


Untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, Organization of Economic 
Cooperation and Development (OECD) merekomendasikan agar pemerintah 
memasukkan lebih banyak kalangan wiraswasta dalam jaring pajak dan 
meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (2015). Sebagian masukan tersebut 
telah dilaksanakan oleh pemerintah. Sejak 2013, DJP menerapkan skema tarif 
pajak 196 dari peredaran usaha bagi wajib pajak UMKM. DJP juga aktif memperkuat 
kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk memperoleh informasi 
dalam rangka menemukan wajib pajak yang belum terdaftar dan memitigasi 
perekonomian bayangan (shadow economy) (OECD, 2016). 
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Gambar 1: Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Serta Persentase Capaian 
Tahun 2008 s.d. 2016 (Nasional) 


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, diolah 
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Berdasarkan rekomendasi dan langkah-langkah yang dilakukan DJP, dapat 
dilihat bahwa pemerintah menyasar penerimaan dari pengusaha UMKM 
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013). Meskipun 
tidak secara eksplisit menyasar pengusaha UMKM, hal tersebut terlihat dari 
objek pajak yang dikenakan tarif pajak 196, yaitu penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet yang tidak melebihi 4,8 
miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha 
dengan omzet sebesar itu termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan 
sebagian usaha menengah. 


Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah sejak tahun 2002 
melakukan reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi pajak. 
Metode pengawasan dan penggalian potensi tersebut dikembangkan sejak tahun 
2007 yang meliputi kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking (Aribowo dan 
Rinaningsih, 2013). Kegiatan mapping merupakan tahap awal dalam kegiatan 
penggalian potensi dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi 
pajak di wilayah kerja masing-masing unit DJP (Aribowo dan Rinaningsih, 2013). 
DJP fokus kepada penggalian potensi berbasis sektoral sehingga kegiatan mapping 
berdasarkan kelompok sektor dalam perekonomian menjadi sangat penting 
untuk dilakukan. Karenanya, untuk mengoptimalkan penerimaan PPh UMKM 
maka perlu dilakukan mapping berdasarkan kelompok sektor UMKM sehingga 
dapat ditentukan sektor-sektor UMKM potensial untuk dijadikan sasaran 
penggalian potensi. 


Terdapat beberapa cara yang umum digunakan untuk memperkirakan besaran 
potensi pajak, yakni metode kesenjangan, model representative tax system, metode 
ekonometri, dan metode input-output (Arief, 2009). Di antara keempat metode 
tersebut, metode input-output memiliki keunggulan karena dapat melakukan 
perhitungan hingga ke level sektoral (Arief, 2009). Penelitian sebelumnya 
yang menggunakan data Tabel Input Output (IO) untuk menghitung potensi 
penerimaan pajak antara lain Woroutami (2006), yang menghitung potensi PPh 
seluruh wajib pajak tahun 2007: Arief (2009), yang meneliti potensi PPh 25 Badan 
tahun 2005-2009: dan Anjariadi (2011), yang meneliti potensi PPh 25 Badan 
tahun 2005-2008. 
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Salah satu unit vertikal DJP yang memiliki permasalahan serupa dengan kondisi 
nasional adalah Kantor Wilayah DJP Bali (Kanwil DJP Bali) yang wilayah kerjanya 
mencakup Provinsi Bali. Penerimaan Kanwil DJP Bali tidak pernah mencapai 
target sejak 2012. Bahkan, capaian target penerimaannya cenderung mengalami 
penurunan sejak 2014 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2: Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak serta Persentase Capaian 
Tahun 2014 s.d. 2016 (Kanwil DJP Bali) 
Sumber: Bidang Dukungan, Teknis, dan Konsultasi Kantor Wilayah DJP Bali, diolah. 


Bali merupakan provinsi dengan potensi PPh UMKM yang tinggi. Sensus 
Ekonomi 2016, di mana tercatat UMKM, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), 
mendominasi aktivitas ekonomi Provinsi Bali dengan proporsi sekitar 97,131 
(BPS, 2017). Berdasarkan data tersebut, salah satu upaya untuk meningkatkan 
penerimaan Kanwil DJP Bali adalah mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam 
penerimaan PPh Provinsi Bali. Hal tersebut bisa dimulai dengan melakukan 
mapping untuk mengidentifikasi sektor-sektor UMKM yang potensial untuk 
dijadikan sasaran kegiatan penggalian potensi. 


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dalam empat tahun terakhir selalu berada 
di atas rata-rata nasional (lihat Gambar 3) sehingga keberadaan kegiatan peng- 
galian potensi yang tepat sasaran di Kanwil DJP Bali dapat diharapkan menunjang 
pencapaian target penerimaan nasional. Selain itu, perekonomian Provinsi Bali 
yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Bali diperkirakan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya karena 
industri pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJM 2015/2019. 


PERPAJAKAN 


Penelitian ini menggunakan Tabel Input-Output (Tabel IO) untuk menganalisis 
Potensi PPh UMKM sektoral di Provinsi Bali yang meliputi perhitungan potensi, 
perhitungan tax coverage ratio, serta identifikasi sektor UMKM yang potensial 
untuk dijadikan sasaran kegiatan penggalian potensi tahun berikutnya. 
Penelitian ini menggunakan objek pajak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 
46 Tahun 2013, yang mulai berlaku 1 Juli 2013. Untuk itu, lingkup penelitian ini 
adalah tahun penuh sejak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, yakni tahun 
2014, 2015, dan 2016. 


Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi dan tax coverage ratio PPh 
UMKM sektoral di Provinsi Bali pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Penelitian 
ini juga menganalisis sektor perekonomian potensial dalam upaya penggalian 
potensi PPh UMKM di Provinsi Bali pada tahun berikutnya. 


Kondisi perekonomian Provinsi Bali sepanjang masa penelitian cukup stabil 
sehingga cocok dijadikan objek penelitian dengan instrumen ini. Karena, 
salah satu kelemahan penggunaan Tabel IO dalam analisis perpajakan adalah 
karakteristik Tabel IO yang statis sehingga ketika terjadi perubahan faktor- 
faktor ekonomi yang substansial (kondisi ekonomi tidak stabil), maka hasil 
analisis Tabel IO akan menjadi tidak tepat (Swenson dan Moore, 1987). 
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Gambar 3: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2013 s.d. 
2016 
Sumber: Berita Resmi Statistik Tahun 2013 s.d. 2016, diolah. 
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TINJAUAN TEORETIS 


Pajak 

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai: 
“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 


Sementara, Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Gade (2005) mendefinisikan pajak 
sebagai: “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 


Dari dua definisi tersebut, karakter yang melekat pada pajak adalah: (a) 
Pajak adalah kontribusi/iuran kepada negara yang bersifat memaksa yang 
pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, (b) Pajak 
terutang oleh yang wajib membayarnya, dapat berbentuk orang pribadi atau 
badan, yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pembayar pajak tidak 
mendapat kontraprestasi secara langsung, dan (c) Pajak digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan pemerintah. 


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Di Indonesia, terdapat beberapa rujukan untuk mendefinisikan UMKM secara 
formal. Rujukan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang UMKM dan kriteria menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria 
UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 dapat dilihat di Tabel 1. 


PERPAJAKAN 


Tabel 1: Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 


Kriteria Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah 


Kekayaan Bersih Memiliki kekayaan Memiliki kekayaan bersih Memiliki kekayaan bersih 
(tidak termasuk bersih paling banyak lebih dari Rp50jutasampai lebih dari Rp500 juta 


tanah dan Rp50 juta dengan paling banyak sampai dengan paling 
bangunan tempat Rp500 juta banyak Rp10 miliar 
usaha) 
Hasil penjualan Memiliki hasil Memiliki hasil penjualan Memiliki hasil penjualan 
tahunan penjualan tahunan tahunan lebih dari Rp300 tahunan lebih dari Rp2.5 
paling banyak Rp300 juta sampai dengan paling miliar sampai dengan 
juta banyak Rp2.5 miliar paling banyak Rp50 miliar 


Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008, diolah. 


Sementara, BPS mendefinisikan industri UMKM dengan pendekatan jumlah 
tenaga kerja. Menurut BPS, yang dimaksud industri mikro adalah industri yang 
tenaga kerjanya antara 1-4 orang, industri kecil adalah industri yang tenaga 
kerjanya 5-19 orang, sementara industri menengah adalah industri yang tenaga 
kerjanya 20-99 orang. Penggolongan industri oleh BPS hanya berdasarkan 
jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan besarnya modal industri tersebut. 


Sementara, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank 
Indonesia (2015) mendefinisikan enam karakteristik komoditas UMKM di 
Indonesia. Pertama, kualitasnya belum standar karena sebagian besar UMKM 
belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan 
biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam. 
Kedua, desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman mengenai produk. Ketiga, jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM 
hanya memproduksi beberapa jenis produk. Keempat, kapasitas dan daftar harga 
produknya terbatas. Kelima, bahan baku kurang terstandar karena diperoleh dari 
berbagai sumber. Keenam, kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna 
karena produksi belum teratur. 


Tabel Input-Output (Tabel IO) 

BPS (2015) mendefinisikan Tabel IO sebagai: “Uraian statistik dalam bentuk 
matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta 
saling keterkaitan antarsatuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah 
pada suatu periode waktu tertentu.” Dari definisi di atas, diketahui bahwa 
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Tabel IO merupakan sebuah matriks yang terdiri atas tabel dan baris. Secara 
umum, matriks dalam Tabel I-O dapat dikelompokkan menjadi tiga kuadran 
(submatriks), yaitu kuadran I, II, dan III. Kuadran I berisi transaksi antara, yaitu 
transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Sementara 
Kuadran II berisi duajenis data, yaitu transaksi permintaan akhir dan komponen 
penyediaan pada masing-masing sektor produksi. Terakhir, Kuadran III berisi 
sel-sel nilai tambah bruto atau input primer. Ilustrasi penyajian Tabel IO dapat 
dilihat pada Tabel 2. 


BPS (2008) menyatakan kembali Tabel 2 dalam sebuah persamaan, maka dari 
baris akan didapat persamaan sebagai berikut. 


Iri Ky # K5 X #M,,dengani —1,..,n 
Dengan pemahaman serupa, untuk kolom didapatkan persamaan: 


7 


IiXij t V — X denganj —1,....n 


Menurut BPS (2008), data transaksi yang biasa disajikan dalam Tabel IO dapat 
berupa data transaksi atas dasar harga pembeli, transaksi atas dasar harga 
produsen, transaksi total, dan transaksi domestik. Seluruh jenis data transaksi 
tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis hubungan sektor-sektor ekonomi. 


Tabel 2: Penyajian Tabel Input Output 


Alokasi Permintaan Antara Penyediaan 
Output 
Alokasi Sektor Produksi Permintaan Akhir Impor Total Output 
Input 
Sektor KuadranI Kuadran II 
1 X Xi, X3 F, M, X, 
Input Antara 2 X X,, Xa, F, M, Xx, 
3 Xa Xx, Xx F, M, X3 
Input Primer V, V, V3 
Jumlah Input X, Xx, Xx, 


Sumber: BPS. 2008. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output. Jakarta: PT Tionarayana 
Marbuejaya. Hal 11. 


PERPAJAKAN 


BPS (2008) menyatakan bahwa dalam model IO, output memiliki hubungan timbal 
balik dengan permintaan akhir. Hubungan antara output dan permintaan akhir 
tersebut dapat dilihat dalam sebuah matriks pengganda. Matriks pengganda 
merupakan matriks kebalikan dari matriks identitas dikurangi matriks koefisien 
input. Matriks koefisien input disebut juga matriks teknologi dan dinotasikan 
dalam model input output sebagai matriks A. BPS (2008) menyebutkan matriks A 
didapatkan dengan membagi setiap elemen matriks dengan total input. Matriks 
A digambarkan sebagai berikut. 


Ary App Ain 
na an Aa Pen na na “eni Gt (1.3) 
Ani An3z Lai Ann 


Hubungan timbal balik antara total output (X) dengan permintaan akhir (F) 
didapatkan dari menyubstitusikan persamaan 1.3 ke dalam persamaan 1.1. 


AX4F-M -X 


F-M 5 KTA) sena Oa Bu ama aan (1.4) 
X -U-A)'x (F-M) 

di mana: 

X - total output 

I z matriks identitas 

A - matriks koefisien input/matriks teknologi 

F-M - permintaan akhir - impor 


Matriks (I-A)' ini disebut matriks pengganda atau Matriks Kebalikan Leontief 
(Leontief Inverse Matrix). 


METODE PENELITIAN 


Penelitian ini akan menghitung potensi PPh UMKM Provinsi Bali tahun 2014 s.d. 
2016 untuk seluruh sektor ekonomi di Provinsi Bali (LPPI dan Bank Indonesia, 
2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Objek pajak 
yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada objek PPh atas penghasilan dari 
usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut. 


1. Tabel Input-Output Provinsi Bali Tahun 2010 (Transaksi Total atas Dasar 
Harga Konsumen) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Bali. 


2. Data penerimaan PPh Kanwil DJP Bali tahun pajak 2010 dan 2014 s.d. 2016, 
yang meliputi PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur 
dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, PPh 25/29 Badan, dan PPh 25/29 Orang 
Pribadi (OP). Data diperoleh dari Bidang Dukungan, Teknis, dan Konsultasi 
Kantor Wilayah DJP Bali. 


3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali atas dasar harga 
berlaku menurut pengeluaran tahun 2014 s.d. 2016 yang diperoleh dari BPS 
Provinsi Bali. 


Potensi PPh dari UMKM (sektor m, tahun n) dirumuskan sebagai hasil dari 
Koefisien PPh UMKM (sektor m, tahun 2010) dikalikan dengan proyeksi output 
sektoral (sektor m, tahun n). Rumus ini sebagaimana digunakan oleh Arief 
(2009). 


Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung Koefisien PPh 
UMKM (Sektor m, tahun 2010). Koefisien ini diperoleh dari perkalian antara 
effective tax rate (ETR) PPh UMKM (sektor m, 2010) dengan rasio surplus usaha 
UMKM (sektor m, 2010). 


ETR PPh UMKM dihitung dengan menghitung rasio jumlah pajak yang 
disetorkan terhadap laba usaha bruto (Nicodeme, 2007). Penggunaan laba 
usaha bruto sebagai denominator perhitungan ETR memiliki keunggulan terkait 
keterbandingan, mengingat kebijakan akuntansi untuk perhitungan laba usaha 
bruto antarperusahaan biasanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. ETR 
PPh UMKM dalam penelitian ini dihitung per sektor pada tahun basis 2010 sesuai 
dengan tahun pada Tabel IO yang digunakan. Penggunaan tahun basis dalam 
penghitungan potensi pajak juga digunakan dalam penelitian Arief (2009). ETR 
dirumuskan dengan persamaan berikut. 


PERPAJAKAN 


T (sektor m.2010) 


t PPh UMKM (sektor m, 2010) — ea 


Di mana: 

T (sektor m, 2010) - ETR PPh UMKM sektor m tahun 2010 

T (sektor m, 2010) - realisasi PPh UMKM yang dibayar sektor m tahun 2010 
GOP (sektor m, 2010) - laba usaha bruto (Gross Operating Profit) UMKM 


sektor m tahun 2010 


Dalam penelitian ini, T (sektor m, 2010) diestimasi dengan menggunakan 
pendekatan rasio realisasi PPh UMKM terhadap realisasi PPh Kegiatan Usaha 
Total tahun 2016. Penggunaan pendekatan rasio dilakukan karena pada tahun 
2010 pendapatan sektor UMKM masih dikenakan PPh 25/29 Badan atau PPh 
25/29 OP sehingga data mengenai pajak yang khusus disetorkan oleh UMKM 
tidak tersedia. Yang dimaksud dengan realisasi PPh UMKM adalah realisasi PPh 
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 
Tahun 2013, sementara realisasi PPh Kegiatan Usaha Total merupakan gabungan 
realisasi PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 
Nomor 46 Tahun 2013, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Pasal 25/29 OP. 


Besarnya GOP (m, 2010) ditentukan dengan menggunakan surplus usaha UMKM 
tahun 2010 yang terdapat dalam Tabel IO 2010. Data surplus usaha yang terdapat 
dalam Tabel IO 2010 merupakan surplus usaha total sehingga untuk memisahkan 
surplus usaha UMKM dari surplus usaha total digunakan perbandingan realisasi 
PPh UMKM dan realisasi PPh Kegiatan Usaha Total tahun 2010. Surplus usaha 
diasumsikan berbanding lurus dengan jumlah realisasi penerimaan PPh (Arief, 
2009). 


Ketika ETR telah terdefinisikan, data rasio surplus usaha diperlukan untuk 
mendapatkan Koefisien PPh UMKM. Rasio surplus usaha merupakan per- 
bandingan jumlah surplus usaha dengan total output. Data surplus usaha dan 
total output diambil dari Tabel 10. Surplus usaha dalam Tabel 10 2010 merupakan 
surplus usaha total, karena itu perlu dilakukan pemisahan surplus usaha UMKM 
dari surplus usaha total. Untuk melakukan pemisahan, digunakan rasio realisasi 
PPh UMKM dengan realisasi PPh dari kegiatan usaha total tahun 2010. 


Langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung Proyeksi Output Sektoral 
Tahun 2014, 2015, dan 2016. Proyeksi output sektoral ini dihitung dengan 
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melakukan Updating Tabel IO 2010. Updating Tabel IO dilakukan dengan 
menggunakan metode yang digunakan Arief (2009) yaitu mengalikan matriks 
pengganda dengan proyeksi permintaan akhir sehingga diperoleh besarnya 
output sektoral tahun 2014, 2015, dan 2016. 


BPS (2008) menyatakan bahwa matriks pengganda pada Tabel I-O menjelaskan 
perubahan yang terjadi pada berbagai peubah endogensebagai akibat perubahan 
pada suatu atau beberapa peubah eksogen. BPS (2008) juga menjelaskan bahwa 
dalam model I-O, output memiliki hubungan timbal balik dengan permintaan 
akhir dan output tersebut. Artinya, jumlah output yang dapat diproduksi 
tergantung pada jumlah permintaan akhirnya. Namun demikian, dalam keadaan 
tertentu, output justru yang menentukan besarnya permintaan akhir. 


Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa yang langsung 
habis digunakan. Komponen permintaan akhir sama dengan komponen 
PDRB dari sisi pengeluaran, yakni terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah 
tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, 
pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, serta ekspor. Besarnya 
permintaan akhir tahun 2014, 2015, dan 2016 yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh dari data PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku. 


Langkah ketiga yang dilakukan adalah menghitung Potensi PPh UMKM (sektor 
m, tahun n). Angka ini diperoleh dengan asumsi faktor di luar perubahan 
permintaan akhir dianggap tetap. Faktor yang dimaksud di sini adalah ETR, rasio 
surplus usaha, dan matriks pengganda yang diasumsikan tidak berubah sejak 
tahun 2010. 


Berikutnya yang dihitung adalah Tax Coverage Ratio (sektor m, tahun n). Dengan 
mengetahui potensi PPh UMKM masing-masing sektor, maka tax coverage ratio 
akan dapat ditentukan. Tax Coverage Ratio PPh UMKM adalah perbandingan 
besarnya realisasi (sektor m, tahun n) terhadap potensi PPh UMKM (sektor m, 
tahun n). 


Langkah terakhir adalah mengidentifikasi Sektor UMKM Potensial. Sektor UMKM 
potensial adalah sektor-sektor yang perlu ditingkatkan pengawasannya karena 
memiliki ruang fiskal cukup besar yang ditandai dengan nilai tax coverage ratio 
sektor tersebut di bawah rata-rata. Tax coverage ratio merupakan perbandingan 
antara besarnya realisasi pajak dibandingkan dengan potensi pajak yang dapat 
dijadikan indikator untuk menilai besarnya tingkat keberhasilan pemungutan 
pajak (Arief: 2009). 


PERPAJAKAN 


PEMBAHASAN 


Hasil perhitungan Koefisien PPh UMKM (sektor m, 2010) adalah sebagai berikut. 
Tabel 3 berikut menunjukkan besarnya ETR dari sembilan sektor ekonomi. Dari tabel 
tersebut diketahui bahwa ETR terbesar dimiliki oleh sektor industri pengolahan 
sebesar 3,744396, diikuti sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,01354. 
Sementara ETR terendah dimiliki oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 
0,066256 dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan ETR 
sebesar 0,152296. Perbedaan ETR tersebut menunjukkan perbedaan tarif PPh UMKM 
yang sebenarnya berlaku di masing-masing sektor. 


Tabel 3: ETR PPh UMKM Sektoral Tahun 2010 


Klasifikasi Sektor ETR PPh UMKM 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 0,1522Y6 
Pertambangan dan Penggalian 2,0135Y6 
Industri Pengolahan 3,7443 Yo 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,1217Y6 
Bangunan 0,3961Y6 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,7979Yo 
Pengangkutan dan Komunikasi 0,0662Y6 
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 14255469 
Jasa-jasa 1,555346 


Sumber: Penulis (diolah) 


Sementara, Tabel 4 menyajikan Rasio Surplus Usaha (sektor m, 2010) untuk 
setiap sektor. Sektor dengan rasio surplus usaha tertinggi adalah sektor 
pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,28562. Rasio surplus usaha sebesar 
0,28562 menunjukkan dalam setiap satu rupiah output sektor pengangkutan dan 
komunikasi terdapat surplus usaha sebesar 0,28562. Sementara itu, rasio surplus 
usaha terendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 0,00044. Angka 
tersebut menunjukkan dalam satu rupiah output, komposisi surplus usahanya 
adalah sebesar 0,00044. 
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Tabel 4: Rasio Surplus Usaha UMKM Sektoral Tahun 2010 


Klasifikasi Sektor Rasio Surplus Usaha 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 0,07145 
Pertambangan dan Penggalian 0,00220 
Industri Pengolahan 0,03938 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,00044 
Bangunan 0,04563 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,03052 
Pengangkutan dan Komunikasi 0,28562 
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 011431 
Jasa-jasa 0,06464 


Sumber: Penulis (diolah) 


Koefisien PPh UMKM sektoral dihitung dengan mengalikan ETR dan rasio 
surplus usaha yang telah dihitung sebelumnya. Hasil perhitungan Koefisien PPh 
UMKM ada pada Tabel 5. Sektor dengan koefisien PPh UMKM tertinggi adalah 
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,001630. Hal ini 
menunjukkan besarnya PPh UMKM yang disetor untuk setiap rupiah output 
pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sebesar 0,001630. 


Tabel 5: Koefisien PPh UMKM Sektoral Tahun 2010 


Klasifikasi Sektor Koefisien PPh UMKM 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 0,000109 
Pertambangan dan Penggalian 0,000044 
Industri Pengolahan 0,001474 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,000005 
Bangunan 0,000181 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,000244 
Pengangkutan dan Komunikasi 0,000189 
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 0,001630 
Jasa-jasa 0,001005 


Sumber: Penulis (diolah) 


PERPAJAKAN 


Perkembangan output sektoral dari tahun ke tahun dapat diestimasi dengan 
analisis Tabel IO. Bentuk analisis yang digunakan adalah dengan melakukan 
perkalian antara matriks pengganda output dengan proyeksi permintaan akhir. 
Proyeksi output sektoral tahun 2014 s.d. 2016 pertama-tama dilakukan untuk 19 
sektor sesuai dengan klasifikasi sektor dalam Tabel IO Tahun 2010, kemudian 
diagregasikan menjadi sembilan sektor. Proyeksi output sektoral tahun 2014 s.d. 
2016 untuk sembilan sektor dapat dilihat pada Tabel 6. 


Tabel 6: Proyeksi Output Total Tahun 2014 s.d. 2016 (dalam Juta Rupiah) 


Sumber: Penulis (diolah) 


Proyeksi output total secara umum mengalami pertumbuhan dari tahun ke 
tahun. Hal ini menunjukkan kenaikan output perekonomian berbanding lurus 
dengan kenaikan permintaan akhir. Proyeksi output tertinggi berasal dari 
sektor perdagangan, hotel, restoran, dan industri pengolahan. Sementara itu, 
proyeksi output terkecil berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih diikuti 
sektor bangunan kemudian pertambangan dan penggalian. 


Potensi PPh UMKM tahun 2014 s.d. 2016 diperoleh dengan mengalikan Koefisien 
PPh UMKM (sektor m, 2010) dan Proyeksi Output Total (sektor m) tahun 2014, 
2015, dan 2016. Besarnya potensi PPh UMKM Tahun 2014, 2015, dan 2016 untuk 
masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel7. 
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Tabel 7: Potensi PPh UMKM Tahun 2014, 2015, dan 2016 (dalam Rupiah) 


Klasifikasi Sektor 


2014 


2015 


2016 


Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 


Perikanan 


Pertambangan dan Penggalian 


Industri Pengolahan 


6.207.696.594 


776.833.728 


109.755.409.681 


7.031.731.497 


879.953.798 


124.324.789.319 


7.754.922.879 


970.454.268 


137.111.201.358 


Listrik, Gas, dan Air Bersih 


22.884.838 


25.922.665 


28.588.729 


Bangunan 


2.667.848.665 


3.021.989.751 


3.332.791.856 


Perdagangan, Hotel, dan Restoran 


Pengangkutan dan Komunikasi 


Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 


22.655.443.625 


6.681.611.727 


36.276.409.950 


23.539.825.891 


25.662.819.389 


7.568.556.053 


41.091.888.204 


26.664.598.156 


28.302.159.336 


8.346.958.146 


45.318.059.162 


29.406.967.885 


Jasa-jasa 


Sumber: Penulis (diolah) 


Setelah mengetahui besarnya potensi PPh UMKM tahun 2014 s.d. 2016, maka 
dapat diketahui besarnya tax coverage ratio PPh UMKM Provinsi Bali tahun 2014 
s.d. 2016. Tax coverage ratio PPh UMKM Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 8. 
Dari hasil perhitungan, potensi penerimaan PPh UMKM diperkirakan sebesar 
Rp208.583.964.700, sedangkan realisasinya sebesar Rp104.911.187.336 sehingga 
tax coverage ratio keseluruhan sebesar 50,297. Artinya, masih terdapat 
potensi PPh UMKM sebesar Rp103.672.777.364 atau 49,5044 dari potensi total 
yang seharusnya bisa digali. 


Secara sektoral nilai realisasi masih lebih rendah dari potensinya. Terdapat tiga 
sektor dengan tax coverage ratio di bawah rata-rata, yakni sektor pertambangan 
dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan 
komunikasi. Sementara itu, terdapat enam sektor dengan tax coverage ratio di 
atas rata-rata, yakni sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, 
sektor listrik, gas, dan air bersih: sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektorjasa- 
jasa. 


PERPAJAKAN 


Tabel 8: Potensi, Realisasi, Tax Gap, dan Tax Coverage Ratio PPh UMKM Tahun 2014 


Klasifikasi Sektor Potensi Realisasi Tax Gap TCR 
Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan, dan 6.207.696.594 3.487.660.506 2.720.036.088 56,183 Yo 
Perikanan 
Pertambangan dan 776.833.728 112.556.448 664.277.281 14,489Y9 
Penggalian 
Industri Pengolahan 109.755.409.681 50.832.109.463 58.923.300.217 46,314Y6 
Listrik, Gas, dan Air 22.884.838 178.516.460 -155.631.622  780,064Y9 
Bersih 
Bangunan 2.667.848.665 2.207.669.082 460.179.583 82,751Y6 
Perdagangan, Hotel, 22.655.443.625 13.222.293.583 9.433.150.042 58,363 
dan Restoran 
Pengangkutan dan 6.681.611.727 2.412.051.031 4.269.560.696 36,100Y6 
Komunikasi 
Keuangan, 36.276.409.950 20.127.252.842 16.149.157.108 55,483 
Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 
Jasa-jasa 23.539.825.891 12.331.077.921 11.208.747.970 52,384Y6 
Total 208.583.964.700 104.911.187.336 103.672.777.364 50,297Yo 


Sumber: Penulis (diolah) 


Berdasarkan Tabel 8, terdapat satu sektor, yakni sektor listrik, gas, dan air 
bersih, yang memiliki nilai realisasi lebih tinggi daripada hasil perhitungan 
potensi. Realisasi sektor tersebut sebesar Rp178.516.460, sementara hasil 
perhitungan potensi menunjukkan hasil Rp22.884.838 sehingga memiliki tax 
gap negatif Rp155.631.622. Hal ini mungkin disebabkan adanya aturan yang 
mengharuskan usaha dalam bisnis kelistrikan harus berbadan usaha. Hal ini 
mengharuskan para pelaku usaha yang berbentuk CV dan Usaha Dagang (UD) 
harus mengubah bentuk usahanya menjadi badan hukum atau Perseroan 
Terbatas (PT). Perubahan bentuk usaha tersebut kemungkinan mengakibatkan 
perubahan dalam kondisi penerimaan PPh sektor listrik, gas, dan air bersih 
berupa kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2013 dan 2014 seperti yang 
ditampilkan pada Grafik 1. Penelitian ini tidak memperhitungkan pengaruh 
perubahan kondisi penerimaan PPh tersebut sehingga hasil perhitungan potensi 
PPh UMKM memberikan hasil yang kecil dan di bawah realisasi. 
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Tax Coverage ratio PPh UMKM tahun 2015 dalam klasifikasi sembilan sektor dapat 
dilihat pada Tabel 9. Potensi PPh UMKM tahun 2015 hasil perhitungan adalah 
sebesar Rp236.272.248.831, sementara realisasi PPh UMKM tahun 2015 adalah 
sebesar Rp138.096.796.012. Artinya, terdapat Rp98.175.452.819 atau 41,5524 dari 
potensi total potensi PPh UMKM yang seharusnya dapat direalisasikan di tahun 
2015. Nilai tax coverage ratio tahun 2015 adalah sebesar 58,448, meningkat 
sebesar 8,15196 dari tax coverage ratio tahun 2014. 


Grafik 1: Penerimaan PPh dari Kegiatan Usaha Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih 
Tahun 2011 s.d. 2014 
40,000 
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Sumber: Bidang Dukungan, Teknis, dan Konsultasi Kanwil DJP Bali, diolah 


Dalam perspektif sektoral, secara umum kondisinya tidak jauh beda, yakni 
nilai realisasi masih lebih rendah dari potensinya. Kondisi sebagaimana tahun 
2014 juga terjadi di mana realisasi sektor listrik, gas, dan air bersih lebih tinggi 
Rp354.564.335 dibanding potensi hasil perhitungan. Rata-rata tax coverage ratio 
sembilan sektor adalah sebesar 58,44896. Sektor dengan nilai tax coverage ratio di 
atas rata-rata adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 
sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor 
jasa-jasa. Sementara, sektor dengan nilai tax coverage ratio di bawah rata-rata 
adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan 
sektor pengangkutan dan komunikasi. 


PERPAJAKAN 


Hasil perhitungan potensi PPh UMKM tahun 2016 beserta tax coverage ratio dapat 
dilihat pada Tabel 10. Total potensi PPh UMKM hasil perhitungan adalah sebesar 
Rp260.572.103.618, sementara realisasinya adalah sebesar Rp153.512.914.279. 
Besarnya potensi yang seharusnya masih bisa direalisasikan adalah sebesar 
Rp107.059.189.339 dengan tax coverage ratio sebesar 58,914X. 


Rata-rata tax coverage ratio sembilan sektor tersebut adalah 58,91496. Sektor 
dengan nilai tax coverage ratio di atas rata-rata adalah sektor pertanian, 
peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor listrik, gas, dan air bersih, 
sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Sementara sektor dengan 
tax coverage ratio terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor 
industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. 


Tabel 9: Potensi, Realisasi, Tax Gap, dan Tax Coverage Ratio PPh UMKM Tahun 2015 


Klasifikasi Sektor Potensi Realisasi Tax Gap TCR 
nan tenan, 7.031.731.497 5.380.310.929 1.651.420.567 — 76,515Y6 
Kehutanan, dan Perikanan 
Pertambangan dan 

. 879.953.798 116.380.007 763.573.791 13,226Y6 
Penggalian 
Industri Pengolahan 124.324.789.319 67.412.460.956 56.912.328.363 54,223Y9 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 25.922.665 380.487.000 “354.564.335  1467,777Y6 
Bangunan 3.021.989.751 2.868.642.404 153.347.347 94,926Yo 
Perdaganggg, Hot Y4n 25.662.819.389  16.706.790.392 8.956.028.997 — 65,101 
Restoran 
Pengangkutan dan 

2. 7.568.556.053 3.027.455.901 4.541.100.152 40,000Y6 
Komunikasi 
Keuangan, Persewaan,dan 41 091898204 24.054.009.356 17.037.878.848 — 58,53796 
Jasa Perusahaan 
Jasa-jasa 26.664.598.156 18.150.259.067 8.514.339.089 68,069Y6 
Total 236.272.248.831 138.096.796.012 98.175.452.819 58,448Y9 
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Tabel 10: Potensi, Realisasi, Tax Gap, dan Tax Coverage Ratio PPh UMKM Tahun 2016 


Klasifikasi Sektor Potensi Realisasi Tax Gap TCR 
Pertanian, Peternakan, 
. 7.754.922.879 6.498.384.493 1.256.538.386 83,797Yo 
Kehutanan, dan Perikanan 
Perta pan ea dan 970.454.268 175.995.864 794.458.404 — 18,13596 
Penggalian 
Industri Pengolahan 137.111.201.358 73.102.540.133 64.008.661.225 53,316Y6 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 28.588.729 236.302.967 -207.714.238 826,560Y9 
Bangunan 3.332.791.856 3.191.393.817 141.398.039 95,757Y9 
Perd , Hotel, d 
NN Mu BU kia 28.302.159.336  18.458.207.327 — 9.843.952.009  65,218Y6 
Restoran 
Pengangkutan dan 
sanak 8.346.958.146 3.852.122.078 4.494.836.068 46,150Y6 
Komunikasi 
Kenangan Peranan 45.318.059.162  26.725.604.334 18.592.454.828  58,973h 
Jasa Perusahaan 
Jasa-jasa 29.406.967.885 21.272.363.266 8.134.604.619 72,338Y9 
Total 260.572.103.618 153.512.914.279 107.059.189.339 58,914Y9 


Sumber: Penulis (diolah) 


Berdasarkan hasil perhitungan tax coverage ratio, dapat diidentifikasi beberapa 
sektor dengan ruang fiskal yang cukup lebar sehingga apabila pengawasan di 
sektor ini ditingkatkan, maka akan mampu menunjang penerimaan Kanwil DJP 
Bali di tahun-tahun berikutnya. Sektor dengan ruang fiskal yang lebar tersebut 
ditandai dengan nilai tax coverage ratio yang di bawah rata-rata. Terdapat tiga 
sektor dengan nilai tax coverage ratio di bawah rata-rata selama tiga tahun 
periode penelitian, yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. 


PERPAJAKAN 


SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan potensi PPh UMKM sembilan sektor di Provinsi 
Bali cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun 
waktu tahun 2014 s.d. 2016. Potensi PPh UMKM tahun 2014 adalah sebesar 
Rp208.583.964.700, tahun 2015 sebesar Rp236.272.248.831, dan tahun 2016 
sebesar Rp260.572.103.618. 


Nilai tax coverage ratio sembilan sektor PPh UMKM di Provinsi Bali tahun 2014 
s.d. 2016 menunjukkan hasil di bawah 1009 yang artinya masih terdapat potensi 
PPh UMKM yang seharusnya dapat direalisasikan. Nilai tax coverage ratio tahun 
2014 adalah sebesar 50,29796, tahun 2015 sebesar 58,448, dan tahun 2016 
sebesar 58,91496, Di antara sembilan sektor tersebut, terdapat sektor-sektor 
dengan nilai tax coverage ratio di bawah rata-rata selama tahun 2014 s.d. 2016 yang 
dapat dijadikan prioritas oleh Kanwil DJP Bali dalam upaya pengawasan dan 
penggalian potensi PPh UMKM tahun berikutnya, yakni sektor pertambangan 
dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan 
komunikasi. 


Implikasi dan Keterbatasan 

Berdasarkanhasil penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada DJP khususnya 
Kanwil DJP Bali untuk memfokuskan kegiatan pengawasan dan penggalian 
potensi UMKM pada sektor yang memiliki nilai tax coverage ratio di bawah rata- 
rata dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi 
yang berkaitan dengan sektor tersebut. Sektor dengan nilai tax coverage ratio 
di bawah rata-rata adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Untuk melakukan 
penggalian potensi di sektor-sektor tersebut, diperlukan kerja sama pertukaran 
data dengan pihak terkait sehingga kegiatan penggalian potensi dapat berjalan 
dengan lebih efektif. 
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Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dalam metode penghitungan 
sehingga tidak dapat memberikan hasil yang terkuantifikasi secara tepat. Meski 
demikian, pendekatan makro yang digunakan dalam penelitian ini telah dapat 
membantu memberikan gambaran keseluruhan kondisi di lapangan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan berbagai pendekatan dan asumsi 
menimbulkan beberapa keterbatasan penelitian. 


Terdapat empat keterbatasan dalam penelitian yang dapat disampaikan. Pertama, 
penelitian ini menggunakan perbandingan realisasi PPh UMKM terhadap PPh 
usaha total tahun 2016 untuk menghitung besarnya PPh UMKM tahun 2010. Hal 
ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa komposisi penerimaan PPh usaha total 
dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian 
akan memberikan hasil yang lebih maksimal bila terdapat data penyetoran 
PPh UMKM tahun 2010. Kedua, penelitian ini menggunakan data perbandingan 
realisasi penerimaan PPh UMKM dan PPh dari kegiatan usaha total untuk 
mewakili pendapatan bruto UMKM dan non-UMKM. Asumsi yang mendasari 
penggunaanpendekataniniadalah realisasi PPh berbanding lurus dengan tingkat 
pendapatan. Asumsi ini memiliki kekurangan mengingat tingkat kepatuhan 
PPh UMKM dan non-UMKM tidak sama. Oleh sebab itu, penelitian akan menjadi 
lebih relevan bila terdapat data pendapatan bruto UMKM dan non-UMKM. 
Ketiga, Penelitian ini menggunakan data Tabel IO Provinsi Bali tahun 2010 harga 
konsumen sehingga data realisasi penerimaan pajak dari sektor perdagangan 
dan transportasi harus direklasifikasikan terlebih dahulu ke sektor terkait. Oleh 
sebab itu, penelitian akan menjadi lebih baik dan efisien bila menggunakan Tabel 
IO harga produsen. Keempat, penelitian ini tidak mengakomodasi perubahan 
potensi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, seperti pemberlakuan 
PP 46 Tahun 2013 sehingga perlu dikembangkan sebuah metode penelitian yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. 


PERPAJAKAN 
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UPAYA DAN EVALUASI KEBIJAKAN 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
DALAM RANGKA MEMPERBAIKI 

PERINGKAT EASE OF DOING 
BUSINESS INDONESIA 


Rakib Adesurya (DJP) & Ferry Irawan (PKN STAN) 
Alamat korespondensi: rakiba26@gmail.com 


Selama bertahun-tahun, negara-negara bersaing untuk menarik minat investor. 
Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai ketertarikan investor adalah 
kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) yang diterbitkan oleh 
Bank Dunia. Indonesia adalah salah satu di antara 190 partisipan dari studi ini. 
Para peneliti telah melakukan riset berkaitan dengan EODB sejak studi tersebut 
pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Sepengetahuan penulis, belum ada 
penelitian mengenai isu perpajakan pada EODB Indonesia. Oleh karena itu, penulis 
merasa bahwa penelitian ini memiliki implikasi terhadap pemerintah, khususnya 
terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan menggunakan model evaluasi 
CIPP, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi kebijakan yang 
diambil DJP dalam rangka memperbaiki peringkat EODB Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan 
kemudahan berusaha adalah dengan deregulasi serta debirokratisasi aturan 
perpajakan. Di antara aturan tersebut adalah mengenai pendaftaran NPWP dan 
pengukuhan PKP, pelaporan SPT, serta pengembalian pendahuluan kelebihan 
pembayaran pajak. Kemudian, hambatan dalam pengimplementasian kebijakan ini 
adalah aturan pelaksanaan dan aplikasi yang belum mendukung serta kurangnya 
minat Wajib Pajak. Selain itu, kebijakan DJP tersebut disimpulkan memiliki lebih 
banyak implikasi yang positif dibandingkan yangnegatif. 


Kata kunci: kemudahan berusaha, peringkat EODB, evaluasi kebijakan DJP 
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PENDAHULUAN 


Pajak merupakan sumber pendapatan utama anggaran pemerintah. Berdasarkan 
Undang-Undang APBN 2018, target penerimaan pajak mencakup sekitar 85x 
pendapatan negara. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak terlepas 
dari peran DJP. Untuk melaksanakan pembangunan, diperlukan iklim bisnis yang 
sehat. Iklim bisnis biasanya diukur dengan indeks kemudahan berusaha (Ease of 
Doing Business/EODB) yang diterbitkan oleh World Bank Group. 


Peringkat EODB Indonesia meningkat dari urutan 91 menjadi 72 dari 190 negara. 
Namun, capaian ini belum memenuhi target peringkat 40 dari Presiden Joko 
Widodo. Ditambah lagi, dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada di 
bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), Thailand (peringkat 26), 
Vietnam (peringkat 69), dan Brunei Darussalam (peringkat 57). Indonesia hanya 
unggul atas Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. 


Setiap peringkat tersusun dari 10 indikator yang juga dapat diperingkat dan 
dibandingkan dengan negara lain. Indikator EODB Indonesia yang berada di posisi 
paling bawah berturut-turut adalah Penegakan Kontrak (peringkat 145), Memulai 
Usaha (peringkat 144), Pembayaran Pajak (peringkat 114), Perdagangan Lintas 
Negara (peringkat 112), Perizinan Konstruksi (peringkat 108), dan Pendaftaran 
Properti (peringkat 106). Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk fokus pada 
indikator dengan peringkat di atas 100 agar dapat memperbaiki peringkat EODB 
Indonesia. Artinya, enam indikator terburuk yang telah disebutkan sebelumnya 
mendapatkan prioritas perbaikan regulasi. Salah satu indikator yang diprioritaskan 
adalah Pembayaran Pajak. Indikator ini turun peringkat dari 104 di tahun 2017 
menjadi 114 di tahun 2018. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempermudah 
regulasi pajak untuk meningkatkan kemudahan berusaha. 


Pemerintah perlu mengevaluasi dampak atau implikasi atas kebijakan tersebut. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai situasi 
penyusunan kebijakan, kondisi di lapangan serta persepsi dari masing-masing 
pelaku kebijakan. Penelitian ini membahas upaya-upaya yang dilakukan DJP untuk 
meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Penelitian ini juga membahas hambatan 
implementasi kebijakan yang diterapkan DJP,serta implikasi dari kebijakan tersebut 
untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui upaya, hambatan, serta implikasi dari kebijakan DJP dalam rangka 
meningkatkan peringkat EODB Indonesia. 


PERPAJAKAN 


LANDASAN TEORI 


Kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) adalah sebuah indeks yang 
diterbitkan dari hasil studi World Bank Group sejak tahun 2003 yang menunjukkan 
tingkat kemudahan berbisnis di suatu negara dibandingkan dengan negara lain 
dengan menggunakan indikator tertentu. Tujuannya adalah untuk menginspirasi 
perancangan regulasi yang efisien, mudah untuk diakses, dan mudah untuk 
diimplementasikan (World Bank Group, 2018). Pendapat dari Kelley dan Simmons 
(2015) sejalan dengan tujuan EODB tersebut, bahwa indikator yang dibuat oleh 
organisasi yang kredibel dapat memiliki efek tekanan sosial (social pressure). Bentuk 
tekanan sosialtersebut dapat berupa tekanan untuk mengubah aturan, permintaan 
pertanggungjawaban, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, peringkat EODB ini 
dapat memengaruhi perilaku pembuat kebijakan. 


Teori Sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. 
Spence (1973) menganalogikan rekrutmen pegawai dengan investasi. Dalam 
pengambilan keputusan, seseorang membutuhkan informasi yang dianggap 
merepresentasikan kondisi objek tersebut. Walaupun tidak ada klaim dari 
World Bank bahwa peringkat EODB mampu menarik Foreign Direct Investment 
(FDI), peringkat tersebut tetap memiliki efek sinyal (Jayasuriya, 2011). Jika 
suatu negara memiliki peringkat yang buruk dalam studi EODB, media akan 
memberitakannya dan menjadikannya bahan pembicaraan publik. Berita 
tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk mengambil 
keputusan, karena keputusan yang baik itu membutuhkan informasi yang 
lengkap (Connelly, et al, 2011). Pemerintah lalu menginstruksikan instansi- 
instansi terkait untuk memperbaiki regulasinya. Karenanya, studi EODB ini 
memberikan sinyal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan negara 
tersebut. Penelitian mengenai evaluasi kebijakan EODB di Indonesia belum 
banyak dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan, baik 
penelitian kuantitatif maupun kualitatif. 


Beberapa penelitian kuantitatif telah dilakukan untuk mencari hubungan antara 
pajak dan arus investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). Hasilnya, peraturan 
pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap FDI (Lawless, 2009: Djankov, 
et al, 2010, dan An, 2012). Mengurangi variabel waktu yang dibutuhkan untuk 
membayar pajak sebesar 109 dapat meningkatkan FDI sebesar 6,396, sedangkan 
mengurangi variabel jumlah pajak diprediksi dapat meningkatkan FDI sebesar 5,55 
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(Lawless, 2009). Penelitian dari Shahadan, Sarmidi, dan Faizi (2014) menyimpulkan 
sebaliknya, bahwa pengaruh indikator pembayaran pajak dan penyelesaian 
kepailitan terhadap arus masuk FDI kurang signifikan. 


Penelitian kuantitatif lain dilakukan untuk mencari hubungan antara peringkat 
EODB dan FDI. Hasilnya, peningkatan peringkat EODB membuat iklim bisnis 
semakin baik sehingga mampu menarik lebih banyak FDI (Olival, 2012: Shahadan, 
Sarmidi, dan Faizi, 2014: Corcoran dan Gillanders, 2015, Bayraktar, 2013, 2015, 
Vogiatzoglou, 2016, Hintosova, Kubikova, dan Rucinsky, 2016). Jayasuriya (2011) 
menyimpulkan sebaliknya. Walaupun peningkatan peringkat EODB secara rata- 
rata cenderung meningkatkan FDI, pada negara berkembang, hal tersebut tidak 
memiliki dampak yang signifikan. Penelitian kuantitatif lain juga dilakukan untuk 
mencari hubungan antara peringkat EODB dan pertumbuhan ekonomi. Haidar 
(2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa reformasi peraturan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata 0,159. Woodside, Chang, 
dan Cheng (2012) membuktikan sebaliknya, bahwa reformasi peraturan bisnis yang 
tinggi tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yangtinggi. 


Penelitian lain yang relevan adalah penelitian kualitatif. Sejak awal terbitnya 
EODB, Arrunada (2007, 2009) mengkritisi World Bank Group bahwa di dalam studi 
tersebut terdapat kesalahan mendasar, yaitu terperangkap dalam formalitas dan 
kurang menyentuh aspek nilai dan manfaat sebuah regulasi. Selain itu, terdapat 
kesalahan pengukuran yang dapat berdampak pada kesalahan prioritas reformasi 
regulasi. Lyons, Brown, dan Msoka (2013) menambahkan bahwa studi Doing 
Business memang bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk segala jenis 
sistem perekonomian. Namun, reformasi yang didasarkan pada Doing Business 
tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan formalisasi usaha kecil dan menengah 
pada negara yang diteliti (Tanzania). Menurut mereka, reformasi regulasi yang 
dilakukan tidak menyentuh pengusaha kecil karena sejak awal asumsi yang 
dipakai oleh EODB adalah perusahaan menengah. Besley (2015) membuat tulisan 
yang berisi pengakuan terhadap keterbatasan studi EODB. Namun, ia memberikan 
argumen-argumen yang menyatakan bahwa studi EODB tetap memiliki manfaat 
bagi akademisi, jurnalis, dan pembuat kebijakan. Pesan utama tulisannya tersebut 
adalah data yang dikumpulkan oleh proyek EODB adalah suatu bagian yang 
terintegrasi dengan ekonomi politik dari praktik penyusunan kebijakan. Artinya, 
data tersebut adalah fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. 


PERPAJAKAN 


Penelitian kualitatif yang bersifat terapan dilakukan oleh Haidar dan Hoshi (2015). 
Dalam penelitian tersebut, mereka mengidentifikasi peraturan apa saja yang 
menghambat bisnis di Jepang. Mereka kemudian menyimulasikan perubahan 
peraturan yang dapat memengaruhi peringkat indikator EODB. Selanjutnya, ia 
memberikan rekomendasi peraturan mana saja yang dapat segera diubah untuk 
mencapai tujuannya, yaitu peringkat tiga besar negara OECD dalam studi EODB. 
Penelitian kualitatif terapan di Indonesia dilakukan oleh Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mulai tahun 2014. Penelitian ini memaparkan 
secara detail jangka waktu, biaya, dan prosedur yang dilalui untuk mengurus 
perizinan di kota-kota besar. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan pada Maret 
dan Desember 2016 sebagai tindak lanjut atas efek paket kebijakan ekonomi yang 
diterbitkan oleh pemerintah pusat. 


KERANGKA TEORETIS 


Kerangka teori tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1:KerangkaTeoretis Penelitian 
Sumber: Diolah penulis dari World Bank Group (2018) dan jurnal akademis 
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METODE PENELITIAN 


Peneliti menggunakan paradigma constructivism/interpretivism dengan pendekat- 
an kualitatif. Peneliti menggali data dengan mencari informan-informan kunci 
dan berinteraksi dengan mereka untuk mendapatkan informasi mendalam 
mengenai kebijakan terkait kemudahan berusaha. Kemudian, peneliti juga 
menggunakan pendekatan studi deskriptif (non-studi kasus) karena peneliti dapat 
lebih menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pengambilan keputusan 
pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kemudahan 
berusaha. 


Peneliti menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, and Product (CIPP). 
Model ini adalah kerangka komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif 
dan sumatif dari proyek, program, atau kebijakan (Stufflebeam dan Coryn, 
2014). Evaluasi context dilakukan dengan menjabarkan kondisi perpajakan 
saat ini dan tujuan yang ingin dicapai oleh DJP terkait peningkatan peringkat 
EODB. Evaluasi input digunakan untuk menilai perencanaan kebijakan dengan 
mengidentifikasikan pendekatan alternatif dan menilai rencana operasional. 
Evaluasi input dilakukan dengan menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan 
oleh DJP untuk meningkatkan peringkat EODB. Evaluasi process digunakan untuk 
mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan implementasi dari pelaksanaan 
kebijakan. Evaluasi process dilakukan dengan memberikan gambaran tentang 
sejauh mana kebijakan telah diterapkan dan hambatan implementasi yang 
terjadi. Evaluasi product digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan dan 
dampak dari kebijakan. Sayangnya, ketercapaian tujuan dan dampak belum 
dapat dievaluasi karena kebijakan masih baru diterapkan. Oleh karena itu, 
dampak kebijakan digantikan dengan analisis implikasi yang dapat diketahui 
dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait. 


Sumber data penelitian dan narasumber diambil dari data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara narasumber dari pihak 
pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, pihak praktisi sebagai 
pengguna kebijakan, serta pihak akademisi sebagai pengamat kebijakan. Data 
sekunder diperoleh dari data yang telah diolah oleh pihak lain (internal maupun 
eksternal pemerintahan). Misalnya, data internal adalah jumlah pegawai dan 
kantor DJP, sedangkan data eksternal adalah peringkat EODB setiap tahun dari 
World Bank Group. 


PERPAJAKAN 


Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Miles 
dan Huberman, 2009: 16-20). Dalam model ini, analisis data dibagi menjadi 
tiga aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 
dilakukan dengan melampirkan transkrip wawancara dalam bentuk yang 
utuh/apa adanya, kemudian peneliti mengelompokkan makna dari jawaban 
narasumber sesuai pertanyaan yang diajukan. Penyajian data dilakukan dengan 
menggabungkan berbagai informasi agar menjadi bentuk yang padat dan mudah 
diakses sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi. Aktivitas terakhir 
adalah menyimpulkan hasil analisis. 


HASIL PENELITIAN 


Evaluasi Konteks (Context) 

Rencana Strategis DJP memuat visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan dan 
strategi DJP. Visi DJP adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan negara 
yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Misi DJP 
adalah menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 
1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 
tinggi dan penegakan hukum yang adil: 2) pelayanan berbasis teknologi modern 
untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, 3) aparatur pajak yang 
berintegritas, kompeten, dan profesional, serta 4) kompensasi yang kompetitif 
berbasis sistem manajemen kinerja. 


Tujuan DJP adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi 
perpajakan. Arah kebijakan dan strategi DJP untuk tahun 2018 adalah sinergi 
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), sedangkan untuk 
tahun 2019 adalah tahun kemandirian APBN. Arah kebijakan dan strategi 
DJP kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategi dan inisiatif strategis (IS). 
Dari delapan belas IS tersebut, terdapat beberapa yang sesuai dengan upaya 
peningkatan kemudahan berusaha, yaitu IS Nomor 1: Migrasi Wajib Pajak (WP) 
e-filing, IS Nomor 5: Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to- 
end: IS Nomor 6: Penajaman ekstensifikasi WP: IS Nomor 8: Membenahi sistem 
administrasi PPN, dan IS Nomor 11: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan. 
Berdasarkan IS tersebut, DJP telah menetapkan langkah-langkah strategi untuk 
meningkatkan kemudahan perpajakan sejak tahun 2014. 
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Tabel 1: Perbandingan Subindikator Pembayaran Pajak Indonesia dengan Negara Lain 


Kinerja Asia Timur 


Indikator & Pasifik 
1. Jumlah pembayaran pajak dan 21.8 
kontribusi wajib (number of 
payment per year) 
2. Waktu untuk memenuhi 1892 
kepatuhan formal (hour per year) 
3. Total pajak dan kontribusi wajib 33,6 
dari profit (26 of profit) 
4. Indeks Postfiling 56,55 


a. Waktu untuk memenuhi 
persyaratan restitusi PPN (hour 
per year) 

b. Waktu untuk menyelesaikan 
restitusi PPN (week per year) 

c. Waktu untuk membetulkan SPT 
Tahunan PPh Badan (hour per 
year) 

d. Waktu untuk menyelesaikan 
audit SPT Tahunan PPh Badan 


(week per year) 


Sumber: Diolah dari Doing Business 2018, World Bank Groups 


Salah satu indikator EODB yang mengalami penurunan adalah Pembayaran 
Pajak (Paying Taxes). Peringkat indikator ini turun dari 104 menjadi 114 pada 
tahun 2018. Berdasarkan rencana aksi reformasi DJP (Dit. PP 1, 10 Januari 2018), 
hal ini terjadi karena tahun pengumpulan data untuk laporan EODB 2018 adalah 
pembayaranpajak perusahaan sepanjangtahun 2016. Artinya, bahanyang dipakai 
oleh tim EODB untuk menghitung skor indikator kemudahan membayar pajak 
adalah data dari 2 tahun lalu sehingga laporan tersebut kurang mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya dari Indonesia. Indikator Pembayaran Pajak terdiri 
atas empat subindikator. Perbandingan antarsubindikator ditunjukkan dalam 
Tabel 1. 


Berdasarkan Tabel 1, beberapa subindikator masih dapat ditingkatkan, di 
antaranya adalah jumlah pembayaran pajak dan kontribusi wajib, waktu untuk 
memenuhi kepatuhan formal, dan indeks postfiling khususnya terkait restitusi 
PPN.M.Gunadi (wawancara,30 Mei 2018) menyatakanbahwa penurunanperingkat 
indikator paying taxes terjadi karena masalah pelaporan SPT dan restitusi. 


PERPAJAKAN 


World Bank mengategorikan e-SPT sebagai SPT manual karena pelaporan SPT 
tersebut masih harus datang ke kantor pajak. Akibatnya, dalam subindikator 
payment, e-SPT dianggap 12 kali pelaporan. Indeks pascapengisian SPT (post-filing 
index) juga merupakan isu yang signifikan. Hal yang paling berpengaruh dalam 
subindikator tersebut adalah restitusi PPN (VAT refund). Dalam hasil studi EODB 
disebutkan bahwa waktu untuk melengkapi persyaratan restitusi PPN adalah 18 
jam, yang sebagian besar berasal dari analisis risiko. Waktu untuk mendapatkan 
restitusi PPN adalah 47,7 minggu. Jangka waktu ini hampir mendekati jangka 
waktu paling lama berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan (12 bulan atau 52 minggu). 


M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) juga menyatakan bahwa isu mengenai tarif 
pajak dan audit PPh Badan tidak menjadi fokus utama DJP karena subindikator 
tersebut dirasa masih cukup bagus. Hasil analisis Russell Bedford (2018) 
menunjukkan bahwa tarif pajak dan kontribusi wajib Indonesia yang sebesar 
309 masih lebih unggul dibandingkan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik 
sebesar 33,696. Data postfiling index juga dijabarkan secara detail. Pemeriksaan 
atas PPh Badan diasumsikan dapat dilakukan jika probabilitasnya di atas 504. 
Data menunjukkan bahwa probabilitas audit Indonesia antara 096-244. Artinya, 
probabilitas pemeriksaan pajak sangat kecil sehingga mendapatkan skor yang 
sangat baik. 


Berdasarkan wawancaratersebut juga diketahui bahwaselainindeks pembayaran 
pajak (paying taxes), ternyata ada salah satu prosedur perpajakan yang ikut andil 
dalam proses memulai usaha (starting business), yaitu proses pendaftaran Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam aturan pendaftaran NPWP memang memakan 
waktu paling lama 1 hari kerja. Namun, praktik di lapangan dapat mencapai 
lebih dari 2 hari, dikarenakan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar 
(SKT) dikirim melalui pos atau kurir. Selain itu, terdapat faktor persyaratan yang 
membuat pendaftaran menjadi lama. Salah satu persyaratan NPWP yang dirasa 
memberatkan adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh 
kelurahan setempat. SKD ini dipersyaratkan bagi Badan dan Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 


Penjelasan mengenai Renstra DJP sebelumnya memberikan argumen bahwa 
kebijakan DJP yang meningkatkan EODB juga turut mendukung pencapaian 
visi, misi, dan tujuannya. DJP memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 
EODB sebagaimana dinyatakan dalam misi dan tujuannya. Misi DJP yang terkait 
dengan EODB adalah pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan tujuan DJP yang terkait dengan 
EODB adalah reformasi administrasi perpajakan. Penjelasan mengenai kondisi 
perpajakan dalam kemudahan berusaha sebelumnya memberikan argumen 
bahwa DJP membutuhkan reformasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, DJP sebaiknya melakukan 
reformasi kebijakan yang mendukung EODB serta visi, misi, dan tujuan yang 
diharapkan. 


Evaluasi Masukan (Input) 

DJP memiliki 586 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk 
menjalankan tugas pelayanan kepada publik. Rincian infrastruktur tersebut 
yaitu kantor wilayah sebanyak 33 unit, KPP Besar sebanyak 4 unit, KPP Khusus 
sebanyak 9 unit, KPP Madya sebanyak 19 unit, KPP Pratama sebanyak 309 unit, 
KP2KP sebanyak 207 unit, KPDDP sebanyak 2 unit, serta KPDE, PPDDP, KLIP 
masing-masing sebanyak 1 unit. Jumlah ini akan bertambah seiring peningkatan 
perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. 


Berdasarkan situs resmi DJP (2018), jumlah WP terdaftar adalah 38.651.881, tetapi 
yang wajib lapor hanya 17.653.963. Bila dibandingkan secara kasar dengan SDM 
yang dimiliki DJP, setiap fiskus mengampu sekitar 423 WP wajib lapor. Dirjen 
Pajak menyatakan akan menambah jumlah pemeriksa pajak mengingat setiap 
tahunnya jumlah WP meningkat 9 kali lipat dalam 10 tahun (Liputan 6: 2018). 


Strategi DJP dalam Rangka Meningkatkan EODB 

Data DJP menunjukkan beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan. 
Reformasi aturan NPWP dan PKP diusulkan dengan beberapa alternatif 
kebijakan. Yang pertama, pendaftaran NPWP meniadakan persyaratan Surat 
Keterangan Domisili. Yang kedua, pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui 
web service. Implementasinya adalah dengan melakukan perjanjian dengan 
ikatan notaris untuk dapat membantu Wajib Pajak Badan untuk mendaftarkan 
NPWP. Yang ketiga, mengurangi jangka waktu pengukuhan PKP dari 5 hari kerja 
menjadi 1 hari kerja. 


Reformasi aturan SPT Masa PPh Pasal 21 (selanjutnya disebut SPT PPh 21) 
diusulkan dengan beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, Wajib Pajak 
yang tidak memiliki data pemotongan diusulkan hanya melaporkan SPT PPh 
21 pada Masa Desember saja. Kedua, Wajib Pajak dengan data pemotongan di 
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atas 10 (sepuluh) buah diwajibkan menggunakan e-filing. Ketiga, Wajib Pajak 
yang sebelumnya telah menggunakan e-SPT PPh 21 diwajibkan melaporkan SPT 
dengane-filing. 


Reformasi aturan SPT Masa PPh Pasal 25 (selanjutnya disebut SPT PPh 25) 
diusulkan dengan meniadakan aturan pelaporan SPT terkait. Berdasarkan Pasal 
4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata 
Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, diketahui bahwa 
PPh 25 yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara/NTPN 
(status kurang bayar) tidak perlu dilaporkan. Sementara itu, SPT PPh 25 dengan 
status nihil tetap harus dilaporkan. Namun, jika SPT PPh 25 tersebut dilaporkan, 
perhitungan indikator pembayaran akan menjadi 12 kali dalam setahun. Oleh 
karena itu, DJP mengusulkan untuk meniadakan pelaporan SPT PPh 25 baik yang 
kurang bayar maupun nihil. 


Reformasi aturan SPT Masa PPN (selanjutnya disebut SPT PPN) diusulkan dengan 
beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, e-Faktur diusulkan untuk memiliki 
fitur auto generate dan auto reporting SPT. Kedua, Wajib Pajak yang sebelumnya 
telah menggunakan e-SPT PPN diwajibkan melaporkan SPT dengan e-filing. 
Ketiga, mengecualikan kewajiban pelaporan SPT PPN bagi pemungut yang tidak 
memiliki transaksi pada suatu masa pajak. Keempat, pembayaran PPN jasa luar 
negeri dan membangun sendiri yang telah memiliki NTPN dianggap telah lapor. 


Reformasi aturan SPT Tahunan PPh Badan diusulkan dengan beberapa alternatif 
kebijakan. Yang pertama, yaitu dengan mewajibkan penggunaan e-filing 
terhadap Wajib Pajak besar, Wajib Pajak penghasilan tertentu, Wajib Pajak 
berbadan hukum PT dan CV di Jawa dan Bali, dan seluruh Wajib Pajak Badan di 
Jawa dan Bali. Yang kedua, Wajib Pajak yang sebelumnya telah menggunakan 
e-SPT PPh Badan diwajibkan melaporkan SPT tahunan dengan e-filing. 


Reformasi aturan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
diusulkan dengan beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, melakukan 
relaksasi dasar penetapan Wajib Pajak persyaratan tertentu dan Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) risiko rendah. Yang kedua, melakukan penyesuaian 
prosedur penelitian untuk meminimalisasi permohonan yang diproses dengan 
pemeriksaan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang ketiga, meniadakan 
kewajiban check list pada SPT Lebih Bayar sehingga sistem secara otomatis 
memproses dengan pengembalian pendahuluan. 
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Strategi reformasi aturan NPWP dan PKP berusaha untuk meningkatkan skor 
indikator memulai usaha. Reformasi aturan SPT PPh Badan, Pasal 21, Pasal 25, 
dan PPN berusaha untuk meningkatkan skor subindikator pembayaran dan 
waktu untuk memenuhi persyaratan formal kepatuhan perpajakan. Reformasi 
aturan pengembalian pendahuluan berusaha untuk meningkatkan skor 
subindikator waktu untuk memenuhi persyaratan restitusi PPN dan waktu 
untuk menyelesaikan restitusi PPN. 


Evaluasi Proses (Process) 

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai seberapa baik pelaksanaan suatu 
kebijakan. Pembahasan evaluasi proses dalam skripsi ini menjawab pertanyaan 
mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan 
EODB, alasan pemilihan kebijakan, waktu penerapan kebijakan, penanggung 
jawab kebijakan, poin-poin penting kebijakan baru, tanggapan dari para 
narasumber terhadap kebijakan ini, serta hambatan implementasi yang terjadi. 


Hasil wawancara dengan pembuat kebijakan di kantor pusat menunjukkan 
bahwa ada tiga ketentuan baru yang diterbitkan sebagai upaya DJP dalam rangka 
meningkatkan kemudahan perpajakan. Staf A Dit. TPB (22 Mei 2018) menjelaskan 
bahwa DJP menerbitkan aturan-aturan yang mendukung kemudahan berusaha, 
yaitu PER-02/PJ/2018 (selanjutnya disebut PER-02) terkait pendaftaran Wajib 
Pajak, PMK-9/PMK.03/2018 (selanjutnya disebut PMK-9) terkait pelaporan SPT, 
dan PMK-39 (selanjutnya disebut PMK-39) tentang restitusi. Dit. TPB berperan 
penting dalam membuat beberapa peraturan perubahan proses bisnis terkait 
proses registrasi atau pelaporan yang dikoordinasikan dengan direktorat- 
direktorat terkait lainnya. 


Dit. Peraturan Perpajakan I juga banyak memberikan kontribusi dalam 
pembuatan aturan kemudahan perpajakan ini. Angka-angka rencana reformasi 
memang berasal dari Dit. TPB, sedangkan Direktorat Peraturan Perpajakan 
membuat aturan sesuai dengan rekomendasi dari World Bank. Ia menambahkan 
bahwa PER-02 ini berlaku sejak saat ditetapkan pada 19 Januari 2018, PMK-9 
berlaku sejak saat diundangkan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2018, serta PMK- 
39 berlaku sejak saat diundangkan, yaitu pada tanggal 12 April 2018. Selain 
ketiga aturan tersebut, berlaku juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 
147/PMK.03/2017 (selanjutnya disebut PMK-147). Peraturan ini mengatur 
tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan 
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
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Upaya pada Indikator Memulai Usaha (Starting Business) 
Upaya pertama yang dilakukan oleh DJP adalah mempermudah registrasi WP 
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-147/PMK.03/2017 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP dan Pencabutan 
Pengukuhan PKP. Terdapat empat poin penting dalam regulasi ini. Yang pertama, 
lampiran yang disyaratkan hanya dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, sementara aturan lama mensyaratkan 
izin dari pejabat/instansi yang berwenang. Yang kedua, terdapat klausul bahwa 
jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) tervalidasi dengan data kependudukan, 
maka tidak perlu melampirkan dokumen identitas diri serta dokumen kegiatan 
usaha/pekerjaan bebas. Yang ketiga, peraturan ini juga mengakomodasi kegiatan 
usaha yang menggunakan jasa kantor virtual, yang pada aturansebelumnya tidak 
diatur. Terakhir, aturan ini mempercepat pengurusan permohonan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari yang sebelumnya 5 hari kerja menjadi 1 hari 
kerja. 


M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) mengatakan bahwa aturan baru ini isunya 
luas, artinya tidak hanya yang terkait dengan indikator paying taxes. Misalnya, 
mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP sebenarnya tidak 
masuk dalam program perbaikan indikator paying taxes, tetapi berhubungan 
dengan indikator starting business. 


Selain PMK-147, diterbitkan pula aturan pelaksanaannya berupa Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 2013 tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, 
Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan 
Data dan Pemindahan WP. Terdapat tiga poin utama dari peraturan ini. 
Pertama, semua persyaratan terkait SKD dihapus dan diganti dengan surat 
pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas. Kedua, semua persyaratan mengenai SKD dalam permohonan 
Pengukuhan PKP juga dihapus, dan diganti dengan surat pernyataan bermeterai 
dari WP yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terakhir jika 
dokumen tersedia dalam bentuk data elektronik di database DJP (kependudukan, 
keimigrasian, administrasi hukum umum, dan ketenagakerjaan), maka fotokopi 
dokumen tidak perlu dilampirkan. Ketiga hal ini dinilai mampu meningkatkan 
skor indikator kemudahan perpajakan. 
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Kebijakan ini diterapkan karena di beberapa pemerintah daerah, SKD usaha 
ini sudah tidak diterbitkan lagi sehingga akan mempersulit WP. Karenanya, 
persyaratan tersebut dihapuskan (wawancara, 22 Mei 2018). Sebagian besar 
narasumber mengapresiasi aturan baru ini. Wayan Sudiarta (wawancara, 28 
Mei 2018) menyatakan bahwa aturan ini adalah respons yang baik terhadap 
keluhan masyarakat. Ajib Hamdani (wawancara, 27 Mei 2018) juga menyatakan 
hal yang senada dan mengapresiasi komitmen- komitmen yang ditunjukkan oleh 
pemerintah dalam konteks memberikan kemudahan kepada para pembayarpajak. 
Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) juga berpendapat bahwa aturan mengenai 
NPWP dan PKP ini otomatis akan mempermudah, khususnya pengukuhan PKP 
terhadap WP yang mengikuti tender. Wahyu Nuryanto (wawancara, 8 Juni 2018) 
menyatakan bahwa jika tidak memiliki NPWP, seolah-olah orang tidak tersentuh 
pajak. Agar WP menjadi patuh, terdapat dua hal yang penting, yaitu stick dan 
carrot. Stickadalah pengawasan, sedangkan carrot adalah insentif atau kemudahan. 
Jika pemerintah memudahkan regulasi, WP akan cenderung mengikuti. WP 
yang terlihat tidak patuh mungkin saja hanya enggan dikarenakan berbagai 
hal, mungkin karena birokrasinya sulit atau memang ketidaktahuannya. Maka, 
ketika diberi kemudahan, diharapkan WP akan berbondong-bondong patuh. 


M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut 
menguntungkan WP modal asing (PMA) karena biasanya kesulitan untuk 
mendaftarkan NPWP. Kesulitan ini karena lokasi usahanya belum pasti. Namun 
dengan aturan terbaru ini, proses pendaftaran NPWP semakin dimudahkan. 
Bahkan, Wayan Sudiarta (wawancara, 28 Mei 2018) mengatakan bahwa di Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah mulai ada pendaftaran usaha yang 
langsung mendapatkan NPWP. Fannany Priambodo (wawancara, 24 Mei 2018) 
menambahkan bahwa aturan NPWP dan PKP ini juga menguntungkan Wajib 
Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena terkait dengan pendirian awal 
usaha. Jika biaya untuk mendirikan usaha semakin kecil, peluang usahanya 
untuk bertahan akan semakin besar. 


Salah satu narasumber berpendapat lain. David Hamzah (wawancara, 8 Juni 
2018) mengemukakan pendapatnya bahwa masalah EODB bukan di pendaftaran 
NPWP dan PKP. Menurutnya, untuk mendaftarkan diri tersebut tidak sulit 
karena hanya mengisi formulir. Ia juga mengemukakan bahwa penerbitan 
aturan ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan 
berusaha. Terdapat hal lain yang lebih substansi yang perlu diatur lebih jelas 
oleh DJP. 
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Upaya Penerbitan Perdirjen dan PMK tentang registrasi NPWP dan PKP ini sesuai 
dengan inisiatif strategis DJP Nomor 5 dan 6. Inisiatif Nomor 5 adalah menjang- 
kau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end, sedangkan inisiatif 
Nomor 6 adalah penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak. Kedua inisiatif strategis 
DJP ini memiliki sasaran strategis yang sama, yaitu dalam hal peningkatan 
ekstensifikasi perpajakan. Untuk menjangkau ekonomi informal, diperlukan 
pintu masuk yang mempermudah calon Wajib Pajak. Begitu juga dengan 
ekstensifikasi, menambah WP yang potensial dilakukan dengan mempermudah 
pendaftaran NPWP. 


Upaya pada Indikator Pembayaran Pajak (Paying Taxes) 
Upaya kedua yang dilakukan oleh DJP adalah mempermudah dan melonggarkan 
ketentuan mengenai pelaporan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor PMK-9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Aturan ini 
diharapkan dapat meningkatkan skor subindikator pembayaran (payment) dan 
waktu pengurusan (time to comply). 


Terdapat beberapa poin penting dalam peraturan ini. Pertama adalah penegasan 
perlakukan bagian tahun pajak dalam SPT. Yang kedua adalah pengaturan 
kriteria WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen 
elektronik (eSPT) dan pengaturan kewajiban SPT melalui e-filing. Ketentuan 
ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan formal dan mempermudah WP 
dalam penyampaian SPT. Poin ketiga adalah penghapusan kewajiban pelaporan 
SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 25 jika statusnya nihil. Ketentuan lain adalah 
menghapuskan kewajiban pelaporan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri 
dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar 
daerah pabean jika telah mendapatkan validasi NTPN. Terakhir, aturan ini juga 
mengatur penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP. 


PMK ini diterbitkan sebagai respons karena World Bank memberikan standar 
pelaporan dengan pelaporan secara online sehingga pelaporan menggunakan 
e-filing mendapat penilaian yang lebih tinggi (wawancara Dit TPB, 22 Mei 2018). 
Oleh sebab itu, dalam ketentuan ini diberikan kewajiban kepada beberapa Wajib 
Pajak tertentu untuk melaporkan SPT melalui saluran lain. Dengan melaporkan 
SPT melalui saluran lain, otomatis SPT tersebut dianggap dilaporkan secara 
online. 
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Data DJP (10 Januari 2018) menunjukkan bahwa 46,359 WP yang melaporkan 
formulir SPT Masa PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2016 tidak memiliki pegawai 
tetap. Artinya, SPT tersebut tidak memiliki data pemotongan sehingga diputuskan 
bahwa SPT tanpa data pemotongan tersebut hanya dilaporkan pada Masa 
Desember. Selain itu, SPT Masa PPh 25 yang disampaikan selama tahun pajak 
2016 berjumlah 4.634.137 SPT. Dengan meniadakan kewajiban pelaporan SPT 
Masa PPh 25, baik yang nihil maupun kurang bayar, maka pelaporan SPT tersebut 
dianggap sebagai pelaporan elektronik. Dengan demikian, penerapan regulasi 
ini akan mengurangi subindikator payment dari 12 kali kewajiban menjadi hanya 
satu kali kewajiban. Berdasarkan data tersebut pula diketahui bahwa kebijakan 
migrasi dari e-SPT ke e-filing membuat jumlah SPT yang dilaporkan melalui e-filing 
bertambah menjadi 4.676.239 SPT sehingga persentase dari keseluruhan SPT 
menjadi sebesar 98,994. Selain itu, penerapan e-filing pada SPT Masa PPN juga 
akan mengurangi subindikator payment dari 12 kali kewajiban menjadi hanya satu 
kali kewajiban. Dari simulasi ini terlihat bahwa aturan ini dapat meningkatkan 
kontribusi pada penilaian EODB. 


Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, sebagian besar 
memberikan apresiasi positif terhadap aturan baru tentang SPT ini. Maulia 
Githa (wawancara, 07 Juni 2018) berpandangan bahwa sekarang semuanya 
serbadigital, jadi memang sudah waktunya aturan ini diterapkan. Chandra 
(wawancara, 7 Juni 2018) menjelaskan bahwa dari sisi fiskus, e-filing ini jelas 
memberi kemudahan, konsekuensinya harus gencar sosialisasinya. Dari sisi 
Wajib Pajak mungkin agak susah di awal, tetapi biaya kepatuhannya akan 
berkurang. M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) menambahkan bahwa Wajib 
Pajak dan DJP sama-sama diuntungkan dengan aturan ini. Dari sisi DJP, biaya 
pengolahan data untuk SPT nihil ini dapat ditekan. Kemudian dari sisi WP, effort 
untuk melaporkan SPT pasti berkurang. Mereka tidak perlu ke KPP atau tidak 
perlu sewa konsultan atau tidak perlu sewa kurir untuk menyampaikan SPT. 


David Hamzah (wawancara, 8 Juni 2018) mengemukakan pendapat yang berbeda, 
bahwa SPT sebenarnya tidak ada masalah. Mengisi SPT itu mudah, membuat 
faktur pajak juga mudah, yang tidak mudah adalah mendapatkan angka-angka 
yang ada di dalam SPT tersebut. Proses untuk mendapatkan angka-angka 
tersebut melalui proses panjang siklus pembukuan. Contohnya, dalam penentuan 
objek pajak atau perlakuan perpajakannya sering kali membutuhkan waktu 
yang lama. Oleh sebab itu, untuk lebih meningkatkan kemudahan perpajakan, 
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kebijakan yang bersifat tambahan saja tidak cukup. Kuncinya adalah bagaimana 
Rancangan Undang-Undang KUP yang baru ini dapat menginventarisasi semua 
masalah yang selama ini diselesaikan secara peraturan pelaksana. 


Upaya Penerbitan PMK ini telah sesuai dengan inisiatif strategis DJP Nomor 1 
dan 8, yaitu migrasi Wajib Pajak ke e-filing serta pembenahan sistem administrasi 
PPN. Inisiatif strategis migrasi Wajib Pajak ke e-filing adalah bagian dari sasaran 
strategis dalam hal pelayanan prima. Untuk membuat Wajib Pajak bermigrasi 
ke e-filing, dibutuhkan aturan yang memaksa mereka untuk melaporkan SPT 
mereka secara e-filing. Hal ini sudah diatasi dengan menentukan kriteria-kriteria 
Wajib Pajak yang diwajibkan lapor SPT melalui saluran lain. 


Inisiatif strategis pembenahan sistem administrasi PPN adalah bagian dari 
sasaran strategis dalam hal peningkatan pengawasan Wajib Pajak. Untuk 
membenahi sistem administrasi PPN, DJP juga telah mewajibkan seluruh PKP 
untuk melaporkan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu (e-filing). Dalam 
PMK-147 juga diatur terkait SPT Masa PPN yang tidak dilaporkan selama tiga 
masa pajak berturut-turut, maka sertifikat elektroniknya akan dinonaktifkan. 
Dengan demikian, sasaran strategis dalam hal peningkatan pengawasan Wajib 
Pajak diharapkan dapat tercapai. 


Upaya ketiga yang dilakukan oleh DJP adalah melonggarkan aturan mengenai 
restitusi pendahuluan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 
39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak. PMK ini diterbitkan dengan harapan agar skor subindikator 
postfiling index dapat meningkat. Terdapat tiga poin penting dalam PMK-39 ini. 
Yangpertama adalah Pasal 3s.d. 7 yang mempermudah persyaratan dan prosedur 
pengembalian pendahuluan bagi WP Patuh. Yang kedua adalah Pasal 9s.d. 11 yang 
mempermudah persyaratan dan prosedur pengembalian pendahuluan bagi WP 
Tertentu. Yang ketiga adalah Pasal 13 s.d. 17 yang mempermudah persyaratan 
dan prosedur pengembalian pendahuluan bagi PKP berisiko rendah. 


Terdapat beberapa alasan diterbitkannya PMK-39 ini. Menurut M. Gunadi 
(wawancara, 30 Mei 2018), PMK-39 ini diterbitkan dalam rangka merespons 
rekomendasi tim EODB World Bank. Beliau menyebutkan bahwa dengan 
peraturan ini, peniadaan analisis risiko akan sangat mempercepat penyelesaian 
restitusi. Staf A Dit. TPB (wawancara, 22 Mei 2018) menjelaskan bahwa aturan ini 
diterbitkan karena WP sulit memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan 
dengan maksimal sehingga persyaratan restitusi menjadi dipermudah. 
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Upaya penerbitan PMK-39 ini sesuai dengan inisiatif strategis DJP Nomor 
11, yaitu dalam hal peningkatan efektivitas pemeriksaan. Inisiatif strategis 
ini memiliki sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemeriksaan. 
Berdasarkan narasumber dari pembuat kebijakan, PMK-39 ini diharapkan 
dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan. M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 
2018) menyatakan bahwa untuk pemeriksaan, fungsional pemeriksa sekarang 
fokusnya untuk pemeriksaan gali potensi. Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) 
juga menyatakan bahwa dari sisi fiskus ada rotasi pekerjaan dari pemeriksaan 
ke kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi 1. 


Langkah DJP Selanjutnya 

Selain bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah DJP untuk memperbaiki 
peringkat EODB, peneliti juga ingin mengetahui langkah-langkah yang akan 
dilakukan oleh DJP selanjutnya. Langkah selanjutnya ini berarti langkah konkret 
yang sudah pasti atau sedang dilakukan, tetapi masih dalam tahap pengujian. 
Narasumber yang telah diwawancarai memberikan jawaban yang beragam. 


Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) mengatakan bahwa DJP akan melakukan 
evaluasi yang jelas mengenai kebermanfaatan kebijakan ini. Dua hal yang 
akan dilakukan, yaitu pre-evaluasi dan post-evaluasi. Dalam pre-evaluasi hanya 
dilakukan uji simulasi, sedangkan dalam post-evaluasi membandingkan sebelum 
dan sesudah penerapan kebijakan. Jika dirasa tidak bermanfaat, kebijakan 
tersebut dapat diubah, dibatalkan, atau dicabut. 


Staf A Dit. TPB (wawancara, 22 Mei 2018) mengatakan bahwa DJP akan 
memperbaiki sistem perpajakannya. Hal tersebut terkait dengan Peraturan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Perpres 40) yang baru- 
baru ini diterbitkan. Perpres 40 tersebut berisi tentang modernisasi IT DJP. Sri 
Mulyani (publikasi situs resmi Kemenkeu, 17 Mei 2018) menyampaikan bahwa 
dengan adanya Perpres 40 ini, reformasi perpajakan akan memiliki landasan 
yang kuat sehingga institusi perpajakan dapat menjadi lebih kuat, kredibel, 
akuntabel, dan memiliki bisnis proses yang efektif dan efisien. 


Fannany Priambodo (wawancara, 24 Mei 2018) mengatakan bahwa DJP sedang 
melakukan piloting bukti potong elektronik (e-Bupot). Dengan e-Bupot, WP 
tidak perlu membuat aplikasi e-SPT. Pelaporan dihasilkan secara otomatis serta 
cukup dilakukan dengan browser. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
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Pajak Nomor KEP-178/PJ/2017, terdapat 15 WP perusahaan yang wajib membuat 
bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 melalui elektronik bukti potong (e-Bupot) 
dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 mulai masa pajak September 2017. 
Dengan teknologi, kemudahan administrasi perpajakan dapat ditingkatkan. 


Hambatan dalam PMK-147/PMK.O3/2017 dan PER-O2/ 
Pp3/2018 

Hambatan yang pertama terkait dengan kebijakan NPWP dan PKP adalah aplikasi 
yang belum siap. Achmad Faizin (wawancara, 6 Juni 2018) mengatakan bahwa 
berdasarkan pengalaman di kantornya, belum terdapat aplikasi pengukuhan 
PKP hingga saat wawancara tersebut dilakukan. Jadi, implementasi kebijakan 
saat itu adalah permohonan dilakukan perekaman data, pengusulan Surat 
Tugas, dan PKP langsung diterbitkan tanpa dilakukan verifikasi. Hal ini sudah 
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dit. PP 1, yaitu S-160/PJ.02/2018 yang 
diterbitkan pada 15 Mei 2018. Saat ini, untuk PMK-147 telah diterbitkan surat 
penegasan sebanyak dua kali, yaitu S-520/PJ.02/2017 dan S-160/PJ.02/2018 
terkait registrasi. 


Staf B di Pelayanan PMA (wawancara, 23 Mei 2018) mengatakan hal yang 
serupa, bahwa peraturan yang baru tidak diikuti dengan aplikasi yang 
mendukung. Misalnya terkait dengan pengukuhan PKP, regulasi yang sekarang 
juga mensyaratkan penelitian kepatuhan pengurusnya. Namun, dari sistem 
yang sekarang, data pelaporan dibatasi hanya WP yang terdaftar. Akibatnya, 
pengecekan kepatuhan pelaporan pengurus yang terdaftar di KPP lain 
tidak dapat dilakukan. Selama Perdirjen dan Surat Edaran (SE) belum turun, 
pelaksana kebijakan berpegang pada surat penegasan dari Direktorat Peraturan 
Perpajakan (S). Menurutnya, dalam legal drafting, peraturan yang diakui paling 
rendah itu Perdirjen karena SE dan S hanya digunakan untuk kepentingan 
internal sehingga jika terjadi gugatan, DJP pasti kalah di pengadilan. 


Setelah mendapatkan jawaban dari pelaksana kebijakan tersebut, peneliti 
kemudian melakukan konfirmasi, baik kepada pembuat aplikasi maupun 
pembuat peraturan. Fannany Priambodo (wawancara, 24 Mei 2018) dari Dit. 
TTKI memberikan penjelasan bahwa program aplikasi terkait kebijakan baru ini 
sedang disiapkan. Terjadinya keterlambatan pembuatan aplikasi ini dikarenakan 
pada saat pembahasan peraturan ini, pihak IT belum diberi tahu. Pihak IT baru 
mengetahuinya setelah PMK tersebut diterbitkan. Tim IT kemudian diberi 
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waktu untuk mengerjakan e-registration (aplikasi pendaftaran secara online) 
selama 14 minggu. Ternyata, setelah terbitnya kebijakan tersebut, perubahan 
dari aplikasi ini semakin banyak. 


Peneliti kemudian mengonfirmasikan hal ini kepada Dit. PP 1. Berdasarkan 
keterangan dari M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018), PMK ini sifatnya top down, 
yaitu berasal dari pemangku kepentingan yang di atas. PMK ini juga diberikan 
target waktu misalnya sekitar 2 minggu sudah harus terbit. Menurut beliau, 
pihaknya biasanya menginformasikan bahwa mereka akan mengadakan rapat 
penyusunan aturan. Namun, dalam proses penyusunan kebijakan ini memang 
tidak terlalu intens mengikutsertakan pihak lain. Alasannya, karena memang 
proses penyusunan dilakukan secara internal sampai draf aturan tersebut 
selesai, baru kemudian rapat dengan TPB, tim IT, serta staf ahli menteri. Selain 
itu, menurutnya, pihak IT belum dapat membuat aplikasi jika hanya ada PMK 
karena harus ada SE yang di dalamnya telah ditentukan proses bisnis secara 
detail. SE sendiri dibuat oleh Dit. TPB. SE tidak dapat diterbitkan jika peraturan 
di atasnya masih belum selesai. Jadi, solusi atas hambatan ini adalah penerbitan 
surat penegasan, yang diharapkan dapat membantu pelaksana kebijakan di 
lapangan. 


Hambatan dalam PMK-09/PMK.O3/2018 

Kebijakan terkait dengan SPT ini juga mengalami hambatan. Hambatan terkait 
PMK-9 yaitu aplikasi e-filing yang masih bermasalah. Achmad Faizin (wawancara, 
6 Juni 2018) memberi contoh, misalnya ada WP yang ingin melaporkan SPT 
Masa PPN dengan status lebih bayar ternyata muncul notifikasi penolakan. WP 
tidak dapat mengunggah SPT sehingga ia harus datang ke kantor pajak untuk 
melaporkan secara langsung. Selain itu, DJP menerbitkan Surat Penegasan Nomor 
S-111/PJ.02/2018 yang memberikan kelonggaran kepada WP untuk melaporkan 
SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 secara langsung atau pos. Hal ini 
dikarenakan e-filing belum dapat diterapkan. 


Peneliti kemudian mengonfirmasikan hambatan tersebut kepada narasumber 
dari kantor pusat. Fannany Priambodo (wawancara, 24 Mei 2018) menjelaskan 
bahwa pihaknya baru diberi tahu tentang PMK-9 saat sudah dekat batas akhir 
laporan SPT Tahunan sehingga pihaknya tidak dapat mengubah sistem ketika 
proses pelaporan sedang berlangsung. Akhirnya sistem e-filing baru siap 
digunakan pada bulan Mei 2018.M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) berpendapat 
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bahwa PMK-9 ini sudah jelas (clear), dan tidak ada perbedaan interpretasi 
(dispute). Kemudian saat PMK tersebut diberlakukan secara penuh pada 1 April, 
pihaknya mengeluarkan penegasan. Agar peralihan aturan tersebut berjalan 
dengan baik, sesuai dengan S-111/PJ.02/2018, untuk bulan April 2018 tersebut, 
kantor pajak masih bisa menerima e-SPT. 


Narasumber lain memiliki pendapat yang beragam. Wayan Sudiarta (wawancara, 
28 Mei 2018) mengatakan bahwa untuk menimbulkan kepercayaan dari 
masyarakat, pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan kemudahan. 
Ketika aturan tersebut dikeluarkan, jangan sampai aturan tersebut ditarik 
kembali karena hal ini dapat memengaruhi kredibilitas DJP. Balim Boerman 
(wawancara, 6 Juni 2018) menanggapi PMK ini dari sisi sistemnya. Menurutnya, 
jika server DJP sering bermasalah, e-filing menjadi tidak dapat diakses. Akibatnya, 
banyak orang yang frustrasi. Kemudian terkait server DJP tersebut, Wahyu 
Nuryanto (wawancara, 8 Juni 2018), dari pihak praktisi/konsultan memberikan 
pandangannya bahwa DJP tidak dapat menyalahkan WP yang menyampaikan 
SPT pada tanggal jatuh tempo, karena hal tersebut adalah hak dari WP. 


Sementara beberapa narasumber memberikan tanggapan yang memaklumi 
hal tersebut. Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) mengakui banyaknya masalah 
pada sistem DJP, seperti server, kendala dari sisi fiskus, lalu kurangnya sosialisasi 
kepada WP. Sejalan dengan pendapat tersebut, Maulia Githa (wawancara, 07 
Juni 2018) memberikan pandangannya bahwa peraturan mengenai e-filing ini 
bersifat jangka panjang. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan itu kadang 
menakutkan bagi sebagian pihak. Namun, kesulitan tersebut biasanya hanya di 
awal saja. Setelah beberapa saat, aturan tersebut akan berjalan dengan baik lagi. 


Hambatan dalam PMK-39/PMK.03/2018 

Berdasarkan wawancara terhadap pelaksana kebijakan di lapangan, diketahui 
bahwa hingga wawancara tersebut dilakukan, belum ada Perdirjen, SE, maupun 
surat penegasan yang diterbitkan oleh DJP. Staf B Waskon 1 PMA (wawancara, 
23 Mei 2018) mengatakan bahwa aturan di atas sering kali tidak diikuti oleh 
aturan pelaksanaan di bawahnya. Akibatnya, siapa yang melaksanakan apa dan 
bagaimana pelaksanaan yang seharusnya menjadi kurang jelas. Senada dengan 
narasumber sebelumnya, Staf C Pelayanan PMA (wawancara, 23 Mei 2018) juga 
mengatakan bahwa belum ada aturan pelaksanaan yang terbit terkait dengan 
PMK-9 dan PMK-39. 
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Setelah mendapatkan jawaban dari pelaksana kebijakan, peneliti kemudian 
melakukan konfirmasi terhadap pembuat kebijakan dan aplikasi terkait dengan 
aturan pelaksanaan yang belum diterbitkan. M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 
2018) mengatakan bahwa saat ini aturan pelaksanaannya sedang dalam proses. 
Perdirjen dan SE membutuhkan waktu yang lama karena di dalamnya mengatur 
hal yang sangat detail. PMK-39 memang belum ada penegasan. Jadi nanti, PMK-39 
dari PMK langsung ke SE, karena proses bisnis di lapangan masih menggunakan 
yang lama, di mana proses bisnisnya masih menyebut A, tetapi di PMK-nya sudah 
berganti menyebut B. Kemudian Fannany Priambodo (wawancara, 24 Mei 2018) 
mengakui bahwa PMK-39 ini juga baru tahu ketika sudah diterbitkan. Dalam 
aturan tersebut belum cukup detail, sementara aturan pelaksanaannya pun belum 
terbit. Jadi, aplikasinya memang belum dibuat, tetapi sebenarnya pihaknya telah 
menerka-nerka kebutuhan perangkat untuk menjalankan kebijakan ini. 


Selain itu, Staf B (wawancara, 23 Mei 2018) menjelaskan kondisi di Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP PMA 4, bahwa WP juga masih bertanya-tanya, 
jadi sampai sekarang lonjakan permohonan pengembalian pendahuluan belum 
mengalami lonjakan yang signifikan. Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) juga 
menyebutkan hal yang sama. Ia merasa bahwa sekarang belum banyak yang 
memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan itu karena Wajib Pajak 
sepertinya masih wait and see. 


Peneliti kemudian mencari tahu mengapa kebijakan restitusi ini belum optimal 
dari sudut pandang praktisi. Berdasarkan hasil wawancara, ternyata WP 
merasakan ketidakpastian hukum. Balim Boerman (wawancara, 6 Juni 2018) 
mengkritisi kebijakan ini bahwa pelaksanaan percepatan restitusi terkadang 
kontradiktif. Ia mengatakan bahwa masih ada KPP yang merasa target 
penerimaannya terganggu sehingga menahan-nahan restitusi untuk mencapai 
target penerimaan. Ia juga menekankan bahwa restitusi seharusnya diberikan 
tanpa persyaratan yang berat. Sanksi kenaikan 10096 dituding sebagai penyebab 
ketidaktertarikan WP. Seharusnya atas kesalahan WP tersebut diterapkan sanksi 
normal saja, yaitu 29. Alasannya, tidak ada yang dapat menjamin tidak ada yang 
salah. 


Ajib Hamdani (wawancara, 27 Mei 2018) setuju dengan alasan tersebut. Ia 
menyatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak berani restitusi karena 
mereka sadar pembukuan mereka tidak bagus. Jadi, Wajib Pajak biasanya tidak 
memanfaatkan restitusi pendahuluan ini karena takut dikenakan sanksi. Hal-hal 
inilah yang menyebabkan kebijakan ini belum dimanfaatkan secara maksimal. 
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Evaluasi Produk (Product) 

Evaluasi product bertujuan untuk menilai hasil (outcome) kebijakan, baik 
yang positif maupun negatif. Hasil yang diharapkan oleh DJP adalah dapat 
meningkatkan kemudahan perpajakan sehingga dapat meningkatkan peringkat 
EODB sesuai dengan target dari presiden, yaitu peringkat 40. Evaluasi product 
dalam skripsi ini belum dapat menjawab pertanyaan mengenai hasil kebijakan 
yang diterbitkan karena kebijakan tersebut masih baru diterbitkan. Namun, 
peneliti masih dapat menganalisis mengenai implikasi kebijakan yang 
diterapkan. 


Berdasarkan keterangan dari Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) dari Dit. PKP 
untuk menghitung dampak suatu kebijakan idealnya membutuhkan waktu 
minimal 3 tahun. Implikasi yang dibahas dalam evaluasi product adalah terkait 
PMK-147 dan PER-02, PMK-9, dan PMK-39. Peneliti mengambil data primer 
dari pendapat-pendapat narasumber yang terkait. Selanjutnya, pendapat dari 
narasumber tersebut disandingkan dengan data sekunder yang tersedia. 


Implikasi PMK-147/PMK.O3/2017 dan PER-02/PJ/2018 
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jika PMK-147 dan PER-02 ini 
diterapkan, maka akan memberikan implikasi positif maupun negatif. Implikasi 
positif kebijakan ini bagi negara adalah banyak Wajib Pajak yang akan terjaring 
sehingga dapat meningkatkan penerimaan (Ajib Hamdani dan Achmad Faizin, 
2018). Selain itu, DJP akan dimudahkan dalam hal mendapatkan basis data yang 
luas sehingga dapat menggali potensi dengan lebih baik (Maulia Githa, Wayan 
Sudiarta, dan Balim Boerman, 2018). Kemudian bagi Wajib Pajak, hampir seluruh 
narasumber mengemukakan bahwa kebijakan ini memberikan kemudahan bagi 
Wajib Pajak. Dikarenakan kebijakan ini memberikan kemudahan bagi banyak 
Wajib Pajak, opini Wajib Pajak akan menjadi baik sehingga peringkat EODB 
negara Indonesia diharapkan menjadi naik (M. Gunadi dan Chandra, 2018). 


Berdasarkan data dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) per 
4 Juli 2018, permohonan pendaftaran NPWP senantiasa meningkat. Dilihat dari 
tahun sebelumnya, permohonan pendaftaran NPWP pada masa pajak Januari 
2017 adalah sebanyak 306.864 permohonan, sedangkan pada masa pajak Januari 
2018 sebanyak 384.639 permohonan. Permohonan ini meningkat sekitar 254 
dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan masa pajak Mei 2017 dan 2018. 
Pada masa pajak Mei 2017, jumlah permohonan pendaftaran NPWP sebanyak 
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272.012 permohonan, sedangkan pada masa pajak Mei 2018 sebanyak 333.832 
permohonan. Permohonan ini meningkat sebesar 22,73 dari masa pajak pada 
tahun sebelumnya. Dengan peningkatan permohonan NPWP ini, diharapkan 
Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pendaftaran atau pelaporan usahanya 
sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Data tersebut disajikan dalam 
Tabel 2. 


Tabel 2: Jumlah Permohonan NPWP 


Masa Pajak Jumlah 
Januari 2017 306.864 
Februari 2017 288.333 
Maret 2017 399.200 
April 2017 279.261 
Mei 2017 272.012 
Januari 2018 384.639 
Februari 2018 351.114 
Maret 2018 431.253 
April 2018 381.339 
Mei 2018 333.832 


Sumber: Dit. TIP (Data per 4 Juli 2018) 


Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, jika PMK-147 dan PER-02 diterapkan, 
maka akan menimbulkan beberapa implikasi negatif, yaitu data dari WP 
menjadi kurang valid serta jika data tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, 
akan menjadi beban bagi negara/fiskus. Seperti yang disampaikan oleh Maulia 
Githa (wawancara, 7 Juni 2018), seharusnya yang melakukan validasi lokasi 
WP tersebut adalah pihak ketiga. Validasi tersebut merupakan suatu sistem 
pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan. Jika dinyatakan sendiri 
oleh WP, validitas data tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, fiskus kesulitan 
menentukan data mana yang valid. Penggalian potensi akhirnya menjadi kurang 
maksimal. 


Balim Boerman (wawancara, 6 Juni 2018) menambahkan bahwa jika DJP tidak 
mampu mengelola semua data yang telah dikumpulkan, baik fiskus maupun WP 
akan terbebani. Misalnya, sistem perpajakan telah menampung banyak data WP, 
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tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Akhirnya, WP sering diminta menyerahkan 
dokumen padahal sudah pernah diberikan di masa lampau. Walaupun demikian, 
beberapa narasumber tidak menganggap hal tersebut adalah implikasi negatif, 
melainkan tantangan yang harus dihadapi oleh fiskus. Penyelesaian masalah ini 
adalah dengan mengintegrasikan semua sistem perpajakan sehingga data-data 
terkait dapat dikumpulkan dengan cepat dan lengkap. 


Implikasi PMK-9/PMK.O3/2018 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jika PMK-9 ini diterapkan, maka 
akan memberikan implikasi positif maupun negatif. Hampir seluruh narasumber 
sependapat bahwa implikasi positif kebijakan ini adalah dapat meningkatkan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak (kepatuhan pelaporan), serta memberikan 
efisiensi (efisiensi waktu dan efisiensi biaya) baik bagi Wajib Pajak maupun bagi 
fiskus. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari data SPT Wajib Pajak 
dari periode yang lampau hingga periode saat ini. 


Tabel 3: Data Pelaporan SPT Masa PPh 21 dan PPN 


Masa Pajak PPh 21 Manual E-SPT PPh 21 online PPN online 
Jan 17 23.382 36.035 97.668 309.188 
Feb 17 26.411 38.478 99.995 309.407 
Mar 17 26.919 42.486 104.223 307.093 
Apr 17 22.540 49.720 110.427 310.693 
Mei 17 22.579 191.152 113.738 307.490 
Jan 18 14.011 243.315 140.968 326.172 
Feb 18 5.452 151.131 138.852 320.919 
Mar 18 8.416 64.182 207.664 308.243 
Apr18 5.173 17.952 238.999 290.580 
Mei 18 4.745 7.509 233.117 135.796 


Sumber: Dit. TIP (Data per 4 Juli 2018) 


Berdasarkan data dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) 
per 4 Juli 2018, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami pergeseran dari 
manual (kertas) menuju online (e-filing). Data pelaporan manual SPT PPh 21 dari 
masa pajak Januari 2017 sebanyak 23.382 SPT turun menjadi 4.745 SPT pada masa 
pajak Mei 2018. Data pelaporan e-SPT PPh 21 memang mengalami peningkatan 
hingga awal tahun 2018, tetapi mengalami penurunan hingga sebanyak 7.509 
SPT saja dikarenakan migrasi ke e-filing. 
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Data pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan hal 
sebaliknya. Dari masa pajak Januari 2017 sebanyak 309.188 SPT turun menjadi 
135.796 SPT pada masa pajak Mei 2018. Diperkirakan ini terjadi karena aplikasi 
e-filing SPT PPN belum dapat digunakan sehingga Wajib Pajak melapor secara 
manual. Hal ini ditegaskan dengan surat penegasan dari Dit. PP 1 Nomor S-111/ 
PJ.02/2018 mengenai kelonggaran yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk 
melaporkan SPT PPN secara langsung. Penerbitan surat penegasan ini bertujuan 
agar peralihan kebijakan lama menuju kebijakan baru menjadi lebih smooth. 
Data pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN dari Dit. TIP disajikan 
pada Tabel 3. 


Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, jika PMK-9 diterapkan, maka akan 
menimbulkan tambahan biaya bagi Wajib Pajak dan fiskus. Sebagaimana kita 
ketahui, pemerintah memerlukan investasi yang sangat besar untuk membuat 
sistem yang dapat memudahkan pelayanan dan pengawasan. Wajib Pajak juga 
memerlukan investasi untuk mengotomasikan sistem pelaporan perpajakannya 
walaupun dalam jumlah yang kecil. Implikasi negatif lainnya adalah tantangan 
untuk meningkatkan pengawasan. 


M. Gunadi (wawancara, 30 Mei 2018) menyampaikan bahwa dengan aturan 
ini, terdapat risiko Wajib Pajak yang melakukan tax planning, misalnya dengan 
menggeser pembayaran PPh masa ke akhir tahun. Hal ini dapat dilakukan 
karena SPT yang nihil tidak perlu dilaporkan, padahal SPT tersebut sebenarnya 
tidak nihil. Jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan mengakibatkan hilangnya 
potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Oleh karena itu, DJP 
membutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap Wajib Pajak yang tidak 
melakukan pembayaran dan tidak melakukan pelaporan. 


David Hamzah (wawancara, 8 Juni 2018) juga menambahkan bahwa dibutuhkan 
pengawasan yang ketat dikarenakan terdapat risiko salah input pada aplikasi 
e-filing. Ia mencontohkan bahwa dalam pengisian data Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB), masih banyak salah ketik data. Misalnya, data yang seharusnya 
diisi dengan nama lawan transaksi, diketik dengan nama bank, atau sebaliknya. 
Demikian pula dengan pengisian nomor PIB yang angkanya sering terbalik- 
balik. Jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan mengakibatkan data menjadi 
kurang andal sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, 
penyelesaiannya adalah pihak pembuat aplikasi seharusnya memberi input 
control semacam notifikasi jika terdapat kesalahan saat memasukkan data. 
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Implikasi PMK-39/PMK.O3/2018 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber-narasumber terkait, 
diketahui bahwa penerapan PMK-39 akan memberikan beberapa implikasi positif 
maupun negatif. Sebagian besar narasumber berpendapat bahwa implikasi 
positif kebijakan ini adalah sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan 
kemudahan-kemudahan dan pelayanan yang baik sehingga mendapatkan 
respek atau perspektif yang baik dari masyarakat. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Wayan Sudiarta (wawancara, 28 Mei 2018), kebijakan ini dapat memberikan 
angin atau iklim yang baik kepada pengusaha terkait pelayanan restitusi. Wajib 
Pajak diharapkan dapat menyeimbangkan hak dan kewajibannya sehingga 
meningkatkan kepatuhannya. 


Implikasi positif lainnya adalah DJP dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan- 
nya dengan menggeser proses restitusi menjadi penelitian. Chandra (wawancara, 
7 Juni 2018) mengutarakan bahwa beban pemeriksaan yang dulunya per bulan, 
dengan kebijakan baru ini dapat dilakukan pemeriksaan post-audit. Pemeriksaan 
post-audit ini bersifat all taxes, yang akan dilakukan setahun sekali. Jadi, kebijakan 
baru ini akan menurunkan beban pemeriksaan. Kemudian bagi Wajib Pajak 
hampir seluruh narasumber mengatakan bahwa implikasi kebijakan ini adalah 
membantu keuangan Wajib Pajak, khususnya arus kas usaha mereka. 


Pendapat bahwa restitusi pendahuluan dapat mengganggu kas negara ditolak 
oleh para narasumber. Ajib Hamdani (wawancara, 27 Mei 2018) mengatakan 
bahwa restitusi adalah hak Wajib Pajak. Ia mengingatkan bahwa dana restitusi 
tidak boleh dipakai oleh negara karena dana tersebut adalah milik Wajib Pajak 
sehingga restitusi pendahuluan tidak akan mengganggu arus kas negara. 


Direktur Jenderal Pajak (2018) mengatakan bahwa kebijakan ini memang 
akan berdampak pada penerimaan pajak, tetapi sifatnya hanya sementara. Ia 
menjelaskan bahwa ada kemungkinan percepatan sebesar Rp5 triliun hingga 
Rp10 triliun pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 akan kembali normal. 
Chandra (wawancara, 7 Juni 2018) menambahkan bahwa dari sisi pemerintah, 
pengeluaran dana untuk restitusi tidak terlalu signifikan karena tren restitusi 
sedang menurun. Namun, jika terdapat restitusi pendahuluan, total dana yang 
direstitusi akan sama jumlahnya dan dengan waktu pencairan yang lebih cepat. 


Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, jika PMK-9 diterapkan, maka akan 
menimbulkan implikasi negatif berupa penambahan beban kerja bagi Waskon 
1. Berdasarkan data dari Dit. TIP per 4 Juli 2018, walaupun dari masa ke masa 
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jumlah permohonan restitusi pendahuluan berfluktuasi, jumlah permohonan 
restitusi pendahuluan meningkat bila dibandingkan dengan masa pajak tahun 
sebelumnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani (situs berita Tempo, 17 Mei 2018) 
memberikan pernyataan bahwa restitusi pada periode Januari sampai dengan 
April 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan 
PPN dalam negeri sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu. Data yang diambil merupakan data seluruh jumlah permohonan 
sebelum pemberian keputusan oleh kantor pajak. Data ini diproksikan 
sebagai jumlah beban kerja pemrosesan pengembalian pendahuluan. Jumlah 
permohonan restitusi pendahuluan dapat dilihat dalam Tabel 4. 


Staf A (wawancara, 22 Mei 2018) menjelaskan bahwa untuk penerbitan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), beban kerja DJP akan bertambah 
karena jangka waktu pengembalian pendahuluan menjadi lebih singkat. Jika 
tidak diselesaikan, dikhawatirkan ada permohonan restitusi pendahuluan yang 
lewat waktu sehingga menimbulkan beban imbalan bunga bagi DJP. Oleh karena 
itu, penyelesaiannya adalah dengan membuat aplikasi penyelesaian restitusi 
yang sederhana sehingga proses restitusi dapat segera diselesaikan. Namun 
hingga saat wawancara dilakukan, belum ada aturan pelaksanaan dan aplikasi 
terkait hal ini. 


Tabel 4: Jumlah Permohonan Pengembalian Pendahuluan 


Masa Pajak Jumlah Masa Pajak Jumlah 
Jan 17 515 Jan 18 524 
Feb 17 499 Feb 18 503 
Mar 17 597 Mar 18 612 
Apr17 637 Apr18 649 
Mei 17 507 Mei 18 469 


Sumber: Dit. TIP (data per 4 Juli 2018) 


Implikasi negatif lainnya adalah kemungkinan penyalahgunaan terhadap 
Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan. Setelah syarat-syarat 
permohonan dilakukan penelitian, ia mendapatkan restitusi pendahuluan. 
Setelah itu, di masa yang akan datang dilakukan post-audit, tetapi Wajib Pajak 
tidak dapat ditemukan. Kasus Wajib Pajak hilang ini bahkan masih banyak terjadi 
pada pemeriksaan pajak (David Hamzah, wawancara 8 Juni 2018). Jika masalah 
ini tidak diatasi, DJP akan menanggung risiko tax evasion. Penerimaan negara 
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akan mengalami kebocoran dari sisi restitusi pendahuluan sehingga kinerja 
penerimaan negara tidak optimal. 


Yustinus Prastowo (Katadata, 2018) menyambut positif peraturan ini, meskipun 
menilai percepatan restitusi tersebut rentan membuat petugas pajak dituduh 
merugikan negara atau dikriminalisasi. Penyebabnya adalah karena di dalam 
Undang-Undang Perbendaharaan, semua hak yang seharusnya diterima oleh 
negaraatau pengeluaran negara dilakukan lebih dari yangseharusnya berpotensi 
mengakibatkan kerugian negara. Jika hal ini tidak diselesaikan, akibatnya akan 
ada kriminalisasi fiskus karena dianggap merugikan keuangan negara padahal 
fiskus telah bekerja sesuai aturan. Mungkin saja kesalahan itu terjadi karena data 
dari Wajib Pajak yang salah. Dengan demikian, Wajib Pajaklah yang seharusnya 
diberi sanksi. Solusi yang ditawarkan adalah agar pemerintah segera membuat 
peraturan presiden mengenai perlindungan hukum bagi petugas pajak yang 
bekerja sesuai aturan. Oleh karena itu, berdasarkan implikasi-implikasi negatif 
yang telah dijelaskan, peningkatan pengawasan merupakan tantangan bagi 
otoritas perpajakan. 


KESIMPULAN DAN SARAN 

Upaya yang telah dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan kemudahan 
berusaha adalah dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang membantu 
kemudahan berusaha. Kebijakan pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 147/PMK/03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
02/PJ/2018 yang berkaitan dengan indikator memulai usaha (starting business). 
Penerbitan aturan ini sesuai dengan inisiatif strategis DJP Nomor 5 dan Nomor 
6. Kebijakan kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 
yang berkaitan dengan indikator membayar pajak (paying taxes). Upaya ini 
telah sesuai dengan inisiatif strategis DJP nomor 1 dan 8. Kebijakan ketiga 
adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 yang 
berkaitan dengan indikator membayar pajak (paying taxes). Upaya ini telah 
sesuai dengan inisiatif strategis DJP nomor 11. 


Langkah yang masih akan dilakukan DJP adalah melakukan evaluasi penerapan 
kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, DJP akan melakukan modernisasi IT DJP 
sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Terakhir, DJP akan melakukan 
uji coba bukti potong elektronik (e-Bupot). 
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Dari hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan kebijakan 
yang telah diterbitkan. Hambatan pertama dari penerapan PMK-147 dan 
PER-02 adalah ketiadaan aplikasi yang mendukung. Hal ini terjadi karena 
peraturan pelaksanaan penyusunan aplikasi belum dibuat. Hal ini karena aturan 
pelaksanaanbelumterbitsehinggaaplikasi belum dapat dibuat. Akibatnya, proses 
bisnis dilakukan dengan aplikasi yang lama dan dengan mengikuti perintah dari 
surat penegasan yang diterbitkan Direktorat Peraturan Perpajakan. 


Hambatan kedua dari terkait PMK-9 adalah belum siapnya aplikasi e-filing 
SPT Masa. Hal ini karena tidak dilibatkannya tim IT DJP dalam pembahasan 
PMK tersebut. Sementara, terkait PMK-39, penerapannya terhambat karena 
peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan. 


Penerbitan peraturan pelaksanaan membutuhkan waktu lama karena 
akan mengatur detil pelaksanaan. Akibatnya, proses bisnis yang sekarang 
bertentangan dengan kebijakan di atasnya sehingga diperlukan penyelarasan 
di lapangan. Hambatan lain adalah kurangnya minat Wajib Pajak untuk 
memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari DJP. 
Terlepas dari hambatan tersebut, seluruh peraturan baru tersebut mendapatkan 
apresiasi positif dari sebagian besar narasumber. Seluruh kebijakan tersebut 
dinilai memiliki lebih banyak implikasi positif, baik bagi negara, fiskus, maupun 
bagi Wajib Pajak. 


Hambatan berupa aturan pelaksanaan yang belum terbit disebabkan oleh 
kurangnya waktu untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan secara mendalam. 
Peneliti menyarankan agar pimpinan puncak DJP sebaiknya memberikan 
waktu yang cukup kepada Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat 
Transformasi Proses Bisnis untuk dapat mencermati lebih lanjut peraturan yang 
akan diterbitkan. Dengan waktu yang cukup tersebut, Direktorat Peraturan 
Perpajakan dapat menerbitkan semacam exposure draft yang diumumkan dalam 
jangka waktu tertentu. Exposure draft inilah yang nantinya dapat diunggah ke 
laman resmi DJP untuk mendapatkan masukan dari publik secara luas. Dengan 
waktu yang cukup pula, peraturan yang akan terbit dapat diikuti oleh peraturan 
pelaksanaan serta program aplikasinya. 


Hambatan berupa aplikasi yang belum mendukung disebabkan oleh kurangnya 
koordinasi antara pembuat kebijakan dan pembuat aplikasi. Dalam menyusun 
aturan, seharusnya Direktorat Peraturan Perpajakan mengundang semua 
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pihak, termasuk Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi 
(Dit. TTKI) sebagai pembuat aplikasi untuk memberikan masukan. Jika hal 
tersebut tidak dapat dilakukan, Dit. TTKI dapat membuatkan semacam peta 
sistem perpajakan DJP yang berisi tentang aplikasi yang terdampak jika suatu 
kebijakan diganti dengan yang baru. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi 
pembuat kebijakan. 


Hambatan berupa kurangnya minat Wajib Pajak terhadap kebijakan DJP 
disebabkan oleh dua hal, yaitu keengganan dan ketidaktahuan Wajib Pajak. 
Keengganan dapat dipengaruhi oleh opini yang buruk terhadap perpajakan 
atau pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap pelayanan maupun 
pengawasan perpajakan di masa lalu. Sementara itu, ketidaktahuan Wajib 
Pajak dapat disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi kepada Wajib Pajak. 
Oleh karena itu, hal-hal berikut perlu diperhatikan untuk meningkatkan opini 
yang baik dari Wajib Pajak. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan 
dengan meningkatkan kompetensi petugas Seksi Pelayanan dan Account 
Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Mereka dapat mengikuti 
pendidikan dan pelatihan (diklat) berupa pelayanan prima atau bimbingan 
teknis peraturan terbaru sehingga dapat meningkatkan pelayanan dengan lebih 
baik. Kedua, peningkatan kualitas pengawasan dilakukan dengan meningkatkan 
kompetensi dan wawasan. Diklat fungsional pemeriksa dapat meningkatkan 
kompetensi pemeriksa pajak. Mengikuti forum diskusi baik formal maupun 
informal mengenai tren-tren bisnis terkini dapat meningkatkan wawasan 
pemeriksa pajak. Selain itu, terkait pengawasan, untuk mengurangi sengketa 
(dispute) antara fiskus dan Wajib Pajak, DJP seharusnya segera menerbitkan 
undang-undang yang baru, yang seharusnya lebih banyak mengatur hal-hal 
yang substantif. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak, 
bagian humas/penyuluhan DJP dapat meningkatkan sosialisasi kebijakan ini. 
Sebagian narasumber mengatakan bahwa sosialisasi peraturan baru ini memang 
masih kurang. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membuat target 
kerja (performance) dan target hasil (outcome). Misalnya, berapa banyak asosiasi 
usaha yang digandeng selama tahun tertentu, atau berapa banyak Wajib Pajak 
yang memanfaatkan fasilitas perpajakan setelah dilakukan sosialisasi. Bagian 
humas/penyuluhan DJP juga dapat melakukan sosialisasi peraturan melalui 
infrastruktur yang dapat menyampaikan aturan ke masyarakat dengan tepat, 
cepat dan hemat, misalnya melalui SMS/email blast atau media sosial. 
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IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian hanya 
dilakukan di Jakarta, karena peneliti mengikuti sampel yang diambil oleh tim 
EODB World Bank, yaitu Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Jika ingin menangkap 
realitas perpajakan secara menyeluruh di Indonesia, pengumpulan data 
seharusnya juga dilakukan pula pada kota-kota kecil. Yang kedua, narasumber 
penelitian ini sebagian besar berlatar belakang dari pegawai ataupun mantan 
pegawai kementerian keuangan sehingga pendapat yang disampaikan cenderung 
kurang objektif. Yang ketiga, interpretasi terhadap pernyataan narasumber 
dapat memengaruhi subjektivitas. Yang keempat, kurang panjangnya time lag 
dari terbitnya kebijakan hingga penelitian ini dilakukan, sehingga dampak 
dalam jangka panjang kurang dapat ditangkap. 


Mengingat bahwa sebagian besar implikasi yang diberikan oleh kebijakan 
baru ini adalah positif, maka diperlukan sosialisasi kebijakan yang lebih 
masif kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan kemauan yang kuat dari para 
pembuat kebijakan untuk dapat bekerja secara profesional dan bersinergi 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan 
memperhatikan keterbatasan penelitian ini dan dapat mengakomodasinya pada 
penelitian lebih lanjut dalam rentang waktu minimal 3 tahun ke depan untuk 
dapat menangkap dampak kebijakan dalam jangka panjang. 
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Penelitian ini berfokus pada pengaruh persepsi keadilan pajak dari sudut keadilan 
distributif dan prosedural serta peran kepercayaan (trust) kepada otoritas pajak 
terhadap kepatuhan sukarela pada wajib pajak UMKM di Indonesia. Pengujian 
hubungan pengaruh persepsi keadilan dan peran trust terhadap otoritas pajak 
terhadap kepatuhan sukarela menggunakan kerangka dasar teori the “slippery 
slope framework”. Penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data berupa kuesioner kepada para wajib pajak pelaku UMKM. 
Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa secara parsial variabel keadilan 
distributif dan variabel trust memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan 
sukarela wajib pajak UMKM, sedangkan variabel keadilan prosedural tidak 
memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. 
Selain itu, variabel trust dapat memediasi hubungan antara dimensi keadilan 
distributif dan prosedural terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia cenderung mendasarkan 
persepsi keadilan distributif dan trust pada otoritas pajak dalam wujud aspek 
timbal balik dari pemerintah berupa infrastruktur fisik yang dapat memfasilitasi 
bisnis mereka dan meminimalisir biaya ekonomis. Hal lain yang mendukung 
munculnya persepsi keadilan prosedural dan trust adalah pendistribusian beban 
pajak yang adil baik dalam lingkup horizontal (sesama pelaku UMKM) dan 
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vertikal (dibandingkan dengan pelaku usaha dengan omzet di atas kelompok 
UMKM). Strategi berbasis trust akan memudahkan pihak otoritas pajak untuk 
meminimalisir tingkat resistansi dan memelihara komitmen wajib pajak UMKM 
di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan. 


Kata kunci: keadilan distributif, keadilan prosedural, kepercayaan terhadap 
otoritas pajak, kepatuhan sukarela, UMKM 


PENDAHULUAN 


Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara termasuk juga 
bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sistem 
perekonomian Indonesia, UMKM mendominasi pelaku usaha di Indonesia. 
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013 jumlah UMKM 
di tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit, yang merupakan 994 total pelaku 
unit usaha nasional. Bagi UMKM, pemerintah mengarahkan mereka kepada 
kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance) melalui 
kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46) berupa kebijakan 
tarif tunggal dengan berdasarkan jumlah omzet tertentu sebagai bentuk 
tax simplicity. Hal ini dilakukan untuk mempermudah UMKM melaksanakan 
kewajiban perpajakannya, mempermudah UMKM mengembangkan usahanya, 
dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa (BKF, 
2013). 


Meskipun tarif dan penghitungan telah disederhanakan, penerimaan pajak dan 
kepatuhan formal dari UMKM belum meningkat secara signifikan (Brodjonegoro, 
2015a). Penerimaan pajak secara nasional didominasi oleh para pelaku ekonomi 
dari usaha besar, sementara penerimaan pajak dari pelaku UMKM masih rendah 
yaitu berkisar di bawah 29 (Petrus, 2014). Hal tersebut kontradiktif dengan fakta 
bahwa perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis 
pada UMKM. 


Berbagai alasan menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam 
membayar pajak. Yong dan Remetse (2010) mengungkapkan bahwa kepatuhan 
pelaku UMKM rentan terpengaruh oleh isu ketidakadilan pajak. Endrianto (2015) 
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juga mengungkapkan bahwa ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan 
(eguity principle), pengenaanPPh Final sebagaimana diatur dalam PP 46 tidak sesuai 
dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability 
to pay). Selain faktor keadilan pajak, aspek kepercayaan (trust) terhadap aparat 
pajak juga memengaruhi kemauan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan 
kewajiban perpajakannya (Murphy, 2002). Selain ketidaktahuan tentang aturan 
PPh untuk UMKM dan rumitnya proses pembayaran, rendahnya kepatuhan juga 
disebabkan oleh ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak (Sigit, 
2015). 


Kirchler (2007) mengemukakan bahwa aspek trust dibentuk dan dipelihara oleh 
dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif yang berhubungan dengan aspek 
timbal balik dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak serta 
kesetaraan atas pengenaan pajak di antara satu dengan yang lain dan keadilan 
secara prosedural yaitu berupa prosedur yang dilakukan dalam pembuatan 
keputusan oleh pihak otoritas pajak dan perlakuan yang diterima seseorang 
dari pembuat keputusan. Lebih lanjut, Muehlbacher Kogler, et al. (2015) melalui 
penelitiannya dalam menguji hubungan antara Trust, Power and Tax Compliance 
dalam Kerangka Slippery Slope pada wajib pajak usahawan di Austria menyatakan 
bahwa hubungan antara kedua persepsi keadilan tersebut terhadap kepatuhan 
sukarela dapat dimediasi oleh faktor trust. Tingkat kepercayaan masyarakat 
yang tinggi terhadap pihak otoritas akan meningkatkan sikap kooperatif mereka 
dalam mematuhi ketentuan perpajakan (Muehlbacher dan Kirchler, 2010). 


Penelitian ini berfokus pada persepsi mengenai keadilan distributif dan keadilan 
prosedural yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang memengaruhi kepatuhan 
mereka membayar pajak. Peneliti menyertakan faktor kepercayaan (trust) 
terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi yang dapat membuat hubungan 
antara dimensi keadilan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di 
Indonesia bersifat langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). 


Penelitian ini membahas “Apakah dimensi keadilan pajak secara distributif 
dan prosedural berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan 
sukarela wajib pajak UMKM? Serta apakah faktor kepercayaan (trust) terhadap 
otoritas pajak dapat memediasi pengaruh keadilan distributif dan prosedural 
terhadap perilaku kepatuhan sukarela Wajib Pajak UMKM?” Terdapat lima 
hipotesis penelitian, yaitu: H1: Keadilan distributif memiliki pengaruh langsung 
terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, H2: Keadilan prosedural 
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memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, 
H3: Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM: H4: Kepercayaan (trust) terhadap 
otoritas pajak dapat memediasi hubungan antara keadilan distributif terhadap 
kepatuhan sukarela UMKM, dan H5: Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak 
dapat memediasi hubungan antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan 
sukarela UMKM. 


KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Menurut Arijanto (BKF, 2015) secara umum, karakteristik UMKM dalam 
perekonomian di Indonesia digambarkan sebagai berikut. 1) Pelaku UMKM 
pada umumnya memulai usahanya dengan modal dan keterampilan yang cukup 
terbatas dari pemilik atau pendirinya: 2) Terbatasnya sumber-sumber dana yang 
dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit 
pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani 
pengusaha kecil dan menengah: 3) Kemampuan memperoleh pinjaman kredit 
perbankan relatif rendah karena kekurangmampuan untuk menyediakan 
jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya, 4) Banyak dari pelaku ekonomi UMKM 
belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan 
pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan 
keuangan, dan 5) Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina 
hubungan dengan perbankan. 


Badan Pusat Statistik memberikan kriteria UMKM berdasarkan kuantitas tenaga 
kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 
s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki 
tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan 
dalam empat kelompok (BI, 2015), yaitu: UMKM sektor informal, UMKM Mikro, 
Usaha Kecil Dinamis, dan Fast Moving Enterprise. 


Kepatuhan pajak berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban sebagai wajib 
pajak. Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (2004) 
mendefinisikan kepatuhan pajak ke dalam empat pilar, yaitu kepatuhan dalam 
hal pendaftaran (registration), kepatuhan atas pelaporan (filing), kepatuhan 
dalam hal kebenaran dan akurasi pelaporan (reporting), dan kepatuhan dalam 
hal pembayaran (payment). Menurut Kogler, et al. (2015), kepatuhan pajak adalah 
suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan 
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dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan (compliance) wajib pajak 
dapat ditinjau dari sisi niatannya. Kepatuhan wajib pajak terdiri atas dua jenis, 
kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance) dan kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance) (Muehlbacher dan Kirchler, 2010). 


Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) berhubungan erat dengan persepsi 
masyarakat atas keadilan pajak (Kirchler, 2007). Keadilan pajak (tax fairness) 
merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dalam 
perlakuan pajak pada individu yang berbeda (Murphy & Nagel, 2002). Salah 
satu teori yang menganalisis mengenai keadilan pajak adalah Teori Ekuitas 
yang dikemukakan oleh Jhon Stacey Adams (1965), yang secara khusus tertarik 
untuk menganalisis konsep keadilan dalam organisasi. Teori ini terdiri atas dua 
dimensi dasar, yaitu reciprocation dan allocation. 


Gerbing, 1988: Richardson (2005) 


Hj 


Muprhy (2002): Kirchler (2006): 
Kogler et al (2015) 


H3. Hy 


Gambar 1: Model Pengembangan Hipotesis Struktur 1 


Kirchler (2007) mengungkapkan bahwa faktor kepercayaan terhadap otoritas 
pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, keadilan 
prosedural dan keadilan distributif memiliki peran penting untuk membangun 
dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Kirchler 
kemudian mengemukakan bahwa interaksi dinamis antara faktor kepercayaan 
terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak (power of authorities), 
merupakan pencetus munculnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 
Mengacu pada penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 
keadilan yang dirasakan wajib pajakmemiliki pengaruhterhadapsikap kepatuhan 
sukarela (voluntary compliance) mereka terhadap peraturan perpajakan. Dalam 
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hal ini, keadilan pajak mengacu pada dimensi keadilan distributif dan keadilan 
prosedural. Selain itu faktor kepercayaan terhadap pihak otoritas pajak dapat 
berfungsi sebagai variabel mediasi yang dapat membuat hubungan antara 
dimensi keadilan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Indonesia 
bersifat langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). 


iga Muprhy (2002): Kirchler (2006): 
Trust to Authorities Kosier et al (2015) 


(Kn) 


Compliance (Y)) 


Murphy, (2002), 
Kogler et al 2015 


Procedural Justice(X,) 


Gambar 2: Model Pengembangan Hipotesis Struktur 2 


Rametse (2010): Natrah Saad (2011) 


Berdasarkan teori dan kerangka yang dikemukakan, peneliti mengajukan 
pengembangan hipotesis dengan menggunakan dua model struktur. Struktur 
pertama (Gambar 1) untuk menguji hubungan antara Keadilan Distributif 
terhadap kepatuhan sukarela baik secara langsung (direct) maupun tidak 
langsung dengan variabel mediasi Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak 
(indirect). Struktur kedua (Gambar 2) untuk menguji hubungan antara Keadilan 
Prosedural terhadap kepatuhan sukarela baik secara langsung (direct) maupun 
tidak langsung (indirect) dengan variabel mediasi Kepercayaan terhadap Otoritas 
Pajak. 


METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berupa self-administered guestionnaire 
(responden mengisi sendiri jawaban pertanyaan). Kuesioner yang diberikan 
kepada respondenterdiri atas 34 pertanyaanyangterdiriatassepuluh pertanyaan 
tentang aspek keadilan distributif, sembilan aspek keadilan prosedural, enam 
pertanyaan tentang aspek institutional trust, dan sembilan pertanyaan tentang 
aspek kepatuhan sukarela. 
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Kuesioner ditujukan kepada para pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib 
Pajak (dibuktikan dengan kepemilikan NPWP). Penyebaran kuesioner dilakukan 
dengan cara memberikan langsung kepada responden maupun secara daring 
(online) dengan bantuan Google Form bagi responden yang berlokasi jauh dari 
peneliti. Penyebaran kuesioner tetap memperhatikan sasaran responden untuk 
menjamin terpenuhinya kriteria responden yang diharapkan. Dari 200 kuesioner 
yang telah disebarkan, sebanyak 111 kuesioner telah kembali dan 106 kuesioner 
telah dipilih untuk diproses lebih lanjut. 


Penelitian ini menggunakan pendekatan variabel terikat (dependent variable), 
variabel bebas (independent variable), dan variabel mediasi (intervening variable). 
Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan sukarela wajib pajak (VC). 
Kriteria kepatuhan sukarela terdiri atas tujuh item yang dikembangkan untuk 
menilai sikap wajib pajak dalam kaitannya pemenuhan kewajiban perpajakannya 
secara sukarela (tanpa paksaan dari fiskus) serta kemauannya dalam turut 
serta membangun bangsa melalui pemenuhan pajaknya. Item kuesioner terkait 
kepatuhan sukarela ini mengacu terhadap desain survei kepatuhan pajak yang 
dikembangkan oleh Kitchler (2010). 


Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dimensi keadilan pajak distributif (DJ) 
dan keadilan prosedural (PJ). Variabel keadilan distributif berfokus pada proses 
timbal balik atau hasil berupa penyediaan sumber-sumber dari pemerintah atas 
pajak yang telah diberikan serta kesesuaian antara seseorang dengan yang lain 
dalam hal menerima manfaat atas kontribusinya melalui pajak, perbandingan 
yang relevan dalam pembebanan pajak baik antarindividual, kelompok, maupun 
tingkatan sosial (Kogler, et al, 2015). Variabel ini terdiri atas lima dimensi keadilan 
pajak sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Gerbing (1988) dan telah 
digunakan dalam penelitian Richardson (2006) dengan penyesuaian kondisi di 
Indonesia. 


Dimensi keadilan pajak tersebut adalah keadilan umum (general fairness), timbal 
balik dengan pemerintah (exchange with the government), ketentuan-ketentuan 
yang berlaku khusus (special provisions), susunan tarif pajak (tax rate structure), 
kepentingan pribadi (self interest). Variabel keadilan prosedural berkaitan dengan 
cara membuat dan melaksanakan keputusan terkait perpajakan sesuai dengan 
prosedur oleh pihak otoritas untuk menjamin perlakuan yang adil (Murphy, 2002). 
Komponen utama dari dimensi keadilan prosedural meliputi neutrality of the 
procedures, trustworthiness of the tax authorities, respectful treatment, dan consultation 
(Murphy, 2002 dan Kogler, et al., 2015). Pengukuran variabel keadilan prosedural 
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menggunakan kuesioner yang didasarkan pada model Tyler (1997) dan Murphy 
(2002) dengan beberapapenyesuaian. 


Dalam penelitian ini yang menjadi variabel mediasi adalah kepercayaan (trust) 
terhadap otoritas pajak (TR). Kepercayaan mengacu pada situasi di mana satu 
pihak (trustor) bersedia untuk bergantung pada perbuatan pihak lain (trustee) 
dalam situasi/kondisi tertentu. Selain itu, pihak trustor dapat merasa yakin 
bahwa pihak trustee akan bersikap responsif dan peduli meskipun akan ada 
perubahan-perubahan situasional yang tidak pasti (Mc Knight, 1996). Dalam hal 
ini wajib pajak (trustor) memberikan kepercayaan terhadap otoritas pajak (trustee, 
yaitu Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak) dalam melakukan 
pelayanan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Kogler, et al. (2015) telah 
mengasumsikan sebelumnya dalam penelitiannya bahwa keadilan prosedural 
dan keadilan distributif dapat memengaruhi sikap percaya kepada pihak otoritas 
pajak yang kemudian menyebabkan tingkat kepatuhan sukarela menjadi lebih 
tinggi. Faktor kepercayaan (TR) berkorelasi dengan keinginan untuk patuh. 
Apabila pihak otoritas dipandang telah bertindak secara adil, orang akan 
percaya terhadap motivasi pihak otoritas tersebut dan akan memutuskan untuk 
bertindak patuh secara sukarela. Item kuesioner pada variabel ini mengadaptasi 
dari Murphy (2002) yang terdiri atas enam pernyataan terkait institutional trust 
dengan penyesuaian terhadap kondisi di Indonesia. 


Berdasarkan penjelasan di atas, baik variabel dependen, independen, dan 
mediasi diukur dengan cara meminta responden untuk menjawab kuesioner 
dan jawabannya diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima kategori yaitu apabila 
jawaban yang mengindikasikan pengaruh paling lemah (respons sangat tidak 
setuju) mendapat skor atau skala 1, dan jawaban yang mengindikasikan adanya 
pengaruh yang paling besar (respons sangat setuju) akan mendapatkan skor 
atau skala 5. 


Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan analisis statistik deskriptif. Penyajian data deskriptif 
dalam penelitian ini menggunakan penyajian data melalui tabel. Selain 
itu untuk menguji hubungan antarvariabel, penelitian ini menggunakan 
pendekatan Analisis Jalur (Path Analysis). Analisis jalur digunakan untuk 
menganalisis hubungan sebab-akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 
variabel bebasnya memengaruhi variabel tergantung baik secara langsung dan 
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juga secara tidak langsung (Kadir, 2015). Tahapan pengujian hipotesis dengan 
analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut. 


Tahap pertama adalah menentukan diagram jalur strukturalnya. Kedua diagram 
jalur tersebut masing-masing terdiri atas dua persamaan struktural, di mana DJ dan 
PJ adalah variabel eksogen dan TR serta VC adalah variabel endogen (Gambar 3). 
Persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut: 


TR1 -P TRI DJ # es, (sebagai persamaan Substruktur Ta)....o.ooocoooooo.oocoooomooo (1) 
VC1 - PVC1DJ # P VC1 TRI1 # e», (sebagai persamaan substruktur 1b) me..o.ooooo... (2) 
TR2-PTR2 PJ # es, (sebagai persamaan substruktur Za) e.oooococooooooocooooomo (3) 
VC2 -PVC2 PJ # P VC2 TR2 # e,, (sebagai persamaan substruktur 2b)....oo.”oooo.. (4) 
Keterangan: 


TR - Kepercayaan (Trust) terhadap Otoritas Pajak: DJ - Dimensi Keadilan Distributif 
PJ - Dimensi Keadilan Prosedural, VC - Kepatuhan Sukarela 


Tahap kedua adalah analisis struktur. Analisis dengan SPSS yang terdiri atas 
dua langkah, analisis untuk substruktur 1a, 1b untuk analisis terkait keadilan 
distributif dan substruktur 2a, 2b untuk analisis terkait keadilan prosedural. 
Penghitungan persamaan regresi struktur 1 dan struktur 2 menggunakan 
bantuan aplikasi SPSS 23. Dari hasil penghitungan tersebut didapatkan hasil 
(output) berupa tabel model summary, anova, dan coefficients. 


Tahap ketiga adalah penafsiran hasil. Pada penafsiran analisis regresi pada 
substruktur 1 dan 2, uji T digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat 
yaitu melihat besarnya pengaruh DJ atau PJ dan TR secara parsial terhadap VC 


(Beta atau Standardized Coefficient). 
Struktur 1 Struktur 2 
4 : 
ix " N L 


3 NN 
N 
ik “Ya : 


el ---d e2 Bi CT 22 


Sumber: data diolah 


Gambar 3: Diagram Jalur Struktural 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


Gambaran demografis responden dalam penelitian ini sebagaimana ditampilkan 
dalam Tabel 1. 


Analisis Statistik Deskriptif 

Tabulasi atas capaian skor dari variabel keadilan distributif dinyatakan dalam 
Tabel 2 yang terdiri atas item pernyataan-pernyataan atas dimensi keadilan 
distributif yang diberikan kepada para responden. Item-item pernyataan 
kuesioner tersebut berjumlah sepuluh item pernyataan yang meliputi dimensi 
dalam keadilan distributif yaitu general fairness (tiga item yaitu DJ1, DJ2, DJ12), 
exchange with governance (dua item yaitu DJ3, DJ4), special provision (satu item yaitu 
DJ5), tax rate structure (tiga item yaitu DJ6, DJ7, DJ8), dan self interest (satu item 
yaitu DJ9). 


Tabel 1: Ikhtisar Data Demografis (N—-106) 


Variabel Frekuensi Persen Variabel Frekuensi Persen 
Usia Jenis Usaha 
20-30 Tahun | 28 26.42Y Jasa 33 31.13Y69 
30-40 Tahun | 32 30.19Y6 Perdagangan 53 50.00Y6 
40-50 Tahun | 38 35.85 Home Industri 11 10.38Y6 
50-60 Tahun | 4 3.77Y6 Makanan dan 9 8.49Y6 
Minuman 
2 60 Tahun 4 3.77Y6 Lainnya - 0.00Y6 
Jenis Kelamin Omzet Sebulan 
Laki-Laki 66 62,26Yo 0-25 juta 55 51.89Y6 
Perempuan 40 37,74Yo 25 juta - 200 juta 37 34.91Yo 
Jenjang 
Pendidikan 200 juta - 400 juta 10 9.43Y6 
SMA/Sederajat | 25 23,58Yo 2 400 juta 4 3.77Yo 
DIII/S-1 7 66,989 Pencatatan 
Pembukuan 
S-2 10 9,43Yo Ya 
S-3 - 0.00Y6 Tidak 
Lainnya - 0.00Y60 Pengerjaan SPT 
Tahunan 
Saya Sendiri 79 74.53Yo 
Staf/ Konsultan 23 21.70Yo 
Suami/Istri 4 3.77Yo 
Lainnya - 0.00Y6 
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Capaian skor untuk masing-masing dimensi keadilan distributif secara 
keseluruhan memperoleh capaian di atas 6096 atau dengan kata lain rata-rata 
skor di atas 3. Pada dimensi General Fairness, Exchange with Governance, Special 
Provision, Tax Rate Structure, dan Self Interest rata-rata skor secara berurutan 
3.43, 3.13, 3.30, 3.81, 3,15. Nilai median secara berurutan yaitu 4, 3, 3, 4, 3. Skor 
tertinggi terdapat pada dimensi Tax Rate Structure, di mana nilai rata-rata paling 
mendekati 4 dan nilai median adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa pada dimensi 
Tax Rate Structure tersebut mayoritas jawaban responden mendekati poin 4 atau 
“adil”. Pada Tax Rate Structure kecenderungan para responden menyatakan 
bahwa sistem tarif yang progresif dirasa lebih adil menurut mereka. Untuk 
skoring secara keseluruhan dari variabel keadilan distributif nilai rata-rata, 
median, dan standar deviasi adalah 3.39, 4, 0.95. 


Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel Keadilan Distributif (N — 106) 


Item Min Max Mean Med Std.Dev. Skor 
General Fairness 318 1590 3.43 4 0.89 1028 
Exchange with governance 212 1060 3.13 3 0.88 626 
Special Provision 106 530 3.3 3 0.69 330 
Tax Rate Structure 318 1590 3.81 4 0.97 1142 
Self Interest 106 530 3.15 3 0.98 334 


Dari hasil statistik deskriptif tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum 
responden memberikan persepsi kurang adil (rata-rata «4 dan median 4) untuk 
variabel keadilan distributif, terutama pada dimensi Exchange with the governance 
yaitu dengan rata-rata skor 3.13 (terendah). Hal ini menunjukkan bahwa secara 
umum para responden, yaitu pelaku UMKM, merasa bahwa proses timbal balik 
atas uang pajak yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka peroleh dari 
pemerintah dipersepsikan belum adil. 


Tabel 3: Statistik Deskriptif Variabel Keadilan Prosedural (N — 106) 


Item Min Max Mean Med Std.Dev. Skor 
Neutrality 318 1590 3.52 4 0.83 1057 
Respectful Treatment 106 530 3.61 4 0.82 361 
Trust 318 1590 3.54 4 0.96 1128 
Consultation 212 1060 3.25 3 0.87 649 
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Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa capaian skor untuk masing-masing dimensi 
keadilan prosedural secara keseluruhan memperoleh capaian di atas 60 atau 
dengankatalainrata-rataskordiatas3.Padadimensi Neutralityoftheprocedures, 
Respectful treatment dan Trustworthiness of the Tax Authorities rata-rata skor 
secara berurutan 3.52, 3.51, dan 3.55. Nilai median secara berurutan yaitu 4, 
4, 4. Capaian skor tertinggi terdapat pada dimensi trustworthiness of the tax 
authorities (70.9396) di mana nilai rata-rata paling mendekati 4 dan nilai median 
adalah 4. Hal ini menunjukkan para responden memersepsikan bahwa mereka 
pada umumnya pihak otoritas telah menganggap wajib pajak UMKM sebagai 
pihak yang dapat dipercaya. Hal ini terkait dengan tidak banyaknya tindakan 
pemeriksaan yang dialami oleh wajib pajak UMKM. Wajib pajak menganggap 
bahwa pihak otoritas telah memberikan kepercayaan kepada responden untuk 
melakukan kewajiban perpajakannya. 


Skor terendah terdapat pada dimensi Consultation, yaitu dengan nilai rata-rata 
skor, median, dan capaianskoradalah 3.25, 3, dan 64.859. Halini mengindikasikan 
bahwa dari segi ketetapan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan UMKM, 
menurut responden dipersepsikan kurang adil, hal ini dilihat dari sisi belum 
efektifnya penerapan tax simplicity (PP 46) dan upaya membangun komunikasi 
dengan mereka dalam hal perumusan suatu kebijakan oleh pihak otoritas. Untuk 
skoring secara keseluruhan dari variabel Keadilan Prosedural nilai rata-rata, 
median dan standar deviasi adalah 3.46, 4, dan 87. Dari hasil statistik deskriptif 
tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum responden memberikan persepsi 
kurang adil (rata-rata «4 dan median 4) untuk variabel Keadilan Prosedural. 


Tabel 4: Statistik Deskriptif Variabel Kepercayaan (Trust) Kepada Otoritas (N — 106) 


Item Min Max Mean Med Std.Dev. Skor 


Trust to tax authority 600 3000 3.39 4 0.93 2031 


Tabulasi atas capaian skor dari variabel Trust terhadap Otoritas Pajak dinyatakan 
dalam Tabel 4 yang terdiri atas enam item pernyataan yang diberikan kepada 
para responden. Berdasarkan data Tabel 4, secara keseluruhan skor untuk 
variabel tersebut terdiri atas nilai rata-rata 3.39, median 4, standar deviasi 0.93, 
dan total capaian skor sebesar 67.709. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek 
kepercayaan responden terhadap otoritas pajak masih relatif rendah, yaitu 
dengan nilai rata-rata dan median yang di bawah skor 4. Rendahnya sikap 
kepercayaan responden wajib pajak UMKM dikarenakan masih melekatnya 
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persepsi negatif atas kurangnya transparansi penggunaan uang pajak yang 
dikumpulkan oleh otoritas pajak dari mereka (misal penyalahgunaan maupun 
pemberitaan negatif terkait otoritas pajak di Indonesia). 


Analisis Data 


Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (path 
analysis) dengan hasil sebagai berikut. 


Analisis Substruktur 1 

Analisis substruktur 1a dengan persamaan TR - P TR DJ - e,,. Berdasarkan output 
SPSS, konstanta dan koefisiensi persamaan regresi linear diperoleh dari kolom B 
sehingga persamaan regresi TR1 - 0,484DJ « 3.436. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa dimensi keadilan distributif memiliki hubungan positif terhadap variabel 
trust. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai t hit - 6,781 (»t tabel dengan sig 
0,05 - 1,659) dan p value - 0,000/2 - 0,000 (xp 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa variabel dimensi keadilan distributif berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap variabel trust. Kemudian nilai konstanta 
jalur ditunjukkan pada nilai Beta (P,,- 0.554). Berdasarkan nilai koefisien 
determinasi (R2) pada output model summary diperoleh nilai 0.307 (Gambar 
5), yang berarti bahwa 30.796 variabilitas variable trust dapat dijelaskan oleh 
variabel dimensi keadilan distributif, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sehingga nilai error (e,,) - 1 - 
R?- 0.693 -0.70. 


Coefficients” 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Std. Error Beta Sig. 


B 
1 (Constant) 3.436 2.476 1.388 168 
TOTDF 484 071 554 6.781 000 
a. Dependent Variable: TOTTR 


Gambar 4: Output Regresi Substruktur 1a 


Model Summary 


Adjusted R Std, Error of 
R Sguare Sguare the Estimate 


4” Iss” | 3207| 30| —— 3212| 


a. Predictors: (Constant), TOTDF 


Gambar 5: Nilai Koefisien Determinasi pada Substruktur 1a 
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Analisis Substruktur 1b dengan persamaan VC-P VCDJ #P VC TR #e, . Sementara, 
berdasarkan output SPSS pada Gambar 6, konstanta dan koefisiensi persamaan 
regresi linear dapat dilihat dari kolom B, sehingga persamaan regresinya adalah 
VC - 0,439DJ #0.221TR « 14.949. Pada tabel modelsummarytampak bahwakoefisien 
determinasi untuk model 1b (r2) sebesar 0.282 (Gambar 7). Sehingga error model 
1b sebesar (1-0.282) atau (e,,) 0.718 « 0.72. 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Sig. 


| sem | 0m 


(Constant) 14.949 3.132 4.773 000 

TOTDF 439 108 4.083 .000 

TOTTR 221 123 180 1.800 1075 
a. Dependent Variable: TOTVC 


Gambar 6: Output Regresi Substruktur 1b (DJ TR aVC) 
Model Summary 


Change Statistics 
AdjustedR. | Sid.Erarot | RSguare Sig. F 
Model RSouars | Sguare | iheEstimata | Change | F Change | dff m Change 


"aw m| | | om) am| 2| m| 0 


3 Pradictors: (Constanf), TOTTR, TOTDJ 


Gambar 7: Nilai Koefisien Determinasi pada Substruktur 1b 
Kemudian dari hasil Output Regresi Substruktur 1b (DJ TR 4 VC) diperoleh hasil 
sebagai berikut. 


Pengaruh Dj aVC (P,,) - 0,409: t, - 4,083 (»t tabel dengan sig 0,05 - 1,659), 
p-value - 000/2 - 0 (x0,05) atau H1 diterima. Dengan demikian keadilan 
distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Sukarela 
UMKM. 


Pengaruh TR avCc (P,,) - 0.180: t, 1,800 (»t tabel dengan sig 0,05 - 1,659), 
p-value - 0,075/2 - 0,0375 (x0,05) atau H3 diterima. Dengan demikian trust 
memengaruhi kepatuhan sukarela secara positif dan signifikan. 


Besarnya pengaruh dapat dilihat pada nilai P (beta) yang terdapat pada masing- 
masing tabel hasil uji hipotesis. Berikut rincian hasil perhitungan besarnya 
pengaruh pada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. 
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P43: 0.409 


P,2: 0.554 


P23-0,180 E23-0,72 


81»-0,7 


Gambar 8: Diagram Model Jalur I 


Analisis Substruktur 2 

Analisis Substruktur 2a dengan persamaan TR - P TR PJ # e,,. Berdasarkan 
output SPSS pada Gambar 9, konstanta dan koefisiensi persamaan regresi linear 
diperoleh dari kolom B sehingga persamaan regresi TR - 0,496PJ4.884. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa dimensi keadilan prosedural memiliki hubungan 
positif terhadap variabel trust. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai t hit 
- 8,335 (»t tabel dengan sig 0,05 - 1,659) dan p value - 0,000/2 - 0,000 (xp 0,05). 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel dimensi keadilan 
prosedural berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel trust. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) pada output model summary 
diperoleh nilai r,- 0.400 sehingga nilai error (e,,) - 1-R,- 0.600 (Gambar 10), 
sedangkan nilai P,, dilihat dari Beta yaitu 0.633. 


Model Summary 


Adjusted R Std. Error of 
Model R Sguare Sguare the Estimate 


1 1 33" | 400| — 3085| 2566 | 


a. Predictors: (Constant), TOTPJ 


Gambar 9: Output Regresi Substruktur 2a 
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Coefficients” 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Sig 


MENGAN ME MAN 


1 (Constant) 4.844 1.853 2.615 010 
TOTPJ 496 .060 633 8.335 .000 


a. Dependent Variable: TOTTR 


Gambar 10: Nilai Koefisien Determinasi pada Substruktur 2a 


Analisis Substruktur 2b dengan persamaan VC2 - P VC, PJ # P VC, TR, # e,,. 
Berdasarkan Nilai Koefisien Determinasi pada Substruktur 2b (Gambar 11), 
tampak bahwa determinasi (R2) untuk model 1 sebesar 0,181 dan model 2 
sebesar 0,166. Sehingga error model 2b (e,,) - 1 - 0.166 - 0.834. Selanjutnya 
berdasarkan hasil analisis tabel Anova Struktur 2b (Gambar 12) diperoleh pada 
model 1 dan 2, nilai p-value 000-0.05, sehingga secara simultan variabel PJ dan 
TR berpengaruh terhadap VC. 


Kemudian berdasarkan Output SPSS pada Regresi Substruktur 2b, Gambar 13 
diperoleh hasil pada model 1: (P ,) - 0.165: t,- 1.40 (ct tabel 1,659): p-value - 0.165 
(20.05). Dengan demikian, H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh 
langsung antara variabel Dimensi Keadilan Prosedural (PJ) dengan Kepatuhan 
Sukarela (VC). Pada model 1: (P,,) - 0.299: to - 2.540 (»t tabel 1,659): p-value - 
0.013 (x0.05). Dengan demikian terdapat pengaruh variabel Trust terhadap 
Kepatuhan Sukarela. Dari analisis ini terlihat bahwa ternyata koefisien jalur 
(P,,) tidak signifikan, maka model perlu diperbaiki dengan cara mengeluarkan 
variabel PJ dari model (trimming), yang hasilnya dapat langsung diperoleh pada 
tabel coefficient model 2. Sehingga setelah trimming adalah P,, - 0.407: t, - 
4.546 (»t tabel 1,659): p-value - 0.000 (x-0.05). Berdasarkan nilai setelah trimming 
tersebut, variabel Trust mempunyai pengaruh langsung secara signifikan 
terhadap Kepatuhan Sukarela UMKM (mendukung diterimanya H3). 


Besarnya pengaruh dapat dilihat pada nilai P (beta) yang terdapat pada masing- 
masing tabel hasil uji hipotesis. Dari perhitungan-perhitungan tersebut 
digunakan untuk membuat diagram jalur sebagaimana pada Gambar 14. Dari 
diagramtersebut, persamaan strukturalnya dapat disimpulkan, yaitu: 


Substruktur 1a: TR - P,» DJ  e,» - 0,554DJ 4 0,7 

Substruktur 1b: VC - P,3DJ # P3 TR #e,2- 0,409 DJ # 0,18 TR1 # 0,72 
Substruktur 2a: TR - P,, PJ te,»- 0.633 PJ 4 e,» 

Substruktur 2b: VC - P:3TR # e»3- 0,407 TR # e»: 
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Model Summary 


Adjusted R Std. Error of 
R Sguare Sguare the Estimate 


1 4263 181 4.298 
2 liaml solo sal Lgu 

a. Predictors: (Constant), TOTTR, TOTPJ 

b. Predictors: (Constant), TOTTR 


Gambar 11: Nilai Koefisien Determinasi pada Substruktur 2b 


ANOVA? 


uan | same | da Jumsam | | s8 | 
Sguares Mean Sguare 
Regression 421.545 210.773 000” 
Residual 1902.945 18.475 
Total 2324491 NS 
Regression 385.332 385.332 20.666 
Residual 1939.159 198.646 ka as 
Total 2324491 


a. Dependent Variable: TOTVC 
b. Predictors: (Constant), TOTTR, TOTPJ 
c. Predictors: (Constant), TOTTR 


Gambar 12: Hasil Analisis Tabel Anova Struktur 2b 


Coefficients” 


Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
(3 Jr | 0m 


(Constant) 21. 3.014 


TOTPJ 127 
TOTTR 144 .299 


(Constant) 24.462 2.246 10.894 
TOTTR 110 4.546 


a. Dependent Variable: TOTVC 


Gambar 13: Output Regresi Substruktur 2b 
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'/ 
P3: 0.633 | 
Pz5:407 
TR €53-0158 
E£ 430,600 


Gambar 14: Diagram Model Jalur 2 
Sumber: Data primer diolah 


Uji Sobel Test 


Besarnya kekuatan pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi dilakukan 
dengan menggunakan Uji Sobel (Sobel Test). Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa 
kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak dapat memediasi hubungan antara 
variabel keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Trust tersebut 
juga dapat memediasi dimensi keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela 
UMKM. Kedua hal tersebut mendukung diterimanya H4 dan H5. 


Hasil Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diambil beberapa simpulan hasil 
hipotesis penelitian. Pertama, hasil uji H1: Variabel keadilan distributif memiliki 
pengaruh langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Nilai 
koefisien menunjukkan bahwa variabel keadilan distributif berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Dilihat dari besaran nilai t 
hitung Tabel 5, maka variabel keadilan distributif merupakan yang paling tinggi 
nilai hubungan kausalnya di antara variabel independen yang lain, artinya 
variabel keadilan distributif merupakan variabel yang paling berpengaruh pada 
kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Dari hasil analisis juga dinyatakan bahwa 
nilai signifikansi p-hitung jauh lebih rendah dari nilai signifikansi probabilitas 
(0,05), yang artinya bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. 
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Tabel 5: Hasil Uji Hipotesis 


Hipotesis thitung ttabel Nilai p Sig. p Hasil 
(a-0.05) 
H1 4,083 1,659 000 0.05 H1 diterima 
H2 1,4 1,659 0,165 0.05 H2 ditolak 
H3 1,8 1,659 0,0375 0.05 H3 diterima 
H4 2,0621 1,659 H4 diterima 
H5 3,371 1,659 H5 diterima 


Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerbing (1988), yang 
menyimpulkan bahwa dimensi-dimensi keadilanyangberakarpadakeadilan distributif 
memiliki pengaruh dalam menentukan tingkat kepatuhan. Berkaitan dengan tax rate 
structure dan exchange with the government, Moser, Evans dan Kim (dalam Kirchler, 2007) 
menguatkan dalam penelitiannya bahwa ketika wajib pajak memersepsikan bahwa 
struktur tarif pajaknya lebih tinggi dan imbal balik yang diterima dari pemerintah 
tidak sepadan, wajib pajak akan cenderung tidak patuh. Sementara itu, dalam 
kaitannya dengan special provisions of the wealthy, Kinsey dan Grasmick (dalam Kirchler, 
2007) menguatkan bahwa adanya persepsi bahwa jika sistem pajak cenderung 
menguntungkan pihak yang kaya, akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak. 


Penelitian lain juga menyatakan bahwa semakin tinggi keadilan distributif yang 
diterima wajib pajak, akan cenderung mendorong wajib pajak untuk patuh 
dengan kewajiban membayar pajaknya (Albari, 2008 & Budhiarsana, 2015). Di 
sisi lain, hipotesis ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Richardson (2005) 
yang menyimpulkan bahwa keadilan distributif tampak kurang menentukan 
sebagai faktor krusial dalam membentuk persepsi keadilan pajak, dan tingkat 
kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya. 


Bagi pelaku UMKM keberadaan pajak dalam kegiatan bisnis mereka dapat 
dipahami sebagai tantangan sekaligus peluang, terutama dalam menghadapi 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Mukhlis, 2015). Kompetisi yang tinggi dalam 
bisnis komoditas di antara negara-negara ASEAN menjadi bagian yang harus 
dihadapi oleh para pelaku UMKM. Di satu sisi mereka dituntut oleh negara untuk 
menjadi masyarakat yang taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
Bagaimanapun juga di sisi lain pemerintah dalam hal ini yang menggunakan 
uang pajak yang telah mereka bayar, seharusnya memberikan timbal balik baik 
berupa peningkatan infrastruktur fisik yang dapat memfasilitasi bisnis mereka 
dan meminimalisir biaya ekonomis sehingga dapat meningkatkan persepsi 
keadilan secara distributif (Basri, 2014). 
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Kedua, Hasil Uji H2: Variabel Keadilan Prosedural tidak memiliki pengaruh 
langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil 
analisis regresi pada struktur 2a menunjukkan nilai t hitung (1,400)xt tabel 
(0,1659) dan signifikansi p-hitung (0,165) lebih tinggi dari nilai signifikansi 
probabilitas (0,05), yang artinya bahwa keadilan prosedural tidak memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. 
Sehingga, kesimpulan dari hipotesis ini adalah variabel keadilan prosedural 
tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak 
UMKM & (H2 ditolak). 


Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rametse dan Yong (2010) yang 
menyimpulkan bahwa jika pemerintah memperlakukan UMKM dengan adil 
dan menghormati hak-hak mereka terkait dengan prosedur pemungutan 
pajak, UMKM akan cenderung lebih berkomitmen untuk mematuhi peraturan 
perpajakan. Simpulan Murphy (2002) dan Kogler (2015) juga menyatakan bahwa 
keadilan prosedural memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan 
sukarela. Namun, hasil ini sejalan dengan Albari (2008) yang menegaskan bahwa 
keadilan prosedural tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak usahawan. Perbedaan hasil tersebut ditengarai karena perbedaan 
iklim interaksi antara otoritas pajak setempat dengan wajib pajak dalam hal 
pembuatan kebijakan yang menyangkut sistem perpajakan bagi UMKM. 


Di Indonesia, respons atas kebijakan pajak bagi UMKM, salah satunya penerapan 
PP 46 Tahun 2013 kurang positif. Menurut Tambunan (2013), pertimbangan utama 
kebijakan tarif final dalam PP 46 adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan 
pajak serta berkurangnya beban administrasi bagi WP dan DJP. Namun, keadilan 
tidak tampak menjadi faktor pertimbangan penyusunan, karena pengenaan PPh 
bukan didasarkan pada laba bersih, melainkan pada peredaran usaha. Ditinjau 
dari konsep keadilan pemajakan (eguity principle), pengenaan PPh Final tidak 
sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar 
(ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan 
maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar atau dikenal dengan vertical 
eguity (Musgrave, dalam Gerbing, 1988). 


Ketiga, hasiluji H3: Variabel Kepercayaan (Trust) Terhadap Otoritas Pajak memiliki 
pengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil 
analisis regresi dalam model substruktur 1b menunjukkan nilai unstandardized 
coefficient pada Variabel Trustadalah 0,221 dan t-hitung (1,800)- t tabel (0,1659). 
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Dengan nilai p hitung 0,0375x0,05 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh 
positif Variabel Trust terhadap Variabel Kepatuhan Sukarela. Kesimpulan yang 
sama juga diperoleh dari model substruktur 2b yang mana nilai unstandardized 
coefficient pada Variabel Trust adalah 0,499 dan t-hitung (4,546)-t tabel (1,659). 
Nilai signifikansi p-hitung 0,000xsig. p 0,05. Dengan demikian H3 diterima. 
Hasil hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirchler 
(2007) yang menyatakan bahwa faktor trust merupakan faktor utama dalam 
membentuk kepatuhan sukarela. Selain itu, hipotesis ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Kogler (2015), yang menyatakan bahwa tingkat 
trust yang tinggi terhadap otoritas pengelola pajak, berperan penting dalam 
mendorong tingginya kepatuhan sukarela. Siahaan (2012) dalam penelitiannya 
menguatkan peran trust dalam mendorong persepsi positif terhadap institusi 
pajak, dan secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela. Hal serupa juga 
dikemukakan Murphy (2002), yang menyatakan bahwa trust merupakan faktor 
penting dalam menentukan tingkat kepatuhan seseorang. Sejalan dengan hal 
tersebut, Ratmono (2014) menyatakan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan 
pajak sukarela (voluntary tax compliance) hanya dapat dilakukan dengan 
meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, sedangkan pemberian 
sanksi denda pajak tidak dapat langsung meningkatkan kepatuhan pajak 
sukarela. Namun, denda dapat memengaruhi kepercayaan terhadap otoritas 
pajak, baru kemudian memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. 


H4: Variabel kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak dapat memediasi 
hubungan antara dimensi keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela 
UMKM. 


H5: Variabel kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak dapat memediasi 
hubungan antara dimensi keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela 
UMKM. 


Efek mediasi variabel trust pada struktur 1 dan 2 dideteksi dengan Sobel Test. 
Berdasarkan perhitungan Sobel Test pada struktur 1 diperoleh nilai t-hitung 
2,0621 (t-tabel 1,659), sedangkan pada struktur 2 diperoleh nilai t-hitung 1,983 
(2t-tabel 1,659). Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel trust dapat 
memediasi pengaruh antara keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap 
kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM (H4 dan H5 diterima). Hasil hipotesis ini 
sejalan dengan hasil yang diungkapkan oleh Kirchler (2007), di mana Kirchler 
mengemukakan bahwa aspek trust dibentuk dan dipelihara oleh dua jenis 
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keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Hipotesis ini juga 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2002), Siahaan 
(2012), Ratmono (2014), dan Kogler (2015), di mana faktor trust disebutkan 
dapat menjadi variabel mediasi baik dalam hubungan antara keadilan distributif 
maupun keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela. Murphy (2002) 
menyatakan bahwa trust merupakan faktor penting yang menentukan persepsi 
individu terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan perpajakan 
(keadilan prosedural). Dengan menggunakan strategi yang berbasis trust, maka 
pihak otoritas pajak akan mampu untuk meminimalisir tingkat resistansi wajib 
pajak terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, dengan adanya trust, maka 
pihak otoritas pajak akan lebih mudah dalam memelihara komitmen wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, 
disimpulkan bahwa trust dapat memediasi hubungan keadilan prosedural dengan 
kepatuhan sukarela pajak, sehingga dibutuhkan kehadiran trust agar masyarakat 
bisa merasakan bahwa pelaksanaan prosedur dalam pembuatan kebijakan yang 
terkait dengan pajak yang harus mereka bayarkan telah dijalankan secara adil oleh 
pihak otoritas pajak. 


KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada pengujian terkait pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela 
diperoleh hasil bahwa keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan 
secara langsung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Dari halini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM di Indonesia cenderung mendasarkan 
persepsi keadilannya pada aspek timbal balik dari pemerintah berupa infrastruktur 
fisik yang dapat memfasilitasi bisnis mereka dan meminimalisir biaya ekonomis, 
pendistribusian beban pajak yang adil baik dalam lingkup horizontal (sesama 
pelaku UMKM) dan vertikal (dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki 
omzet di atas ketentuan omzet yang tergolong UMKM). Dalam kata lain, persepsi 
keadilan distributif bagi UMKM juga memandang penting agar pengenaan tarif 
pajak memperhatikan kemampuan finansial dari masing-masing wajib pajak. 
Wajib pajak memandang bahwa seseorang yang berpenghasilan tinggi sewajarnya 
dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi dibanding wajib pajak lain yang 
berpenghasilan lebih rendah. 
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Pada pengujian terkait pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela 
diperoleh hasil bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh secara langsung 
terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan adanya 
iklim interaksi antara wajib pajak pelaku UMKM dengan pihak otoritas pajak di 
Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak) yang kurang positif. Kondisi ini tecermin 
dalam rendahnya persepsi keadilan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 46 Tahun 2013 sebagai ketentuan yang mengatur pajak penghasilan bagi wajib 
pajak pelaku usaha dengan omzet tertentu (pelaku UMKM). 


Pada pengujian terkait pengaruh kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak 
terhadapkepatuhan sukarela diperoleh hasil bahwa kepercayaan (trust) terhadap 
otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela 
wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kepercayaan (trust) 
terhadap otoritas pajak memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Faktor trust dapat dibangun dengan 
menumbuhkan persepsi keadilan baik melalui wujud nyata pembangunan 
infrastruktur yang mendukung perkembangan UMKM (distributif) maupun 
pembuatan peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kemudahan 
pajak bagi para pelaku UMKM (prosedural). 


Pada pengujian terkait efek mediasi kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak 
atas pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela diperoleh hasil 
bahwa kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak dapat memediasi pengaruh 
keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela. Begitu juga pada pengujian 
terkait efek mediasi kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak atas pengaruh 
keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela, diperoleh hasil bahwa trust 
dapat memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela 
menjadi hubungan tidak langsung. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil yang 
diperoleh pada pengujian secara langsung terhadap pengaruh keadilan prosedural 
terhadap kepatuhan sukarela, di mana keadilan prosedural tidak memiliki 
pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan sukarela. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa keadilan prosedural dapat memengaruhi kepatuhan sukarela 
dengan melalui aspek trust. 


Berdasarkan simpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan 
yang perlu disampaikan. Pertama, mengingat bahwa aspek keadilan distributif 
memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan sukarela 
wajib pajak UMKM, maka pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan dan 
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pemerataan aspek keadilan dalam timbal balik melalui penyediaan sarana dan 
prasarana yang dapat mendukung UMKM untuk mengembangkan diri. Sarana 
tersebut dapat berupa infrastruktur fisik yang dapat memfasilitasi bisnis UMKM 
untuk berkembang serta mereduksi biaya ekonomisnya. 


Kedua, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan upaya-upaya yang dapat 
meningkatkan rasa kepercayaan (trust) dari wajib pajak pelaku UMKM terhadap 
keberadaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. 
Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai 
manfaat secara umum dari pajak dapat meningkatkan pembangunan dan 
perkembangan bisnis UMKM. Bersama dengan pemerintah, Direktorat Jenderal 
Pajak juga perlu untuk terus melakukan pembenahan diri dalam meningkatkan 
citra institusi sebagai lembaga penghimpun dana pajak yang tepercaya. Upaya 
ini dapat diwujudkan dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih 
baik (respect), pembuatan kebijakan perpajakan yang lebih memperhatikan 
kebutuhan dan karakteristik UMKM di Indonesia, serta pemberian kemudahan 
bagi para wajib pajak khususnya pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Ketiga, penelitian yang lebih lanjut dapat dilakukan dengan 
menambah sampel yang berasal dari seluruh Indonesia agar sampel lebih dapat 
mewakili populasi UMKM di Indonesia. 


KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang akan dapat diatasi 
oleh peneliti selanjutnya yang akan memperbaiki hasil yang diperoleh. Tujuh 
keterbatasan penelitian yang dapat ditemukan oleh peneliti adalah sebagai 
berikut. Pertama, peneliti tidak dapat memastikan apakah responden mengisi 
sendiri kuesioner atau mengalihkan pengisian kepada staf atau keluarga 
responden untuk kuesioner yang dititipkan. Peneliti dapat memastikan 
pengisian oleh responden untuk kuesioner yang langsung diserahkan. Kedua, 
keterbatasan pada kuesioner, seperti pernyataan yang salah ditafsirkan oleh 
responden dapat memengaruhi validitas hasil penelitian. Meskipun telah 
dilakukan pre-test kuesioner dan memodifikasi pernyataan agar lebih mudah 
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dipahami, masih memungkinkan terjadinya masalah salah tafsir. Ketiga, 
jumlah responden pada penelitian ini adalah 106 orang, sedangkan idealnya 
penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk lebih 
meyakinkan keterwakilan populasi wajib pajak UMKM. Keempat, data pada 
kuesioner ini dikumpulkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
menggunakan Google Form. Dalam pembuatan formulir tersebut, peneliti tidak 
membuat batasan jumlah pengisian sehingga dimungkinkan ada responden 
yang mengisi lebih dari satu kali. Kelima, mengingat aspek kepatuhan pajak tidak 
hanya dipengaruhi dari aspek keadilan dan trust saja, maka pada penelitian 
terhadap kepatuhan wajib pajak juga terus dilakukan dengan melakukan kajian 
pada aspek-aspek pengaruh lainnya. Keenam, masih dimungkinkan terdapat 
bias dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya social desirability, kondisi di 
mana para responden dapat bersikap sangat subjektif ketika menjawab kuesioner. 
Mereka akan menjawab kuesioner sesuai dengan pandangan yang dianggap 
baik oleh orang lain sehingga mereka akan menjadi bias dalam memberikan 
jawaban. Hal tersebut dapat diminimalisasi dengan cara menyebarkan kuesioner 
sebanyak mungkin agar diperoleh responden sebanyak mungkin sehingga dapat 
meminimalisir dampak dari social desirability tersebut. Ketujuh, penelitian 
ini tidak melakukan kontrol atas variabel geografis dan juga seberapa jauh 
pemahaman responden atas peraturan perpajakan. Kedua hal tersebut memiliki 
potensi dapat memberikan hasil jawaban yang berbeda. 
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Hubungan kausalitas antara aktivitas sistem keuangan dan penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) telah menjadi objek dari beberapa penelitian, tetapi hasil yang 
diperoleh berbeda-beda. Hubungan kausalitas antara sistem keuangan dengan 
penerimaan PPh di Indonesia penting untuk diketahui karena beberapa tahun 
terakhir penerimaan PPh tidak mencapai target, sedangkan di sisi lain sistem 
keuangan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan uji kausalitas Granger 
untuk melihat adanya hubungan kausalitas antarvariabel, serta estimasi Vector 
Error Correction Model (VECM) untuk melihat pengaruh yang diberikan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa aktivitas sistem keuangan memiliki hubungan 
kausalitas dengan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Pasar saham, 
sebagai bagian dari sistem keuangan, memiliki pengaruh yang paling signifikan 
terhadap penerimaan PPh. Sebaliknya, pengaruh PPh terhadap variabel dalam 
sistem keuangan tidaksignifikan. 


Kata kunci: sistem keuangan, pasar modal, perbankan, pajak penghasilan 


Klasifikasi JEL: G10, H20 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


PENDAHULUAN 


Apakah aktivitas sistem keuangan memiliki hubungan kausalitas dengan 
penerimaan Pajak Penghasilan? Sistem keuangan, yang merupakan tempat 
bertemunya pihak pemilik uang dan pihak yang membutuhkan uang, mampu 
mendorong alokasi modal dalam suatu perekonomian. Di dalam sistem 
keuangan, uang disalurkan dari orang yang tidak dapat mempergunakannya 
secara produktif, kepada orang yang dapat menggunakannya secara produktif 
sehingga tercipta peningkatan produktivitas. Semakin produktif suatu unit 
usaha, keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut pun semakin meningkat. 
Hal ini tentu memengaruhi jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan. Dari 
uraian tersebut, diperoleh penalaran sederhana bahwa sistem keuangan dan 
pajak penghasilan memiliki hubungan kausalitas. 


Beberapa penelitian empiris mulai menjadikan hubungan kausalitas antara 
sistem keuangan dan pajak penghasilan sebagai objek, tetapi hasil yang diperoleh 
berbeda-beda. Taha, et al. (2013) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa 
sistem keuangan di Malaysia, yang difokuskan pada sektor perbankan dan pasar 
modal, memiliki pengaruh pada penerimaan perpajakan. Namun, bertentangan 
dengan hasil yang diperoleh Taha, Laopodis (2009) melalui penelitian di Amerika 
Serikat justru mendapatkan hasil bahwa pasar modal tidak dipengaruhi oleh 
kebijakan fiskal pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan. 


Hubungan kausalitas antara sistem keuangan dengan penerimaan Pajak 
Penghasilan di Indonesia penting untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan 
dalam perumusan kebijakan. Hal ini mengingat penerimaan Pajak Penghasilan 
sering kali tidak mencapai target, sedangkan di sisi lain sistem keuangan di 
Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Berdasarkan 
data penerimaan Pajak Penghasilan, selama rentang waktu tahun 2005 hingga 
2015, target penerimaan PPh hanya tercapai di tahun 2008, 2011, dan 2015. 
Selebihnya, penerimaan PPh hanya tercapai di kisaran 80-95 dari target yang 
telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi sistem keuangan di Indonesia, menurut 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 
(2015:25), masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Hal ini ditunjukkan 
Gambar 1, di mana sektor keuangan Indonesia masih tertinggal jauh dari 
beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. 
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Gambar 1: Rasio Sektor Keuangan terhadap PDB Beberapa Negara Tahun 2014 
Sumber: diolah dari Master Plan SJK, Otoritas Jasa Keuangan (2015:25) 


Penelitian yang mengangkat hubungan kausalitas antara aktivitas sistem 
keuangan dan penerimaan pajak penghasilan cukup strategis untuk dilakukan, 
tetapi belum banyak penelitian sejenis yang mendalami, khususnya di Indonesia. 
Untuk itu, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan 
pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk mendorong geliat aktivitas 
sistem keuangan dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan diIndonesia. 


KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Teori ekonomi Harrod-Domar menghubungkan aktivitas sistem keuangan 
dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui penelitian yang dilakukannya, 
disimpulkan bahwa sebuah negara apabila ingin meningkatkan perekonomian, 
negara tersebut membutuhkan tambahan modal berupa tabungan dan investasi. 
Semakin banyak bagian dari GDP negara yang ditanamkan dalam tabungan 
dan investasi, maka laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga tinggi, 
begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 
kenaikan Gross Domestic Product (GDP) menurut Jones (2015) merupakan indikator 
produktivitas suatu negara. Semakin produktif suatu unit usaha (individu dan 
korporasi), maka profitabilitasnya akan semakin meningkat. Tingkat profit atau 
penghasilan tersebut merupakan dasar pengenaan pajak (tax base) dari Pajak 
Penghasilan, yang tentunya berhubungan dengan jumlah penerimaan Pajak 
Penghasilan di negara bersangkutan. Uraian tersebut memberikan konklusi 
adanya pengaruh dari stok modal yang dikelola dalam sistem keuangan terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Sebaliknya, beberapa studi empiris juga menunjukkan adanya pengaruh 
penerimaan Pajak Penghasilan terhadap sistem keuangan. Bohn (1990) 
menggunakan penerimaan Pajak Penghasilan sebagai proxy atas perubahan 
tarif pajak sebagai cerminan intervensi pemerintah dalam pasar modal. Melalui 
penelitiannya, Bohn memperoleh kesimpulan bahwa setiap perubahan tarif 
pajak yang tecermin dari perubahan pada penerimaan Pajak Penghasilan mampu 
menghasilkan shock pada kondisi pasar modal. Pengaruh Pajak Penghasilan pada 
sistem keuangan bukan hanya berimbas pada pasar modal, melalui penelitian 
yang dilakukan oleh Demirgic-Kunt, et al. (2001) dan Hung Lee (2010) diperoleh 
hasil bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan atas usaha perbankan, yang 
umumnya berupa bunga, juga memberikan pengaruh pada kondisi perbankan, 
baik bank asing maupun bank domestik. 


Dari kedua uraian tersebut, diperoleh pemahaman bahwa ada hubungan saling 
memengaruhi (kausalitas) antara aktivitas sistem keuangan dan penerimaan 
PPh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis yang berangkat 
dari pemahaman teoretis dan hasil penelitian yang dilakukan Taha, et al. (2013) 
mengenai adanya hubungan antara sistem keuangan dengan penerimaan Pajak 
Penghasilan. Adapun hipotesis awal dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas 
sistem keuangan memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan Pajak 
Penghasilan di Indonesia. 


METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode estimasi yang 
digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan 
Taha, et al. (2013) dengan judul “Does Financial Sistem Activity Affect Tax 
Revenue in Malaysia?”. Metode yang digunakan adalah uji kausalitas Granger 
untuk melihat adanya hubungan kausalitas antarvariabel, serta estimasi Vector 
Error Correction Model (VECM) untuk melihat pengaruh yang ditunjukkan dalam 
jangka panjang dan jangka pendek. 


Hubungan kausalitas memiliki arti hubungan yang saling memengaruhi. Arah 
pengaruh dapat terjadi dalam hubungan searah, timbal-balik, atau tidak ada 
pengaruh sama sekali. Analisis dalam pengujian ini akan dibatasi sesuai tujuan 
penelitian, yaitu hanya melihat ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara 
penerimaan Pajak Penghasilan dengan aktivitas sistem keuangan, sedangkan 
hubungan antarvariabel dalam sistem keuangan tidak termasuk dalam 
penelitianini. 
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Taha, et al. (2013) mengukur kinerja sistem keuangan menggunakan beberapa 
variabel sebagai proxy, yaitu: (1) variabel “Kuala Lumpur Composite Index” yang 
menggambarkan kondisi pasar modal, (2) variabel “outstanding bonds” yang 
menggambarkan kondisi pasar obligasi, tidak termasuk obligasi pemerintah, 
serta (3) variabel “commercial bank loans”, dan (4) variabel “investment bank loans” 
untuk menggambarkan kondisi perbankan, sedangkan untuk mengukur tingkat 
penerimaan pajak digunakan variabel “direct tax” sebagai proxy. 


Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa penyesuaian dari penelitian Taha, et al. 
(2013), khususnya dalam penentuan variabel, yaitu: (1) Kuala Lumpur Composite 
Index (KLCI) diganti dengan Jakarta Composite Index (JCI) atau lebih dikenal 
dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan (2) commercial bank loans dan 
investment bank loans diganti dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, 
sesuai pembagian jenis bank di Indonesia, dan (3) direct tax dibatasi hanya pada 
Pajak Penghasilan. Adapun rincian variabel yang akan dipakai dalam penelitian 
ini ditunjukkan pada Tabel 1. 


Tabel 1: Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 


Penerimaan Pajak Seluruh realisasi penerimaan PPh, termasuk Pajak 
1 Penghasilan PPh Migas dan Nonmigas, PPh Wajib Pajak Badan dan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi. 


Indeks Harga Saham IHSG Indeks dari seluruh saham yang diperdagangkan di 
Gabungan Bursa Efek Indonesia (BEI) 
3 Obligasi Swasta Beredar Surat Utang yang dikeluarkan oleh korporasi swasta 
sebagai usaha penambahan modal 
4. | Pinjaman Bank Umum PBU Pinjaman yang diberikan oleh Bank selain Bank 
Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat. 
5. | Pinjaman Bank PBP Pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat. 
Perkreditan Rakyat (BPR) 


Sumber: diolah 
Sesuai penelitian Taha, et al. (2013), pada penelitian ini diasumsikan bahwa 


penerimaan pajak penghasilan merupakan fungsi dari Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG): obligasi swasta yang beredar, tidak termasuk surat utang yang 
dikeluarkan oleh negara, serta pinjaman yang dikeluarkan oleh bank komersial 
dan bank investasi. Oleh karena itu, persamaan awal yang digunakan adalah 
sebagai berikut. 
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In PPh, - f (In IHSG,, InOB,, InPBU,, InPBP) 
Berdasarkan persamaan awal tersebut dikembangkan model persamaan VECM 
sebagai berikut. 
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VECM merupakan salah satu bentuk model Vector Autoregression (VAR). 
Penggunaan model VAR memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan 
model regresi biasa, karena model VAR mempertimbangkan faktor waktu, di 
mana pengaruh suatu variabel atas variabel lain kemungkinan berdampak tidak 
pada periode yang sama, tetapi berdampak juga pada periode selanjutnya. Selain 
itu, model VAR mampu membantu memahami adanya hubungan timbal balik 
antarvariabel ekonomi. Namun demikian, koefisien yang dihasilkan melalui 
model VAR tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah sehingga diperlukan 
alat analisis lain untuk membaca hasil pembentukan model VAR. Model VAR 
pada dasarnya merupakan persamaan regresi yang menggunakan data time 
series dan berkaitan dengan masalah stasioneritas dan kointegrasi antarvariabel 
di dalamnya. Sehingga pengujian utama yang dilakukan adalah uji stasioneritas 
dan uji kointegrasi. 


Untuk itu, dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas agar 
terhindar dari kondisi spurious regression. Untuk menggunakan model VECM, 
maka data harus stasioner pada level first difference. Keberadaan variabel yang 
stasioner pada ordo yang sama dapat mengindikasikan adanya hubungan jangka 
panjang dari variabeltersebut, oleh karenaitu hubungan jangka panjangtersebut 
akan dibuktikan dengan melakukan pengujian kointegrasi. Sebagaimana 
disebutkan oleh Gujarati (2012:456), variabel dinyatakan terkointegrasi apabila 
terdapat keseimbangan dan menunjukkan hubungan dalam jangka panjang. 
Uji stasioneritas dan uji kointegrasi diperlukan untuk mengetahui jenis VAR 
apa yang akan digunakan. Apabila data stasioner setelah proses diferensiasi 
tetapi tidak memiliki kointegrasi, maka jenis VAR yang digunakan adalah VAR in 
difference. Sebaliknya, jika terdapat hubungan kointegrasi, maka jenis VAR yang 
digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). 


PERPAJAKAN 


Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang dipakai berupa 
data penerimaan PPh di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 
jumlah obligasi swasta yang beredar, serta nilai pinjaman yang diberikan oleh 
bank, selain Bank Indonesia. Seluruh data yang dipakai merupakan data time 
series bulanan selama 10 tahun, yaitu selama rentang waktu tahun 2005-2015. 


HASIL PENELITIAN 

Analisis awal yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui 
kondisi data. Dari hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan, diperoleh 
informasi bahwa data dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian 
tidak terdistribusi dengan normal, sehingga data harus ditransformasi terlebih 
dahulu ke dalam bentuk logaritma natural (In). 


Setelah data ditransformasi, selanjutnya dilakukan uji stasioneritas agar 
terhindar dari kondisi spurious regression atau regresi palsu. Dari pengujian 
yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa data tidak stasioner. Oleh karena itu, 
data harus ditransformasi kembali dengan proses diferensial. Setelah proses 
diferensial, diketahui bahwa datatelah stasioner pada level diferensiasi pertama 
(first difference). Hasil ini telah memenuhi prasyarat untuk menggunakan 
estimasi Vector Error Correction Model, yaitu data harus stasioner pada first 
difference. 


Setelah diketahui kondisi stasioneritas data, pengujian dilanjutkan dengan 
penentuan panjang lag optimal. Panjang lag ditentukan dengan melihat nilai 
adjusted R-sguared yang terbesar dari masing-masing lag. Berdasarkan hasil 
pengukuran nilai adjusted R-sguared, lag optimal diperoleh pada lag 4. 
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Keterangan: 
———- Memiliki kemampuan kausalitas 
m— — ——- Tidak memiliki kemampuan kausalitas 


Gambar 2: Hasil Uji Kausalitas Granger 
Sumber: Hasil pengolahan data 
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Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan Uji Kausalitas Granger. Pengujian 
ini dimaksudkan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan kausalitas 
antarvariabel dan bagaimana arah pengaruhnya. Interpretasi hasil pengujian 
dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p) yang dihasilkan 
dengan besaran signifikansi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 
menggunakan nilai signifikansi sebesar 5 (a - 596). Oleh karena itu, nilai 
probabilitas yang dihasilkan dari pengujian akan dibandingkan dengan nilai 
signifikansi 596 (0.05). Keberadaan hubungan kausalitas ditunjukkan dengan 
nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai « 596 (px0.05). 


Dari Gambar 2 diperoleh informasi bahwa seluruh variabel dalam sistem 
keuangan memiliki kemampuan kausalitas terhadap penerimaan PPh. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Taha, et al. (2013) yang menemukan adanya 
hubungan kausalitas antara aktivitas sistem keuangan dengan penerimaanPajak 
Penghasilan di Malaysia. Namun demikian, tidak seluruh variabel menunjukkan 
hubungan kausalitas dua arah (bi-directional causality) dengan penerimaan 
PPh. Dari pengujian ini diketahui bahwa Pajak Penghasilan tidak memiliki 
kemampuan kausalitas dengan Bank Umum. 


Setelah mengetahui adanya hubungan kausalitas antarvariabel, selanjutnya 
dilakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana estimasi hubungan variabel 
dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu dengan Vector Error Correction 
Model (VECM). Sebelum memutuskan untuk menggunakan VECM, terlebih 
dahulu dipastikan bahwa data telah stasioner pada level yang sama dan memiliki 
hubungan kointegrasi. Untuk itu, pengujian selanjutnya adalah uji kointegrasi. 


Dalam penelitian ini, dilakukan uji kointegrasi dengan Johansen Cointegration 
Test. Dari pengujian yang dilakukan, diketahui terdapat indikasi hubungan 
kointegrasi di antara variabel yang diuji. Oleh karena itu, pengujian dapat 
dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dibentuk estimasi VECM. 


Hasil estimasi VECM memberikan dua persamaan yang menggambarkan 
estimasi hubungan variabel dalam jangka panjang dan jangka pendek. Estimasi 
VECM yang menyatakan hubungan dalam jangka pendek ditandai dengan adanya 
bentuk turunan dari masing-masing variabel (A- Diferensial), serta koefisien 
koreksi yang mengoreksi kondisi data variabel yang berfluktuasi di sekitar garis 
hubungan jangka panjang. Selain itu, hasil estimasi VECM juga menghasilkan 
nilai t-statistik. Nilai t-statistik akan dibandingkan dengan nilai t-tabel untuk 
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menilai signifikansi dari masing-masing koefisien yang dihasilkan. Nilai t-tabel 
pada tingkat signifikansi 596 adalah 1.97882, sehingga suatu koefisien dikatakan 
signifikan apabila t-statistik kurang dari -1.97882 atau lebih dari 1.97882 
(-1.97882 « x « 1.97882). Adapun model estimasi VECM disajikan sebagai berikut 
(koefisien yang dikatakan signifikan dicetak lebih tebal). 


Model persamaan dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. 


InPPh - -8.392067 -0,530834InIHSG ,, 4 0.161735InOB ,, - 2.0676071nPBU ,, 


4 1.5564131n- PBP ex #0.004591 


Sedangkan model dalam jangka pendek adalah sebagai berikut. 


AlnPPh, - 0.529531AInPPh, , t0.260804AInPPh, , “0.034151AInPPh,- 
0.055077AlnPPh, ,-0.658219AlnIHSG, , -0.331546AInIHSG, ,- 
0.37435AInIHSG, , -0.61487AlnIHSG, ,-0.075870AlnOB, , - 
1.721808AInOB, , -1.008077AlnOB, , “0.586803AlnOB, , - 
2.198335AInPBU, , -7.008011AInPBU, , -4.956911AlnPBU, , - 
0.596511AInPBU, , #2.361432AInPBP, , # 2.120556AInPBP, , 
-0.567016AlnPBP, , -0.955176AInPBP, , “0.217659 -1.851702 


Menurut Gujarati (2003), dalam Hidayati (2009), salah satu kelemahan estimasi 
VAR (termasuk di dalamnya estimasi VECM) adalah sulitnya menginterpretasikan 
koefisien yang dimiliki masing-masing variabel dalam model. Nilai koefisien tidak 
serta-merta menggambarkan besarnya determinasi variabel independen terhadap 
variabel dependen dalam persamaan VECM. Untuk itu, interpretasi dari model 
VECM dapat dilihat dengan bantuan tools yang bernama Impulse Response Function 
(IRF) dan Variance Decomposition (VD). 


IRF digunakan untuk melihat pengaruh shock berupa perubahan satu standar 
deviasi pada suatu variabel terhadap variabel itu sendiri dan variabel lainnya 
yang terdapat pada model VAR. Pengaruh tersebut digambarkan dalam suatu 
grafik yang menggambarkan sampai sejauh mana (panjang periode) pengaruh 
perubahan dapat dirasakan. Respons yang diberikan oleh variabel bersangkutan 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 
di masa yang akan datang. VD menggambarkan komposisi pengaruh yang 
diberikan oleh variabel lain dalam perubahan suatu variabel dalam sistem VAR. 
VD digunakan untuk memprediksi kontribusi persentase varian setiap terjadi 
perubahan dalam suatu variabel. Biasanya hasil menunjukkan bahwa peranan 
terbesar dimiliki oleh variabel itu sendiri. 


@ GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


Respon OB negatif 
& fluktuatif hingga 
periode ke-12. 


Respon PPH positif Respon PPH negatif 
& fluktuatif hingga & fluktuatif hingga 
periode ke-15. periode ke-15. 


Respon IHSG negatif 
di 3 periode awal, 
selanjutnya positif 


Pengaruh PPh tidak 
signifikan, hanya 
sekitar 0,396 


Pengaruh IHSG Pengaruh OB kurang 
sangat signifikan, signifikan, hanya 
hingga 7096 sekitar 596 


Pengaruh PPh tidak 
signifikan, hanya 


| ! 
| ! 
I ! 
I ! 
| ! 
| ! 
| ! 
|) 1 
I ! 
| ! 

sekitar 246 - ! 
I 1 
ana an dn ana aat 
Pena ananna nbm Pen serena 
1 1 

Tidak memiliki 1 | Respon PPH negatif Respon PPH negatif | 1 Respon PBP negatif 
hubungan kausalitas - & fluktuatif hingga & fluktuatif hingga - & fluktuatif hingga 

: periode ke-15. periode ke-15. - periode ke-15. 
1 1 
1 | Pengaruh PBU Pengaruh PBP II Pengaruh PPh 
! kurang signifikan, kurang signifikan, - kurang signifikan, 
| | hanya sekitar 596 hanya sekitar 1096 | 1 hanya sekitar 796 


PBP 


Keterangan: 
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mm mp Pengaruh PPh pada variable sistem keuangan 


Gambar 3: Ringkasan Hasil IRF dan VD 
Sumber: Hasil pengolahan data 


Hubungan Kausalitas Antara IHSG dan PPh 

Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa IHSG dan PPh memiliki hubungan 
kausalitas dua arah, yang artinya kedua variabel tersebut memiliki kemampuan 
memengaruhi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Attari, 
et al. (2014) dan Taha, et al. (2013), yang menyatakan bahwa pasar saham (stock 
market) memiliki kemampuan untuk memengaruhi nilai penerimaan Pajak 
Penghasilan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembentukan model VECM, 
pengaruh yang diberikan IHSG terhadap PPh bernilai positif, yang berarti 
kenaikan IHSG berdampak pada kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan. 
Kenaikan IHSG mencerminkan peningkatan harga saham dan volume transaksi 
pada pasar saham. Apabila IHSG meningkat, investor akan berminat untuk 
melakukan investasi dan menyampaikan dana yang dimilikinya ke dalam sistem 
keuangan. Selanjutnya, sesuai teori ekonomi Harrod-Domar, peningkatan 
stok modal di suatu negara dalam bentuk investasi akan meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan tingkat penghasilan 
yang merupakan dasar pengenaan dari Pajak Penghasilan. Selain itu, pengaruh 
IHSG terhadap PPh sangat signifikan apabila dibandingkan variabel lainnya. Hal 
ini dapat menjadi perhatian pemerintah ketika akan meningkatkan penerimaan 
PPh melalui pengembangan pasar saham. 


Sebaliknya, dari hasil pembentukan VECM diperoleh informasi bahwa pengaruh 
yang diberikan PPh terhadap IHSG bernilai positif, yang berarti kenaikan PPh 
mengakibatkan kenaikan IHSG. Kenaikan nilai PPh dapat disebabkan adanya 
kebijakan perpajakan khususnya terkait pajak penghasilan. Kebijakan-kebijakan 
Pajak Penghasilan dalam transaksi saham, khususnya terkait besarnya 
tarif, sedikit banyak akan memengaruhi sentimen pasar yang selanjutnya 
memengaruhi IHSG. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bohn (1990), di mana 
perubahan kebijakan Pajak Penghasilan menyebabkan shock pada kondisi pasar 
modal. Namun demikian, kontribusi PPh pada perubahan IHSG nilainya kecil, 
yaitu hanya sebesar 296. Hal ini memberikan pertimbangan bagi pengambilan 
kebijakan, bahwa untuk meningkatkan kinerja pasar saham, sebaiknya tidak 
menggunakan instrumen Pajak Penghasilan, seperti penurunan tarif dan 
pemberian insentif, karena pengaruhnya sangat kecil pada IHSG. 


Hubungan Kausalitas Antara OB dan PPh 

Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa OB dan PPh memiliki hubungan 
kausalitas dua arah, yang artinya kedua variabel tersebut memiliki kemampuan 
memengaruhi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Taha, et 
al (2013), yang menyatakan bahwa nilai obligasi swasta yang beredar memiliki 
kemampuan untuk memengaruhi nilai penerimaan Pajak Penghasilan. Namun 
demikian, berdasarkan hasil pembentukan model VECM, diperoleh informasi 
bahwa pengaruh antarvariabel nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. Salah 
satu penyebab tidak signifikannya pengaruh yang diberikan masing-masing 
variabel adalah karena obligasi swasta di Indonesia kurang diminati pelaku 
usaha sebagai sumber pendanaan. Hal ini terlihat dari rasio nilai obligasi beredar 
di Indonesia terhadap PDB, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, yang nilainya 
hanya sebesar 296. Rasio ini merupakan yang terkecil dibandingkan rasio aset 
sektor perbankan dan rasio kapitalisasi pasar saham, yang masing-masing 
bernilai 549 dan 5096. Selainitu, rasio obligasi beredar terhadap PDB di Indonesia 
merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan Thailand yang bernilai 1996, 
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Malaysia 4496, dan Singapura 325. Selain itu, OB dan PPh memiliki hubungan 
yang negatif, hal ini salah satunya disebabkan oleh ketentuan perlakuan 
bunga obligasi dalam perhitungan Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang 
Pajak Penghasilan, bunga obligasi menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari 
perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu, semakin besar bunga 
obligasi yang dibayar maka jumlah Penghasilan Kena Pajak pun menurun. 
Hal ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan membatasi penggunaan 
utang jangka panjang sebagai sumber pembiayaan perusahaan, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang 
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk 
Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. 


Hubungan Kausalitas Antara PBU dan PPh 

Hasil Uji kausalitas Granger memberikan informasi bahwa Pinjaman dari 
Bank Umum (PBU) dan penerimaan PPh hanya memiliki hubungan kausalitas 
satu arah, di mana PBU memiliki hubungan kausalitas terhadap PPh, tetapi 
tidak sebaliknya. Hal ini berarti perubahan nilai pinjaman yang dikeluarkan 
oleh Bank Umum mampu memengaruhi nilai penerimaan PPh. Di lain pihak, 
perubahan nilai Pajak Penghasilan, yang dapat disebabkan adanya perubahan 
tarif atau kebijakan lainnya, tidak memberikan pengaruh kepada nilai pinjaman 
yang dikeluarkan Bank Umum. Selain itu, dari hasil pembentukan VECM, juga 
diperoleh informasi bahwa pengaruh PBU terhadap PPh bersifat negatif. Hal 
ini salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan pinjaman yang berasal dari 
Bank Umum. Menurut data Statistik Perbankan, Bank Indonesia, pinjaman yang 
diberikan oleh Bank Umum sebagian besar digunakan untuk lapangan usaha. 
Hal ini berarti umumnya pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan produktif. 
Oleh karena itu, sifatnya sama dengan obligasi. Semakin banyak pinjaman, 
semakin besar nilai bunga yang harus dibayarkan, maka nilai PPh pun semakin 
kecil. 


Di sisi lain, berdasarkan hasil pengujian kausalitas, PPh tidak mampu 
memengaruhi pinjaman dari Bank Umum. Hal ini dapat dijelaskan dengan 
kembali melihat pada penggunaan pinjaman tersebut. Pinjaman yang diambil 
oleh perusahaan dan ditujukan untuk kegiatan produktif menunjukkan 
bahwa perusahaan tersebut membutuhkan asupan dana untuk membiayai 
kegiatan produksinya. Pada kondisi ini, perusahaan tersebut tidak terlalu 
mempertimbangkan faktor PPh yang terkait pada peminjaman dana dari bank. 
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Hubungan Kausalitas Antara PBP dan PPh 

Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa pinjaman dari Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) dan penerimaan Pajak Penghasilan memiliki hubungan kausalitas 
dua arah, yang artinya kedua variabel saling memengaruhi satu sama lain. 
Selain itu, dari hasil pembentukan VECM, diperoleh informasi bahwa pengaruh 
antarvariabel bersifat negatif dan tidak signifikan. Menurut data Statistik 
Perbankan, Bank Indonesia, pinjaman Bank Umum didominasi oleh pinjaman 
kepada lapangan usaha, sedangkan pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
memiliki komposisi yang hampir sama antara pinjaman kepada lapangan usaha 
dannon-lapanganusaha. Pinjaman kepada non-lapanganusaha dari Bank Umum 
lebih ditujukan untuk pembelian aset seperti rumah tinggal, flat, apartemen, 
ruko, rukan, dan kendaraan, sedangkan pinjaman kepada non-lapangan usaha 
dari BPR tidak digunakan untuk pembelian aset, melainkan bersifat konsumtif. 
Hal ini berarti, pihak-pihak yang meminjam dana dari BPR menggunakan 
dananya untuk melakukan kegiatan non-produktif yang tidak menghasilkan 
pendapatan, sehingga tidak secara langsung memengaruhi Pajak Penghasilan 
yang dibayarkan. Sebaliknya, pinjaman tersebut menimbulkan kewajiban untuk 
membayar pelunasan pinjaman beserta dengan bunga pinjamannya di masa 
yang akan datang, sehingga justru menurunkan stok modal untuk melakukan 
kegiatan produktif. Maka dari itu, kenaikan pinjaman yang berasal dari BPR 
dapat menyebabkan penurunan Pajak Penghasilan. 


SIMPULAN DAN SARAN 


Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sistem 
keuangan secara umum memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan 
Pajak Penghasilan. Namun demikian, tidak semua variabel menunjukkan 
hubungan kausalitas dua arah. 


Aktivitas pasar saham pada penelitian ini diwakili oleh Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG). IHSG dan Penerimaan PPh memiliki hubungan kausalitas dua 
arah, yang artinya saling memengaruhi satu sama lain. Pengaruh IHSG terhadap 
PPh bersifat positif, yang artinya kenaikan IHSG direspons dengan kenaikan PPh. 
Selain itu, peran IHSG dalam perubahan PPh merupakan yang paling besar di 
antara variabel lainnya, yaitu sebesar 7096. Pengaruh PPh terhadap IHSG bersifat 
positif, yang artinya kenaikan PPh memicu kenaikan IHSG. Namun demikian, peran 
PPh dalam perubahan IHSG sangat kecil, hanya sebesar 256. 
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Aktivitas pasar utang pada penelitian ini diwakili oleh nilai obligasi swasta 
yang beredar. Nilai obligasi beredar dan Penerimaan PPh memiliki hubungan 
kausalitas dua arah, yang artinya saling memengaruhi. Namun hubungan 
tersebut tidak signifikan, baik dalam jangka panjang dan jangka pendek, karena 
pengaruh masing-masing variabel sangat kecil, hanya sekitar 3-496. Hubungan 
antara nilai obligasi beredar dan PPh bersifat positif di awal periode, dan 
menurun hingga bernilai negatif. 


Aktivitas perbankan pada penelitian ini diwakili oleh nilai pinjaman dari Bank 
Umum dan nilai pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pinjaman Bank 
Umum didominasi pinjaman yang bersifat produktif, sedangkan pinjaman 
BPR didominasi pinjaman yang bersifat konsumtif. Pinjaman Bank Umum dan 
Penerimaan PPh memiliki hubungan kausalitas satuarah, di mana Pinjaman Bank 
Umum memengaruhi PPh, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan antara pinjaman 
Bank Umum dan penerimaan PPh bersifat positif di periode awal dan menurun 
hingga bersifat negatif. Selain itu, peran Pinjaman Bank Umum pada perubahan 
PPh sangat kecil, hanya sekitar 596. Pinjaman BPR dan Penerimaan PPh memiliki 
hubungan kausalitas dua arah, yang berarti kedua variabel saling memengaruhi 
satu sama lain. Hubungan antara pinjaman Bank Umum dan penerimaan PPh 
bersifat negatif, dan peran masing-masing variabel atas perubahan satu sama 
lain sangat kecil, hanya sekitar 7-85. 


Setelah mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan PPh dan aktivitas 
sistem keuangan dan melakukan analisis atas setiap hasil pengujian, maka ada 
beberapa saran kebijakan yang mungkin dapat diambil pemerintah. Pertama, 
Kontribusi IHSG dalam perubahan PPh menempati persentase yang cukup besar. 
Hal ini dapat dimanfaatkan pemerintah, bahwauntuk meningkatkan penerimaan 
PPh, pemerintah dapat ikut campur tangan untuk meningkatkan iklim investasi 
di pasar saham sehingga nilai IHSG semakin meningkat. Bentuk campur tangan 
pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi di pasar saham dapat berupa 
penyederhanaan proses penawaran umum, sosialisasi kepada perusahaan untuk 
melakukan go public, pembentukan investor protection fund, dan pemberian 
edukasi kepada masyarakat luas terkait penggunaan investasi di pasar saham. 
Kedua, Kontribusi PPh dalam perubahan yang terjadi pada variabel IHSG, OB, 
PBU, dan PBP cukup kecil. Hal ini menandakan bahwa bentuk campur tangan 
dalam sistem keuangan yang berupa instrumen kebijakan Pajak Penghasilan 
pengaruhnya kurang dirasakan. Untuk itu, kebijakan terkait Pajak Penghasilan 
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seperti perubahan tarif serta pemberian fasilitas dan insentif pajak kurang tepat 
diterapkan untuk meningkatkan aktivitas sistem keuangan. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Terdapat tiga keterbatasan penelitian yang dapat disampaikan. Pertama, 
penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Taha, et al. (2013) di Malaysia. Dalam beberapa hal, penulis 
menggunakan asumsi, khususnya pada penentuan variabel, mengingat sistem 
perpajakan dan sistem keuangan antara Malaysia dan Indonesia memiliki 
beberapa perbedaan, misalnya pembagian commercial bank dan investment 
bank tidak ada di Indonesia sehingga digunakan Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data sektor 
keuangan dari lembaga resmi, seperti Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan 
Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, apabila terdapat transaksi ilegal yang 
tidak tercatat oleh lembaga-lembaga tersebut (shadow economy), nilanya tidak 
tercakup dalam penelitian ini. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 
dan hingga saat ini sistem keuangan di Indonesia mengalami perkembangan 
yang cukup pesat, khususnya dari sisi ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian 
selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mempertimbangkan 
aktivitas sistem keuangan di era digital. 
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PENGARUH ORIENTASI PADA 
PELAYANAN DALAM MEMBENTUK 
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 


Aris Nor Hamdan dan Arif Nugrahanto 


Alamat korespondensi: arieznordan@gmail.com 


Sering kali Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelayanan publik yang bersifat 
Good Governance mengalami pergeseran orientasi dari melayani menjadi 
menggali ekstensifikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh 1) orientasi pelayanan terhadap kepercayaan Wajib Pajak, 2) tingkat 
kepercayaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan 3) orientasi 
pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dibatasi terhadap 
Wajib Pajak orang pribadi dan usaha mikro kecil menengah sebagai responden 
penelitiannya. Pembuktian hipotesis penelitian ini dilakukan secara multivariat 
dengan menggunakan regresi linear. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 
1) orientasi pada pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
kepercayaan Wajib Pajak, 2) kepercayaan Wajib Pajak memiliki pengaruh 
signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan 3) orientasi pelayanan 
juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 


Kata kunci: orientasi, pelayanan, kepercayaan, kepatuhan, Wajib Pajak 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


PENDAHULUAN 


Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan program kebijakan jangka 
menengah untuk mengejar target penerimaan pajak. Akan tetapi, sering kali DJP 
sebagai pelayanan publik dengan program reformasi birokrasi yang seharusnya 
bersifat Good Governance mengalami pergeseran orientasi dari melayani 
pengguna layanan menjadi kebijakan ekstensifikasi perpajakan. Layanan 
kantor pajak yang diterima dan digunakan oleh mayoritas pembayar pajak 
akan menjadi persepsi mereka tentang orientasi pelayanan berwenang terkait 
dengan niat kepatuhan pajaknya (Gangl, Hoffman, dkk., 2013). Dengan demikian, 
DJP memperlakukan Wajib Pajak dengan hormat, memberikan pelayanan, dan 
memungkinkan partisipasi Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan publik. 


Kebanyakan organisasi pemerintah tidak tahu siapa pengguna layanan mereka. 
Menurut Osborne dan Gaebler, logikanya sederhana, hal ini terjadi karena 
sebagian besar badan pemerintah tidak memperoleh dananya dari pengguna 
layanan (secara langsung). Di samping itu, sebagian pelanggan mereka bersifat 
captive, pelanggan “paksa', singkatnya para pengguna layanan mempunyai 
sedikit alternatif terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. 
Oleh karena itu, birokrasi sering mengabaikan para pengguna layanannya. 
Birokrat menganggap bahwa pelanggan mereka adalah eksekutif dan legislatif, 
karena dari sanalah mereka memperoleh dana secara langsung. Para pejabat 
birokrat yang diangkat, pada gilirannya, lebih berorientasi pada pejabat yang 
mengangkatnya atau kelompok kepentingan/partai. Jadi, sementara bisnis 
bersungguh-sungguh menyenangkan pelanggan, badan pemerintah mati- 
matian untuk menyenangkan kelompok kepentingan. 


Budiono (2003) mendefinisikan pemerintah yang berorientasi pelanggan 
(customer driven government) yaitu pemerintah yang meletakkan pengguna 
layanan sebagai hal terdepan. Oleh karena itu, kepuasan pengguna layanan 
ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan mendengarkan 
suara pengguna layanan. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar pengguna 
layanan, pemerintah lebih responsif dan inovatif. Paradigma customer driven 
government adalah paradigma pelayanan publik yang menempatkan pengguna 
layanan sebagai hal yang terdepan dan merupakan fokus terpenting dari 
penyelenggaraan suatu pelayanan atau lebih populer dengan istilah “putting 
the customer on the driver seat”. Pegawai DJP harus menegakkan kepatuhan 
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pajak dengan hukum tegas kepada tindakan penggelapan pajak. Namun, di sisi 
lain mereka harus mendidik, membantu, dan mendukung Wajib Pajak patuh 
(Braithwaite, 2009). 


Target penerimaan yang terus meningkat menuntut sebuah pelayan publik 
untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Para Wajib Pajak akan memberi 
kepercayaanterhadapDJP yangdapat memberikan pelayananterbaik kepadanya. 
Oleh karena itu, institusi pajak tidak cukup hanya mengejar kepatuhan 
pelaporan SPT sebagai tujuan satu-satunya organisasi. Pelayanan publik harus 
menciptakan kepercayaan Wajib Pajak baru serta tetap mempertahankan Wajib 
Pajak lama. Alm dan Torgler (2011) mengusulkan paradigma kepercayaan dalam 
administrasi pajak melalui cara mendidik pembayar pajak dengan menyediakan 
layanan untuk membantu mereka dan menyederhanakan hukum dan prosedur 
pajak. Paradigma ini harus efektif untuk Wajib Pajak yang bersedia membayar 
pajak, tetapi memiliki kesulitan bertindak sesuai dengan hukum yangberlaku. 


Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dan mempertahan- 
kan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan mempertahankan sekaligus 
meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak. Mempertahankan sekaligus 
meningkatkan kepercayaan agar tetap baik merupakan pekerjaan yang sulit 
dilakukan oleh institusi pelayan publik. Hal ini terjadi karena yang mereka jual 
adalah jasa/pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak percaya, dapat 
menandakan terjadinya penurunan kualitas pelayanan. Menurut Lembaga 
Administrasi Negara (2003: 27), pada dasarnya terdapat dua paradigma dalam 
pelayanan publik. Pertama, paradigma pelayanan publik yang berorientasi 
pada pengelola pelayanan. Paradigma ini lebih bersifat birokratis, direktif, 
dan hanya memperhatikan/mengutamakan kepentingan pimpinan/organisasi 
pelayanan itu sendiri. Paradigma ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat 
pengguna layanan karena kurang memperhatikan kepentingan masyarakat 
pengguna layanannya. Masyarakat sebagai pengguna layanan tidak memiliki 
kemampuan apa pun untuk berkreasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka 
harus tunduk kepada pengelola pelayanan. Seharusnya pelayanan publik dikelola 
dengan paradigma yang bersifat suportif, yang lebih memfokuskan diri pada 
kepentingan masyarakat pengguna layanan. Pengelola harus mampu bersikap 
menjadi pelayan yang sadar untuk melayani, bukan dilayani. 


Akan tetapi, tidak semua pegawai dapat berorientasi pada pelayanan kepada 
Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan Wajib Pajak 
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terhadap institusi pajak sebagai suatu organisasi. Suatu organisasi harus 
mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membentuk kepercayaan tersebut 
agar dapat menciptakan, mengatur, memelihara, dan mempertinggi tingkat 
hubungan dengan pelanggan (Zineldin, et al., 1997: Zineldin, 1998). Kedua, Alm 
dan Torgler (2011) mengusulkan paradigma kepercayaan dalam administrasi 
pajak melalui cara mendidik pembayar pajak dengan menyediakan layanan 
untuk membantu mereka dan menyederhanakan hukum dan prosedur pajak. 
Paradigma ini harus efektif untuk Wajib Pajak yang bersedia membayar pajak, 
tetapi memiliki kesulitan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejak 
tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan 
reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan 
Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Kepercayaan dapat 
timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung 
jawab pemberi layanan karena keandalan dan integritasnya. Faktor pembentuk 
kepercayaan seseorang terhadap yang lain antara lain kemampuan, niat baik, 
dan integritas (Mayer, etal., 2009: 32). 


Akan tetapi, kasus korupsi yang menjerat koruptor memberi pengaruh negatif 
kepada sebagian Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal 
itu yang menimbulkan kekhawatiran sekaligus ketidakpercayaan mereka untuk 
membayar pajak. Kenyataannya, Direktorat Jenderal Pajak hanya melakukan 
kegiatan administrasi terhadapuangyang dibayar Wajib Pajak di bank. Direktorat 
Jenderal Pajak hingga sekarang terus meningkatkan kapasitas dan pengamanan 
pajak yang dikelola. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan Wajib Pajak kepada DJP terkait pajak yang telah dibayar guna 
menyumbangpendapatan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tidak dikhawatirkan mengalami defisit dalam 
jumlah besar, yang membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menutup 
kekurangan tersebut. 


Safri Nurmanto, dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), mengatakan bahwa 
kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana Wajib Pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 
pembangunan dewasa ini, yang diharapkan pemenuhannya diberikan secara 
sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 
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perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, yang dalam prosesnya 
secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
membayar, dan melapor kewajibannya. 


Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan Wajib Pajak 
memiliki arti penting bagi pemerintah, khususnya demi terciptanya kepatuhan 
Wajib Pajak. Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas 
misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak 
penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah 
melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum 
atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, 
tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan 
di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan 
material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi 
kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan 
benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP 
sebelum batas waktu akhir. 


Riset atau penelitian yang dilakukan Khatarina Gangl melakukan penelitian 
tentang perilaku otoritas pajak yang mengakui akan perlunya perubahan 
pendekatan otoritas pajak dari penegakan hukum untuk orientasi pelayanan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan kantor pajak yang diterima 
dan digunakan oleh mayoritas pembayar pajak akan menjadi persepsi mereka 
tentang orientasi pelayanan berwenang terkait dengan niat kepatuhan 
pajaknya. Selain berdampak kepercayaan, orientasi pelayanan masih memiliki 
pengaruh langsung pada kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi 
pelayanan menjadi fasilitator kepatuhan pajak dan cara yang relevan untuk 
membangun kepercayaan sekaligus memperkuat kepatuhan. Penelitian ini 
juga menegaskan penelitian tentang pentingnya norma pajak untuk kepatuhan 
pajak. Dengan demikian, otoritas pajak akan dianggap sebagai pendukung dan 
mitra yang dapat dipercaya sehingga dapat mendorong Wajib Pajak berpikiran 
untuk bekerja sama. 


Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori kepatuhan Wajib Pajak 
dalam hubungannya dengan kepercayaan Wajib Pajak. Di samping itu, penelitian 
ini juga diharapkan dapat memperkaya bukti empiris pada teori kepercayaan, 
khususnya memperkuat konsep pengaruh kepercayaan dan kepatuhan Wajib 
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Pajak. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
berharga dan cara pandang alternatif kepada para pimpinan organisasi, 
utamanya Direktorat Jenderal Pajak, berkaitan dengan pentingnya kepatuhan 
Wajib Pajak dengan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak. 


METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan subjek Wajib Pajak orang pribadi Indonesia dari 
berbagai kalangan yang berbeda. Wajib pajak yang dipilih pada semua tingkat 
pendapatan (rendah, sedang, tinggi). Alasan pengambilan subjek penelitian ini 
karena memungkinkan penulis untuk membangun dua subsampel mengidentifikasi 
sebagai Wajib Pajak patuh atau bukan berdasarkan tingkat kejujurannya. 


Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka variabel-variabel dalam 
penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai variabel eksogen (independent) dan 
variabel endogen (dependent). Untuk tujuan deskriptif, variabel eksogen yang 
diteliti adalah variabel-variabel demografis seperti jenis kelamin, usia, pendidikan 
terakhir, pekerjaan, pendapatan, bidang usaha, dan jumlah karyawan. Variabel 
eksogen yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah orientasi pelayanan (OP), 
kepercayaan Wajib Pajak (PP), kekejaman denda (KD), probabilitas pemeriksaan 
(ADT), serta norma terkait pajak (NP). 


Populasi dalam penelitian ini adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi di 
Indonesia. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh langsung dari subjek 
penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
Penulis mengambil sampel dengan teknik nonprobabilitas, yaitu teknik penarikan 
sampel tanpa mengikuti panduan probabilitas matematis. Teknik sampel yang 
digunakan adalah sampel sukarela (voluntary sampling) berdasarkan kerelaan 
untuk berpartisipasi dalam penelitian. 


Penelitian yang ditulis ini bersifat eksplanatori yaitu bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan antara dua variabel atau lebih guna menguji suatu teori atau hipotesis 
dari hasil penelitian yang sudah ada. Pengujian hipotesis dilakukan secara 
multivariat dengan menggunakan regresi linear. Regresi linear berganda digunakan 
untuk menguji apakah orientasi pelayanan memengaruhi kepercayaan dan 
kepatuhan Wajib Pajak. Model penelitian diadopsi dari Gangl, dkk. (2013) yang 
menguji hubungan antara orientasi pelayanan terkait penilaian pegawai Kantor 
Pajak terhadap perilaku kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak. 


PERPAJAKAN (FE 


HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian data atau analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 
jalur (path analysis). Analisis ini digunakan untuk menguji pola hubungan yang 
menganalisis pengaruh variabel atau seperangkat variabel terhadap variabel 
lainnya, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Besarnya 
nilai pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien jalur. Pada analisis jalur, 
pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien jalur. Pada analisis jalur, 
pengaruh langsung dinyatakan dengan koefisien fi,, sedangkan pengaruh tidak 
langsung dan pengaruh total dapat dihitung dengan membuat perhitungan 
tersendiri. Analisis regresi akan digunakan untuk melakukan pendugaan 
parameter (Gambar 1). 


Kepercayaan 
Wajib Pajak 


Orientasi pada Kepatuhan 
Pelayanan Wajib Pajak 


Gambar 1: Hasil Perhitungan Pendugaan Parameter dalam Model 
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 


Uji validitas pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan 
regresi, menggunakan nilai p dari uji t yaitu pengujian koefisien regresi variabel 
dibakukan secara parsial. Kuesioner penelitian ini memiliki enam dimensi yang 
terdiri atas variabel dependen dan independen yang diteliti. Konstruk kepatuhan 
terdiri atas lima item, konstruk kepercayaan Wajib Pajak enam item, orientasi 
pelayanan lima item, kekejaman denda satu item, probabilitas pemeriksaan 
tiga item, dan norma terkait pajak tiga item. Setiap pertanyaan kuesioner yang 
membangun konstruk memiliki nilai r hitung di atas r-tabel, yaitu 0,2000. 
Dengan demikian, kuesioner dianggap valid secara konstruk. Berdasarkan hasil 
uji, diperoleh bahwa masing-masing jalur tersebut berpengaruh signifikan 
dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, r hitung untuk konstruk orientasi 
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pelayanan menghasilkan r hitung sebesar 0,778 ke atas sehingga bernilai valid 
karena memiliki nilai r hitung di atas r-tabel, yaitu 0,2000. 


Kedua, berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa r hitung untuk konstruk 
kepercayaan Wajib Pajak menghasilkan r hitung sebesar 0,750 ke atas sehingga 
bernilai valid karena memiliki nilai r hitung di atas r-tabel, yaitu 0,2000. Ketiga, 
berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa r hitung untuk konstruk kepatuhan 
Wajib Pajak menghasilkan r hitung sebesar 0,383 ke atas sehingga bernilai valid 
karena memiliki nilai r hitung di atas r-tabel, yaitu 0,2000. Hasil ini menunjukkan 
bahwa orientasi pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan Wajib 
Pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa orientasi pelayanan berpengaruh 
langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta berpengaruh tidak langsung 
melalui kepercayaan Wajib Pajak. Pengaruh orientasi pelayanan terhadap 
kepercayaan WP dan kepatuhan WP ditampilkan pada Tabel 1. 


Tabel 1: Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung serta Pengaruh Total Orientasi 
Pelayanan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak 


Pengaruh Pengaruh Pengaruh Tidak langsung Pengaruh 
Variabel Langsung (melalui Kepercayaan WP) Total 
OP--PP 0,843 0,843 


OP--PP 0,066 (0,843x0,050-0,004) 0,070 


Sumber: hasil pengolahan data penelitian 


Pengaruh Orientasi Pelayanan terhadap Kepercayaan 
Wajib Pajak 

Konstruk orientasi pelayanan dibentuk oleh variabel-variabel antara lain 
apakah pegawai melayani dengan sopan santun, menghormati setiap Wajib 
Pajak, selalu menepati janji dengan Anda, memperlakukan semua Wajib pajak 
dengan adil dan lebih memperhatikan Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan. 
Berdasarkan analisis data secara statistik membuktikan bahwa orientasi 
pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan Wajib Pajak, 
dengan nilai koefisien jalur 0,843. Hal ini menandakan semakin tinggi orientasi 
pada pelayanan maka Wajib Pajak akan menunjukkan kinerja terbaiknya. Apabila 
pegawai senantiasa melaksanakan pelayanan dengan baik, adanya hubungan 
yang baik antara pegawai dengan Wajib Pajak akan mengakibatkan Wajib 
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Pajak percaya terhadap institusi pemerintah. Dampaknya adalah Wajib Pajak 
akan percaya dengan sebaik-baiknya dan selalu berusaha mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi 
pelayanan tersebut tinggi. 


Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat teori dan beberapa hasil 
penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Katharina Gangl, Stephan Muehlbacher, Manon de Groot, Sjoerd 
Goslinga, Eva Hofmann, Christoph Kogler, Gerrit Antonides, dan Erich Kirchler 
(2013). Mereka melakukan penelitian tentang perilaku otoritas pajak yang 
mengakui akan perlunya perubahan pendekatan otoritas pajak dari penegakan 
hukum untuk orientasi pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
layanan kantor pajak yang diterima dan digunakan oleh mayoritas pembayar 
pajak akan menjadi persepsi mereka tentang orientasi pelayanan berwenang 
terkait dengan niat kepatuhan pajaknya. Selain berdampak kepercayaan, 
orientasi pelayanan masih memiliki pengaruh langsung pada kepatuhan. Hal ini 
menunjukkan bahwa orientasi pelayanan menjadi fasilitator kepatuhan pajak 
dan cara yang relevan untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat 
kepatuhan. Penelitian ini juga menegaskan penelitian tentang pentingnya norma 
pajak untuk kepatuhan pajak. Dengan demikian, otoritas pajak akan dianggap 
sebagai pendukung dan mitra yang dapat dipercaya sehingga dapat mendorong 
Wajib Pajak kepatuhan berpikiran untuk bekerja sama. 


Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Konstruk kepercayaan Wajib Pajak dibentuk oleh variabel-variabel antara 
lain apakah Wajib Pajak dibantu pegawai Kantor Pajak dalam pengisian Surat 
Pemberitahuan (SPT) pajak Anda dengan baik dan benar, menemui pegawai 
Kantor Pajak yang menemukan kesalahan tulis dalam SPT Saudara: percaya 
sepenuhnya pada janji yang telah dibuat pegawai Kantor Pajak terhadap Anda, 
menemui pegawai Kantor Pajak yang bertanggung jawab penuh dalam data 
administrasi pajak Anda, menerima penjelasan data imbauan kewajiban pajak 
Anda dari pegawai Kantor Pajak: serta mendapatkan jawaban yang memuaskan 
atas pertanyaan Anda dari pegawai Kantor Pajak. Berdasarkan analisis data secara 
statistik diperoleh hasil kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan 
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terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,050. Ini 
berarti bahwa jika Wajib Pajak menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada 
institusi pemerintah, Wajib Pajak akan mematuhi dan tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menandakan 
bahwa Wajib Pajak akan patuh ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak percaya kepada institusi perpajakan, Wajib 
Pajak akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Ketika ada tindak pidana di bidang perpajakan, menandakan bahwa Wajib Pajak 
merasa tidak percaya terhadap institusi perpajakan. 


Hasil penelitian ini mendukung teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 
mengkaji tentang kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Alm dan Torgler 
(2011) mengusulkan paradigma kepercayaan dalam administrasi pajak melalui 
cara mendidik pembayar pajak dengan menyediakan layanan untuk membantu 
mereka dan menyederhanakan hukum dan prosedur pajak. Paradigma ini harus 
efektif untuk Wajib Pajak yang bersedia membayar pajak, tetapi memiliki kesulitan 
bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Para ahli berpendapat bahwa 
pembayar pajak bersedia untuk mengikuti otoritas pajak yang dianggap sebagai 
organisasi yang dapat dipercaya (Castelfranchi dan Falcone, 2010: Feld dan Frey, 
2002, 2007: Kirchler, Hoelzl, dan Wahl, 2008, Nooteboom, 2002: Tyler, 2006). 


Sejak tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan 
reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan 
Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Kepercayaan dapat 
timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung 
jawab pemberi layanan karena keandalan dan integritasnya. Faktor pembentuk 
kepercayaan seseorang terhadap yang lain antara lain kemampuan, niat baik, 
dan integritas (Mayer, et al., 2009). Namun, kasus korupsi yang menjerat koruptor 
memberi pengaruh negatif kepada sebagian Wajib Pajak untuk membayar 
kewajiban perpajakannya. Hal itu yang menimbulkan kekhawatiran sekaligus 
ketidakpercayaan mereka untuk membayar pajak. Kenyataannya, Direktorat 
Jenderal Pajak hanya melakukan kegiatan administrasi terhadap uang yang 
dibayar Wajib Pajak di bank. Direktorat Jenderal Pajak hingga sekarang terus 
meningkatkan kapasitas dan pengamanan pajak yang dikelola. Semua hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak kepada 
DJP terkait pajak yang telah dibayar guna menyumbang pendapatan negara dari 
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sektor pajak. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak 
dikhawatirkan mengalami defisit dalam jumlah besar, yang membutuhkan 
bantuan pihak ketiga untuk menutup kekurangan tersebut. 


Pengaruh Orientasi Pelayanan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Konstruk kepatuhan Wajib Pajak dibentuk oleh variabel-variabel antara lain 
pernyataan terkait pelaporan SPT dan tiga pernyataan terkait pelaporan SPT 
responden. Pernyataan terkait pelaporan SPT yang diberikan meliputi Kantor 
Pajak seharusnya menerima seluruh pelaporan SPT sebelum jatuh tempo 
pelaporan dan Kantor Pajak seharusnya menerima pelaporan SPT seakurat 
(benar dan lengkap) mungkin dari Wajib Pajak. Selain itu, ada beberapa konstruk 
lainnya seperti variabel kekejaman denda dengan pernyataan biaya tambahan 
selain pajak yang semestinya harus dibayar, variabel probabilitas pemeriksaan 
dengan kondisi Wajib Pajak tidak melaporkan kredit pajak dalam SPT, tidak 
melaporkan semua penghasilan dalam SPT dan melaporkan semua penghasilan 
dalam SPT. Di samping itu, konstruk norma terkait pajak dengan variabel 
pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa bersalah jika suatu saat tidak membayar 
pajak dengan baik dan benar, merasa malu jika suatu saat tidak memenuhi 
kewajiban pajak serta menentang tindak penggelapan pajak. 


Berdasarkan analisis data secara statistik diperoleh hasil orientasi pelayanan 
memiliki pengaruh positif signifikan baik secara langsung dan tidak langsung 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalurnya masing-masing 
adalah 0,066 dan 0,004, sehingga besarnya pengaruh total adalah 0,070. Pengaruh 
langsung artinya orientasi pada pelayanan berpengaruh secara langsung 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pengaruh tidak langsung berarti 
orientasi pada pelayanan dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak melalui 
variabel intervening, yang dalam penelitian ini menggunakan kepercayaan Wajib 
Pajak. Hal ini berarti pegawai semakin berorientasi pada pelayanan dalam 
bekerja, maka Wajib Pajak akan memercayai institusi perpajakan sehingga akan 
berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. 


Hasil penelitian ini mendukung teori dan penelitian Safri Nurmanto dalam 
Siti Kurnia Rahayu (2010) sebelumnya, yang mengatakan bahwa kepatuhan 
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
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Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 
pembangunan dewasa ini, yang diharapkan pemenuhannya diberikan secara 
sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 
perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, yang dalam prosesnya 
secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
membayar, dan melapor kewajibannya. 


Bukti empiris lainnya yang mendukung hasil penelitian ini adalah Sinambela 
(2010: 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 
secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 
secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan 
yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau 
mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pendapat para ahli 
sebelumnya menyatakan bahwa pelayanan harus menghasilkan berbagai bentuk 
manfaat terutama bagi pihak yang mendapatkan pelayanan. Aspek psikologis 
pelanggan menjadi manfaat penting bagi penyelenggara pelayanan demi 
memperoleh kepercayaan dari pihak penerima pelayanan. Pelayanan bisa terjadi 
karena adanya interaksi antara pelayan dengan penerima layanan, dalam hal 
ini negara sebagai pelayan publik rakyatnya. Pelayanan publik atau pelayanan 
umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 
bentuk barang publik maupun jasa publik. Pada prinsipnya menjadi tanggung 
jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak sebagai pelanggan yang 
menerima pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sudah selayaknya memperoleh prioritas pelayanan utama terkait 
peran strategis Wajib Pajak dalam menyumbang pendapatan negara Indonesia. 


Penelitian ini juga menemukan bahwa orientasi pelayanan dapat memengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak melalui kepercayaan Wajib Pajak. Jika pegawai yang 
melayani berorientasi pada pelayanan, Wajib Pajak akan memberi kepercayaan 
kepada institusi perpajakan dengan baik sehingga akan senantiasa mematuhi 
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peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya. Adanya 
kepercayaan yang tulus dari Wajib Pajak akan menimbulkan kepatuhan Wajib 
Pajak meningkat sehingga penerimaan pajak akan tercapai. Apabila mayoritas 
Wajib Pajak mematuhi hukum perpajakan yang berlaku, defisit antara realisasi 
penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak menjadi semakin kecil. 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam 
mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), memperhitungkan 
dan membayarkan pajak terutang, dan membayarkan tunggakan pajak. Isu 
kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan 
menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax 
avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara. 


SIMPULAN DAN SARAN 


Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, ada beberapa simpulan 
yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, hasil uji regresi linear variabel 
orientasi pelayanan terhadap kepercayaan Wajib Pajak ini menghasilkan 
nilai F sebesar 175,911, melampaui nilai F-tabel 3,880, atau dengan kata lain, 
variabel orientasi pelayanan secara simultan memengaruhi variabel dependen. 
Hasil ini menunjukkan orientasi pada pelayanan memiliki pengaruh signifikan 
positif terhadap kepercayaan Wajib Pajak. Jika ada peningkatan orientasi pada 
pelayanan, hal tersebut menandakan adanya peningkatan kepercayaan Wajib 
Pajak. Kedua, uji regresi linear variabel mediasi kepercayaan Wajib Pajak 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak juga menghasilkan nilai F sebesar 3,887, 
melampaui nilai F-tabel 3,880, atau dengan kata lain, variabel kepercayaan 
Wajib Pajak tidak secara simultan memengaruhi variabel dependen. Hasil ini 
menunjukkan kepercayaan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika ada peningkatan kepercayaan Wajib Pajak, 
hal tersebut menandakan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 


Ketiga, hasil regresi linear dengan menggunakan analisis jalur menunjukkan 
bahwa orientasi pelayanan dan kepercayaan Wajib Pajak secara simultan 
berpengaruh signifikan positif dengan magnitude sebesar 13-1496 (px-0,05) 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan semakin baik orientasi 
pelayanan yang diterima Wajib Pajak disertai meningkatnya kepercayaan Wajib 
Pajak, semakin baik kepatuhan Wajib Pajaknya. Ketika pegawai yang melayani 
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berorientasi pada pelayanan, Wajib Pajak akan memercayai institusi perpajakan. 
Adanya kepercayaan Wajib Pajak akan menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak 
sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. 


Hal yang dapat direkomendasikan bagi peneliti mendatang terkait dengan hasil 
penelitian ini adalah dapat menambah kajiannya dengan memperbanyak sampel 
penelitian, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Perlu juga melakukan 
studi komparasi antara institusi pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan kerangka penelitian di paper ini pada sektor bisnislain. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah 
diberikan kewenangan memungut PBB-P2. Salah satu perubahan ditujukan 
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah oleh pemerintah 
daerah. Melalui pengawasan efektif diharapkan penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu dapat tercapai. Kabupaten Brebes pernah meraih penerimaan PBB-P2 
tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perbedaan 
penerimaan dan perbedaan pengawasan pemungutan PBB-P2 tepat waktu pada 
Kabupaten Brebes, sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan. Pengumpulan 
data melalui metode dokumenter dan wawancara. Penelitian menggunakan 
teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Persentase data realisasi dan target 
penerimaan dihitung dan disandingkan dengan kriteria persentase kategori 
tingkat efektivitas. Berdasarkan analisis kuantitatif, disimpulkan bahwa dengan 
analisis efektivitas realisasi PBB-P2 tepat waktu diperoleh tingkatan efektivitas 
tahun 2012-2013 yaitu cukup efektif (2596 s.d. 5096) serta tahun 2010-2011 dan 
2014-2015 yaitu efektif (5096 s.d. 759). Pengalihan pengelolaan sepenuhnya 
PBB-P2 kepada DPPK dapat dikatakan efektif meningkatkan penerimaan PBB-P2 
tepat waktu secara signifikan. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan bahwa 
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terdapat perbedaan pada memfasilitasi kepatuhan, mengawasi kepatuhan, dan 
menangani ketidakpatuhan sesudah pengalihan pengelolaan. 


Kata kunci: efektivitas pengawasan, pemungutan PBB-P2, penerimaan PBB-P2 
tepat waktu, pengalihan pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Daerah 
Brebes 


PENDAHULUAN 


Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh 
tim asistensi Kementerian Keuangan tahun 2013 menunjukkan bahwa daerah 
menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. 
Salah satu masalahnya adalah kesulitan teknis untuk memperluas basis pajak. 
Masalah lain adalah kurangnya SDM yang kompeten untuk menghitung dampak 
penetapan tarif pajak dan kurangnya kesadaran bahwa daerah telah memiliki 
kewenangan penuh dalam penetapan tarif sepanjang masih pada batas yang 
diatur dalam undang-undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu 
perubahannya adalah meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah. 


Beralihnya pengelolaan PBB-P2 dari pusat kepada daerah mengakibatkan 
terjadinya perbedaan pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2. Pengawasan 
merupakan hal yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Jika otoritas perpajakan tidak mampu mengawasi kepatuhan substansi 
pembayaran pajak dari wajib pajak, hal tersebut dapat mendorong wajib pajak 
menjadi tidak patuh (Hutagaol, Winarno, dan Pradipta, 2007). Nurmantu (2007) 
juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara. 


Melalui pengawasan yang efektif diharapkan tercapainya realisasi penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu. Bagi pemerintah daerah, cepatnya pelunasan PBB-P2 akan 
memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan kualitas pembangunan 
daerah dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan APBD tahun berikutnya. 
Dalam hal prestasi realisasi target penerimaan PBB-P2 tepat waktu, Kabupaten 
Brebes pernah meraihnya. Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2001 
sampai dengan 2008 meraih prestasi pelunasan 100 untuk PBB-P2 tepat 
waktu, yang pada tahun 2001 hingga 2004 meraih peringkat satu nasional (Suara 
Merdeka, 2005). 
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Dalam perkembangannya, pelunasan PBB pada Wilayah Kabupaten Brebes 
mengalami kemunduran (Kabar Beritaku, 2015). Hal ini tecermin pada data 
realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Brebes. Dari data tersebut, diketahui 
bahwa realisasi target penerimaan PBB-P2 tepat waktu tidak tercapai pada tahun 
sebelum pengalihan pengelolaan (2010-2013) dan juga sesudah pengalihan 
pengelolaan (2014-2015). Pemerintah Daerah Brebes sendiri mulai mengelola 
PBB-P2 sejak 1 Januari 2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes. Peneliti mencoba 
menganalisis masalah PBB-P2 dengan menggunakan analisis penerimaan 
sebagai indikator dari efektivitas pengawasan. 


Penelitian ini difokuskan pada pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2. 
Data penerimaan berupa target dan realisasi meliputi tahun-tahun sebelum 
dan sesudah pengalihan pengelolaan. Penelitian membahas efektivitas terkait 
perbedaan penerimaan PBB-P2 tepat waktu sebelum dan sesudah pengalihan 
pengelolaan. Selain itu, dibahas juga perbedaan pengawasan pemungutan 
PBB-P2 atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu pada Pemda Brebes, sebelum 
dan sesudah pengalihan pengelolaan. Objek penelitian adalah pengawasan 
pemungutan PBB-P2 pada Pemda Brebes yang dilihat dari sudut pandang 
penerimaan tepat waktu, sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan. 


KERANGKA TEORETIS 


Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Mardiasmo (2013), Wajib Pajak yang 
memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah 
dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain 
yang dipersamakan seperti menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
Terutang (SPPDT). 
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PBB-P2 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. Sedangkan Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang 
dikenakan atau wajib membayar pajak. 


Pengawasan Pemungutan PBB-P2 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa 
pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa ada pengawasan tidak dapat dikatakan 
berhasil (Effendi, 2014). Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa 
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Tujuan utama pengawasan adalah 
mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, dan untuk 
mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 
serta berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk 
memperbaikinya (Manullang, 2012). 


Untuk pajak daerah, tingkat kontrol pemerintah daerah atas pajak daerah 
merupakan faktor penentu sejauh mana mereka mampu membuat keputusan 
pengeluaran mandiri, dan tingkat kemandirian tersebut pada gilirannya 
merupakan elemen penting dalam meningkatkan pelayanan publik lokal 
(Bird, 1992). Karenanya, pengawasan pemungutan PBB-P2 penting untuk 
meningkatkan pelayanan kepada publik. 


Kegiatan untuk pengawasan terhadap wajib pajak dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu memfasilitasi kepatuhan (facilitating compliance), mengawasi 
kepatuhan (monitoring compliance), dan penanganan ketidakpatuhan (dealing 
with noncompliance) (Bird, 1992). Langkah untuk memfasilitasi kepatuhan 
antara lain melalui: pemberian asistensi dan informasi yang diperlukan, formulir 
yang dapat dimengerti pengisiannya, pemberian instruksi yang jelas, atau 
peningkatan kualitas pelayanan. Langkah pengawasan kepatuhan dilakukan 
dengan melakukan: pengembangan dan pemeliharaan database wajib pajak, 
mengatur sistem informasi yang mencakup wajib pajak dan pihak-pihak yang 
terkait: dan mengembangkan prosedur untuk mendeteksi dan menindaklanjuti 
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wajib pajak yang tidak membayar maupun yang menunda pembayaran pajak. 
Sementara, penanganan ketidakpatuhan dilakukan dengan membentuk sistem 
pendeteksian risiko ketidakpatuhan yang efektif dan menerapkan hukuman 
atas ketidakpatuhan yang terjadi. 


Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individu untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dalam kehidupan berwarga negara sesuai peraturan 
perpajakan yangberlaku. Kepatuhanpajak baru akan terealisir setelah dilakukan 
tindakan penegakan hukum (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Penerapan sanksi 
perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun pidana 
dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, jika penerapan atas sanksi tersebut 
konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakan (Hutagaol, Winarno, dan Pradipta, 2007). 


Penelitian Terdahulu 

Sasongko (2015) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP 
Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dengan menggunakan perpaduan analisis 
kuantitatif berupa uji statistik untuk data penerimaan dan analisis kualitatif 
berupa hasil wawancara menggunakan konsepsi pengawasan Richard M. Bird. 
Berdasarkan hasil pengujian uji Wilcoxon, penanganan secara khusus Wajib 
Pajak efektif untuk meningkatkan penerimaan Wajib Pajak orang pribadi 
secara signifikan. Sementara itu, berdasarkan analisis perbedaan pengawasan 
dengan menggunakan konsepsi pengawasan menurut Richard M. Bird (1992), 
setelah ditangani bersama wajib pajak badan pada KPP Wajib Pajak Besar Empat, 
terdapat perbedaan pada memfasilitasi kepatuhan (facilitating compliance) 
dan mengawasi kepatuhan (monitoring compliance). Memfasilitasi kepatuhan 
mengalami penurunan kualitas pelayanan yang ditunjukkan dengan fokus 
pelayanan yang berkurang, intensitas asistensi juga berkurang, diskusi one 
by one tidak lagi dilakukan, dan justru lebih sering mengikutkan wajib pajak 
orang pribadi dalam program IHT, serta tidak ada prelodgment awareness 
notifications. Mengawasi kepatuhan mengalami penurunan yang ditunjukkan 
dengan penurunan fokus pengawasan, penurunan tingkat keaktifan mencari 
data, tidak ada lagi tim khusus pencari data, dan tools yang tidak lagi update. 


Irmayanti (2015) meneliti Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Sesudah Peralihan dari Pemerintah Pusat ke 
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Pemerintah Daerah pada Kota Tegal. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dan dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan 
CIPP Evaluation Model yang merupakan model evaluasi yang terdiri atas empat 
komponen yaitu context evaluation, input evaluation, process evaluation, 
dan output evaluation. Hasil penelitian tersebut adalah realisasi penerimaan 
PBB-P2 dalam 2 tahun pertama sesudah pengalihan PBB P-2 dari pemerintah 
pusat (KPP Pratama Tegal) ke pemerintah daerah (UPPBB-P2 Dinas Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal) selalu memenuhi target yang 
telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan pembayaran PBB telah cukup baik, tetapi 
penagihan belum efektif karena kinerjanya menurun dibandingkan saat masih 
dikelola KPP Pratama Tegal. Jika pencairan tunggakan pajak tidak maksimal, 
tingginya pokok ketetapan tidak akan menghasilkan penerimaan pajak yang 
maksimal pula. 


Kerangka Pemikiran 

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah pengawasan 
pemungutan, maka faktor ini yang akan dilakukan analisis dengan penelitian 
kualitatif. Data sekunder angka-angka penerimaan PBB-P2 akan dianalisis dengan 
penelitian kuantitatif sehingga tingkat efektivitasnya diketahui. Selanjutnya, akan 
dilakukan analisis kualitatif untuk mengetahui proses penyebabnya. Kerangka 
pemikiran secara ringkas disajikan pada bagan alur Gambar 1. 


KPP Pratama Tegal 
(DPPKAD Kab. Brebes sebagai 
perpanjangan tangan) 


DPPK Kab. Brebes 
Sa Aa an ma man an apaan pa » (sebagai pengelola 
sepenuhnya) 


Perbedaan Penerimaan 
A PBB-P2 


Analisis Kuantitatif 


Pengawasan Pemungutan 


| 


Efektivitas Pengawasan 


-. Analisis Kualitatif 


Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 


Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Persentase 
data realisasi penerimaan PBB-P2 tepat waktu pada Pemda Brebes dari tahun ke 
tahun akan dihitung dan disandingkan dengan kriteria persentase kategori tingkat 
efektivitas. Data yang digunakan adalah data penerimaan PBB-P2 sebanyak 297 
desa/kelurahan di Kabupaten Brebes. Data akan diolah dengan software SPSS 22 
untuk uji normalitas dan uji Wilcoxon. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui desa/ 
kelurahan mana yang mengalami kenaikan atau penurunan dalam pembayaran 
PBB-P2. 


Dari data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, akan 
dilakukan penyajian dalam bentuk tabel matriks perbedaan pengawasan sebelum 
dan sesudah pengalihan pengelolaan per item pertanyaan. Dari tabel tersebut 
dapat diambil kesimpulan dengan mencari jawaban hasil wawancara yang menjadi 
inti dari kegiatan pengawasan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPK 
Kabupaten Brebes. 


Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian adalah ketika penerimaan mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya atau persentase realisasi mendekati target 
yang ditentukan. Dalam Aryani (2014) disebutkan bahwa kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 
sebesar 1 (satu) atau 10096. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, 
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektivitas pajak daerah 
diklasifikasikan oleh Darwin (2010) dan Aryani (2014) sebagaimana pada Tabel1. 


Tabel 1: Kategori Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 


Uraian Kriteria 
0 sampai dengan 254 Tidak Efektif 
25Y9 sampai dengan 50Y9 Cukup Efektif 
50Y6 sampai dengan 75 Efektif 
75Yo sampai dengan 1006 Sangat Efektif 


Sumber: Darwin (2010) dalam Aryani (2014) 
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Tingkat efektivitas tersebut dihitung dengan rumus berikut. 


Aa Reali 1 
Efektivitas - LAS 1004 
Target 


Benchmark 


Penelitian ini menggunakan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan daerah dari Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada tahun 2013 sebagai pembanding. 
Selain itu juga menggunakan buku pedoman umum pengelolaan PBB-P2 yang 
dibuat oleh DJPK. 


ANALISIS DAN PEMBAHASAN 


Analisis Tren Penerimaan PBB-P2 Tepat Waktu 

Tren penerimaan PBB-P2 tepat waktu sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan 
mengalami penurunan dan peningkatan. Saat masih ditangani oleh KPP Pratama Tegal, 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2011-2013 mengalami penurunan signifikan. 
Hal ini disebabkan pada saat mendekati waktu pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari 
KPP Pratama Tegal ke Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan 
Pemerintah Kabupaten Brebes, pekerjaan difokuskan kepada penanganan dokumen 
dan sarana prasarana untuk pengalihan tersebut. Sementara, Pemkab Brebes sendiri 
fokus menangani BPHTB yang baru dialihkan dan belum menangani PBB-P2 secara 
penuh. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum petugas pemungut di beberapa desa 
yang menggunakan uang setoran PBB-P2 dari wajib pajak untuk keperluan pribadinya. 
Setoran ke bankpersepsi baru dilakukan pada akhirtahun atau setelah ditagih. Sehingga, 
pada akhir tahun realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2010-2015 langsung meningkat 
tajam. Kondisi berbeda terjadi pascapengalihan pengelolaan pada tahun 2014 dan 2015 
di mana realisasi penerimaan PBB-P2 tepat waktu meningkat tajam dibandingkan 
2013. Hal ini karena telah dimulainya pengawasan secara intensif terhadap para oknum 
petugas pemungut melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes. Kerja 
sama ini cukup efektif untuk mencegah oknum dari memanfaatkan setoran PBB dengan 
menunda setoran. Tindakan yang telah dilakukan hanya pada tingkat menakut-nakuti 
dan tidak sampai melaporkan. 
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Gambar 2: Tren Realisasi Penerimaan PBB-P2 
Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah tahun 2016) 


Analisis Efektivitas Realisasi PBB-P2 Tepat Waktu 

Merujuk pada Tabel 2, dapat dianalisis efektivitas realisasi PBB-P2 tepat waktu. 
Dengan membandingkan antara realisasi dengan target, didapatkan hasil bahwa 
tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari tahun 2012 dan 2013 
yaitu cukup efektif (259 s.d. 5096). Sedangkan untuk tahun 2010, 2011, 2014, dan 
2015 yaitu efektif (5096 s.d. 7596). Hal ini jauh dengan prestasi lunas tepat waktu 
PBB-P2 Kabupaten Brebes dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah mencapai 
10096 sebelum jatuh tempo berakhir. Dari hasil wawancara dengan narasumber, 
hal ini dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 beserta 
Peraturan Bupati Brebes yang mengadopsi peraturan pemerintah tersebut. 
Peraturan tersebut menghendaki adanya pencapaian target penerimaan pajak 
yang dijabarkan secara triwulan, di mana setiap triwulan akan diberikan insentif 
kepada instansi pelaksana pemungut pajak. Jadi fokusnya kepada target untuk 
tiap triwulan, paling tidak realisasinya dapat mendekati target pertriwulan. 


Analisis Peranan Pengawasan Triwulanan dalam Realisasi 
Penerimaan PBB-P2 

Kegiatan pengawasan pemungutan PBB-P2 di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes dilakukan oleh Seksi Penagihan dan 
Pelaporan. Penerimaan PBB-P2 merupakan proksi dari efektivitas kegiatan 
pengawasan. Selanjutnya disajikan Tabel 3 mengenai data realisasi PBB-P2 per 
triwulan. 


1 EY/ 
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Tabel 2: Kriteria Efektivitas Persentase Realisasi Tepat Waktu terhadap Target PBB-P2 


Tahun Target (Ketetapan Realisasi Tepat Persentase Kriteria 
Pokok) PBB-P2 Waktu 
2010 20.069.828.637 14.428.967.789 71,90Yo Efektif 
2011 21.808.483.791 11.284.492.102 51,74Yo Efektif 
2012 23.555.365.709 7.809.733.414 33,15Y6 Cukup Efektif 
2013 25.593.628.870 7.697.122.558 30,07 Yo Cukup Efektif 
2014 23.206.576.408 11.999.870.043 51,71Y6 Efektif 
2015 23.168.135.970 15.944.947.186 68,82Yo Efektif 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah tahun 2016) 


Peranan pengawasan dalam penerimaan PBB-P2 tepat waktu diketahui dengan 
membandingkan persentase target triwulan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 115 
Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Perbup Nomor 973/029 Tahun 2015 
dengan persentase realisasi per triwulan. Secara hampir keseluruhan, banyak yang 
tidak mencapai target untuk realisasi per triwulannya. Hanya ada dua triwulan 
yang mencapai targetnya yaitu Triwulan IV pada tahun 2010 dan 2015. 


Triwulan I, dari target 1596, rata-rata realisasi 2010 sampai 2014 berada pada 
kisaran 596. Namun, pada Triwulan I 2015, realisasi mendekati target 12,59. Ini 
mengindikasikan pada Triwulan I tahun 2010-2014, petugas PBB masih berfokus 
pada proses cetak massal dan distribusi SPPT PBB-P2 ke kecamatan dan wajib 
pajak besar. Sementara pada 2015, proses dipercepat sehingga wajib pajak PBB-P2 
segera membayar karena lebih cepat memperoleh SPPT PBB-P2. 


Sementara, pada Triwulan II, target pada 2010-2014 adalah 409 dan 2015 sebesar 
6096. Realisasi pada 2010-2013 rata-rata sebesar 254 dengan tren penurunan, 
sementara pada tahun 2014-2015 hampir mencapai target yang ditetapkan. Hal 
ini mengindikasikan sesudah pengalihan pengelolaan, pengawasan pemungutan 
PBB-P2 sudah mulai intensif dilakukan oleh petugas PBB. Menurut narasumber 
juga dapat disebabkan oleh keinginan wajib pajak PBB-P2 untuk diikutsertakan 
dalam pengundian hadiah lunas PBB sebelum jatuh tempo berakhir, di mana yang 
diikutkan adalah yang lunas sebelum Triwulan II berakhir. 


Untuk Triwulan III yang ditargetkan 754 pada tahun 2010-2014 dan 804 pada 
tahun 2015. Rata-rata realisasinya dari tahun 2011-2013 masih jauh dari target 
dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2010 yang hampir mendekati 
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targetnya, sedangkan Triwulan III tahun 2014 dan 2015 hampir mendekati target 
yang ditetapkan meskipun belum melampaui targetnya. Hal ini mengindikasikan 
bahwa sesudah pengalihan pengelolaan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes terus berupaya melakukan pengawasan 
pemungutan PBB-P2 dengan lebih intensif dengan cara mengingatkan kepada para 
perangkat desa mengenai jatuh tempo yang segera berakhir pada Triwulan III. 


Untuk Triwulan IV yang semuanya ditargetkan 10096, hanya tahun 2010 dan 2015 
yang melampauinya. Selain itu pada tahun 2011-2013 terjadi tren penurunan, 
walaupun pada tahun 2014 mulai naik lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum 
pengalihan pengelolaan, pengawasan pemungutan PBB-P2 masih belum maksimal. 
Sesudah pengalihan pengelolaan, pengawasannya sudah mulai intensif dengan 
cara menggandeng Kejaksaan Negeri Brebes untuk menagih para perangkat 
desa yang menggunakan uang setoran PBB-P2 dari warganya, tentunya dengan 
dikenakan denda karena telah melewati jatuh tempo yang ditetapkan. Secara 
umum tahun 2012 dan 2013 yang paling kurang pengawasan triwulanannya 
karena selisih persentase yang cukup besar antara realisasi dengan targetnya 
yaitu kisaran -155 s.d. -404 setiap triwulannya. 


Analisis Perubahan Penerimaan PBB-P2 Tepat Waktu 
Akibat Perubahan Struktur dari DPPKAD Menjadi DPPK 
Analisis perubahan penerimaan PBB-P2 tepat waktu akibat dari perubahan 
struktur organisasi dilakukan untuk mengetahui signifikansi perubahan 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu yang terjadi. Pengujian ini dilakukan karena 
adanya perubahan struktur organisasi yang menjadi salah satu kemungkinan 
terjadinya perbedaan penerimaan PBB-P2 dari Dinas Pengelolaan Pendapatan, 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan (DPPK) karena adanya penambahan bidang PBB pada tahun 2011, di 
mana keduanya masih sebagai perpanjangan tangan dari KPP Pratama Tegal. 


Pengujian dengan menggunakan statistik inferensia dilakukan agar didapatkan 
hasil yang lebih akurat terkait signifikansi perubahan penerimaan yang diukur 
dari masing-masing desa/kelurahan yang sama sehingga didapatkan hasil yang 
cukup akurat. Penggunaan data penerimaan per desa/ kelurahan karena PBB-P2 
di Pemda Brebes memang dibebankan kepada desa/kelurahan, dalam artian 
menjadi tanggung jawab desa/kelurahan masing-masing sehingga hal ini cukup 
dapat mewakili daripada harus detail per NOP yang datanya sangat banyak. 
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Perubahan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari yang semula ditangani oleh 
DPPKAD dalam hal ini yaitu bidang pendapatan beserta seksi dana perimbangan 
dan bagi hasil menjadi DPPK di mana sudah ada pembentukan bidang baru 
yaitu PBB dan BPHTB, tetapi belum sepenuhnya beroperasi mengelola PBB-P2 
karena mulai murni pengalihan PBB-P2 ke Pemda Brebes terjadi per 1 Januari 
2014, sedangkan perubahan struktur tersebut terjadi pada pertengahan tahun 
2011. Perubahan penerimaan akibat dari perubahan struktur ini akan dianalisis 
menggunakan teknik analisis kuantitatif statistik inferensia. Penerimaan tahun 
2010 menjadi variabel penerimaan PBB-P2 tepat waktu saat masih ditangani 
oleh DPPKAD, sedangkan penerimaan tahun 2011 menjadi variabel penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu setelah ditangani oleh DPPK. Keduanya masih sama-sama 
sebagai perpanjangan tangan dari KPP Pratama Tegal. 


Tabel 3: Realisasi PBB-P2 per Triwulan 


Peta mai ALAN Target 
Realisasi Per Realisasi Tepat PerTri- 


20.069.323.6 

Ki 
21.808.843.7 

— 


Triwulan 


209.907.701 
5.041.859.168 


14,428.967.789 
20.275.215.573 
886.369.354 


4.186.071.006 | 
11.284.492.102 
20.976.598.990 
697.363.693 
3.851.858.718 
7.882.943.927 
19.809.512.466 


Waktu 


14.428.967.789 
(Per 30 
September - 
Triwulan III) 


11.284.492.102 
(Per 30 
September - 
Triwulan III) 


7.809.733.414 
(Per 28 
September) 


Selisih 
Persentase 


Pada Targ 
10596 “13,959 


4016 25,/12Y -14,88Y9 
75Yo 


71,89Y9 3,119 


15Y 4,06Y9 -10,94Y9 
19,19Y5 -20,81Y5 


100145 84,1015 -15,9015 


2012 23,555.365.7 
2013 25.593.628.8 


263.230.465 
5.550.754.917 
8.956.905.353 

19,649.999.431 

629.903.203 


7.623.059.001 
15.308.530.093 
22.037.919.523 


7.697.122.558 
(Per 30 Agustus) 


11.999.870.043 
(Per 30 Agustus) 


15Yo 1,03Y49 -13,97Y9 


21,6994 18,319 
35,0096 -40,007 
10096 76,784 -23,2206 


15Y6 2,71Y9 -12,29Y9 
40Y6 32,85 -7,15Y9 


65,974 -9,035, 


100445 94,96Y9 “5,045 


23.168.135.9 


2.904.535.974 
11.580.603.090 
17.408.625.791 


23.501.087.905 


15.944.947.186 
(Per 31 Agustus) 


15Yo 12,549 “2 46Y9 


49,9996 -10,0196 
75,149 “4,869 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah tahun 2016) 
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Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan terhadap variabel penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
tahun 2010 dan 2011. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 
kedua variabel penelitian tersebut terdistribusi normal. Penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2010 disimbolkan dengan “PenPBB TP2010”, sedangkan penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu tahun 2011 disimbolkan dengan “PenPBB TP2011”. 


Tabel 4 menunjukkan hasil dari pengujian normalitas data penerimaan PBB-P2 
tepat waktu tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov- 
Smirnov. Didapatkan hasil di mana nilai signifikansi penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2010 dan 2011 adalah 0,000. Nilai signifikansi penerimaan PBB-P2 
tepat waktu tahun 2010 dan 2011 tersebut « a (0,05). Dari hasil pengujian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa kedua variabel penelitian yaitu penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2010 dan 2011 memiliki distribusi data yang tidak normal. 


Setelah diamati, data yang tidak normal ini disebabkan oleh penyebaran angka 
yang tidak merata atau adanya gap yang cukup besar perbedaannya, di mana 
banyak data yang bernilai minimal 0 (nol) rupiah dan dibandingkan dengan data di 
tahun sebelum maupun sesudah yang bernilai puluhan/ratusan juta rupiah. Nilai 
0 (nol) rupiah di sini berarti pada saat jatuh tempo berakhir, di desa/kelurahan 
tersebut, sama sekali belum membayar ketetapan PBB-P2. Hal ini harus menjadi 
perhatian DPPK Kabupaten Brebes untuk tahun-tahun selanjutnya agar tidak ada 
desa/kelurahan yang sama sekali belum membayar PBB-P2 pada saat jatuh tempo 
berakhir. Selanjutnya, metode statistik nonparametrik lebih tepat digunakan 
untuk data yang tidak normal penyebarannya. Alat uji statistik nonparametrik 
yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk dua sampel berpasangan adalah uji 
Wilcoxon. 


Tabel 4: Hasil Pengujian Normalitas Data Penerimaan PBB-P2 Tepat Waktu Tahun 2010 dan 2011 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 


PenPBB TP2010 PenPBB TP2011 
N 297 297 
Normal Parameters?? Mean 48582383,13 37994922,90 
Std. Deviation 50327624,794 41806331,791 
Most Extreme Differences Absolute 167 182 
Positive 109 130 
Negative -167 -182 
Test Statistic 167 182 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000s ,000s 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 
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Uji Wilcoxon 

Hasil uji Wilcoxon atas dua variabel berpasangan (penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2010 dan 2011) disajikan pada Tabel 5 (statistik deskriptif) dan 
Tabel 6 (statistik inferensia). 


Interpretasi Hasil 

Dari Tabel 5 menyajikan statistik deskriptif atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
tahun 2010 dan 2011. Negative Ranks menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2010 lebih kecil daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 
2011 (PenPBB TP2010 « PenPBB TP2011). Besarnya angka yang ditunjukkan 
adalah banyaknya desa/kelurahan dengan penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
tahun 2010 lebih kecil daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2011. 
Dengan kata lain, kontribusi penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 169 desa/ 
kelurahan mengalami peningkatan, yang antara lain disebabkan adanya 
perubahan struktur organisasi menjadi DPPK (tambahan bidang PBB). Walaupun 
secara fungsi bidang PBB belum melakukan tugas pengelolaan PBB-P2 secara 
sepenuhnya, tetapi sebagai perpanjangan tangan dari KPP Pratama Tegal dalam 
hal mengawasi pemungutan PBB-P2 di wilayah Pemda Brebes, perubahan 
struktur ini dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 
169 desa/kelurahan. 


Tabel 5: Statistik Deskriptif Hasil Pengujian Wilcoxon Penerimaan PBB-P2 Tepat 
Waktu Tahun 2010 dan 2011 Ranks 


PenPBB TP2010 - PenPBB TP2011 Negative Ranks 18579,00 
Positive Ranks 20481,00 


Ties 


Total 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 


Positive Ranks menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2010 lebih 
besar daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2011 (PenPBB TP2010 
2 PenPBB TP2011). Besarnya angka yang ditunjukkan adalah banyaknya desa/ 
kelurahan dengan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2010 lebih besar 
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daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2011. Dengan kata lain, kontribusi 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 110 desa/kelurahan mengalami penurunan, 
salah satu penyebabnya adalah karena terjadi perubahan struktur organisasi 
menjadi DPPK (tambahan bidang PBB) daripada saat masih ditangani oleh DPPKAD. 
Perubahan struktur DPPKAD menjadi DPPK (tambahan bidang PBB) ternyata juga 
menurunkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 110 desa/kelurahan. Hal ini 
karena tidak semua desa/kelurahan dapat diawasi mengingat bidang PBB masih 
baru terbentuk dan belum menjalankan tugas dan fungsinya secarapenuh. 


Ties menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2010 sama dengan 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2011 (PenPBB TP2010-PenPBB TP2011). 
Besarnya angka yang ditunjukkan adalah banyaknya desa/kelurahan dengan 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2010 sama dengan penerimaan PBB-P2 
tepat waktu tahun 2011. Dengan kata lain, kontribusi penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu dari 18 desa/kelurahan tetap sama baik untuk tahun 2010 maupun 2011. 
Setelah perubahan struktur DPPKAD menjadi DPPK (tambahan bidang PBB) 
ternyata juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 
18 desa/kelurahan. 


Selanjutnya, Tabel 6 menyajikan statistik inferensia atas penerimaan PBB-P2 
tepat waktu tahun 2010 dan 2011. Dari hasil olahan data tersebut diketahui 
bahwa nilai signifikansi kedua variabel penelitian adalah 0,481. Nilai signifikansi 
tersebut » a (0,05) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan 
di antara dua variabel yang berpasangan (paired). Dengan kata lain, secara 
statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas penerimaan PBB-P2 
tepat waktu dari 297 desa/kelurahan baik setelah terjadi perubahan struktur 
organisasi menjadi DPPK (tambahan bidang PBB) maupun saat masih ditangani 
oleh DPPKAD. 


Dengan melihat hasil analisis tren penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2010 
dan 2011, tren penurunan penerimaan PBB-P2 tepat waktu setelah perubahan 
struktur organisasi menjadi DPPK karena masih belum sepenuhnya mengelola 
PBB-P2, tetapi sebagai perpanjangan tangan dari KPP Pratama Tegal. Hasil 
uji wilcoxon menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu antara yang ditangani oleh DPPK dibandingkan 
dengan DPPKAD. Dapat disimpulkan penanganan secara khusus oleh bidang PBB 
pada DPPK sebagai perpanjangan tangan dari KPP Pratama Tegal sebagai salah 
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satu penyebabnya dapat dikatakan cukup efektif meningkatkan penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu, walaupun sebenarnya terjadi tren penurunan. Hal ini 
karena bidang PBB fokus terlebih dahulu untuk menangani BPHTB yang baru 
dialihkan ke Pemda. 


Tabel 6: Statistik Inferensia Hasil Pengujian Wilcoxon Penerimaan PBB-P2 Tepat 
Waktu Tahun 2010 dan 2011 TestStatistics 


Pe TA, Naas angan | dia 


z -,705» 
Asymp. Sig. (2-tailed) 481 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 


Penanganan PBB-P2 dengan dibentuknya bidang PBB setelah perubahan struktur 
menjadi DPPK menyebabkan perbedaan pengawasan terhadap desa/kelurahan. 
Tidak semua desa/kelurahan dapat diawasi mengingat bidang PBB masih baru 
terbentuk dan belum menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh. Efektivitas 
pengawasan yang kurang intensif tersebut dapat diukur melalui penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu pada beberapa desa/kelurahan yang tidak berbeda jauh 
antara yang meningkat dan menurun. Kebijakan pembentukan bidang PBB 
pada DPPK yang khusus menangani PBB-P2 tersebut terbukti cukup efektif 
mendongkrak penerimaan PBB-P2 tepat waktu, meskipun ada tren penurunan, 
walaupun apabila dibandingkan dengan prestasi lunas PBB-P2 tepat waktu 
seperti tahun-tahun sebelumnya, masih belum terjadi lagi sejauh ini. 


Analisis Perubahan Penerimaan PBB-P2 Tepat 
Waktu atas Pengalihan Pengelolaan dari KPP 
Pratama Tegal kepada DPPK Kabupaten Brebes 


Pengujian ini dilakukan karena pengalihan pengelolaan PBB-P2 secara utuh 
dan menyeluruh terjadi pada tahun 2014. Hal ini dimungkinkan menjadi salah 
satu penyebab terjadinya perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah 
pengalihan pengelolaan. 


Pengujian dengan menggunakan statistik inferensia juga dilakukan agar 
didapatkan hasil yang lebih akurat terkait signifikansi perubahan penerimaan 
yang diukur dari masing-masing desa/kelurahan yang sama, sehingga 
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didapatkan hasil yang cukup akurat karena hasil ini dapat mewakili daripada 
harus detail per NOP yang datanya sangat banyak. 


Penerimaan PBB-P2 yang semula ditangani oleh KPP Pratama Tegal, DPPK 
Kabupaten Brebes awalnya hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan. 
Mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya beralih ke DPPK 
Kabupaten Brebes. Jadi, tahun 2013 menjadi tahun terakhir bagi KPP Pratama 
Tegal dalam mengelola pemungutan PBB-P2. Perubahan penerimaan akibat dari 
pengalihan pengelolaan sepenuhnya ini akan dianalisis menggunakan teknik 
analisis kuantitatif statistik inferensia. Penerimaan tahun 2013 menjadi variabel 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu saat masih ditangani oleh KPP Pratama Tegal, 
dalam hal ini DPPK Kabupaten Brebes hanya sebagai perpanjangan tangannya. 
Penerimaan tahun 2014 menjadi variabel penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
sesudah ditangani penuh oleh DPPK Kabupaten Brebes. 


Tabel 7 menunjukkan hasil dari pengujian normalitas data penerimaan PBB-P2 
tepat waktu tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov- 
Smirnov. Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov tersebut, didapatkan 
hasil di mana nilai signifikansi penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 dan 
2014 adalah 0,000. Nilai signifikansi penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 
dan 2014 tersebut « a (0,05). Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kedua variabel penelitian yaitu penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 
dan 2014 memiliki distribusi data yang tidak normal. 


Tabel 7: Hasil Pengujian Normalitas Data Penerimaan PBB-P2 Tepat Waktu Tahun 2013 dan 2014 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 


PenPBB TP2013 PenPBB TP2014 
N 297 297 
Normal Parameters?” Mean 25916237,57 40403602,84 
Std. Deviation 33321412,789 39481000,677 
Most Extreme Differences | Absolute ,218 153 
Positive 151 139 
Negative -,218 -153 
Test Statistic ,218 153 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000s ,000s 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 
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Hasil uji wilcoxon atas dua variabel berpasangan (penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2013 dan 2014) disajikan pada Tabel 8 (statistik deskriptif) dan 
Tabel 9 (statistik inferensia). 


Interpretasi Hasil 

Dari Tabel 8 diketahui statistik deskriptif atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
tahun 2013 dan 2014. Negative Ranks menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu tahun 2013 lebih kecil daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 
2014 (PenPBB TP2013 « PenPBB TP2014). Besarnya angka yang ditunjukkan 
adalah banyaknya desa/kelurahan dengan penerimaan PBB-P2 tepat waktu 
tahun 2013 lebih kecil daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2014. 
Kontribusi penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 209 desa/kelurahan mengalami 
peningkatan, salah satu penyebabnya adalah karena terjadi pengalihan 
pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dari KPP Pratama Tegal kepada DPPK Kabupaten 
Brebes. Pengalihan pengelolaan ini ternyata dapat meningkatkan realisasi 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 209 desa/kelurahan, padahal tugas dan 
fungsi DPPK Kabupaten Brebes semakin bertambah, tidak lagi hanya sebagai 
perpanjangan tangan dalam mengawasi pemungutan PBB-P2, tetapi juga 
melakukan kegiatan pemungutan seutuhnya yaitu suatu rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek PBB-P2 yang terutang sampai 
kegiatan penagihan PBB-P2 kepada wajib pajak PBB-P2. 


Tabel 8: Statistik Deskriptif Hasil Pengujian Wilcoxon Penerimaan PBB-P2 Tepat 
Waktu Tahun 2013 dan 2014 - Ranks 


PenPBB TP2013 - PenPBB Negative Ranks 169,32 35387,00 


TP2014 Positive Ranks 96,20 8273,00 


Ties 


Total 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 


Positive Ranks menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 lebih 
besar daripada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2014 (PenPBB TP2013 
2 PenPBB TP2014). Besarnya angka yang ditunjukkan adalah banyaknya desa/ 
kelurahan dengan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 lebih besar dari- 
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pada penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2014. Dengan kata lain, kontribusi 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 86 desa/kelurahan mengalami penurunan, 
salah satu penyebabnya adalah karena terjadi pengalihan pengelolaan PBB-P2 
sepenuhnya dari KPP Pratama Tegal kepada DPPK Kabupaten Brebes. Sesudah 
pengalihan pengelolaan ternyata juga menyebabkan penurunan penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu dari 86 desa/kelurahan. Hal ini disebabkan pada masa 
peralihan pengelolaan tersebut tidak semua desa/kelurahan dapat dicakup 
pengawasan pemungutannya karena banyak hal administrasi maupun database 
PBB-P2 yang juga perlu diperbaiki oleh DPPK Kabupaten Brebes. 


Ties menunjukkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 sama dengan 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2014 (PenPBB TP2013 - PenPBB. 
TP2014). Besarnya angka yang ditunjukkan adalah banyaknya desa/kelurahan 
dengan penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 sama dengan penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu tahun 2014. Dengan kata lain, kontribusi penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu dari dua desa/kelurahan tetap sama, baik untuk tahun 
2013 maupun 2014. Sesudah pengalihan pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya oleh 
DPPK Kabupaten Brebes ternyata juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
PBB-P2 tepat waktu hanya untuk dua desa/kelurahan. 


Selanjutnya dari Tabel 9 yang berupa Test Statistic dapat diketahui statistik 
inferensia atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2013 dan 2014. Dari 
hasil olahan data tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel 
penelitian adalah 0,000. Nilai signifikansi tersebut « @« (0,05) menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan di antara dua variabel yang berpasangan 
(paired). Dengan kata lain, secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan 
atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 297 desa/kelurahan baik sebelum dan 
sesudah pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada Pemerintah Daerah Brebes. 


Tabel 9: Test Statistics? 


Z -9,245 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 


Sumber: DPPK Kabupaten Brebes (data diolah dengan SPSS 22) 


Dengan melihat hasil analisis tren penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 
2013 dan 2014, ada tren peningkatan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari 
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desa/kelurahan sesudah pengalihan pengelolaan PBB-P2. Kemudian dengan 
analisis kuantitatif statistik inferensia, hasil uji wilcoxon menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan di antara penerimaan PBB-P2 tepat waktu sebelum 
dan sesudah pengalihan pengelolaan. Maka, dapat disimpulkan pengalihan 
pengelolaan sepenuhnya PBB-P2 kepada DPPK sebagai salah satu penyebabnya 
dapat dikatakan efektif meningkatkan penerimaan PBB-P2 tepat waktu secara 
signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam Sasongko 
(2015) bahwa saat ditangani secara khusus, efektivitas pengawasan meningkat 
dan berdampak pada peningkatan total penerimaan wajib pajak orang pribadi. 
Namun dari sisi sesudah pengalihan pengelolaan, hasil analisis berbeda dengan 
penelitian Irmayanti (2015) bahwa kegiatan pembayaran PBB di Kota Tegal telah 
cukup baik, tetapi penagihan belum efektif karena kinerja UPPBB-P2 DPPKAD 
Kota Tegal menurun dibandingkan saat masih dikelola KPP Pratama Tegal. 


Perubahan pengelolaan PBB-P2 dengan dialihkannya pengelolaan sepenuhnya 
PBB-P2 kepada DPPK ternyata tidak mengurangi pengawasan terhadap desa/ 
kelurahan dan justru semakin intensif daripada ketika masih diawasi oleh DPPK, 
dalam hal ini bidang PBB belum beraktivitas sebanyak tugas dan fungsi seperti 
sekarang. Efektivitas pengawasan yang lebih intensif tersebut dapat diukur 
melalui peningkatan penerimaan PBB-P2 tepat waktu yang signifikan. Oleh 
karena itu, kebijakan peraturan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada DPPK 
Kabupaten Brebes tersebut terbukti efektif mendongkrak penerimaan PBB-P2 
tepat waktu. Walaupun dibandingkan dengan prestasi lunas PBB-P2 tepat waktu 
masih belum terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, melihat tren 
kenaikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2015, 
diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat lagi meraih prestasi lunas 
PBB-P2 sebelum jatuh tempo berakhir. 


Analisis Perbedaan Pengawasan terhadap Wajib Pajak 
PBB-P2 Akibat Perubahan Struktur Organisasi dan 
Pengalihan Pengelolaan 

Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 
menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah mulai 1 Januari 
2014, Pengelolaan dilakukan oleh DPPK Kabupaten Brebes. Selanjutnya, Perda 
Nomor 11 Tahun 2011 mengubah struktur organisasi pada DPPKAD menjadi 
DPPK dan membentuk bidang PBB dan BPHTB. Analisis dampak perubahan 
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struktur organisasi dan pengelolaan terhadap pengawasan atas pemungutan 
PBB-P2 tepat waktu dilakukan secara kualitatif agar diperoleh informasi yang 
tidak bisa diperoleh dengan analisis kuantitatif. 


Memfasilitasi Kepatuhan (Facilitating Compliance) 

Bird (2007) menyebutkan administrasi pajak perlu memperlakukan wajib pajak 
sebagai klien “tax payers more as clients” dengan memfasilitasi kepatuhan 
(facilitating compliance). Hal itu dilakukan antara lain dengan meningkatkan 
kualitas pelayanan, pemberian instruksi yang jelas, formulir yang dapat 
dimengerti pengisiannya, dan pemberian asistensi dan informasi yang 
diperlukan. Penelitian berfokus pada pemberian asistensi dan informasi 
yang diperlukan serta pemberian instruksi yang jelas. Hal ini terkait dengan 
upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempermudah wajib pajak 
PBB-P2 mematuhi peraturan perpajakan, apalagi setelah adanya pengalihan 
pengelolaan. 


a. Pemberian asistensi yang diperlukan 
Pemberian asistensi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan 
oleh petugas PBB-P2. Kegiatan ini akan memudahkan wajib pajak untuk 
mematuhi peraturan. Kegiatan asistensi juga penting dalam hal terdapat 
perubahan aturan pemungutan sehingga harus dilaksanakan oleh petugas, 
baik di kantor maupun di lapangan. 


Salah satu kegiatan asistensi yang dilakukan setelah pengalihan adalah 
melanjutkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Brebes yang telah ada sejak 
2014. Selain itu, bagi pabrik-pabrik yang nilai PBB terutangnya lebih besar 
dari dua juta rupiah didatangi langsung oleh petugas. Asistensi juga diberikan 
dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dengan menyarankan 
agar pelaporan setorannya ke BPD Jateng menggunakan Arsip Data Komputer 
(ADK) yang disimpan di flash disk sehingga pelaporan pembayarannya lebih 
praktis. Sebaliknya, pada saat sebelum pengalihan pengelolaan hanya berupa 
sosialisasi biasa dan sifatnya formalitas. 


b. Pemberian instruksi yang jelas 
Pemberian instruksi yang jelas berisi pemberian informasi hak dan 
kewajiban wajib pajak. Hal ini juga berguna untuk mengonfirmasi manfaat 
pendampingan yang telah diberikan. Konfirmasi atas kejelasan instruksi 
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dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami dan dapat 
memanfaatkan informasi yang diberikan sehingga kemudahan untuk patuh 
telah diberikan kepada wajib pajak. 


Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemberian instruksi yang jelas 
dilakukan antara lain dengan berita acara realisasi yang dibuat petugas 
pungut yang langsung merespons untuk membayar setelah ditagih. Selain 
itu, bisa melalui telepon atau datang langsung ke lokasi untuk menemui 
mantri pajak atau koordinator pajak. Konfirmasi dari manfaatnya seperti 
lebih praktis dalam pembayaran PBB-P2 dan bisa cepat langsung dapat bukti 
pembayaran. Sebaliknya, sebelum pengalihan pengelolaan, masih manual 
dalam mengonfirmasi terkait pemungutan PBB-P2 atas pemberian instruksi 
yang jelas. Adanya konfirmasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator 
untuk memastikan adanya kemudahan bagi setiap wajib pajak untuk dapat 
mengikuti perubahan instruksi terkait pengalihan pengelolaan PBB-P2 
kepada Pemda Brebes. 


. Peningkatan kualitas pelayanan 


Peningkatan pelayanan merupakan faktor kunci facilitating compliance 
yang akan berdampak pada kemudahan wajib pajak untuk patuh dan pada 
akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan. Hal ini berkaitan dengan 
cara apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
wajib pajak PBB-P2. 


Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait peningkatan 
kualitas pelayanan, diuraikan bahwa sesudah pengalihan pengelolaan, sering 
berkomunikasi dengan mantri pajak, koordinator pajak, dan perangkat desa 
yang lain untuk mengakomodir apa yang ingin ditingkatkan dalam pelayanan 
pemungutan pembayaran PBB-P2. Selain itu, adanya perbaikan dari peta objek 
pajaknya, di mana tiap tahun ada target 10-15 desa/kelurahan yang akhirnya 
mempunyai data peta yang lengkap agar ke depan proses mutasi menjadi 
mudah. Ruangan untuk pengarsipan berkas wajib pajak PBB-P2 juga sangat 
diperlukan agar berkas-berkas tersebut tersusun rapi, tidak berantakan 
di pojok-pojok ruangan. Personel yang benar-benar mahir dalam ilmu PBB 
juga perlu ditambah, walaupun di DPPK sebenarnya ada cukup personel tetapi 
kurang keahliannya. Sebaliknya, sebelum pengalihan, pengelolaan berupa 
pemberian penghargaan dan jasa atas prestasi lunas PBB kepada desa atau 
kecamatan. 
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Terdapat beberapa peningkatan kualitas pelayanan yaitu rencana perbaikan 
peta objek, pembenahan ruang gedung PBB-P2, dan tambahan personel. Oleh 
karena itu, apabila ini tidak dipenuhi oleh DPPK, khususnya bidang PBB, akan 
terjadi penurunan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terjadi sesudah 
pengalihan pengelolaan tersebut, yang dapat menghambat kemudahan wajib 
pajak PBB-P2 untuk patuh terhadap perubahan pelayanan terkait pengalihan 
pengelolaan. Apabila penambahan personel tidak memungkinkan, sebaiknya 
personel yang sudah ada sekarang rutin diikutkan pendidikan/pelatihan 
penilaian PBB yang berijazah/bersertifikat. Perlu juga dipertahankan 
pemberian hadiah lunas bagi wajib pajak yang patuh dengan membayar 
PBB-P2 tepat waktu untuk diikutkan undian berhadiah. 


Dalam laporan hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 oleh tim asistensi DJPK disebutkan bahwa untuk meningkatkan 
tingkat pemungutan pajak, salah satu caranya adalah dengan melekatkan 
PBB bersama jenis pajak lainnya yang bersifat pokok seperti rekening air, 
pengajuan SIM, rekening listrik, izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan 
izin pengajuan lainnya. DPPK Kabupaten Brebes dapat mempertimbangkan 
hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Hal lainnya yang perlu 
dipertimbangkan oleh DPPK Kabupaten Brebes adalah merujuk success story 
pengelolaan PBB-P2 di Kota Samarinda, di mana dalam pendistribusian 
SPPDT/SPPT yang disampaikan kepada wajib pajak setiap lembarnya 
diberikan insentif sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah). 


Mengawasi Kepatuhan (Monitoring Compliance) 

Seksi penagihan dan pelaporan pada bidang PBB dan BPHTB memiliki tugas 
untuk melakukan pengawasan pemungutan PBB-P2 tepat waktu. Jika menurut 
hasil pengawasan seksi penagihan dan pelaporan ternyata ditemukan adanya 
tunggakan PBB-P2 dari wajib pajak, maka dapat dilakukan tindakan penagihan. 
Pengawasan kepatuhan (monitoring compliance) wajib pajak dilakukan 
melalui pengembangan dan pemeliharaan database wajib pajak PBB-P2, sistem 
informasi yang mencakup wajib pajak PBB-P2 dan pihak-pihak yang terkait, 
serta mendeteksi dan menindaklanjuti wajib pajak PBB-P2 yang tidak membayar 
PBB-P2 tepat waktu. Yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan untuk 
memastikan seksi penagihan dan pelaporan dalam melakukan pengawasan 
pemungutan PBB-P2 tepat waktu. 
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a. Pengembangan dan pemeliharaan database wajib pajak PBB-P2 
Database wajib pajak sangat membantu petugas pajak dalam mengenali usaha 
dan perilaku wajib pajak (knowing your taxpayers) yang diawasi kepatuhannya. 
Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan database wajib pajak 
PBB-P2 merupakan cara yang harus dilakukan oleh petugas PBB terutama untuk 
mengetahui kondisi terkini dari wajib pajak. Selain itu, pengembangan dan 
pemeliharaan database wajib pajak PBB-P2 tersebut juga dapat mempermudah 
pelaksana seksi penagihan dan pelaporan dalam melakukan pengawasan terkait 
pembayaran PBB-P2 tepat waktu. 


Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai pengembangan 
dan pemeliharaan database wajib pajak PBB-P2, diuraikan sesudah pengalihan 
pengelolaan antara lain dengan cara memutakhirkan data misalnya melalui 
kegiatan pendataan ulang dan pemetaan di beberapa desa/kelurahan. Selain itu, 
pengembangan yang dilakukan hanya sebatas kustomisasi dan penambahan 
modul, untuk pemeliharaan database dilakukan dengan cara backup data 
harian dan backup data tahunan. Setiap tahun selalu dianggarkan perawatan 
sistem atau peralatannya apabila terdapat kerusakan. Sebaliknya, sebelum 
pengalihan pengelolaan, DPPK Kabupaten Brebes menggunakan database 
dari KPP Pratama Tegal sehingga tidak dapat melakukan pemeliharaan dan 
pengembangan. 


Sebelum pengalihan pengelolaan, DPPK Brebes belum mempunyai sistem 
database. DPPK Brebes hanya mengikuti database yang diberikan oleh 
KPP Pratama Tegal dalam bentuk softcopy data spreadsheet atau hardcopy 
dokumen. Perbedaan pengembangan dan pemeliharaan database ini 
menambah beban pekerjaan petugas PBB, sehingga fokus mereka bercabang: 
antara untuk menagih piutang PBB-P2, tetapi datanya kurang valid atau 
untuk memutakhirkan database dalam artian pendataan ulang atau kegiatan 
penilaian. Hal tersebut akan mempersulit seksi penagihan dan pelaporan 
dalam mengawasi pembayaran PBB-P2 tepat waktu. Untuk itu DPPK Kabupaten 
Brebes dapat mempertimbangkan teori menurut Sjoguist (2005) bahwa untuk 
meningkatkan efektivitas PBB jangka waktu antarpenilaian tanah perlu 
disingkat agar penerimaan pajak bertumbuh dan menghindari masalah yang 
mungkin timbul karena terjadinya peningkatan nilai pasar. Kegiatan penilaian 
berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan database. 


PERPAJAKAN 


b. Sistem informasi yang mencakup wajib pajak PBB-P2 dan pihak-pihak 
yang terkait 


Selain dengan mengembangkan dan memelihara database wajib pajak 
PBB-P2, petugas PBB juga perlu mengetahui pihak-pihak yang berhubungan 
dengan wajib pajak PBB-P2. Dari pihak-pihak yang berhubungan dengan wajib 
pajak tersebut, seksi penagihan dan pelaporan dapat mengetahui mana-mana 
saja oknum petugas desa yang curang atau mana saja wajib pajak PBB-P2 yang 
tidak patuh atau menunggak PBB-P2. Sistem informasi, pihak terkait, dan 
perilaku penggunaan sistem informasitersebut, ketiganya penting. 


Berdasarkan hasil wawancaratentang sistem informasi wajib pajak PBB-P2 dan 
pihak-pihak yang terkait, dikatakan bahwa sesudah pengalihan pengelolaan, 
Cash Management System (CMS) BPD Jateng mengontrol pembayaran tiap NOP 
secara lebih update, tetapi belum secara real time. Melaluinya, laporan dibuat 
oleh seksi penagihan untuk dapat mengetahui desa/kelurahan penunggak 
PBB-P2. Meski demikian, laporan bulanan CMS dari BPD Jateng lebih cepat 
diperoleh jika dibandingkan dengan proses DPPK memberikan laporan ke 
camat dan ke desa. 


Sebelum pengalihan, pengelolaan dilakukan dengan mengikuti sistem dari 
KPP Pratama Tegal, dan laporan manual harus menunggu dari desa ke camat, 
lalu baru diteruskan ke DPPK. Dengan adanya Cash Management System (CMS) 
BPD Jateng, kontrol pembayaran tiap NOP dapat dilakukan lebih mutakhir 
meski belum real time. Alur laporan pun kini berbalik, yang mulanya desa/ 
kelurahan meminta informasi tentang tunggakan, kini petugas PBB cukup 
membuka aplikasi CMS. 


Sesuai penjelasan sebelumnya, aplikasi CMS cukup membantu seksi penagihan 
dan pelaporan dalam mengawasi pembayaran PBB-P2 tepat waktu. Namun, 
perlu juga dibuat sistem informasi yang benar-benar mencakup wajib pajak 
PBB-P2 dengan pihak-pihak terkait agar nantinya dipergunakan dalam 
hal pengenaan PBB-P2 yang lebih benar sesuai dengan fakta di lapangan. 
Maka, tidak ada wajib pajak PBB-P2 yang dirugikan apabila data yang diolah 
kurang valid atau dalam hal ini dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 jika 
memang fakta yang sebenarnya adalah pengenaan PBB-P2 lebih besar dari 
yang sebelumnya. 
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c. Mendeteksi dan menindaklanjuti wajib pajak yang tidak membayar 

PBB-P2 tepat waktu 

Dengan kontrol NOP yang dapat dilihat di CMS, tindak lanjut penunggak 
PBB-P2 berkriteria kecil diserahkan kepada petugas desa. Penunggak PBB-P2 
besar lebih diutamakan aksi deteksi dan tindak lanjut. Ketika terdapat 
keluhan, perangkat desa meneruskannya secara vertikal ke kecamatan hingga 
sampai di DPPK, selanjutnya DPPK menindaklanjuti. Target triwulanan dan 
realisasi penerimaan per desa dipantau lalu koordinasikan dengan Kejaksaan 
Negeri Brebes, untuk kemudian dijadwalkan kunjungan lapangan. Kejaksaan 
Negeri Brebes didampingi oleh pejabat eselon IV atau III. Dahulu, sebelum 
pengalihan pengelolaan, deteksi dan tindak lanjut tunggakan PBB-P2 sangat 
tergantung data yang dibuat perangkat desa. 


Pascapengalihan, deteksi dapat dilakukan melalui bantuan aplikasi CMS 
dengan skala prioritas wajib pajak PBB-P2 besar dan menggalang perangkat 
desa. Tindak lanjut, DPPK menagih ke lapangan dengan bekerja sama 
dengan Kejaksaan Negeri Brebes. Rapat rutin gelar progress realisasi target 
penerimaan PBB-P2 dalam waktu 1 atau 2 minggu sekali perlu dilakukan 
oleh segenap petugas di bidang PBB yang diawasi kepala DPPK agar dapat 
mendeteksi dan menindaklanjuti penunggak. 


Menangani Ketidakpatuhan (Dealing with 
Noncompliance) 

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan, administrasi pajak harus mampu 
menangani ketidakpatuhan yangterjadi dengan membentuksistem pendeteksian 
risiko ketidakpatuhan dan menerapkan hukuman atas ketidakpatuhan yang 
terjadi. Di sini yang dimaksudkan adalah, apa kebijakan untuk memastikan 
seksi penagihan dan pelaporan dapat menemukan dan menindaklanjuti 
ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2. 


a. Sistem pendeteksian risiko ketidakpatuhan 
Berdasarkan hasil wawancara, deteksi risiko ketidakpatuhan setelah 
pengalihan belum dilakukan secara sistem. Deteksi masih dilakukan secara 
manual, misalnya lewat surat pernyataan yang dibuat oknum pamong nakal, 
tetapi tidak ditindaklanjuti. Analisis risiko dilakukan terutama pada data 
PBB-P2 tahun 2014 dan 2015 karena dianggap lebih valid. 
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DPPK memantau para wajib pajak besar, tetapi tidak atas seluruh wajib 
pajak karena data dari pelimpahan KPP Pratama Tegal belum valid. Dapat 
juga melihat di CMS, juga dengan melihat dari pamong yang mempunyai 
target penerimaan, karena itu tinggal mengumpulkan para pamongnya dan 
mengonfirmasi berapa tunggakan PBB-P2-nya. Sebaliknya, sebelum pengalihan, 
sistem pendeteksian risiko juga belum ada sehingga masih dilakukan manual 
dari laporan perangkat desa. 


Analisis risiko dilakukan secara sederhana dengan mengamati data tunggakan 
dari aplikasi CMS. Hal tersebut terutama atas data setelah 2014. Atas data dari 
tahun-tahun sebelumnya, masih manual dengan menunggu laporan per- 
tanggungjawaban dari perangkat desa. Karena itu, untuk ke depan, DPPK 
Kabupaten Brebes perlu membuat sistem pendeteksian risiko ketidakpatuhan. 


b. Penerapan hukuman atas ketidakpatuhan 
Penerapan hukuman atas ketidakpatuhan setelah pengalihan pengelolaan 
diarahkan kepada tindakan hukum dengan kerja sama dengan Kejaksaan 
Negeri Brebes untuk menekan oknum pamong yang nakal. Hukuman lain yang 
dapat diberikan adalah penghentian sementara pencarian dana desa atau 
honor pemungutan. Sebelum pengalihan pengelolaan, belum ada tindakan 
hukum terhadap ketidakpatuhan. 


Tindakan ini serupa dengan kisah sukses pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten 
Way Kanan, adanya sanksi kepada lurah/kepala kampong yang sangat rendah 
pencapaian realisasi PBB-P2 berupa penundaan pencarian dana rutin bagi 
kelurahan/kampong. Karenanya, perlu dipertimbangkan penambahan tempat 
pembayaran PBB-P2 pada setiap kecamatan. Hal ini serupa dengan kisah 
sukses pengelolaan PBB-P2 pada Kabupaten Bantul yang memudahkan akses 
pembayaran bagi wajib pajak. Hal ini juga meminimalisir kenakalan perangkat 
desa yang menggunakan uang titipan setoran dan menunda penyetorannya 
sampai ditagih oleh DPPK yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Ke 
depan perlu juga dilakukan shock therapy dengan melaporkannya kepada 
pihak kepolisian agar hal yang sama tidak terulang kembali pada tahun-tahun 
yangakan datang. 


Berdasarkan analisis perbedaan pengawasan, terlihat sesudah pengalihan 
pengelolaan PBB-P2 ke Pemda Brebes, terdapat perbedaan pada memfasilitasi 
kepatuhan (facilitating compliance), mengawasi kepatuhan (monitoring 
compliance), dan menangani ketidakpatuhan (dealing with non-compliance). 
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Untuk memfasilitasi kepatuhan, pemberian asistensi yang diperlukan masih 
sama melalui sosialisasi pada awal tahun. Konfirmasi atas pemberian instruksi 
juga masih sama melalui berita acara realisasi, telepon dengan perangkat desa, 
atau datang langsung ke desa/kelurahan. Perbedaan lain sesudah pengalihan 
pengelolaan adalah administrasi yang menjadi lebih tertib. Selanjutnya 
mengenai peningkatan kualitas pelayanan masih sama dengan adanya hadiah 
undian lunas PBB-P2 tepat waktu kepada desa atau kecamatan. Sesudah 
pengalihan pengelolaan, ada juga perbaikan peta objek pajak yang nantinya 
akan mempermudah proses mutasiPBB-P2. 


Untuk yang mengawasi kepatuhan, sesudah pengalihan pengelolaan karena 
sudah mengelola database sendiri, pengembangan yang dilakukan hanya 
sebatas kustomisasi dan pemeliharaan database dengan cara backup data 
setiap harinya. Selain itu, sesudah pengalihan pengelolaan, setidaknya sudah 
ada semacam sistem informasi yang mencakup wajib pajak PBB-P2 dan pihak 
terkait yaitu menggunakan Cash Management System (CMS) milik BPD Jateng 
sebagai kontrol pembayaran tiap NOP. Selanjutnya, pendeteksian wajib pajak 
yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu masih menggunakan cara manual 
melalui laporan dari desa dan diutamakan kepada wajib pajak yang besar nilai 
terhutangnya. 


Untuk yang menangani ketidakpatuhan, sesudah pengalihan pengelolaan 
masih belum ada sistem pendeteksian risiko ketidakpatuhan, di mana masih 
manual juga dari laporan perangkat desa, tetapi dengan bantuan aplikasi CMS. 
Selanjutnya sesudah pengalihan pengelolaan, sudah mulai ada tindakan hukum 
atas ketidakpatuhan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Brebes untuk 
menekan para perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB-P2 dari 
warga agar segeramembayar. 
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SIMPULAN 


Berdasarkan analisis kuantitatif terkait perbedaan penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu pada Pemda Brebes sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan, dapat 
ditarik beberapa simpulan. Pertama, tren perkembangan penerimaan PBB-P2 
tepat waktu berfluktuasi. Untuk tahun 2011-2013, penerimaan PBB-P2 tepat 
waktu, relatif rendah. Setelah pengalihan, tahun 2014 dan 2015, tren realisasi 
penerimaan PBB-P2 tepat waktu meningkat tajam pada tahun-tahun tersebut 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada akhir tahun, 
terjadi peningkatan tajam realisasi penerimaan PBB-P2 untuk tahun 2010-2015 
yang mendekati target ketetapan pokok. Efektivitas realisasi PBB-P2 tepat waktu 
dengan menggunakan metode perbandingan antara realisasi dengan target, 
ditemukan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 tepat waktu tahun 2012 dan 
2013 cukup efektif (255 s.d. 5096), sedangkan tahun 2010, 2011, 2014, dan 2015 
lebih efektif (50x s.d. 754). 


Kedua, berdasarkan analisis peranan pengawasan dengan membandingkan 
persentase target dan realisasi per triwulan setiap tahunnya, kesimpulannya, 
untuk Triwulan I yang ditargetkan 1586, rata-rata realisasinya dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014 masih jauh yaitu di bawah 596. Untuk Triwulan II 
yang ditargetkan 404 pada tahun 2010-2014 dan 604 pada tahun 2015, rata- 
rata realisasinya dari tahun 2010-2013 masih jauh yaitu sekitar 254 dan dengan 
tren penurunan, meskipun tahun 2013 naik lagi. Untuk Triwulan III, yang 
ditargetkan 7556 pada tahun 2010-2014 dan 804 pada tahun 2015, tetapirata-rata 
realisasinya dari tahun 2011-2013 masih jauh dari target dibandingkan dengan 
realisasi Triwulan III tahun 2010 yang hampir mendekati targetnya. Untuk 
Triwulan IV yang semuanya ditargetkan 10096, hanya tahun 2010 dan 2015 
yang melampauinya. Secara umum, tahun 2012 dan 2013 yang paling kurang 
pengawasan triwulanannya karena selisih persentase yang cukup besar antara 
realisasi dengan targetnya, yaitu kisaran -154 s.d. -409 setiap triwulannya. 


Ketiga, berdasarkan analisis kualitatif terkait perbedaan pengawasan 
pemungutan PBB-P2 atas penerimaan PBB-P2 tepat waktu pada Pemda Brebes 
sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan, terdapat perbedaan pada 
memfasilitasi kepatuhan yaitu dengan adanya sosialisasi terkait kepraktisan 


IYA 
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pelaporan setoran PBB ke bank, administrasi yang lebih tertib, rencana 
perbaikan peta objek pajak, pembenahan ruang gedung PBB-P2, dan adanya 
tambahan personel. 


Keempat, terdapat perbedaan pada pengawasan kepatuhan yaitu pengembangan 
yang dilakukan hanya sebatas kustomisasi dan pemeliharaan database dengan 
cara backup data setiap harinya. Selain itu, belum ada sistem untuk mendeteksi 
wajib pajak PBB-P2 yang tidak membayar tepat waktu, sementara CMS 
sebenarnya hanya diperuntukkan kebutuhan maintenance data di BPD Jateng 
dengan DPPK. Selanjutnya, pendeteksian tersebut masih menggunakan cara 
manual yaitu melalui laporan dari desa dan diutamakan kepada wajib pajak yang 
besar nilai terhutangnya. Terdapat perbedaan pada penanganan ketidakpatuhan 
yaitu belum adanya sistem untuk mendeteksi risiko ketidakpatuhan, di mana 
masih manual juga dari laporan perangkat desa, tetapi dengan bantuan aplikasi 
CMS. Tindakan penerapan hukuman juga belum dilaksanakan, kerja sama 
dengan Kejaksaan Negeri Brebes hanya sebatas menakut-nakuti oknum WP 
PBB-P2 yangnakal. 
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Dalam kurun waktu tahun 2011-2016, realisasi penerimaan pajak Indonesia 
tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah 
karena adanya penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana pengaruh environmental uncertainty terhadap penghindaran pajak 
serta bagaimana managerial ability memengaruhi hubungan antara kedua 
variabel tersebut. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2012-2016, di mana sampel dipilih menggunakan 
teknik purposive sampling untuk kemudian dilakukan analisis regresi linear 
berganda. Penghindaran pajak diukur menggunakan dua proksi yaitu Book 
Effective Tax Rate (BETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa environmental uncertainty memiliki pengaruh signifikan 
dan negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi BETR, serta tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR. Sementara 
itu, managerial ability mampu memperkuat hubungan antara environmental 
uncertainty terhadap penghindaran pajak, baik yang menggunakan proksi 
BETR maupun CETR. 


Kata kunci: pajak, penghindaran pajak, environmental  uncertainty, 
managerial ability 


Klasifikasi JEL: H26, D81 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


PENDAHULUAN 


Sumber pendapatan untuk mendanai belanja negara pada APBN terdiri atas 
penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Amir (2014) menyatakan bahwa 
dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan pajak jauh lebih banyak 
dibanding kontribusi penerimaan bukan pajak. Realisasi penerimaan pajak 
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mencapai target yang 
telah ditetapkan. Sebagaimana yang tersaji pada Gambar 1, persentase realisasi 
penerimaan pajak berkisar antara 83,3-99,59. Realisasi penerimaan tertinggi 
dalam rentang waktu tersebut dicapai pada tahun 2011, yaitu sebesar 99,55. 
Namun, realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan semenjak tahun 
2011 hingga tahun 2015. Bahkan pada tahun 2015, realisasi hanya mencapai 
83,34. Pada tahun 2016 terdapat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, 
tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 0,296. 


Rendahnya realisasi penerimaan disebabkan oleh permasalahan yang telah 
terjadi selama bertahun-tahun. Permasalahan tersebut disebabkan oleh 
beberapa hal, di antaranya adalah tingginya praktik penghindaran pajak (tax 
avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh wajib 
pajak badan dan pribadi (Maftuchan & Saputra, 2014). Besley dan Persson (2014) 
juga menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya 
kinerja penerimaan pajak pada negara berkembang adalah adanya aktivitas 


penghindaran pajak. 
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Gambar 1: Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2016 
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
menyebabkan penghindaran pajak, terutama yang dilakukan oleh perusahaan. 
Faktor yang telah diteliti di antaranya, kepemilikan perusahaan (Chen, et al., 
2010), insentif (Desai dan Dharmapala, 2006), eksekutif perusahaan (Dyreng, 
et al., 2010), paten dan kesuksesan riset (Gao, et al., 2016), risiko perusahaan 
(Guenther, et al., 2016), siklus hidup perusahaan (Hasan, et al., 2016), dan 
managerial ability (Francis, et al., 2015). 


Selama ini kebanyakan penelitian masih berfokus pada bagaimana faktor internal 
perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Huang, et al. (2017) 
melakukan penelitian mengenai bagaimana faktor eksternal yaitu bagaimana 
environmental uncertainty dapat memengaruhi penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan. Volatilitas dari penjualan perusahaan sebagai proksi 
untuk mengukur environmental uncertainty yang dihadapi perusahaan, semakin 
tinggi nilai volatilitas penjualan maka semakin besar uncertainty yang dihadapi 
perusahaan (Huang, et. al, 2017). Penelitian menyimpulkan perusahaan dengan 
environmental uncertainty yang tinggi cenderung melakukan penghindaran 
pajak yang lebih tinggi. Huang, et al. juga memasukkan managerial ability 
sesuai penelitian Francis, et al. (2015), sebagai variabel independen serta variabel 
moderator. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa hubungan antara environmental 
uncertainty dan penghindaran pajak menjadi semakin lemah jika perusahaan 
memiliki managerial ability yang baik. 


Gambar 2 adalah data environmental uncertainty masing-masing sektor pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 
2012-2106. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwaperusahaan yang berada di 
sektor health care atau pelayanan kesehatan merupakan sektor yang mengalami 
uncertainty tertinggi, sedangkan perusahaan pada sektor tobacco manufacturers 
menghadapi uncertainty yang paling rendah. 
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Gambar 2: Environmental Uncertainty Tiap Sektor Industri Perusahaan BEI 
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan BEI 


Menurut Huang, et al. (2017), perusahaan dengan environmental uncertainty 
cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilihat dari nilai Effective Tax 
Rate (ETR) perusahaan di mana ETR yang rendah mengindikasikan penghindaran 
pajak yang tinggi. Kondisi berbeda terjadi di Indonesia, di mana perusahaan dalam 
sektor industri memiliki uncertainty tinggi, tetapi nilai ETR juga tinggi. Terlihat 
pada Gambar 3, rata-rata nilai ETR pada perusahaan yang berada di sektor cement 
lebih rendah daripada perusahaan pada sektor food and beverages. Sesuai data 
pada Gambar 2, sektor food and beverages berada dalam uncertainty yang lebih 
tinggi dibandingkan sektor cement, dan seharusnya perusahaan dalam sektor food 
and beverages memiliki penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan sektor 
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cement. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Terdapat perbedaanantarahasil 
penelitian Huang, et al. (2017) dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut 
dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain keadaan environmental uncertainty 
di Indonesia tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, atau 
manajer perusahaan tersebut mungkin memiliki kemampuan manajerial yang baik 
sehingga mampu mengatasi situasi environmentaluncertainty. 
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Gambar 3:Perbandingan Rata-Rata ETR Sektor Cement dan FoodandBeverages 
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan BEI 


Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menemukan adanya perbedaan 
antara hasil penelitian terdahulu dan fakta yang terjadi. Terdapat dua masalah 
penelitian. Pertama, apakah environmental uncertainty memiliki pengaruh 
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kedua, apakah managerial 
ability mampu memoderasi pengaruh environmental uncertainty terhadap 
penghindaran pajak perusahaan. 


Terdapat dua tujuan penelitian. Pertama, mengetahui pengaruh environmental 
uncertainty terhadap penghindaran pajak perusahaan. Tujuan kedua adalah 
mengetahui pengaruh managerial ability dalam memoderasi hubungan 
environmental uncertainty terhadap penghindaran pajak perusahaan. 
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KERANGKA TEORETIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 


Penghindaran Pajak 

Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan teori penghindaran pajak 
merupakan hubungan principal-agent (principal-agent-pemerintah) dan 
berpotensi menimbulkan masalah keagenan. Terdapat perbedaan pandangan 
antara masing-masing individu dalam mendefinisikan seberapa agresif suatu 
perilaku untuk dapat disebut sebagai penghindaran pajak. Hanlon dan Heitzman 
(2010) menyatakan bahwa tidak ada suatu definisi yang dapat diterima secara 
universal untuk menjelaskan mengenai penghindaran pajak atau agresivitas 
pajak. 


Secara luas, penghindaran pajak merefleksikan seluruh transaksi yang berdam- 
pak terhadap kewajiban pajak perusahaan, definisi yang digunakan sangat luas, 
yaitu tindakan yang mengurangi beban pajak melalui tindakan yang legal atau 
melalui tindakan yang agresif, tidak patuh, atau menggelapkan pajak (Hanlon 
dan Heitzman, 2010). Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) mendefinisikan 
penghindaran pajak sebagai segala sesuatu yang mengurangi tingkat tarif pajak 
efektif. Sementara, Chen, et al. (2010) berpendapat bahwa penghindaran pajak 
mencakup kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin jatuh ke 
wilayah abu-abu (grey area) dan kegiatan ilegal. 


Lee, Dobiyanski, dan Minton (2015) mencoba memisahkan definisi tindakan 
mengurangi kewajiban pajak sebagaitax evasion dan tax avoidance. Penggelapan 
pajak (tax evasion) adalah tindakan meminimalisasi beban pajak secara ilegal, 
sedangkanpenghindaran pajak (tax avoidance) adalah tindakan meminimalisasi 
beban pajak secara legal. Meskipun dilakukan secara legal, Kessler (1988) 
dalam Slamet (2007) mengungkapkan tindakan penghindaran pajak dilakukan 
dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang (the 
intention of parliament). 


Dalam penelitian Huang, et al. (2017), yang menjadi rujukan utama penelitian 
ini, penghindaran pajak menggunakan definisi dari Hanlon dan Heitzman 
(2010). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap pengurangan pajak 
secara eksplisit per dolar dari laba akuntansi sebelum pajak. 
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Environmental Uncertainty 

Huang, et al. (2017) menyatakan environmental uncertainty merupakan konsep 
inti dalam manajemen dan teori organisasi. Konsep environmental uncertainty 
mengacu pada derajat atau variabilitas dari perubahan aktivitas lingkungan yang 
relevan dengan operasi organisasi, seperti ketidakpastian tindakan pelanggan, 
pemasok, pesaing, dan regulator di mana probabilitas tidak dapat diterapkan 
karena perubahan yang terus-menerus. Milliken (1987) menyimpulkan 
bahwa environmental uncertainty menggambarkan: 1) ketidakmampuan untuk 
memprediksi kemungkinan peristiwa di masa depan (Duncan, 1972: Pennings, 
1981: Pfeffer dan Salancik, 1978): 2) kurangnya informasi untuk memprediksi 
hubungan sebab-akibat (Duncan, 1972: Lawrence dan Lorsch, 1967), dan 3) 
ketidakmampuan untuk memprediksi hasil keputusan (Downey dan Slocum, 
1975: Duncan, 1972: Hickson, et al., 1971: Schmidt dan Cummings, 1976). 


Huang, et al. (2017) menyimpulkan terdapat beberapa respons manajer dalam 
beradaptasi dengan environmental uncertainty, di antaranya: 1) desentralisasi, 
yaitu mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer level 
bawah (Alexander, 1991): 2) mengalokasikan lebih banyak sumber daya terhadap 
aktivitas yang meningkatkan efektivitas pasar eksternal (Cheng dan Kesner, 
1997): 3) meningkatkan budgetary slack (Dunk dan Nouri, 1998: Davila dan 
Wouters, 2005): 4) menggunakan discretionary accruals dalam rangka manajemen 
laba (Ghosh dan Olsen, 2009). Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa 
environmental uncertainty secara signifikan meningkatkan aktivitas perencanaan, 
yang dapat membantu manajer untuk menghadapi keadaan tersebut. 


Tax planning merupakan komponen utama dalam perencanaan, karena pajak 
merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan mengurangi kekayaan 
pemegang saham (Chen, et al., 2010). Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan 
bahwa aktivitas tax planning perusahaan sangat terkait dengan penghindaran 
pajak karena perusahaan mendapat insentif untuk mengurangi pajak. Rego 
(2003) menyatakan bahwa tax planning cenderung mendorong penghindaran 
pajak. Selain itu, Ghosh dan Olsen (2009) menyatakan bahwa lingkungan yang 
sering berubah mengakibatkan manajer akan mencari kesempatan untuk lebih 
menghemat biaya agar dapat menyeimbangkan arus kas dan menampilkan 
image perusahaan yang tidak terlalu berisiko sehingga terdapat indikasi 
bahwa manajer akan terdorong untuk melakukan penghematan biaya melalui 
penghindaran pajak dalam keadaan environmental uncertainty. 
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Managerial Ability 

Demerjian, Lev, dan McVay (2012) menyatakan bahwa karakteristik manajer 
(kemampuan, bakat, reputasi, atau gaya manajerial) dapat memengaruhi 
outcome kegiatan perusahaan sehingga menjadi topik penting untuk dibahas. 
Dalam keadaan environmental uncertainty manajer memiliki peranan yang 
penting karena mereka harus mengetahui bagaimana menggunakan diskresi 
dan fleksibilitas untuk beradaptasi (Ghosh dan Olsen, 2009). Menurut Demerjian, 
Lev dan Mcvay (2012), manajer yang lebih cakap memiliki pemahaman yang 
lebih baik terhadap teknologi dan tren industri pasar, melakukan investasi pada 
proyek dengan nilai yang lebih tinggi, dan membimbing pegawainya supaya 
dapat bekerja secara efisien. 


Perusahaan yang menghadapi enviromental uncertainty 


Nouri, 1998, Davila and Wouters, 2005, Ghosh and Olsen, 
2009) 


akan membuat respon berupa perubahan strategi (Dunk dan 


Salah satu bentuk strategi atau respon adalah perencanaan 
anggaran dan keuangan 
(Davila & Wouters, 2005) 


Managerial ability berhubungan erat dengan 
managerial reputation (e.g., Fee and Hadlock, 
2003: Francis et al., 2008) 

Manajer yang memiliki kemampuan yang baik, 
cenderung memikirkan reputasi (Hirshleifer, 1993) 


Manajer merespon enviromental uncertainty 
dengan melakukan: desentralisasi (Alexander, 
1991) dan mengalokasikan sumber daya untuk 


meningkatkan efektivitas penjualan (Cheng and 
Kesner, 1997) 


Tax Planning merupakan komponen utama dalam 
perencanaan keuangan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 


2010) Moderasi 
Semakin baik managerial ability maka akan 
menurunkan perilaku oportunistik seperti 
penghindaran pajak (Francis et al., 2015) 


Tax Planning cenderung mendorong penghindaran pajak 
(Hanlon dan Heitzman, 2010: Rego, 2003) 


Gambar 4: Kerangka Berpikir 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 


Hasil penelitian Francis, et al. (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan 
yang kuat antara managerial ability dan effective tax rates, yang menggambarkan 
bahwa manajer yang lebih cakap akan lebih sedikit terlibat dengan praktik 
penghindaran pajak dibandingkan manajer yang kurang cakap. Berdasarkan 
landasan teori dan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat digambarkan 
alur pemikiran dan analisis pada penelitian ini. Alur tersebut ditunjukkan oleh 
Gambar 4. 
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Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan Huang, et al. (2017) 
dengan beberapa penyesuaian. Variabel yang akan diteliti pengaruhnya 
terhadap penghindaran pajak perusahaan adalah environmental uncertainty 
dan managerial ability. Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax 
Rates (ETR) yaitu Book ETR dan Cash ETR. Jika nilai ETR semakin kecil, maka 
terdapat kecenderungan perusahaan semakin melakukan penghindaran pajak. 
Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya serta sesuai dengan model 
penelitian yang digunakan, terdapat dua hipotesis pada penelitian ini, yang 
dijabarkan sebagai berikut. 


H1: environmental uncertainty berpengaruh negatif terhadap ETR. 


H2: hubungan antara environmental uncertainty dan ETR menjadi semakin 
lemah apabila managerial ability perusahaan semakin kuat. 


METODE PENELITIAN 


Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016. 
Penghitungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 
yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI sejak 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Walaupun data laporan keuangan yang 
diambil adalah data sejak tahun 2008, tetapi objek penelitian ini terbatas pada 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pengambilan data laporan keuangan 
sejak tahun 2008 disebabkan oleh adanya variabel environmental uncertainty 
yang membutuhkan data 4 tahun ke belakang, serta beberapa variabel lain pada 
model penelitian yang menggunakan lagged year sebagaimana model penelitian 
Huang, et al. (2017). 


Mengikuti Huang, et al. (2017) dengan beberapa penyesuaian, terdapat beberapa 
kriteria yang akan digunakan untuk memilih sampel perusahaan, sesuai tabel 
berikut. 


UYA 
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Kriteria Sampel 


perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) semenjak tahun 2008-2016: 

perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap dalam kurun waktu tahun 2008-2016: 
perusahaan tidak termasuk dalam sektor keuangan: 

perusahaan tidak termasuk dalam sektor yang mayoritas penghasilannya dikenakan PPh Final, 
perusahaan yang memiliki nilai laba sebelum pajak negatif. 

perusahaan yang memiliki beban pajak negatif atau pembayaran pajak negatif, 

perusahaan yang memiliki nilai ETR dalam rentang nilai 0 « ETR «1. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 


Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 


data laporan keuangan tahunan audited perusahaan-perusahaan yang telah 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2016. Peneliti memperoleh data laporan keuangan melalui laman 
resmi BEI pada situs www.idx.co.id, aplikasi Bloomberg Terminal, dan sumber 
lain yang sesuai dengan penelitian. 


Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan 
(TA) yang diukur langsung dari laporan keuangan perusahaan. Pengukuran 
penghindaran pajak menggunakan instrumen Effective Tax Rates (ETR) 
yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak 
perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan 
temporer (Chen, et al., 2010). ETR menunjukkan rata-rata pajak dari setiap rupiah 
penghasilan pada periode penelitian. ETR diukur dengan membandingkan beban 
pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak (Gupta dan Newberry, 
1997). 


Berdasarkan penelitian Huang, et al. (2017), penelitian ini akan menggunakan 
dua proksi dalam mengukur ETR, yaitu: 


1) Book ETR (BETR), dihitung dengan membagi beban pajak perusahaan 
yang terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba akuntansi 
sebelum pajak setelah dikurangi dengan special items (Dyreng, et al., 2010: 
Higgins, et al., 2015: Phillips, 2003: Rego, 2003: Huang, et al., 2017), dengan 
formula sebagai berikut. 


Cash Tax Paid, 


CETRe 5 ——b- 
€ Pretax Book Incomey, — Special Items:, 
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2) Cash ETR (CETR), diukur dengan membagi total pajak yang dibayar secara 
kas dengan laba akuntansi sebelum pajak setelah dikurangi dengan special 
items (Dyreng, et al., 2010), dengan formula sebagai berikut. 


| : » 
| (Si — Smeany 
9 —— 


5 


CV(S) — 
: Smean 

Penelitian ini akan menggunakan dua variabel independen, yaitu 
environmental uncertainty dan managerial ability. 


1. Environmental Uncertainty (EU) 


Proksi yang akan digunakan untuk mengukur environmental uncertainty adalah 
volatilitas penjualan karena proksi ini lebih baik dan lebih cocok digunakan 
untuk mengukur EU (Ghosh dan Olsen, 2009: Kren, 1992: Milliken, 1987). Untuk 
mengukur EU digunakan koefisien variasi (CV) dari penjualan yang dibandingkan 
dengan total aset. Rumus untuk menghitung EU adalah sebagai berikut. 


Total Income Tax Expense:, 


BET 2 ————— 
IE“ Pretax Book Income:, — SpecialItemsi, 


S adalah penjualan perusahaan yang dibandingkan dengan total aset pada tahun 
ke i, sementara S, adalah mean dari penjualan yang dibandingkan dengan 
total aset selama 5 tahun berjalan. CV dilakukan kalkulasi berdasarkan tahun 
dan jenis industri. Semakin besar nilai dari CV penjualan, menandakan semakin 


besar environmental uncertainty yang dihadapi oleh perusahaan. 


2. Managerial Ability (MASCORE) 


Penelitian ini menggunakan model pengukuran managerial ability yang 
diperkenalkan oleh Demerjian, Lev, dan McVay (2012). Dalam metode ini, 
managerial ability dipandang sebagai tingkat keahlian manajer dalam melakukan 
efisiensi sumber daya perusahaan. Efisiensi tersebut direfleksikan dari data- 
data laporan keuangan yang disajikan perusahaan. 


Terdapat dua tahapan langkah dalam mencari managerial ability. Tahap pertama 
yaitu mencari efisiensi pada tingkat perusahaan dengan pendekatan Data 
Envelopment Analysis (DEA) dalam industri yang sama. Skor DEA untuk perusahaan 
yang paling efisien adalah 1, dan selanjutnya disebut sebagai frontier. Semakin 
jauh jarak perusahaan dengan frontier maka semakin rendah pula skor efisiensi. 
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Merujuk pada penelitian Demerjian, Lev, dan McVay (2012), efisiensi relatif dari 
perusahaan diukur berdasarkan data dari BEI dengan menggunakan model DEA 
sebagai berikut. 


max 8 SALES 
v — U,COGS 4 v,SGNA 4 v3PPE 4 v,GWIL 4 v,INTAN 


Keterangan: 

SALES - penjualan 

COGS - beban pokok penjualan 

SGNA - beban penjualan, administrasi dan umum 
PPE - aset tetap 

GWIL - goodwill 

INTAN - aset tidak berwujud lainnya 


Setelah efisiensi perusahaan diukur dan diperoleh berupa skor DEA, tahap 
selanjutnya adalah mencari nilai residual dari regresi tobit terhadap skor DEA 
dan faktor karakteristik perusahaan dengan menggunakan model berikut. 


Keterangan: 

FE - skor efisiensi perusahaan yang diukur dengan DEA 

SIZE  - logaritma natural dari total aset 

MS - pendapatan perusahaan i dibagi total pendapatan industri per tahun 

FCF  - variabel dummy, diberi nilai 1 jika free cash flow lebih besar dari 0, 
nilai 0 jika sebaliknya 

AGE  - logaritma natural dari lama (tahun) perusahaan listing di Bursa Efek 


Indonesia pada akhir tahun t 


BUSEG - jumlah segmen usaha dalam perusahaan 


- 

AD 

'— 
1) 


nilai absolut dari jumlah keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang 
asing dibagi total pendapatan 


£ - nilai managerial ability, selanjutnya ditandai dengan kode MASCORE 
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Definisi operasional dan cara pengukuran variabel kontrol adalah sebagai 
berikut. 


SIZE adalah variabel kontrol yang menggambarkan pengaruh dari ukuran 
perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan. SIZE diukur dengan 
logaritma natural dari total aset. 


LEV adalah variabel kontrol untuk melihat kecenderungan tingginya utang 
terhadap upaya pengurangan pajak perusahaan. Makin tinggi rasio utang pada 
ekuitas menunjukkan lebih efisiennya perusahaan dalam mengurangi pajak 
perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). LEV diukur dengan membandingkan 
liabilitas jangka panjang pada lagged total asset. 


MTB adalah variabel kontrol yang menggambarkan kesempatan pertumbuh- 
an nilai perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). MTB diukur dengan 
membandingkan harga pasar dari ekuitas dengan nilai buku ekuitas, 


Variabel NOL dan CHNOL adalah variabel kontrol yang dimasukkan untuk 
mengetahui apakah perusahaan memanfaatkan tax benefit yang berasal dari 
tax loss carry forward. NOL merupakan variabel dummy keberadaan tax loss 
carry forward pada suatu perusahaan dan periode tertentu. NOL bernilai 1 jika 
memiliki loss carry forward dan bernilai Ojika tidak ada loss carry forward pada 
kondisi awal tahun. Sementara variabel CHNOL diukur dengan menghitung 
selisih atau perubahan pada loss carry forward dibagi dengan lagged total asset 
(Huang, et al., 2017). 


ROA adalah variabel kontrol untuk menggambarkan kinerja operasi perusahaan 
(Gupta dan New- berry, 1997). ROA diukur dengan membagi pendapatan sebelum 
pajak pada lagged total asset. 


PPE menggambarkan perilaku perusahaan mengenai pengakuan penyusutan 
yang dipercepat dan pengakuan inventori pada tahun pajak. PPE berasosiasi 
positif pada penghindaran pajak melalui percepatan penyusutan yang 
dibebankan pada tahun berjalan (Stickney dan McGee, 1982). PPE diukur dengan 
membagi net property, plan, and eguipment dengan lagged totalasset. 


Penelitian ini juga memasukkan pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan 
adanya metode ekuitas dalam perlakuan akuntansi sebagai variabel pengendali 
di dalam model regresi yaitu variabel EOINC. Sesuai penelitian Huang, et al. 
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(2017), variabel ini diukur dengan membagi total pendapatan ekuitas dengan 
lagged total asset. 


Variabel INTAN dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk mendapatkan 
gambaran bagaimana perbedaan perlakuan perpajakan dan buku untuk aset 
tidak berwujud. INTAN diukur dengan membagi aset tidak berwujud dengan 
lagged total asset (Huang et al., 2017). 


CVOL dijadikan sebagai salah satu variabel kontrol karena terdapat kemungkinan 
bahwa EU berhubungan dengan volatilitas kas (Huang, 2017). McGuire, et al. 
(2014) menggunakan CVOL untuk menentukan ketidakpastian operasi. CVOL 
dihitung melalui standar deviasi dari arus kas operasi dibagi dengan total aset 
selama periode 5 tahun. 


Peneliti melakukan kontrol terhadap efek tetap tahun (YR) dan efek tetap 
industri (INDS) dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 
adanya karakteristik industri dan tahun tertentu yang tidak teramati, tetapi 
dapat berdampak mengaburkan hasil pengujian. 


Selain menjadi variabel independen, variabel managerial ability dalam 
penelitian ini juga berperan sebagai variabel moderator untuk memoderasi 
pengaruh environmental uncertainty terhadap penghindaran pajak. Secara 
matematis, efek moderasi dari managerial ability terhadap environmental 
uncertainty dapat dinyatakan sebagai interaksi antara EU dan MASCORE yaitu 
EU"MAS- CORE. 


Penelitian ini menggunakan model penelitian dari Huang, et al. (2017) dengan 
dua model persamaan regresi yang akan diuji. Model persamaan I digunakan 
untuk mengetahui hubungan antara environmental uncertainty terhadap 
penghindaran pajak, sementara model II digunakan untuk mengetahui 
bagaimana managerial ability memoderasi hubungan environmental 
uncertainty terhadap penghindaran pajak. Variabel penghindaran pajak untuk 
masing-masing model tersebut akan diukur menggunakan dua proksi, yaitu 
BETR dan CETR. Kedua model persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 


Model Persamaan I: 
TAp 5 Aa, #B,EUp, 4 B,Kontroli, # 
Model Persamaan II: 


TAp 5 Ap #B,EUy, H B2MASCORE, 4 B3EU:, x MASCORE,, 4 PyKontrol,, tt 
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Keterangan: 

i - perusahaan sampel 

t - tahun 2012-2016 

TA - tax avoidance, diukur menggunakan instrumen ETR yaitu Book 


ETR (BETR) dan Cash ETR (CETR) 


EU - environmental uncertainty, diukur menggunakan koefisien variasi 
dari penjualan dibandingkan dengan total aset 


MASCORE - skor managerial ability berdasarkan penelitian Demerjian, et al. 


(2012) 
Kontrol  - variabel kontrol 
a - konstanta 
B - koefisien 
£ - error 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Hasil Pemilihan Sampel 

Proses seleksi secara purposive sampling dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 
enam tahap. Proses seleksi tahap pertama adalah dengan mengecualikan perusahaan 
yang baru terdaftar di tahun 2009. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa 
variabel yang membutuhkan data selama 4 tahun ke belakang. Proses seleksi 
tahap kedua adalah mengeliminasi perusahaan yang termasuk ke dalam sektor 
keuangan. Proses seleksi ketiga yaitu mengeliminasi perusahaan yang mayoritas 
penghasilannya dikenakan pajak penghasilan final seperti perusahaan konstruksi, 
properti, real estate, jasa pelayaran, dan jasa sewa pesawat penerbangan. Proses 
seleksi keempat adalah mengeliminasi perusahaan yang tidak memiliki laporan 
keuangan atau variabel yang dibutuhkan selama rentang waktu tersebut. Proses 
seleksi kelima adalah mengeliminasi perusahaan yang memiliki laba sebelum 
pajak negatif, atau beban pajak negatif, atau pembayaran pajak negatif. Proses 
seleksi terakhir adalah mengeliminasi perusahaan yang memiliki nilai book ETR 
atau cash ETR lebih dari 1 agar tidak menimbulkan masalah dalam estimasi model 
(Gupta dan Newberry, 1997). 
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Berdasarkan proses seleksi yang dilakukan, dari 539 perusahaan yang terdaftar 
di BEI sampai dengan tahun 2016, didapat 74 perusahaan yang akan digunakan 
sebagai sampel. Jumlah tahun yang dilakukan observasi adalah selama 5 tahun. 
Dari hasil tersebut, didapat sampel observasi sebanyak 370 sampel. 


Hasil Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan dua model. Model pertama menguji hipotesis 
bahwa perusahaan dengan environmental uncertainty tinggi akan melakukan 
penghindaran pajak lebih tinggi. Model kedua menguji hipotesis bahwa semakin 
baik managerial ability maka memperlemah hubungan antara environmental 
uncertainty dengan penghindaran pajak. 


Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data panel. Dalam penelitian 
menggunakan data panel, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilalui sebelum 
melakukan regresi untuk pengujian hipotesis. Serangkaian prosedur tersebut 
dilakukan untuk memastikan bahwa pendekatan model yangtelah terpilih adalahyang 
dapat memberikan estimasi terbaik pada data yang ada. Penelitian ini menggunakan 
tiga pengujian yang dilakukan untuk memilih model regresi dalam penelitian ini, yakni 
uji Chow, uji Hausmann, dan uji Langrangian Multiplier. Berdasarkan hasil pengujian 
yang telah dilakukan, untuk model I dan model II, model terbaik dalam penelitian 
ini adalah menggunakan model efek random (random effect). Rekapitulasi hasil uji 
koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 1. 


Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?) 


No Model Proksi Penghindaran Pajak R-sguared 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


0,083956 
0106472 
0,102108 
0,110377 


Selain menentukan koefisien determinasi (R2), dilakukan uji signifikansi simultan 
(uji statistik F). Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 
dari semua variabel independen dan variabel kontrol secara keseluruhan terhadap 
variabel dependen. Rekapitulasi hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Aturan pengambilan keputusan dari pengujian signifikansi keseluruhan 
adalah sebagai berikut. Pertama, apabila nilai F-statistic lebih kecil dari F-table 
(F-statistic « F-table) atau apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 
nilai signifikansi sebesar 596, maka tidak terdapat bukti statistik yang cukup 
untuk menolak H, sehingga H, diterima. Kedua, apabila nilai F-statistic lebih 
besar dari F-table (F-statistic - F-table) atau apabila nilai probabilitas (p-value) 
lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 596, maka tidak terdapat bukti statistik 
yang cukup untuk menerima H, sehingga kita harus menggunakan hipotesis 
alternatif (H.). 


Berdasarkan penjelasan pengambilan keputusan pengujian signifikansi, 
terdapat dua hipotesis yang akan digunakan untuk melaksanakan uji F.Hipotesis 
yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan uji F adalah 
sebagai berikut. 


H,: secara simultan variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat. 


H, : secara simultan variabel bebas memengaruhi variabel terikat. 


Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Uji F 


“| Proksi Penghindaran Pajak Nilai Prob2F 


Model I BETR 0,007282 


Model I CETR 0,000371 
Model II BETR 0,001961 
Model II CETR 0,000663 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


Hasil uji F sesuai Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai (Prob»F) untuk semua 
model lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 54 sehingga H, diterima. Hal ini 
menandakan pada seluruh model yang digunakan dalam penelitian ini, variabel 
independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 


Pengaruh Environmental Uncertainty terhadap 
Penghindaran Pajak 

Hipotesis pertama (H) adalah environmental uncertainty (EU) berpengaruh 
negatif terhadap ETR. Semakin kecil nilai ETR, menandakan perusahaan 
cenderung semakin melakukan penghindaran pajak. Untuk menilai apakah 
hipotesis tersebut diterima atau tidak, maka harus dinilai apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel EU terhadap penghindaran pajak. 
Model I digunakan untuk menguji hipotesis ini di mana terdapat dua proksi 
yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu BETR dan CETR. 


Tabel 3: Hasil Pengujian Model I dengan Proksi BETR 


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 


EU -0,033069 0,014762 -2,240156 0,0257 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


Berdasarkan Tabel 3, variabel EU memiliki nilai prob. two-tailed sebesar 0.0257. 
Nilai probabilitas EU sesuai one-tailed test adalah 0,0129 (0.0257/2), nilai 
probabilitas tersebut lebih kecil dari signifikansi 595 sehingga menunjukkan 
environmental uncertainty berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 
pajak. Koefisien variabel yang bernilai negatif (-0.033069) menandakan bahwa 
hubungan antara variabel independen environmental uncertainty dengan variabel 
dependen BETR adalah berbanding terbalik. 


Tabel 4: Hasil Pengujian Model I dengan Proksi CETR 


Std. Error 
0,021486 


Coefficient 


1,34E-06 


EU 


Variable 
6,23E-05 


t-Statistic | Prob. | 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


Tabel 4 menunjukkan pada model I dengan proksi CETR, variabel EU memiliki 
nilai prob. two- tailed sebesar 1,0000. Nilai probabilitas EU sesuai one-tailed test 
adalah 0,5000 (1,0000/2), nilai probabilitas tersebut lebih besar dari signifikansi 
54 yang menunjukkan environmental uncertainty tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
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Pengaruh Managerial Ability dalam Memoderasi 
Hubungan Environmental Uncertainty dengan 
Penghindaran Pajak 

Hipotesis kedua (H5) adalah hubungan antara environmental uncertainty dan 
ETR menjadi semakin lemah apabila managerial ability perusahaan semakin 
kuat. Untuk menilai apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak, maka harus 
dinilai apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel interaksi antara 
environmental uncertainty dengan managerial ability yang dinyatakan dengan 
EU-“MASCORE, terhadap penghindaran pajak. Model II digunakan untuk menguji 
hipotesis ini di mana terdapat dua proksi yang digunakan untuk mengukur 
penghindaran pajak, yaitu BETR dan CETR. 


Selain itu, Sujarweni (2016) mengatakan bahwa efek variabel moderator juga 
dapat dilihat dengan membandingkan nilai R: dari model tanpa variabel 
moderator dengan model yang menggunakan variabel moderator. Variabel 
moderator dikatakan memperlemah hubungan antarvariabel independen 
dengan variabel dependennya jika nilai Ra mengalami penurunan. Sebaliknya, 
variabel moderator dikatakan memperkuat hubungan antarvariabel independen 
dengan variabel dependennya jika nilai R' mengalami pertambahan. 


Tabel 5: Hasil Pengujian Model II dengan Proksi BETR 


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 


-0,029307 0,015247 -1,922135 0,0554 


MASCORE 0,058331 0,024203 2410053 0,0165 


EU“MASCORE -0,093389 0,040837 -2,286843 0,0228 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


Berdasarkan Tabel 5, variabel EU"MASCORE memiliki nilai prob. two-tailed 
sebesar 0,0228. Nilai probabilitas EU sesuai one-tailed test adalah 0,0114 
(0,0228/2), nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi 596. Nilai yang lebih kecil 
dari signifikansi menunjukkan variabel EU“MASCORE memiliki pengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak yang menggunakan proksi BETR. Selain 
itu, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel managerial ability mampu 
memoderasi hubungan antara EU terhadap BETR. 
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Koefisien variabel EU"MASCORE bernilai -0,093389. Nilai negatif menandakan 
bahwa hubungan antara EU“MASCORE dengan variabel dependen BETR adalah 
berbanding terbalik, artinya semakin besar nilai EU"MASCORE, nilai BETR 
semakin menurun. 


Data pada Tabel 1 menunjukkan nilai Rzapada model I dengan proksi BETR adalah 
sebesar 0,083956 sementara nilai R: pada model II dengan proksi BETR adalah 
sebesar 0,102108. Terdapat kenaikan nilai R? dari model I ke model II, hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel managerial ability memperkuat hubungan antara 
EU dan BETR. 


Tabel 6: Hasil Pengujian Model II dengan Proksi CETR 


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 


0,017593 0,029584 0,594670 0,5524 


MASCORE 0,052883 0,048127 1,098825 0,2726 


EU“MASCORE -0,143563 0,080369 -1,786307 0,0749 


Sumber: Diolah dari rekapitulasi data penelitian dengan Eviews 10 SV 


Berdasarkan data pada Tabel 6 variabel EU“MASCORE memiliki nilai prob. two- 
tailed sebesar 0,0749. Nilai probabilitas EU sesuai one-tailed test adalah sebesar 
0,0375 (0,0749/2). Nilai yang lebih kecil dari signifikansi menunjukkan variabel 
EU“MASCORE memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 
yang menggunakan proksi CETR. Selain itu, nilai tersebut menunjukkan bahwa 
variabel managerial ability mampu memoderasi hubungan antara EU terhadap 
CETR. 


Koefisien variabel EU"MASCORE bernilai -0,093389. Nilai negatif menandakan 
bahwa hubungan antara EU“MASCORE dengan variabel dependen CETR adalah 
berbanding terbalik, artinya semakin besar nilai EU“MASCORE, nilai CETR 
semakin menurun. 


Data pada Tabel 1 menunjukkan nilai R: pada model I dengan proksi CETR adalah 
sebesar 0,106472 sementara nilai R: pada model II dengan proksi CETR adalah 
sebesar 0,110377. Terdapat kenaikan nilai Rzdari model I ke model II, hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel managerial ability memperkuat hubungan antara 
EU dan BETR. 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 


Pengaruh Environmental Uncertainty terhadap 
Penghindaran Pajak 

Seusai hasil pengujian hipotesis pada model I, environmental uncertainty 
(EU) memiliki pengaruh signifikan ketika proksi BETR digunakan sebagai 
proksi penghindaran pajak. Selain itu, EU memiliki nilai koefisien negatif, 
dapat dikatakan bahwa EU berpengaruh signifikan negatif terhadap BETR. Hal 
ini menandakan semakin tinggi nilai EU, maka semakin rendah nilai BETR. 
Semakin rendah nilai BETR, semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi EU semakin tinggi 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian dengan 
proksi BETR sejalan dengan penelitian Huang, et al. (2017). 


Huang, et al. (2017) menyimpulkan terdapat beberapa respons manajer dalam 
beradaptasi dengan environmental uncertainty, di antaranya: 1) desentralisasi, 
yaitu mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer level 
bawah (Alexander, 1991): 2) mengalokasikan lebih banyak sumber daya terhadap 
aktivitas yang meningkatkan efektivitas pasar eksternal (Cheng dan Kesner, 1997): 
3) meningkatkan budgetary slack (Dunk dan Nouri, 1998, Davila dan Wouters, 
2005): 4) menggunakan discretionary accruals dalam rangka manajemen laba 
(Ghosh dan Olsen, 2009). Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa 
environmental uncertainty secara signifikan meningkatkan aktivitas perencanaan, 
yang dapat membantu manajer menghadapi keadaantersebut. 


Hasil penelitian dengan model BETR menunjukkan bahwa perusahaan 
yang menghadapi environmental uncertainty akan meningkatkan aktivitas 
perencanaan yang salah satunya adalah tax planning. Tax planning cenderung 
akan mendorong penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang berada dalam 
keadaan environmental uncertainty yang tinggi cenderung akan melakukan 
penghindaran pajak yang lebih tinggi. 


Berbeda dengan hasil penelitian model I dengan proksi penghindaran pajak 
BETR, pada model I dengan proksi CETR justru tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara EU dengan penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan 
penelitian Huang, et al. (2017). 
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Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi dikarenakan pembayaran pajak 
kas yang terdapat pada laporan keuangan di Indonesia tidak benar-benar 
mencerminkan pembayaran Pajak Penghasilan yang sebenarnya. Informasi 
yang didapat dari akun pembayaran pajak kas dalam laporan arus kas tidak 
hanya mengenai pembayaran pajak pokok, tetapi dapat juga mengandung 
informasi pembayaran sanksi pajak, ataupun pembayaran ketetapan pajak tahun 
yang lain. Informasi yang tercampur dalam satu akun pembayaran pajak ini, 
dapat menyebabkan jumlah pembayaran pajak yang lebih tinggi sehingga sulit 
mendeteksi adanya penghindaran pajak. Selain itu pembayaran pajak kas, juga 
dipengaruhi kebijakan yang dipengaruhi manajemen seperti keputusan untuk 
melakukan angsuran pembayaran pajak. Oleh karena itu, penggunaan proksi 
CETR pada perusahaan di Indonesia kurang mencerminkan penghindaran pajak 
yang dilakukan perusahaan. 


Pengaruh Managerial Ability dalam Memoderasi 
Hubungan Environmental Uncertainty dengan 
Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel EU“MASCORE berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak, baik yang diukur menggunakan BETR maupun 
CETR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel managerial ability mampu 
memoderasi hubungan antara environmental uncertainty dengan penghindaran 
pajak. Selain itu, efek moderasi dari managerial ability justru memperkuat 
hubungan antara environmental uncertainty dan penghindaran pajak. Hasil 
penelitian ini berbeda dengan penelitian Huang, et al. (2017). 


Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis) menjelaskan bahwa semakin 
besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk 
memilih kebijakan akuntansi yang menggeser laba masa kini ke periode yang 
akan datang. Biaya politis yang dimaksud adalah perubahan regulasi, perubahan 
tarif pajak, dan perubahan kebijakan lain terkait keberadaan perusahaan 
tersebut (Watts dan Zimmerman, 1978). 


Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa manajer cenderung memilih kebijakan 
akuntansi yang meminimalkan pajak penghasilan. Pajak merupakan biaya politik 
yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, manajer cenderung 
melakukan tindakan oportunis dalam memilih kebijakan akuntansi untuk 
menurunkan penghasilan kena pajak. 
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Manajer yang memiliki kemampuan yang lebih baik, memiliki pemahaman yang 
lebih dalam terhadap lingkungan operasi. Pemahaman tersebut akan membuat 
manajer lebih baik dalam menyelaraskan keputusan bisnis dengan strategi 
perpajakan, serta lebih mampu dalam mengidentifikasi kesempatan untuk 
penghindaran pajak. Karenanya, semakin baik kemampuan manajer, semakin 
tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Koester, Shevlin, dan 
Wangerin, 2016). 


Hasil penelitian ini sesuai dengan political cost hypothesis dan dikuatkan oleh hasil 
penelitian Koester, Shevlin, dan Wangerin (2016). Meskipun perusahaan berada 
dalam keadaan environmental uncertainty tinggi, kemampuan manajer yang 
lebih baik justru akan memperkuat hubungan antara environmental uncertainty 
dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan seorang manajer yang memiliki 
kemampuan yang baik akan mampu menyelaraskan keputusan bisnis dengan 
strategi perpajakan, serta lebih mampu mengidentifikasi kesempatan untuk 
penghindaran pajak. 


KESIMPULAN 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
environmental uncertainty terhadap penghindaran pajak serta bagaimana 
managerial ability memoderasi hubungan antara environmental uncertainty 
terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dengan sampel perusahaan di 
BEI menunjukkan bahwa environmental uncertainty di Indonesia memiliki 
pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi 
BETR. Hal ini menunjukkan semakin tinggi environmental uncertainty yang 
dihadapi perusahaan Indonesia, perusahaan cenderung semakin melakukan 
penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Huang, et al. (2017). 


Hasil yang berbeda didapat ketika menggunakan CETR sebagai proksi 
penghindaran pajak. Hal ini di antaranya dapat dikarenakan akun pembayaran 
pajak kas pada laporan keuangan tidak benar-benar mencerminkan informasi 
pembayaran Pajak Penghasilan yang sebenarnya dilakukan perusahaan. 
Informasi yang didapat dari akun pembayaran pajak kas dalam laporan keuangan 
tidak hanya mengenai pembayaran pajak pokok, tetapi dapat juga mengandung 
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informasi pembayaran sanksi pajak ataupun pembayaran ketetapan pajak tahun 
yang lain. Selain itu, pembayaran pajak kas juga dipengaruhi oleh kebijakan 
yang dipengaruhi manajemen seperti keputusan untuk melakukan angsuran 
pembayaran pajak. 


Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa managerial ability mampu mem- 
perkuat hubungan antara environmental uncertainty terhadap penghindaran 
pajak, baik yang menggunakan proksi BETR maupun CETR. Hal ini berarti, se- 
makin baik managerial ability yang dimiliki oleh manajer perusahaan, semakin 
kuat hubungan antara environmental uncertainty terhadap penghindaran pa- 
jak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Huang, et al. 
(2017). 


Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 
moderasi dari managerial ability dengan penelitian Huang, et al. (2017) yang dapat 
dijelaskan oleh political cost hypothesis dan diperkuat hasil penelitian Koester, 
Shevlin, dan Wangerin (2016). Political cost hypothesis mengatakan bahwa semakin 
besar biaya politik perusahaan (salah satunya pajak) semakin mungkin manajer 
perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansi yang menggeser laba masa 
kini ke periode yang akan datang, sehingga perusahaan cenderung melakukan 
penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat penelitian Koester, 
Shevlin, dan Wangerin (2016) di mana semakin baik kemampuan manajer, 
semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa ketika perusahaan Indonesia 
menghadapi suatu situasi keadaan yang tidak pasti, perusahaan cenderung 
melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin baik kemampuan manajer 
perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan 
perusahaan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, variabel environmental uncertainty 
dan managerial ability dapat dijadikan salah satu variabel dalam memetakan 
risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Kedua variabel tersebut dapat dimanfaatkan 
dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. 


Beberapa keterbatasan yang ditemui selama penyelesaian penelitian ini adalah 
keterbatasan penggunaan proksi pengukuran penghindaran pajak, informasi 
laporan keuangan, dan model penelitian. Proksi penghindaran pajak dalam 
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penelitian ini menggunakan book ETR dan cash ETR, hasil penelitian ini dapat 
berbeda jika menggunakan proksi lain seperti long-run cash ETR atau book-tax 
difference (BTD). 


Keterbatasan berikutnya adalah terkait informasi yang didapat dari laporan 
keuangan. Jumlah pembayaran pajak kas yang digunakan untuk menghitung cash 
ETR didapat dari laporan arus kas. Informasi yang didapat dari akun pembayaran 
pajak kas dalam laporan arus kas tidak hanya mengenai pembayaran pajak 
pokok, tetapi juga mengandung informasi pembayaran sanksi pajak, ataupun 
pembayaran ketetapan pajak tahun yang lain. Selain itu, informasi tersebut 
dapat mengandung jumlah restitusi pajak yang diterima oleh perusahaan. 


Dari sisi model penelitian, variabel foreign income tidak digunakan sebagai 
variabel kontrol sesuai penelitian Huang, et al. (2017). Selain itu, penelitian ini 
tidak menggunakan variabel operating lease untuk menghitung skor MASCORE 
sesuai penelitian Demerjian, et al. (2012). Hal tersebut dikarenakan tidak semua 
perusahaan di Indonesia mengungkapkan berapa penghasilan yang diterima di 
luar negeri dan berapa nilai operating lease pada tahun berjalan. 


Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, terdapat beberapa saran yang 
penelitian dapat sampaikan. Bagi penelitian selanjutnya, objek penelitian dapat 
diperluas, tidak hanya pada perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi juga pada 
perusahaan yang tidak terdaftar di BEI. Selain itu, proksi lain dapat digunakan 
untuk mengukur penghindaran pajak seperti current ETR, SHELTER, DTAX, atau 
proksi penghindaran pajak lain sehingga dapat memperkuat hasil penelitian. 
Terakhir, untuk mengukur environmental uncertainty dapat digunakan proksi 
lain seperti volatilitas teknologi (Tosi, et al., 1973). 
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KARAKTERISTIK DAN KRITERIA 
PINJAMAN TANPA BUNGADALAM 
PERPAJAKAN PERUSAHAAN 
INTRAGRUP 


Niken Rogo Rahayuningtias & Arifah Fibri Andriani 


Alamat korespondensi: niken.rogo@gmail.com 


Pinjaman tanpa bunga antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa 
merupakan transaksi yang banyak terjadi di dunia usaha. Namun, dari sisi 
fiskal, transaksi tersebut perlu diawasi untuk memastikan tidak dimanfaatkan 
sebagai sarana penghindaran pajak. Pengawasan dilakukan agar transaksi 
yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan 
menggunakan analisis fungsional dan analisis kesebandingan. Data sengketa 
antara wajib pajak dengan fiskus terjadi antara lain berupa: penentuan 
karakteristik pinjaman tanpa bunga, kriteria yang mencerminkan kewajaran 
transaksi, dan penentuan kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu 
kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan sengketa tersebut. Metodologi yang digunakan adalah 
metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan grounded theory, dan analisis 
induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter pinjaman tanpa 
bunga dapat dilihat dari karakternya sebagai pinjaman dan dari karakter yang 
membedakannya dengan modal. Suatu perusahaan dikatakan mengalami 
kesulitan keuangan sehingga layak menerima pinjaman tanpa bunga jika 
perusahaan tersebut dalam kondisi insolvensi. 


Kata kunci: arm's length, transfer pricing, pinjaman tanpa bunga 


Klasifikasi JEL: M48 Government Policy and Regulation 
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PENDAHULUAN 


Sengketa pajak di Pengadilan Pajak merupakan salah satu hal krusial untuk 
dicermati, apalagi nilainya terus meningkat. Demikian juga terkait dengan 
sengketa pinjaman tanpa bunga. Putusan Pengadilan Pajak terkait transaksi 
pinjaman tanpa bunga dapat dilihat pada Tabel 1. Sengketa pada Tabel 1 terjadi 
dalam hal penentuan karakteristik pinjaman tanpa bunga, kriteria untuk 
mengidentifikasi diperkenankannya pinjaman tanpa bunga dan penentuan 
kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu kriteria diperkenankannya 
pinjaman tanpa bunga. 


Dari data putusan pengadilan pajak, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 
1992 hingga saat ini telah terjadi kurang lebih 33 putusan terkait transaksi 
pinjaman tanpa bunga dengan kondisi 764 DJP mengalami kekalahan. Siapa pun 
yang dimenangkan dalam sengketa ini, baik WP maupun DJP telah menanggung 
cost of tax collection dan cost of tax compliance yang lebih tinggi dibanding 
ketika sengketa tidak terjadi, terutama ketika terdapat potensi pajak yang 
hilang. Hal tersebut memberi dampak negatif bagi penerimaan negara. 


Tabel 1: Putusan Pengadilan Pajak atas Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga 


No. Putusan Pengadilan Keputusan Nilai yang dikabulkan 


1. PUT.29564/PP/MVII/15/2011 
2. PUT.31201/PP/M.XV/15/2011 
3. PUT.43501/PP/M.XIII/15/2013 
4.  PUT.44876/PP/M.V/15/2013 

5. PUT46740/PP/M.XI/12/2013 
6. PUT.49894/PP/M.XV/15/2014 
7. PUT.51874/PP/M.XVA/12/2014 


8.  PUT.51875/PP/M.XVA/12/2014 


9.  PUT.58582/PP/M.VIB/12/2014 


Total 


Mengabulkan sebagian 
Menolak 

Mengabulkan seluruhnya 
Mengabulkan sebagian 
Mengabulkan seluruhnya 
Mengabulkan seluruhnya 
Menolak 


Menolak 


Mengabulkan seluruhnya 


Rp2.649.347.332 


Rp1.840.763.000 
Rp32.198.806.000 
Rp2.756.540.489 


Rp2.540.801.817 


Rp51.307.634.659 


Rp93.293.893.297 


Sumber: Pengadilan Pajak 2011-2014 (diolah) 


Tabel 2 berisi penelitian terdahulu tentang pinjaman tanpa bunga perusahaan 
intragrup. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang masih 
menjadi masalah bagi DJP. Dalam hal transaksi yang dilakukan serupa pinjaman 


194 


PERPAJAKAN 


tanpa bunga, definisi dan kriteria pinjaman dan modal masih rancu. Kriteria 
agar transaksi sesuai dengan tujuan utamanya masih mengundang sengketa. 


Terdapat tiga masalah penelitian yang dibahas. Pertama, apakah karakteristik 
pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup. Kedua, apakah kriteria 
yang ada sudah mengidentifikasi diperkenankannya pinjaman tanpa bunga 
pada perusahaan intragrup. Ketiga, apakah kondisi kesulitan keuangan sebagai 
salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga pada perusahaan 
intragrup. 


Terdapat tiga tujuan penelitian. Pertama, untuk menjelaskan karakteristik 
pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup. Kedua, mengetahui 
kesesuaian kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga saat ini dalam 
mencerminkan kewajaran transaksi berdasarkan analisis fungsional. Tujuan 
ketiga adalah untuk menjelaskan koridor kondisi kesulitan keuangan sebagai 
salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga pada perusahaan 


intragrup. 
Tabel 2: Penelitian Sebelumnya 
No | Judul Penelitian Tahun Peneliti Lokasi Hasil 
1 Economic 2000 Sea Jin Chang Korea Pendanaan internal grup 
Performance and berupa pinjaman tanpa 
of Group-Affiliated Jaebum Hong bunga digunakan untuk 
Companies in Korea: tujuan subsidi silang. 


Intragroup Resource 
Sharing and Internal 
Business Transactions. 


2 Affiliated Firms and 2007 Radhakrishnan India Pinjaman tanpa bunga 
Financial Support: Gopalan Vikram sebagai pendanaan internal 
Evidence from Indian Nanda Amit Seru grup digunakan untuk 
Business Groups. mendukung perusahaan- 


perusahaan yang lebih 
lemah secara finansial. 


3 Analisa Keputusan 2008 Iskandar Indonesia | Surat Direktur Jenderal 
Keberatan Terhadap Zulkarnaen Pajak tidak cukup kuat 
Putusan Banding untuk dijadikan dasar 
Dalam Permasalahan hukum dalam persidangan. 


Pinjaman Tanpa 
Bunga Dari Pemegang 
Saham: Tinjauan 

Atas Surat Direktur 
Jenderal Pajak No. 
S-165/ PJ.312/1992. 
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4 Does Brummeria 
Sweep Clean?: A U.S. 
Tax Law Perspective. 


2009 Stephen Bruce 
Cohen 


Afrika 
Selatan 


Koreksi pinjaman tanpa 
bunga pada perusahaan 
grup dan menganggapnya 
sebagai pinjaman dengan 
bunga wajar sehingga 
menimbulkan kewajiban 
withholding tax tidak 
sesuai karena mengabaikan 
manfaat ekonomi. 


Sumber: Jurnal penelitian 2000-2009 (diolah) 


Pasal 12 PP 94 
Tahun 2010 


| intragroup loan ! ae 
Dana milik 
kreditor sendiri 
PE SA ae Knee ata | 
Konsep ' ! Konsep Na Ng AM engan al 
manajemen — analisis 4 3 benchmark |) 
kevangan ! 1 Atagrap Ms genyatas 


Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 94 Tahun 2010 (diolah) 
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KERANGKA TEORETIS 


Konsep Tax Avoidance 

Tax avoidance biasa diartikan sebagai suatu skema transaksi untuk 
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (Ioophole) 
ketentuan perpajakan suatu negara (Danny & Darussalam, 2009). Hal ini sesuai 
dengan kepentingan perusahaan yang berorientasi laba, baik perusahaan 
domestik maupun multinasional. Tax avoidance dibagi menjadi acceptable tax 
avoidance dan unacceptable tax avoidance (Danny & Darussalam, 2009). Masing- 
masing negara memiliki kriteria berbeda tentang batasannya. Untuk mengatasi 
skema penghindaran pajak tersebut, diterbitkan ketentuan anti avoidance rule 
yaitu: Specific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran 
pajak atas transaksi tertentu seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty 
shopping, dan Controlled Foreign Corporation (CFC), dan General Anti Avoidance 
Rule (GAAR), yaitu ketentuan untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh 
wajib pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi 
yang tidak mempunyai substansi bisnis. 


Konsep Transfer Pricing 

Transfer pricing dalam perspektif perpajakan “adalah suatu kebijakan harga 
dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa.” Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan 
dari setiap entitas yang terlibat (Darussalam, 2013). 


Dalam Article 9 OECD Model, hubungan istimewa diartikan sebagai hubungan 
antara dua atau lebih entitas yang memiliki partisipasi secara langsung maupun 
tidak langsung dalam manajemen, penguasaan atau penyertaan modal. 
Disebutkan oleh Darussalam (2013), Article 9 OECD Model juga menyatakan 
bahwa suatu negara diperbolehkan melaksanakan kewenangan domestiknya 
dalam mengoreksi transfer pricing dalam hal: (1) terdapat transaksi di antara 
entitas yang memiliki hubungan istimewa, dan (2) transaksi tersebut tidak 
sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. 


Pemahaman mengenai arm's length principle menurut Darussalam (2013) 
yang mengutip OECD Guidelines berawal dari premis bahwa kondisi hubungan 
komersial dan keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 
independen ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun, kekuatan kontrol yang 
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dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dapat mendorong keputusan bisnis yang 
tidak mengacu pada pertimbangan rasional. Prinsip kewajaran dan kelaziman 
usaha diletakkan dalam tiga lapisan hierarki, yaitu kewajaran dan kelaziman 
usaha pada: struktur, perilaku, dan kinerja. 


Penilaian kewajaran transaksi afiliasi dilakukan dengan analisis kesebandingan. 
Proses ini memerlukan pembanding yang andal dan sebanding. Perlu dilihat 
atribut-atribut transaksi yang secara material berpengaruh, yang disebut sebagai 
faktor-faktor kesebandingan yang terdiri atas: karakteristik barang/harta 
berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk 
jasa, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, ketentuan- 
ketentuan dalam kontrak/perjanjian: keadaan ekonomi, dan strategi usaha. 


Tujuan dilakukannya analisis fungsional menurut Darussalam (2013) adalah 
untuk mendapatkan informasi mengenai peran, tanggung jawab, serta substansi 
ekonomi dari rangkaian transaksi dalam grup. Darussalam (2013) menulis bahwa 
terdapat setidaknya tiga pertimbangan dalam melakukan analisis fungsional, yaitu: 
1) identifikasi proses bisnis yang relevan, 2) ketentuan kontrak, dan 3) derajat 
keterlibatan pihak-pihak dalam aktivitas. 


Pendanaan Internal 

Pendanaan internal menurut Bambang Riyanto (2004) adalah bentuk dana 
di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu 
sendiri, di antaranya dalam bentuk dana dari pemilik perusahaan. Pendanaan 
internal dari pemilik perusahaan dapat berupa utang/pinjaman dan modal. 
Khusus perusahaan grup, dapat memanfaatkan pendanaan dari perusahaan 
afiliasinya, salah satunya berbentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah 
intercompanyloan. 


Pinjaman dalam ilmu akuntansi dikategorikan dalam definisi kewajiban. 
Menurut PSAK Nomor 57, “Kewajiban adalah kewajiban kini entitas yang timbul 
dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan 
pengeluaran sumber daya entitas.” Sementara pada PSAK Nomor 26, disebutkan 
bahwa “Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas 
sehubungan dengan peminjaman dana.” Karakteristik utang/pinjaman 
dibanding modal menurut Darussalam (2013) yang mengutip Marjana Helminen 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3: Karakteristik Utang dan Penyertaan Modal 


Utang Penyertaan modal 


Dana akan dikembalikan sesuai jangka waktu Dana hanya akan dikembalikan pada saat 
yang telah ditetapkan likuidasi 


Imbalan dari utang tetap harus dibayar meskipun | Imbalan dari penyertaan modal tergantung pada 
penerima utang dalam keadaan merugi performa usaha penerima modal 


Dalam keadaan likuidasi, kreditor memiliki hak Hak pemberi modal atas aset adalah hak tagih 
prioritas untuk atas aset terakhir setelah kreditor 


Kreditor tidak memiliki kontrol atas perusahaan | Pemberi modal memiliki kontrol atas perusahaan 


Sumber: Darussalam, Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak 
Internasional (Jakarta: DDTC, 2013), hal. 438. 


Tidak ada chapter khusus tentang transaksi afiliasi finansial dalam OECD 
Transfer Pricing Guidelines. Namun, pada OECD Transfer Pricing and 
Multinational Enterprises (1979), dinyatakan bahwa ada dua hal yang harus 
dilakukan sebelum menentukan tingkat bunga wajar pada pendanaan internal 
berupa pinjaman, yaitu menganalisis substansi transaksi dan kelaziman syarat 
dalam perjanjian pinjaman. Lebih lanjut pada OECD Transfer Pricing Guideline 
2010 Paragraf 1.65 menyatakan bahwa apabila suatu transaksi tidak terbukti 
secara substansi sebagai pinjaman maka otoritas pajak berwenang melakukan 
reklasifikasi menjadi transaksi penyertaan modal dan mengenakan pajak sesuai 
hasil reklasifikasi tersebut. Analisis intercompany loan berikut dilakukan untuk 
menilai sejauh mana perusahaan intragrup berlaku rasional dalam memberikan 
pinjaman sesuai motif dan tujuannya, yaitu: analisis substansi transaksi, analisis 
kelayakan kredit, evaluasi syarat dan kondisi yang terkait, dan estimasi tingkat 
bunga wajar. 


Konsep Financial Distress 

Menurut Bringham dan Gapenski, yang dikutip oleh Fachrudin (2008), terdapat 
empat jenis financial distress, yaitu (a) economic failure, terjadi ketika 
perusahaan tidak dapat menutupi total biayanya, termasuk cost of capital: (b) 
business failure, terjadi ketika bisnis menghentikan operasinya akibat kerugian 
kepada kreditor: (c) insolvency, baik berupa technical insolvency maupun 
insolvency in bankruptcy, dan (d) legal bankruptcy, kondisi ini terjadi saat 
perusahaan sudah bangkrut secara hukum. 
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METODE PENELITIAN 


Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih 
karena penelitian ini mengkaji keadaan sosial berupa perilaku ekonomi 
perusahaan dalam bertahan hidup tanpa mengesampingkan kewajiban 
perpajakannya kepada negara. Kualitatif deskriptif dibutuhkan untuk 
lebih menjelaskan sesuatu secara terperinci sehingga hasil penelitian lebih 
komprehensif. 


Pendekatan grounded theory digunakan oleh peneliti karena kondisi sosial 
yang terjadi pada objek penelitian harus dapat dilihat secara ilmiah dan dapat 
dikaji ulang seiring dengan perkembangan di masyarakat. Peneliti mengkaji 
permasalahan yang ada menggunakan teori-teori mendasar yang sudah diakui 
secara umum. 


Selanjutnya, peneliti melakukan analisis induktif. Dalam penelitian ini tidak ada 
hipotesis, peneliti menggunakan proposisi berdasarkan keterulangan kejadian 
dan dikaji dengan teori-teori dasar serta fenomena lapangan. Semuanya 
dikumpulkan hingga mengerucut kepada kesimpulan tertentu. 


Fakta-fakta di Masalah Pertanyaan 
lapangan penelitian penelitian 
penelitian 


Proposisi' 
Hipotesis 


Data coding dan 
Data display 


Gambar 2: Prosedur Penelitian 
Sumber: Diolah dari Uma Sekaran, Research Methods for Business, edisi keempat (Salemba 
Empat, 2006), hal.73. 
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Objek penelitian adalah pokok sengketa dalam putusan pengadilan pajak terkait 
pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup sesuai Tabel 1. 


Penelitian dilakukan atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa 
hasil wawancara kepada pegawai DJP, Wajib Pajak (termasuk konsultan pajak 
dan tax center), dan ahli perpajakan (Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan Profesor 
Perpajakan UI). Data sekunder berupa putusan Pengadilan Pajak, jurnal, buku, 
peraturan perpajakan di Indonesia mengenai pinjaman tanpa bunga dan literatur 
lain yang terkait. 


Data penelitian dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. 
Peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk mengumpul- 
kan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Jenis metode wawancara 
ini dipilih karena di lapangan tidak menutup kemungkinan permasalahan akan 
berkembang lebih dari proposisi awal yang dibangun oleh peneliti. Prosedur 
penelitian yang dilakukan sebagaimana pada Gambar 2. 


Peneliti menggunakan strategi sesuai Neuman (2013). Strategi tersebut yaitu 
“tipe ideal” yang di dalamnya mencakup konteks pembanding dan analogi, 
hampiran berturutan, serta perbandingan analitis yang di dalamnya mencakup 
metode persetujuan dan perbedaan. Tipe ini peneliti pakai sesuai tujuan 
penelitian yaitu menemukan karakteristik pinjaman tanpa bunga dengan cara 
melihat persetujuannya dengan pinjaman dan perbedaannya dengan modal. 
Untuk tujuan melihat kesesuaian kriteria pinjaman tanpa bunga, peneliti 
menggunakan strategi tipe ideal. Peneliti melakukan analogi-analogi dalam 
berbagai bidang seperti standar organisasi, standar teori, dan standar peraturan 
yang ada. Peneliti melakukan pembandingan-pembandingan dengan kondisi di 
berbagai negara. Untuk tujuan penelitian melihat kondisi kesulitan keuangan 
suatu perusahaan, peneliti menggunakan strategi hampiran berturutan yang 
bergerak dari ide-ide yang tidak jelas dan rincian konkret dalam data menuju 
analisis komprehensif dengan generalisasi. 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Wawancara dilaksanakan dengan 25 pertanyaan yang dikelompokkan dalam 
empat tema besar yaitu: karakteristik pinjaman tanpa bunga, kriteria pinjaman 
tanpa bunga, kondisi kesulitan keuangan, dan peraturan pinjaman tanpa bunga. 
Data hasil wawancara diolah melalui tahap memoring, coding, dan data display. 
Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 
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Analisis ini peneliti lakukan dengan bantuan bagan. Untuk menggambarkan 
hasil penelitian atas tema karakteristik pinjaman tanpa bunga, peneliti 
menggunakan bagan pada Gambar 2 di mana pinjaman tanpa bunga dilihat 
karakternya sebagai pinjaman dan bedanya dengan penyerahan modal, serta 
karakteristik khususnya yang bukan merupakan bagian dari pinjaman maupun 
penyerahan modal. 


Hasil penelitian mengenai analisis kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa 
bunga digambarkan pada Gambar 3 di mana harus memenuhi tes kewajaran, 
kemanfaatan, dan keberadaan. Selain itu, kriteria tersebut juga dilihat dari sisi 
pembanding yang ada di dunia internasional. 


UJI KEWAJARAN UJI KEMANFAATAN UJI KEBERADAAN PEMBANDING 


secara teori: secara teori: secara teori:SE- Afrika selatan 
terdapat tiga tujuan 50/PJ/2013 (rasio likuiditas), 
hierarki arm's diberikannya mengamanahk Australia (GAAR), 
length principle. pinjaman. an analisis Kamboja (standar 
Berdasarkan Berdasarkan berupa kondisi kontrak), Singapura 
wawancara: wawancara: utang benar- (perlakuan berbeda 


lazim sesuai debitor benar harus bagi debitor 
fact and kesulitankeuang terjadi. Sesuai domestik dan 
circumtance, an, kondisi hasil asing). 
dikecualikan debitor naik ke wawancara: 
dari kondisi performa kontrak, ada 
arm's length terbaiknya, manfaat 
retum namun kreditor mampu ekonomi, tidak 
dinilai memberikan ada bunga, cek 


menggunakan pinjaman tanpa aliran dana. 


arm's length bunga, secara 
structure dan makro negara 
behaviour, diuntungkan, 
likuiditas grup 
meningkat. 


KRITERIA DIPERKENANKANNYA PINJAMAN TANPA BUNGA 


1. lazim skema transaksi dan behaviour usahanya. 2. ada manfaat ekonomi yang diberikan kepada debitor yang 
membutuhkan suntikan likuiditas melalui analsiis rasio 3. tidak ada bunga yang diberikan kepada kreditor 4. debitor 


berlebih dalam pendanaan, 5. diperbolehkan untuk debitor luar negeri asalkan memberi keuntungan pada negara, 6. 
tercantum jelas dalam kontrak dan terdapat bukti aliran dana. 7. tidak untuk memanfaatkan tax benefit. 


Gambar 3: Analisis Karakteristik Pinjaman Tanpa Bunga 


PERPAJAKAN 


PERBEDAANNYA KARAKTERISTIK 

KARAKTERISTIK KHUSUS 
PINJAMAN PINJAMAN 

TANPA BUNGA 


SUDUT PANDANG 
TATARAN TEORI 


a) dibayar 
kembali: 

b) kontrak: 

c| maturity date, 
dl pendanaan: 
e)bunga: 

Hi peruntukan, 
alimbalan: 

h) kewajiban: 


il pokok pinjaman: 


jl nilai ekonomis. 


bentuk perjanjian 
pinjaman berupa 
dokumen kontrak, 
tidak melalui 
RUPS, terdapat 
jatuh tempo, tidak 
memiliki hak 
kontrol 
perusahaan, imbal 
balik berupa 
bunga yangtetap 
harus dibayar 
meski penerima 
pinjaman merugi 
bahkan bangkrut 
dan dapat menjadi 
pengurang pajak, 
pinjaman jelas 
peruntukannya, 
dan pinjaman 
dibukukan dalam 
kewajiban. 


pinjaman yang 
diberikan untuk 
keberlangsungan 
usaha, atas dasar 
hubungan 
istimewa, sebagai 
pendanaan 
internal. Dana 
lebih yang tidak 
diharapkan 
pengembalian 
imbalannya. 
Transaksi 
bersyarat yang 
memerlukan 
jaminan! garansi. 


KARAKTERISTIK PINJAMAN TANPA BUNGA 


akan dibayar kembali, berdasarkan kontrak, jelas waktu jatuh temponya, bentuk pendanaan 
internal, untuk keberlangsungan usaha, tanpa imbalan, diberikan karena hubungan istimewa, 
tanpa menambah kemampuan kontrol perusahaan, merupakan dana lebih kreditor. 


Gambar 4: Analisis Kriteria Diperkenankannya Pinjaman Tanpa Bunga 


Sumber: Diolah dari hasil wawancara 


insolvensi/likuid 
itas, arus kas. 


SUDUT PANDANG 
LEMBAGA JASA 


KEUANGAN 


analis kredit 
bank dengan 
penyesuaian 


tujuan dan rasio. 


SUDUT PANDANG 
INDUSTRI SEJENIS 


perputaran 
usaha industri 
sejenis di lokasi 

yang sama. 


KORIDOR KONDISI KESULITAN KEUANGAN PADA PINJAMAN TANPA BUNGA 


perusahaan dalam kondisi insolvensi, rasio likuiditasnya serta arus kasnya di bawah 
industri sejenis di lokasi yang sama, namun masih layak menerima pinjaman seperti 
hasil analis kredit bank. 


Gambar 5: Analisis Kondisi Kesulitan Keuangan 
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Tema ketiga tentang analisis kondisi kesulitan keuangan digambarkan dalam 
Gambar 5 di mana kondisi tersebut dilihat dari sudut pandang tataran teori, 
sudut pandang lembaga jasa keuangan, serta sudut pandang industri sejenis. 


KONDISI 


KARAKTERISTIK 
PINJAMAN 
TANPA BUNGA 


sejauh ini belum 
diatur dalam 
peraturan. Dari 
hasil penelitian, 
ketiga pihak dari 11 
narasumber 
sepakat bahwa 
pinjaman tanpa 
bunga adalah 
pinjaman yang 
khusus diberikan 
karena hubungan 
istimewa untuk 
keberlangsungan 
usaha. Namun, 
terdapat 
perbedaan dalam 
mengidentifikasi 
pinjaman seperti 
ada atau tidaknya 
jangka waktu dan 
kontrak. 


IDENTIFIKASI 
DIPERKENANKAN 
NYA PINJAMAN 


narasumber 
sepakat perlu 
melalui 3 tes yaitu 
kewajaran dan 
kelaziman usaha, 
kemanfaatan dan 
keberadaan.dala 
mprakteknya, 
identifikasi 
menggunakan 
kriteria kreditor 
tidak boleh merugi 
dan dana 
pinjaman milik 
sendiri, pihak WP 
berbeda 
pendapat meski 
sudah sesuai 3tes 
diatas. 


KESULITAN 
KEUANGAN 
PADA PINJAMAN 


sejauh ini belum 
ada penjelasan 
lebih lanjut dalam 
peraturan. 
Narasumber 
sepakat dengan 
definisi dalam 
tataran teori. 
Namun, tahapan 
kesulitan 
keuangan mana 
yang menjadi 
standar 
diperkenankanny 
a pinjaman tanpa 
bunga masih 
menuai 
perbedaan 
pendapat dari 
ketiga pihak 
narasumber. 


KOREKSI 
TINGKAT BUNGA 
WAJAR 


Pasal 12 ayat (2) 
PP 94 tahun 2010 
menyatakan 
adanya koreksi 
bunga wajar jika 
pinjaman tanpa 
bunga tidak 
memenuhi kriteria. 
Narasumber 
sepakat bahwa 
pengenaan PPh 
23 atas bunga 
adalah 
sacandaru 
agjusment. 


perlu aturan lebih detail terkait karakteristik pinjaman, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada WP terkait tujuan pengujian pinjaman 
tanpa bunga yang tertuang dalam kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, perlu penjelasan terkait kondisi kesulitan 
keuangan yang khusus dijadikan kriteria sebuah perusahaan layak menerima pinjaman tanpa bunga, perlu pelatihan lebih 
lanjut terhadap fiskus terkait tuntutan atas PPh 23 atas bunga sebagai savana adgismaa saat mengoreksi bunga wajar 
dalam transaksi pinjaman tanpa bunga. 


Gambar 6: Analisis Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010 
Sumber: Diolah dari hasil wawancara 


Karakteristik Pinjaman Tanpa Bunga 

Menurut PSAK 57, pinjaman dikategorikan dalam definisi kewajiban. Sementara, 
jika dibandingkan perbedaannya dengan modal, menurut Marjana Helminen, 
pinjaman memiliki karakteristik sesuai Tabel 2 (Darussalam: 2013, 438). Peneliti 
melihat karakteristik pinjaman tanpa bunga melalui proses persetujuan 
bahwa pinjaman tanpa bunga memiliki karakter pinjaman. Selain itu, peneliti 
melakukan pembedaan karakteristik pinjaman tanpa bunga jika dilihat 
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dari karakter modal. Karakteristik pinjaman tanpa bunga berdasarkan hasil 
penelitian adalah akan dibayar kembali, berdasarkan kontrak, jelas waktu jatuh 
temponya, bentuk pendanaan internal, untuk keberlangsungan usaha, tanpa 
imbalan, diberikan karena hubungan istimewa, tanpa menambah kemampuan 


kontrol perusahaan, merupakan dana lebih kreditor. 


Pokok sengketa ini terdapat pada putusan banding berikut. 


Nomor Putusan Pokok Sengketa 

PUT.29564/PP/ Transaksi tersebut belum dapat dikatakan sebagai pinjaman tanpa bunga karena 
MVII/15/2011 tidak memenuhi karakter pinjaman sebagai bagian karakteristik pinjaman tanpa 

bunga, yaitu kejelasan waktu jatuh tempo. 

Fiskus menyatakan terdapat tambahan ekonomi serupa dengan pembayaran 
Put.31201/PP/M. | bunga pada transaksi pinjaman tanpa bunga. Menurut peneliti, transaksi tersebut 
XV/15/2011 tidak sesuai dengan karakteristik pinjaman tanpa bunga, di mana tidak terdapat 

imbalan di dalamnya. 

Transaksi dalam putusan ini tidak jelas karena tidak terdapat karakter pinjaman 
Put.43501/PP/M. | dalam bunga, misalnya dalam bentuk kontrak. Pinjaman tanpa bunga dan piutang 
X111/15/2013 dalam kasus ini memiliki kesamaan sebagai transfer dana. Tidak terbukti tidak 

terdapat pembayaran bunga maka seharusnya terdapat dokumen pendukung 

bahwa kompensasi atas dana tersebut adalah barang ataujasa. 

Karakteristik utama pinjaman tanpa bunga bahwa diberikan dalam rangka 
PUT.44876/PP/ menjaga keberlangsungan usaha sudah sesuai. Namun, tambahan ekonomi 
M.V/15/2013 berupa bunga menjadikan transaksi ini tidak lagi sesuai karakteristik pinjaman 

tanpa bunga. 

Transaksi ini belum dapat dikategorikan sebagai pinjaman hanya karena adanya 
PUT.49894/PP/M. | kontrak pinjaman. Kontrak pinjaman setidaknya menerangkan karakteristik 
XV/15/2014 pinjaman tanpa bunga terkait peruntukan diberikannya pinjaman tanpa bunga 

dan waktu pengembalian yang jelas. 

Transaksi pinjaman intragrup harus sesuai dengan karakteristik pinjaman, 

khususnya jika pinjaman tersebut tanpa bunga. Ketiadaan kontrak 
Put.51874/PP/M. | menjadikannya tidak sesuai salah satu karakteristik pinjaman bahwa didasarkan 
XVA/12/2014 atas kontrak. Adanya kontrak tanpa memberikan syarat akan dibayarkan kembali 

atau tidaknya pokok pinjaman maka transaksi tersebut bukanlah pinjaman. 

Transaksi tersebut lebih mirip dengan penyertaan modal. 

Wajib Pajak berpendapat transaksi dalam putusan ini merupakan penyerahan 
Put.51875/PP/M. | modal. Namun, tidak ada dokumen pendukung berupa kontrak atau akte 
XVA/12/2014 penyertaan modal. Untuk menentukan suatu transaksi merupakan pinjaman atau 

penyertaan modal, harus dikembalikan kepada karakteristik masing-masing jenis 

transaksi. 

Wajib Pajak berpendapat dana yang diterimanya merupakan modal yang belum 
Put. 58582/PP/M. | diaktekan. Perlu dilihat apakah dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka 
VIB/12/2014 waktu tertentu. Tujuan diberikannya dana untuk memenuhi penyertaan modal 

atau membantu keberlangsungan usaha juga perlu dilihat. 
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Sengketa terkait karakteristik pinjaman tanpa bunga terkesan selesai dengan 
pembuktian di depan hakim Pengadilan Pajak. Putusan hakim terkait kasus 
ini menjadi kasuistik. Dari putusan-putusan tersebut, ketiadaan karakteristik 
pinjaman dalam transaksi pinjaman tanpa bunga menjadikan beban pembuktian 
tidak memiliki dasar dan berlanjut dari satu pembuktian kepada pembuktian 
lain. Dalam kasus di atas, misalnya, antara Wajib Pajak dan fiskus berusaha 
meyakinkan bahwa transaksi yang terjadi merupakan pinjaman dan bukan 
penyertaan modal, atau pinjaman tanpa bunga dan bukan merupakan pinjaman 
dengan bunga, atau apakah bunga yang dibayarkan dalam pinjaman intragrup 
telah wajar atau tidak. 


Selanjutnya, masing-masing pihak membuktikan dalilnya dengan alat bukti 
yang belum tentu dapat diterimaoleh pihak lain, padahal pengumpulan alat bukti 
dan proses pembuktian memakan waktu dan biaya. Hal ini akan meningkatkan 
compliance cost bagi wajib pajak dan meningkatkan administration cost bagi 
DJP. 


Kriteria Diperkenankannya Pinjaman Tanpa Bunga 
Berdasarkan analisis di atas, salah satu karakteristik pinjaman tanpa bunga 
adalah terjadi karena adanya hubungan istimewa. Dalam hal transaksi dilakukan 
antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa, DJP berwenang untuk menilai 
dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hubungan istimewa 
adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. OECD (2010) menyatakan bahwa jika suatu transaksi tidak terbukti 
secara substansi sebagai pinjaman, otoritas pajak berwenang melakukan 
reklasifikasi transaksi tersebut menjadi penyertaan modal dan mengenakan 
pajak sesuai hasil reklasifikasi. 


Narasumber sepakat bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga harus dilihat 
substansi transaksi. Substansi transaksi tersebut harus mencerminkan usaha 
yang wajar dan lazim. Hal tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa 
tidak ada upaya penghindaran pajak dari transaksi pinjaman tanpa bunga yang 
dilakukan. 


Untuk menguji kewajaran transaksi pinjaman tanpa bunga perusahaan 
intragrup, analisis fungsional sebagai salah satu atribut dalam analisis 
kesebandingan digunakan. Analisis fungsional dan analisis kewajaran bunga 
pinjaman di Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
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Nomor SE-50/PJ/2013. Aturan tersebut telah sesuai dengan praktik yang lazim 
di dunia, yaitu: analisis FAR, analisis substansi transaksi, analisis kelayakan 
kredit, evaluasi syarat dan kondisi yang terkait, serta estimasi tingkat bunga 
wajar. Narasumber mengelompokkan tes tersebut dalam tiga tahapan, yaitu: tes 
keberadaan, tes kemanfaatan, serta tes kewajaran dan kelaziman usaha. 


Pokok sengketa terkait kriteria pinjaman tanpa bunga dibahas dalam putusan 
Pengadilan Pajak berikut. 


Nomor Putusan Pembahasan 


Saat transaksi dilakukan, kreditor dalam keadaan merugi. Debitur dinilai layak 
menerima pinjaman tanpa bunga karena kesulitan keuangan. Salah satu kriteria 
diperbolehkannya pinjaman tanpa bunga adalah kreditor tidak dalam kondisi 
Put.31201/PP/M. | rugi. 

XV/15/2011 Pinjaman tanpa bunga dapat diberikan kepada afiliasi sebagai investasi untuk 
memanfaatkan kelebihan dana yang dimilikinya. Jika kreditor dalam kondisi rugi, 
seharusnya masih mengharapkan pengembalian atas investasi yang dilakukannya, 
termasuk pinjaman. 


Dalam kasus ini, koreksi dilakukan karena Wajib Pajak tidak memenuhi syarat 
kumulatif pinjaman tanpa bunga. Wajib Pajak beralasan bahwa hal tersebut 
dilakukan untuk menjaga arus kas debitur agar dapat membiayai operasional 

Put. 44876/PP/ usahanya. 

M.V/15/2013 Pemberian pinjaman tanpa bunga dari kreditor menggunakan dana milik pihak 
ketiga artinya penerima pinjaman dapat langsung meminjam kepada pemilik dana 
sendiri tanpa melalui kreditor tersebut. Kondisi ini membuat skema transaksi ini 
tidak lazim. WP perlu memahami lebih lanjut pengujian transaksi dan tujuannya 
yang tecermin dalam empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga. 


Dalam transaksi ini, surat perjanjian ada dengan tujuan untuk membantu 
kelangsungan usaha. Namun menurut fiskus, transaksi tersebut tidak memenuhi 
salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, yaitu dana milik 


Put. 46740/ pemegang saham sendiri. Menurut peneliti, meskipun karakteristik transaksi 
PP/M. ini cukup jelas diidentifikasi tetapi transaksi ini tidak mencerminkan kewajaran 
X1/12/2013 sesuai empat kriteria yang diberikan. Pinjaman tanpa bunga yang diberikan 


menggunakan dana pihak ketiga artinya penerima pinjaman dapat langsung 
meminjam kepada pemilik dana sendiri tanpa melalui kreditor tersebut. Kondisi 
ini membuat skema transaksi ini tidak lazim. 


Dari putusan-putusan di atas, sengketa terjadi atas penerapan kriteria 
diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, seperti kondisi kreditor tidak boleh 
merugi dan dananya milik sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengujian- 
pengujian agar pemenuhan kriteria yang ada diyakini oleh kedua belah pihak. 
Hasil pengolahan data menunjukkan urutan prioritas pengujian yang harus 
dilakukan sebagai langkah menentukan kriteria diperkenankannya pinjaman 
tanpa bunga, yaitu tes keberadaan, tes kemanfaatan, serta tes kewajaran dan 
kelaziman usaha. 
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Berdasarkan hasil penelitian, kriteria ideal pinjaman tanpa bunga sebaiknya 
mencakup hal-hal berikut: (a) skema transaksi dan perilaku usahanya lazim, (b) 
terdapat manfaat ekonomi yang diberikan kepada debitur yang membutuhkan 
suntikan likuiditas melalui analisis rasio: (c) tidak terdapat pembayaran bunga 
kepada kreditor: (d) kreditor berlebih dalam pendanaan: (e) diperbolehkan 
untuk debitur luar negeri asalkan memberi keuntungan pada negara: (f) 
tercantum jelas dalam kontrak dan terdapat bukti aliran dana, dan (g) tidak 
untuk memanfaatkan tax benefit. 


Kondisi Kesulitan Keuangan 

Sebagian besar narasumber menyatakan tahap insolvensi merupakantahap yang 
paling sesuai untuk menerjemahkan kondisi kesulitan keuangan sehingga suatu 
perusahaan layak mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Alasannya, kondisi 
business failure maupun economic failure masih memungkinkannya menerima 
pinjaman dengan bunga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fachrudin (2008) 
yang mengutip Brigham dan Daves. Kondisi ini sesuai dengan hasil wawancara 
terkait sudut pandang LJK berupa bank dalam menilai kesulitan keuangan 
calon debiturnya. Diperlukan analis kredit andal untuk melihat kemampuan 
membayar kembali pokok pinjaman. 


Sengketa terkait kondisi keuangan terdapat dalam Put.31201/PP/M. 
XV/15/2011 di mana Wajib Pajak menyatakan rugi dan kesulitan keuangan, 
sementara menurut fiskus, rasio keuangan Wajib Pajak dianggap masih likuid. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesulitan keuangan yang merupakan 
kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga adalah perusahaan dalam 
kondisi insolvensi, rasio likuiditasnya serta arus kasnya di bawah industri 
sejenis di lokasi yang sama, tetapi masih layak menerima pinjaman seperti hasil 
analis kredit bank. Kondisi merugi belum menjadikan sebuah perusahaan layak 
menerima pinjaman tanpa bunga. Kondisi ini harus dilihat lebih jauh pada rasio 
likuiditas perusahaan dan arus kasnya. Jika memungkinkan, kondisi ini dapat 
dibandingkan dengan kondisi industri sejenis di lokasi yang sama. 


KESIMPULAN DAN SARAN 

Karakter pinjaman tanpa bunga intragrup terdiri atas: akan dibayar kembali, 
berdasarkan kontrak, jelas waktu jatuh temponya, bentuk pendanaan internal, 
untuk keberlangsungan usaha, tanpa imbalan, diberikan karena hubungan 
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istimewa, tanpa menambah kemampuan kontrol perusahaan, merupakan 
dana lebih kreditor. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengakomodir 
karakteristik tersebut. Pinjaman tanpa bunga merupakan transaksi yang hanya 
dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga 
perlu ditetapkan kriteria untuk mencegah pemanfaatannya sebagai sarana 
penghindaran pajak. Saat ini, DJP memiliki empat kriteria diperkenankannya 
pinjaman tanpa bunga. Sementara, pengujian kewajaran dan kelaziman usaha 
untuk transaksi pinjaman afiliasi dilakukan dengan analisis kesebandingan. 
Pengujian tersebut terdiri atas tiga tahap, yaitu keberadaan, manfaat, serta 
kewajaran dan kelaziman. 


Analisis tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi regulasi di negara lain, 
yang mengatur pinjaman tanpa bunga. Regulasi tersebut, antara lain: pengujian 
dokumen di Kamboja, perbedaan perlakuan bagi Wajib Pajak Domestik dan 
Wajib Pajak asing di Singapura, batas kondisi likuiditas debitur dan tanggung 
jawab kreditor di Afrika Selatan dan GAAR di Australia. 


Kriteria pinjaman tanpa bunga yang diperbolehkan telah mencerminkan 
kewajaran transaksi berdasarkan analisis fungsional karena sudah mencakup 
ketiga pengujian. Meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria yang 
di lapangan dipahami berbeda oleh WP, yaitu kriteria dana milik pemberi 
pinjaman sendiri dan kriteria pemberi pinjaman tidak sedang merugi. WP perlu 
memahami lebih lanjut mengenai pengujian dan tujuannya yang tecermin pada 
empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga Pasal 12 PP Nomor 94 
Tahun 2010. 


Koridor kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu kriteria diperkenankannya 
pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup dapat dilihat dari tataran 
teori, sudut pandang LJK, dan sudut pandang industri sejenis. Berdasarkan tiga 
sudut pandang tersebut, kondisi kesulitan keuangan dalam transaksi pinjaman 
tanpa bunga ini adalah perusahaan dalam kondisi insolvensi, rasio likuiditasnya, 
serta arus kasnya di bawah industri sejenis di lokasi yang sama, tetapi masih 
layak menerima pinjaman seperti hasil analis kredit bank. Sampai saat ini 
belum ada penjelasan lebih lanjut tentang koridor kondisi kesulitan keuangan yang 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010. 


Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa karakteristik pinjaman tanpa bunga 
dikembalikan kepada karakteristik pinjaman yang belum memiliki kepastian 
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definisi. Karakteristik khusus atas pinjaman tanpa bunga dipahami sama 
oleh ketiga pihak narasumber. DJP perlu membuat aturan lebih detail terkait 
karakteristik pinjaman. Lebih lanjut DJP perlu menjelaskan substansi pinjaman 
tanpa bunga diberikan melalui kewenangan Direktorat Peraturan Perpajakan 
2. Hal ini dapat berupa penjelasan atas Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010 atau 
penjelasan dalam peraturan di bawahnya berupa Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK). 


Terdapat beberapa kriteria yang dipahami berbeda oleh WP di lapangan, yaitu 
kriteria dana milik pemberi pinjaman sendiri dan kriteria pemberi pinjaman 
tidak sedang merugi. Sehingga, perlu sosialisasi lebih lanjut oleh Direktorat 
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) kepada 
WP terkait tujuan pengujian pinjaman tanpa bunga yang tertuang dalam 
kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga. Hal ini dapat dilakukan 
melalui penyamaan persepsi konsultan pajak atas tujuan adanya kriteria 
diperkenankannya pinjaman tanpabunga. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Kondisi kesulitan keuangan dipahami berbeda oleh ketiga pihak narasumber. WP 
berpendapat kondisi merugi sudah dapat dijadikan acuan. Fiskus berpendapat 
harus melihat arus kas dan insolvensinya. Akademisi berpendapat kondisi ini 
tidak dapat didefinisikan karena terlalu dinamis dan spesifik setiap WP. Oleh 
karena itu, perlu penjelasan terkait kondisi kesulitan keuangan yang khusus 
dijadikan kriteria sebuah perusahaan layak menerima pinjaman tanpa bunga. 
Penjelasan ini dapat berupa penjelasan atas pasal dalam PP atau penjelasan 
dalam peraturan di bawahnya berupa PMK. 


Dalam pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2010terdapat gap. Fiskus 
melakukan koreksi atas pinjaman tanpa bunga dan membebankan kewajiban 
PPh 23 atas bunga. Padahal, pihak WP maupun akademisi sepakat bahwa PPh 
23 atas bunga merupakan secondary adjustment setelah bunga dibayarkan atau 
akan dibayarkan sesuai amanah dalam Pasal 23 UU PPh. Diperlukan peningkatan 
kapabilitas fiskus terkait hal ini melalui kewenangan Direktorat Pemeriksaan 
dan Penagihan. Peningkatan kapabilitas ini dapat berupa diklat atau in house 
training kepada pemeriksa pajak. 


Peneliti belum melakukan kajian lebih lanjut terkait skema transfer pricing 
yang terjadi pada pinjaman tanpa bunga yang diberikan perusahaan anak 
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kepada perusahaan induk dalam perusahaan intragrup. Peneliti belum meneliti 
terkait pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham orang pribadi. Peneliti 
belum melakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penghindaran 
pajak melalui transaksi pinjaman tanpa bunga menggunakan skema thin 
capitalization. Diperlukan narasumber dari high level source di lingkungan DJP 
selaku regulator peraturan pinjaman tanpa bunga. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan moneter 
Amerika Serikat (AS) khususnya ketika terjadi normalisasi fed funds rate terhadap 
yield obligasi Pemerintah Indonesia. Dengan memahami dan mewaspadai 
risiko ekonomi global, seperti perubahan kebijakan moneter negara maju- 
berpengaruh, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk memitigasi 
risiko dalam pasar keuangan Indonesia. Kebijakan moneter AS dalam bentuk 
fed funds rate sebagai guncangan eksternal yang dapat memengaruhi yield 
obligasi Pemerintah Indonesia, terutama ketika terjadi normalisasi Fed funds 
rate. Penelitian ini juga melihat perbedaan volatilitasnya pada tiga sub- 
periode, sebelum diberlakukannya guantitative easing (OE), saat periode OE, dan 
normalisasi fed funds rate. Uji regresi dengan menggunakan metode GARCH 
dilakukan terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil 
regresi penelitian, ditemukan bahwa kebijakan moneter AS setelah berhentinya 
OE dan dimulainya normalisasi fed funds rate berpengaruh terhadap yield obligasi 
Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, para pengambil kebijakan harus 
memperhatikan faktor-faktor eksternal, khususnya kebijakan moneter AS, 
untuk dapat meminimalkan risiko dalam pasar modal Indonesia. 


Kata kunci: Federal funds rate, kebijakan moneter AS, yield obligasi 
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PENDAHULUAN 


Keterbukaan ekonomi membawa manfaat sekaligus membawa risiko. Risiko 
yang muncul antara lain adalah kerentanan suatu negara dalam menghadapi 
gejolak pasar keuangan global. Jika dibiarkan, kerentanan ini dapat melemahkan 
kondisi keuangan negara. Bermula sejak terjadinya krisis keuangan global pada 
tahun 2008, perekonomian dunia mengalami berbagai macam gejolak. Krisis 
keuangan global tahun 2008 merupakan fenomena yang berpengaruh luas 
dan mengubah kondisi keuangan global. Krisis keuangan global bermula dari 
jatuhnya pasar hipotek AS (sub-prime mortgage) yang kemudian menyebar ke 
pasar keuangan lainnya dan melumpuhkan sistem keuangan AS dan Eropa. 


Beberapa institusi keuangan berpengaruh seperti Lehmann Brothers, Bear 
Stearns, dan institusi keuangan lainnya runtuh sebagai akibat krisis keuangan 
global. Sebelum krisis keuangan 2007-2009, Federal Reserve AS (The Fed) 
menggunakan fed funds rate sebagai instrumen kebijakan moneter utama. Fed 
funds rate digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dan memberikan 
stimulus pada perekonomian. Namun sejak akhir tahun 2008, dalam pertemuan 
Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed menetapkan target fed funds 
rate mendekati nol yang dinamakan kondisi Zero Lower Bound (ZLB). Penurunan 
fed funds rate hingga mencapai kondisi ZLB diperlukan untuk meningkatkan 
permintaan agregat dan memberikan stimulus pada perekonomian. 


Setelah fed funds rate mencapai kondisi ZLB, The Fed mulai menggunakan instrumen 
kebijakan moneter inkonvensional. Kebijakan moneter inkonvensional yang 
digunakan The Fed antara lain, forward guidance dan guantitative easing (@E) yang 
bertujuan untuk menstabilkan sistem keuangan serta mendukung pemulihan dan 
pertumbuhan ekonomi pascakrisis. OE dilakukan dengan cara membeli aset skala 
besar (Large Scale Asset Purchase) dalam Mortgage Backed Security dan Long Term 
Security yang berdampak langsung pada peningkatan neraca The Fed. 


Selain berkontribusi pada membesarnya neraca The Fed, OE yang terdiri atas 
tiga tahap ini juga berkontribusi pada aliran modal masuk ke pasar negara 
berkembang. Penelitian terdahulu yang dilakukan Lim, et al. (2014) serta Park, 
et al. (2016) menemukan bahwa arus modal masuk ke negara berkembang pada 
saat periode OE signifikan dibanding sebelum terjadinya krisis keuangan global. 
Kekhawatiran dampak negatif kebijakan moneter AS bagi negara berkembang 


MANAJEMEN & MANAJEMEN KEUANGAN 


muncul ketika terjadi pembalikan kebijakan moneter inkonvensional AS. 
Rencana pengurangan OE memberikan sinyal bahwa ekonomi AS semakin 
membaik, sehingga kondisi tersebut menjadikan para investor menarik 
modalnya dari negara-negara berkembang karena investor memandang bahwa 
di masa mendatang investasi di AS akan lebih menguntungkan dan memiliki 
risiko lebih terkendali daripada di negara-negara berkembang. 


Kekhawatiran tersebut bermula ketika The Fed mengumumkan akan 
menghentikan stimulus moneternya (tapering off) pada pertengahan tahun 
2013. Kebijakan ini menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan dunia, 
terutama negara berkembang yang menjadi tanda dimulainya taper tantrum. 
Menurut Shin (2017), taper tantrum ini merupakan peristiwa yang menyebabkan 
terjadinya depresiasi nilai tukar dan arus modal keluar dari negara berkembang 
secara masif. Pernyataan sikap The Fed tentang kemungkinan penghentian 
OE dan normalisasi fed funds rate akhirnya menekan harga saham, menaikkan 
yield obligasi jangka panjang, serta melemahkan mata uang negara berkembang 
terhadap AS. 


Tindakan The Fed dapat memicu volatilitas pasar keuangan global. Volatilitas 
pasar keuangan akan semakin tinggi jika The Fed mempercepat pengetatan 
moneternya. Tren pengetatan moneter global yang ditandai dengan dimulainya 
era suku bunga tinggi akan menyulitkan Pemerintah Indonesia untuk mencari 
pembiayaan. Hal tersebut akan menimbulkan tantangan bagi pemerintah 
dalam melakukan pembiayaan pembangunan bagi program pengembangan 
infrastruktur yang sedang digencarkan pada saat ini. 


Kemampuan untuk meramalkan perilaku yield obligasi Pemerintah Indonesia 
dalam sistem keuangan yang terintegrasi secara global akan menjadi instrumen 
yang sangat berharga bagi akademisi dan otoritas perumus kebijakan. Risiko 
pasar keuangan yang berasal dari faktor eksternal dapat dijawab dengan 
meneliti hubungan antara guncangan perekonomian (shock) yang berasal dari 
negara maju berpengaruh, seperti Amerika Serikat, dan dampaknya terhadap 
yield obligasi Pemerintah Indonesia. Selain itu, analisis dampak fenomena 
ekonomi global seperti kebijakan moneter AS (OE, tapering, dan fenomena 
lainnya) yang lebih akurat akan membantu otoritas perumus kebijakan untuk 
lebih siap menghadapi guncangan keuangan dari faktor global. 
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Sejak tahun 2000-an, negara berkembang mengakui pentingnya pasar obligasi 
lokal dan mulai mengembangkan pasar obligasi lokal secara mendalam, terutama 
pasar obligasi pemerintah (Asian Development Bank dalam Moore, et al., 2013). 
Selama 10 tahun, pasar obligasi pemerintah di sepuluh negara (Brazil, Hungaria, 
Indonesia, Korea, Malaysia, Meksiko, Peru, Polandia, Thailand, dan Turki) yang 
diteliti oleh Moore, et al. (2013) tumbuh sekitar lima kali lipat, dari USD445 
miliar pada akhir tahun 2000 menjadi USD2.197 miliar pada akhir tahun 2010. 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pasar obligasi pemerintah Indonesia 
yang dapat diperdagangkan telah tumbuh sekitar 458,069 dari Desember 2002 
hingga April 2018. 
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Gambar 1: Perkembangan Yield Obligasi Pemerintah Indonesia 2006-2018 
Sumber: Bloomberg 


Pada masa krisis keuangan global 2008 yang memicu kebijakan guantitative 
easing (@E) Amerika Serikat, yield obligasi Pemerintah Indonesia mengalami 
peningkatan yang signifikan. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, 
peningkatan tersebut mencapai titik tertingginya pada bulan Oktober 2008, 
ketika yield obligasi Pemerintah Indonesia bertenor pendek, menengah, maupun 
panjang berada pada rentang 199-204. Namun setelah itu, yield obligasi 
pemerintah jangka panjang terus menurun hingga Mei 2013 ketika The Fed 
membuka wacana untuk menghentikan OE dan memulai normalisasi fed funds 


rate. 
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Menurut penelitian Bowman, et al. (2014), Indonesia mengalami peningkatan 
terbesar harian (403 bps) pada Oktober 2008 ketika ada guncangan eksternal 
dari pasar keuangan AS. Selain itu, yield obligasi pemerintah negara berkembang 
mengalami fluktuasi yang besar pada momen diumumkannya kebijakan 
moneter inkonvensional oleh The Fed, terutama pada saat pertama kalinya 
OE diberlakukan (2009) dan pada FOMC bulan Juni 2013 (Bowman, et al., 2014). 
Yield obligasi Pemerintah Indonesia kembali meningkat ketika The Fed mulai 
mempertimbangkan untuk menghentikan stimulus moneternya (taper off). Hal 
tersebut terjadi ketika Ben Bernanke (Gubernur Bank Sentral AS) berbicara 
pada tanggal 22 Mei 2013 tentang kemungkinan The Fed menghentikan secara 
bertahap program stimulus moneter (tapering off) dari sebelumnya sekitar 
USD85 miliar per bulan menuju nilai yang lebih rendah. Pidato Ben Bernanke ini 
menjadi sentimen bagi pasar keuangan dunia yang menjadi tanda dimulainya 
fenomena taper tantrum. 


KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 


Integrasi keuangan telah meningkatkan interdependensi aset antarnegara, 
khususnya pasar obligasi pemerintah (Heryin dan Ziegelbauer, 2016). Ter- 
integrasinya pasar keuangan dunia membuka pintu bagi investor untuk mela- 
kukan diversifikasi portofolio di berbagai negara. Diversifikasi portofolio secara 
global memperluas kesempatan bagi investor dan memungkinkan investor un- 
tuk berinvestasi dengan lebih efisien. Hal ini juga dapat mempermudah peme- 
rintah untuk mencari pembiayaan dalam membangun negara melalui penerbit- 
an obligasi. 


Di sisi lain, pasar keuangan yang terintegrasi dapat menjadi masalah ketika 
terjadi guncangan ekonomi di satu negara, terutama negara maju, yang 
menyebar ke negara lain. Penyebaran ini dapat turut melemahkan negara lain 
di benua lain yang bukan merupakan negara asal muasal guncangan ekonomi 
tersebut terjadi. Berdasarkan fenomena tersebut, skripsi ini bermaksud meneliti 
pengaruh kebijakan moneter AS sebagai faktor guncangan eksternal terhadap 
yield obligasi Pemerintah Indonesia, terutama ketika The Fed melakukan 
normalisasi fed funds rate pascakebijakan OE. 


Pasar keuangan global yang terintegrasi memungkinkan investor untuk 
memindahkan dananya dari satu negara ke negara lain. Sesuai dengan kaidah 
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investasi untuk “tidak memasukkan semua telur ke dalam satu keranjang”, 
para investor memindahkan sebagian dari portofolio mereka ke negara lain 
di luar negara mereka sendiri. Selain itu, Levine (2001) menunjukkan bahwa 
integrasi keuangan membantu memperkuat sektor keuangan domestik 
yang memungkinkan alokasi modal lebih efisien dan peluang investasi dan 
pertumbuhan yang lebih besar. Di sisi lain, integrasi keuangan juga berpotensi 
memiliki dampak buruk. Misalnya, tingkat integrasi keuangan yang tinggi dapat 
memperparah financial contagion apabila suatu negara mengalami krisis ataupun 
mengeluarkan kebijakan fiskal atau moneter. 


Financial contagion mengacu pada penyebaran gangguan pasar dari satu negara 
ke negara lain (Dornbusch, et al., 2000). Selain itu, integrasi keuangan dapat 
mendorong arus keluar modal dari negara-negara miskin modal dengan kualitas 
kelembagaan keuangan yang lemah ke negara-negara maju dengan kualitas 
kelembagaan keuangan yang lebih tinggi. Akibatnya, integrasi keuangan 
memperparah kondisi negara-negara yang kekurangan modal. Claessens 
dan Forbes (2004) menyebutkan bahwa contagion dapat terjadi berdasarkan 
dua kategori. Kategori tersebut antara lain penyebab fundamental (misalnya 
common shocks, trade linkages, dan certain financial linkages) dan perilaku investor 
(misalnya liguidity problems, incentive problems, informational asymmetries, market 
coordination problems, dan investor reassessment). 


Salah satu contoh penyebab fundamental adalah adanya common atau 
global shock. Adanya shock (guncangan) dalam ekonomi dapat menyebabkan 
peningkatan atau penurunan pergerakan harga aset dan aliran modal. Hal ini 
terjadi misalnya, pergeseran indikator ekonomi utama di negara-negara maju 
(seperti perubahan dalam suku bunga atau nilai mata uang), perubahan harga 
komoditas, atau penurunan pertumbuhan ekonomi global sehingga dapat 
memicu krisis dan arus keluar modal yang besar dari pasar negara berkembang. 
Perubahan kebijakan moneter AS termasuk ke dalam kategori common shock. 


Kebijakan moneter inkonvensional yang dikeluarkan oleh Bank Sentral 
Amerika Serikat (The Fed) muncul untuk mengatasi krisis kredit perumahan 
(subprime mortgage) pada tahun 2007. Krisis subprime mortgage ini bermula 
karena banyaknya orang di AS yang dengan mudahnya mendapatkan kredit 
perumahan, padahal tidak memiliki kelayakan kredit. Hal itu menyebabkan 
bubble yang akhirnya meledak dan mendorong kemacetan kredit perumahan. 
Subprime mortgage ini terus berlanjut hingga mendorong kejatuhan beberapa 
lembaga keuangan AS berpengaruh. 
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Krisis ini kemudian menular ke seluruh dunia karena proses sekuritisasi kredit 
perumahan AS ini dimiliki sebagian besar lembaga keuangan dunia. Krisis 
tersebut memberikan dampak besar kepada implementasi kebijakan moneter 
AS. Untuk mengantisipasi dampak negatif berkelanjutan, The Fed menurunkan 
tingkat suku bunganya secara drastis hingga mendekati 096, yang dinamakan 
kondisi Zero Lower Bound (ZLB). Terlihat pada Gambar 2 bahwa federal funds rate 
(FFR) mengalami penurunan drastis pada akhir tahun 2008. 
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Gambar 2: Federal Funds Rate AS Januari 2003-April 2018 
Sumber : The Federal Reserve, Bloomberg 


Setelah mencapai kondisi ZLB, The Fed mengimplementasikan kebijakan 
moneter inkonvensional. Hal tersebut terjadi karena dalam kondisi ZLB, The 
Fed tidak dapat menurunkan tingkat suku bunganya lebih lanjut, sehingga The 
Fed melakukan pendekatan guantitative easing yang bersifat inkonvensional 
untuk menstimulus perekonomian agar kembali pulih dari krisis. GE dilakukan 
dengan cara membeli aset secara besar-besaran, disebut juga sebagai Large Scale 
Asset Purchase (LSAP). Pembelian aset skala besar tersebut meningkatkan ukuran 
neraca The Fed sehingga memengaruhi cadangan devisa dan uang beredar. 
Kebijakan GE ini memiliki contagion effect pada pasar keuangan global, tidak 
terbatas bagi AS saja. Hal tersebut terjadi karena OE menyebabkan melonjaknya 
neraca Fed dan melimpahnya likuiditas global. 


Program OE yang awalnya diimplementasikan untuk memulihkan perekonomian 
AS ternyata membawa konsekuensi kondisi moneter global yang lebih longgar. 
Yang dan Zhou (2017) menemukan bahwa GE merupakan pendorong utama 
dalam peningkatan modal dari AS ke seluruh dunia. Turner dalam Guarin, et 
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al. (2014) mengemukakan bahwa yield jangka panjang yang lebih rendah di 
AS dan negara maju lainnya serta didukung oleh bertambahnya likuiditas 
global (sebagai dampak dari OE) telah mendorong investor ke negara-negara 
berkembang. 


Pada bulan Juni 2010 pembelian sempat dihentikan saat The Fed menilai kembali 
pemulihan ekonomi, tetapi kemudian OE tahap 2 dimulai pada November 
2010 ketika realisasi ekonomi tidak seperti yang diharapkan. Pada bulan 
Maret 2013, The Fed meningkatkan penilaiannya atas perekonomian AS yang 
dianggap membaik. Hal ini menjadikan The Fed menyampaikan pandangannya 
untuk menurunkan tingkat pembelian aset serta menghentikan kebijakan OF. 
Tindakan The Fed pada tahun 2013 ini menandakan dimulainya periode yang 
dikenal sebagai taper tantrum (tapering off). 


Gejolak pasar keuangan pada periode tapering off ini paling terasa di India dan 
Indonesia, yang menjalar pada pasar modal disertai dengan ketidakseimbangan 
makroekonomi lainnya (Asian Development Bank, 2013). Pada periode tapering 
off, yield negara-negara berkembang meningkat dan negara tersebut mengalami 
depresiasi nilai tukar yang cukup mendalam. Secara khusus, pada periode 
taper tantrum Indonesia mengalami turbulensi yang cukup mengguncang pasar 
keuangan hingga menjadi salah satu negara yang mendapat predikat fragile five. 


Dari perspektif teoretis, peningkatan tingkat suku bunga acuan AS dapat memicu 
peningkatan spread negara berkembang (Arora dan Cerisola, 2001). Hal tersebut 
terjadi karena obligasi pasar berkembang lebih berisiko (ada kemungkinan 
mengalami default). Sepanjang ada kemungkinan risiko default, yield dari obligasi 
berisiko harus meningkat lebih tinggi dari risk free rate untuk mengompensasi 
investor atas risiko yang terkandung dalam aset tersebut. 


The Fed akhirnya secara resmi memberhentikan program OE pada rapat FOMC 
tanggal 17 Desember 2014. Neraca keuangan The Fed pada akhir tahun 2014 
meningkat tajam menjadi USD4,482 triliun dari USD2,825 triliun pada tahun 
2008. Selain itu, kebijakan GE yang dilakukan The Fed pascakrisis keuangan 
global mendorong penurunan supply obligasi jangka panjang, meningkatkan 
harga saham, dan menurunkan yield obligasi jangka panjang AS (Gagnon, et al., 
2011). Setelah diberhentikannya kebijakan OF, The Fedberencana meningkatkan 
fed funds rate dalam 6 bulan mendatang pada tanggal 28 Januari 2015. 
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Setelah beberapa kali mengalami penundaan, The Fed akhirnya meningkatkan 
fed funds rate sebesar 25 bps menjadi 0,596 pada tanggal 16 Desember 2015. Hal 
tersebut dilakukan sebagai langkah normalisasi tingkat suku bunga setelah 
berada pada kondisi Zero Lower Bound pascakrisis keuangan global tahun 2008. 
Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2, The Fed kembali menaikkan suku 
bunga acuannya sebesar 0,254 menjadi 1,754 pada Maret 2018. Langkah The Fed 
tersebut dapat menambah tekanan bagi ekonomi negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Kenaikan fed funds rate berpeluang memicu era suku bunga tinggi 
yang menyebar ke negaralain. 


Dengan meneliti hubungan antara suatu faktor eksternal dengan yield 
obligasi pemerintah dapat membantu otoritas keuangan Indonesia dalam 
mempersiapkan mitigasi risiko terkait obligasi Pemerintah Indonesia guna 
mencegah kerugian dan masalah dalam pasar keuangan Indonesia. Risiko 
obligasi pemerintah yang berasal dari faktor eksternal dapat dijawab dengan 
meneliti hubungan antara volatilitas yang berasal dari kebijakan moneter 
negara maju-berpengaruh, seperti Amerika Serikat, dan dampaknya terhadap 
yield obligasi Pemerintah Indonesia. Bahwa apakah terdapat pengaruh eksternal 
dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap yield obligasi Pemerintah 
Indonesia atau kejadian tersebut justru dipengaruhi oleh faktor lain yang 
terjadi di dalam negeri. Oleh karena fenomena itulah, diperlukan analisis untuk 
melihat pengaruh dari volatilitas keuangan dunia maupun kebijakan moneter 
negara maju-berpengaruh (seperti Amerika Serikat) terhadap yield obligasi 
Pemerintah Indonesia. 


METODE PENELITIAN 


Berdasarkan Forbes dan Rigobon (2002) terdapat empat pendekatan untuk 
mengukur bagaimana suatu guncangan ekonomi dapat berdampak secara 
global, yaitu cross-market correlation coefficients, ARCH dan GARCH models, 
cointegration technigues, serta direct estimation of specific transmission mechanisms. 
Model penelitian ini dibangun dengan menggunakan teori Arbitrage Pricing 
Theory (APT) dan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
(GARCH) untuk mengukur mean dan variance atas yield obligasi Pemerintah 
Indonesia. 
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Penelitian ini menggunakan metode GARCH dengan data harian periode 
Januari 2004-April 2018 untuk mengoreksi heteroskedastis dalam variabel 
penelitian. Untuk melihat perbedaan pengaruh kebijakan moneter Amerika 
Serikat, penelitian ini memiliki rentang periode pada tahun Januari 2004 hingga 
April 2018. Periode tersebut terbagi menjadi tiga sub-periode (sebelum OE, 
saat dilakukannya OE, dan normalisasi fed funds rate). Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak dari kebijakan moneter 
AS selama periode penelitian, terutama untuk mengetahui dampak dari 
normalisasi fed funds rate terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia dan 
membandingkannya dengan periode terdahulu. Terbaginya periode penelitian 
menjadi tiga sub-periode ini mengikuti apa yang dilakukan penelitian Aufa 
(2015), Guarin, et al. (2014), dan Miyajima, et al. (2015). Pembagian periode 
tersebut berdasarkan tanggal-tanggal penting ketika The Fed mengumumkan 
kebijakan moneternya. Tanggal penting kebijakan moneter The Fed tersebut 
merujuk pada penelitian Bowman, et al. (2015) serta jadwal pertemuan Federal 
Open Market Committee (lihat Lampiran I). 


Untuk mengidentifikasi dampak pascakebijakan moneter inkonvensional AS, 
penelitian ini mengadopsi metode yang diteliti oleh Aufa (2015) dan Lin, et al. 
(2008). Metode ini mengidentifikasi dampak kebijakan moneter AS ke negara 
berkembang dengan asumsi bahwa terjadi shock yang signifikan kepada negara 
berkembang ketika terjadi perubahan likuiditas global sebagai akibat dari 
Guantitative Easing. Model GARCH terbagi menjadi dua eguation, yang terdiri 
atas mean eguation dan variance eguation. Mean eguation digunakan untuk melihat 
pengaruh yang signifikan dari pengaruh eksternal, dalam hal ini kebijakan 
moneter AS terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia. Model mean eguation 
penelitian ini dituliskan sebagai berikut. 


Mean Eguation: 


ID1OY, 5 Ap 4 Aj. US10Y, 1 # @5USE OT, # @3VI Ko, 


@IDEOT,—, H @AsIDRATE, bt @gIDERD, 8 eiseseererrerrerseraseneama mane (1.1) 


Keterangan: 
ID10Y - yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun 


US10Y  -yield obligasi Pemerintah Amerika Serikat 10 Tahun 
USEOT — - indeks saham S&P 500 
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VIX - Volatility Index 

IDEOT - indeks saham IHSG 

IDRATE  - tingkat suku bunga acuan Indonesia 

IDCRD - spread yield obligasi Pemerintah Indonesia-AS 


Variabel dependen dalam penelitian ini direpresentasikan dalam ID10Y 
yang merupakan yield harian dari obligasi Pemerintah Indonesia. Variabel 
independen untuk meregresikan model penelitian berupa yield obligasi US 
Treasury bertenor 10 tahun (US10Y), indeks saham S&P 500 (USEOT), volatility 
index (VIX), indeks saham IHSG (IDEOT), tingkat suku bunga acuan Indonesia 
(IDRATE), dan spread yield obligasi Pemerintah Indonesia-AS (IDCRD). US Treasury 
Bond 10 tahun digunakan karena merupakan instrumen yang likuid, beberapa 
penelitian seperti Eichengreen, et al. (1996) menggunakan variabel ini sebagai 
proxy dalam menangkap kondisi likuiditas global. US10Y digunakan sebagai 
variabel karena dapat menangkap kebijakan moneter AS melalui transmisi 
portfolio balance channel. Variabel ini juga digunakan Guarin, et al. (2014) sebagai 
indikator kebijakan moneter AS. USEOT digunakan untuk mendeteksi dampak 
saham AS karenaadanya korelasi antara pasar saham dan obligasi. 


Faktor risiko juga memengaruhi keinginan investor asing untuk berinvestasi 
dalam obligasi negara berkembang. Faktor-faktor risiko dapat dikategorikan 
ke dalam risiko global dan spesifik per negara. Faktor risiko tersebut dapat 
dijelaskan melalui pergerakan volatilitas suatu aset. Volatilitas adalah salah 
satu determinan penting dari nilai aset untuk saham serta obligasi, dua jenis 
aset keuangan yang sering ditransaksikan di seluruh dunia (Zhou dalam Heryan 
dan Ziegelbauer, 2016). Untuk menangkap risiko global Moore, et al. (2013) 
menggunakan data Volatility Index (VIX). Sebagai variabel, penelitian Ebeke dan 
Lu (2014) juga menggunakan VIX sebagai salah satu variabel untuk menangkap 
suatu guncangan perekonomian global (kebijakan moneter AS) melalui transmisi 
confidence channel. 


Variabel IDEOT digunakan untuk menangkap efek pasar saham domestik yang 
muncul pada yield obligasi dan untuk memeriksa apakah pasar saham domestik 
memicu perubahan pada pasar obligasi atau tidak. IDRATE mewakili tingkat 
suku bunga acuan Indonesia. Variabel ini digunakan untuk menangkap dampak 
dari kebijakan moneter domestik terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia. 
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IDCRD mewakili spread atas yield antara AS dengan Indonesia yang menangkap 
faktor risiko domestik. Menurut Lin, et al. (2008), risiko domestik memiliki peran 
penting dalam yield obligasi negara berkembang. 


Seluruh variabel penelitian dalam model ini diregresikan dalam lag t-1. 
Penggunaan lag t-1 merujuk pada berbagai penelitian terdahulu (Lampiran II) 
yang juga menggunakan lag t-1 untuk meneliti dampak fed funds rate, OE, ataupun 
tapering off ke negara berkembang. Variance eguation digunakan untuk melihat 
volatilitas yieldobligasi pemerintah daripersistence parameter. Persistence parameter 
yang didapatkan dari penjumlahan lagged conditional variance dan lagged sguared 
residual (B1 - 82) hasil regresi GARCH merupakan tingkat volatilitas dalam suatu 
variabel (Brooks, 2008). 


He Pot Bit Pot, Pot Bet aa petani risa Muay dai dadnisndndia (1.2) 


Keterangan: 
H,  - conditional variance yield obligasi pada periode t 


h,, - conditional variance periode t-1 yang menangkap GARCHeffects 


t-1 


€2,, “ Sguared residual periode t-1 yang menangkap ARCH effects 


Sebagaimana dikutip dari Choudhry (1995), menurut Engle dan Bollerslev (1986) 
apabila hasil penjumlahan 81 - 82 mendekati 1, berarti bahwa suatu guncangan 
ekonomi akan berlangsung terus-menerus (persisten) dan guncangan tersebut 
akan berkurang sangat lambat. Nilai variance eguation yang bernilai besar 
(mendekati 1) menyiratkan bahwa return positif atau negatif yang besar akan 
mengakibatkan peramalan varians masa depan menjadi tinggi pada periode yang 
lama (Brooks, 2008). Dengan demikian, dalam penelitian ini apabila persistence 
parameter mendekati nilai 1, maka aset keuangan tersebut mengalami volatilitas 
yang berlangsungterus-menerus. 


Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran teoretis, penelitian ini 
memiliki hipotesis sebagai berikut. 


H, : Tidak terdapat pengaruh normalisasi fed funds rate terhadap yield obligasi 


0 


Pemerintah Indonesia. 


H, : Terdapat pengaruh normalisasi fed funds rate terhadap yield obligasi Pemerintah 
Indonesia. 
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Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan metode 
GARCH yang diregresikan pada yield obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat 
signifikansi dalam penelitian ini menggunakan « - 0,05 atau 59. H, ditolak jika 
koefisien a, (US10Y) pada model penelitian yang merepresentasikan kebijakan 
moneter AS melalui portfolio balance channel menunjukkan nilai signifikansi 
kurang dari atau sama dengan 59 terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia. 
Di lain pihak, H tidak ditolak jika koefisien «, menunjukkan nilai signifikansi 
lebih dari 596 terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Berdasarkan hasil estimasi mean eguation GARCH (1,1) sepanjang periode Januari 
2004-April 2018, variabel yang signifikan memengaruhi yield obligasi Pemerintah 
Indonesia 10 Tahun (ID10Y) adalah US10Y, USEO, VIX, IDEO, IDRATE, dan IDCRD. 
Kecuali IDRATE, variabel independen lainnya signifikan pada tingkat a- 14. 
Variabel IDRATE signifikan pada a- 596. Tampak pada Tabel 1 tanda koefisien 
variabel US10Y terhadap ID10Y memiliki koefisien positif yang bernilai 0,369 
dengan tingkat signifikansi 196. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan yield 
obligasi AS 10 tahun sebesar 195 akan berdampak positif pada peningkatan yield 
obligasi Pemerintah Indonesia sebesar 0,369. 


Tabel 1: Hasil Regresi 


Periode Funds Rate 
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IDCRD 0.202688”# 0.057862” 0.285045"x 023447274 
11.64805 1.73105 10.16706 7.322789 


Variance Keseluruhan Pra-OE OE Pasca-OE 
Eguation Periode 


0.000197#" 3.11E-04 0.00023” 0.000081 


2.63E401 1.04E-01 1.14E401 5.28E400 
017362” 0.255364 018572” 0.082969"# 
35.21565 22.72061 14.45472 8.792568 
0.840146” 0.811635 0.80249 Pk 0.908251”# 
336.3296 214.7817 7517132 104.5436 


Keterangan- ““ signifikan pada 196, ““ signifikan pada 596,“ signifikan pada 1096 


Sumber: Diolah dari E-Views 


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi membuktikan H, 
ditolak. Secara jangka panjang kebijakan moneter AS memiliki pengaruh 
terhadap ID10Y. Hasil regresi ini selaras dengan penelitian Ebeke dan Kyobe 
(2015) yang menyebutkan bahwa adanya guncangan kebijakan moneter AS yang 
menaikkan/menurunkan yield obligasi Pemerintah AS akan berbanding lurus 
dengan peningkatan/penurunan yield obligasi negara berkembang. Detail hasil 
regresi penelitian pada periode 2004-2018, sebelum OE, saat terjadinya OE, dan 
terutama saat normalisasi fed funds rate secara rinci tertuang pada Tabel 1. 


Kondisi pasar saham AS juga berpengaruh pada yield obligasi Pemerintah 
Indonesia sebesar negatif 0,000579 dengan tingkat signifikansi a- 196. Faktor 
risiko global (VIX) juga memengaruhi yield obligasi Pemerintah Indonesia 
sebesar 0,00645 dengan tingkat signifikansi a- 196. Hal ini berarti bahwa jika 
terjadi adanya shock perekonomian global yang meningkatkan risiko global akan 
turut meningkatkan yield obligasi Pemerintah Indonesia sebesar 0,00645. 


Variabel-variabel domestik juga berpengaruh terhadap yield obligasi Pemerintah 
Indonesia. Jika terjadi peningkatan indeks saham Indonesia, maka yield obligasi 
Pemerintah Indonesia akan mengalami penurunan sebesar -0,0000748 dengan 
tingkat signifikansi a- 196. Ketika risiko domestik mengalami peningkatan 
(spread yield obligasi), akan turut memengaruhi yield obligasi Pemerintah 
Indonesia yang meningkat sebesar 0,2 dengan tingkat signifikansi a-146. 


Berdasarkan hasil estimasi GARCH periode 2004-2018, yield obligasi Pemerintah 
mengalami volatilitas terus-menerus. Hal tersebut terlihat dari persistence parameter 
yang merupakan penjumlahan a8 dalam variance eguation. Persistence parameter 
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merupakan pengukuran volatilitas dalam model GARCH. Jika nilai dari persistence 
parameter mendekati nilai 1, maka dampak suatu guncangan ekonomi pada return 
saham akan berlangsung terus-menerus. Nilai persistence parameter bagi yield 
obligasi pemerintah pada periode keseluruhan 2004-2018 sebesar 1,01. 


Hal ini berarti bahwa pada keseluruhan periode penelitian, yield obligasi 
Pemerintah Indonesia mengalami volatilitas tinggi secara terus-menerus. 
Tingginya volatilitas yield obligasi Pemerintah Indonesia 2004-2018 terjadi 
karena sepanjang periode ini terdapat beberapa guncangan ekonomi global, 
seperti krisis keuangan global 2008, Guantitative Easing AS, Taper Tantrum, hingga 
normalisasi fed funds rate oleh The Fed. Untuk lebih memahami di periode 
manakah tepatnya kebijakan moneter berpengaruh signifikan terhadap yield 
obligasi pemerintah Indonesia akan dijelaskan dalam subbab berikutnya. 


Berdasarkan hasil estimasi dengan model GARCH (1,1) pada periode pra-OE, 
kebijakan moneter AS memiliki pengaruh terhadap ID10Y. Pada periode ini, pasar 
modal AS tidak berpengaruh signifikan pada yield obligasi Pemerintah Indonesia. 
Pada periode ini, variabel domestik yang memengaruhi yield obligasi Pemerintah 
Indonesia secara signifikan pada a- 196 adalah IDEO. Variabel IDRATE tidak 
berdampak signifikan sama sekali, sedangkan variabel IDCRD hanya berpengaruh 
sebesar 0,05 pada tingkat signifikansi a- 104. 


Hal ini berarti bahwa pada periode ini, pasar saham Indonesia memiliki 
pengaruh lebih kuat dibanding tingkat suku bunga acuan Indonesia serta spread 
yield. Nilai persistence parameter bagi ID10Y pada periode pra- OE sebesar 1,06. Hal 
tersebut berarti volatilitas pada ID10Y berlangsung terus-menerus. Volatilitas 
ID10Y pada periode ini merupakan yang tertinggi dibandingkan periode lain. 
Terjadinya volatilitas yang tinggi tersebut oleh karena pada subperiode ini 
terjadi krisis keuangan global. 


Sementara itu hasil estimasi mean eguation GARCH (1,1) saat Ouantitative Easing, 
kebijakan moneter AS memengaruhi ID10Y. Nilai persistence parameter bagi ID10Y 
pada periode OF sebesar 0,98, terkecil dibanding periode lainnya. Hal ini sejalan 
dengan temuan Aufa (2015) yang menyatakan kebijakan OE oleh The Fedternyata 
memiliki dampak berupa penurunan volatilitas yield surat berharga Pemerintah 
Indonesia. Penurunan tersebut merupakan dampak positif dari dilakukannya 
OE. Penurunan volatilitas tersebut dapat memudahkan Pemerintah Indonesia 
untuk menerbitkan surat utang dengan biaya yang lebih rendah. 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


Dampak Kebijakan Moneter AS Pasca-OE dan Normalisasi 
Fed Funds Rate 


Berdasarkan hasil estimasi dengan model GARCH (1,1) pada periode normalisasi 
fed funds rate variabel yang signifikan memengaruhi yield ID10Y adalah US10, 
USEO, IDRATE, dan IDCRD. Pada periode ini, variabel US10Y mengalami 
peningkatan pengaruh terhadap ID10Y. Tanda koefisien variabel US10Y 
terhadap ID10Y memiliki koefisien positif yang bernilai 0,524 dengan tingkat 
signifikansi 196. Apabila terjadi peningkatan yield obligasi AS 10 tahun sebesar 
19 akan berdampak positif pada ID10Y sebesar 0,524. Pengaruh yield obligasi 
AS pada tahun ini merupakan yang tertinggi dibanding periode lainnya. Hal ini 
terjadi ketika The Fed menghentikan kebijakan OE-nya dan mulai melakukan 
normalisasi fed funds rate. 


Positifnya pengaruh kebijakan moneter AS ini dengan hasil penelitian Ebeke dan 
Kyobe (2015) yang menyebutkan bahwa adanya guncangan kebijakan moneter 
AS yang menaikkan/menurunkan yield obligasi Pemerintah AS akan berbanding 
lurus dengan peningkatan/penurunan yield obligasi negara berkembang. 
Meningkatnya tingkat suku bunga acuan di negara maju dapat meluas ke negara- 
negara berkembang di Asia. Kembali normalnya fed funds rate di saat kondisi 
neraca Bank Sentral AS yang meningkat tajam pasca-9E akan menyebabkan 
kebijakan moneter AS, terutama kebijakan moneter konvensional dapat berjalan 
dengan efektif kembali, sehingga kebijakan moneter AS (yang direpresentasikan 
oleh US10Y) memiliki pengaruh lebih kuat terhadap yield obligasi Pemerintah 
Indonesia pada periode ini. Dengan demikian, hasil regresi membuktikan H, 
ditolak. Dengan demikian, kebijakan moneter AS (normalisasi fed funds rate) 
berpengaruh signifikan pada ID10Y pada periode pasca-OE. 


Faktor risiko global pada periode ini tidak memengaruhi yield obligasi Pemerintah 
Indonesia secara signifikan. Bahkan hasil regresi variabel VIX pada periode 
normalisasi fed funds rate (pasca-0E) ini lebih kecil nilainya dibandingkan 
periode lain. Hal ini dapat dikarenakan perekonomian global sudah kembali 
mengalami pemulihan setelah dilanda berbagai macam guncangan (shock) pada 
periode sebelumnya. Meskipun terdapat berbagai guncangan perekonomian 
global, tetapi tidak setinggi pada saat terjadinya krisis keuangan global. 


Setelah diumumkannya pengakhiran kebijakan OF, likuiditas di pasar keuangan 
global menjadi menipis sehingga kembali meningkatkan yield obligasi 
Pemerintah AS 10 tahun. Peningkatan yield obligasi Pemerintah AS ini harus 
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diantisipasi oleh otoritas pengambil kebijakan Indonesia. Jika spread antara 
yield obligasi Pemerintah Indonesia dengan AS semakin mengecil terdapat 
kemungkinan berkurang (bahkan keluarnya) arus modal masuk di Indonesia. 
Hal ini terjadi karena persepsi investor yang melihat pasar obligasi Indonesia 
tidak memberikan kompensasi yang layak. Pada periode normalisasi fed funds 
rate, hasil regresi dari spread yield obligasi Pemerintah Indonesia dengan AS 
memiliki pengaruh yang signifikan. 


Pengaruh dari spread yield tersebut bernilai 0,23 dengan tingkat signifikansi a-15. 
Meskipun pengaruh spread yield pada periode normalisasi fed funds rate lebih kecil 
dibanding periode OE, tetapi masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan ketika 
kebijakan moneter konvensional AS masih berjalan efektif pada saat sebelum 
periode OE. Bahkan pengaruh spread yield pada periode ini masih lebih besar jika 
dibandingkan dengan keseluruhan periode sepanjang Januari 2004 hingga April 
2018. Dari besarnya pengaruh spread yield ini, para otoritas kebijakan keuangan 
Indonesia harus senantiasa mewaspadai pergerakan spread yield antara Indonesia 
dengan AS, bahkan dengan negara maju lainnya. 


Berdasarkan hasil estimasi GARCH periode normalisasi fed funds rate, persistence 
parameter ID1OY mencapai 0,99 (mendekati 1). Terjadi peningkatan volatilitas 
pada periode normalisasi fed funds rate setelah sebelumnya volatilitas sempat 
menurun ketika berlangsungnya kebijakan OE. Dilakukannya normalisasi fed 
funds rate menyebabkan volatilitas dalam pasar keuangan global yang bereaksi 
terhadap kebijakan The Fed. Peningkatan tingkat suku bunga acuan negara 
maju dapat “menular” ke negara berkembang Asia (termasuk Indonesia) dengan 
memberikan tekanan pada pasar keuangan untuk melakukan kebijakan moneter 
tingkat suku bunga yang lebih tinggi. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Mengukur pengaruh kebijakan moneter negara berpengaruh terhadap pasar 
keuangan Indonesia merupakan hal penting bagi otoritas keuangan dalam 
merumuskan kebijakan dan mengelola risiko yang efektif. Hal tersebut 
dikarenakan berbagai pemberitaan kebijakan bank sentral (baik domestik 
maupun negara maju-berpengaruh) menjadi suatu perhatian di media keuangan 
sebagai informasi yang memengaruhi keputusan investor. 
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Berdasarkan hasil regresi penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
moneter AS setelah berhentinya OE dan dimulainya normalisasi fed funds rate 
memiliki pengaruh positif secara signifikan pada yield obligasi Pemerintah 
Indonesia. Pada periode normalisasi fed funds rate, pengaruh kebijakan moneter 
AS mengalami peningkatan dibandingkan periode lainnya. Pengaruh kebijakan 
moneter AS pada periode normalisasi fed funds rate lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan periode sebelum GE maupun saat terjadinya OE. Bahkan kebijakan 
moneter AS pascanormalisasi fed funds rate mempunyai pengaruh lebih besar 
jika dibandingkan dengan periode keseluruhan sepanjang Januari 2004 hingga 
April 2018. 


Otoritas kebijakan keuangan di Indonesia juga harus mewaspadai risiko 
atas spread yield obligasi Indonesia dengan AS. Spread yield obligasi memiliki 
pengaruh yang signifikan pada seluruh periode. Menurut Lin, et al. (2008), risiko 
suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan harga obligasi di pasar 
obligasi negara berkembang. Dari segi volatilitas, volatilitas yang terjadi pada 
periode normalisasi fed funds rate lebih tinggi dibandingkan volatilitas pada 
periode OE, meskipun tidak setinggi ketika terjadinya krisis keuangan global. 
Hal ini menunjukkan bahwa dilakukannya normalisasi fed funds rate oleh The Fed 
berdampak pada meningkatnya volatilitas yield obligasi Pemerintah Indonesia. 


Pada periode normalisasi fed funds rate, The Fed kembali meningkatkan fed funds 
rate dari sebelumnya berada pada kondisi Zero Lower Bound sejak tahun 2008 
menjadi 1,759 pada Maret 2018. Adanya dampak dari pengaruh perekonomian 
AS terhadap Indonesia tersebut menjadikan otoritas kebijakan keuangan di 
Indonesia harus mempersiapkan dengan baik dalam menghadapi risiko dan 
ancaman dinamika kebijakan ekonomi global seperti normalisasi fed funds rate. 
Pada dasarnya kebijakan yang antisipatif dibutuhkan untuk menanggulangi 
dampak normalisasi fed funds rate. Penelitian ini menyarankan dua hal yang 
dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak normalisasi fed funds rate. 


Pertama, basis investor yang terdiversifikasi dapat meredam dampak tersebut. 
Indonesia memiliki kerentanan atas guncangan ekonomi global dengan tingkat 
kepemilikan asing yang mencapai 38,444 pada akhir April 2018. Melakukan 
diversifikasi investor diperlukan karena menurut Ebeke dan Kyobe (2015) 
tingkat kepemilikan asing yang tinggi (melebihi 309) dalam pasar obligasi 
dapat memperkuat dampak guncangan ekonomi global. Memperkecil eksposur 
investor asing pada Obligasi Pemerintah dan menambah eksposur investor 
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domestik diharapkan dapat meredam dampak guncangan ekonomi global. 
Kedua, fundamental makroekonomi yang kuat dapat turut meredam dampak 
ekonomi global tersebut. Kondisi makroekonomi yang baik (terutama rendahnya 
utang publik dan tingginya cadangan devisa) dapat meredam dampak negatif 
dari guncangan ekonomi global terhadap volatilitas yield obligasi pemerintah 
negaraberkembang. 


Pentingnya fundamental makroekonomi domestik juga ditekankan kembali oleh 
penelitian Ahmed, Coulibaly, dan Zlate (2017) yang menemukan bahwa negara 
berkembang yang memiliki kondisi fundamental lebih baik mengalami sedikit 
guncangan pada berbagai variabel keuangannya (nilai tukar, tekanan depresiasi, 
dan yield obligasi pemerintah) selama periode tapering off. Mishra, et al. (2014) 
mendapati bahwa negara berkembang dengan pasar keuangan yang lebih dalam 
dan kebijakan makroprudensial yang lebih ketat sebelum periode tapering (stress 
period) mengalami penurunan kondisi keuangan relatif lebih rendah. 


Indonesia juga harus secara aktif mempersiapkan kebijakan untuk memperkuat 
fundamental makroekonomi dan kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Fratzscher, et al. (2013) yang menemukan 
bahwa negara dengan kebijakan moneter yang lebih aktif dan memiliki 
institusionalitas lebih tinggi, kurang terpapar oleh kebijakan moneter 
inkonvensional AS. Tindakan aktif otoritas keuangan suatu negara telah terbukti 
efektif dalam meredam guncangan ekonomi global terhadap perekonomian 
domestik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Korea Selatan melalui 
kebijakan makroprudensialnya saat menghadapi tapertantrum. 


Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang muncul. Keterbatasan dalam 
penelitian ini antara lain berupa keterbatasan dalam sampel penelitian serta 
metode penelitian. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada yield obligasi 
pemerintah 10 tahun dan tidak meneliti dampak dari normalisasi fed funds rate 
sebagai guncangan ekonomi global terhadap variabel-variabel perekonomian yang 
lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut 
untuk mengetahui secara lebih mendalam dampak dari adanya normalisasi fed 
funds rate terhadap variabel-variabel perekonomian yang lain. 


Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan metode GARCH dalam melakukan 
penelitian. Masih terdapat berbagai macam metodologi seperti Event Study, Vector 
Auto Regression (VAR), Structural Vector Auto Regression (SVAR), Generalized Method 
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of Moments (GMM), Global Vector Error Correction Model (GVECM), dan berbagai 
metode ekonometrika lainnya yang dapat dilakukan untuk memperkaya 
literatur penelitian dalam topik ini. Penelitian juga dapat diperluas tidak hanya 
meneliti pengaruh kebijakan moneter AS sebagai faktor eksternal. Terdapat 
fenomena ekonomi global lain yang dapat diteliti (seperti fenomena trade war, 
krisis ekonomi Eropa, perang tarif pajak antarnegara, dan fenomena ekonomi 
global lainnya) sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi pasar 
keuangan Indonesia. 
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LAMPIRAN 


Lampiran | 


Tanggal Penting Kebijakan Moneter The Fed Januari 2008 - April 2018 


Tanggal Peristiwa Keterangan 
First LSAP 
25/11/2008 | Pengumuman The Fed mengumumkan akan membeli utang GSE sebesar 
(Announcement) USD100 miliar dan MBS sebesar USD500 miliar. 
1/12/08 Pidato (Ben Bernanke | The Fed mengindikasikan untuk membeli surat berharga 
di Austin) treasuries. 
16/12/2008 | Pernyataan FOMC Target tingkat suku bunga (federal funds rate) menurun 
antara 0 hingga 0,2596. 
28/1/2009 Pernyataan FOMC FOMC mendiskusikan kemungkinan pembelian dari treasury 
jangka panjang. 
18/3/2009 Pernyataan FOMC The Fed mengumumkan pembelian treasury sebesar USD300 
miliar dan ekspansi GSE dan MBS. 
Second LSAP 
10/8/10 Pernyataan FOMC FED mengumumkan akan rencana pembayaran reinvestasi 
dari GSE dan MBS dalam treasury jangka panjang. 
27/8/2010 Pidato (Ben Bernanke | Pimpinan FED berbicara akan kemungkinan pertumbuhan 
di Jackson Hole) ekonomi. 
21/9/2010 Pernyataan FOMC Laporan FOMC mengindikasikan keinginan untuk 
“menyediakan tambahan akomodasi jika dibutuhkan”. 
15/10/2010 | Pidato (Ben Bernanke | Pidato pimpinan FED mendukung persepsi pasar bahwa 
di Indiana) tambahan pembelian treasury akan dilakukan di FOMC 
berikutnya. 
3/11/10 Pernyataan FOMC FED mengumumkan program untuk membeli treasury jangka 


panjang sebesar USD600 miliar pada bulan Juli 2011. 


Maturity Extension Program (MEP) 


9/8/11 Pernyataan FOMC FOMC meyakinkan pasar bahwa tingkat suku bunga AS akan 
tetap “sangat rendah” hingga pertengahan tahun 2013. 

26/8/2011 Pernyataan FOMC Pidato pimpinan FED membuka kemungkinan untuk 
tambahan akomodasi. 

21/9/2011 Pernyataan FOMC FED mengumumkan akan merealokasi dana sebesar USD400 
miliar dari treasury jangka pendek ke jangka panjang. 

Third LSAP 

22/8/2012 Pernyataan FOMC Para anggota FOMC memberikan pernyataan bahwa masih 
akan ada tambahan akomodasi moneter. 

31/8/2012 Pidato (Ben Bernanke | Pidato pimpinan FED tentang kebijakan moneter 

di Jackson Hole) inkonvensional. 
13/9/2012 Pernyataan FOMC FED memperpanjang forward guidance atas federal funds 


rate dan memperkenalkan program pembelian MBS sebesar 
USD40 miliar per bulan. 
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Tanggal 


Peristiwa 


Keterangan 


Periode Normalisasi-Tapering off (2 


013) 


20/3/2013 Pernyataan FOMC FOMC meningkatkan penilaiannya atas kondisi ekonomi dan 
pasar tenaga kerja. 

1/5/13 Pernyataan FOMC FOMC menyampaikan keinginan untuk meningkatkan atau 
menurunkan tingkat pembelian aset. 

22/5/2013 Pernyataan FOMC Pimpinan FED menyatakan potential “step down” dalam laju 
pembelian aset. 

19/6/2013 Pernyataan FOMC FOMC menilai kondisi perekonomian dan pasar tenaga kerja 
AS dengan optimisme. 

11/7/13 Pernyataan FOMC Pimpinan FED menyatakan risiko pertumbuhan ekonomi dan 
pasar tenaga kerja. 

30/10/2013 | Pernyataan FOMC FOMC menilai kondisi perekonomian dan pasar tenaga kerja 
AS dengan optimisme. 

18/12/2013 | Pernyataan FOMC FED mengumumkan penurunan laju pembelian aset sebesar 


USD75 miliar (penurunan dari USD85 miliar) yang dimulai 
pada bulan Januari. 


Periode Normalisasi-Tapering off (2 


014) 


29/1/2014 Pernyataan FOMC Mengurangi nilai GE (pembelian long-term treasury dan 
mortgage-backed securities) menjadi USD65 miliar. 

19/3/2014 Pidato Janet Yellen The Fed berencana meningkatkan Fed fund rate paling cepat 
6 bulan sejak berakhirnya program OE. Dow Jones turun 
sebesar 200 poin. 

30/4/2014 Pernyataan FOMC Mengurangi nilai pembelian Treasury menjadi USD25 miliar 
dan mortgage backed securities menjadi USD20 miliar. 

18/6/2014 Pernyataan FOMC Mengurangi nilai pembelian Treasury menjadi USD20 miliar 
dan mortgage backed securities menjadi USD15 miliar. 

30/7/2014 Pernyataan FOMC Berencana mempertahankan FFR pada Zero Lower Bound 
pada “beberapa waktu” setelah OE berakhir. 

17/9/2014 Pernyataan FOMC Mengurangi nilai pembelian Treasury menjadi USD15 miliar 
dan mortgage backed securities menjadi USD10 miliar. 

29/10/2014 | Pernyataan FOMC Mengurangi nilai pembelian Treasury menjadi USD10 miliar 
dan mortgage backed securities menjadi USD5 miliar. 

17/12/2014 | Pernyataan FOMC Secara resmi memberhentikan program OE. Neraca The Fed 


meningkat menjadi USD4.482 triliun dari USD2.825 triliun 
pada tahun 2008. 

Mewacanakan peningkatan FFR ketika perekonomian sudah 
dianggap pulih. 


Periode Normalisasi Fed funds rate (2015) 


28/1/2015 Pernyataan FOMC The Fed berencana meningkatkan FFR dalam 6 bulan ke 
depan. 
18/3/2015 Pernyataan FOMC The Fed terlebih dahulu ingin melihat kondisi 


ketenagakerjaan dan inflasi sebelum meningkatkan FFR. 
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Tanggal Peristiwa Keterangan 

29/4/2015 Pernyataan FOMC The Fed terlebih dahulu ingin melihat pertumbuhan ekonomi 
sebelum meningkatkan FFR. Jika ekonomi tumbuh kuat pada 
bulan Juni. 

17/6/2015 Pernyataan FOMC The Fed secepatnya akan meningkatkan FFR pada bulan Juli. 

29/7/2015 Pernyataan FOMC Menahan peningkatan FFR, tetapi terus memberikan sinyal 
peningkatan FFR pada 3 atau 6 bulan ke depan. 

17/9/2015 Pernyataan FOMC Kinerja ketenagakerjaan dan inflasi masih di bawah target. 
Indikasi peningkatan FFR di bulan September. 

28/10/2015 | Pernyataan FOMC The Fed mempertahankan Zero Lower Bound. 
Perekonomian sudah berada dalam kondisi sehat, tetapi ingin 
melihat inflasi yang lebih tinggi sebelum meningkatkan FFR. 
Kemungkinan meningkatkan FFR pada bulan Desember. 

16/12/2015 | Pernyataan FOMC The Fed meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 0,596. 


Periode Normalisasi Fed funds rate (2016) 


27/1/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR pada 0,56. Berencana meningkatkan 
FFR sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2016, masing-masing 
sebesar 25 bps. 

16/3/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

27/4/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

16/6/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

27/7/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. The Fed berencana meningkatkannya 
pada bulan September. 

21/9/2016 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR karena inflasi di bawah target. 

2/11/16 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR karena inflasi masih di bawah 
target. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, kemungkinan 
peningkatan FFR dilakukan di bulan Desember. 

14/12/2016 | Pernyataan FOMC Meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 0,7596. 

1/2/17 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

15/3/2017 Pernyataan FOMC Meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 194. 

3/5/17 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

14/6/2017 Pernyataan FOMC Meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 1,2596. 

26/7/2017 Pernyataan FOMC Mempertahankan FFR. 

14/12/2017 | Pernyataan FOMC Meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 1,5094. 


Periode Normalisasi Fed funds rate (2018) 


31/1/2018 


Pernyataan FOMC 


Mempertahankan FFR. 


22/3/2018 


Pernyataan FOMC 


Meningkatkan FFR sebesar 25 bps menjadi 1,7596. 


Sumber: Bowman, et.al. (2015) dan The Federal Reserve 
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Otonomi perguruan tinggi negeri merupakan suatu keharusan sebagaimana telah 
disepakati oleh negara-negara di dunia melalui Magna Charta Universitatum pada 
tahun 1988. Otonomi tersebut terdiri atas otonomi akademik dan nonakademik, 
di mana aspek keuangan merupakan salah satunya. Otonomi nonakademik dalam 
bidang keuangan merupakan hal yang paling penting karena tidak akan ada 
otonomi akademik tanpaadanya otonomi keuangan. Otonomi keuangan perguruan 
tinggi ini diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme 
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah ini 
mengatur fleksibilitas otonomi keuangan dan akuntabilitas pendanaan PTN 
Badan Hukum. Paper ini menggunakan teori fleksibilitas otonomi keuangan dan 
akuntabilitas untuk mengetahui seberapa fleksibel dan akuntabelnya Universitas 
Indonesia. Penulis menemukan bahwa Universitas Indonesia telah memiliki 
fleksibilitas keuangan yang baik, tetapi belum sepenuhnya fleksibel. Di samping 
itu, akuntabilitas pendanaan Universitas Indonesia memerlukan sedikit perbaikan. 


Kata kunci: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, fleksibilitas keuangan, 
akuntabilitas, tata kelola pendanaan 
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PENDAHULUAN 


Menurut Irianto (2012) ide otonomi perguruan tinggi negeri pertama kali 
dicetuskan oleh beberapa tokoh nasional seperti Mr. Soepomo dan Mr. 
Soenario Kolopaking pada tahun 1947 dalam kongres pendidikan Indonesia. 
Dari ide tersebut kemudian dinyatakan bahwa perguruan tinggi negeri harus 
memiliki otonomi dalam hal akademik dan nonakademik. Hal ini karena 
tujuan didirikannya perguruan tinggi adalah untuk mencari, menemukan, 
mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Dengan adanya 
otonomi dalam hal akademik dan nonakademik, perguruan tinggi negeri dapat 
mempunyai kemerdekaan yang dipisahkan dari birokrasi pemerintah, sehingga 
terbebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi politik dan ekonomi. Hal 
tersebut diharapkan dapat membuat perguruan tinggi negeri dapat memenuhi 
kodratnya, sebagaimana telah disepakati oleh sejumlah negara di dunia melalui 
Magna Charta Universitatum, 1988, yang berbunyi: “The University is an autonomous 
institution at the heart of societies. To meet the needs of the world around it, its research 
and teaching must be morally and intellectually independent of all political authority 
and economic power”. 


Sampai dengan saat ini, Indonesia telah memiliki sebelas perguruan tinggi 
negeri dengan status PTN Badan Hukum. Salah satu alasan perguruan tinggi 
negeri ingin mengubah statusnya menjadi PTN Badan Hukum adalah untuk 
mendapatkan otonomi nonakademik dalam bidang keuangan. Hal tersebut 
wajar dilakukan, karena “Tidak ada otonomi akademik tanpa adanya otonomi 
bidang keuangan” (Irianto, 2012). Konsep dari otonomi keuangan ini adalah 
agar perguruan tinggi negeri dapat mengelola keuangan secara mandiri dan 
tidak terlalu terikat dengan kerumitan birokrasi pemerintah sesuai dengan 
kodratnya. Otonomi dalam bidang keuangan juga membuat perguruan tinggi 
negeri dapat mencari sumber pendanaan selain dari APBN, dengan otonomi 
tersebut diharapkan perguruan tinggi negeri dapat melaksanakan pelayanan 
pendidikan yang berkualitas, tetapi juga tetap berkeadilan sesuai kodrat dan 
amanat undang-undang. Agar kodrat tersebut tetap terpenuhi maka pada Pasal 
89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dijelaskan bahwa bentuk dan 
mekanisme pendanaan perguruan tinggi badan hukum akan diatur dalam suatu 
peraturan pemerintah. 
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Peneliti ingin mengetahui apakah Universitas Indonesia, sebagai PTN Badan 
Hukum, telah diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat mengelola 
keuangannya secara mandiri, serta telah memberikan akuntabilitas pendanaan 
yang memadai bagi pemerintah. Permasalahan yang akan dianalisis dalam 
penulisan ini yaitu seberapa besar fleksibilitas otonomi keuangan Universitas 
Indonesia sebagai PTN Badan hukum dan apakah pendanaan yang dilakukan oleh 
Universitas Indonesia saat ini telah memberikan akuntabilitas yang memadai 
bagi pemerintah? Tujuan penulisan terutama untuk mengetahui seberapa besar 
fleksibilitas otonomi keuangan Universitas Indonesia sebagai PTN Badan Hukum 
dan apakah pendanaan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia saat ini telah 
memberikan akuntabilitas yang memadai bagi pemerintah. Temuan dalam paper 
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi regulator dalam menilai apakah 
kebijakan dan peraturan yang ada terkait bentuk dan mekanisme pendanaan 
PTN Badan Hukum (dengan Universitas Indonesia sebagai objeknya) telah 
memenuhi pelaksanaan otonomi keuangan yang fleksibel dan akuntabel sesuai 
dengan kodratnya. 


KERANGKA TEORETIS 


Konsep Fleksibilitas Otonomi Keuangan 


Jo Ritzen, (2016) dalam jurnalnya yang berjudul "University Autonomy: 
Improving Educational Output" menyatakan bahwa ada bukti yang cukup 
untuk menunjukkan bahwa peningkatan otonomi universitas/perguruan 
tinggi akan memberikan hasil layanan pendidikan yang lebih baik dan memiliki 
dampak langsung pada produktivitas lulusan. Dalam jurnal tersebut, Ritzen 
menggunakan empat dimensi otonomi (akademik, keuangan, organisasi, dan 
kepegawaian) yang lazim digunakan sebagian besar negara di dunia untuk 
menilai tingkat otonomi suatu perguruan tinggi. Empat dimensi tersebut telah 
diteliti secara mendalam selama sepuluh tahun oleh European University 
Association (EUA), suatu organisasi internasional yang menaungi kepentingan- 
kepentingan perguruan tinggi di Eropa secara global, dalam suatu proyek yang 
dinamakan The Autonomy Scorecard Project. Proyek tersebut memberikan 
indikator-indikator dalam setiap dimensi yang dapat digunakan sebagai alat 
untuk mengukur tingkat otonomi perguruan tinggi. 
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EUA mengategorikan fleksibilitas otonomi keuangan ke dalam lima kategori. 
Pertama, jangka waktu dan bentuk pendanaan pemerintah, merupakan waktu 
yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi untuk mengajukan 
alokasi anggaran yang akan dimasukkan ke dalam APBN dalam bentuk blockgrant 
atauall line-item budget. Kedua, kemampuan untukmenyimpansurplus, merupakan 
kemampuan untuk menyimpan kelebihan pendanaan yang diperoleh suatu 
perguruan tinggi dalam tahun anggaran saat ini, untuk digunakan pada tahun 
anggaran selanjutnya. Ketiga, kemampuan untuk berutang atau meminjam 
uang, merupakan kemampuan untuk berutang/melakukan pinjaman kepada 
pihak lain untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh perguruan 
tinggi. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang paling sering diberikan 
limitasi atau batasan oleh pihak pemerintah atau otoritas eksternal. Keempat, 
kemampuan untuk memiliki property (gedung atau bangunan), merupakan 
kemampuan untuk membeli, menjual, dan membangun property atau fasilitas 
yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Hal ini berkaitan dengan kebebasan 
perguruan tinggi tersebut untuk mengembangkan property atau fasilitas yang 
dimiliki untuk mendeterminasikan sasaran strategis dan profil akademik 
yang diinginkan oleh perguruan tinggi tersebut. Kelima, kemampuan untuk 
menetapkan uang kuliah, merupakan kemampuan untuk menetapkan uang 
kuliah kepada mahasiswa (student's financial contribution), di mana hal ini adalah 
hal yang paling berhubungan dengan otonomi keuangan perguruan tinggi. 


Konsep Akuntabilitas 


Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pihak yang pemberi amanah (principal) yang memiliki 
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penekanan 
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
akuntabilitas vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi dan horizontal kepada 
masyarakatluas. 


Akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek, antara lain: akuntabilitas adalah 
sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi hasil, akuntabilitas memerlukan 
pelaporan, akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi dan akuntabilitas 
meningkatkan kinerja (Tuner & Hulme, 1997). 
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Alat-alat yang biasa digunakan oleh agent dan principal yang diejawantahkan 
dalam suatu bentuk laporan menurut Syahruddin Rasul (2003), di antaranya 
Rencana Strategis untuk arah dan tujuan yang akan dicapai, rencana kinerja 
untuk penekanan komitmen, kesepakatan kinerja untuk proses pengukuran, 
laporan akuntabilitas yang dipublikasikan secara tahunan, penilaian untuk 
memonitor kinerja dan kendali manajemen untuk pertanggungjawaban atas 
kualitas dan ketepatan waktu kinerja. 


Untuk dimensi yang dapat dipergunakan sebagai indikator akuntabilitas 
menurut Mahmudi (2010) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins (1984): 
Elwood (1993), terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 
oleh lembaga publik. Dimensi pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran, 
merupakan dimensi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan lain yang disyaratkan. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas 
hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas 
kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Dimensi kedua, 
akuntabilitas proses, akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas. Apakah prosedur tersebut, sudah cukup baik dalam 
hal kecukupan informasi akuntansi, manajemen dan prosedur administrasi. 
Akuntabilitas ini terbentuk dalam wujud berupa pemberian layanan yang 
cepat, responsif, dan berbiaya murah. Dimensi ketiga, akuntabilitas program, 
yaitu mempertimbangkan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 
atau tidak. Apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program 
yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya murah. Organisasi publik 
harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 
pelaksanaan program, dengan kata lain akuntabilitas program merupakan 
bentuk pertanggungjawaban organisasi bahwa program tersebut merupakan 
program terbaik yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan 
tujuan organisasi. Dimensi keempat, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan 
pertanggungjawaban organisasi publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 
Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang 
telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


METODE PENELITIAN 


Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang temuan- 
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 
lainnya. 


Salah satu penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan 
pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus merupakan penelitian yang 
berfokus pada kasus tertentu untuk dapat diamati dan dianalisis secara cermat 
hingga tuntas. 


Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Metode 
wawancara terstruktur disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah 
dipersiapkan berdasarkan pedoman wawancara. Untuk observasi penulis 
mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. 
Untuk kepustakaan penulis mengumpulkan data bermacam-macam material 
yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, 
dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penulisan. 


Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 
data awal yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data ini 
berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat. Untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penulisan ini 
kesimpulan awal dari data yang dikumpulkan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada saat 
verifikasi dengan melihat kembali reduksi data maupun penyajian data, sehingga 
kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. 


Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data, di mana 
pemeriksaan data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari 
satu sumber dengan sumber lainnya (minimal tiga sumber sehingga membentuk 
triangulasi). Hal ini dilakukan untuk mengecek atau membandingkan data 
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penelitian yang dilakukan, sehingga informasi yang didapatkan memperoleh 
kebenaran. Oleh karena itu triangulasi sumber data untuk memperoleh 
kebenaran informasi yang digunakan pada penelitian ini, bersumber dari: 
Universitas Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


Fleksibilitas Otonomi Keuangan 


Pertama, fleksibilitas otonomi UI dapat dianalisis dari jangka waktu pendanaan 
dan bentuk pendanaan yang diterima. Terdapat tiga indikator untuk jangka 
waktu pendanaan dan tingkat fleksibilitasnya, yaitu: 1) jangka waktu pendanaan 
lebih dari satu tahun (fleksibilitas: baik): 2) jangka waktu pendanaan satu tahun 
(cukup): dan 3) jangka waktu pendanaan kurang dari satu tahun (kurang). 
Dalam hal ini, diinterpretasikan bahwa UI memiliki jangka waktu pengelola 
anggaran yang sama dengan Pemerintah, yaitu satu tahun periode anggaran, 
mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. 


Karenanya, untuk dapat mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan selama 
lima tahun, UI harus membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendanai 
seluruh kegiatannya dalam waktu satu tahun. Kegiatan yang dituangkan dalam 
rencana kerja dan anggaran tersebut, akan terakumulasi setiap tahunnya dengan 
proporsi tertentu untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 


Untuk bentuk pendanaan pemerintah yang diterima dan indikator fleksibilitas- 
nya, dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: 1) bentuk pendanaan block 
grant dan tidak ada pembatasan dalam alokasi pendanaan (fleksibilitas: baik): 2) 
bentuk pendanaan block grant yang dipecah menjadi kategori umum dan tidak 
ada atau terdapat kemungkinan terbatas untuk memindahkan dana di antara 
kategori tersebut (cukup): 3) bentuk pendanaan block grant tetapi kemungkinan 
alokasi internal dibatasi oleh hukum (kurang): dan 4) bentuk pendanaan line item 
budget (buruk). Berdasarkan pengolahan analisis data, diperoleh interpretasi be- 
rupa: “Universitas Indonesia, mendapatkan pendanaan berupa BPPTNBH dalam 
bentuk blockgrant, dengan cara subsidi. Penggunaan dana dimaksud merupakan 
kewenangan Universitas Indonesia, tetapi dibatasi oleh lima hal yang telah di- 
tentukan”. 
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Sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, UI memperoleh bantuan pendanaan 
yang berasal dari APBN. Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan 
peran serta pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia 
melalui BPPTN Badan Hukum dan DIPA. Untuk pendanaan yang berasal dari 
BPPTN, yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk blockgrant, Universitas 
Indonesia dapat mengalokasikan dana tersebut secara bebas ke dalam lima 
kategori biaya, yaitu: Operasional, Dosen, Tenaga Kependidikan, Pengembangan, 
dan Investasi. Namun, walaupun bersifat blockgrant ternyata penggunaan dana 
tersebut tidak sebebas yang diartikan, masih terdapat batasan-batasan tambahan 
yang ditetapkan oleh pemerintah. 


Pada tahun 2017, misalnya, batasan tersebut berupa: 1) Biaya pengembangan kerja 
sama akademik - world class university. Dalam kegiatan ini Kemenristekdikti telah 
menetapkan anggaran sebesar lima belas miliar rupiah untuk dibiayai dari alokasi 
dana BPPTN yang diterima oleh UI: dan 2) Biaya investasi pembangunan gedung 
fasilkom. Dalam kegiatan investasi ini, bentuk pendanaan BPPTN yang diberikan 
oleh pemerintah dibedakan menjadi BPPTN SARPRAS, di mana penggunaannya 
khusus untuk biaya investasi pembangunan sarana dan prasarana. 


Dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas otonomi keuangan Universitas Indonesia 
dalam indikator jangka waktu pendanaan memiliki jangka waktu pendanaan 
selama satu tahun untuk dapat diajukan dalam alokasi anggaran yang akan 
dimasukkan ke dalam APBN. Hal ini menandakan bahwa Universitas Indonesia 
telah memiliki fleksibilitas yang cukup, karena terpenuhinya poin nomor dua dari 
indikator ini. 


Untuk indikator bentuk pendanaan, pemerintah memberikan pendanaan dalam 
bentuk blockgrant yang dipecah menjadi kategori umum dan tidak ada atau 
terdapat kemungkinan terbatas untuk memindahkan dana di antara kategori 
tersebut. Hal ini menandakan bahwa Universitas Indonesia telah memiliki 
fleksibilitas yang cukup, karena terpenuhinya poin nomor dua dari indikator 
ini. 


Kemampuan untuk Menyimpan Surplus 


Kedua, fleksibilitas otonomi Universitas Indonesia dapat dianalisis dari 
kemampuan untuk menyimpan surplus. Kemampuan menyimpan surplus 
dikelompokkan menjadi empat kategori bersama indikator fleksibilitas 
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otonominya, yaitu: 1) kemampuan untuk menyimpan surplus dengan bebas 
(fleksibilitas: baik): 2) kemampuan untuk menyimpan surplus sampai dengan 
persentase tertentu (cukup): 3) kemampuan untuk menyimpan surplus dengan 
persetujuan otoritas eksternal (kurang): 4) ketidakmampuan untuk menyimpan 
surplus (buruk). Berdasarkan pengolahan analisis data melalui selective coding pada 
lampiran penulisan ini, diperoleh interpretasi berupa: “Universitas Indonesia 
memiliki kewenangan penuh dalam mengelola surplus, yang pengelolaannya 
diatur oleh peraturan MWA”. 


Pengelolaan dana surplus UI perlu dipisahkan saat sebelum dan sesudah menjadi 
PTN Badan Hukum. UI berubah status menjadi PTN Badan Hukum melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia 
pada tanggal 14 Oktober 2013, maka secara efektif Universitas Indonesia baru 
menjalankan status baru sebagai PTN Badan Hukum pada tahun 2014 dan sudah 
tidak ditetapkan lagi statusnya sebagai satuan kerja pada tahun 2015. Oleh karena 
itu, penggunaan surplus yang akan digunakan oleh Universitas Indonesia dibagi 
menjadi dua, yaitu surplus tahun 2014 yang disebut sebagai saldo dana dan surplus 
tahun 2015 dan seterusnya yang disebut sebagai sisa dana. 


1. Saldo dana per 31 Desember 2014 


Menurut peraturan MWA Nomor 26 Tahun 2016 adalah “Saldo kas dan setara kas 
pada tanggal tertentu yang berasal dari akumulasi perolehan dan penggunaan 
sisa dana hingga tanggal tertentu tersebut”. Sedangkan saldo dana bersih 
adalah saldo dana per 31 Desember 2014, yang dikurangi utang serta realisasi 
penggunaan saldo dana di tahun 2015, dan kebutuhan kas operasional selama 
tiga bulan. Penggunaan saldo dana ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu alokasi dana khusus dan alokasi nondana khusus yang masing-masing 
pembagiannya adalah 509 dari saldo dana bersih yang ada. 


2. Sisa dana tahun 2015 dan selanjutnya 


Adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari 
kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan dari suatu entitas anggaran 
atau entitas anggaran konsolidasi untuk suatu periode anggaran tertentu. 
Penggunaan dari sisa dana dibatasi hanya untuk kegiatan investasi fisik dan 
jangka waktu penggunaannya adalah empat tahun. Apabila dalam waktu empat 
tahun masih terdapat sisa, maka sisa dana tersebut akan menjadi objek pajak, 
dan dibagi menjadi dua alokasi dana. Alokasi pertama adalah sebagai kebutuhan 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


operasional kas sebesar 4096 dan alokasi kedua adalah sebagai dana khusus 
sebesar 6056. 


Mengenai fleksibilitas otonomi keuangan Universitas Indonesia dalam kaitannya 
dengan indikator kemampuan untuk menyimpan surplus dapat disimpulkan 
bahwa Universitas Indonesia memiliki kemampuan untuk menyimpan surplus 
dengan bebas. Terdapat dua surplus Universitas Indonesia, yaitu saldo dana yang 
merupakan surplus di tahun 2014, dan sisa dana yang merupakan surplus di tahun 
2015 dan selanjutnya. Walaupun terdapat batasan-batasan penggunaan, batasan 
tersebut berasal dari internal Universitas Indonesia, bukan dari pihak eksternal. 
Hal ini menandakan bahwa Universitas Indonesia telah memiliki fleksibilitas 
yang baik, karena terpenuhinya poin nomor 1 dari indikator ini. 


Kemampuan untuk Berutang/Meminjam Uang 


Ketiga, analisis fleksibilitas otonomi Universitas Indonesia dari kemampuan 
untuk berutang atau meminjam uang. Kategori ini terbagi menjadi lima kelompok 
dengan masing-masing indikator fleksibilitasnya, yaitu: 1) kemampuan untuk 
berutang dengan bebas (sangat baik), 2) kemampuan untuk berutang sampai 
dengan persentase maksimum (baik), 3) kemampuan untuk berutang dengan 
persetujuan otoritas eksternal (cukup): 4) kemampuan untuk berutang dengan bank 
tertentu yang ditetapkan oleh otoritas eksternal (kurang): 5) ketidakmampuan 
untuk berutang (buruk). Diperoleh interpretasi berupa “Universitas Indonesia 
belum dapat berutang atau meminjam uang dikarenakan belum adanya aturan 
teknis mengenai haltersebut.” 


Kemampuan melakukan pinjaman diperlukan untuk dapat melakukan ekspansi dan 
peningkatan kualitas secara cepat. Hal tersebut diperlukan ketika UI mengalami 
keterbatasan dana/mismatch untuk membiayai kegiatannya atau apabila terjadi 
short call. Jika melihat laporan posisi keuangan Universitas Indonesia 2013-2016, 
kita dapat melihat bahwa pada liabilitas jangka panjang dan pendek akun-akun 
Universitas Indonesia hanya terdiri atas akun atas utang-utang yang terjadi karena 
peraturan perundang-undangan atau kegiatan operasional, tidak terdapat utang 
kepada pihak eksternal pemberi pembiayaan. 


Hal ini bukan berarti UI tidak mungkin melakukan utang. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, dinyatakan bahwa salah satu bentuk 
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pendanaan PTN Badan Hukum yang berasal dari non-APBN adalah pinjaman. Hasil 
wawancara dengan Kepala Subdirektorat Anggaran UI, Efendi, bahwa meskipun 
secara aturan memungkinkan, tetapi secara praktik belum dapat dilakukan karena 
aturan teknisnya belum ada. Hal senada disampaikan oleh Kepala Subbagian 
Perencanaan Program dan Anggaran 2, Biro Perencanaan, Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa, Kemenristekdikti 
sedang menyusun peraturan menteri mengenai tata cara melakukan pinjaman 
oleh PTN Badan Hukum, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2015. Penyusunan aturan tersebut dikonsultasikan dengan Kementerian 
Keuangan, di mana rencananya tidak akan jauh berbeda dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan 
Layanan Umum. 


Selain itu, UI masih memiliki beberapa cara lain untuk mengatasi short call, baik 
untuk pembiayaan kegiatan operasional atau investasi. Karenanya, sampai 
dengan berlakunya peraturan teknis mengenai pinjaman PTN Badan Hukum 
oleh Kemenristekdikti, dipastikan bahwa UI tidak akan melakukan utang atau 
meminjam uang. Dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas otonomi keuangan UI 
dalam indikator kemampuan untuk berutang memiliki fleksibilitas yang buruk 
karena terpenuhinya poin nomor 5, yaitu ketidakmampuan untuk berutang. 


Keempat, fleksibilitas otonomi UI dapat dianalisis dari kemampuan untuk 
memiliki property. Untuk kemampuan memiliki property, terdapat tiga kategori 
beserta indikator fleksibilitasnya, yaitu: 1) kemampuan untuk menjual property 
dengan bebas (fleksibilitas: baik): 2) kemampuan untuk menjual property dengan 
persetujuan otoritas eksternal (kurang): 3) ketidakmampuan untuk memiliki 
property (buruk). Berdasarkan pengolahan analisis data melalui selective coding pada 
lampiran penulisan ini, diperoleh interpretasi berupa: “Universitas Indonesia, 
tidak memiliki property secara seutuhnya karena tidak dapat menjual property 
tersebut. Hal itu dikarenakan seluruh tanah yang dibeli atau dikuasai oleh UI 
menjadi tanah negara.” 


Penetapan aset tetap berupa tanah yang tidak dicatat dalam laporan keuangan, 
menyebabkan dihapusnya akun aset tanah dari laporan keuangan. Pasal 80 ayat 
(1) Statuta UI menyatakan bahwa “Kekayaan UI terdiri atas benda tetap, kecuali 
tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang 
sah sesuai ketentuan perundang-undangan.”. Kata-kata “dan berasal dari perolehan 
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lainnya yang sah” membuat Universitas Indonesia secara tidak langsung tidak 
dapat memiliki tanah, walaupun dana tersebut berasal dari non-APBN. 


Hal serupa disampaikan oleh tiga narasumber berbeda. Kepala Subdirektorat Tata 
Kelola dan Pengelolaan Dana UI, Suminto (2018) menyatakan “Kalau kita membeli 
tanah sendiri ... dari dana masyarakat tanahnya nanti juga pasti akan menjadi milik 
negara juga, karena tanah tetap harus milik negara”. Kepala Seksi Bidang Risetdikti 
IV,Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Imro (2018) menyatakan 
bahwa “Tidak bisa, kecuali dia beli tanah sendiri, toh ketika membeli tanah, 
tanahnya itu menjadi tanah negara”. Terakhir, Kepala Subbagian Perencanaan 
Program dan Anggaran Dua, Biro Perencanaan, Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, Putri (2018) menyatakan “PTN Badan Hukum, itu gedung bisa 
punya dia, tapi tanahnya, tanah milik negara”. 


Berdasarkan hal tersebut, walaupun aset tetap berupa tanah merupakan BMN 
yang dimiliki pemerintah, tetapi penguasaan dan penerima manfaatnya adalah 
Universitas Indonesia. Maka demi memenuhi salah satu prinsip akuntansi, yaitu 
substansi melebihi bentuk formal (substance overform), walaupun tidak dicatat 
dalam laporan keuangan, Universitas Indonesia tetap menyajikan aset berupa 
tanah tersebut ke dalam catatan atas laporan keuangan. 


Fleksibilitas otonomi keuangan UI dari indikator kemampuan untuk memiliki 
properti, dapat disimpulkan bahwa UI memiliki kemampuan untuk menjual 
properti dengan persetujuan eksternal. Sekalipun dapat memiliki gedung dan 
bangunan, UI tidak dapat memiliki tanah, karena tanah tidak masuk dalam 
kategori kekayaan universitas. Seluruh tanah yang berada di bawah penguasaan 
Universitas Indonesia adalah milik negara. Karena setiap gedung/bangunan 
yang dimiliki dibangun di atas tanah negara, maka UI tidak dapat menjual dan 
mengalihfungsikan gedung dan/atau bangunan tersebut secara sepihak. Hal ini 
menandakan bahwa Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas yang kurang, 
karena terpenuhinya poin nomor 2 dari indikator ini, yaitu kemampuan untuk 
menjual property dengan persetujuan otoritas eksternal. 


Kemampuan untuk Menetapkan Uang Kuliah 


Kelima, fleksibilitas otonomi universitas Indonesia dapat dianalisis dari 
kemampuan untuk menetapkan uang kuliah. Untuk kemampuan menetapkan 
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uang kuliah, terdapat tiga kategori beserta indikator fleksibilitasnya, yaitu: 
1) kemampuan untuk menetapkan uang kuliah dengan bebas (fleksibilitas: 
baik), 2) kemampuan untuk menetapkan uang kuliah bekerja sama dengan 
otoritas eksternal (cukup): 3) kemampuan untuk menetapkan uang kuliah 
di bawah batasan yang telah ditetapkan oleh otoritas eksternal (kurang): 4) 
ketidakmampuan untuk menetapkan uang kuliah (buruk). 


Indikator tersebut dianalisis secara terpisah ke dalam penetapan uang kuliah 
mahasiswa dalam dan luar negeri untuk jenjang S-1, S-2, dan S-3. Dalam penetapan 
tarif uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa program sarjana (S-1), Universitas 
Indonesia tidak diberi kebebasan untuk menentukan biaya pendidikan yang dapat 
dibebankan kepada mahasiswanya. Oleh karena itu, berdasarkan pengolahan 
analisis data melalui selective coding pada lampiran penulisan ini, diperoleh 
interpretasi berupa: “Terdapat batasan berupa standar biaya yang ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti, di mana UKT yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia tidak 
boleh melebihi standar yang telah ditetapkan.” 


Pemerintah telah menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yang merupakan 
batas atas biaya pendidikan yang dapat dibebankan kepada mahasiswa 
berdasarkan Peraturan Menristekdikti Nomor 22 Tahun 2015. Dalam peraturan 
tersebut dijelaskan bahwa BKT merupakan “keseluruhan biaya operasional 
mahasiswa per semester pada program studi di PTN” dan Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) merupakan “sebagian BKT yang ditanggung mahasiswa berdasarkan 
kemampuan ekonominya”. Karena UKT merupakan sebagian dari BKT, maka 
selisih dari biaya tersebut akan dibebankan kepada pemerintah. Hal tersebut 
ditegaskan dengan pernyataan “BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya 
yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah”. 


Dari pernyataan tersebut, mahasiswa program sarjana (S-1) regular bagi WNI UI 
mendapat subsidi biaya pendidikan baik dari universitas ataupun pemerintah. 
Kemudian berdasarkan besaran BKT tersebut, pemerintah menetapkan besaran 
UKT yang terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan 
kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang 
membiayainya. 


Jika program sarjana (S-1) reguler khusus bagi WNI besaran UKT-nya ditetapkan 
oleh Pemerintah, biaya pendidikan non-sarjana (S-1) reguler, seluruh biayanya 
ditentukan sendiri oleh Universitas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala 
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Subdirektorat Anggaran Universitas Indonesia, Efendi (2018), yang menyatakan 
bahwa “ ... yang terbentur dengan peraturan menteri tadi S-1 reguler saja, selain 
S-1 reguler itu semua kewenangan universitas untuk menentukannya”. Tang- 
gapan senada juga disampaikan Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Pengelola- 
an Dana Universitas Indonesia, Suminto (2018): “untuk luar negeri kita memang 
tetapkan sendiri ... kita benar-benar menghitung sendiri untuk biaya pendidikan 
S-2 dan S-3”. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh interpretasi bahwa “Universi- 
tas Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UKT.” 


Dari sisi kemampuan menetapkan uang kuliah, UI memiliki fleksibilitas otonomi 
keuangan terbatas dalam hal menetapkan uang kuliah S-1 mahasiswa dalam 
negeri. Batasan tersebut adalah Peraturan Menristekdikti Nomor 22 Tahun 2015. 
Untuk menetapkan uang kuliah mahasiswa S-1 luar negeri, S-2 dalam dan luar 
negeri, dan S-3 dalam dan luar negeri, Universitas Indonesia memiliki kemampuan 
untuk menetapkan uang kuliah dengan bebas. 


Hal ini menandakan bahwa Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas yang 
kurang untuk kemampuan menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa dalam 
negeri program S-1, karena terpenuhinya poin tiga dari indikator ini, yaitu 
kemampuan untuk menetapkan uang kuliah di bawah batasan yang telah 
ditetapkan oleh otoritas eksternal. Sedangkan untuk kemampuan menetapkan 
uang kuliah bagi mahasiswa luar negeri program S-1 dan mahasiswa dalam dan 
luar negeri program S-2 dan S-3, Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas 
yang baik untuk kemampuan menetapkan uang kuliah, karena terpenuhinya 
poin satu dari indikator ini. 


Akuntabilitas Pendanaan 


Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang 
lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat 
luas dalam suatu organisasi (Syahruddin Rasul, 2003). Dalam ruang lingkup UI, 
subjek pelaksana kegiatan atau agent adalah Rektor, yang akan melaporkan laporan 
pelaksanaan kegiatan kepada otoritas yang lebih tinggi. Otoritas tersebut terdiri 
atas Majelis Wali Amanat (MWA), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, dan Kementerian Keuangan. 


MANAJEMEN & MANAJEMEN KEUANGAN 


1. Dimensi Hukum dan Kejujuran 


Dimensi hukum dan kejujuran merupakan landasan oleh Universitas Indonesia 
dalam melaksanakan seluruh program kerjanya. Dimensi ini merupakan yang 
paling diperhatikan oleh rektor sebagai agent. Dengan adanya landasan hukum 
yang jelas, agent dapat memilah mana yang dapat atau tidak dapat dilakukan 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Dimensi hukum juga berguna bagi principal 
dalam memberikan koridor yang jelas kepada agent, agar tetap fokus dalam 
mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Akuntabilitas dimensi hukum 
dapat dianalisis dari kepatuhan agent Universitas Indonesia terhadap hukum 
yang berlaku. 


Dimensi kejujuran adalah hal yang paling mendapat perhatian dari principal 
karena walaupun agent telah diberikan koridor yang jelas dalam mencapai 
tujuan organisasi, tetap diperlukan kejujuran dari seorang agent agar tujuan 
tersebut dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan tiadanya kejujuran, 
walaupun agent telah melaksanakan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya, 
niscaya tujuan dari organisasi tidak akan dapat tercapai. Walaupun tercapai, 
biasanya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hal tersebut tidak akan 
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan cenderung memiliki dampak yang 
negatif bagi organisasi. Akuntabilitas dimensi kejujuran dapat dianalisis dari 
pendanaan yang dilaksanakan oleh agent Universitas Indonesia dalam mencegah 
terjadinya praktik-praktik korupsi. 


Untuk indikator kepatuhan terhadap hukum, berdasarkan pengolahan analisis 
data melalui selective coding, diperoleh interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan 
akuntabilitasnya, Universitas Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas”. 


Dalam dimensi hukum, rektor sebagai agent telah diberikan koridor yang cukup 
dalam melaksanakan pendanaan universitas, kecuali dalam hal peminjaman 
uang dari pihak ketiga yang tata cara pelaksanaannya secara teknis belum diatur 
oleh principal. Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Pengelolaan Dana Universitas 
Indonesia, Suminto, (2018) menyatakan bahwa Universitas Indonesia selalu patuh 
terhadap hukum, karena setiap tahun laporan keuangan Universitas Indonesia 
mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 


Untuk pendanaan yang berasal dari APBN, pencairan dana tidak dapat dilakukan 
jika UI tidak taat hukum. Sementara, untuk dana yang berasal dari non-APBN, 
UI telah diberi otonomi dalam melakukan pengelolaannya, dan aturan teknis 
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mengenai pelaksanaan telah ditetapkan secara lengkap oleh principal melalui 
peraturan MWA, Menristekdikti dan Menkeu. 


Dari hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa UI selalu berpedoman 
terhadap hukum/aturan yang berlaku dalam melaksanakan program kerjanya. 
Tanpa mengikuti hukum yang berlaku, mustahil bagi UI untuk dapat menerima 
atau mencairkan pendanaan. Untuk indikator penghindaran dari praktik 
korupsi, berdasarkan pengolahan analisis data melalui selective coding pada 
lampiran penulisan ini, diperoleh interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan 
akuntabilitasnya, Universitas Indonesia telah melakukan penerapan praktik- 
praktik pencegahankorupsi”. 


Asas-asas dan prinsip pengelolaan keuangan yang menghindari praktik- 
praktik korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat 
Nomor 5 Tahun 2015, yang antara lain: (1) Transparan, di mana para pemangku 
kepentingan/stakeholders dan principal berhak untuk mendapatkan informasi 
keuangan yang relevan dengan kepentingannya: (2) Akuntabel, di mana segala 
pelaksanaan kegiatan mempunyai penanggung jawab yang spesifik, dapat 
dijelaskan dan dinilai, dan (3) Bertanggung jawab, di mana segala pelaksanaan 
kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk 
masyarakat. 


Selain prinsip dan asas di atas, UI juga menerapkan prinsip pengendalian internal 
dan manajemen risiko yang baik dalam pendanaan. Kepala Subdirektorat Tata 
Kelola dan Pengelolaan Dana Universitas Indonesia, Suminto (2018) menyatakan 
bahwa pendanaan UI mengarah kepada good governance dan internal control, bahkan 
ketentuanmengenai keuangan Universitas Indonesia lebih rigid daripada ketentuan 
keuangan negara. Hal ini karena UI memiliki span of control yang luas. Pembelanjaan 
yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tidak hanya dilakukan secara terpusat, 
tetapi juga diberikan kewenangan hingga ke fakultas-fakultas. Tanpa adanya 
ketentuan yang rigid dan span of control yang baik, dikhawatirkan akan terjadi fraud 
atau sebagainya. 


Kepala Subdirektorat Anggaran Universitas Indonesia, (Efendi, 2018) juga 
menambahkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Universitas Indonesia 
berpedoman kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam bentuk 
RKA yang dokumen tersebut disusun oleh rektor sebagai agent dan telah 
disahkan oleh MWA sebagai principal. Jadi, sudah terdapat control pertama oleh 
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principal untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, ditambah dengan 
peraturan pemerintah dan MWA dalam melaksanakan tata kelolanya. 


Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita mengetahui pendanaan yang 
diterapkan oleh Universitas Indonesia telah menerapkan asas dan prinsip yang 
dapat mencegah praktik korupsi, berdasarkan Peraturan MWA Nomor 05 Tahun 
2016. Selain itu, Universitas Indonesia juga menerapkan prinsip pengendalian 
internal, dan pendanaan yang rigid jika dibandingkan dengan ketentuan 
keuangan negara. 


2. Dimensi Proses 


Dimensi proses merupakan dimensi yang digunakan oleh principal UI dalam 
menilai akuntabilitas cara yang digunakan oleh agent dalam melaksanakan 
tugasnya untuk mencapai tujuan strategis. Cara yang dilakukan oleh agent 
diejawantahkan dalam bentuk prosedur, yang memuat kecukupan informasi 
administrasi, akuntansi, dan manajemen. Adapun prosedur yang baik adalah 
prosedur berupa pelayanan yang dilakukan oleh agent secara responsif, 
cermat, dan berbiaya murah. Akuntabilitas dimensi proses dapat dianalisis dari 
kepatuhan agent terhadap prosedur dan pemberian pelayanan yang responsif, 
cermat, dan berbiaya murah oleh agent. 


Untuk indikator kepatuhan terhadap prosedur, diperoleh interpretasi berupa: 
“Dalam melaksanakan akuntabilitasnya Universitas Indonesia telah melakukan 
dan memiliki prosedur yang baku”. Prosedur yang dimiliki oleh Universitas 
Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. 


Statuta 
Visi dan Misi Universitas Indonesia Penetapan Rektor 
— — dengan persetujuan MWA 


PRINCIPAL 


Gambar 1 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


Dari prosedur di atas, untuk memenuhi sasaran strategis yang akan dicapai, 
UI telah memenuhi kecukupan informasi administrasi yang memadai karena 
terdapat alur yang jelas mulai dari visi dan misi hingga ke pelaksanaan kegiatan. 
Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa UI telah menetapkan rencana strategis 
beserta alur prosesnya, di mana alur tersebut memuat mengenai informasi 
administrasi, akuntansi, dan manajemen yang cukup. 


Untuk indikator pelayanan yang responsif, cermat, dan berbiaya murah, 
diperoleh interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan akuntabilitasnya, UI telah 
melakukannya secara responsif dan cermat. Namun untuk berbiaya murah, UI 
sedang melakukan kajian untuk menjawab hal tersebut.” Kepala Subdirektorat 
Anggaran UI, Efendi, (2018) menyatakan bahwa pendanaan yang dilakukan 
oleh Universitas Indonesia saat ini telah memberikan pelayanan yang cukup 
responsif. Hal ini dapat dibuktikan pada saat Dokumen Penggunaan Anggaran 
(DPA) berupa RKA telah disetujui oleh MWA, UI masih dapat melakukan revisi 
DPA. 


Untuk pelayanan yang.cermat, Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Pengelolaan 
Dana UI, Suminto (2018) mencontohkan investasi berupa market money account 
(MMA) yang dilakukan oleh UI. Investasi ini dilakukan oleh UI setiap minggu, 
dan setiap minggu pula Universitas Indonesia melakukan evaluasi atas kegiatan 
investasinya. Selain itu, Universitas Indonesia juga melihat pergerakan suku- 
suku bunga secara teratur. Untuk pelayanan yang berbiaya murah, Efendi (2018) 
menyatakan bahwa UI belum memiliki dasar untuk menyatakan bahwa layanan 
yang diberikan telah berbiaya murah atau tidak. UI baru saja melakukan kajian 
terhadap efisiensi biaya yang dikeluarkan selama ini. Kajian tersebut diperlukan 
untuk menentukan secara pasti pengeluaran-pengeluaran apa saja yang 
sebenarnya masih dapat diefisiensikan. 


Dari hal-hal tersebut, kita mengetahui bahwa UI telah memberikan pelayanan 
yangresponsif dan cermat. Halini dibuktikan dengan masih dapat diakomodirnya 
perubahan DPA untuk keperluan mendesak, dan kecermatan dalam melakukan 
investasi dalam bentuk money market account (MMA). Sedangkan untuk 
pelayanan yang berbiaya murah, UI masih mengadakan kajian, sehingga belum 
dapat memberikan jawaban apakah pelayanan yang diberikan sudah berbiaya 
murah atau belum. Karena telah memenuhi indikator kepatuhan terhadap 
prosedur, pelayanan yang responsif dan cermat, tetapi belum memenuhi 
indikator pelayanan yang berbiaya murah, maka dapat disimpulkan bahwa 
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UI telah memberikan akuntabilitas pendanaan yang cukup memadai untuk 
kategori dimensi ini. 


3. Dimensi Program 


Dimensi program merupakan dimensi untuk mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas yang dilakukannya untuk mencapai tujuan/sasaran 
strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh agent 
diterjemahkan dalam bentuk program kerja atau kegiatan, yang selanjutnya 
akan didanai dan menjadi DPA/RKA. Program yang baik adalah program yang 
mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia 
secara optimal. Akuntabilitas dimensi program dapat dianalisis dari pelaksanaan 
tugas agent dalam membuat alternatif program yang memberikan hasil yang 
optimal dan pertanggungjawaban agent atas apa yang telah dilakukannya. 


Untuk indikator program yang memberikan hasil yang optimal, diperoleh 
interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan akuntabilitasnya, UI telah mendanai 
program-program yang memberikan hasil yang optimal.” 


Setelah memahami dimensi proses, rektor sebagai agent akan masuk ke dalam 
tahap pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh rektor, adalah dengan 
cara membuat usulan atas program-program kerja/kegiatan yang akan 
dikerjakannya pada satu tahun periode anggaran. Usulan tersebut disusun 
dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA) yang akan disampaikan rektor 
kepada MWA untuk disetujui. Adapun usulan program kerja terkait pendanaan 
yang telah disetujui oleh MWA pada tahun 2016, berdasarkan salah satu sasaran 
strategis dan IKU Universitas Indonesia 2015-2019, adalah sebagai berikut. 


Perolehan predikat hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Program 
yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia dalam mencapai IKU ini adalah: 
Ketepatan waktu penyusunan RKA («31 Agustus): Ketepatan waktu terbitnya 
laporan keuangan yang telah diaudit («30 Juni), Persentase kepatuhan 
penggunaan sistem manajemen kas secara benar, Persentase penyerapan 
anggaran Universitas Indonesia yang berasal dari Damas dan BPPTN Badan 
Hukum, Terwujudnya sistem pengawasan, audit dan pengendalian berbasis 
risiko: dan Persentase realisasi tindak lanjut saran dan rekomendasi. 


Persentase non-biaya pendidikan/biaya pendidikan. Program yang dilaksanakan 
oleh Universitas Indonesia dalam mencapai IKU ini adalah: pendapatan non- 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


BP UI dari kerja sama (termasuk akademik dan nonakademik menjadi bagian 
dari BP), peningkatan endowment fund: peningkatan kerja sama pengelolaan aset 
UI yang dapat menjadi sumber ventura dan mendatangkan penghasilan secara 
optimal: jumlah pendapatan (termasuk dari pemerintah), proporsi investasi/ 
total pendapatan, dan proporsi biaya pegawai/total pendapatan. 


Apabila usulan RKA telah disetujui oleh MWA, maka RKA tersebut dapat digunakan 
sebagai dokumen penggunaan anggaran (DPA) oleh Rektor. DPA tersebut akan 
digunakan oleh Rektor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 
periode anggaran. Selain digunakan sebagai DPA, RKA yang telah disetujui tersebut 
juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesepakatan kinerja antara rektor 
dengan principal. 


Dari analisis di atas, kita mengetahui bahwa UI telah memberikan alternatif 
program yang memberikan hasil maksimal dalam mencapai sasaran strategis. 
Terbukti dengan disahkannya program-program yang diusulkan oleh UI 
melalui RKA oleh MWA. Dalam hal indikator pertanggungjawaban atas apa 
yang telah dilakukan, diperoleh interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan 
akuntabilitasnya, UI telah memberikan pertanggungjawaban melalui laporan- 
laporanyang diberikan danpencapaian atas target-target yangtelah ditetapkan.” 


Setelah melaksanakan program yang telah disetujui, maka rektor akan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para principal atas apa 
yang telah dilakukan. Laporan disusun oleh agent dalam bentuk laporan kinerja 
dan laporan keuangan. Walaupun masing-masing principal mendapat laporan 
pertanggungjawaban yang sama dari agent, terdapat beberapa hal penting dalam 
laporan pertanggungjawaban yang diberikan. 


Pertama, Pertanggungjawaban kepada MWA. Sebagai bagian dari organ 
Universitas Indonesia, MWA merupakan principal utama dalam memastikan 
bahwa agent dapat mencapai sasaran dan tujuan strategis yang ditetapkan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka cakupan kepentingan MWA sangatlah ekstensif 
jika dibandingkan principal lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan kinerja 
2016 yang dilakukan oleh rektor kepada MWA diejawantahkan ke dalam 42 IKU, 
di mana dari 42 IKU masih dipecah lagi menjadi 221 Indikator Kinerja Kegiatan 
(IKK). 


Kedua, Pertanggungjawaban kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat melalui capaian kesepakatan 
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kinerja yang dilakukan oleh rektor dalam bentuk kontrak kinerja. Dasar kontrak 
kinerja yang dilakukan oleh rektor dengan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, adalah RKA yang telah disetujui oleh MWA. Adapun kontrak 
kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan agent diejawantahkan dalam 
kontrak kinerja ke dalam tujuh sasaran strategis yang terdiri atas 22 indikator 
keberhasilan. 


Ketiga, Pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan. Pertanggungjawaban 
ini hanya berfokus kepada laporan realisasi anggaran (LRA) saja, sebagaimana 
dinyatakan oleh Kepala Seksi Anggaran Bidang Ristekdikti IV, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kementerian Keuangan (Imro, 2018) “.. kita hanya fokus kepada 
anggaran, sesuai dengan PMK 139.” 


Dari hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa UI menyampaikan 
pertanggungjawabannya dalam bentuk IKU kepada MWA, kontrak kinerja 
kepada Kemenristekdikti dan laporan realisasi anggaran (LRA) kepada 
Kemenkeu. Karena telah memenuhi indikator program yang memberikan hasil 
yang optimal dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa Universitas Indonesia telah memberikan akuntabilitas 
pendanaan yang memadai untuk kategori ini. 


4. Dimensi Kebijakan 


Dimensi kebijakan merupakan dimensi yang saling berkaitan antara agent 
dan principal. Dalam dimensi ini, rektor sebagai agent harus memikirkan siapa 
yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif dari 
pelaksanaan kebijakannya tersebut. Rektor juga bertanggung jawab atas 
dampak dari kebijakan yang dia ambil, karena tidak ada akuntabilitas tanpa 
adanya konsekuensi. Konsekuensi yang diterima oleh rektor tidak hanya dalam 
bentuk reward and punishment, tetapi bisa juga dalam bentuk evaluasi bersama 
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan karena 
tujuan awal dari akuntabilitas adalah sebagai feedback bagi principal untuk 
dapat meningkatkan kinerja dari agent, bukan untuk mencari kesalahan dan 
memberikan hukuman. Akuntabilitas dimensi kebijakan dapat dianalisis dari 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh agent atas penilaian kebijakan yang 
diambil oleh principal. 


Diperoleh interpretasi berupa: “Dalam melaksanakan akuntabilitasnya, 
Universitas Indonesia, pertanggungjawaban yang diterima masih sebatas rapor, 
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dan belum ada pertanggungjawaban atas reward and punishment yang jelas”. 
Dalam hal reward and punishment, Efendi (2018) menyatakan bahwa pada level 
rektor, reward and punishment tidak terlalu terlihat. Selama ini kontrak kinerja 
yang dilakukan oleh rektor kepada MWA dan Kemenristekdikti masih semacam 
rapor untuk menilai apakah kinerja rektor sudah bagus atau tidak. 


Senada dengan hal tersebut, Suminto, (2018) juga menyatakan bahwa baru sampai 
tahap fakultas, di mana apabila capaian kinerja fakultas tersebut mencapai 10056, 
maka akan diberikan reward berupa tambahan penambahan alokasi dana yang 
didapat pada tahun berikutnya. Namun, apabila tidak tercapai, akan diberikan 
punishment berupa pengurangan alokasi dana yang didapat pada tahun berikutnya. 
Dan, di tingkat Rektor belum ada bayangan sama sekali. Pihak DJA, Imro (2018) 
menyatakan bahwa reward and punishment yang diberikan adalah dalam bentuk 
evaluasi, sebagai bahan pertimbangan untuk anggaran yang akan diberikan di 
tahunberikutnya. 


Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa hasil dari pertanggungjawaban 
kebijakan yang diambil masih dalam bentuk evaluasi, dan belum ada reward 
and punishment yang jelas. Karena belum secara penuh memenuhi indikator 
program yang memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah 
diambil, maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Indonesia memberikan 
akuntabilitas pendanaan yang sedikit kurang memadai untuk kategori dimensi 
ini. 


SIMPULAN DAN SARAN 


Fleksibilitas Otonomi Keuangan 


Berdasarkan lima kelompok indikator yang ditetapkan oleh European University 
Association (EUA), terdapat beberapa simpulan terkait dengan fleksibilitas 
otonomi keuangan. Pertama, Jangka waktu dan bentuk pendanaan. Untuk kategori 
ini, Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas otonomi keuangan yang cukup. 
Hal ini dikarenakan Universitas Indonesia memiliki waktu pendanaan selama 
satu tahun anggaran yang sama dengan Pemerintah, serta bentuk pendanaan 
berupa block grant yang dipecah menjadi lima kategori biaya yang pengalokasian 
dana ditentukan secara bebas oleh Universitas Indonesia. Kedua, Kemampuan 
untuk menyimpan surplus. Untuk kategori ini, Universitas Indonesia memiliki 
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fleksibilitas otonomi keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan Universitas 
Indonesia memiliki kemampuan untuk menyimpan surplus secara bebas tanpa 
batasan dari pihak luar. Ketiga, Kemampuan untuk meminjam berutang atau 
meminjam uang. Untuk kategori ini, Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas 
otonomi keuangan yang buruk. Hal ini dikarenakan Universitas Indonesia tidak 
dapat melakukan peminjaman uang karena belum ada peraturan teknis mengenai 
tata cara peminjaman uang oleh PTN Badan Hukum yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. Keempat, Kemampuan untuk memiliki properti. Untuk kategori 
ini, Universitas Indonesia memiliki fleksibilitas otonomi keuangan yang 
kurang. Hal ini dikarenakan Universitas Indonesia baru dapat menjual property 
setelah mendapatkan izin oleh pihak eksternal. Setiap gedung/bangunan yang 
dimiliki dibangun di atas tanah negara sehingga Universitas Indonesia tidak 
memiliki gedung/bangunan tersebut secara mutlak. Kelima, Kemampuan untuk 
menetapkan uang kuliah. Untuk kategori ini, Universitas Indonesia memiliki 
fleksibilitas otonomi keuangan yang kurang untuk program S-1 dalam negeri dan 
fleksibilitas otonomi keuangan yang baik untuk S-1 luar negeri, S-2serta S-3 dalam 
dan luar negeri. Hal ini dikarenakan Universitas Indonesia telah diberikan batas 
atas oleh Kemenristekdikti untuk penetapan uang kuliah S-1 dalam negeri, dan 
kebebasan secara penuh untuk penetapan uang kuliah S-1 luar negeri, S-2, serta 
S-3 dalam dan luar negeri. 


Akuntabilitas Pendanaan 


Berdasarkan landasan teori mengenai pemahaman konsep akuntabilitas, UI 
memperoleh beberapa simpulan terkait akuntabilitas pendanaan. Pertama, 
Dimensi Hukum dan Kejujuran. Dalam kategori ini, pendanaan UI telah 
memberikan akuntabilitas pendanaan yang memadai. Untuk kepatuhan 
terhadap hukum, UI selalu berpedoman terhadap hukum/aturan yang berlaku, 
karena tanpa mengikuti hukum dan/atau aturan tersebut mustahil untuk dapat 
menerima atau mencairkan pendanaan. Dalam dimensi kejujuran, pendanaan 
yang diterapkan oleh UI telah menerapkan asas dan prinsip yang dapat 
mencegah praktik korupsi, melalui Peraturan MWA Nomor 05 Tahun 2016. 
Kedua, Dimensi Proses. Dalam kategori ini, pendanaan UI telah memberikan 
akuntabilitas pendanaan yang cukup memadai. UI telah menetapkan Renstra 
dengan alur proses yang memuat informasi administrasi, akuntansi dan 
manajemen yang cukup, serta pemberian layanan yang responsif dan cermat. 
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Namun untuk pelayanan yang berbiaya murah, UI masih mengadakan 
kajian sehingga belum dapat memberikan jawaban apakah pelayanan yang 
diberikannya telah berbiaya murah atau tidak. Ketiga, Dimensi Program. Dalam 
kategori ini, pendanaan UI telah memberikan akuntabilitas pendanaan yang 
memadai. UI telah memberikan alternatif program yang memberikan hasil 
yang maksimal dalam mencapai sasaran strategis. Untuk pertanggungjawaban 
atas apa yang telah dilakukan, UI menyampaikannya dalam bentuk IKU kepada 
MWA, kontrak kinerja kepada Kemenristekdikti dan laporan realisasi anggaran 
(LRA) kepada Kemenkeu. Keempat, Dimensi Kebijakan. Dalam kategori ini, 
pendanaan UI memberikan akuntabilitas pendanaan yang kurang memadai. 
Hasil pertanggungjawaban yang diberikan oleh UI masih dalam bentuk evaluasi 
dan belum ada reward and punishment yang jelas. 


Disimpulkan bahwa UI sebagai world class university nomor satu di Indonesia telah 
memiliki fleksibilitas otonomi keuangan yang baik, tetapi kebaikan tersebut 
belum secara penuh dimiliki. Untuk pendanaannya, UI telah memberikan 
akuntabilitas yang cukup memadai bagi pemerintah dan para stakeholder. 


Berdasarkan hasil dan simpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa 
saran yang dapat diberikan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan. 
Pertama, untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam 
membuat peraturan teknis mengenai tata cara peminjaman uang oleh PTN 
Badan Hukum, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2015, perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, dan dapat 
menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang 
Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagai bahan referensi. 
Hal ini diperlukan agar peraturan teknis tersebut dapat dilakukan atau dikelola 
secara hati-hati oleh PTN Badan Hukum, tetapi tetap dapat memberikan manfaat 
dalam melakukan ekspansi dan peningkatan kualitas pendidikan secara cepat, 
serta dapat mengatasi permasalahan apabila terjadi mismatch atau short call 
tanpa harus melakukan revisi anggaran dan mengorbankan salah satu program 
kerja yang ada. Kedua, pengakuan aset tanah yang berasal dari pendanaan 
non-APBN sebagai kekayaan Universitas Indonesia dan pemberian kebebasan 
atau kerja sama dalam menetapkan uang kuliah program sarjana (S-1) reguler. 
Ketiga, pemberian reward and punishment secara jelas sebagai principal kepada 
Universitas Indonesia atas pencapaian target kinerja yang dicapai. 
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IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 


Dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa Universitas Indonesia sebagai 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah memiliki fleksibilitas dan 
akuntabilitas yang baik dan cukup memadai, walaupun secara indikator belum 
terpenuhi seluruhnya secara maksimal. Demi memenuhi kodrat perguruan 
tinggi seutuhnya sebagaimana Magna Charta Universitatum pada tahun 1988, tidak 
dapat dinilai hanya dalam otonomi di bidang keuangan. Oleh karena itu, saran 
untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat melakukan analisis otonomi 
dalam bidang organisasi, kepegawaian, dan akademik sehingga mendapatkan 
gambaran otonomi Universitas Indonesia sebagai PTN Badan Hukum secara 
keseluruhan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat dilakukan 
untuk perguruan tinggi negeri lain yang menyandang status PTN Badan Hukum 
sebagai perbandingan. 
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SARANA PATROLI UDARA SEBAGAI 
PENDUKUNG PATROLI LAUT DJBC 


Edwin Iskandar Dinazar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan 
Kuwat Slamet (Politeknik Keuangan Negara STAN) 


Alamat korespondensi: |edwin.iskandar@customs.go.id) 


Salah satu kekurangan dari kegiatan patroli laut DJBC yang dilaksanakan untuk 
menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan barang 
ilegal adalah ketiadaan sarana patroli udara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui urgensi patroli udara, kriteria apa saja yang perlu diperhatikan, 
serta alternatif patroli udara yang paling tepat sesuai kondisi DJBC. Penelitian ini 
melibatkan narasumber ahli di bidang patroli laut untuk merumuskan kriteria- 
kriteria yang perlu diperhatikan terkait keberadaan sarana patroli udara DJBC. 
Kriteria yang didapatkan selanjutnya diolah menggunakan metode AHP (Analytic 
Hierarchy Process) untuk mengetahui bobot kepentingan masing-masing, untuk 
selanjutnya digunakan untuk memilih alternatif patroli udara yang paling tepat. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif penggunaan Pesawat Udara Nir- 
Awak adalah pilihan yang paling tepat bagi DJBC, mengingat kapabilitas yang 
dimiliki mampu bersaing dengan alternatif lain, tetapi membutuhkan biaya- 
biaya dan memiliki risiko yang relatif lebih rendah. 


Kata kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, patroli laut, patroli udara, 
analytic hierarchy process, pesawat udara nir-awak 
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PENDAHULUAN 


Undang-Undang Kepabeanan memberikan wewenang kepada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan pengawasan dan penindakan 
baik di darat maupun di laut. Salah satu bentuk pengawasan dan penindakan 
di laut adalah kegiatan patroli laut (Patla) yang dilaksanakan oleh Satuan 
Tugas Patroli Laut (Satgas Patla) DJBC. Hal ini sejalan dengan salah satu misi 
DJBC untuk “menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 
penyelundupan dan perdagangan ilegal”. Dalam menjalankan misi tersebut, 
DJBC dilengkapi dengan berbagai sarana patroli, yang mencakup berbagai 
peralatan pengindraan, peralatan komunikasi, dan kapal patroli dari berbagai 
tipe. Terdapat berbagai jenis kapal patroli yang digunakan oleh DJBC, mulai dari 
jenis speedboat berukuran 10 meter, hingga Fast Patrol Boat (FPB) berukuran 60 
meter, yang tersebar pada lima Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO 
BC), 15 Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC), dan 61 Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). 


Namun demikian, DJBC bukannya tanpa kekurangan. Berdasarkan naskah 
akademis mengenai “Pusat Komando Patroli Laut” (Puskodal) yang disusun oleh 
Subdirektorat Patroli Laut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, salah 
satu kelemahan Satgas Patla DJBC adalah ketiadaan dukungan sarana pengawasan 
udara. Kondisi geografis Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi DJBC, 
mengingat dalam kondisi tertentu, kapal patroli tidak dapat melacak keberadaan 
target, semisal pada lokasi muara sungai, perairan dangkal, atau sektor laut yang 
dipenuhi pulau-pulau kecil yang dapat menjadi lokasi persembunyian target. 


Keberadaan sarana pengawasan udara dengan kemampuannya mengamati 
area yang luas dari ketinggian, dirasa dapat menutupi kelemahan ini, sehingga 
Satgas Patla DJBC dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif akan 
keberadaan target. Untuk mewujudkan keberadaan sarana patroli udara bagi 
DJBC, terdapat beberapa alternatif yang bisa dipilih, yaitu: pengadaan pesawat 
terbang: menggunakan jasa sewa pesawat dari pihak swasta: melakukan operasi 
bersama instansi lain yang memiliki sarana patroli udara, atau pengadaan 
pesawat terbang tanpa awak. Setiap alternatif di atas memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, dan kelayakannya perlu ditinjau lebih lanjut sesuai 
kondisi DJBC. 
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Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan: 
(1) Apa saja kriteria yang menjadi pertimbangan untuk memilih alternatif sarana 
patroli udara? (2) Apakah alternatif sarana patroli udara yang paling relevan bagi 
DJBC sesuai dengan kriteria pertimbangan di atas? 


Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang kriteria-kriteria yang menjadi 
pertimbangan untuk memilih alternatif sarana patroli udara, dan alternatif 
sarana patroli udara yang paling relevan bagi DJBC sesuai dengan kriteria di atas. 


KERANGKA TEORI 


Salah satu rujukan utama penelitian ini adalah tesis Angelis Tsagdis di Naval 
Postgraduate School, California. Tesis berjudul The use of the Analytical Hierarchy 
Process as a Source Selection Methodology and Its Potential Application within the 
Hellenic Air Force ini membahas potensi penggunaan metode AHP dalam pemilihan 
pesawat jet tempur untuk diakuisisi oleh Angkatan Udara Yunani. Hal-hal yang 
dibahas dalam tesis ini antara lain kelebihan dan kekurangan AHP, regulasi 
pengadaan militer di Yunani, serta kriteria apa saja yang menjadi perhatian 
dalam memilih pesawat tempur untuk AU Yunani. Namun, penelitian ini tidak 
sampai melakukan pembahasan detail mengenai penggunaan AHP dalam memilih 
pesawat tempur untuk AU Yunani. 


Penelitian lain yang lebih detail membahas penggunaan AHP dalam memilih 
alternatif adalah paper dari Dariusz Skorupka, Artur Duchaczek, dan Agnieszka 
Waniewska dari Fakultas Manajemen, The General Tadeusz Kosciuszko Military 
Academy of Land Forces. Penelitian berjudul Optimisation of The Choice of UAV 
Intended to Control: The Implementation of Construction Projects and Works Using The AHP 
Method membahas lebih detail dan teknikal terkait potensi penggunaan pesawat 
tanpa awak berukuran kecil untuk mengawasi proyek pengerjaan konstruksi. 
Penelitian ini mengulas enam jenis pesawat tanpa awak yang tersedia di pasaran 
dengan enam kriteria yaitu kecepatan terbang (K1, dalam satuan m/s), durasi 
terbang maksimum (K2, dalam satuan menit), jarak maksimum dari pengendali 
(K3, dalam satuan kilometer), berat (K4, dalam satuan kg), ketinggian terbang 
maksimum (K5, dalam satuan kilometer), dan jumlah sensor yang dapat dibawa 
oleh pesawat tanpa awak tersebut (K6). Dalam penghitungannya, dipaparkan 
bahwa kriteria paling relevan adalah K3, diikuti berturut-turut oleh K2, K4, K6, 


275 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


K5, dan K1. Dari pembobotan kriteria-kriteria tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pesawat tanpa awak mana yang paling ideal untuk menjalankan misi 
tersebut. 


METODE PENELITIAN 


Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahapan 
kualitatif, yang menjawab kriteria apa saja yang perlu diperhatikan apabila 
DJBC hendak menghidupkan kembali kemampuan patroli udara. Tahap ini 
dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, pemilihan responden yang 
diwawancarai menggunakan metode purposive sampling, di mana narasumber 
yang dipilih ialah mereka yang memiliki keterkaitan dengan patroli laut, 
baik sebagai pembuat kebijakan atau pelaksana kegiatan. Penentuan jumlah 
responden dilakukan dengan metode snowball sampling, di mana penambahan 
responden terus dilakukan sampai terjadi kejenuhan data. Dengan kata lain, 
penambahan jumlah responden tidak berdampak pada penambahan informasi 
secara signifikan. Transkrip wawancara kemudian diolah dengan metode 
framework analysis untuk memperoleh kriteria-kriteria yang dianggap sebagai 
hal yang perlu dipertimbangkan apabila DJBC hendak memilih alternatif sarana 
patroli udara oleh narasumber. 


Tahapan kedua penelitian ini bersifat kuantitatif untuk menggunakan metode 
Analytic Hierarchy Process. Metode AHP adalah sebuah alat bantu pengambilan 
keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980. Metode ini 
berguna dalam kondisi pemilihan alternatif untuk mencapai suatu tujuan, yang 
didasarkan pada pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang ada. Tahapan kedua 
penelitian menjawab mengenai manakah alternatif patroli udara yang paling 
relevan bagi DJBC dengan menguantifisir dua hal, yakni: skala kepentingan dari 
masing-masing kriteria dan bobot kesesuaian alternatif pada masing-masing 
kriteria. Perhitungan dengan metode ini akan mengungkapkan alternatif yang 
paling sesuai berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 


Metode ini memiliki beberapa tahapan. Pertama, menyusun hierarki yang terdiri 
atas tiga unsur utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai, kriteria dan alternatif. 
Kedua, setiap kriteria yang ada diperbandingkan dengan setiap kriteria lain 
secara berpasangan (pairwise comparison). Perbandingan antarkriteria dilakukan 
dengan metode survei terhadap narasumber, dengan sebuah garis bilangan 
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dengan masing-masing kriteria pada setiap ujung. Bagian tengah garis bilangan 
menunjukkan angka satu, sementara angka 9 ditampilkan pada kedua ujung. 
Angka 1 menunjukkan kedua kriteria dianggap sama penting, sementara angka 
yang condong padasalah satu sisi menunjukkan bahwa kriteria pada sisi tersebut 
dianggap lebih penting dengan skala maksimal 9. Ketiga, hasil dari perbandingan 
berpasangan tersebut ditampilkan pada sebuah matriks persegi, dengan kolom 
dan baris sejumlah kriteria yang ada. Keempat, angka pada matriks tersebut lalu 
dikuadratkan. Kemudian angka pada kolom yang sama dijumlahkan. Angka 
pada setiap cell kemudian dibandingkan/dihitung persentasenya terhadap 
hasil penjumlahan angka dalam satu kolom. Kelima, angka pada baris yang 
sama dirata-ratakan untuk mendapatkan eigenvector. Eigenvector inilah yang 
kemudian dinyatakan dalam persentase, yang menunjukkan bobot atau tingkat 
kepentingan alternatif tersebut terhadap pencapaian tujuan. Keenam, dilakukan 
penilaian setiap alternatif, pada setiap kriteria untuk melihat alternatif manakah 
yang terbaik pada masing-masing kriteria. Ketujuh, dilakukan penghitungan 
total bobot alternatif pada semua kriteria untuk menunjukkan alternatif dengan 
bobot tertinggi, atau dengan kata lain, alternatif terbaik yang paling memenuhi 
seluruh kriteria yang ada. 


HASIL PENELITIAN 


Tahap Satu: Kriteria Patroli Udara 


Dalam konsep patroli laut yang digagas oleh Subdirektorat Patroli Laut, terdapat 
tiga unsur utama dalam patroli laut DJBC. Ketiga unsur tersebut adalah tindakan 
pencegahan (preventive action), peningkatan kewaspadaan (awareness), serta 
penindakan (on water response). Ketiga elemen tersebut saling melengkapi dan 
tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Unsur pencegahan dapat dilakukan oleh 
unit patroli, yang dengan keberadaannya dapat menimbulkan efek gentar bagi 
penyelundup dan dapat mencegah terjadinya penyelundupan. Sementara unsur 
kewaspadaan dapat dilakukan oleh seluruh sarana pengindraan yang dimiliki oleh 
DJBC, untuk memberi gambaran kondisi keadaan sekitar satgas patroli laut. Unsur 
penindakan dilakukan oleh anggota satgas patroli laut untuk menindak kegiatan 
pelanggaran kepabeanan dan cukai yang terjadi. Sarana patroli udara dapat 
berperan pada unsur kesadaran, dengan memanfaatkan keunggulan pengawasan 
visual melampaui cakrawala (over the horizon) untuk memperluas jangkauan 
pengawasan keseluruhan unit patroli laut. 
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DJBC merencanakan penguatan pengawasan laut dengan tambahan sarana 
patroli udara pada tahun 2020 berdasarkan Naskah Akademis Pengembangan 
Pusat Komando Patroli Laut. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 75 Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Kepabeanan, bahwa dalam kegiatan pengawasan di laut, DJBC dapat dilengkapi 
dengan berbagai sarana patroli, termasuk pesawat udara. 


Pada tahap pertama penelitian, ditemukan 15 kriteria yang dianggap penting 
oleh para responden terkait dengan patroli udara. Kriteria yang ada tersebut 
kemudian dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: biaya-biaya, 
persiapan, kemampuan operasional, dan hambatan dan risiko. 


Batasan biaya merupakan salah satu kendala utama patroli laut sebagaimana 
dijelaskan pada subbab di atas. Bukan hanya mahalnya biaya operasi, tetapi 
terbatasnya sumber pendanaan serta mekanisme pencairan dana menjadi 
tantangan tersendiri bagi unit patroli laut. Oleh karena itu, ketika wacana 
tentang revitalisasi sarana patroli udara muncul, faktor biaya muncul menjadi 
salah satu kriteria yang sering disebutkan oleh narasumber, bahkan menjadi 
yang paling diperhatikan. Secara teori, patroli udara dapat meningkatkan 
efisiensi patroli laut karena unit patroli udara bergerak terlebih dahulu untuk 
memastikan posisi target, baru kemudian tim patroli laut diarahkan ke lokasi. 
Dengan demikian, pola patroli “menggergaji laut” yang boros bahan bakar 
(otomatis boros biaya) dapat diminimalisir. Kriteria pertama memiliki empat 
subkriteria, yaitu biaya akuisisi, biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya 
honor kru. 


Pengadaan sarana patroli udara tentu berpotensi memunculkan proses 
pengadaan aset baru. Harga aset untuk sarana patroli udara tentu tidak murah, 
kecuali jika opsi sewa/operasi bersama yang dipilih. Biaya operasional memang 
tidak muncul di awal pembelian aset, tetapi seiring berjalannya operasi, maka 
pentingnya subkriteria ini akan semakin relevan. Dalam akuisisi aset yang 
diharapkan memiliki masa pakai panjang, tentu biaya perawatan juga harus 
dipertimbangkan agar aset yang dimiliki dapat terus dimanfaatkan secara 
optimal. Perawatan yang baik pada sarana patroli udara DJBC merupakan 
kunci bertahannya sarana patroli tersebut hingga 30 tahun lebih. Setiap sistem 
memiliki kebutuhan kru yang beragam. Sarana patroli udara memiliki kebutuhan 
kru yang berbeda untuk setiap operasi sehingga berdampak pada besaran honor 
kru untuk setiap misi. 
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Sebelum revitalisasi sarana patroli udara dilakukan, terdapat beberapa hal yang 
perlu disiapkan agar nantinya pelaksanaan patroli udara tidak malah menimbulkan 
permasalahan baru. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain: dasar hukum, 
perizinan terbang, kontrak dengan pihak ketiga (jika ada), serta rekrutmen dan 
pelatihan kru patroli udara. Perizinan di sini meliputi perizinan operasional, 
terutama terkait izin terbang/penggunaan bandara. Izin wajib dari Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara, serta otoritas bandara mutlak harus dipenuhi. 
Mengingat sarana operasi udara DJBC sudah tidak eksis dalam jangka waktu 
lama, maka diperlukan perekrutan dan pelatihan untuk calon kru sarana patroli 
udara yang baru. Keberadaan aset patroli udara juga memunculkan kebutuhan 
akan sarana dan prasarana pendukung. 


Kriteria operasional mencakup seluruh hal yang dibutuhkan dari sarana patroli 
udara. Kriteria ini didasarkan terutama dari kemampuan sarana patroli udara yang 
pernah dimiliki DJBC, serta tantangan saat ini. Diharapkan sarana patroli udara 
baru yang akan dimiliki DJBC juga memiliki kemampuan minimal setara dengan 
apa yang pernah dimiliki DJBC. Kriteria ketiga memiliki empat subkriteria yaitu 
jangkauan terbang, pengindraan malam, metode lapas landas, dan pendaratan 
dan responsivitas operasi. 


Mencakup jarak jangkauan terbang serta durasi terbang sarana patroli udara, 
dengan asumsi makin luas area yang dapat diawasi, maka makin banyak potensi 
pelanggaran yang dapat ditemukan dan ditindak. Satu kali misi patroli udara 
berkisar antara 30 menit hingga 2,5 jam, bergantung pada luas area yang diawasi 
dan dengan mempertimbangkan ketahanan kru. Mengingat banyak penyelundupan 
terjadi di malam hari, maka kemampuan terbang malam (berikut kemampuan 
pengintaian dan penargetan malam hari) mutlak diperlukan oleh sarana patroli 
udara DJBC. Pesawat terbang memerlukan lokasi khusus untuk lepas landas dan 
mendarat. Kemampuan untuk lepas landas dan pendaratan selain di bandara akan 
lebih baik bagi fleksibilitas operasi satuan tugas patroli udara DJBC. Responsivitas 
operasi menunjukkan sedikitnya jeda waktu sejak perintah diberikan hingga 
sarana operasi siap. Panjangnya rentang komando dari pemberi perintah, hingga 
unit pelaksana operasi akan memengaruhi kecepatan satuan tugas patroli udara 
dalam mengeksekusi misi. Jika ada pihak di luar DJBC yang harus terlibat dalam 
rentang komando dan koordinasi, maka responsivitas operasi makin rendah. 


Setiap alternatif memiliki kelemahan dan risiko inheren yang harus dimitigasi. 
Tidak ada alternatif yang sempurna, dan alternatif yang terbaik adalah yang 
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kekurangannya terkompensasi oleh kelebihan yang dimilikinya. Kriteria keempat 
juga memiliki empat kriteria yaitu kerahasiaan misi, risiko kehilangan kru, 
kerentanan terhadap cuaca, dan usia pakai sistem. Mengingat misi pengintaian 
dan penindakan merupakan misi strategis, maka harus dijaga serahasia mungkin. 
Peluang kebocoran informasi makin besar jika makin banyak pihak yang terlibat 
dalam operasi. Mengingat misi pengintaian dan penindakan merupakan misi 
strategis, maka harus dijaga serahasia mungkin. Sebagaimana patroli laut, ada 
risiko kehilangan kru dalam misi patroli udara. Kehilangan kru adalah hal yang 
harus dihindari sebisa mungkin. Di lautan, angin berhembus lebih kencang 
daripada di darat. Jika terjadi cuaca buruk, misi yang sudah direncanakan dapat 
terhambat, tertunda, bahkan dibatalkan. Sarana patroli sebisa mungkin diharapkan 
dapat dipakai dalam waktu yang lama untuk memaksimalkan pemanfaatannya. 
Jangan sampai DJBC sudah menghabiskan dana besar untuk membeli aset, tetapi 
hanya dapat dipakai dalam waktu singkat/tidak awet. 


Tahap Kedua: Analytic Hierarchy Process 


Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tahap pertama dalam penyusunan AHP 
adalah menyusun permasalahan ke dalam bentuk hierarki. Setelah mengetahui 
alternatif-alternatif yang ada, kriteria-kriteria yang dipertimbangkan sebagai 
penilaian, serta tujuan utama, maka suatu hierarki dapat disusun. Berdasarkan 
data dan informasi yang telah diperoleh, hierarki untuk permasalahan ini 
dipaparkan pada Gambar 1. 


Patroli Udara 
DJBC 


Kriteria 3 Kriteria 4 
Kriteria 1 Kriteria 2 
K p : Kemampuan Hambatan dan 
Biaya-biaya Persiapan 
Operasional Risiko 


Gambar 1: Hierarki AHP DJBC 
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Pada bagan di atas, level 0 yang digambarkan dengan kotak berwarna hijau 
merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu keberadaan sarana patroli udara 
bagi DJBC. Level 1 yang ditunjukkan dengan kotak berwarna kuning merupakan 
kriteria-kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam memilih alternatif. Empat 
kriteria utama adalah Biaya-biaya (K1), Persiapan (K2), Kemampuan Operasional 
(K3), dan Hambatan dan Risiko (K4). Level 2 pada bagan ini, yang ditunjukkan 
dengan kotak berwarna merah, merupakan alternatif-alternatif yang dapat 
dipilih oleh DJBC. Alternatif tersebut adalah pengadaan pesawat terbang sejenis 
dengan yang dulu dimiliki DJBC (A1), melakukan sewa pesawat (A2), melakukan 
operasi patroli udara bersama instansi lain yang memiliki sarana patroli udara 
(A3), serta pengadaan pesawat udara nir-awak (A4). 


Untuk menyingkat penyajian data, perhitungan eigenvector, consistency rasio, 
dan consistency index yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengolah 
data Microsoft Excel tidak akan ditampilkan pada perhitungan setiap kriteria/ 
alternatif. Yang ditampilkan hanya matriks perbandingan berpasangan, serta 
hasil eigenvector yang telah dipersentasekan. Selain itu, untuk penyederhanaan 
tampilan, setiap kriteria akan diberi kode. Kode berikut akan digunakan mulai 
dari subbab ini hingga seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa penomoran 
tidak didasarkan pada tingkat kepentingan kriteria, melainkan hanya untuk 
kepentingan penyederhanaan. Kriteria akan diberi kode “K” diikuti angka 1-4, 
sementara Subkriteria akan diberi kode “SK” diikuti nomor kriteria induk (1-4), 
lalu diberi kode huruf (a, b, c, d). 


Berikut merupakan data hasil perbandingan berpasangan antara keempat 
kriteria yang telah disajikan dalam bentuk matriks persegi. 


Kriteria K1 K2 K3 K4 
K1 1 1 1/2 1 
K2 1 1 1 2 
K3 2 1 1 2 
K4 1 1/2 1/2 1 
Consistency check: 2Yo 


Matriks ini dibaca: 

K1 sama pentingnya denganK2: 

K1 agak kurang penting daripada K3 (K3 agak lebih penting dibanding K1): 

K1 sama pentingnya dengan K4, 

K2 sama pentingnya dengan K3: K2 agak lebih penting daripada K4: dan K3 agak 
lebih penting daripada K4. 
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Hasil perbandingan berpasangan selanjutnya dihitung agar ditemukan 
eigenvector, sehingga ditemukan bahwa kriteria “Kemampuan Operasional 
(K3) memiliki bobot tertinggi yaitu 33,896, diikuti oleh “Persiapan' (K2) sebesar 
28,896, Biaya-biaya' (K1) sebesar 20,596, dan terakhir “Hambatan dan Risiko 
(K4) sebesar 16,996. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan “kemampuan 
operasional mendapat porsi perhatian terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden menganggap kemampuan sarana patroli udara dalam menjalankan 
misi yang dibebankan sebagai hal yang paling penting. Secara mengejutkan, 
responden menempatkan 'persiapan' sebagai prioritas kedua, baru kemudian 
“biaya-biaya. Penempatan “hambatan dan risiko pada posisi terakhir 
menunjukkan kepercayaan responden bahwa DJBC mampu memitigasi risiko 
dan meminimalisir hambatan yang ada terkait dengan keberadaan sarana 
patroli udara. 


Selanjutnya, dilakukan perhitungan serupa pada masing-masing kriteria 
(perbandingan berpasangan, matriks persegi hingga eigenvector) yang 
menghasilkan nilai masing-masing subkriteria pada seluruh kriteria 
sebagaimana pada Tabel 1. 


Tabel 1: Kriteria, subkriteria, dan pembobotan 


Kriteria Bobot Kriteria Subkriteria Bobot Lokal Subkriteria Bobot Global Subkriteria 

K1 20,5Y9 SKla 20,5 Yo 4,203Yo 
SK1b 33,8 Yo 6,929Yo 
SK1c 28,8 Yo 5,904Y9 
SsK1d 16,9Y9 3,465 Yo 
subtotal 10046 

K2 28,8 Yo SK2a 41,1Y6 11,837Y9 
SK2b 32,8 Yo 9, 446Yo 
SK2c 26,1Y9 7,517 Y9 
subtotal 1006 

K3 33,8 Yo SK3a 29,6Yo 10,005Y6 
SK3b 24,6Yo 8,315Y6 
SK3c 24,6Yo 8,315Y6 
sK3d 21,1Y9 7,132Y9 
subtotal 10046 

K4 16,9Y6 SK4a 20,2Y9 3,414Y6 
SK4b 45,7Yo 7,723Yo 
SK4c 22,1Y9 3,735 Y9 
SK4d 12,0Y6 2,028Y6 
subtotal 100Y6 


100,00Y6 10046 
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Tahapan berikutnya setelah pembobotan masing-masing kriteria adalah 
pembobotan alternatif pada setiap kriteria. Kita pahami bahwa masing-masing 
alternatif memiliki keunggulan atau kelemahan pada kriteria atau subkriteria 
yang berbeda-beda. Misalkan, pada subkriteria biaya akuisisi, A2 dan A3 pasti 
lebih unggul dibanding A1 dan A4, di mana A4 masih lebih unggul daripada A1, 
dan A4 unggul telak pada subkriteria "risiko kehilangan kru' dibanding alternatif 
lainnya.Namunsebaliknya, alternatif A4 kalah telak dalam subkriteria “ketahanan 
terhadap cuaca' dibanding alternatif lain. Metode AHP mencoba menghitung 
keseluruhan kesesuaian alternatif pada setiap kriteria untuk menemukan 
alternatif dengan nilai total tertinggi, bukan yang paling banyak unggul pada 
kriteria tertentu. Ini karena masing-masing kriteria diperhitungkan, meskipun 
tidak pada bobot kepentingan yang sama. Penjelasan masing-masing alternatif 
dijabarkan pada paragraf berikut. 


Untuk alternatif pertama (A1), pesawat yang penulis bahas adalah PA-34 Seneca V 
buatan Piper Aircraft, Amerika Serikat. Selain masih satu produsen dengan pesawat 
yang pernah dimiliki DJBC (PA-30 Navajo juga dibuat oleh Piper Aircraft), pesawat 
tipe ini juga masih diproduksi, sehingga dukungan produsen dalam bentuk suku 
cadang dan dukungan teknis lain masih mudah didapatkan. Pesawat ini ditenagai 
oleh dua buah propeler (sama seperti PA-30 Navajo) dan mampu mengangkut 
hingga enam penumpang dengan jangkauan terbang mencapai 797 km (full seat) 
atau 1.500 km tanpa muatan (hanya 2 kru). Dibandingkan pesawat twin-propeller 
lain di kelasnya, pesawat ini relatif murah dengan harga beli rata-rata pada kisaran 
USD900.000 (kurang lebih Rp12,6 miliar pada kurs Rp14.000/ USD), konsumsi 
bahan bakar #108 liter/jam, dan biaya operasional per jam pada kisaran USD514 
(kurang lebih Rp7.182.000 pada kurs Rp14.000/USD). Pesawat ini dioperasikan oleh 
2 kru, mampu lepas landas pada landasan dengan panjang #500 meter. Keunggulan 
opsi kepemilikan pesawat adalah responsivitas operasi dan kerahasiaan misi yang 
lebih terjamin, karena tidak melibatkan pihak luar selain otoritas penerbangan. 
Kapan pun dibutuhkan, kru dapat terbang dan melakukan misi. Namun, DJBC 
harus menyiapkan dana cukup besar untuk pengadaan, operasional, perawatan, 
serta rekrutmen dan pelatihan kru, ditambah mengurus berbagai perizinan 
terkaitpenerbangan. 


Untuk alternatif kedua (A2), jasa sewa yang penulis gunakan sebagai acuan 
adalah Susi Air yang juga digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
untuk melakukan Operasi Buana. Susi Air memiliki armada Cessna Grand 
Caravan C208B dengan tarif USD1.650/jam (#Rp23,1 juta dengan kurs Rp14.000/ 
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USD) belum termasuk ground handling, dengan minimal sewa selama dua jam. 
Pesawat ini mampu terbang sejauh 750 km. Keunggulan opsi sewa pesawat 
adalah DJBC tidak perlu melakukan pembelian, rekrutmen dan pelatihan kru, 
serta menyiapkan segala perizinan dan sarana-prasarana pendukung. Namun, 
risiko ketiadaan pesawat saat sewaktu-waktu dibutuhkan dapat mengancam 
keberlangsungan misi. 


Untuk alternatif ketiga (A3), penulis membahas armada milik Polairud, 
mengingat DJBC pernah mendapatkan tawaran kerja sama dari instansi 
tersebut. Polairud memiliki berbagai jenis pesawat udara, termasuk Cassa 295, 
Cessna 180, PZL M28 Skytruck, helikopter Bell 429, serta Bell 412. Keunggulan 
opsi operasi bersama adalah DJBC tidak perlu melakukan pembelian, rekrutmen 
dan pelatihan kru, serta menyiapkan segala perizinan dan sarana-prasarana 
pendukung. Namun, ada risiko birokrasi yang dapat menghambat responsivitas 
satuan tugas jika sewaktu-waktu dibutuhkan, atau jika aset patroli udara sedang 
dipakai oleh instansi pemilik aset maka DJBC tidak dapat melakukan operasi 
patroli udara. Terkait biaya operasional patroli dalam alternatif ini, belum ada 
kejelasan detail, apakah ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemilik atau 
terdapat pembebanan biaya di mana DJBC juga ikut menanggung sebagian/ 
seluruh biaya operasional patroli bersama. 


Untuk alternatif keempat (A4), penulis memilih PUNA LSU-03 buatan Lembaga 
Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dengan pertimbangan DJBC 
pernah bekerja sama dengan LAPAN, sehingga jika ke depannya ada kerja sama 
lebih lanjut akan lebih mudah. PUNA dengan rentang sayap 3,5 m dan panjang 
2,5 mini juga pernah mencatatkan rekor MURI dengan nomor rekor 7219 pada 29 
November 2015 sebagai pesawat tanpa awak menempuh jarak terjauh, mencapai 
340 km (2x170 km) dalam jangka waktu 3 jam 39 menit bolak-balik dari lapangan 
udara Pameungpeuk, Pangandaran, hingga ke Nusakambangan, Cilacap. PUNA 
memiliki kapasitas muatan sebesar 10 kg, yang dapat mengangkut berbagai 
sensor, termasuk kamera video untuk pengawasan real time dan kamera 
inframerah untuk pelacakan malam hari. Opsi ini mengharuskan DJBC membeli 
seluruh sistem PUNA yang terdiri atas pesawat tanpa awak berikut pusat 
kendalinya, serta melakukan pelatihan kru untuk mengoperasikannya. Harga 
PUNA ini diperkirakan di bawah Rp1 miliar/unit, dengan biaya operasional 
yang jauh lebih murah dibandingkan pesawat berawak. Dengan kapasitas tangki 
bahan bakar 7 liter yang dapat digunakan untuk sekali misi hingga 340 km, biaya 
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operasional bahan bakar PUNA bisa berada di bawah Rp100.000/misi (asumsi 
harga bahan bakar Rp10.000/liter dikali 7 liter kapasitas bahan bakar). Namun, 
PUNA yang berukuran jauh lebih kecil dibandingkan pesawat berawak amat 
rentan terhadap kondisi cuaca. Namun mengingat PUNA dioperasikan tanpa 
pilot di dalamnya, risiko kehilangan kru dapat diminimalisir. 


Tahapan pembobotan alternatif juga diawali dengan penilaian berpasangan 
antaralternatif, pada masing-masing subkriteria. Selanjutnya, dilakukan 
penyajian dalam matriks persegi, kuadrat nilai matriks, hingga 
perhitungan eigenvector. Seluruh tahapan yang dengan tahapan pembobotan 
antarsubkriteria, dan diulang pada seluruh subkriteria yang ada untuk total. 
Adapun nilai masing-masing alternatif pada subkriteria ada pada Tabel 2. 


Tabel 2: Bobot Subkriteria dan Hasil Perhitungan Eigenvalue 


Alternatif 


Bobot Global 


Subkriteria At laa nd asi 


BL BG BL BG BL BG BL BG 


SKl1a 4,203Y9 4,30 01814 37,40Yo 15724 37,40Y9 15724 20,900Y9 08784 


SK1b 6,929Y9 20,10Y9 0,831  7,90Yo 0,360 20,10Yx 3,638Y9 51,900Y9 210649 
SK1c 5,904Y90 7,109 04194 36,80Yo 2,173 36,80Y9 21734 19,300Y0 111391 


SK1d 3,465Y90 82049 02844 35,90Y9 1,244Y 35,90 1244Y 20,000Yo 06931 


SK2a 11,837Y9 8,809 10424 38,40Y 4545Y 38,40 45454 18,300Y0 21664 
SK2b 9,446Y9  7,10Y 06714 38,90Y9 36754 38,90Y9  3,675Y 19,300 18234 


SK2c 7,517Yo- 10,90Y9- 08194 35,10Yo 2,638 35,10Yx 26384 18,900Y0 14214 


SK3a 10,005Yo 28,609 28614 28,60Y 28614 28,60 28614 14,200Y0 14214 


SK3b 8,315Y9 16,70 13894 16,70Y9 13894 16,70Yo 13894 50,000 41574 


SK3c 8,315Y9 16,70Y 13894 16,70Y9 13894 16,70Yo 13894 50,000 41574 


SK3d 7,132Yo 28,40 20254 9,90Y90,7064 9,90Y9  0,7064 51,900y9  3,7014 


SK4a 3,414Y0 26,30Y9 08984 14,10Yo 04814 14,10Y 04814 45,500 15534 


SK4b 7,723Yo 6,409 04944 15,40Y 11894 15,40Y 11894 62,800Y9 48504 


SK4c 3,735Yo 31,254 11674 31,25Y 11674 31,25Y 11674 6,250 023314 
SK4d 2,028Y9 28,50Y 05784 32,109 06514 32,10Yo 06514 74009 01504 


Total Bobot 


: 15,610Y9 26,227Yo 27,073Yo 31,941Y9 
Alternatif 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


Berdasarkan pembobotan global pada setiap alternatif, dapat dilihat bahwa 
alternatif terbaik bagi DJBC adalah A4 (pengadaan PUNA). A4 jauh lebih unggul 
dibanding A3 dengan bobot 31,949 berbanding 27,0796. Ini menunjukkan bahwa 
dengan kondisi kriteria yang ada saat ini, alternatif A4 merupakan yang terbaik 
bagi DJBC. Alternatif A4 memiliki keunggulan dari sisi biaya operasional yang 
jauh lebih murah daripada alternatif lain, biaya akuisisi yang relatif rendah, 
fleksibilitas lepas landas dan pendaratan yang berdampak pada meningkatnya 
responsivitas operasi, disertai dengan jarak jangkau yang mumpuni. Keunggulan 
pada tidak adanya risiko kehilangan kru juga menjadi pertimbangan lain, 
mengingat alternatif lain secara natural menempatkan anggota satgas patroli 
udara pada risiko jatuhnya pesawat. 


Alternatif A3 dapat menjadi pilihan kedua, terlebih jika kerja sama dengan 
instansi lain tidak mengharuskan DJBC untuk menanggung sebagian/seluruh 
biaya operasi, dengan alternatif A2 juga dapat dipertimbangkan selanjutnya. 
Sarana patroli berikut kru yang telah ada akan mempercepat eksekusi rencana 
patroli udara DJBC, jika dibandingkan dengan alternatif A1 dan A4 yang 
mengharuskan DJBC untuk melakukan proses pengadaan yang tidak selalu dapat 
dilaksanakan dengan cepat. Kelemahan kedua opsi ini adalah responsivitas 
misi dapat terganjal oleh ketiadaan sarana operasi udara (jika pesawat sedang 
digunakan oleh instansi pemilik/disewa pihak lain), jika dibandingkan dengan 
opsi kepemilikan sendiri. 


SIMPULAN DAN SARAN 


Berdasarkan penelitian ini, ditemukan 15 kriteria yang dianggap penting oleh 
para responden terkait dengan patroli udara. Kriteria yang ada tersebut kemudian 
dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu biaya-biaya (mencakup biaya 
akuisisi, operasional, perawatan, dan honor kru), persiapan (perizinan, rekrutmen 
dan pelatihan kru, serta sarana dan prasarana), operasional (jangkauanterbang, 
pengindraan malam, metode lepas landas dan pendaratan, dan responsivitas 
operasi), serta hambatan dan risiko (kerahasiaan misi, risiko kehilangan kru, 
ketahanan terhadap cuaca, dan usia pakai sistem). 
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Hasil perbandingan berpasangan selanjutnya dihitung agar ditemukan 
eigenvector, sehingga ditemukan bahwa kriteria “Kemampuan Operasional' (K3) 
memiliki bobot tertinggi yaitu 33,896, diikuti oleh “Persiapan' (K2) sebesar 28,856, 
“Biaya-biaya” (K1) sebesar 20,596, dan terakhir adalah “Hambatan dan Risiko 
(K4), sebesar 16,996. Adapun pembobotan alternatif menghasilkan alternatif A4 
(pengadaan pesawat tanpa awak) merupakan yang paling unggul dengan bobot 
31,9496, disusul A3 (operasi bersama) dengan 27,074, A2 (sewa pesawat) dengan 
26,234, dan yang paling tidak relevan adalah A1 (pengadaan pesawat terbang), 
dengan bobot sekitar setengah dari A4, yaitu 15,615. 


Saran penulis adalah DJBC sebaiknya mengevaluasi opsi-opsi pada berbagai jenis 
pesawat terbang tanpa awak untuk diuji pada kondisi patroli, sehingga dapat 
ditentukan opsi mana yang paling relevan bagi DJBC saat ini. Untuk penelitian 
berikutnya, penulis menyarankan agar data terkait masing-masing alternatif 
dibuat lebih detail, hal ini untuk dapat menampilkan bobot yang lebih akurat 
pada setiap alternatif. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 


Dampak penelitian ini adalah DJBC perlu melakukan perhitungan dengan 
matang sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada sarana patroli udara, 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan di atas. Mengingat 
tantangan dalam kegiatan pengawasan yang semakin meningkat, DJBC pun 
harus menanggapi dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna 
untuk mendukung pelaksanaan patroli laut. 


Keterbatasan penelitian ini adalah informasi yang terkumpul tidak lengkap 
sehingga berdampak pada kurang tajamnya penilaian narasumber terhadap 
pembobotan antar-alternatif. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih 
memperdalam spesifikasi dan karakteristik masing-masing alternatif untuk 
memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas setiap alternatif. Atau, 
penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada opsi pesawat udara tanpa awak 
yang akan dipilih oleh DJBC. 
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IMPLEMENTASI BALANCED 
SCORECARD PADA INSTITUSI PUBLIK: 
STUDI KASUS KEMENTERIAN LUAR 
NEGERI REPUBLIK INDONESIA 


Christian Sautraja & Rahayu Kusumawati 


Alamat korespondensi: christiansautraja@gmail.com 


Sejak 2015, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggunakan Balanced Scorecard 
sebagai sistem pengelolaan kinerja. Penggunaan Balanced Scorecard merupakan 
bagian dari reformasi birokrasi Kemenlu. Agar sesuai dengan kondisi organisasi, 
Kemenlu melakukan modifikasi terhadap Balanced Scorecard, antara lain dengan 
meniadakan perspektif keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan model Balanced 
Scorecard khusus organisasi publik yang dikonsepkan oleh Paul R. Niven. Penelitian 
ini membahas alasan perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard 
Kemenlu dan dampak dari implementasi Balanced Scorecard terhadap kinerja 
Kemenlu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan mewawancarai sembilan narasumber dari Kemenlu dan dua narasumber 
praktisi Balanced Scorecard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balanced Scorecard 
belum memberikan dampak terhadap Kemenlu kecuali tiga unit organisasi Eselon 
I yang merasakan dampaknya terhadap kinerja organisasi mereka, yaitu Direktorat 
Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen Protokol dan Konsuler, dan 
Ditjen Multilateral. Penelitian ini juga mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan 
perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard Kemenlu, yaitu kinerja 
keuangan bukan ultimate goal dari Kemenlu, sumber pendanaan Kemenlu berasal 
dari APBN, kinerja keuangan dianggap sebagai pendukung tercapainyaultimate goal 
dari Kemenlu, dan kinerja keuangan merupakan bagian dari perspektif learning and 
growth. 


Kata kunci: Balanced Scorecard, cascading, perspektif keuangan, reformasi 
birokrasi Klasifikasi JEL: H83 
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PENDAHULUAN 


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasiskan 
kinerja Pemerintah (performance-based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja 
adalah pendekatan penganggaran yang mengaitkan pengeluaran pemerintah 
dengan kinerja yang akan dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja. 
Agar berhasil, anggaran berbasis kinerja membutuhkan pengukuran kinerja serta 
evaluasinya sehingga diperlukan sistem pengelolaan kinerja Pemerintah. 


Awalnya pengelolaan kinerja pemerintah dilihat dari cara pemerintah mengelola 
keuangannya secara efisien dan ekonomis (Griffiths, 2003). Pengelolaan 
kinerja pemerintah yang berdasarkan keuangan memiliki keterbatasan karena 
pengukuran keuangan bersifat lagging. Untuk mengatasinya, perlu diukur 
kinerja non-keuangan dalam pengelolaan kinerja pemerintah. Balanced Scorecard 
adalah sistem terbaik dari berbagai sistem pengelolaan kinerja yang dapat 
digunakan oleh Pemerintah yang telah mengatasi keterbatasan pengelolaan 
kinerja berdasarkan keuangan (Johnsen, 2001). 


Penggunaan Balanced Scorecard sebagai sistem pengelolaan kinerja di organisasi 
Pemerintah Indonesia mulai digunakan sejak 2007 oleh Kementerian Keuangan. 
Penggunaan Balanced Scorecard membawa dampak positif bagi kinerja Kemenkeu. 
Hal ini menginspirasi organisasi pemerintah lainnya untuk menggunakannya 
sebagai sistem pengelolaan kinerja, di antaranya Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu). 


Kemenlu memulai penggunaan Balanced Scorecard sebagai sistem pengelolaan 
kinerja padatahun 2015 dengan menerbitkan Keputusan Menlu Nomor SK.01/B/ 
RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu tahun 2015- 
2019. Renstra Kemenlu disusun dengan menggunakan pendekatan Balanced 
Scorecard. Balanced Scorecard Kemenlu menerjemahkan strategi Kemenlu pada 
tiga perspektif yaitu perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan 
perspektif pembelajaran dan pengembangan. Hal ini berbeda dengan model 
Balanced Scorecard khusus organisasi pemerintah pengembangan Paul R. Niven, 
di mana kinerja organisasi diterjemahkan ke dalam empat perspektif, termasuk 
perspektif keuangan. Balanced Scorecard Kemenlu dapat digambarkan seperti 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1: Ilustrasi Balanced Scorecard Kemenlu 


Diolah dari sumber: Kementerian Luar Negeri. 2015. Keputusan Menteri Luar Negeri 
Nomor SK.01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun 
2015-2019 


Menurut Niven (2008) dan Kaelani (2010), Balanced Scorecard tidak lengkap 
tanpa perspektif keuangan. Niven (2008) menyatakan bahwa perspektif kinerja 
keuangan harus digunakan dalam Balanced Scorecard didasari atas teori bahwa 
tidak ada organisasi satu pun yang berhasil beroperasi dan melayani pelanggan- 
nya tanpa sumber daya uang. Berdasarkan Laporan Kinerja Kemenlu dari tahun 
2011 sampai dengan 2016, kinerja Kemenlu sebelum mengimplementasikan 
Balanced Scorecard dan setelah mengimplementasikannya tidak menghasilkan 
perbedaan kinerja yang berarti. Perbedaan kinerja Kemenlu sebelum 
mengimplementasi Balanced Scorecard (2011-2014) dengan kinerja Kemenlu 
sesudah mengimplementasi dapat dilihat pada Gambar 2. 


Tidak adanya perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard dan 
kinerja Kemenlu yang tidak jauh berbeda antara sebelum dan setelah 
mengimplementasi Balanced Scorecard menjadi isu yang menarik untuk diteliti. 
Selain alasan tersebut, peneliti tertarik meneliti Kemenlu untuk mengetahui 
apakah Balanced Scorecard telah terintegrasi ke dalam sistem manajemen 
Kemenlu sejak diterapkan pada tahun 2015. Menurut Kaplan dan Norton (2014) 
Balanced Scorecard akan terimplementasi secara penuh pada sistem manajemen 
suatu organisasi dalam waktu dua sampai tiga tahun. 
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Gambar2: CapaianKinerjaKementerian Luar Negeri 
Diolah dari sumber: Kementerian Luar Negeri. 2011-2016. Laporan Kinerja Kementerian Luar 
Negeri Tahun 2011-2016 


Penelitian ini difokuskan pada penerapan Balanced Scorecard di Kemenlu selama 
periode 2016 dengan memperhatikan tiga perspektif Balanced Scorecard Kemenlu, 
yaitu perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan proses 
pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini mengangkat permasalahan 
yang berbentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: i) Bagaimana dampak 
dari penerapan Balanced Scorecard di Kemenlu terhadap kinerja Kemenlu secara 
keseluruhan? ii) Hal-hal apa yang menyebabkan perspektif keuangan tidak 
disertakan ke dalam Balanced Scorecard Kemenlu? Tujuan utama penelitian ini 
dilakukan adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan Balanced Scorecard 
di Kemenlu terhadap kinerja Kemenlu secara keseluruhan, dan hal-hal yang 
menyebabkan perspektif keuangan tidak disertakan ke dalam Balanced Scorecard 
Kemenlu. 


KERANGKA TEORETIS 


Konsep Balanced Scorecard 


Balanced Scorecard adalah salah satu sistem manajemen kinerja untuk mengukur 
kinerja organisasi yang berdasarkan pada strategi organisasi. Konsep ini 
diperkenalkan dan dikembangkan dari penelitian Robert Kaplan dan David 
Norton. Penelitian Kaplan dan Norton berlatar belakang berkembangnya 
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kepercayaan di antara pelaku bisnis korporasi bahwa pengukuran kinerja 
keuangan tidak cukup untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Pengukuran 
kinerja keuangan dirasa tidak cukup karena tidak relevan dengan kondisi bisnis 
sekarang dan pada tingkatan organisasi, hanya berdasarkan peristiwa lampau 
dan sering mengorbankan kepentingan jangka panjang organisasi. 


Kaplan dan Norton menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja perusahaan 
diperlukan sistem pengukuran yang komprehensif (Igbal, 2013) berbentuk 
sebuah scorecard. Scorecard ini mengukur kinerja perusahaan dari perspektif isu 
konsumen, proses bisnis internal, aktivitas karyawan, serta keuangan. Scorecard 
tersebut dinamakan Balanced Scorecard dan pertama kali diperkenalkan pada 
Harvard Business Review. Balanced Scorecard dipandang sebagai pelengkap 
pengukuran kinerja organisasi dengan menambahkan tiga perspektif 
pengukuran yaitu konsumen, proses bisnis internal, dan aktivitas karyawan. 


Keseimbangan ukuran kinerja (balanced) merupakan nilai utama dari Balanced 
Scorecard. Keseimbangan ukuran kinerja dapat dilihat pada serangkaian aktivitas 
yang ada dalam organisasi (Prakarsa, 1997), seperti aktivitas riil dengan aktivitas 
keuangan dan aktivitas operasional dengan aktivitas strategis. Keseimbangan 
yang dimaksud adalah keseimbangan pada indikator kinerja keuangan dengan 
nonkeuangan, perspektif kinerja internal dengan kinerja eksternal, indikator 
lag dengan indikator lead. 


Pengembangan Balanced Scorecard pada Organisasi 
Publik 


Tidak hanya digunakan oleh organisasi profit, Balanced Scorecard juga dapat 
digunakan organisasi publik. Penggunaan Balanced Scorecard pada organisasi 
publik semakin marak seiringberkembangnya paradigma New Public Management. 
NPM membuat banyak organisasi publik mengadopsi praktik-praktik terbaik 
dan teknik manajemen perusahaan, salah satunya adalah Balanced Scorecard. 
Balanced Scorecard akan memberikan dua nilai tambah terhadap organisasi publik, 
yaitu sebagai alat pengembangan indikator kinerja dalam organisasi publik 
yang kompleks dan memberikan pendekatan praktis untuk menilai informasi 
ekonomi (Johnsen, 2001). Namun menurut Kaplan dan Norton (2014), model 
balanced scorecard perlu dimodifikasi untuk dapat diterapkan dalam organisasi 


publik. 
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Menurut Gasperz (2006) dalam Igbal (2013), modifikasi diperlukan karena fokus 
utama sektor publik adalah masyarakat dan kelompok tertentu, sedangkan 
sektor bisnis adalah pelanggan dan pemegang saham. Niven (2008) menjabarkan 
enam modifikasi yang diperlukan agar Balanced Scorecard sesuai dengan karakter 
organisasi publik. Pertama, pernyataan visi organisasi dipindahkan ke paling 
atas Balanced Scorecard. Untuk korporasi, pengukuran kinerja berujung pada 
peningkatan nilai pemegang saham, sementara tujuan organisasi publik adalah 
pencapaian visi yang telah ditetapkan. Sehingga, organisasi publik adalah 
organisasi yang bekerja yang didorong oleh visi organisasi. Kedua, strategi 
menjadi inti dari Balanced Scorecard. Strategi merupakan inti dari Balanced 
Scorecard. Strategi adalah prioritas-prioritas yang direncanakan dan merupakan 
cara organisasi mencapai misi (Igbal, 2013). Strategi harus konsisten dan 
tepat dengan situasi atau kondisi organisasi untuk merespons tantangan dan 
kesempatan. Ketika strategi suatu organisasi sudah dikembangkan, Balanced 
Scorecard menjadi alat untuk mengimplementasikannya. Ketiga, posisi perspektif 
pelanggan menggantikan perspektif keuangan. Sebagai pengaruh dari posisi 
visi menjadi paling atas dari Balanced Scorecard, maka pencapaian visi menjadi 
goal utama organisasi. Misi dari organisasi publik adalah mencapai kepuasan 
pelanggan. Keempat, perspektif keuangan tetap ada. Pengukuran kinerja 
perspektif keuangan dari organisasi publik dilihat dari pemberian pelayanan 
dengan biaya yang rendah dan tercapainya efisiensi. Menurut Niven (2008) dan 
Kaelani (2010), Balanced Scorecard tidak lengkap tanpa perspektif keuangan. 
Hal ini karena tidak ada organisasi yang sukses beroperasi dan memuaskan 
pelanggannya tanpa dukungan sumber daya keuangan. Kelima, identifikasi 
proses internal yang menjadi pendorong nilai untuk pelanggan. Kunci sukses 
Balanced Scorecard terletak pada pemilihan dan pengukuran proses internal 
yang mendorong tercapainya outcomes untuk pelanggan dan misi organisasi. 
Perspektif internal berfokus pada bagaimana organisasi memberikan dampak. 
Keenam, perspektif pembelajarandan pertumbuhan menjadi fondasi dari Balanced 
Scorecard. Organisasi yang berdasarkan pada misi sangat bergantung pada 
keterampilan yang tinggi dan dedikasi karyawannya (Niven, 2008). Kesuksesan 
dalam pencapaian kinerja dalam perspektif pelanggan, keuangan, dan proses 
bisnis internal sangat bergantung pada bagaimana kemampuan pegawai dan 
perangkat yang mereka gunakan untuk mendukung pencapaian misi. 
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Modifikasi Balanced Scorecard khusus untuk organisasi publik menurut 
Niven (2008) dapat digambarkan seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3: Modifikasi Balanced Scorecard untuk Organisasi Publik 
Diolah dari sumber: Paul R. Niven. 2008. Balanced Scorecard Step by 
Step for Government and Nonprofit Agencies. Hal 32. 


Modifikasi Balanced Scorecard untuk organisasi pemerintah akan sukses 
implementasinya apabila didukung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu 
komitmen dari pemimpin, partisipasi manajer dan staf, budaya kinerja yang 
unggul, adanya pelatihan, disusun secara mudah dimengerti dan digunakan, visi 
dan strategi yang jelas, adanya hubungan antara Balanced Scorecard dengan insentif 
serta adanya sumber daya untuk implementasi (Chan, 2004). Dalam penelitiannya 
tentang implementasi Balanced Scorecard di Kementerian Keuangan, Budiarso (2013) 
jugamenyimpulkan ada empat elemen kunci yang dapat menentukan keberhasilan 
Balanced Scorecard, yaitu efektivitas kepemimpinan, strategi dan manajemen 
sumber daya manusia, sistem manajemen kinerja yang seimbang, dan tata kelola 
kinerja. 


METODE PENELITIAN 


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 
peneliti membangun sebuah gambaran fenomena sosial secara holistik dan 
kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan informasi yang didapat secara 
detail, dan melakukan kajian atas objek penelitian. Alasan penggunaan 
metode kualitatif adalah peneliti ingin mendapatkan gambaran secara 
holistik mengenai penerapan Balanced Scorecard di lingkungan Kemenlu yang 
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informasinya dapat diperoleh langsung oleh informan-informan yang terjun 
langsung dalam penerapan Balanced Scorecard di Kemenlu. Berdasarkan tujuan 
penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mengarah 
kepada pengungkapan suatu masalah, keadaan, atau kejadian dengan membuat 
penilaian. 


Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, instrumen penelitian ini 
adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 
digital recorder, software Microsoft Word, dan Microsoft Excel sebagai alat bantu 
dalam melakukan penelitian. 


Data penelitian yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer akan didapat melalui wawancara. Data sekunder berasal 
dari data resmi Balanced Scorecard Kemenlu berupa Rencana Strategis Kemenlu 
2015-2019 dan dokumen terkait penerapan Balanced Scorecard Kemenlu tahun 
2016, seperti Laporan Kinerja Kemenlu 2016. 


Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan 
dengan mempertimbangkan wewenang seseorang dalam implementasi Balanced 
Scorecard Kemenlu dan/atau keahlian dan pengetahuan dalam Balanced Scorecard. 
Tabel 1 adalah daftar narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti. 


Kriteria dari narasumber-narasumber dari Kemenlu yang telah disebutkan pada 
Tabel 1 adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Balanced 
Scorecard di Kemenlu dan Eselon I di Kemenlu. Sebagian besar dari narasumber 
adalah Manajer Kinerja Organisasi dan Sub-Manajer Kinerja Organisasi masing- 
masing Unit Organisasi Eselon I-nya. Eman dan Nadief Kaelani dipilih sebagai 
informan dalam penelitian ini karena berpengalaman dan merupakan praktisi 
Balanced Scorecard pada organisasi sektor publik. 


Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dengan wawancara 
secara mendalam (in-depth interview). Jenis wawancara yang digunakan adalah 
wawancara semi-terstruktur. Tujuannya adalah melihat permasalahan secara 
terbuka dan narasumber akan dimintai pendapat serta ide-idenya. Alat yang 
digunakan dalam wawancara dengan narasumber adalah digital recorder dan 
catatan untuk merekam informasi penting dalam wawancara. 
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Tabel 1: Daftar Informan 


No Nama Jabatan/Profesi 


1 Weda Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 
dan Perwakilan, BPO, Setjen Kemenlu 


2 Sularjo Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 
dan Perwakilan, BPO, Setjen Kemenlu 


3 CitraPermatasari Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 
dan Perwakilan, BPO, Setjen Kemenlu 


4 Bambang Witjaksono (Sonny) Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen 
Kerjasama ASEAN 


5 Harlianto Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen Hukum 
dan Perjanjian Internasional 


6 Dewi Kuntarti Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Itjen Kemenlu 


7 Murni Nyaristi Staf Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen Protokol 
dan Konsuler 


8 Tito Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, Setditjen Protokol 
dan Konsuler 


9 Eman Staf dari Pusat Harmonisasi dan Kebijakan, Kementerian 
Keuangan 
10  Nadief Kaelani Akademisi 


Sumber: Olahan Peneliti 


Teknik Dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi pengumpulan data. 
Teknik ini dilakukan dengan memperoleh dokumen-dokumen terkait Balanced 
Scorecard Kemenlu, kemudian mempelajarinya untuk mengambil data-data yang 
relevan dari dokumen tersebut. Peneliti juga akan melakukan studi kepustakaan. 
Tujuan studi kepustakaan adalah memperoleh data yang berasal dari literatur, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang terkait 
penerapan Balanced Scorecard pada organisasi publik. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Implementasi Balanced Scorecard di Kementerian Luar 
Negeri 
Balanced Scorecard mulai diperkenalkan sebagai sistem manajemen kinerja di 


Kemenlu pada tahun 2015 dengan diterbitkan Rencana Strategi Kemenlu Tahun 
2015-2019 serta Perjanjian Kinerja (PK) Kemenlu dengan pendekatan Balanced 
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Scorecard. Penggunaan Balanced Scorecard diperkuat dalam Peraturan Menteri Luar 
Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar 
Negeri yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
perencanaan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber 
daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi pemerintah adalah 
penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard di seluruh Unit 
Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI. 


Pemilihan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dilatarbelakangi 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenlu. Dalam Grand Design Reformasi 
Birokrasi Kemenlu 2010-2025, salah satu fokus utama sasaran Reformasi Birokrasi 
adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memastikan 
dijalankannya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan secara taat asas 
oleh semua unit kerja, baik di Pusat maupun Perwakilan RI di luar negeri. Balanced 
Scorecard merupakan "alat" yang mendukung pencapaian sasaran Reformasi 
Birokrasi Kemenlu. 


Tujuan Kementerian Luar Negeri menggunakan Balanced Scorecard adalah 
untuk menyelaraskan kinerja dari tingkat Kementerian sampai ke Perwakilan 
RI di luar negeri yang sering kali berbeda dan tidak selaras (Citra, wawancara 30 
Oktober 2017). 


Tujuan lainnya adalah untuk mengatasi kelemahan dari sistem pengelolaan 
kinerja pemerintah, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP). Kelemahan dari SAKIP adalah tidak adanya ketentuan yang dapat 
menurunkan kinerja Kementerian ke tingkat yang paling rendah atau tingkat 
pegawai. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hanya mewajibkan Pimpinan Tertinggi 
Kementerian/Lembaga dan Pimpinan unit kerja (Eselon I) saja yang membuat 
perjanjian kinerja (Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 


Balanced Scorecard pada Kemenlu menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran 
strategis, serta strategi Kemenlu pada tiga perspektif yaitu perspektif 
stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 
pengembangan. Terdapat dua perbedaan dengan konsep Balanced Scorecard 
Kaplan dan Norton (2014) dan Paul R. Niven (2008). Perbedaan yang pertama 
adalahjumlah perspektif kinerja pada Balanced Scorecard, di mana konsep Balanced 
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Scorecard Niven (2008) dan Kaplan dan Norton (2014) menerjemahkan kinerja 
dalam empat perspektif kinerja, sementara Kemenlu hanya tiga perspektif 
kinerja. Hal ini karena hasil konsensus para pimpinan Eselon II Kemenlu yang 
menentukan jumlah perspektif kinerja Balanced Scorecard Kemenlu hanya tiga 
(Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 


Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, Perspektif 
Stakeholder adalah perspektif kinerja yang mengukur kinerja dari ketercapaian 
kinerja Kemenlu dilihat dari sudut pandang pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan Kemenlu tetapi tidak dilayani secara langsung oleh Kemenlu. 


Implementasi Balanced Scorecard mulai dirintis oleh Kemenlu pada tahun 2015, 
dengan Biro Perencanaan dan Organisasi, Setjen Kemenlu sebagai inisiatornya 
(Citra, wawancara 30 Oktober 2017). Implementasi Balanced Scorecard di 
Kementerian Luar Negeri dilakukan secara bertahap, di mana tahun 2015 
Balanced Scorecard diimplementasikan pada tingkat Kementerian dan pada tahun 
2016 Kemenlu melakukan cascading Balanced Scorecard hingga tingkat Eselon II. 


Implementasi dari tingkat Kementerian sampai tingkat unit organisasi Eselon 
II dapat digambarkan pada ilustrasi cascading yang dapat dilihat pada Gambar 
5. Cascading atau penurunan Balanced Scorecard di Kemenlu didokumentasikan 
ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan. 


Implementasi Balanced Scorecard pada tingkat kementerian sampai Eselon 
II dikoordinasikan oleh manajer kinerja yang terdiri atas Manajer Kinerja 
Organisasi Pusat, Manajer Kinerja Organisasi, dan Sub-Manajer Kinerja 
Organisasi. Manajer kinerja bertugas untuk melakukan pengelolaan kinerja 
organisasi, yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 
Kementerian Luar Negeri. Pengelolaan kinerja organisasi tingkat unit organisasi 
Eselon I dikoordinasikan oleh Manajer Kinerja Organisasi yang merupakan 
pejabat Eselon III. Pada tingkat unit organisasi Eselon II di Kementerian Luar 
Negeri, pengelolaan kinerja organisasi dikoordinasikan oleh Sub-Manajer 
Kinerja yang merupakan pejabat Eselon IV atau pejabat fungsional Diplomat 
Muda (Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 


@ GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


Customer 


Stakeholder 5 
Perspective 


Perspective 


Internal 
Business 
Process 
Perspective 


IntemaiBusiness Learning and Financial 
Process Growth 


Perspective Perspective 


Perspective 


Learning and 
Growth 
Perspective 


Versi Kemenlu Versi Paul R Niven 


Gambar 4: Perbandingan Balanced Scorecard versi Kemenlu dengan Niven 
Diolah dari sumber: Kementerian Luar Negeri. 2015. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 
SK.01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu tahun 
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Gambar 5: Ilustrasi Cascading Balanced Scorecard Kemenlu 
Diolah dari sumber: Konstruksi dari data hasil wawancara narasumber Kemenlu 


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi Balanced 
Scorecard telah dilakukan sampai unit organisasi tingkat Eselon II. Namun, hal 
tersebut belum dilaksanakan di Perwakilan RI di luar negeri. (Weda, wawancara 
27 Oktober 2017). Perwakilan RI di luar negeri akan mengimplementasikan 
Balanced Scorecard mulai tahun 2018. Implementasi Balanced Scorecard dan 
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pengelolaan kinerja di Perwakilan Luar Negeri akan dikoordinasikan oleh 
Manajer Kinerja Perwakilan yang merupakan pejabat fungsional diplomat 
pertama dengan pangkat Sekretaris III (Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 
Ilustrasi cascading Balanced Scorecard di tingkat Perwakilan yang akan dilakukan 
dapat dilihat pada Gambar 6. Cascading Balanced Scorecard di tingkat perwakilan 
akan diturunkan langsung dari Balanced Scorecard Kemenlu. 
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Gambar 6: Ilustrasi Cascading Balanced Scorecard Kemenlu sampai Perwakilan RI 
Sumber: Kementerian Luar Negeri. 2017. Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis 
Balanced Scorecard 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, implementasi 
Balanced Scorecard Kemenlu di tahun 2016 dirasa belum maksimal. Hal ini dapat 
dilihat dari cascading Balanced Scorecard sampai tingkat Eselon II dan tidak 
dilakukan pada Perwakilan RI. Selain itu, belum maksimalnya implementasi 
Balanced Scorecard Kemenlu juga disebabkan oleh belum adanya pedoman untuk 
mengarahkan implementasi Balanced Scorecard dengan baik. 


Sebab-Sebab Perspektif Keuangan Tidak Dimasukkan ke 
dalam Perspektif-Perspektif Kinerja Balanced Scorecard 
Kementerian Luar Negeri 


Perspektif keuangan tidak ada di Balanced Scorecard Kementerian Luar Negeri 
karena: 1) kinerja keuangan bukan ultimate goal dari Kemenlu, 2) keuangan dari 
Kemenlu bersumber dari APBN, 3) kinerja keuangan hanya sebagai pendukung 
pencapaian visi, 4) kinerja keuangan bagian dari perspektif learning and growth. 
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Gambar 7: Fishbone Data Display Sebab-Sebab Perspektif Keuangan Tidak Ada pada Balanced 
Scorecard Kemenlu 
Diolah dari sumber: Konstruksi dari kategorisasi data hasil wawancara narasumber Kemenlu. 


Alasan pertama perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard 
Kemenlu adalah kinerja keuangan bukan ultimate goal dari Kemenlu. Kemenlu 
merupakan instansi pemerintah yang melayani kepentingan publik dalam hal 
hubungan luar negeri. Walaupun terdapat layanan publik yang menjadi sumber 
Pendapatan Negara Bukan Pajak, layanan yang diberikan oleh Kemenlu tidak 
bertujuan untuk mencari profit, tetapi pemenuhan kepentingan publik atau 
stakeholders (Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 


Ultimate goal Kemenlu dinyatakan dalam pernyataan visinya, yaitu Terwujudnya 
Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim 
untuk Kepentingan Rakyat. Dalam Balanced Scorecard Kemenlu, ultimate goal 
diterjemahkan dalam perspektif kinerja stakeholders. Oleh karena itu, perspektif 
stakeholders berada pada posisi paling atas dari Balanced Scorecard Kemenlu 
yang menandakan pencapaian visi menjadi tujuan utama organisasi. Pada peta 
strategi Kemenlu juga dapat dilihat ultimate goal dari Kemenlu diterjemahkan 
dalam tujuan dan sasaran strategis pada bagian stakeholder perspective. Rincian 
ultimate goal sebagaimana Tabel 2. 


Nadief Kaelani juga menyatakan hal yang sama bahwa kinerja keuangan bukan 
tujuan utama dan penting dari Instansi Pemerintah (Wawancara, 6 Desember 
2017). Perspektif keuangan bukan tujuan utama dari Kemenlu sehingga tidak 
diperlukan dalam Balanced Scorecard-nya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari Davila (1999) bahwa kinerja keuangan bukan tujuan utama dari organisasi 
sektor publik atau pemerintah, tetapi menjadi sumber daya yang terbatas yang 
akan membantu pencapaian misi. Kondisi yang berbeda dengan institusi swasta 
yang ultimate goal-nya adalah profit sehingga terdapat perspektif keuangan 
dalam Balanced Scorecard-nya. 
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Alasan kedua perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard karena 
sumber keuangan Kemenlu berasal dari APBN yang dianggarkan tiap tahun. Tito, 
Kabag Perencanaan dan Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler menyatakan 
bahwa tidak diperlukannya perspektif keuangan karena sumber daya uang 
Kemenlu sudah disediakan dari APBN, sehingga kinerja keuangan tidak penting 
untuk diperhitungkan (Wawancara, 15 November 2017). 


Tabel 2: Tujuan dan Sasaran Strategis pada Stakeholders Perspective Kemenlu 


Stakeholders Perspective 


Kepeninpkean Ta Pena Indonesia IKU | Tingkat pengaruh Indonesia di dunia 
Ta | dalam kerja sama internasional yang 3 i 
Taa | internasional 
berpengaruh 
Jumlah negara akreditasi yang 
Tz 2 mencapai target peningkatan nilai 
perdagangan dengan Indonesia 


Nilai manfaat ekonomi, keuangan, ar Jumlah negara akreditasi yang 
dan pembangunan yang optimal Tag | Mencapai target peningkatan nilai 


investasi asing ke Indonesia 


KU 
2 
melalui hubungan luar negeri : 
Jumlah negara akreditasi yang 
KU3 | mencapai target peningkatan jumlah 
Ta Pp. get peningkatan jumlal 
KU- 


wisatawan mancanegara ke Indonesia 
Dukungan dan komitmen nasional Persentase tindaklanjut/implementasi 
Yang tinggi atas kebijakan luarnegeri | «c, Ps kesepakatan internasional oleh 
dan kesepakatan internasional 
Pemenuhan pelayanan dan SSpirasi aa Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik 


publik 3 Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh 
KemenPAN RB 


Sumber: Kementerian Luar Negeri. 2016. Perjanjian Kinerja Menteri Luar Negeri Tahun 2016 


stakeholders dalam negeri 


Menurut Tito, yang terpenting adalah bagaimana mencapai target kinerja 
Kemenlu dalam IKU yang sudah ditetapkan dengan program-program Kemenlu 
yang ada. Pernyataan dari Tito juga sesuai dengan hasil wawancara Eman, Staf 
Pusat Harmonisasi dan Kebijakan Kementerian Keuangan, bahwa karakteristik 
keuangan dari instansi pemerintah berbeda dengan organisasi profit karena 
keuangan pemerintah sudah diberikan dalam bentuk anggaran tiap tahun. 
Menurut Eman, karena karakteristik pemerintah yang seperti itu, perspektif- 
perspektif dari Balanced Scorecard harus disesuaikan dengan karakteristiknya 
(Wawancara, 18 Oktober 2017). 


Alasan ketiga perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard karena 
kinerja keuangan merupakan kinerja pendukung untuk pencapaian visi, tujuan, 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


dan sasaran strategis Kemenlu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kinerja 
keuangan bukan ultimate goal dari Kemenlu. Walaupun bukan ultimate goal, 
kinerja keuangan dipandang oleh beberapa narasumber dari Kemenlu sebagai 
kinerja pendukung untuk pencapaian ultimate goal dari Kemenlu (Sularjo, 
wawancara 1 November 2017). 


Dalam wawancara dengan Sularjo, Staf Bagian Perencanaan Kinerja dan 
Evaluasi Kementerian dan Perwakilan, Setjen Kemenlu dinyatakan bahwa 
kinerja keuangan bukan tujuan utama dari Kemenlu, melainkan pendukung 
dari pencapaian tujuan utama Kemenlu. Menurut Sularjo, setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh Kemenlu harus didukung dengan anggaran. Kinerja keuangan 
sebagai pendukung pencapaian tujuan utama dari Kemenlu juga dinyatakan 
dalam wawancara dengan Sonny, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi, 
Setditjen Kerjasama ASEAN (Wawancara, 27 November 2017). Sonny berpendapat 
bahwa kinerja di Kemenlu merupakan dukungan untuk mencapai misi Kemenlu. 
Sejalan dengan dua pernyataan di atas, Murni Nyaristi juga menyatakan bahwa 
kinerja keuangan juga merupakan pendukung atau penopang dari kinerja utama 
Kemenlu. 


Alasan keempat perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard ialah 
karena kinerja keuangan adalah bagian dari perspektif learning and growth. 
Kinerja keuangan adalah bagian dari pendukung kinerja Kemenlu untuk 
mencapai ultimate goal-nya. Berdasarkan wawancara dengan Weda, Kepala 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan, kinerja 
keuangan Kemenlu merupakan bagian dari perspektif kinerja learning and growth 
(Weda, wawancara, 27 Oktober 2017). 


Menurut Weda, karena keuangan Kemenlu sudah bersumber pada APBN dan 
kinerja keuangan hanya mendukung pencapaian ultimate goal Kemenlu, maka 
kinerja keuangan dimasukkan ke dalam perspektif learning & growth. Weda 
menyatakan bahwa perspektif learning and growth merupakan perspektif kinerja 
yang sifatnya mendukung kinerja Kemenlu lainnya. Oleh karena itu, kinerja 
keuangan Kemenlu yang merupakan kinerja pendukung, menjadi bagian dari 
perspektif kinerja learning & growt. 
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Gambar 8: Kinerja Keuangan dalam Learning and Growth Perspective 
Diolah dari sumber: Kementerian Luar Negeri. 2015. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 
SK.01/B/RO/ IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu tahun 2015-2019 


Hal tersebut juga dinyatakan oleh Citra, bahwa kinerja keuangan Kemenlu adalah 
bagian dari perspektif kinerja learning & growth (wawancara, 30 Oktober 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan Citra, kinerja keuangan Kemenlu dilihat dari 
pengelolaan anggarannya. Citra mengungkapkan bahwa anggaran (keuangan) 
merupakan aspek learning and growth karena sifatnya yang mendukung kinerja 
Kemenlu untuk mencapai ultimate goal dari Kemenlu. 


Dalam Peta Strategi Kemenlu Tahun 2015-2019, kinerja keuangan berada dalam 
perspektif learning and growth dengan sasaran strategis anggaran yang optimal 
(dapat dilihat pada Gambar 8). Penempatan kinerja keuangan pada perspektif 
learning and growth dibenarkan oleh akademisi, Nadief Kaelani (wawancara, 6 
Desember 2017). 


Keuangan dapat dimasukkan ke dalam perspektif kinerja learning and growth 
karena kinerja keuangan berhubung dengan cara meningkatkan efisiensi. 
Peningkatan efisiensi merupakan salah satu bagian dari pembelajaran dari 
organisasi sehingga kinerja keuangan lebih tepat kinerja tersebut dimasukkan 
ke dalam perspektif learning and growth. 


Eman (wawancara, 18 Oktober 2017) menyatakan bahwa alasan keuangan dapat 
dimasukkan ke dalam perspektif learning and growth karena kinerja keuangan 
pemerintah yang dilihat dari anggarannya merupakan apa yang harus dimiliki 
oleh institusi pemerintah. Anggaran merupakan pendukung untuk pencapaian 
ultimate goal dari institusi pemerintah. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa 
tujuan dari perspektif learning and growth adalah menyediakan infrastruktur 
(dukungan) yang memungkinkan tujuan dari tiga perspektif lainnya dapat 
dicapai. Masuknya kinerja keuangan, yang merupakan pendukung kinerja 
Kemenlu, ke dalam perspektif learning and growth sesuai dengan yang dinyatakan 
dalam Kaplan dan Norton. 
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Nadief Kaelani menyatakan bahwa penentuan perspektif-perspektif pada 
Balanced Scorecard pada institusi pemerintah seperti Kemenlu tergantung pada 
kebutuhan institusi pemerintah itu sendiri. Hal ini dikuatkan dalam wawancara 
dengan Eman yang menyatakan bahwa perspektif kinerja pada Balanced Scorecard 
institusi pemerintah menyesuaikan karakteristik organisasinya. Oleh karena 
itu, kinerja keuangan dapat diletakkan pada learning & growth (wawancara, 6 
Desember 2017). 


Dimasukkannya kinerja keuangan ke dalam perspektif kinerja learning and growth 
juga terjadi pada Balanced Scorecard Kementerian Keuangan. Dapat dilihat pada 
Gambar 9 kinerja keuangan Kemenkeu, dengan proxy pengelolaan anggaran, 
merupakan bagian dari perspektif kinerja learning and growth perspective. 
Indikator kinerja dari pengelolaan anggaran yang efektif ada dua, yaitu indeks 
opini BPK atas laporan keuangan Kemenkeu dan persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran. 


Soebroto (2010) yang meneliti Balanced Scorecard salah satu instansi pemerintah, 
yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa Balanced 
Scorecard Itjen Kemenkeu tidak seimbang karena tidak ada perspektif keuangan 
dalam Balanced Scorecard-nya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
dikatakan Balanced Scorecard Kemenlu tidak seimbang karena tidak terdapat 
perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard-nya. 


Menurut Nadief, konsep keseimbangan dalam Balanced Scorecard maksudnya 
adalah menyeimbangkan ukuran kinerja jangka menengah dan jangka panjang. 
Hal ini sesuai dangan konsep Keseimbangan Kaplan dan Norton (2014: 9) bahwa 
Keseimbangan dinyatakan antara ukuran hasil yang dicapai oleh perusahaan 
pada waktu yang lalu dengan semua ukuran faktor pendorong kinerja masa 
depan organisasi. Balanced Scorecard Kemenlu dinilai Kaelani sudah seimbang 
karena sudah mengukur kinerja jangka pendek dan jangka panjang. 
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Gambar 9: Kinerja Keuangan dalam Learning and growth Perspective Balanced 
Scorecard Kemenkeu 
Diolah dari sumber: Keuangan. 2016. Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2017 
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Dampak Balanced Scorecard terhadap Kinerja Kemenlu 


Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan narasumber dari Kemenlu, 
terdapat tiga respons ketika ditanyakan apakah ada dampak dari implementasi 
Balanced Scorecard terhadap kinerja Kemenlu (Eselon I), yaitu terdapat, tidak 
terdapat dampak, dan belum menerapkan Balanced Scorecard di unit organisasi 
Eselon I-nya. Walaupun terdapat tiga respons yang berbeda, peneliti hanya 
membahas dua respons, yaitu tidak terdapat dan terdapat dampak. Berikut 
rincian dari respons atas pertanyaan tersebut. 


Tabel 3: Tabel Respons Dampak dari Balanced Scorecard di Kemenlu 


No | Jawaban Jumlah Narasumber Persentase 
1 | Tidak ada dampak 5 45,5Y9 

2 | Terdapat dampak 3 27,3Yo 

3 | Belum melakukan penerapan 1 9,0Y6 

4 | Tidak berhubungan langsung dengan Kemenlu 2 18,2Y6 


Sumber: Olahan Peneliti 


Dari delapan narasumber yang ditanyakan dampak dari Balanced Scorecard 
terhadap kinerja Kemenlu (Eselon I), terdapat lima narasumber yang menjawab 
tidak ada dampak. Lima narasumber ini menjawab tidak terdapatnya dampak 
dari Balanced Scorecard karena implementasi Balanced Scorecard di tahun 2016 
belum sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari cascading Balanced Scorecard yang 
masih sampai tingkat Eselon II (Citra, wawancara 30 Oktober 2017). 


Citra menyatakan bahwa dampak dari Balanced Scorecard Kemenlu belum terlihat. 
Tidak adanya dampak Balanced Scorecard terhadap kinerja Kemenlu disebabkan 
implementasi dari Balanced Scorecard belum berjalan dengan sepenuhnya. 
Respons yang sama juga dinyatakan oleh Sonny, Kabag Perencanaan dan 
Organisasi, Setditjen Kerjasama Asean, mengenai dampak Balanced Scorecard 
terhadap kinerja Ditjen Kerjasama ASEAN. Sonny menyatakan bahwa tidak 
adanya dampak Balanced Scorecard terhadap kinerja Ditjen Kerjasama ASEAN 
karena Balanced Scorecard yang belum di-cascade sampai tingkat pegawai 
(wawancara, 27 November 2017). 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, tidak adanya dampak dari Balanced 
Scorecard terhadap kinerja Kemenlu karena belum adanya cascading Balanced 
Scorecard sampai ke tingkat pegawai. Nadief Kaelani juga berpendapat bahwa 
Balanced Scorecard Kemenlu belum terimplementasi secara penuh/lengkap 
karena cascading yang dilakukan hanya sampai tingkat Eselonll. 


Menurut salah satu pelaksana dari Kemenlu, cascading adalah suatu keharusan 
bagi organisasi dalam mengimplementasi Balanced Scorecard secara penuh 
atau maksimal. Cascading akan menyelaraskan sasaran strategis dari tingkat 
organisasi sampai ke tingkat pegawai. Konsep cascading dalam Balanced Scorecard 
telah dikenalkan oleh Kaplan dan Norton (2014). Konsep cascading bertujuan 
mendorong kinerja strategis pada tingkat perusahaan yang berbeda. Dengan 
adanya cascading, upaya peningkatan tingkat individu menjadi selaras dengan 
faktor keberhasilan perusahaan secara keseluruhan (Kaplan dan Norton, 2014). 


Kemenlu ingin melakukan penyelarasan sasaran strategis atau cascading dari 
level organisasi ke level individu. Artinya, cascade itu satu keharusan di BSC 
(Citra, wawancara 30 Oktober 2017). Cascading Balanced Scorecard sampai level 
pegawai merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan apabila ingin 
berjalan dengan efektif. Nadief Kaelani menjelaskan pentingnya cascading dalam 
pengimplementasian Balanced Scorecard. 


Cascading memiliki dua tujuan yaitu yang pertama sebagai dasar remunerasi. 
Cascading akan memungkinkan penentuan kinerja masing-masing individu 
sehingga bisa dikaitkan dengan reward atas kinerja individu. Tujuan kedua adalah 
keterlibatan, maksudnya adalah dengan adanya cascading akan menumbuhkan 
rasa kontribusi setiap pegawai terhadap kinerja perusahaan. Cascading akan 
mendukung dua faktor keberhasilan dari implementasi Balanced Scorecard, yaitu 
partisipasi dari semua tingkat organisasi dan keterkaitan antara insentif dengan 
Balanced Scorecard (Chan, 2004). 


Ada tiga narasumber dalam penelitian ini menjawab bahwa terdapat dampak 
Balanced Scorecard terhadap kinerja Organisasi Eselon I-nya. Tiga narasumber 
ini bertanggung jawab terhadap implementasi Balanced Scorecard di masing- 
masing Unit Eselon I-nya, yaitu Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, 
Ditjen Protokol dan Konsuler, dan Ditjen Multilateral. Ketiga narasumber ini 
menyatakan bahwa dampak dari implementasi Balanced Scorecard terhadap 
capaian kinerja Unit Eselon I adalah tercapainya target capaian kinerja unit 
Eselon I pada tahun 2016. Pada tahun 2016, capaian kinerja dari Ditjen Protokol 
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dan Konsuler, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Ditjen Multilateral 
secara berurutan adalah 103,439, 114,296, dan 104,6496. Ketiga Eselon I ini telah 
mencapai target capaian kinerja. Capaian kinerja ketiga Eselon I tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 10. 


Narasumber dari Bagian Perencanaan dan Organisasi Setditjen Multilateral 
menyebutkan bahwa alasan mengapa Balanced Scorecard berdampak terhadap 
kinerja Ditjen Multilateral karena Ditjen Multilateral sudah melakukan cascading 
Balanced Scorecard sampai ke tingkat pegawai (Murni Nyaristi, 14 November 
2017). 


Narasumber tersebut mengakui bahwa dengan adanya cascade Balanced Scorecard 
sampai tingkat terendah, menyebabkan capaian kinerja dari Ditjen Multilateral 
tahun 2016 melebihi target, yaitu 104,6496. Hal ini membuktikan salah satu 
faktor yang memengaruhi keberhasilan adalah partisipasi dari semua tingkat 
organisasi. Partisipasi itu ditandai dengan adanya cascading sampai tingkat 
pegawai, dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar 
negeri dan kesepakatan internasional. 
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Gambar 10: Grafik Capaian Kinerja 
Ditjen HPI, Ditjen Multilateral, dan Ditjen Protokol dan Konsuler 


Walaupun belum melakukan cascading Balanced Scorecard sampai ke tingkat 
pegawai, dampak positif Balanced Scorecard sudah berpengaruh terhadap 
kinerja Ditjen HPI dan Ditjen Protokol dan Konsuler. Harlianto, Kepala Bagian 
Perencanaan dan Organisasi menyatakan alasan mengapa Balanced Scorecard 
berdampak baik terhadap kinerja Ditjen karena mudahnya pimpinan, terutama 
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, untuk memantau capaian kinerja 
Ditjen HPI dengan Balanced Scorecard (wawancara 1 November 2017). 
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Berdasarkan wawancara tersebut juga terlihat adanya komitmen dan peran 
dari pimpinan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional dalam pembangunan 
implementasi Balanced Scorecard. Komitmen dan peran pimpinan merupakan 
faktor penting (Chan, 2004: Budiarso, 2013) penentu suksesnya implementasi 
Balanced Scorecard pada organisasi pemerintah. Oleh karena itu, Ditjen Hukum 
dan Perjanjian Internasional merasakan dampak positif dari Balanced Scorecard 
terhadap kinerja organisasinya. 


SIMPULAN 


Setelah berjalan dua tahun, Balanced Scorecard Kemenlu belum memberikan 
dampak terhadap kinerja Kemenlu, kecuali pada tiga unit organisasi Eselon I 
di Kemenlu. Hal ini karena implementasi dari Balanced Scorecard belum berjalan 
sepenuhnya karena cascading Balanced Scorecard yang hanya dilakukan sampai 
unit organisasi Eselon II. Namun, terdapat tiga unit organisasi Eselon I yang sudah 
merasakan dampak dari Balanced Scorecard, yaitu Ditjen Hukum dan Perjanjian 
Internasional, Ditjen Protokol dan Konsuler, dan Ditjen Multilateral. Dampak ini 
terlihat dari tercapainya target kinerja dari ketiga unit Eselon I tersebut. Pada 
tahun 2016, capaian kinerja dari Ditjen Protokol dan Konsuler, Ditjen Hukum 
dan Perjanjian Internasional, dan Ditjen Multilateral secara berurutan adalah 
103,4396, 114,296, dan 104,644. Dampak positif Balanced Scorecard yang dirasakan 
tiga Eselon I tersebut disebabkantelah dilakukannya cascading Balanced Scorecard 
sampai tingkat pegawai, khususnya Ditjen Multilateral dan adanya komitmen 
dari pimpinan organisasi untuk mengawal, memberikan perhatian, dan 
berkontribusi dalam pembangunan Balanced Scorecard pada organisasi mereka 
masing-masing. 


Tidak adanya perspektif kinerja keuangan dalam Balanced Scorecard Kemenlu 
karena Perspektif keuangan bukan tujuan utama dari institusi pemerintah 
seperti Kemenlu, sehingga tidak diperlukan dalam Balanced Scorecard-nya. 
Kondisi ini berbeda dengan institusi swasta yang ultimate goal-nya adalah profit 
sehingga terdapat perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard-nya. Selain 
itu, perspektif keuangan tidak ada dalam Balanced Scorecard Kemenlu karena 
pendanaan Kemenlu diberikan setiap tahunnya dalam APBN sehingga tidak 
tepat jika ada perspektif khusus untuk keuangan. Kinerja keuangan tidak ada 
dalam Balanced Scorecard karena hal tersebut merupakan pendukung kinerja 
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utama Kemenlu. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kemenlu harus didukung 
dengan anggaran atau keuangan. Karena kinerja keuangan merupakan kinerja 
pendukung maka Kemenlu memasukkannya ke dalam bagian perspektif learning 
and growth. Kinerja keuangan Kemenlu dilihat dari segi pengelolaan atau realisasi 
anggarannya. Anggaran merupakan pendukung untuk pencapaian ultimate 
goal dari institusi pemerintah. Masuknya kinerja keuangan, yang merupakan 
pendukung kinerja Kemenlu, ke dalam perspektif learning and growth sesuai 
dengan yang dinyatakan dalam Kaplan dan Norton. 


Walaupun tidak ada perspektif keuangan, Balanced Scorecard Kemenlu tetap 
seimbang karena Balanced Scorecard Kemenlu tetap mengukur kinerja jangka 
pendek dan jangka panjang. Hal ini sudah sesuai dengan konsep keseimbangan 
Kaplan dan Norton bahwa keseimbangan dinyatakan antara ukuran hasil yang 
dicapai oleh perusahaan pada waktu yang lalu dengan semua ukuran faktor 
pendorong kinerja masa depan organisasi. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 


Dari hasil penelitian ini, setiap instansi pemerintah yang ingin memulai 
penerapan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja organisasinya 
perlu melakukan penyesuaian Balanced Scorecard dengan karakteristik dan 
ultimate goal organisasi. Penyesuaian yang perlu dilakukan yaitu penyesuaian 
terhadap perspektif-perspektif kinerja yang melekat pada Balanced Scorecard 
instansi pemerintah agar sesuai dengan karakteristik dan ultimate goalorganisasi. 
Instansi pemerintah yang akan memulai penerapan juga perlu memperhatikan 
dan menentukan kinerja-kinerja organisasi jangka panjang dan pendek agar 
Balanced Scorecard-nya seimbang. Selain itu, cascading Balanced Scorecard dan 
peran serta komitmen dari pimpinan organisasi menjadi elemen penting yang 
harus menjadi perhatian bagi instansi pemerintah yang ingin melakukan 
penerapan Balanced Scorecard. 


Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif yang meneliti interaksi, peristiwa, dan 
proses yang melibatkan variabel-variabel yang sulit diukur, penelitian ini tidak 
dapat menunjukkan seberapa pengaruhnya faktor-faktor yang menyebabkan 
dampak dari Balanced Scorecard Kemenlu. Penelitian ini juga belum meneliti 
secara keseluruhan Eselon I di Kemenlu. Masih ada Eselon I yang belum diteliti 
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dampak Balanced Scorecard terhadap kinerja Eselon I, seperti Ditjen Informasi 
dan Diplomasi Publik: Ditjen Asia, Pasifik, dan Afrika, dan Badan Pengkajian 
dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu. Tidak ditelitinya tiga Eselon I karena 
belum mendapat izin penelitian dari pimpinan organisasi bersangkutan. Selama 
penelitian berlangsung, Kemenlu sedang mengembangkan sistem aplikasi 
Balanced Scorecard Kemenlu yang bernama E-Kinerja. Namun, penggunaan 
aplikasi ini belum dievaluasi sehingga menarik untuk meneliti pengaruh aplikasi 
tersebut pada kinerja Kemenlu. 
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Penelitian ini berawal dari kekurangtepatan penelitian Khairunnisa (2015) yang 
telah melakukan Simulasi Penerapan Activity Based Costing untuk menentukan 
tarif jasa pengelolaan sampah. Peneliti mengembangkan penelitian tersebut 
dengan membagi jasa pengelolaan sampah menjadi tiga jasa utama, yaitu jasa 
penyapuan jalan dan fasilitas umum, jasa pengangkutan sampah dari kontainer, 
dan TPS ke TPA, dan jasa pengurangan sampah dengan 3R berdasarkan laporan 
kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 sehingga cost driver tiap jasa 
dapat ditentukan dan distorsi biaya pokok tiap jasa dari penerapan Functional 
Based Costing dan Activity Based Costing dapat dibandingkan. Peneliti 
menerapkan Activity Based Management untuk menentukan aktivitas yang 
dapat dieliminasi, yaitu aktivitas pengawasan kualitas pengelolaan sampah 
dan aktivitas yang dapat direduksi, yaitu aktivitas pengembangan sumber 
daya manusia dan masyarakat sehingga jasa pengelolaan sampah dapat lebih 
efisien dan efektif. Selanjutnya, Peneliti melakukan simulasi penentuan tarif 
jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA sesuai prinsip full 
distributed cost dan subsidi silang untuk mengetahui kenaikan tarif yang 
optimal untuk mengompensasi seluruh biaya jasa tersebut. 


Kata kunci: accounting firms, managerial accounting, government revenue, functional 
based costing, activity based costing, activity based management 


Klasifikasi JEL: Accounting M41, Taxation, Subsidies, and Revenues: Other 
Source of Revenue H270 
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PENDAHULUAN 


Khairunnisa (2015) melakukan simulasi perhitungan untuk menentukan unit 
cost jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung menggunakan 
metode tradisional dan metode activity based costing dengan menggunakan 
data historis tahun 2013 dan 2014. Unit yang digunakan untuk menghitung unit 
cost jasa dalam simulasi perhitungan tersebut menggunakan timbunan volume 
sampah yang dikelola. Unit cost tersebut dihitung dengan menjumlahkan biaya 
kegiatan operasional dan non-operasional kemudian dibagi dengan volume 
timbunan sampah yang dikelola. Hasilnya disajikan pada Tabel 1. 


Tabel 1: Perbandingan Biaya Satuan Metode Tradisional dan Activity Based Costing Jasa 
Pengelolaan Sampah PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013 dan 2014 


Tahun Tradisional ABC 
2013 Rp118.228/m3 Rp153.478/m3 
2014 Rp123.994/m3 Rp148.835/m3 


Sumber: Skripsi Khairunnisa (2015: 68) 


Peneliti berpendapat bahwa Khairunnisa (2015) kurang tepat karena pada 
dasarnya total biaya yang dihitung dengan dua metode tersebut seharusnya sama. 
Selain itu, Khairunnisa hanya menggunakan satu jasa untuk perhitungan unit 
cost sehingga tidak terlihat distorsi biaya yang terbentuk apabila dibandingkan 
antara kedua metode tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil telaah proses 
bisnis dan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung, Peneliti menyimpulkan 
bahwa jasa pengelolaan sampah secara spesifik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 
jasa penyapuan jalan dan fasilitas umum, jasa pengangkutan sampah dari 
kontainer dan TPS ke TPA, dan jasa pengurangan sampah dengan 3R (reduce, 
reuse, recycle). Pembagian jasa dibedakan berdasarkan segi konsumen yang 
menikmati jasa, pelayanan yang diberikan, dan manfaat yang didapat. Dari segi 
manajemen biaya, pembagian jasa ini penting untuk mengetahui jumlah spesifik 
biaya pokok tiap jasa tersebut sehingga manfaat dari evaluasi tiap biaya pokok 
jasa tersebut lebihbanyak. 
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Berdasarkan pembagian jasa yang telah ditentukan, Peneliti melakukan simulasi 
penghitungan biaya tiap jasa menggunakan dua metode, yaitu functional based 
costing dan activity based costing (ABC) karena menurut Kaplan dan Cooper 
(1998) ABC dapat digunakan untuk menanggulangi distorsi biaya yang terjadi 
karena functional based costing. Metode ABC menggunakan basis aktivitas 
untuk memahami penelusuran biaya tidak langsung ke tiap jasa atau produk 
sehingga dasar alokasi biaya yang digunakan lebih beragam dan akurat. 
Selain itu, Cokins (2001) menjelaskan bahwa perhitungan metode ABC dapat 
dilanjutkan ke tahapan activity based management (ABM) untuk mengeliminasi 
atau mereduksi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam 
rantai produksi barang ataujasa. Atas biaya tiap jasa yang telah ditentukan dari 
kedua metode tersebut, Peneliti melakukan simulasi penetapan tarif yang 
optimal untuk mengompensasi seluruh biaya yang timbul. 


Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penghitungan biaya pokok 
jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung yang terdiri atas jasa 
penyapuan jalan dan fasilitas umum, jasa pengangkutan sampah dari kontainer 
dan TPS ke TPA, dan jasa pengurangan sampah dengan 3R menggunakan 
metode functional based costing dan metode ABC? (2) Bagaimana proyeksi 
penerimaan retribusi yang optimal dengan menggunakan dasar biaya pokok 
hasil penghitungan metode functional based costing dan ABC sehingga kenaikan 
tarif retribusi yang ditentukan dapat mengompensasi seluruh biaya yangtimbul? 
dan (3) Bagaimana metode ABM dapat mengevaluasi atau mereduksi aktivitas- 
aktivitas jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung yang tidak 
memberikan nilai tambah? 


Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menentukan besaran biaya pokok jasa 
pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung dengan menggunakan metode 
functional based costing dan ABC. Kedua, menentukan kenaikan tarif retribusi 
per kategori wajib bayar dengan menggunakan biaya pokok yang dihitung 
dengan functional based costing dan ABC sebagai dasar perhitungannya sehingga 
penerimaan retribusi dapat mengompensasi seluruh biaya yang timbul. Ketiga, 
mengeliminasi atau mereduksi aktivitas-aktivitas terkait jasa pengelolaan sampah 
yang tidak memberikan nilai tambah atau memberikan nilai yang kurang signifikan 
menggunakan metode ABM. 
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KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 


Konsep Functional Based Costing 


Functional based costing adalah sistem pembiayaan pada produk atau jasa ketika 
biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ditelusuri secara 
langsung dan biaya overhead ditelusuri menggunakan unit level activity drivers 
(Hansen & Mowen, 2007). Unit level activity drivers adalah pemicu biaya overhead 
yang membuat biaya produk/jasa per unit berubah. 


Tahapan-tahapan sederhana dalam pembiayaan produk atau jasa dengan 
functional based costing, yaitu: (1) Mengidentifikasi seluruh biaya langsung dan 
biaya tidak langsung dari tiap jasa atau produk yang ditentukan, (2) Menentukan 
unit level activity driver untuk menjadi dasar alokasi biaya tidak langsung yang 
sudah diidentifikasi ke tiap produk atau jasa, (3) Menghitung tarif tiap unit level 
activity driver dengan membagi total biaya tidak langsung dengan total unit level 
activity driver yang sudah direncanakan atau yang terealisasi: (4) Menghitung 
alokasi biaya tidak langsung ke tiap jasa atau produk dengan mengalikan tarif 
unit level activity driver dengan total unit level activity driver yang terealisasi tiap 
jasa atau produk: (5) Menjumlahkan seluruh biaya langsung dan biaya tidak 
langsung yang sudah dialokasikan tiap objek biaya untuk mengetahui biaya 
pokok jasa atau produk, dan (6) Membagi biaya pokok objek biaya dengan unit 
produk/jasa yang dipilih untuk menentukan unit cost. 


Konsep Activity Based Costing 


Activity based costing merupakan suatu sistem biaya yang fokus pada penelusuran 
langsung dan cost driver dengan menekankan hubungan sebab-akibat, berbeda 
dengan sistem biaya tradisional yang cenderung gencar dalam penelusuran 
menggunakan alokasi dan sering kali mengabaikan hubungan sebab-akibat 
(Hansen & Mowen, 2007). Horngren, et al. (2012) mendefinisikan activity based 
costing sebagai suatu pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi aktivitas-aktivitas individu sebagai objek biaya. 


Untuk mendesain dan menerapkan activity based costing ke proses bisnis, harus 
dilakukanenamtahapanyangberhubungansatusamalain.Enamtahapantersebut 
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adalah: (1) membebankan biaya sumber daya ke aktivitas: (2) membebankan 
biaya dari aktivitas sekunder ke aktivitas utama, (3) mengidentifikasi objek biaya 
dan spesifikasikan jumlah masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh objek 
biaya tertentu: (4) mengalkulasi tingkat aktivitas utama: dan (5) membebankan 
biaya aktivitas ke objek biaya yang berupa produk atau jasa yang ingin dicari 
biaya pokoknya. 


Konsep Activity Based Management (ABM) 


Kaplan dan Cooper (1998) mendefinisikan activity based management sebagai 
suatu metode untuk mengevaluasi aktivitas yang diidentifikasi dengan metode 
ABC sebelumnya. Evaluasi aktivitas tersebut menghasilkan pertimbangan untuk 
mengeliminasi atau mereduksi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. 


Cokins (2001) menjelaskan bahwa ABC dan ABM adalah satu kesatuan. Metode 
ABC mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penting dalam menghasilkan suatu 
produk atau jasa adalah suatu siklus proses bisnis. ABM adalah tahapan 
selanjutnya dari ABC untuk menentukan aktivitas yang dapat dieliminasi atau 
direduksi untuk efisiensi dan efektivitas. Selain itu, hasil evaluasi dari ABM 
pun dapat dimanfaatkan untuk menentukan pembeli mana yang memberikan 
keuntungan maksimal berdasarkan biaya yang sudah terbentuk. 


Penentuan Harga Pelayanan Publik 


Sumber pembiayaan pelayanan publik berasal dari dua sumber, yaitu pajak 
dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik 
(Mardiasmo, 2005). Bagi perusahaan daerah yang bergerak di sektor pelayanan 
publik, biasanya sumber pembiayaan pelayanan publik dikompensasi sebagian 
besar oleh penerimaan pajak. Hal ini ditegaskan Devas (1989 dalam Mardiasmo 
2005) yang mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, permasalahan 
administrasi serta pertimbangan sosial dan politik menjadi prioritas yang lebih 
besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Hal ini yang menyebabkan 
defisit anggaran karena tarif yang telah ditentukan terlalu mementingkan 
pertimbangan sosial dan politik. Selain itu, tarif yang ditetapkan biasanya 
gagal mengurangi biaya produksi yang terjadi karena penentuan tarifnya keliru, 
seperti kurangnya informasi mengenai total biaya yang telah terjadi, kesulitan 
dalam menghitung jumlah pemakaian jasa yang spesifik, besaran subsidi yang 
diberikan, dan biaya apa saja yang harus diperhitungkan. 
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Optimalisasi Tarif Subsidi Silang 


Tarif subsidi silang dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi konsumen 
yang memiliki kemampuan membayar yang terbatas dan menutupi biaya 
jasa pelayanan daerah dengan dua pendekatan, yaitu penelusuran biaya dan 
penentuan tarif yang optimal (Heald, 1996). 


Penelusuran biaya dengan metode fully distributed cost dinilai sebagai metode 
paling baik dalam menelusuri biaya jasa pelayanan publik karena metode ini 
mencakup seluruh biaya operasional dan non-operasional terkait pengadaan 
jasa pelayanan publik. Penggunaan metode ABC dalam menerapkan fully 
distributed cost ini amat direkomendasikan dengan konsekuensi perusahaan 
harus menanggung kompleksitas atas penggunaan metode tersebut. 


Setelah biaya ditelusuri, perlu dilakukan model penentuan tarif. Heald (1996) 
menyebutkan bahwa model yang paling cocok untuk tarif subsidi silang adalah 
model yang fokus pada efisiensi dengan menentukan harga berdasarkan 
marginal cost dan model modifikasi yang secara sederhana mengikuti aturan 
elastisitas yang berlawanan. Model modifikasi ini lebih direkomendasikan 
karena dapat menutup defisit yang disebabkan penentuan harganya terlalu 
mengandalkan marginal cost dengan mengandalkan profit dari jasa yang 
memiliki sifat elastisitas palingrendah. 


GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 


Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2006 menjelaskan bahwa PD 
Kebersihan adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di jasa pelayanan 
kebersihan yang dipimpin oleh direktur utama yang bertanggung jawab kepada 
kepala daerah, yaitu Wali Kota Bandung, melalui Badan Pengawas. PD Kebersihan 
Kota Bandung memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) perumusan kebijakan dan strategi 
pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan 
sejalan dengan visi dan misi Kota Bandung, (2) penyelenggaraan pengelolaan 
kebersihan di bidang persampahan kota meliputi penyapuan, pengumpulan, 
pengangkutan, pembuangan dan pengolahan akhir, dan (3) penyelenggaraan 
usaha jasa pelayanan kebersihan di bidang persampahan. 


PD Kebersihan Kota Bandung mengategorikan setiap biaya yang timbul 
ke berbagai departemen operasional dan non-operasional. Departemen 
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operasional terdiri atas kegiatan penyapuan jalan dan fasilitas umum, kegiatan 
pengangkutan sampah, dan pengelolaan TPA, sedangkan departemen non- 
operasional terdiri atas administrasi, penagihan, biaya pokok lainnya, dan beban 
lainnya. Pengelompokan ini dilakukan agar manajemen mengetahui biaya pokok 
tiap kegiatan operasional yang terdiri atas penyapuan jalan, pengangkutan 
sampah, dan pengelolaan TPA terlepas dari biaya non-operasional. Selain itu, hal 
ini juga mempermudah pengawasan realisasi anggaran dan kinerja yang sudah 
mereka tetapkan antardepartemen. 


Konsekuensi dari arahan manajemen tersebut adalah biaya pokok yang terbentuk 
dalam satu kegiatan operasional tidak melibatkan kegiatan non-operasional 
yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasional tersebut. 
Hal ini wajar karena mereka belum menentukan dasar alokasi yang jelas untuk 
tiapbiayanon-operasional ke biaya pokok. Apabila tarif jasa pengelolaan sampah 
ditentukan dari biaya pokok tersebut, maka penerimaan retribusi berisiko tidak 
dapat mengompensasi seluruh biaya yang timbul, baik operasional maupun 
non-operasional. Oleh karena itu, peneliti memilih objek penelitian tarif dan 
biaya pokok jasa pengelolaan sampah dengan menggunakan metode functional 
based costing dan ABC dalam menelusuri biaya tidak langsung terkait jasa 
pengelolaan sampah. 


Produk/Jasa yang Dihasilkan PD Kebersihan Kota Bandung 


Sebelum menerapkan simulasi penghitungan functional based costing dan 
activity based costing/management pada PD Kebersihan Kota Bandung, 
perlu ditentukan terlebih dahulu produk/jasa yang dihasilkan. Dari Laporan 
Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung 2013 s.d. 2015, terdapat enam tujuan jasa 
pengelolaan sampah, yaitu: (1) kondisi jalan protokol dan kolektor bersih, (2) 
kondisi TPS tertata dan bersih, (3) bertambahnya jumlah TPS 3R: (4) lancarnya 
kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi pengangkutan sampah dari 
TPS ke TPA: (5) sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 209 dari timbulan 
sampah di TPS: dan (6) meningkatnya pendapatan perusahaan. 


Objek jasa pengelolaan sampah dibagi menjadi empat kelompok sesuai Pasal 3 
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 316 Tahun 2013, yaitu: (a) jasa pelayanan 
pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, pengumpulansampah dari setiap 
rumah ke Tempat Pembuangan Sementara, (b) jasa pelayanan pengangkutan dan 
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pemrosesan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir, (c) jasa pengelolaan sampah 
pada pelayanan umum, dan (d) jasa pengelolaan sampah pelayanan khusus. 


Dari penjelasan di atas, peneliti menetapkan jasa yang digunakan untuk simulasi 
functional based costing dan activity based costing adalah jasa penyapuan 
jalan dengan unit panjang jalan yang disapu, jasa pengangkutan sampah dari 
kontainer yang diangkut ke TPA dengan unit volume sampah yang diangkut dari 
kontainer dan TPS ke TPA, dan jasa pengurangan sampah dengan 3R dengan 
unit volume sampah yang berkurang dengan mekanisme 3R. 


HASIL PENELITIAN 


Perhitungan Biaya Pokok Jasa Pengelolaan Sampah 
dengan Simulasi 


Functional Based Costing 


Kumar dan Mahto (2013) menjelaskan bahwa tahapan pertama yang harus 
dilakukan untuk simulasi functional based costing adalah mengidentifikasi 
biaya langsung untuk tiap jasa. Biaya langsung jasa penyapuan jalan dan fasilitas 
umum terdiri atas beban bahan bakar, beban pakaian seragam dinas, gaji dan 
tunjangan, dan beban penyapu harian. Biaya langsung jasa pengangkutan 
sampah dari kontainer dan TPS ke TPA terdiri atas beban bahan bakar, beban 
pakaian seragam dinas, gaji dan tunjangan, dan beban pengangkut harian. Biaya 
langsung jasa pengurangan sampah dengan 3R terdiri atas beban bahan bakar, 
beban pakaian seragam dinas, beban komunikasi, listrik, dan air, serta gaji dan 
tunjangan. Identifikasi biaya langsung tersebut disajikan pada Tabel 2. 


Tahapan berikutnya setelah mengidentifikasi biaya langsung tiap jasa adalah 
mengidentifikasi biaya tidak langsung (Kumar & Mahto, 2013). Seluruh biaya 
tidak langsung yang terjadi pada tahun 2015 dalam simulasi perhitungan ini 
menggunakan pendekatan full absorption costing sehingga biaya selain biaya 
operasional dilibatkan. 


Biaya-biaya tidak langsung terkait jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota 
Bandung di tahun 2015 terdiri atas beban sewa, beban pelumas, beban ban, beban 
perbaikan dan pemeliharaan aset tetap, beban pemakaian alat dan peralatan, 
beban alat tulis kantor, beban peralatan, pengumpulan dan pemindahan, beban 
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dana kecelakaan, beban tol, beban kompensasi, beban penyusutan kendaraan 
pemindahan, kendaraan pengangkut, alat berat, dan mesin pengepres, beban 
penagihan, beban program pengembangan, beban pendidikan dan pelatihan, 
beban pembinaan manajemen perusahaan, beban badan pengawas, beban 
administrasi, beban pendanaan, beban investasi, beban operasional hari libur/ 
Minggu, beban operasional terusan/insidental, beban operasional hari raya, 
beban operasional pengganti uang makan, beban penghargaan purnatugas, 
beban penyusutan bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor, tunjangan lain- 
lain/jamsostek asuransi, beban transport lainnya, beban pokok lainnya, beban 
pegawai lainnya, dan beban lainnya. Total biaya langsung tersebut sejumlah 
Rp75.565.476.099,00. 


Tabel 2: Biaya Langsung Jasa Penyapuan Jalan dan Fasilitas Umum, Jasa Pengangkutan Sampah 
dari Kontainer dan TPS ke TPA, dan Jasa Pengurangan Sampah dengan 3R 


No. Biaya h (Rupiah) 
Jasa Penyapuan Jalan dan Fasilitas Umum 

Biaya bahan baku langsun 
Beban bahan bakar 
Beban pakaian seragam dinas 
Total biaya bahan baku langsung 
Biaya tenaga kerja langsun 
Gaji dan tunjangan 
Beban penyapu harian 
Total biaya tenaga kerja langsung 


2.052.093.817,00 
337.500.000,00 
2.389.593.817,00 


20.599.481.994,00 
1.120.349.300,00 
21.719.831.294,00 


15.945.542.687,00 
94.900.000,00 
16.040.442.687,00 


Total biaya bahan baku langsung 
Biaya tenaga kerja langsung 


9.301.107.430,00 
1.257.020.200,00 
10.558.127.630,00 


Total biaya tenaga kerja langsung 
Jasa Pengurangan Sampah dengan 3R 


Biaya bahan baku langsung 


42.607.600,00 
16.270.500,00 

9.300.000,00 
68.178.100,00 


Beban pakaian seragam dinas 
Beban komunikasi, listrik, dan air 


868.353.320,00 
868.353.320,00 
Sumber : Diolah dari data biaya PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015 


Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi biaya tidak langsung adalah 
menentukan dasar alokasi biaya tidak langsung (Kumar & Mahto, 2013). Dalam 
simulasi perhitungan functional based costing ini adalah dasar alokasi biaya 
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yang digunakan untuk volume sampah yang dikelola. Berdasarkan laporan 
kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015, total sampah yang dikelola 
adalah 1.600.872,68 m', dengan rincian total sampah yang diangkut dari jasa 
penyapuan jalan dan fasilitas umum ke TPS adalah 110.852,46m?, total volume 
sampah yang diangkut dari kontainer dan TPS ke TPA adalah 1.153.599,53m, 
dan total volume sampah yang dikurangi dengan 3R adalah 336.420,68m. 


Total biaya tidak langsung dan dasar alokasi biaya yang telah terealisasi 
digunakan untuk menghitung tarif dasar alokasi biaya tidak langsung ke tiap 
jasa. Tarif tersebut dihitung dengan rumus: 
Total Biaya Tidak Langsung 
Total Volume Sampah yang Dikelola 


Berdasarkan biaya tidak langsung dan volume sampah yang sudah diketahui 
maka perhitungan tarifnya sebagai berikut. 


Rp75.565.-476.090,00Rp75.565.-476.090,00 
1600.272,68m3 1600.272,68m3 


- Rp47.202,67/m' 


Setelah mengetahui tarif biaya tidak langsung, biaya tidak langsung kini dapat 
dialokasikan ke tiap jasa sesuai dengan volume sampah yang tiap jasa kelola. Hasil 
perhitungannya disajikan pada Tabel 3. 


Tabel 3: Biaya Pokok Jasa Pengelolaan Sampah dengan Metode Functional Based Costing 


Jasa Penyapuan Jalan dan Fasilitas Umum (dalam rupiah) 
Total biaya bahan baku langsung 
Total biaya tenaga kerja langsung 


2.389.593.817,00 
21.719.831.294,00 
5.232.532.868,66 
29.341.957.979,66 


Total biaya bahan baku langsung 
Total biaya tenaga kerja langsung 
Alokasi biaya tidak langsung 

Total biaya pokok 


16.040.442.687,00 
10.558.127.630,00 
54.452.986.522,13 
81.051.556.839,13 


Jasa pengurangan sampah dengan 3R 
Total biaya bahan baku langsung 
Total tenaga kerja langsung 
Alokasi biaya tidak langsun 
Total biaya pokok 16.816.494.128,21 
Total biaya semua jasa 127.210.008.947,00 
Sumber : Diolah dari data biaya PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


68.178.100,00 
868.359.320,00 
15.879.956.708,21 
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Perhitungan Biaya Pokok Jasa Pengelolaan Sampah 
dengan Simulasi ABC 


Tahapan selanjutnya dalam metode ABC setelah menentukan biaya langsung 
dari tiap jasa adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas yang dilakukan beserta 
cost driver tiap aktivitas (Kumar & Mahto, 2013). Aktivitas tersebut harus 
berkaitan dengan biaya tidak langsung jasa pengelolaan sampah sehingga 
arah penggunaan biaya tersebut dapat dipahami. Aktivitas yang teridentifikasi 
terkait jasa pengelolaan sampah terdiri atas: aktivitas pengangkutan sampah 
dari jalan, fasilitas umum, kontainer, TPS ke TPA: aktivitas pengelolaan sampah 
di jalan, fasilitas umum, dan TPA: aktivitas pengawasan kualitas pengelolaan 
sampah, aktivitas administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan operasional, 
aktivitas pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat, dan aktivitas 
pemeliharaan dan penambahan aset. 


Dasar biaya dari aktivitas pertama, yaitu pengangkutan sampah dari jalan, 
fasilitas umum, kontainer, TPS ke TPA adalah beban pelumas, beban ban, beban 
tol, dan beban transport lainnya. Cost driver dari aktivitas tersebut adalah ritasi 
kendaraan pengangkut karena biaya dari pengangkutan sampah berhubungan 
dengan banyaknya ritasi kendaraan pengangkut dari sumber timbulan sampah 
ke TPA dan kembali lagi ke posnya masing-masing. Ukuran ritasi ini juga yang 
menjadi indikator efisiensi dari banyaknya sampah yang diangkut oleh PD 
Kebersihan Kota Bandung. Rincian biaya aktivitas pengangkutan sampah dari 
jalan, fasilitas umum, kontainer, TPS ke TPA disajikan dalam Tabel 4. 


Tabel 4: Dasar Biaya dalam Aktivitas Pengangkutan Sampah dari Jalan, Fasilitas Umum, 
Kontainer, TPS ke TPA 


No. Dasar Biaya Jumlah (rupiah) 
1: Beban Pelumas 1.804.455.000,00 
2. Beban ban 2.493.799.376,00 
3. Beban tol 908.400.000,00 
4. Beban transport lainnya 2.000.000,00 
Total 5.208.654.376,00 


Sumber: Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Aktivitas kedua adalah pengelolaan sampah di jalan, fasilitas umum, TPS, dan 
TPA. PD Kebersihan Kota Bandung memiliki pengelolaan sampah yang berbeda 
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berdasarkan sumber timbulan sampahnya. Di jalan dan fasilitas umum, PD 
Kebersihan Kota Bandung mengelola sampah dengan melakukan penyapuan 
selama enam hari dalam seminggu dan mengangkut sampah hasil sapuan 
tersebut ke TPS terdekat. Di TPS, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua. 
Pertama, sampah dikurangi dengan 3R, yaitu memilah sampah yang organik 
dan anorganik yang akan diolah dengan pengomposan menjadi kompos atau 
disimpan di bank sampah untuk diolah dengan mesin biodigester menjadi 
bahan bakar minyak. Kedua, volume sampah dikurangi dengan cara dipres 
menggunakan mesin pengepres kemudian dicampur dengan sampah yang tidak 
dilakukan 3R untuk diangkut ke TPA nanti. Dasar biaya untuk aktivitas ini terdiri 
atas beban pemakaian alat dan peralatan, beban pengumpulan dan pemindahan, 
beban penyusutan kendaraan pemindahan, kendaraan pengangkut, alat berat, 
dan mesin pengepres, beban sewa, beban penagihan, beban kompensasi, beban 
pegawai lainnya, dan beban lainnya. Cost driver yang dipilih untuk aktivitas 
ini adalah volume sampah yang dikelola karena volume sampah yang dikelola 
sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya memengaruhi biaya dari aktivitas 
pengelolaan tersebut. PD Kebersihan Kota Bandung melakukan pengukuran 
volume sampah yang dikelola untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 
volume sampah. Dasar biaya aktivitas pengelolaan sampah di jalan, fasilitas 
umum, TPS, dan TPA disajikan pada Tabel 5. 


Aktivitas ketiga adalah pengawasan kualitas pengelolaan sampah. Aktivitas 
ini merupakan aktivitas pengangkutan dan pengelolaan sampah yang dilakukan 
pada waktu bukan hari kerjadan nonrutin, seperti pada saat hari raya, hari libur/ 
minggu atau insidental untuk memastikan kualitas dari pengangkutan dan 
pengelolaan sampah tetap terjaga sesuai sasaran yang sudah ditentukan oleh 
tiap bidang operasional dan arahan dari pengawasan Badan Pengawas. 


Tabel 5: Dasar Biaya dalam Aktivitas Pengelolaan Sampah di Jalan, Fasilitas Umum, TPS, dan TPA 


No. Dasar Biaya Jumlah (rupiah) 
1.923.515.000,00 
Beban pengumpulan dan pemindahan 80.000.000,00 
Beban penyusutan kendaraan pemindahan, kendaraan 2.987.394.407,00 
pengangkut, alat berat, dan mesin pe 


sep 
Beban penagihan 5.743.733.852,00 
Beban kompensasi 16.150.529.600,00 
Beban pegawai lainnya 96.250.000,00 
Beban lainnya 2.793.394.388,00 
Total 36.556.100.687,00 
Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 
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Dasar biaya dalam aktivitas ini adalah beban badan pengawas, beban operasi hari 
libur/Minggu, beban operasi terusan/insidental, beban operasi hari raya, dan 
beban operasi pengganti uang makan. Cost driver yang dipilih untuk aktivitas 
ini adalah banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan pada hari libur/ 
Minggu, hari raya atau insidental karena biaya dari aktivitas ini timbul saat ada 
kegiatan operasional di hari-hari tersebut atau saat ada kejadian insidental yang 
dibutuhkan mendadak tergantung pada kebutuhan jasa. Dasar biaya aktivitas 
pengawasan kualitas pengelolaan sampah disajikan pada Tabel 6. 


Tabel 6: Dasar Biaya dalam Aktivitas Pengawasan Kualitas Pengelolaan Sampah 


No. Dasar Biaya Jumlah (rupiah) 

2. Beban operasi hari libur/minggu 2.087.710.000,00 
4. Beban operasi hari raya 171.520.000,00 
5. Beban operasi pengganti uang makan 144.170.000,00 


Total 2.767.795.000,00 
Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Aktivitas keempat adalah administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan 
operasional. Setiap kegiatan operasional PD Kebersihan Kota Bandung, baik 
itu kegiatan operasional penyapuan jalan, kegiatan operasional pengangkutan 
sampah dari kontainer dan TPS ke TPA, dan kegiatan operasional pengurangan 
sampah dengan 3R, seluruhnya disokong oleh administrasi dan koordinasi yang 
dilakukan oleh staf administrasi, kepala bidang/satuan, kepala seksi/peneliti, 
pengawas muda, direktur teknik, direktur utama, dan direksi. Koordinasi dan 
administrasi ini penting dan signifikan untuk optimalisasi kegiatan operasional 
sehingga kegiatan tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi secara 
berkala dengan indikator kerja yang tepat. Evaluasi kinerja penting untuk 
melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan operasional di tahun-tahun 
berikutnya karena hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk menentukan 
kebijakanperusahaan. 


Cost Driver yang dipilih untuk aktivitas ini adalah jumlah pegawai kegiatan 
operasional pengelolaan sampah karena biaya dari aktivitas ini berpengaruh 
dari banyaknya pegawai kegiatan operasional yang pelaksanaan kinerja dan 
pengurusan administrasinya perlu dikoordinasi. Semakin banyak pegawai 
operasional, maka biaya administrasi dan koordinasi yang timbul untuk tiap 
pegawai tersebut cenderung meningkat. Dasar biayauntuk aktivitas administrasi 
dan koordinasi penunjang kegiatan operasional disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7: Dasar Biaya dalam Aktivitas Administrasi dan Koordinasi Penunjang Kegiatan 


Operasional 
Jumlah (rupiah) 
1 10.784.550.006,00 
2 4.374.914.342,00 
3 367.500.000,00 
4. Tunjangan lain-lain jamsostek asuransi 896.957.000,00 
5. Beban penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan kantor 176.848.091,00 
6. Beban penghargaan purna tugas 308.000.000,00 
7. Beban ATK 19.200.000,00 
Total 16.927.969.439,00 


Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Aktivitas kelima adalah pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat. 
Aktivitas ini fokus pada pelatihan dan pembinaan kepala bidang/satuan, kepala 
seksi/peneliti, dan pengawas muda dan sosialisasi yang pegawai dengan jabatan 
tersebut berikan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Aktivitas ini 
memperlancar salah satu tujuan PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu secara 
tidak langsung mereduksi timbunan sampah sehingga biaya operasional kegiatan 
pengangkutan sampah dan penyapuan jalan dan fasilitas umum bisa ditekan 
pada tingkatan tertentu dan memberi manfaat lain kepada masyarakat, seperti 
mendapatkan bahan bakar hasil pengolahan sampah di TPS atau pendapatan 
karena telah membuat bank sampah. 


Cost driver yang dipilih untuk aktivitas ini adalah jumlah kepala bidang/satuan, 
kepala seksi/peneliti dan pengawas muda PD Kebersihan Kota Bandung. Hal 
ini dikarenakan biaya dari aktivitas ini dipengaruhi dari banyaknya kepala 
bidang/satuan, kepala seksi/peneliti, dan pengawas muda yang kompetensi 
dan pengetahuannya perlu dikembangkan. Selain itu, pegawai dengan 
jabatan tersebut bertanggung jawab dalam pemberian sosialisasi terkait jasa 
pengelolaan sampah, seperti: menjaga kebersihan jalan dan fasilitas umum, 
pemilahan sampah di TPS, dan pemanfaatan bank sampah. Dasar biaya dalam 
aktivitas pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat disajikan pada 
Tabel 8. 


Aktivitas keenam adalah pemeliharaan dan penambahan aset. Setiap aset yang 
dimiliki untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah perlu mendapatkan 
pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi saat proses bisnis PD Kebersihan Kota 
Bandung berjalan. Selain itu, PD Kebersihan Kota Bandung juga melakukan 
penambahan aset dengan investasi peralatan pemindahan, mesin pengepres, alat 
berat, truk pengangkut, dan kendaraan operasional lainnya yang diperoleh dari 
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sumber pembiayaan yang beragam seperti: subsidi dari APBD, corporate service 
responsibility (CSR), hibah, dan pinjaman luar negeri. 


Tabel 8: Dasar Biaya dalam Aktivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 


No. Dasar Biaya Jumlah (rupiah) 
1. 800.000.000,00 
3. Beban pembinaan manajemen perusahaan 50.000.000,00 


Total 1.050.000.000,00 
Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Cost driver yang dipilih untuk aktivitas ini adalah jumlah berat sampah yang dikelola 
karena berat sampah yang dikelola menjadi faktor utama yang memengaruhi 
masa manfaat aset-aset khusus kegiatan operasional pengelolaan sampah sehingga 
diperlukan peremajaan aset, penggantian aset, atau penambahan aset untuk 
memenuhi kapasitas kinerja operasional yang dibutuhkan. Dasar biaya aktivitas ini 
terdiri atas beban perbaikan dan pemeliharaan aset, beban pendanaan, dan beban 
investasi yang disajikan pada Tabel 9. 


Tabel 9: Dasar Biaya dalam Aktivitas Pemeliharaan dan Penambahan Aset 


No. Dasar Biaya Jumlah (rupiah) 

1. 7.376.005.948,00 

2. Beban pendanaan 3.102.638.649,00 

3 Beban investasi 2.576.312.000,00 
Total 13.054.956.597,00 


Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Penentuan Tarif Cost Driver 


Kumar dan Mahto (2013) menjelaskan bahwa tahapan berikutnya setelah 
mengidentifikasi aktivitas dan menentukan cost driver dari tiap aktivitas adalah 
menghitung tarif cost driver. Tarif cost driver dihitung dengan rumus berikut. 


Total Biaya Aktivitas 
Total Cost Driver Aktivitas 


Berdasarkan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015, realisasi 
cost driver untuk jasa pengelolaan sampah terdiri atas: 148.190 ritasi kendaraan 
pengangkut, 1.600.872,68 m', 350 kegiatan operasional pada hari libur/Minggu/ 
insidental, 1.085 pegawai kegiatan operasional, 68 pegawai dengan jabatan 
kepala bidang/satuan dan kepala seksi/peneliti dan pengawas muda, 400.218,17 
ton berat sampah yang dikelola. Jumlah dasar biaya tiap aktivitas yang sudah 
dijelaskan sebelumnya dibagi dengan realisasi cost driver sehingga diketahui 
tarif cost driver. Hasilnya disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10: Tarif Cost Driver per Aktivitas Jasa Pengelolaan Sampah 


Tarif Cost Driver 
Pengangkutan sampah dari jalan, fasilitas umum, kontainer, Rp35.148,48/ritasi kendaraan 
dan TPS ke TPA pengangkut 


Pengelolaan sampah di jalan, fasilitas umum, TPS dan TPA Rp22.835,10/m? 
Pengawasan kualitas pengelolaan sampah Rp7.907.985,71/kegiatan 
operasional di hari 
libur/minggu, hari raya, dan 
insidental 
Administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan operasional Rp15.584.119,30/pegawai 
kegiatan operasional 
Pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat Rp15.441.176,47/kepala 
bidang/satuan dan kepala 
seksi/peneliti dan pengawas 
muda 
Pemeliharaan dan penambahan aset Rp32.619,59/ton sampah yang 
dikelola 
Sumber : Diolah dari Realisasi Anggaran PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Biaya Pokok Jasa Pengelolaan Sampah dengan ABC 


Tarif cost driver yang sudah ditentukan dapat digunakan untuk menelusuri 
biaya tidak langsung tiap jasa (Kumar & Mahto, 2013). Penelusuran tersebut 
dilakukan dengan mengalikan tarif cost driver dengan realisasi cost driver atas 
jasa yang hendak dicari biayatidak langsungnya. Berdasarkan laporan kinerja PD 
Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015, realisasi cost driver untuk jasa penyapuan 
jalan dan fasilitas umum terdiri atas: jumlah ritasi kendaraan penyapu jalan 
adalah 58.035, jumlah volume sampah hasil sapuan jalan yang diangkut ke 
TPS adalah 110.852,46 m's jumlah pegawai operasional penyapuan jalan dan 
fasilitas umum adalah 655: jumlah kepala bidang/satuan, kepala seksi/peneliti 
dan pengawas muda untuk kegiatan penyapuan jalan adalah 25 pegawai: jumlah 
kegiatan operasional di hari nonrutin untuk penyapuan jalan adalah 134: dan 
jumlah berat sampah hasil sapuan jalan adalah 27.713,11 ton. Hasil penelusuran 
biaya tidak langsung untuk jasa penyapuan jalan dan fasilitas umum disajikan 
pada Tabel11. 


Realisasi cost driver untuk jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS 
ke TPA berdasarkan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 
terdiri atas: 90.155 ritasi kendaraan pengangkut sampah dari kontainer dan 
TPS ke TPA, 1.153.599,54 m', 390 pegawai operasional kegiatan pengangkutan 
sampah dari kontainer dan TPS ke TPA, 25 pegawai denganjabatan kepala bidang/ 
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satuan, kepala seksi/peneliti dan pengawas muda untuk kegiatan pengangkutan 
sampah: 108 hari kegiatan operasional pengangkutan sampah di hari libur/ 
Minggu/insidental/hari raya, 288.399,88 ton berat sampah yang diangkut dari 
kontainer dan TPS ke TPA. Hasil biaya pokok untuk jasa pengangkutan sampah 
dari kontainer dan TPS ke TPA disajikan pada Tabel12. 


Tabel 11: Penelusuran Biaya Tidak Langsung Jasa Penyapuan Jalan dan Fasilitas 
Umum dengan Metode ABC 


No. Aktivitas Jumlah(rupiah) 


Pengangkutan sampah dari jalan, fasilitas umum, kontainer, 2.039.842.477,30 
dan TPS ke TPA 
Pengelolaan sampah di jalan, fasilitas umum, TPS dan TPA 2.531.327.906,20 


Pengawasan kualitas pengelolaan sampah 1.059.670.085,71 
Administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan operasional 10.375.207.401,72 


386.029.411,76 
Pemeliharaan dan penambahan aset 903.990.561,99 
Total biaya tidak langsung 17.296.067.844,99 

Sumber : Diolah dari Data Biaya dan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Tabel 12: Penelusuran BiayaTidak Langsung Jasa Pengangkutan Sampah dari 
Kontainer danTPS keTPA dengan Metode ABC 


No. Aktivitas Jumlah(rupiah) 


Pengangkutan sampah dari jalan, fasilitas umum, kontainer, 3.168.811.899,70 
dan TPS ke TPA 
Pengelolaan sampah di jalan, fasilitas umum, TPS dan TPA 26.342.570.189,10 


Pengawasan kualitas pengelolaan sampah 854.062.457,14 
Administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan operasional 6.084.707.908,95 


Pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat 386.029.411,76 


Pemeliharaan dan penambahan aset 9.407.488.710,42 
Total biaya tidak langsung 46.243.670.576,08 
Sumber : Diolah dari Data Biaya dan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Realisasi cost driver untuk jasa pengurangan sampah dengan 3R berdasarkan 
laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015 terdiri atas: 336.420,68 m' 
volume sampah yang dikurangi dengan 3R, 30 pegawai operasional khusus kegiatan 
pengurangan sampah dengan 3R: 18 pegawai dengan jabatan kepala bidang/ 
satuan dan kepala seksi/peneliti dan pengawas muda untuk kegiatan pengurangan 
sampah dengan 3R: 108 kegiatan operasional di hari libur/Minggu/insidental/hari 
raya untuk pengurangan sampah, dan 84.105,17 ton berat sampah yang dikurangi 
dengan 3R. Hasil penelusuran biaya tidak langsung untuk jasa pengurangan sampah 
dengan 3R disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13: Penelusuran Biaya Tidak Langsung Jasa Pengurangan Sampah dengan 3R 


No. Aktivitas Jumlah(rupiah) 


Pengangkutan sampah dari jalan, fasilitas umum, kontainer, 0,00 
dan TPS ke TPA 
Pengelolaan sampah di jalan, fasilitas umum, TPS dan TPA 7.682.202.591,69 


Pengawasan kualitas pengelolaan sampah 845.062.457,14 
Administrasi dan koordinasi penunjang kegiatan operasional 468.054.454,53 


277.941176,47 
Pemeliharaan dan penambahan aset 2.743.476.998.89 
Total biaya tidak langsung 12.025.737.678,73 

Sumber : Diolah dari Data Biaya dan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Setelah diketahui biaya tidak langsung tiap jasa pengelolaan sampah dengan 
metode ABC, maka biaya pokok tiap jasa pengelolaan sampah tersebut dapat 
dihitung dengan menjumlahkan biaya langsung tiap jasa dengan biaya tidak 
langsung dari hasil perhitungan metode ABC. Hasil perhitungan biaya pokok jasa 
pengelolaan sampah dengan metode ABC disajikan pada Tabel 14.. 


Tabel 14: Biaya Pokok Jasa Pengelolaan Sampah dengan Metode Activity Based Costing 


t 


Penyapuan Jalan dan Fasilitas Umum (dalam rupiah 
Total biaya tenaga kerja langsung 21.719.831.294,00 
Alokasi biaya tidak langsung 
Total biaya pokok 
asa Pengangkutan Sampah dari kontainer dan TPS ke TPA (dalam rupiah 
Total biaya bahan baku langsung 16.040.442.687,00 
Total biaya tenaga kerja langsung 10.558.127.630,00 
Alokasi biaya tidak langsung 46.243.670.576.08 
Total biaya pokok 
Jasa pengurangan sampah dengan 3R 
Total biaya bahan baku langsung 
Total tenaga kerja langsung 868.359.320,00 
Alokasi biaya tidak langsung 12.025.737.678,73 
Total biaya pokok 12.962.275.098,73 
Total biaya semua jasa 


Sumber : Diolah dari data biaya PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2015 


Apabila dibandingkan antara total biaya pokok tiap jasa dari simulasi 
perhitungan functional based costing dengan activity based costing, didapat selisih 
sejumlah Rp12.063.534.975,53 untuk jasa penyapuan jalan dan fasilitas umum, 
Rp8.209.315.946,05 untuk jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke 
TPA: Rp2.917.681.609,47 untuk jasa pengurangan sampah dengan 3R. Kumar dan 
Mahto (2013) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut menunjukkan adanya distorsi 
biaya tidak langsung tiap produk/jasa karena penggunaan metode functional based 
costing hanya mengandalkan satu unit-level activity driver untuk penelusuran biaya 
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tidak langsungnya sehingga berisiko menghasilkan product overcosting dan product 
undercosting. 


Penentuan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah 


Prinsip penetapan tarif jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung 
adalah subsidi silang dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
pengelolaan sampah. Tahapan berikutnya setelah menelusuri seluruh biaya jasa 
adalah mengidentifikasi elastisitas tiap permintaan jasa (Heald, 1996). Elastisitas 
permintaan adalah tingkat responsif permintaan terhadap suatu barang/jasa 
apabila harga barang/jasa tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Hal 
ini berguna untuk mengetahui wajib bayar mana yang memiliki sifat elastisitas 
permintaan rendah atautinggi saat dikenakan kenaikan tarif sehingga tarif yang 
ditentukan nanti sesuai dengan sifat elastisitas tiap wajib bayar. 


Menurut Heald (1996), pengenaan kenaikan tarif yang relatif lebih tinggi harus 
dikenakan pada wajib bayar yang memiliki elastisitas permintaan yang rendah. 
Penentuan permintaan wajib bayar yang bersifat elastisitas rendah dapat 
ditentukan dari kenaikan permintaan mereka dari tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2015, terlepas ada penurunan di tahun 2015. Dengan menggunakan data 
dari laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015, dapat diketahui 
bahwa untuk kategori rumah tinggal, permintaan pengangkutan sampah ke 
TPA yang bersifat elastisitas rendah adalah kategori kelas 1, 2, dan 3 karena 
permintaan wajib bayar dengan kategori tersebut naik dari tahun 2013 sampai 
dengan 2015 walau terjadi kenaikan tarif di bulan Mei 2013. 


Elastisitas permintaan wajib bayar sektor informal bersifat rendah karena 
meningkat tinggi di tahun 2013 dan menurun rendah ke tahun 2015. Elastisitas 
wajib bayar sektor angkutan umum yang rendah adalah kategori angkutan kota, 
taksi, dan bus pariwisata, sedangkan elastisitas wajib bayar sektor angkutan 
umum yang tinggi adalah kategori mini bus/nonbus. Penerimaan operasional 
dari sektor komersial dannon-komersial mencakup 58,035 dari total penerimaan 
operasional sehingga penerimaan dari sektor ini akan digunakan untuk subsidi 
silang penerimaan dari sektor lain. Detail permintaan dari tiap kategori wajib 
bayar tahun 2013 sampai dengan 2015 disajikan pada Tabel 15. 
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Tabel 15: Permintaan Pengangkutan Sampah per Kategori Wajib Bayar 


Kelas 1 

|b. |Kelas2 — | 
|a. | Kelas4 —————————— 
le. |Kelass | 
|£ |Kelas6 — | 
|2. | Komersial dan non-komersial | 
|3. | Sektorinformal — | 
|4. | Angkutan umum 

ja. | Angkutankotadantaksi | 


(bb. | Mini bus/non-bus 
c. '|Busumum | 
Bus pariwisata 


291.468 
1.192.144 
143.476 
38.801 
15.138 
6.146 
85.552 
1.156.714 


48.480 
8.614 


8.716 5.134 


634 


338.819 
1.155.043 
139.111 
35.981 
11.939 
3.958 
89.250 
1.430.059 


77.240 
5.601 


813 


354.815 
1.195.888 
142.260 
36.920 
12.180 
4.039 
85.691 
1.406.645 


84.000 
2.242 


5.245 


1.035 


Sumber : Diolah dari laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2013, 2014, dan 2015 ' 


Tujuan Proyeksi Penerimaan Retribusi Jasa Pengelolaan 
Sampah 


Dari tiga jasa pengelolaan sampah yang sudah ditentukan, hanya jasa 
pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA yang mengenakan 
biaya pada wajib bayar tergantung pada kategorinya. Tujuan utama proyeksi 
penerimaan retribusi dilakukan dengan kenaikan tarif agar jasa pengangkutan 
sampah dari kontainer dan TPS ke TPA dapat dikompensasi seluruhnya. Peneliti 
berpendapat bahwa tujuan ini praktis dan sesuai dengan amanat Peraturan Wali 
Kota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang tarif jasa pengelolaan sampah 
karena menerapkan praktik subsidi silang yang nantinya tidak akan terlalu 
memberatkan wajib bayar. Tujuan kedua adalah proyeksi penerimaan retribusi 
dengan kenaikan tarif sehingga seluruh biaya pokok jasa penyapuan sampah 
jalanan dan fasilitas umum, jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke 
TPA, danjasa pengurangan sampah dengan 3R dapat dikompensasi seluruhnya. 
Peneliti berpendapat bahwa tujuan kedua teoretis karena tarif retribusi jasa 
pengelolaan sampah saat ini tidak dapat mengompensasi seluruh biaya pokok 
ketiga jasa tersebut. 
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Tabel 16: Proyeksi Kenaikan Tarif Jasa Pengangkutan Sampah dari Kontainer dan TPS ke TPA 
Berdasarkan Biaya Pokok yang Terbentuk dari Functional Based Costing 


354.815 10.020,00 3.554.246.300,00 
| Kelas2 | 1.195.388 16.700,00 19.971.329.600,00 
142.260 23.380,00 3.326.038.800,00 


| Kelas4 — '|36920 | 28.000,00 1.033.760.000,00 
12.180 33.000,00 401.940.000,00 
| Kelas6 | 4.039 40.000,00 161.560.000,00 


Total 28.449.874.700,00 
Selisih penerimaan yang masih harus dikompensasi 404.479.535,00 


1. Sektor informal 1.406.645 3.340,00 4.698.194.300,00 


Penerimaan lebih 5.309.159,00 


. se kota dan | 84 900 3.100,00 260.400.000,00 


Minibus/nonbus 2.242 7.500,00 16.815.000,00 
| Busumum | 5.245 12.500,00 65.562.500,00 
1.035 31.000,00 32.085.000,00 


378.862.500,00 
95.236.530,00 


Selisih penerimaan yang masih harus dikompensasi 


1. Sektor Komersial 230.191,73 180.000,00 41.434.511.400,00 


2. | Sektor 701 | 41.155,69 150.000,00 6.173.353.500,00 
komersial 


47.607.864.900,00 
Penerimaan lebih 573.646.466,00 


Selisih penerimaan dari sektor rumah tinggal dan angkutan umum yang 499.716.064,00 
masih harus dikompensasi 


Penerimaan lebih setelah pengurangan 73.930.402,00 


Sumber : Diolah dari data biaya dan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015 


Persentase penerimaan retribusi dari wajib bayar sektor rumah tinggal sebesar 
35,696, wajib bayar sektor komersial dan sektor non-komersial sebesar 58,034, 
wajib bayar pedagang sektor informal sebesar 5,7996, dan wajib bayar sektor 
angkutan umum sebesar 0,58. Atas persentase penerimaan tersebut dikali 
dengan biaya pokok jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA 
untuk mengetahui berapa besar kenaikan tarif yang dibutuhkan dari tiap sektor 
wajib bayar untuk mengompensasinya. Peneliti melakukan simulasi kenaikan tarif 
untuk mengompensasi biaya pokok jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan 
TPS ke TPA yang terbentuk berdasarkan metode biaya functional based costing dan 
activity based costing. 
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Sebelum menetapkan kenaikan tarif, Peneliti terlebih dahulu melakukan proyeksi 
penerimaan dari wajib bayar tiap kategori. Proyeksi penerimaan retribusi berda- 
sarkan biaya pokok yang terbentuk dari metode functional based costing terdiri atas 
Rp25.854.354.234,73 untuk wajib bayar rumah tinggal, Rp47.034.218.433,75 untuk 
wajib bayar komersial dan non-komersial, Rp4.692.885.140,99 untuk wajib bayar pe- 
dagang sektor informal, dan Rp470.099.029,67 untuk wajib bayar kategori angkutan 
umum. 


Setelah proyeksi dibuat, Peneliti menentukan kenaikan tarif tiap kategori 
berdasarkan elastisitas permintaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk 
wajib bayar kategori rumah tinggal kelas 1, 2, dan 3 diproyeksikan naik 2344, 
kelas 4 naik 1809, kelas 5 naik 1206, dan kelas 6 naik 10096 karena elastisitas 
permintaan kelas 1, 2, dan 3 lebih rendah daripada kelas 4, 5, dan 6. Untuk 
sektor informal diproyeksikan naik sebesar 2344. Untuk kategori angkutan 
kota, taksi, dan bus pariwisata diproyeksikan naik sebesar 2109 karena 
elastisitas permintaannya yang relatif rendah. Untuk kategori mini bus/nonbus 
diproyeksikan naik sebesar 15096 karena elastisitas permintaannya relatif tinggi. 
Untuk sektor komersial dan nonkomersial diproyeksikan naik sebesar 2004 agar 
penerimaan operasional dapat mengompensasi kekurangan penerimaan dari 
wajib bayar kategori lainnya sesuai dengan prinsip subsidi silang. Perhitungan 
lengkapnya disajikan pada Tabel 16. 


Peneliti juga melakukan simulasi perhitungan kenaikan tarif atas jasa 
pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA berdasarkan biaya pokok 
yang terbentuk dari metode activity based costing. Proyeksi penerimaan 
retribusi berdasarkan metode ABC terdiri atas Rp25.931.837.758,94 untuk wajib 
bayar kategori rumah tinggal, Rp4.217.565.748,71 untuk wajib bayar kategori 
pedagang sektor informal, Rp42.270.352.390,25 untuk wajib bayar kategori 
komersial dan non-komersial, dan Rp422.484.997,18 untuk wajib bayar kategori 
angkutan umum. 


Berdasarkan proyeksi tersebut, Peneliti menentukan kenaikan tarif wajib bayar per 
kategori agar penerimaan retribusi dapat mengompensasi seluruh biaya pokok jasa 
pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA. Tarif kategori wajib bayar 
rumah tinggal kelas 1, 2, dan 3 diproyeksikan naik sebesar 20096. Kelas 4, 5, dan 
6 diproyeksikan naik sebesar 15096, 10096, dan 909 karena elastisitas permintaan 
kelastersebutrendah. Tarif sektorinformal diproyeksikan naik 20096. Tarif angkutan 
kota kategori taksi dan bus pariwisata diproyeksikan naik 20096, sedangkan kategori 
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mini bus/nonbus dan bus umum diproyeksikan naik sebesar 1509 karena kategori 
ini elastisitas permintaannya tinggi. Tarif sektor komersial diproyeksikan sebesar 
1694 dan sektor nonkomersial naik sebesar 1754 agar penerimaan retribusi 
yang didapat berdasarkan permintaan tahun lalu dapat mengompensasi selisih 
penerimaan dari sektor rumah tinggal dan angkutan umum. Perhitungan proyeksi 
kenaikan tarif berdasarkan biaya pokok yang ditetapkan menggunakan metode 
ABC disajikan pada Tabel 17. 


Tabel 17: Proyeksi Kenaikan Tarif Jasa Pengangkutan Sampah dari Kontainer dan TPS ke TPA 
Berdasarkan Biaya Pokok yang Terbentuk dari Activity Based Costing 


|Kelas3 — —”|142.260 — ””””—— |2100000 —— 298746000000 | 
| Kelas4 —  |369220 — —””— 2500000 —— |923.000.000,00 — | 
. |Kelass — —” |12180 — | 3000000 — | 36540000000 — | 
. |Kelas6 — 14039 —  ” ” ”— 13800000 —— 115348200000 — 


Total 25.560.990.000,00 
Selisih penerimaan yang masih harus dikompensasi 370.804.758,00 


1. Sektor informal 1.406.645 3.000,00 4.219.935.000,00 


Penerimaan lebih 2.369.252,00 


: Feel kota dan | 4 900 3.000,00 252.000.000,00 


| Busumum . |s245  '” |1250000 —— |es.s62.s00,00 — | 
Total 
Selisih penerimaan yang masih harus dikompensasi 


Sektor Komersial 230.191,73 161.400,00 37.152.945.222,00 


Sektor non | 41155,69 137.500,00 5.658.907.375,00 


1. 
2. 


komersial 


42.811.852.597,00 
Penerimaan lebih Rp 541.500.207,00 


Selisih penerimaan dari sektor rumah tinggal dan angkutan umum yang Rp427.898.255,00 


masih harus dikompensasi 


Penerimaan lebih setelah pengurangan Rp113.601.952,00 


Sumber : Diolah dari data biaya dan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2015 
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Optimalisasi Efektivitas dan Efisiensi Jasa Pengelolaan 
Sampah dengan ABM 


ABM adalah proses lanjutan dari ABC. Proses ABM dilakukan setelah cost driver 
dan aktivitas dari metode ABC sudah ditentukan. Dalam proses ABM, aktivitas- 
aktivitas yang sudah diidentifikasi dilakukan evaluasi agar lebih efisien dan 
efektif. Evaluasi dilakukan dengan cara mengeliminasi atau mereduksi aktivitas- 
aktivitas yang tidak menambah nilai atau memberikan nilai yang kurang 
signifikan untuk melakukan jasa pengelolaan sampah. 


Hansen dan Mowen (2007) menjelaskan bahwa aktivitas yang menambah nilai 
adalah: (1) aktivitas tersebut mengubah status produk, (2) perubahan status 
produk tersebut hanya dapat dilakukan oleh aktivitas tersebut, dan (3) aktivitas 
tersebut membuat aktivitas lainnya muncul. Apabila aktivitas tersebut tidak 
memiliki salah satu dari tiga kriteria tersebut maka aktivitas tersebut tidak 
signifikan dalam siklus proses bisnis sehingga dapat direduksi atau dieliminasi. 


Berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas yang dapat dilakukan eliminasi adalah 
aktivitas pengawasan kualitas pengelolaan sampah. Aktivitas tersebut mengubah 
status jasa yang diberikan dengan indikator kebersihan jalan, sampah dari TPS 
atau kontainer terangkut ke TPA, dan sampah yang ada di TPS berkurang dengan 
3R dan juga menimbulkan kelima aktivitas lainnya. Namun, perubahan status jasa 
tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas ini karena aktivitas pengelolaan sampah 
di jalan, fasilitas umum, TPS dan TPA pun mengimplementasikan perubahan yang 
sama pada status jasa. Apabila aktivitas tersebut tetap dilakukan maka terdapat 
pengulangan aktivitas dengan tujuan yang sama yang menimbulkan biaya baru 
sehingga atas aktivitas tersebut dapat dilakukaneliminasi. 


Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan untuk aktivitas yang dapat 
dilakukan reduksi adalah aktivitas pengembangan sumber daya manusia dan 
masyarakat. Berdasarkan laporan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 
2015, diketahui bahwa aktivitas tersebut terdiri atas beban pengembangan 
lingkungan hidup, beban pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, 
dan beban pengembangan sistem laporan capaian kinerja. Aktivitas ini dapat 
direduksi dengan mengeliminasi beban pengembangan kinerja pengelolaan 
persampahan dan beban pengembangan sistem laporan capaian kinerja karena 
tujuan dari dua beban tersebut dapat dipenuhi oleh beban pendidikan dan 
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pelatihan dan beban pengembangan manajemen yang ada di aktivitas yang 
sama. Beban pengembangan lingkungan hidup tidak dieliminasi karena beban 
ini ditujukan bagi masyarakat untuk pemahaman pengelolaan sampah. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Kesimpulan 


Setelah Peneliti membagi jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung 
menjadi tiga jasa utama, distorsi biaya tiap jasa berdasarkan metode functional 
based costing dan activity based costing dapat diidentifikasi. Hasil perhitungan 
biaya berdasarkan metode functional based costing adalah Rp29.341.957.980,00 
untuk jasa penyapuan jalan dan fasilitas umum, Rp81.051.556.839,00 untuk jasa 
pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA, dan Rp16.816.494.128,00 
untuk jasa pengurangan sampah dengan 3R. Apabila dihitung berdasarkan 
metode activity based costing hasilnya adalah Rp41.405.492.955,19 untuk 
jasa penyapuan sampah dan fasilitas umum, Rp72.842.240.893,08 untuk jasa 
pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA, dan Rp12.962.275.098,73 
untuk jasa pengurangan sampah dengan 3R. 


Hasil identifikasi aktivitas berdasarkan simulasi perhitungan biaya activity 
based costing dapat dilanjutkan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan 
activity based management. Berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas pengawasan 
kualitas pengelolaan sampah dapat dieliminasi karena aktivitas tersebut 
bukan satu-satunya aktivitas yang mengubah status jasa. Selain itu, aktivitas 
pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat dapat direduksi dengan 
menghilangkan beban program pengembangan kualitas kinerja pengelolaan 
persampahan dan beban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 
karena tujuan dari kedua beban tersebut sudah terpenuhi dengan adanya beban 
pembinaan manajemen dan beban pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas 
yang sama. 


Hasil perhitungan biaya pokok jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan 
TPS ke TPA berdasarkan metode functional based costing dan activity based 
costing digunakan Peneliti sebagai dasar penentuan kenaikan tarif atas jasa 
tersebut sehingga penerimaan retribusi dari proyeksi tarif yang baru dapat 
mengompensasi seluruh biayajasa tersebut. Simulasi kenaikan tarif menerapkan 
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prinsip subsidi silang dan memperhatikan elastisitas permintaan dari tiap 
kategori. Hasil simulasi kenaikan tarif berdasarkan biaya pokok yang dihitung 
menggunakan metode functional based costing adalah tarif wajib bayar rumah 
tinggal kelas 1, 2, dan 3 naik 22496, kelas 4 naik 18056, kelas 5 naik 1209, dan 
kelas 6 naik 10096: tarif wajib bayar sektor informal naik 22496, tarif wajib bayar 
angkutan umum, taksi, dan bus pariwisata naik 21096: tarif wajib bayar mini 
bus/nonbus dan bus umum naik 15096, tarif wajib bayar sektor komersial dan 
non-komersial naik 20096. Apabila menggunakan biaya pokok yang dihitung 
menggunakan metode activity based costing, hasil simulasi kenaikan tarif 
adalah tarif wajib bayar rumah tinggal kelas 1, 2, dan 3 naik 20096, kelas 4 naik 
15096, kelas 5 naik 10096, kelas 6 naik 9096: wajib bayar sektor informal naik 20056, 
wajib bayar angkutan kota, taksi dan bus, pariwisata naik 20096: mini bus/nonbus 
dan bus umum naik 15096: wajib bayar sektor komersial naik 16996: dan sektor 
non-komersial naik 1754. 


Saran 


Berdasarkan simpulan tersebut di atas, terdapat beberapa saran untuk PD 
Kebersihan Kota Bandung terkait penentuan biaya pokok dan tarif jasa 
pengelolaan sampah. Pertama, PD Kebersihan Kota Bandung dapat membagi 
jasa pengelolaan sampah menjadi tiga jasa, yakni jasa penyapuan jalan dan 
fasilitas umum, jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan TPS ke TPA, dan 
jasa pengurangan sampah dengan 3R untuk kepentingan manajemen biaya 
yang lebih efektif. Kedua, Metode activity based costing/management dapat 
digunakan sebagai alternatif dalam menentukan biaya pokok tiap jasa karena 
lebih akurat dibandingkan metode functional based costing. Biaya pokok jasa 
penyapuan jalan dan fasilitas umum dan jasa pengurangan sampah dengan 3R 
yang dihitung menggunakan metode activity based costing dan functional based 
costing dapat digunakan untuk mengetahui jumlah subsidi yang dibutuhkan 
untuk mengompensasi kedua jasa tersebut karena kedua jasa tersebut tidak 
menerapkan tarif untuk wajib bayar seperti jasa pengangkutan sampah dari 
kontainer dan TPS ke TPA. Ketiga, Simulasi activity based management dalam 
penelitian ini berhasil mengidentifikasi aktivitas yang dapat dieliminasi dan 
direduksi untuk dijadikan pertimbangan kepada PD Kebersihan Kota Bandung 
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selaku pembuat kebijakan biaya perusahaan sehingga jasa pengelolaan sampah 
dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Keempat, Proyeksi penerimaanretribusi 
berdasarkan kenaikan tarif untuk jasa pengangkutan sampah dari kontainer dan 
TPS ke TPA yang menggunakan biaya yang dihitung dengan metode functional 
based costing dan activity based costing dapat dijadikan pertimbangan oleh PD 
Kebersihan Kota Bandung untuk menerapkan tarif baru sehingga penerimaan 
retribusi dapat mengompensasi seluruh biayajasa dengan tetap memperhatikan 
asas keadilan kepada wajib bayar karena simulasi kenaikan tarif yang dilakukan 
berdasarkan prinsip subsidi silang. 


KETERBATASAN PENELITIAN 


Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, Peneliti menyadari adanya 
keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, 
Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Aktivitas 
pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat dapat dikembangkan 
menjadi dua aktivitas yang terpisah apabila data terkait realisasi pelatihan 
yang dilakukan tiap pejabat yang berwenang atau memiliki tupoksi untuk 
sosialisasi dan data realisasi sosialisasi terkait jasa pengelolaan sampah dapat 
diketahui secara spesifik, (2) Aktivitas administrasi dan koordinasi penunjang 
kegiatan operasional dapat dikembangkan menjadi dua aktivitas yang terpisah 
apabila PD Kebersihan Kota Bandung memiliki indikator kinerja untuk kegiatan 
administrasi yang spesifik terkait jasa pengelolaan sampah sebagai cost driver- 
nya nanti, dan aktivitas koordinasi cukup menggunakan cost driver jumlah 
pegawai kegiatan operasional jasa pengelolaan sampah untuk penelusuran biaya 
tidak langsungnya, dan (3) Proyeksi kenaikan tarif sektor komersial dan sektor 
non-komersial dapat lebih spesifik apabila menggunakan data permintaan 
pengangkutan sampah sektor komersial dan sektor non-komersial secara 
terpisah, sesuai dengan indeksnya masing-masing, untuk menghitung proyeksi 
penerimaan retribusi yang diharapkannya nanti. 
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AUDIT 


PENENTUAN OBJEK AUDIT 
KEPABEANAN PADA DIREKTORAT 
JENDERAL BEA DAN CUKAI 
BERDASARKAN STANDAR 
MANAJEMEN RISIKO WORLD 
CUSTOMS ORGANIZATION 


P.Alhadi Sembiring, 
Direktorat Jenderal Bea Cukai hadismart27@yahoo.com 


Agung Budilaksono, 
Politeknik Keuangan Negara STAN budilaksono00@gmail.com 


Penentuan objek audit merupakan salah satu bagian penting dalam keseluruhan 
proses audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC). Penentuan objek yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
audit. Penentuan objek audit harus dilakukan berdasarkan analisis terhadap 
data dan menggunakan prinsip manajemen risiko.” World Customs Organization 
(WCO) (2012) membagi manajemen risiko dalam konteks Post-Clearance Audit 
(PCA) menjadi tiga jenis yaitu strategis, taktis, dan operasional yang di dalamnya 
terdapat variabel-variabel yang membedakan level risiko. Konsep dasarnya, 
yakni semakin tinggi risiko suatu transaksi maka semakin besar kemungkinan 
temuan audit dalam kategori temuan audit besar. Penelitian ini tergolong 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik regresi logistik. 
Penelitian ini bertujuan menguji apakah variabel-variabel yang digunakan 
dalam manajemen risiko WCO memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat 
digunakan dalam penentuan objek audit kepabeanan. Hasil penelitian ini 
menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Purwoko (2004) bahwa nilai 
impor dapat digunakan sebagai dasar pemilihan objek audit serta menambahkan 
model penetapan objek audit yang dapat menghasilkan temuan audit yang besar 
sebagai prioritas objek audit. 


Kata kunci:, audit, kepabeanan, manajemen risiko, objek audit kepabeanan. 
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PENDAHULUAN 


Latar Belakang 


Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2013 disebutkan bahwa salah satu tujuan 
strategis DJBC adalah “terwujudnyapelayanan yang efisien dan pengawasanyang 
efektif”. DJBC dituntut menjadi pengawas yang profesional untuk mengamankan 
penerimaan negara dan menjaga masyarakat dari efek negatif masuknya barang 
larangan dan pembatasan serta narkotika. Di sisi lain DJBC wajib memfasilitasi 
perdagangan dan mengondisikan iklim usaha agar tetap kondusif sehingga 
industri dan perdagangan dapat tumbuh dengan baik. Jika DJBC mengutamakan 
peran pengawasan maka fokus terhadap peran pelayanan akan berkurang, yang 
artinya pelaku perdagangan internasional harus menanggung biaya yang lebih 
tinggi. Hal senada diungkapkan oleh Gordhan (2007), bahwa globalisasi tidak 
hanya memberikan efek positif terhadap pasar yang legal, tetapi juga pasar ilegal, 
sehingga risiko yang harus dikelola juga semakin luas dan kompleks di wilayah 
perbatasan. 


DJBC berupaya menangani masalah trade-off antara peran pengawasan dan 
pelayanan dengan menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 191/PMK.09/2008. Pengawasan 
berbasis manajemen risiko memungkinkan pemeriksaan secara selektif 
sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih cepat tanpa memperlemah fungsi 
pengawasan. Institusi kepabeanan Selandia Baru mampu mengatur volume 
yang besar dari kegiatan lintas batas dengan sumber daya yang terbatas dengan 
menerapkan manajemen risiko. (New Zealand Customs Service, 2011). 


Manajemen risiko diterapkan dalam seluruh proses bisnis DJBC dari tahap 
sebelum barang datang sampai dengan barang keluar dari kawasan pabean. Pada 
penelitian ini, lingkup manajemenrisiko dibatasi padatahappostclearance (setelah 
barang keluar dari kawasan pabean), khususnya manajemen risiko penentuan 
objek audit kepabeanan. DJBC dalam penentuan objek audit kepabeanan harus 
berdasarkan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam Peraturan 


Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-09/BC/2012 tentang Tata Laksana 
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai pada Pasal 5 ayat 1 bahwa, “Penentuan 
objek audit dilakukan melalui analisis terhadap data ... dengan menggunakan 
manajemen risiko.” 


Dalam melakukan analisis risiko kepabeanan, dibutuhkan data dan informasi. 
Data kepabeanan yang dimiliki oleh DJBC cukup lengkap dan sebagian besar 
data sudah merupakan data digital yang dikelola oleh Direktorat Informasi 
Kepabeanan dan Cukai (IKC). Namun, berdasarkan wawancara informal pada 
tanggal 13 Oktober 2014 dengan pegawai pada sub-direktorat perencanaan 
audit dan pemahaman terhadap standar prosedur operasional yang digunakan 
subdit perencanaan audit, diketahui bahwa belum terdapat metode analisis 
berdasarkan pembuktian empiris dengan metode statistik yang diterapkan. Hal 
senada diungkapkan oleh Arkan (2010: 2) yang mengatakan bahwa, “... dalam 
melakukan pemilihan terhadap objek audit (auditee) ..., DJBC belum mempunyai 
sistem yang memadai dalam perencanaan audit, terutama berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber data yang dimiliki oleh DJBC.” Penentuan objek audit 
dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan pertimbangan profesional 
(professional judgment) dari tim analis yang kemudian dibahas dalam rapat 
penentuan Daftar Rencana Objek Audit (DROA). 


World Customs Organization (WCO) (2012) membagi manajemen risiko dalam 
konteks Post-Clearance Audit (PCA) menjadi tiga jenis yaitu strategis, taktis, dan 
operasional. Dalam manajemen risiko strategis, WCO mengklasifikasikan sektor- 
sektor industri dengan risiko tinggi berdasarkan beberapa pertimbangan, antara 
lain importasi yang bersifat strategis dari industri yang menjadi perhatian 
nasional. 


Dalam manajemen risiko taktis, WCO mengidentifikasi kelompok transaksi 
yang berisiko tinggi antara lain dengan mempertimbangkan antara lain volume 
impor, total nilai impor, dan lain-lain. Kemudian, dalam manajemen risiko 
operasional, WCO mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi antara lain dengan 
mempertimbangkan profil importir, komoditas apa yang dilibatkan, dan lain- 
lain. Variabel-variabel pertimbangan tersebut di atas dapat digunakan pada 
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proses analisis risiko penentuan objek audit kepabeanan. Konsep dasarnya 
adalah semakin tinggi risiko suatu transaksi maka semakin besar kemungkinan 
temuan audit dalam kategori temuan audit besar. 


Berdasarkan Tabel 1 pada kategori temuan besar, kita dapat melihat bahwa 
rata-rata nilai temuan terbesar adalah profil importir dengan risiko sangat 
tinggi atau very high risk (VHR), hal ini sesuai dengan teori manajemen risiko, 
yakni semakin besar kemungkinan dan dampak risiko tersebut maka semakin 
besar risikonya. Setelah risiko sangat tinggi seharusnya yang memiliki nilai 
temuan terbesar secara berurutan adalah risiko tinggi atau high risk (HR), risiko 
menengah atau middle risk (MR), dan risiko rendah atau low risk (LR). Namun, 
hasilnya tidak demikian. Nilai temuan terbesar selanjutnya secara berurutan 
dari risiko rendah, risiko tinggi, dan terakhir risiko menengah. 


Volume impor dan nilai impor secara berurutan nilainya dari yang paling tinggi 
ke yang paling rendah dimulai dari risiko rendah, risiko tinggi, sangat tinggi, 
dan menengah. Purwoko (2004) menemukan bahwa nilai impor dapat digunakan 
sebagai dasar pemilihan objek audit. Jadi, secara sederhana kita dapat melihat 
bahwa terdapat kemungkinan hubungan antara nilai impor dan volume impor 
terhadap besar kecilnya temuan audit. 


Uraian tentang latar belakang masalah penelitian di atas menjadi dasar 
dilakukannya penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat 
permasalahan “Apakah variabel-variabel yang direkomendasikan WCO 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai temuan audit sebagai 
dasar penentuan objek audit kepabeanan?” 
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Penelitian ini akan membahas signifikansi pengaruh enam variabel terpilih 
terhadap besarnya nilai temuan audit. Variabel tersebut adalah: volume impor: 
nilai impor, kategori importir prioritas: kategori jenis importir: Importir 
Umum (IU) dan Importir Produsen (IP): kategori profil importir: fasilitas 
importir. Penelitian ini juga membahas model penetapan objek audit yang dapat 
menghasilkan nilai temuan audit yang besar. 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut 
terhadap besarnya nilai temuan audit. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui model penetapan objek audit yang dapat menghasilkan nilai 
temuan audit yang besar. 


KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 


Audit Kepabeanan 


WCO (2012) mendefinisikan audit kepabeanan atau Post-Clearance Audit (PCA) 
sebagai pemeriksaan terstruktur atas sistem bisnis komersial yang relevan, 
kontrak penjualan, catatan keuangan dan non-keuangan, pemeriksaan fisik dan 
aset lainnya sebagai sarana untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan. 
Sementara, Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa pengertian audit 
kepabeanan adalah: “Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, 
dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan 
dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.” 


Tujuan audit kepabeanan adalah untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan (Kemenkeu, 2011). 
Berdasarkan UU Kepabeanan, audit kepabeanan dilakukan dalam rangka 
pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya: sistem self assessment, 
ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi, dan pemberian fasilitas 
bea masuk tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau 
penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah 
barang impor keluar dari kawasan pabean. 


Analisis Risiko dalam Konteks Audit Kepabeanan 
Berdasarkan WCO: 


Guidelines for Post-Clearance Audit 


Analisis risiko merupakan analisis atas seberapa besar kemungkinan terjadinya 
suatu risiko dan dampak yang harus ditanggung jika risiko itu terjadi. Setelah 
mengukur dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya, risiko yang telah 
diidentifikasi dapat ditentukan levelnya. Menurut Risk Management Standard 
AS/NZS 4360 (2004), analisis terperinci penting karena enam alasan berikut: 
(a) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang konsekuensi atau 
kemungkinan terjadinya risiko sehingga keputusan tentang prioritas didasarkan 
pada informasi dan data daripada sekadar dugaan, (b) untuk lebih memahami 
risiko dan penyebabnya sehingga rencana penanganan dapat diarahkan pada 
penyebab yang sesungguhnya (akar masalah), bukan permukaan masalah saja, 
(c) saat kriteria dalam pengambilan keputusan memerlukan analisis yang lebih 
mendalam (sering kali ini adalah saat kriteria keputusan perlu dinyatakan secara 
kuantitatif), (d) untuk membantu dalam memilih antara opsi mana yang akan 
diambil karena masing-masing opsi memiliki biaya yang berbeda dan manfaat 
serta peluang dan ancaman potensial yang berbeda-beda, (e) untuk memberikan 
pemahaman yang lebih baik tentang risiko kepada pemilik risiko atau orang 
yang harus beroperasi dengan risiko, dan (f) untuk memberikan pemahaman 
tentang risiko residual setelah strategi penanganan risiko (risk treatment) telah 
diterapkan. 


Kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadi dan dampak (level risiko) dapat 
diestimasi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif atau kombinasi 
keduanya (WCO, 2011). Analisis dengan metode kualitatif digunakan ketika: 
(a) presisi kuantitatif tidak diperlukan, (b) melakukan pemeriksaan awal 
risiko sebelum lebih jauh ke analisis yang lebih rinci, (c) tingkat risiko tidak 
menjustifikasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan 
analisis numerik, atau (d) data numerik tidak tersedia atau tidak memadai untuk 
melakukan analisis kuantitatif (AS/NZS, 2004). 


Metode kualitatif untuk mendapatkan informasi untuk keperluan analisis risiko 
antara lain: (a) evaluasi dengan menggunakan teknik diskusi kelompok multi- 
disiplin ilmu, (b) pertimbangan spesialis dan ahli, dan (c) wawancara terstruktur 
dan kuesioner (AS/NZS, 2004). Sementara, metode kuantitatif untuk keperluan 
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analisis risiko dilakukan dengan: (a) analisis konsekuensi, (b) analisis statistik 
data historis, (c) analisis pohon kesalahan (fault tree) dan pohon kejadian (event 
tree analysis), (d) diagram pengaruh (influence diagram), (e) analisis biaya 
siklus hidup, (f) analisis jaringan (network analysis), (g) simulasi dan pemodelan 
komputer, (h) statistik dan analisis numerik, (i) tes pemasaran dan riset pasar, 
dan (j) analisis probabilitas. 


Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Penetapan Perusaha- 
an Berisiko Tinggi dalam Konteks Audit Kepabeanan 


World Customs Organization (2012) membagi manajemen risiko dalam konteks 
Post-Clearance Audit (PCA) menjadi tiga, yaitu: strategis, taktis, dan operasional. 
Penilaian risiko strategis didasarkan pada kemampuan instansi kepabeanan 
untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ditimbulkan secara menyeluruh dari 
seluruh sektor atau suatu kelompok importir. Dengan melakukan identifikasi 
terhadap kelompok tertentu, instansi kepabeanan dapat menargetkan semua 
atau sebagian perusahaan terseleksi yang berisiko tinggi. Faktor-faktor yang 
menyebabkan suatu sektor industri diklasifikasikan dalam kategori risiko 
tinggi adalah: merupakan perhatian nasional, terkait dengan pengaturan 
pada perjanjian perdagangan internasional, pertimbangan kesehatan dan 
keselamatan masyarakat, terkait hak kekayaan intelektual, dan pertimbangan 
dampak ekonomi dari kegiatan importasi. 


Manajemen risiko taktis dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok 
transaksi yang berisiko tinggi pada importir tertentu. Pertimbangan yang 
digunakan ketika mengidentifikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 
(1) volume impor, (2) total nilai impor, (3) jenis barang yang diimpor, (4) 
importir prioritas atau masalah kepatuhan, dan (5) pertama kali mengimpor/ 
mengekspor. 


Terakhir adalah manajemen risiko operasional. Faktor-faktor yang 
dipertimbangkan ketika mengidentifikasi transaksi dengan level risiko yang 
tinggi adalah: (a) siapa yang mengimpor, (b) komoditas yang diimpor, (c) 
ketidaksesuaian sebelumnya dan pelanggaran terkait komoditas yang diimpor, 
(d) importasi dengan nilai tinggi, (e) negara asal, (f) apakah terdapat aturan atau 
program khusus yang terkait importasi tertentu, dan (g) nilai yang dilaporkan 
berada di luar rentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya. 


Penentuan Objek Audit Kepabeanan Berbasis Risiko (Risk- 
Based Audit Selection) 


Salah satu bagian yang penting dalam strategi perencanaan audit kepabeanan 
adalah penentuan objek yang akan diaudit (WCO, 2012). Kesalahan penentuan 
objek audit sejak awal adalah fatal karena dapat menyebabkan audit menjadi 
tidak atau kurang efektif. Untuk itu, metode dan data dalam penentuan objek 
audit pun menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. 


Salah satu aspek yang penting dalam strategi audit adalah metode dan alat 
untuk menentukan wajib pajak mana yang harus diaudit (Vellutini, 2011). Hal 
serupa disampaikan oleh Shimoya (2000) sebagaimana dikutip oleh Purwoko 
(2004) yang menyatakan bahwa salah satu aspek yang harus diperhatikan guna 
mencapai audit kepabeanan (PCA) yang efektif dan efisien adalah keberadaan 
sistem pemilihan objek audit yang memadai. 


Vellutini (2011) menjelaskan terdapat tiga metode utama yang digunakan dalam 
penentuan objek pemeriksaan, yakni: pemilihan oleh auditor (manual/individual 
screening), pemilihan acak (random selection), dan pemilihan berbasis risiko (risk- 
based audit selection). Walaupun metode tersebut dalam konteks perpajakan, 
menurut peneliti metode tersebut juga dapat digunakan dalam konteks audit 
kepabeanan karena karakteristiknya tidak jauh berbeda, yakni pengawasan 
kepatuhan terhadap negara. 


Penentuan objek auditberbasis risiko merupakan bagian dari audit berbasis risiko 
atau Risk Based Audit (RBA) dapat didefinisikan sebagai audit yang dilakukan 
atas dasar tingkat risiko, yakni bagian dengan tingkat risiko tertinggi. Griffiths 
(2005) menyatakan bahwa cara paling sederhana untuk memahami audit 
berbasis risiko secara konseptual adalah mengaudit hal-hal yang benar-benar 
merupakan permasalahan utama dalam organisasi. 


Cara kerja metode penentuan objek audit berbasis risiko adalah dengan 
memberikan skor atau nilai kepada wajib pajak berdasarkan atribut tertentu 
seperti ukuran dan historis pelanggaran dan pengalaman audit sebelumnya 
(Vellutini, 2011). Metode ini memungkinkan institusi perpajakan untuk 
membuat semacam profil dari setiap wajib pajak. Hal ini juga telah dilakukan 
DJBC untuk keperluan penjaluran saat barang berada di kawasan pabean yang 
disebut profil importir. 
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WCO (2012) menyatakan bahwa penentuan objek audit seharusnya dilakukan 
berdasarkan penilaian risiko (risk assessment) dan dengan mempertimbangkan 
SDM yang tersedia. DJBC juga telah mengakomodir penentuan objek audit 
berbasis risiko. Penentuan objek audit dilakukan melalui analisis terhadap 
data yang terkait kegiatan kepabeanan, cukai, permintaan audit dan/atau 
informasi yang tersedia pada Direktorat Audit, Kantor Wilayah atau Kantor 
Pelayanan Utama dengan menggunakan manajemen risiko (DJBC, 2012). Data 
yang dimaksud meliputi: profil auditee, riwayat audit, nilai fasilitas kepabeanan 
dan cukai, nilai pungutan negara, barang-barang yang terkena bea keluar, 
klasifikasi dan pembebanan atau tarif cukai, frekuensi impor, ekspor, dan/ 
atau cukai, strata produksi Barang Kena Cukai (BKC): frekuensi pemesanan 
pita cukai: informasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai seperti under- 
valuation, over-valuation, misclassification, partial (separate) payment, assist, proceed 
dan royalty, dan pelanggaran dalam industri yang sejenis, informasi komoditas 
yang ditetapkan sebagai komoditas rawan atau berisiko tinggi: negara asal 
yang berisiko: eksistensi, nature of business: barang larangan dan pembatasan: 
tarif preferensial dan tarif diskriminatif (antidumping, safeguard, pembalasan, 
imbalan): topik kepabeanan dan cukai yang menjadi perhatian nasional: dan 
kriteria lain selain kriteria di atas. 


Purwoko (2004) menjelaskan proses manajemen risiko dalam penentuan objek 
audit dimulai dari registrasi importir yang merupakan bagian dari proses 
pengumpulan data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi yang relevan 
dan memadai menjadi sangat dibutuhkan saat tahap analisis. Data dan informasi 
yang dibutuhkan dapat ditentukan berdasarkan pada standar manajemen risiko 
WCO dan Per-09/BC/2012 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 


Purwoko (2004) menjelaskan bahwa data dan informasi yang telah terkumpul 
saat proses registrasi importir dijadikan dasar tahap selanjutnya, yaitu analisis 
profil dan risiko importir. Analisis penentuan objek audit dapat dilakukan 
dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya menggunakan 
metode kualitatif dan/atau kuantitatif sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
subbab manajemen risiko dalam konteks audit kepabeanan. 


Terdapat dua metode analisis risiko dalam konteks audit kepabeanan yang dapat 
digunakan, yaitu (Vellutini, 2011): 


Pencocokan data (data matching). Data yang digunakan dapat berasal dari bank, 
asuransi, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (dalam teks aslinya terkait dengan 
konteks perpajakan disebutkan “menggunakan data kepabeanan”) serta data 
lain yang relevan. 


Metode statistik. Tujuan metode ini adalah menentukan hubungan antara 
dependen variabel dengan variabel yang memengaruhinya (independen 
variabel). Metode statistik dapat dibedakanmenjadi dua bagian yakni, parametrik 
dan non-parametrik. Metode parametrik dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yakni analisis regresi baik linier atau logistik dan analisis diskriminan. Metode 
non-parametrik yang paling populer saat ini adalah data mining. Decisions trees, 
neural networks, dan clustering adalah contoh-contoh dari metode data mining. 


Berdasarkan hasil analisis selanjutnya, ditentukan tindakan yang akan diambil 
yang dituangkan dalam Daftar Rencana Objek Audit (DROA). DROA disusun 
untuk periode enam bulan dengan memperhatikan ketersediaan tim audit dan 
beban kerja. 


Kerangka Teori 


Fokus pada penelitian ini adalah tahap analisis risiko. Tahap pertama dari 
analisis risiko adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal 
yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat risiko yang 
masih ada setelah adanya sistem pengendalian internal tersebut. Berikutnya, 
dilakukan analisis seberapa besar dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya 
suatu risiko setelah diterapkannya sistem pengendalian yang telah dievaluasi 
sebelumnya. Untuk dapat melakukan analisis risiko diperlukan data atau 
sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah data historis 
dan literatur yang relevan. Setelah data tersedia, hal yang selanjutnya dilakukan 
adalah menganalisis data yang sudah tersedia tersebut. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni analisis 
statistik atas data historis dengan menggunakan metode regresi logistik. 


Hipotesis pada penelitian ini disusun berdasarkan pemahaman atas landasan 
teori dan penelitian sebelumnya tentang penentuan objek audit kepabeanan. 
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Gambar 1: Kerangka Teori 
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H,, Variabel volume impor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 


besarnya nilai temuan audit. 


H, Variabel volume impor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 


besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel nilai impor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 


besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel nilai impor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 


besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel jenis importir dengan kategori IU dan IP tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel jenis importir dengan kategori IU dan IP mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel profil importir berdasarkan tingkat risiko tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel profil importir berdasarkan tingkat risiko mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


H,. Variabel fasilitas impor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
besarnya nilai temuan audit. 


H, Variabel fasilitas impor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
besarnya nilai temuan audit. 


H,, Variabel kategori importir prioritas tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


H, Variabel kategori importir prioritas mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


METODE PENELITIAN 


Variabel terikat penelitian ini adalah temuan audit, yang dikelompokkan menjadi 
temuan audit besar dan kecil. Temuan audit dikategorikan besar apabila minimal 
tagihan sebesar Rp500.000.000,00 dan dikategorikan kecil apabila nilai tagihan 
di bawah dari Rp500.000.000,00 (DJBC,2012). 


Variabel bebas yang digunakan mengacu pada faktor-faktor yang dipertimbang- 
kan dalam penentuan transaksi berisiko tinggi sehingga berpotensi menghasilkan 
temuan audit berupa tagihan yang besar. Penelitian ini tidak menggunakan semua 
variabel yang ada dalam panduan WCO karena masalah keterbatasan waktu dan 
kerahasiaan data. Variabel tersebut antara lain: volume impor (rasio), total nilai 
impor (rasio), kategori importir prioritas (nominal), profil importir (nominal untuk 
jenis importir dan ordinal untuk profil risiko), dan aturan atau program khusus 
(fasilitas) atas impor yang dilakukan (nominal). 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kepabeanan berupa 
nilai temuan audit, volume impor (jumlah transaksi), nilai impor, kategori 
importir prioritas, jenis importir (importir umum dan importir produsen), profil 
risiko importir, dan fasilitas yang diberikan oleh DJBC kepada importir dan data 
kepabeanan lain yang terkait. Data tersebut diperoleh dari DJBC khususnya dari 
Direktorat Audit pada Sub Direktorat Perencanaan Audit. 


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menyeleksi populasi data nilai temuan audit kepabeanan sebagai variabel terikat 
pada tahun 2013 dan variabel-variabel bebas, yakni volume impor (jumlah PIB), 
nilai impor, kategori importir prioritas, jenis importir (importir umum dan 
importir produsen), profil risiko importir, dan fasilitas yang diberikan oleh DJBC 
kepada importir dari tahun 2011 s.d. 2013 yang memenuhi kriteria: perusahaan- 
perusahaan yang telah melakukan registrasi ke DJBC dan perusahaan- 
perusahaan yang telah selesai diaudit oleh auditor DJBC. 


Data yang telah terkumpul pada tahap pengumpulan data kemudian akan 
dianalisis denganbantuan perangkat lunak statistik (SPSS) dengan menggunakan 
regresi logistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya 
berdasarkan landasan teori untuk kemudian ditarik simpulan atas hasil analisis 
tersebut. 


Variabel 


Penjelasan 


Rujukan 


Volume 
Impor 


Nilai Impor 


Importir 
Prioritas 


nominal 


Logaritma natural (Ln) dari volume transaksi impor 
yang dihitung berdasarkan jumlah PIB 
(Pemberitahuan Impor Barang). Jumlah PIB adalah 
total jumlah PIB pada tahun 2011, 2012, dan 2013. 
Volume impor mewakili manajemen risiko taktis 


Logaritma natural (Ln) dari total nilai impor 
perusahaan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 
dalam rupiah (Rp). Nilai impor mewakili 
manajemen risiko taktis. 


Importir dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: 
Mitra Utama (MITA) kode “1” dan Non-MITA kode 
"0". 

MITA adalah perusahaan yang pada dasarnya 
pengeluaran barang impornya tanpa dilakukan 
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. 
Importir prioritas mewakili manajemen risiko 
taktis. 


World Customs Organization (WCO). 2012. 
Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA), 
Volume 1. 


World Customs Organization (WCO). 2012. 
Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA), 
Volume 1. 

Purwoko, Agung Bayu. 2004. Pemilihan 
Obyek Audit Kepabeanan Berdasarkan 
Profil Importir pada DIBC. Jakarta: 
Perpusatakaan Pusat Universitas 
Indonesia 


World Customs Organization (WCO). 2012. 
Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA) 
Volume 1. 


X4 Jenis Importir | nominal | Profil impor mewakili manajemen risiko | World Customs Organization (WCO). 2012. 
(who the operasional. Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA), 
importer is) Pengkategorian importir dilakukan dengan 2 (dua) | Volume 1. 


kriteria, yaitu: 

Importir dikategorikan menjadi importir umum 
diberi kode “1" dan importir produsen diberi kode 
“9, 


Purwoko, Agung Bayu. 2004. Pemilihan 
Obyek Audit Kepabeanan Berdasarkan 
Profil Importir pada DIBC. Jakarta: 
Perpustakaan Pusat UI. 
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X5 Profil Risiko ordinal | Profil impor mewakili manajemen risiko | World Customs Organization (WCO). 2012 
Importir operasional. Guidelines far Post-Clearance Audit (PCA) 
(who the Importir dikategorikan menjadi 4 kelompok: Volume 1. 
importer is) - very high risk diberi kode "4" 
- high risk diberi kode “3” Suhartantyo, R. Evy. 2006. Pengaruh 
- middle risk diberi kode “2”, dan Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit 
- lowrisk diberi kode “1” Kepabeanan terhadap Kepatuhan 
Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan 
Jakarta: Perpusatakaan Pusat Universitas 
Indonesia. 
X6 Fasilitas nominal | Dibagi menjadi dua kategori: kode “1” untuk yang | World Customs Organization (WCO). 2012. 
Impor memiliki fasilitas dan kode "O" untuk yang tidak | Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA) 
memiliki fasilitas. Variabel ini mewakili manajemen | Volume 1. 
risiko operasional. 
Y Temuan nominal | Temuan audit dengan kategori tagihan besar atau 
Audit kecil. Temuan besar dengan kode “1” adalah 
tagihan dengan nilai 2500 juta rupiah, temuan 
kecil dengan kode “0” adalah yang bernilai «500 
uta rupiah 


HASIL PENELITIAN 


Hasil Pengolahan Data dengan Model Regresi Logistik 
Penilaian Model Fit 


Hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah: 
HO : model yang dihipotesiskan fit dengan data 


HA : model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 


Tabel 2 Hosmer and Lemeshow Test 


— ee “be 


Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test digunakan untuk menguji hipotesis nol 


bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 
model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and 
Lemeshow Goodness of Fit Test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat 
ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 
dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan dataobservasinya. 


Keluaran SPSS dalam tampilan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Hosmer and 
Lemeshow's Goodness of Fit sebesar 6.562 dengan probabilitas signifikansi 0.585 
yang nilainya jauh di atas 0.05. Nilai tersebut menjelaskan bahwa hipotesis nol 
tidak dapat ditolak dan model mampu memprediksi nilai observasinya atau 
dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. 
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Tabel 3: Iteration History? sd 


Coefficients 


Iteration -2 Loglikelihood Constant Ln VI LnNI DIUIP DMR DHR D VHR D Fas(1) D Prioritas 


Step1 1 420.433  -6.198 -.055 .225 065 -184 -179 -497 012 -028 
2 414892  -8.711 -064 .321 049 -188 -155 -.801 -.030 -.107 
3 414.703  -9.258 -.064 .341 039 -179 -134 -.889 -.043 -126 
4 414.703  -9.280 -.064 .342 039 -179 -132 -893 -043 -127 
5 414.703  -9.280 -.064 .342 039 -179 -132 -.893 -.043 -127 


a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 456.977 


d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 


Tabel 4: Omnibus Tests of Model Coefficients 


Chi-sguare df Sig. 
Step1 Step 42.274 8 .000 
Block 42.274 8 .000 


Model 42.274 8 .000 


Keluaran SPSS memberikan duanilai -2LogL yakni model yang hanya memasuk- 
kan konstanta saja dengan nilai 456.977 dan model dengan konstanta dan 
variabel bebas sebesar 414.703. Keluaran SPSS pada Tabel 4 menyajikan selisih 
kedua -2LogL sebesar 42.274 (456.977 - 414.703) dengan df 8 (delapan). Nilai 
tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa penambahan 
variabel bebas ke dalam model memperbaiki model fit. 


Tabel 5: Model Summary 


Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Sguare Nagelkerke R Sguare 
1 414.7033 106 151 


a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 


Cox and Snell's R Sguare mirip dengan ukuran R? pada multiple regression, yakni: untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan model menerangkan variabel dependennya. 


Nagelkerke's R Sguare merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell's R Sguare 
untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) karena sulit 
menginterpretasikan Cox and Snell's R Sguare pada teknik estimasi likelihood dengan 
nilai maksimum kurang dari 1 (satu). Dilihat dari keluaran SPSS dalam tampilan Tabel 
5 diketahui bahwa nilai Cox and Snell's R Sguare sebesar 0.106 dan nilai Nagelkerke's R 
Sguare sebesar 0.151. Dari nilai Nagelkerke's RSguare tersebut dapat disimpulkan bahwa 
variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen 
adalah sebesar 15.19 dan sisanya sebesar 84.94 dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 


Pengujian Hipotesis dan Interpretasi 


Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada regresi logistik dalam 
menentukan parameter atau koefisien didasarkan atas maksimum likelihood. 
Estimasi maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada tampilan 
output Variable in the eguation”. Variabel independen dikatakan signifikan 
pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model persamaan regresi logistik 
jika probabilitas kurang dari atau sama dengan 0.05 (p « 596) yang artinya hipotesis 
nol ditolak. 


Dari Tabel 5 di atas dapat dibuat model persamaan regresi logistik sebagai 
berikut. 


Ln (ODDS YY |X:1 -— 9.280 — 0.0647LnVI 4 0.342”“InNI 4 0.039" JUIP — 0.179"MR — 
0.132"HR — 0.893#VHR — 0.043— 0.043#FASILITAS — 0.127“PRIORITAS 


Keluaran SPSS pada tampilan Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat satu 
variabel bebas yang berpengaruh signifikan dalam terhadap variabel terikatnya, 
yakni variabel logaritma naturan (In) nilai impor dengan koefisien 0.342 dan 
signifikansi 0.001. Variabel bebas lainnya memiliki nilai signifikansi » 0.05. Hal 
ini menjelaskan bahwa variabel bebas selain In nilai impor tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai temuan audit sebagai variabel terikatnya. 


Hipotesis-hipotesis pada penelitian ini selanjutnya diuji menggunakan model 
persamaan logistik yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut. Pengolahan 
data menghasilkan nilai koefisien dan nilai signifikansi yang digunakan sebagai 
dasar untuk menguji hipotesis penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 6. 


Hipotesis pertama adalah terkait dengan pengaruh volume impor terhadap 
nilai temuan audit. Berdasarkan hasil pengolahan atas data, variabel In volume 
impor memiliki nilai koefisien -0.064 dengan signifikansi 0.629. Dengan 
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demikian, H, tidak dapat ditolak yang artinya volume impor tidak mempunyai 
pengaruh terhadap besarnya nilai temuan. 


Tabel 6: Variables in the Eguation 


9596 C.I.for EXP(B) 


B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) Lower Upper 
Step1la Ln VI -.064 133 234 1 629 .938 722 1.217 
Ln NI 342 104 10.855 1 .001 1.408 1.149 1.726 
D IU IP (1) .039 .386 .010 1 920 1.040 488 2.214 
D Tingkat Risiko 2.560 3 465 
D MR (1) -179 371 .232 1 .630 836 404 1.731 
D HR (2) -132 452 .086 1 769 876 361 2.123 
D VER (3) -.893 .561 2.533 1 111 409 136 1.230 
D Fasilitas (1) -.043 .282 024 1 878 958 551 1.665 
D Prioritas (1) -127 .321 156 1 .693 881 470 1.652 
Constant -9.280 2.213 17.589 1 .000 .000 


a. Variable(s) entered on step 1: Ln VI, Ln NI, D IU IPIU1IPO, D Tingkat RisikoVHR4HR3MR2LRI, D Fasilitasadaltidakada0, 
D MITA NONMITAMITA1NONMITAO. 


Selanjutnya adalah hipotesis kedua yaitu pengaruh variabel In nilai impor 
terhadap nilai temuan audit. Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa In 
nilai impor memiliki koefisien 0.342 dengan signifikansi 0.001. Hal ini berarti, 
H ditolak, yang artinya variabel In nilai impor mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. Dari nilai koefisien yang 
dihasilkan dari pengolahan data dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 
(satu) unit variabel In nilai impor akan menyebabkan kenaikan In odds ratio 
nilai temuan besar sebesar 0.342. 


Hipotesis ketiga adalah berkaitan dengan pengaruh pengategorian importir 
berdasarkanjenisnya (importir umum (IU) dan importir produsen (IP)) terhadap 
besarnya nilai temuan audit. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 
koefisien variabel jenis importir (IU dan IP) sebesar 0.039 dengan signifikansi 
0.920. Dengan demikian, H, tidak dapat ditolak yang artinya pengategorian 
berdasarkan jenis importir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
besarnya nilai temuan. Hasil penelitian ini sama dengan yang ditemukan oleh 
Purwoko (2004: 48) yang menyatakan bahwa “temuan audit kepabeanan 
tidak dapat didasarkan pada importir umum dan produsen. Keduanya dapat 
melakukan kesalahan atau kecurangan yang sama dalam memenuhi kewajiban 
kepabeanannya.” 


Hipotesis keempat adalah tentang pengaruh profil risiko importir terhadap 
besarnya nilai temuan audit. Dari hasil pengolahan data, dengan menggunakan 
profil risiko rendah sebagai pembanding, terlihat bahwa kategori profil risiko 
menengah mendapatkan koefisien -0.179 dengan signifikansi 0.630. Kategori 
profil risiko tinggi mendapatkan koefisien -0.132 dengan signifikansi 0.769. 
Terakhir, kategori profil risiko sangat tinggi mendapatkan koefisien -0.893 
dengan signifikansi 0.111. Dengan demikian, H, tidak dapat ditolak yang artinya 
profil risiko tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya nilai 
temuan. 


Hipotesis kelima adalah tentang pengaruh pemberian fasilitas terhadap besar- 
nya nilai temuan audit. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien 
variabel fasilitas sebesar -0.043 dengan signifikansi 0.878. Dengan demikian, H, 
tidak dapat ditolak yang artinya pemberian fasilitas impor tidak mempunyai pe- 
ngaruh yang signifikan terhadap besarnya nilai temuan audit. 


Hipotesis terakhir yang akan diuji adalah tentang pengaruh variabel 
pengategorian importir prioritas, Mitra Utama (MITA) dan non-MITA, terhadap 
besarnya nilai temuan audit. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 
koefisien variabel kategori prioritas sebesar -0.127 dengan signifikansi 0.693. 
Dengan demikian, H, tidak dapat ditolak yang artinya pengategorian importir 
prioritas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya nilai 
temuanaudit. 


Simulasi Odds dan Probabilitas Temuan Besar 


Berdasarkan data pada Tabel 6 yang menyajikan koefisien dari setiap variabel 
bebas dapat disusun sebuah model sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
sebagai berikut. 


Z5 9) - Ln yes - -9.280 - 0.064“LnVI 4 0.342”LnNI - 0.179”IUIP - 


0.179”MR - 0.132“HR - 0.893"VHR - 0.043"FASILITAS - 
0.127“PRIORITAS 


atau 
Odds temuan besar - T- - 6314) 


atau 


Gia 1 
Probabilitas temuan besar -p - Pa Tn 
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(e“2 Odds temuan besar dan probabilitas temuan besar dapat dihitung 
menggunakan model persamaan di atas. Jika variabel selain variabel In nilai 
impor dianggap konstan (tidak berubah), maka odds temuan besar akan 
meningkat dengan faktor 1.408 ) untuk setiap unit kenaikan variabel In nilai 
impor. 


Pada Tabel 7 disimulasikan perubahan nilai variabel In nilai impor dan 
pengaruhnya terhadap probabilitas temuan besar. Dari hasil simulasi sebanyak 
enam kali perubahan nilai variabel In nilai impor didapatkan bahwa pada In 
nilai impor dengan nilai tinggi, probabilitas akan semakin sensitif terhadap 
perubahan In nilai impor. Probabilitas temuan besar di atas 509 ketika 
perubahan In nilai impor sebesar 27.2 unit atau setara dengan nilaiimpor sebesar 
Rp649.845.188.545,01. Semakin tinggi nilai impor semakin tinggi probabilitas 
nilai temuan audit besar. 


Tabel 7: Simulasi dan Probabilitas Temuan Besar 


Variabel Koefisien | Simulasi | Perubahan | Perubahan | Nilai Ln Odds | Probabilitas 
Bebas A Nilai Ln Odds Odds 
Variabel 
1 ILn Volume -0.064 tidak signifikan 
Impor 
2 |In Nilai Impor | 0.342 ND 1 ai “4 0.342 -8.938 0.0001 | 0.01Y6 
0.342 7.182 -2098 0.1227 |10.9396 
0.342 9234 T-o046 0.9550 |48.8596 
0.342 92682 |-0012 0.9883 | 49.7196 
0.342 93024  |o.022 1.0227 150.5696 
0039. |tidak signifikan 
-0.179 tidak signifikan 
-0.132 (tidak signifikan 
le var — |-0893 (tidak signifikan 
-0.043 — |tidak signifikan 
13 | Prioritas -0.127 tidak signifikan 
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Tabel 8: Ln Nilai Impor dan Nilai Impor (Rp) 


Ln Nilai Hampa Nilai Impor (Rp) 
485,165,195.41 


Analisis Pendukung: Statistik Deskriptif dan Analisis 
Tabulasi Silang (Crosstab) 


Berikut disajikan tampilan keluaran SPSS berupa Tabel 9 yang menyajikan 
statistik deskriptif dari data penelitian. 


Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS pada Tabel 9, terlihat bahwa 
rentang data sangat besar antara nilai maksimum dan nilai minimum, baik pada 
variabel nilai impor maupun volume impor. Jadi, dalam pengolahan data, Peneliti 
mentransformasi data ke dalam bentuk logaritma natural sehingga selisih antara 
nilai maksimum dan nilai minimum menjadi lebih kecil dan distribusi atau 
sebaran nilai dalam variabel tersebut lebih merata. Berikut ini adalah statistik 
deskriptif untuk data yang telah ditransformasi menjadi logaritma natural. 


Tabel 9: Statistika Deskriptif Volume Impor dan Nilai Impor 


N Range Minimum Maximum Sum Mean Kelana 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
vr 377 16157.0 1.0 16158.0 361316.0 958.398 94.9218 1843.0476 
NI 377 3.6E13 40551750.0 3.6E13 5.0E14 1.329E12 1.9507E11 3.7876E12 
Valid N 377 


(listwise) 


“Volume Impor “Nilai Impor 


Tabel 10: Statistika Deskriptif Logaritma Natural dari Volume Impor dan Nilai Impor 


N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
Ln VI? 377 9.6902 .0000 9.6902 5.419953 1061213 2.0605031 
Ln NP 377 13.708667 17.518090 31.226757 25.66205717 141074335 2.739168101 
Valid N 377 


(listwise) 


“Ln VI: Logaritma Natural dari Volume Impor ““Ln NI: Logaritma Natural dari Nilai Impor 
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Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 10, terlihat bahwa nilai range 
yang merupakan selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada 
kedua variabel, volume impor dan nilai impor, menjadi lebih kecil setelah 
ditransformasi menjadi logaritma natural. Nilai maksimum untuk logaritma 
natural volume impor adalah sebesar 9,6902 dan nilai minimum 0 sehingga nilai 
range-nya sebesar 9,6902. Nilai maksimum untuk logaritma natural nilai impor 
adalah sebesar 31,226757 dan nilai minimum 17,518090 sehingga nilai range-nya 
sebesar 13,708667. Hal ini yang menjadi alasan dalam pengolahan data dengan 
regresi logistik. Peneliti menggunakan data volume dan nilai impor yang telah 
ditransformasi dalam nilai logaritma natural. 


Statistik Deskriptif Data Penelitian 


Hubungan antara nilai temuan dan volume impor dapat diketahui dengan 
melakukan pengujian korelasi. Hasil pengujian korelasi pada Tabel 11 
menunjukkan bahwa korelasi antara nilai temuan dan volume impor adalah 
signifikan dan positif sebesar 0.333 dengan signifikansi 0.000. Pada data temuan 
yang telah dikategorikan menunjukkan hal yang sama dengan nilai yang lebih 
rendah yakni signifikan dengan nilai 0.259. Ini berarti terdapat hubungan yang 
berbanding lurus atau searah antarvariabel nilai temuan dan volume impor. 


Tabel 11: Korelasi Nilai Temuan dan Volume Impor 


In nil temuan D NT Ln VI 
Spearman's rho In nil temuan Correlation Coefficient 1.000 789" 333” 
Sig. (2-tailed) 1 .000 .000 
D NT Correlation Coefficient 789” 1.000 259” 
Sig. (2-tailed) .000 E .000 
Ln VI Correlation Coefficient 333” 259" 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 377 377 377 


“s, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Hasil pengujian korelasi pada Tabel 12 menunjukkan bahwa korelasi antara 
nilai temuan dan nilai impor adalah signifikan dan positif sebesar 0.354 dengan 
signifikansi 0.000. Untuk data temuan yang telah dikategorikan menunjukkan 
hal yang sama dengan nilai yang lebih kecil yakni signifikan dengan nilai 0.308. 
Ini berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus atau positif antara variabel 
nilai temuan dan volume impor. 


372 


AUDIT 


Hasil uji korelasi yang disajikan pada Tabel 13 menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0.879 dengan signifikansi 0.000 
antara variabel In volume impor dengan In nilai impor. Hal ini menjelaskan 
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara volume impor dengan nilai impor. 
Semakin besar volume impor maka akan semakin besar pula nilai impor. Temuan 
ini dapat menjelaskan mengapa variabel volume impor memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan pada model regresi logistik, yaitu korelasi yang kuat antara 
variabel volume impor dan nilai impor. 


Tabel 12: Korelasi Nilai Temuan dan Nilai Impor 


D NT 
In nil temuan (Besar&gt:— 500jt) Ln NI 
Spearman's rho In nil temuan Correlation Coefficient 1.000 789” 354" 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 
N 377 377 377 
DNT Correlation Coefficient 789” 1.000 308” 
(Besar&gt:- 500jt) Sig. (2-tailed) .000 : .000 
N 377 377 377 
Ln NI Correlation Coefficient 354" 308” 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 377 377 377 
“ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tabel 13: Korelasi Ln Volume Impor dan Ln Nilai Impor 
Ln VI Ln NI 
Spearman's rho Ln VI Correlation Coefficient 1.000 879” 
Sig. (1-tailed) . .000 
N 377 377 
Ln NI Correlation Coefficient 879" 1.000 
Sig. (1-tailed) .000 
N 377 377 


“# Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 


Analisis Tabulasi Silang 


Hasil pengolahan data profil risiko importir dan nilai temuan menggunakan 
chi-sguare tests menunjukkan nilai sebesar 8.529 dengan probabilitas signifikansi 
0.036. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan atau asosiasi antara profil 
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risiko importir dengan nilai temuan. Berdasarkan hasil chi-sguare test ditemukan 
bahwa terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara profil risiko dengan 
nilai temuan sebagaimana yang ditemukan pada pengolahan data dengan model 
regresi logistik. Namun, pada regresi logistik hasilnya tidak signifikan. 


Hasil pengolahan data atas variabel jenis importir dan variabel nilai temuan 
menggunakan chi-sguare tests menghasilkan nilai sebesar 0.119 dengan 
probabilitas signifikansi 0.730. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
atau asosiasi antara jenis importir dengan nilai temuan. Hasil ini sama atau 
mendukung hasil pengolahan data sebelumnya dengan regresi logistik. Hasil 
pengolahan data menggunakan chi-sguare tests menunjukkan nilai sebesar 0.448 
dengan probabilitas signifikansi 0.503. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan atau asosiasi antara pemberian fasilitas dengan nilai temuan. Hasil 
pengolahan data menggunakan chi-sguare tests menunjukkan nilai sebesar 
6.339 dengan probabilitas signifikansi 0.012. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan atau asosiasi antara jenis importir dengan nilai temuan. 


Tabel 14: Tabel Ringkasan Hasil Tabulasi Silang (Crosstabs) dan Chi-Sguare Tests 


Temuan 
KebaLamgan Pearson Chi-Sguare 0 1 Total 
Nilai stan Yo Jumlah vs Jumlah 

Jenis Importir 80.37Yo 303 19.63 Yo 74 gd 
IP (0) 0.119 0.730 57.03Y5 215 13.53Y5 51 266 
IU (1) 23.346 88 6.109 23 111 
Profil Importir 70.56Yo 266 29.44Yo 111 377 
LR (1) 38.205 144 20.16Y6 76 220 
MR (2) 8.529 0.036 13.79Y9 52 5.04Y9 19 71 
HR (3) 10.34Y6 39 2.92Y9 11 50 
VER (4) 8.22Y6 31 1.33Y9 5 36 
Fasilitas 198.94Yo 750 79.58Yo 300 1050 
Tidak Ada (0) 0.448 0.503 31.03Y5 117 14.06Y5 53 170 
Ada (1) 39.52Y9 149 15.385 58 207 
Prioritas 70.56Yo 266 29.44Yo 111 377 
Non-MITA (0) 6.339 0.012 57.82Y9 218 20.69 Yo 78 296 
MITA (1) 12.73Y9 48 8.75Yo 33 81 


Diolah dari Hasil Analisis Tabulasi Silang (Crosstabs) dan Chi-Sguare Tests pada SPSS 19 
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SIMPULAN DAN SARAN 


Simpulan 


Variabel bebas In nilai impor adalah variabel yang berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel nilai temuan audit sebagai variabel terikatnya 
dengan koefisien 0.342 dan signifikansi 0.001. Hal ini berarti setiap kenaikan 
1 (satu) unit variabel In nilai impor akan menyebabkan kenaikan In odds ratio 
nilai temuan sebesar 0.342.Variabel bebas lainnya, yakni variabel volume impor, 
variabel jenis impor (IU dan IP), variabel profil risiko importir, variabel fasilitas, 
dan variabel importir prioritas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikatnya, yaitu nilai temuan audit. 


Berdasarkan hasil simulasi perhitungan sebanyak enam kali dengan In nilai 
impor yang berbeda didapatkan bahwa pada In nilai impor yang tinggi, 
probabilitas akan lebih sensitif terhadap perubahan In nilai impor dibandingkan 
pada In nilai impor yang lebih rendah. Probabilitas temuan besar melebihi 5096 
ketika perubahan In nilai impor sebesar 27.2 unit atau setara dengan nilai 
impor sebesar Rp649.845.188.545,01. Semakin tinggi nilai impor semakin tinggi 
probabilitas nilai temuan audit besar. 


Hasil analisis pendukung, yakni analisis statistik deskriptif dan uji korelasi 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
variabel volume impor dan variabel nilai temuan audit. Hal ini berarti semakin 
besar volume impor semakin besar pula nilai temuan audit kepabeanan. 


Hasil analisis statistik deskriptif dan uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara nilai impor dan nilai temuan. Hal 
ini berarti semakin besar nilai impor semakin besar pula nilai temuan audit 
kepabeanan. Hasil analisis statistik deskriptif dan uji korelasi menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara volume impor 
dan nilai impor. Hal ini berarti semakin besar volume impor semakin besar pula 
nilai impor. Temuan ini menjelaskan penyebab mengapa variabel volume impor 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada model regresi logistik, yaitu 
adanya korelasi yang kuat antara variabel volume impor dan nilai impor. 

Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang dan uji chi-sguare untuk variabel 


berupa data kategori didapatkan bahwa variabel profil risiko importir dan 
variabel importir prioritas memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel 
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kategori nilai temuan audit kepabeanan. Nilai yang didapatkan untuk variabel 
profil risiko importir dan variabel importir prioritas secara berurutan 8.529 dan 
6.339 dan probabilitas signifikansi 0.036 dan 0.012. Variabel kategori lainnya, 
yakni: variabel jenis importir (IU dan IP) dan variabel fasilitas berdasarkan 
hasil analisis tabulasi silang dan uji chi-sguare menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan atau asosiasi antara kedua variabel tersebut dengan variabel nilai 
temuan audit kepabeanan. Hasil pengolahan data yakni hasil uji regresi logistik 
yang diperkuat analisis korelasi menunjukkan bahwa dalam penyusunan profil 
risiko bisa jadi belum memasukkan proporsi penilaian (scoring) yang tepat atas 
variabel-variabel pelanggaran khususnya terkait audit, volume impor, dan nilai 
impor. Dengan demikian, untuk saat ini profil importir belum dapat digunakan 
sebagai faktor pertimbangan dalam penentuan objek audit sampai dilakukan 
perbaikan atas profil importir tersebut. 


Saran 


Berdasarkan hasil penelitian atas transaksi kepabeanan 2011, 2012, dan 2013 
serta nilai temuan audit tahun 2013 sebanyak 377 importir diketahui bahwa 
variabel bebas selain nilai impor tidak berpengaruh signifikan pada nilai 
temuan audit sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar penentuan objek 
audit kepabeanan. 


Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat digeneralisasi harus 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rentang waktu yang lebih panjang 
dan penambahan variabel lain yang disarankan WCO sebagai pertimbangan 
kategori risiko tinggi. Adapun rencana penelitian lebih lanjut telah dijabarkan 
dalam Gantt chart penerapan hasil penelitian pada subbab solusi permasalahan. 
Hasil penelitian dapat diterapkan jika didukung oleh sistem yang memadai dan 
keinginan (political will) yang kuat. Hal ini tecermin dalam penyusunan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang dapat mengukur kualitas perencanaan audit yang 
dilakukan. 


Saat ini yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah dari sisi kuantitatif, 
yakni persentase Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yang ditindaklanjuti 
dengan Nomor Penugasan Audit (NPA) dan Surat Tugas (ST). Mengingat 
keterbatasan dalam pengukuran kinerja dari sisi kuantitatif maka perlu 
ditambahkan pengukuran dari sisi kualitas atas kinerja perencanaan audit. 
Dengan demikian, peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian terkait 
desain sistem yang mengakomodir pengukuran kualitas perencanaan audit. 
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Penambahan risiko yang belum teridentifikasi, yakni metode analisis yang 
kurang memadai dalam penyusunan DROA. Saat ini risiko terjadinya metode 
analisis yang kurang memadai belum teridentifikasi oleh Direktorat Audit 
sehingga risiko ini tidak dapat dikelola pada tahapan selanjutnya. Analisis yang 
digunakan oleh Direktorat Audit saat penelitian ini dilakukan adalah metode 
kualitatif berdasarkan pertimbangan profesional yang dikuantitatifkan. 


Saran penanganan atas risiko terjadinya metode analisis yang kurang memadai 
tersebut di atas adalah dengan memperkuat analisis risiko dengan metode 
analisis statistik menggunakan data historis sebagaimana yang dilakukan dalam 
penelitian ini. 


Pembuatan profil importir yang mengakomodir keperluan audit kepabeanan 
atau membuat profil importir yang dikhususkan dalam rangka penentuan objek 
audit. Perbaikan profil importir dapat dilakukan dengan melakukan penelitian 
lebih lanjut dengansimulasistatistikuntuk mendapatkan pembobotan yangtepat 
atas variabel-variabel seperti nilai impor, volume impor, historis pelanggaran 
khususnya temuan audit atau variabel lainnya dengan menggunakan sumber 
dari data historis kepabeanan dan memperhatikan pembobotan atau scoring 
yang berlaku saat ini. 


IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 


Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel untuk penentuan objek 
audit kepabeanan yang digunakan dalam penentuan objek audit kepabeanan 
secara umum atau general system. Informasi intelijen atau informasi lain yang 
bersifat kasuistik tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan yang terkait dengan 
kegiatan impor dari DJBC tahun 2011 s.d. 2013 untuk variabel bebas dan data 
temuan audit pada audit umum tahun 2013 sebagai variabel terikat. 


Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada variabel-variabel yang digunakan 
oleh WCO (2012) untuk menilai aktivitas kepabeanan yang berisiko tinggi dalam 
konteks Audit Kepabeanan (PCA) khususnya sebagian dari variabel yang menjadi 
pertimbangan pada manajemen risiko taktis dan manajemen risiko operasional 
yang terkait dengan kegiatan impor. Variabel-variabel dalam manajemen risiko 
strategis mengklasifikasikan sektor-sektor industri pada kategori risiko tinggi 
dengan menggunakan indikator seperti importasi yang bersifat strategis dari 
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industri yang menjadi perhatian nasional tidak digunakan dalam penelitian ini 
karena keterbatasan waktu penelitian. Untuk mendapatkan data alasan suatu 
perusahaan diaudit cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan 
waktu penelitian skripsi terbatas. 


Variabel-variabel dalam manajemen risiko taktis yang digunakan adalah volume 
impor, nilai impor, dan importir prioritas sedangkan variabel jenis barang 
impor dan importir yang pertama kali mengimpor (first time importer), tidak 
digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Jenis barang impor biasanya 
terdiri atas berbagai jenis barang sehingga sulit untuk diteliti dan dibutuhkan 
waktu yang panjang untuk meneliti satu per satu jenis barang. Variabel importir 
yang pertama kali mengimpor sulit didefinisikan dalam penelitian ini karena 
periode penelitian transaksi selama tiga tahun. 


Variabel dari manajemen risiko operasional yang digunakan adalah profil 
importir dan variabel program khusus yang diterapkan. Variabel lainnya tidak 
digunakan karena alasan keterbatasan waktu dan masalah kerahasiaan data. 
Misalnya, jumlah dan jenis barang serta variasi harga yang diimpor sangat 
beragam sehingga sulit untuk diteliti dan dibutuhkan waktu yang panjang. 
Selain itu, terdapat juga keterbatasan akses terkait kategori negara asal yang 
berisiko tinggi. 


Solusi Permasalahan 


Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis sebelumnya diketahui 
bahwa dalam penentuan objek audit DJBC sebaiknya mempertimbangkan nilai 
impor sebagai salah satu faktor dalam penentuan objek audit kepabeanan. 
Variabel bebas lainnya berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh 
signifikan pada temuan audit sehingga kurang relevan untuk digunakan sebagai 
faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan objek audit. 


Hasil penelitian terkait nilai impor sejalan dengan panduan dari WCO yang 
tertuang dalam Guidelines for Post-Clearance Audit yang menyatakan bahwa 
salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi transaksi 
atau kelompok transaksi yang berisiko tinggi adalah nilai impor. Hasil penelitian 
ini juga sejalan dengan hasil penelitian Purowoko (2004) yang menyatakan bahwa 
nilai impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai temuan audit. 


Hal yang cukup menarik adalah fenomena profil risiko importir yang tidak 
sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dikarenakan penyusunan profil risiko 
kurang mempertimbangkan risiko DJBC secara menyeluruh. Manajemen risiko 
dalam hal pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi antara tahap barang 
berada di kawasan pabean (clearance) dan setelah barang keluar dari kawasan 
pabean (post-clearance) juga dapat menjadi penyebabnya. 
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PEMANFAATAN DATA MINING 
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Dengan tren penegakan hukum DJP yang semakin meningkat, jumlah dan 
ukuran database penyidikan tindak pidana perpajakan juga semakin meningkat. 
Sementara itu, para penyidik dan manajemen subdirektorat penyidikan 
menghadapi masalah dengan banyaknya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 
yang tidak dapat mencapai status P-21 hingga mencapai masa daluwarsanya. 
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 
penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Metode yang 
digunakan penelitian ini adalah simulasi data mining terhadap data dalam 
database penyidikan melalui pemodelan pohon keputusan. Dari hasil pengujian 
didapat bahwa model terbaik yang terpilih memiliki nilai correctly classified 
instances 85,49, kappa statistic 0,7564, dan ROC Area 0,915. Berdasarkan model 
tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan adalah Tahun Sprindik, Kelompok Wilayah, UP3, 
Tempus, Jenis Kelamin Tersangka, Klasifikasi Kerugian Negara, dan Jenis Pajak. 


Kata kunci: penyidikan, tindak pidana perpajakan, data mining 
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PENDAHULUAN 


Penggelapan pajak adalah permasalahan di berbagai negara (Castr & Scartascini, 
2015) sehingga upaya meningkatkan kepatuhan adalah tujuan dari setiap 
institusi perpajakan. Pada dasarnya, setiap wajib pajak menghadapi trade off 
dalam pilihan yang menyangkut kepatuhan. Mereka bisa menghindari pajak 
untuk kepentingan pribadi atau menghadapi potential cost dari kemungkinan 
terdeteksi sehingga harus membayar pokok pajak ditambah sanksi (Allingham, 
1972). Berdasarkan model kepatuhan Allingham dan Sandmo (yang merupakan 
model standar bagi sebagian besar literatur), penggelapan pajak cenderung 
menurun jika expected penalty (ditentukan oleh besarnya sanksi dan kemungkinan 
tertangkap) meningkat. Dengan kata lain, peningkatan kepatuhan dapat 
ditempuh dengan peningkatan penegakan hukum pajak. 


Jumlah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum digalakkannya 
Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak menunjukkan tren yang semakin 
meningkat (Gambar 1). Bahkan pada tahun 2014 dan 2015, realisasi capaian IKU 
Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) mencapai 42 berkas 
perkara pada 2014 dan 65 buah berkas perkara pada 2015. 


Banyaknya jumlah kasus berbanding lurus dengan ukuran data penyidikan 
yang dimiliki. Dengan jumlah data yang semakin besar, sangat sulit untuk 
menganalisis data tersebut secara manual (Naik & Samant, 2016). Diperlukan 
data mining untuk mengolah data yang tersedia menjadi informasi yang 
berguna bagi pengambilan keputusan. Data mining adalah proses menemukan 
fakta yang menarik dari data besar yang tersimpan di database ataupun tempat 
penyimpanan informasi lainnya. Teknik data mining telah digunakan secara 
luas di bidang penegakan hukum, termasuk intelligent agents, link analysis, 
text mining, decision tree, self organizing maps, machine learning, dan neural 
networks (Mena, 2002). 
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Gambar 1: Capaian Kinerja Penyidikan 2007-2015 (berkas perkara) 
Sumber: Diolah dari buku tahunan DJP 


Berdasarkan penelitian internal Subdirektorat Penyidikan (2015), rata- 
rata penyelesaian suatu tindak pidana di bidang perpajakan dari mulai 
tanggal diterbitkan sprindik sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat 
pemberitahuan P-21 oleh kejaksaan adalah enam bulan. Berdasarkan database 
yang mengadministrasikan 500 buah berkas perkara dengan tempus mulai 
tahun 1995-2016, terdapat 45 buah berkas perkara yang dihentikan dengan 
berbagai sebab. Penghentian akibat daluwarsa penuntutan sendiri merupakan 
penyebab terbanyak yakni sebesar 3196 (14 dari 45 buah berkas). Jumlah dan 
jenis penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilihat 
pada Gambar 2. 


Penghentian Penyidikan TPP 
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M44B 


Gambar 2: Penghentian Penyidikan TPP Tempus Tahun 1996-2016 
Sumber: Diolah dari Database Penyidikan 
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Peneliti ingin membahas penggunaan data mining untuk mengetahui faktor 
yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana perpajakan. Penelitian bertujuan 
untuk menemukan perbedaan waktu penyelesaian sprindik (P-21). Terdapat 
sprindik dapat diselesaikan (P-21) dengan cepat dan ada juga yang membutuhkan 
waktu relatif lama bahkan melampaui masa daluwarsa penuntutannya. 


Objek penelitian adalah data surat perintah penyidikan (sprindik) pada Subdit 
Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum DJP yang memiliki tempus mulai 
tahun 1995 s.d. 2016 (per 9 September 2016). Dalam menyelesaikan data mining 
penelitian ini, penulis akan menggunakan standar CRISP-DM. Standar ini terdiri 
atas enam tahapan yakni Business Understanding, Data Understanding, Data 
Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. 


Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana model klasifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan?: 2) Bagaimana akurasi model 
klasifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan?: dan 3) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan? 


KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 


Penyidikan dan Ketentuan Tindak Pidana di Bidang 
Perpajakan 


KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang diatur 
dalam Undang-Undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya (Sekretariat Negara, 1981). Menurut Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. Tindak pidana di bidang perpajakan sendiri adalah segala 
perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU 
perpajakan. 
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Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (DJP, 
2009). Dengan self assessment, DJP memberikan hak sekaligus kewajiban kepada 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban 
perpajakannya. Sistem self assessment memiliki konsekuensi timbulnya potensi 
bagi wajib pajak, baik karena kealpaannya maupun karena sengaja, untuk 
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk memastikan terlaksananya 
pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah perlu menerapkan ketentuan- 
ketentuan pidana di bidang perpajakan. 


Ditinjau dari tujuan pidananya, pasal-pasal pidana yang termuat dalam Undang- 
Undang Perpajakan secara absolut dimaksudkan untuk memenuhi bunyi 
undang-undangnya dan secara relatif lebih dimaksudkan untuk menciptakan 
deterrent effect (efek penggentar) dan melakukan koreksi terhadap pelanggar 
ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak yang bersangkutan dapat menjadi 
lebih baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam hal terjadi tindak pidana 
di bidang perpajakan, UU KUP memberikan wewenang kepada PPNS DJP untuk 
melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 UU KUP, sebagaimana 
dimaksud dalam KUHAP yang berlaku. Sumber hukum formil pidana pajak 
terdiri atas Undang-Undang Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), dan KUHAP. 


Wewenang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 


Dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, UU KUP hanya 
memberikan wewenang kepada PPNS DJP untuk melakukan penyidikan. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di 
lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana 
di bidang perpajakan. Di samping itu, ada juga Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
SE-001/J.A/5/2000 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang 
perpajakan yang antara lain menyebutkan bahwa kasus-kasus menyangkut 
masalah perpajakan pada dasarnya akan diselesaikan oleh aparat DJP melalui 
prosedur teknis perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
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Data Mining 


Data mining, dalam definisi yang sederhana adalah menemukan pola yang 
berguna dalam data. Data mining juga merujuk pada penemuan pengetahuan, 
machine learning, dan analisis prediksi (McCue, 2015b). Dalam literatur lain 
disebutkan definisi data mining adalah the extraction of hidden predictive 
information from large database (Tuanakotta, 2006). Menurut Tuanakotta, 
dengan database yang cukup besar dan bermutu baik, data mining memberikan 
peluang dalam investigasi melalui kemampuan automated prediction of trends 
and behaviors dan automated discovery of previously unknown patterns. 


Data mining terdiri atas lima unsur besar, yakni: (a) menyarikan, mengubah, 
dan mengirimkan data transaksi ke data warehouse system, (b) menyimpan 
dan mengelola data, (c) memberikan data access kepada business analysts dan 
information technology professionals termasuk investigator dan computer financial 
specialist, (d) menganalisis data dengan perangkat lunak aplikasi, dan (e) 
menyajikan informasi dalam format yang tepat guna seperti gambar. 


Pertimbangan Pemilihan Model 


Tahap keempat dalam model CRISP-DM, modeling, peneliti perlu memilih satu 
model terbaik dari sekian model decision tree yang telah dibuat melalui software. 
Dalam penelitian ini, untuk menentukan model terbaik, peneliti menggunakan 
beberapa parameter yaitu kesederhanaan, akurasi, dan kelengkapan atribut. 


Penelitian Terdahulu 


Penelitian mengenai pemanfaatan data mining di bidang penyidikan atau 
penegakan hukum di luar negeri telah banyak dilakukan. Volume data kriminal 
yang tinggi dan kompleksitas hubungan antardata tersebut adalah alasan teknik 
data mining digunakan dalam bidang penyidikan (Key- vanpour, Javideh, & Reza, 
2011). Meskipun demikian, khusus untuk pemanfaatan data mining di bidang 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan belum penulis jumpai. 


Penelitian Keyvanpour, et al. (2011) menyatakan bahwa pendekatan data mining 
adalah alat yang sangat berguna yang dapat membantu dan mendukung 
upaya kepolisian. Penelitian ini menerapkan pendekatan sistematis dengan 
menggunakan SOM dan MLP neural networks untuk mengklasifikasikan 
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data tindak kejahatan. Komponen utama yang digunakan dalam proses 
analisis ada dua yaitu crime variables dan crime matching. Crime Variables yang 
digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam tiga kelompok: a) spatio- 
temporal crime variables (tempat dan waktu kejadian perkara), b) crime natural 
specifications (karakteristik tempat kejadian perkara dan pola pelaku), dan 
c) offender profiles (usia, jenis kelamin, dll.) (Keyvanpour, et al.,2011). 


Penelitian lain yang menggunakan model CRISP-DM ini meneliti bagaimana 
teknik data mining dapat membantu pemantauan kinerja investigator di 
TKP sehingga dapat ditemukan informasi tersembunyi yang menghasilkan 
keunggulan bagiorganisasi. Catatan aktivitas yangdigunakansebagai input untuk 
dimanipulasi meliputi waktu, hari, dan tanggal kedatangan serta penyelesaian 
tim, sampel forensik yang dikumpulkan: serta hasil pemeriksaan forensik 
(Adderley, Townsley, & Bond, 2007). Penelitian lain menggunakan Artificial Neural 
Network and Machine Learning Algorithm untuk mendeteksi aktivitas fraud dalam 
perpajakan (Okoro, F.M., Oshoiribhor E. O., 2016). 


Penelitian di bidang penyidikan di Indonesia yang ditemukan menggunakan 
metode wawancara. Penelitian Suryaningsih (2013) menyimpulkan bahwa faktor 
yang memengaruhi penyelidikantindak pidana di Sinjai adalah faktor regulasi, 
sumber daya penegak hukum, anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang 
memadai. Penelitian Muzakky (2005) pada Polwiltabes Semarang menyimpulkan 
bahwa faktor yang memengaruhi tindak pidana ini adalah karena anggaran yang 
terbatas serta kurangnya profesionalisme polisi. Sementara penelitian Z. Lukum 
(2013) pada Polres Gorontalo menyebutkan faktor SDM yang belum memadai, 
sarana dan prasarana yang belum lengkap, serta koordinasi antarpenyidik 
adalah penghambat efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika. 


METODOLOGI PENELITIAN 


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
nonkausal non-studi kasus. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan sebab 
akibat, tetapi mencari faktor-faktor yang berpengaruh melalui pengolahan 
data yang ada. Sedangkan maksud penelitian non-studi kasus adalah karena 
penelitian ini bersifat umum dan datanya berasal dari penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan seluruh Indonesia, sehingga bukan merupakan penelitian 
studi kasus di wilayah tertentu. 
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Objek penelitian adalah data yang dimiliki oleh Subdirektorat Penyidikan 
Direktorat Penegakan Hukum DJP. Pokok permasalahan dirumuskan dari fakta 
bahwa masih banyak dijumpai sprindik outstanding dengan status daluwarsa 
penuntutan. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah penghentian penyidikan 
mencapai 45 sprindik dari total 500 sprindik di database. Ini berarti penyidikan 
yang tidak dapat diproses hingga P-21 mencapai 99. Jumlah tersebut belum 
termasuk sprindik dengan tahun penerbitan mendekati 2006 yang sebentar lagi 
akan daluwarsa. 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara. Data 
sekunder yang digunakan adalah hasil olahan data dari aplikasi penyidikan, 
jurnal, buku, peraturan perpajakan di Indonesia mengenai penyidikan, dan 
literatur lain yang terkait. 


Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan kerangka model CRISP-DM 
(Gambar 3) yang diawali dengan pemahaman proses bisnis, pemahaman data, 
persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. 
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Gambar 3: Model CRISP-DM 


Sumber: Data Mining and Predictive Analysis (Second Edition) (McCue, 2015a) 


Di tahap modeling peneliti menggunakan bantuan software WEKA 3.6.11 
untuk menentukan pemodelan decision tree yang menunjukkan hasil faktor 
apa saja yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. Selanjutnya, di tahap evaluasi, peneliti meminta konfirmasi 
melalui metode wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini 
akan didiskusikan dengan pihak Subdirektorat Penyidikan selaku manajer unit 
pelaksana penyidikan pajak untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam proses 
pengambilan kebijakan terkait penyidikan selanjutnya. 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 


Dalam melakukan analisis penggalian data, keberadaan sebuah proses umum 
sangatlah bermanfaat (Olson & Shi, 2007). Peneliti, dalam pengolahan data 
mining-nya, menggunakan standar Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM) yang telah banyak digunakan dalam penelitian penggalian 
data. CRISP-DM adalah standar yang dikembangkan berdasarkan pengalaman 
langsung para praktisi (McCue, 2015c). Standar ini dijabarkan ke dalam enam 
langkah berikut. 


1. Business Understanding 


Tahap pemahaman bisnis memiliki beberapa elemen penting yang bertujuan 
untuk mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian data mining 
tersebut (Olson dan Yong, 2008). Bagian ini meliputi pemahaman tujuan bisnis, 
penilaian situasi terkini, penetapan tujuan data mining, dan pengembangan 
rencana proyek. Tahapan penting dalam proses pemahamanbisnis adalah dengan 
memahami tujuan yang ingin dicapai. Sebagai bagian dari DJP, Subdirektorat 
Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum memiliki tujuan yang sejalan dengan 
visi misi DJP. 

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, diketahui bahwa program 
pengampunan berdampak signifikan bagi kinerja PPNS. Pasca berlakunya UU 
Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Instruksi Ins-07/ 
PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan 
dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak. Dengan surat ini, Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan 
Direktur Penegakan Hukum dan Para Kepala Kantor Wilayah DJP untuk tidak 
menerbitkan Surat Permintaan Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti 
Permulaan, Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat 
Perintah Penyidikan Baru sejak instruksi ini diterbitkan sampai dengan 31 
Maret 2017. 


Penggunaan teknik data mining diharapkan dapat membantu ditemukannya 
model faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan. Model tersebut digunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan bagi manajemen dalam menyusun kebijakan terkait penyidikan, 
sehingga semua kasus yang telah diterbitkan surat perintah penyidikannya 
dapat diselesaikan dengan baik. Dengan model ini, diharapkan manajemen DJP 
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memiliki gambaran faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyelesaian 
penyidikan. 


Peneliti melakukan data mining dengan sepenuhnya mengikuti tahapan CRISP- 
DM. Jenis masalah dalam data mining dibedakan menjadi empat kategori: 
klasifikasi, prediksi, asosiasi, dan deteksi (Bose & Mahapatra, 2001). Masalah dalam 
penelitian ini adalah klasifikasi. Untuk memecahkan masalah klasifikasi, peneliti 
menggunakan algoritma decision tree (J48) untuk mencari model faktor-faktor 
yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
Untuk mempermudah pengolahan data, peneliti menggunakan software Weka 
versi 3.6.11. Pemilihan model yang ada dilakukan dengan mempertimbangkan 
aspek kesederhanaan akurasi dan kelengkapan atribut yang muncul pada model. 


2. Data Preparation 


Olson dan Yong (2008) menyatakan bahwa tujuan dari prapengolahan data 
adalah merapikan data terpilih untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. 
Sumber data tersebut perlu diseleksi, dibersihkan, dibangun, dan dibentuk 
ke dalam wujud yang dikehendaki. Senada dengan Olson dan Yong, menurut 
Conolly dan Begg (2005), lingkup kerja dalam persiapan data meliputi pemilihan 
data, pembersihan data, dan konstruk data. 


Tabel 1: Atribut Data Mining 


No Atribut Modifikasi/Murni 

1. | UP3 Murni 

2. | Kelompok Wilayah Modifikasi, berdasarkan adanya kemungkinan perbedaan wilayah 
memberikan perbedaan karakter orang-orang yang terlibat dalam 
penyidikan, seperti Polda, Kejati, tersangka, serta PPNS-nya. 

3. Jenis WP Modffikasi, terdiri atas klasifikasi umum jenis WP: Orang Pribadi, 
Bendaharawan, dan Badan 

4. 1 Jenis Kelamin Tersangka | Modifikasi 

5. | Kerugian Negara (LK) Murni yang diolah dengan skala (akan dijelaskan kemudian) 

6. | Modus Murni 

7. | Jenis Pajak Murni 

8. | Tempus Murni 

9. | Lama Tempus Modifikasi dari Tempus yang sering lebih dari 1 tahun/masa pajak 

10. | Durasi Penyidikan Modffikasi dari Tanggal Mulai Penerbitan Sprindik s.d. Tanggal 
dikeluarkannya P-21/44B/44A 

11. | Tahun Sprindik Murni 

12. | Status Murni 
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Sumber: Rencana data penelitian 
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Pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan data-data yang tidak dapat 
digunakan seperti data berulang dan data kosong. Dari hasil pembersihan data 
diperoleh 500 instances yang artinya berisi 500 data Surat Perintah Penyidikan 
yang pernah dikeluarkan DJP sejak tahun 1998 s.d. 2016. Konstruk data, 
dilakukan untuk menyamakan jenis data di masing-masing atribut sebagaimana 
tercantum pada Tabel 1. Beberapa atribut seperti nilai kerugian negara dan 
durasi penyidikan juga perlu diolah karena memiliki perbedaan yang signifikan 
antara satu sama lain. Pengolahan ini sebelumnya telah didiskusikan dengan 
expert atau pihak yang berwenang di Subdirektorat Penyidikan. Kegiatan 
konstruk data untuk masing-masing atribut adalah sebagai berikut. 


Tabel 2: Rincian Atribut Kelompok Wilayah 


Konstruk Data | Jumlah UP3 

Bali Nusra 12 Kanwil DJP Bali, Kanwil DJP Nusa Tenggara 

Jakarta 71 Kanwil DJP Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta 
Selatan I, Jakarta Selatan II, WP Khusus, WP Besar 

Jawa 114 Kanwil DJP Jawa Barat I, Jawa Barat II, Jawa Barat III, Jawa Tengah I, Jawa Tengah 
II, Jawa Timur I, awa Timur II, Jawa Timur III, DIY, Banten 

Kalimantan 7 Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan 
Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Barat 

Kantor Pusat 223 Direktorat Penegakan Hukum 

Papua Maluku 3 Kanwil DJP Papua dan Maluku 

Sulawesi 7 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, 
Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 

Sumatera 63 Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Sumatera Utara II, 
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung, Kanwil DJP Riau, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 


Sumber: Rencana data penelitian 


3. Pemodelan 


Olson dan Yong (2008) menyatakan bahwa pembuatan model data adalah tahap 
di mana perangkat lunak data mining digunakan untuk memproduksi hasil 
untuk berbagai situasi. Dalam tahap modeling ada beberapa kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu memilih teknik pemodelan, memilih parameter pemodelan, dan 
menilai model yang dibuat (Raharja, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik 
pemodelan klasifikasi dengan algoritma decision tree yang disediakan software 
Weka versi 3.6.11. Berikut ini adalah ulasan pembentukan sembilan model dan 
tahapan pemilihan model yang dilakukan peneliti. 


Model 1 


Pohon keputusan pada model pertama dibentuk tanpa menggunakan fitur 
pemangkasan. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengatur fitur 
unpruned pada Weka menjadi “true”, mengubah nilai confidence factor dari 0,25 
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menjadi 1, dan mengubah nilai MinNumObj dan NumFolds menjadi 10. Parameter 
selain yang disebutkan tadi tetap menggunakan pengaturan default dari 
algoritma J48 dalam aplikasi Weka. Nilai rata-rata tertimbang ROC Area-nya dari 
tiga klasifikasi sebesar 0,908 yang berarti hasil prediksi Model 1 pada kategori 
good classification. Terdapat empat atribut yang muncul dalam pohon keputusan, 
yaitu atribut Tahun Sprindik, Kelompok Wilayah, UP3, dan Modus. Ringkasan 
hasil Model 1 disajikan dalam Tabel 3. 


Tabel 3: Ringkasan Hasil Model 1 


Indikator 
Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 
2. Size of tree 
Akurasi 
1. Correctly classified instances 
2. Kappa statistic 
3. ROC Area 
Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Model 2 


Pohon keputusan pada Model 2 telah memanfaatkan fitur pemangkasan 
(pruning). Metode pemangkasan yang digunakan adalah pre-pruning. Langkah 
yang dilakukan untuk melakukan pre-pruning adalah dengan mengubah-ubah 
parameter MinNumObj. Nilainya untuk Model 2 adalah 20. Nilai confidence 
factor diubah dari 0,25 menjadi 0,95. Selain itu, NumFolds diubah menjadi 10. 
Parameter lainnya dibiarkan sebagaimana pengaturan dari algoritma J48 pada 
software Weka. 


Nilai rata-rata tertimbang ROC Area Model 2 sebesar 0,888 yang berarti hasil 
prediksi Model 2 pada kategori good classification. Secara umum Model 2 
memiliki kesederhanaan model yang lebih baik daripada model unpruned. Akan 
tetapi, tingkat akurasinya sedikit lebih rendah bila dibanding Model 1. Dari 
hasil visualisasi pohon keputusan, terdapat empat atribut yang muncul dalam 
model ini yaitu Tahun Sprindik, UP3, Klasifikasi Kerugian Negara, dan Tempus. 
Ringkasan hasil Model 2 dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4: Ringkasan Hasil Model 2 


———————— ndikator — ”” | Model2 


Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 
2. Size of tree 


Akurasi 
1. Correctly classified instances 
2. Kappa statistic 

3. ROC Area 


Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Model 3 


Seperti halnya Model 2, pohon keputusan pada Model 3 dibentuk dengan 
memanfaatkan fitur pemangkasan (pruning). Metode pemangkasan yang 
digunakan adalah pre-pruning. Langkah yang dilakukan untuk melakukan pre- 
pruning adalah dengan mengubah-ubah parameter MinNumOhj. Nilainya untuk 
Model 3 ditingkatkan dari 20 menjadi 50. Nilai confidence factor diubah dari 
0,25 menjadi 0,95. Selain itu, NumFolds diubah menjadi 10. Parameter lainnya 
dibiarkan sebagaimana pengaturan dari algoritma J48 pada software Weka. Nilai 
rata-rata tertimbang ROC Area Model 3 sebesar 0,824, yang berarti hasil prediksi 
Model 3 pada kategori good classification. Ringkasan hasil Model 3 dapat dilihat 
pada Tabel 5. 


Tabel 5: Ringkasan Hasil Model 3 


Indikator 
Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 
2. Size of tree 
Akurasi 
1. Correctly classified instances 
2. Kappa statistic 
3. ROC Area 
Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Secara umum Model 3 memiliki kesederhanaan model yang paling baik 
dibandingkan kedua model sebelumnya. Akan tetapi, tingkat akurasinya justru 


397 


GAGASAN MILENIAL UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 


paling kecil, bahkan nilai kappa statistic-nya berada di bawah 0,5. Pohon 
keputusan yang kecil berdampak pada jumlah atribut yang muncul juga sedikit. 
Hanya ada dua atribut yang muncul dalam pohon keputusan ini yakni Tahun 
Sprindik dan Kelompok Wilayah. 


Model 4 


Sebagaimana Model 2 dan 3, pohon keputusan pada Model 4 dibentuk dengan 
memanfaatkan fitur pemangkasan. Bedanya, metode pemangkasan yang 
digunakan adalah post-pruning. Langkah yang diperlukan untuk melakukan post 
pruning adalah dengan mengubah parameter confidence factor. Nilai confidence 
factor pada model ini diturunkan menjadi 0,75. Nilai minNumObj diubah menjadi 
2 sesuai dengan pengaturan software Weka. Selain itu, NumFolds diubah menjadi 
10. Parameter lainnya dibiarkan sesuai dengan pengaturan dari algoritma J48 
pada aplikasi Weka. 


Tabel 6: Ringkasan Hasil Model 4 


Indikator 


Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 121 
2. Size of tree 149 

Akurasi 
1. Correctly classified instances 
2. Kappa statistic 
3. ROC Area 
Kelengkapan 

1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Nilai rata-rata tertimbang ROC Area Model 4 sebesar 0,903 yang berarti hasil 
prediksi Model 4 pada kategori good classification. Secara umum Model 4 
memiliki kesederhanaan model yang lebih buruk daripada model unpruned. 
Jumlah leaves dan ukuran tree-nya semakin banyak. Akan tetapi, tingkat 
akurasinya semakin meningkat bila dibandingkan dengan Model 1. Oleh karena 
itu, peneliti masih perlu mencoba kemungkinan post-pruning lainnya untuk 
menghasilkan pohon keputusan yang lebih sederhana. Model 4 menghasilkan 
pohon keputusan dengan empat atribut yakni Tahun Sprindik, Klasifikasi 
Kerugian Negara, UP3, dan Klasifikasi Durasi. Ringkasan hasil Model 4 dapat 
dilihat pada Tabel 6. 
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Model 5 


Pohon keputusan pada Model 5 memanfaatkan fitur pemangkasan dengan metode post- 
pruning. Langkah yang diperlukan untuk melakukan post-pruning adalah mengubah- 
ubah parameter confidence factor. Kali ini confidence factor-nya diturunkan menjadi 
0,5. Nilai minNumObj diubah menjadi 2 sesuai dengan default dari software Weka. Selain 
itu, NumFolds diubah menjadi 10, sedangkan parameter lainnya mengikuti pengaturan 
dari algoritma J48 pada aplikasi Weka. 


Guna mengatur tingkat akurasi, Model 5 menggunakan 10 fold cross validation. 
Jumlah leaves yang dibentuk pada Model 5 sebanyak 67 dan ukuran tree sebesar 
87. Model ini masih memiliki ukuran leaves dan tree relatif besar. Nilai correctly 
classified instance sebesar 85,4 persen sehingga mampu mengklasifikasikan 
427 instances dengan tepat. Nilai kappa statistic-nya sebesar 0,7564 yang 
berarti memiliki konsistensi pengukuran pada kategori substantial agreement. 
Nilai rata-rata tertimbang ROC Area Model 5 sebesar 0,915 yang berarti hasil 
prediksinya pada kategori good classification. 


Secara umum, Model 5 lebih sederhana dibandingkan Model 3 dan 4. Selain 
itu, nilai akurasinya adalah yang tertinggi dari kelima pengujian yang telah 
dilakukan. Model 5 bahkan mampu menghasilkan pohon keputusan yang 
menampilkan tujuh atribut yakni Tahun Sprindik, Wilayah, UP3, Tempus, Jenis 
Kelamin Tersangka, Klasifikasi Kerugian Negara, dan Jenis Pajak. Ringkasan 
hasil Model 5 dapat dilihat pada Tabel 7. 


Tabel 7: Ringkasan Hasil Model 5 


Indikator Model 5 

Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 
2. Size of tree 

Akurasi 
1. Correctiy classified instances 
2. Kappa statistic 
3. ROC Area 
Kelengkapan 

1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 
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Model 6 

Pohon keputusan pada Model 6 dibentuk dengan memanfaatkan fitur 
pemangkasan dengan metode post-pruning. Langkah yang diperlukan adalah 
mengubah-ubah parameter confidence factor. Confidence factor untuk model 6 
diturunkan menjadi 0,35. Nilai minNumObj diubah menjadi 2. Selain itu, NumFolds 
diubah menjadi 10, sedangkan parameter lainnya mengikuti pengaturan dari 
algoritma J48 pada aplikasi Weka. Nilai rata-rata tertimbang ROC Area Model 6 
sebesar 0,911 yang berarti hasil prediksi Model 6 pada kategori good classification. 


Secara umum, Model 6 menghasilkan kesederhanaan model yang lebih baik 
dari Model 4 dan 5. Akan tetapi, nilai akurasinya belum mampu melampaui nilai 
akurasi Model 5. Pohon keputusan model ini menampilkan tiga jenis atribut, 
yakni Tahun Sprindik, Kelompok Wilayah, dan Tempus. 


Tabel 8: Ringkasan Hasil Model 6 


Indikator | Model 6 
Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 56 
2. Size of tree 73 
Akurasi 
1. Correctly classified instances 84,8 
2. Kappa statistic 0,7481 
3. ROC Area 0,911 
Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 3 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Model 7 

Pohonkeputusan padaModel 7 memanfaatkanfitur pemangkasan dengan metode 
post-pruning. Langkah yang diperlukan adalah mengubah-ubah parameter 
confidence factor. Kali ini confidence factor-nya diturunkan menjadi 0,2. Nilai 
minNumOhj diubah menjadi 2 sesuai dengan default dari software Weka. Selain 
itu, NumFolds diubah menjadi 10, sedangkan parameter lainnya mengikuti 
pengaturan dari algoritma J48 pada aplikasi Weka. Nilai rata-rata tertimbang 
ROC Area Model 7 sebesar 0,905 yang berarti hasil prediksi Model 7 pada kategori 
good classification. Secara umum, Model 7 menghasilkan kesederhanaan model 
yang lebih baik dibandingkan keempat model yang memanfaatkan fitur post- 
pruning. Akan tetapi, nilai akurasinya belum melampaui Model 5. Hanya tiga 
atribut yang muncul dalam pohon keputusan model ini yakni Tahun Sprindik, 
UP3, dan Tempus. 
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Tabel 9: Ringkasan Hasil Model 7 


Model 7 


Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 
2. Size of tree 


Akurasi 


1. Correctly classified instances 82,8 
2. Kappa statistic 0,7113 
3. ROC Area 0,905 


Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Model 8 


Pohon keputusan pada Model 8 dibentuk menggunakan fitur pemangkasan 
pre-pruning. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengubah parameter 
MinNumObj menjadi 100. Nilai confidence factor diubah dari 0,25 menjadi 
0,95. Selain itu, NumFolds diubah menjadi 10. Parameter lainnya dibiarkan 
sesuai dengan pengaturan dari algoritma J48 pada software Weka. Nilai rata- 
rata tertimbang ROC Area sebesar 0,708 yang berarti hasil prediksi Model 8 
berada pada kategori good classification. Secara umum, Model 8 memiliki 
kesederhanaan model paling baik dibandingkan ketujuh model sebelumnya. 
Sebaliknya, nilai akurasinya adalah yang terburuk dibanding dengan ketujuh 
model sebelumnya. Selain itu, hanya ada satu jenis atribut yang muncul dalam 
pohon keputusannya, yakni atribut Tahun Sprindik. 


Tabel 10: Ringkasan Hasil Model 8 


Indikator 
Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 

2. Size of tree 


Akurasi 
1. Correctly classified instances 
2. Kappa statistic 

3. ROC Area 


Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 
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Model 9 


Pohon keputusan pada Model 9 juga dibentuk dengan menggunakan fitur 
pemangkasan pre-pruning. Langkah yang dilakukan untuk melakukan pre- 
pruning model ini adalah dengan mengubah parameter MinNumObj menjadi 
200. Nilai confidence factor diubah dari 0,25 menjadi 0,95. Selain itu, NumFolds 
diubah menjadi 10. 


Nilai rata-rata tertimbang ROC Area sebesar 0,649 yang berarti hasil prediksi 
Model 9 berada pada kategorigood classification. Secaraumum, Model 9 memiliki 
model paling sederhana, tetapi sebaliknya, nilai akurasinya sangat rendah. Hanya 
ada satu atribut yang muncul dalam visualisasi pohon keputusan model ini yakni 
Tahun Sprindik. Ringkasan hasil Model 9 disajikan dalam Tabel 11. 


Tabel 11: Ringkasan Hasil Model 9 


Indikator | Model 9 
Kesederhanaan Model 
1. Number of leaves 2 
2. Size of tree 3 
Akurasi 
1. Correctiy classified instances 58 
2. Kappa statistic 0,2834 
3. ROC Area 0,649 
Kelengkapan 
1. Jumlah atribut yang muncul 1 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Pemilihan Model 


Setelah menyusun kesembilan model di atas, langkah selanjutnya adalah memilih 
model yang terbaik. Pemilihannya didasarkan atas indikator kesederhanaan 
model, tingkat akurasi, dan jumlah atribut yang muncul. Kesederhanaan decision 
tree digunakan agar model yang dibuat mudah untuk dibaca dan dipahami. Selain 
itu, model yang terpilih harus memiliki tingkat akurasi terbaik dan menampilkan 
sebanyak mungkin atribut yang muncul di decision tree. Akan tetapi, yang perlu 
ditekankan adalah, bahwa atribut-atribut tersebut harus dapat dijelaskan dengan 
baik dan memiliki relevansi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal 
terdapat kondisi di mana salah satu model lebih unggul dari sisi kesederhanaannya 
sedangkan model lainnya lebih unggul dari sisi tingkat akurasinya, maka peneliti 
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lebih mengutamakan tingkat akurasi lebih dahulu dibandingkan kesederhanaan, 
karena pada dasarnya kinerja model klasifikasi bergantung pada jumlah objek yang 
mampu diprediksi dengan benar (Goronescu, 2011). 


Kesederhanaan dapat dilihat dari indikator number of leaves dan size of tree, 
sedangkan tingkat akurasi dapat dilihat dari nilai correctly classified instances, 
kappa statistic, dan ROC Area. Ringkasan hasil pemodelan 1 hingga 9 tersaji pada 
Tabel 12. 


Apabila number of leaves semakin besar maka semakin banyak daun yang terdapat 
pada pohon keputusan dan apabila size of tree semakin besar maka semakin 
banyak daun dan cabang yang terdapat pada pohon keputusan. Jika number of 
leaves dan size of tree semakin besar maka kemungkinan akan kesulitan membaca 
dan menginterpretasikan pohon keputusan. Oleh karena itu, sebisa mungkin 
model yang dipilih adalah model dengan number of leaves dan size of tree yang 
kecil, tetapi dengan tetap mempertimbangkan substansi dari model keputusan itu 
sendiri. Penting juga melihat atribut apa saja yang keluar dalam visualisasi pohon 
keputusan. Meskipun ukurannya besar, dimungkinkan number of leaves dan size 
of tree berasal dari beberapa atribut saja yang memang berpengaruh signifikan 
dalam klasifikasi. 


Tabel 12: Ringkasan Hasil Pemodelan 1-9 


antika dial dkababa 
confidenceFactor 1 0,95 0,95 0, sa 0, 38 0, as 
minNumObj 10 20 50 100 
unpruned TRUE FALSE | FALSE Pa Linen Sai AE FALSE 
Indikator Mens en Ten Ka isa kesana | 
Kesederhanaan 
Model 


1. Number of leaves 

2. Size of tree 
Akurasi 

1. Correctly 

classified instances 

2. Kappa statistic 

3. ROC Area 


0,7016 | 0,6447 | 0,4972 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Receiver Operating Characteristic (ROC) adalah suatu teknik untuk mengevaluasi 
dan memvisualisasi pengklasifikasi berdasarkan performance (Fawcett, 2006). 
Manfaat dari grafik ROC tersebut adalah untuk melihat trade-off antara true 
positive pada sumbu Y dan false positive pada sumbu X. 
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Grafik tersebut akan membentuk suatu kurva di mana ketepatan keseluruhan 
uji berada di bawah kurva ROC atau yang sering disebut ROC Area. ROC Area 
diukur dalam skala 0-1. Semakin tinggi nilai ROC Area maka semakin tinggi 
tingkat ketepatan model yang dibentuk. 


Dari Tabel 12, apabila kita urutkan berdasarkan tingkat kesederhanaan, tingkat 
akurasi, dan jumlah kelengkapan atribut, maka diperoleh pemeringkatan model 
sebagaimana tercantum dalam Tabel 13. 


Tabel 13: Peringkat Model 1-9 


Model 

Terbaik 
———AeEr 

1 (skor 13 


7 (skor 15) 


Te aa DA 
ee 23 da — 
1 3 (skor 17) 
5 8 (skor 18 
| 4 Il SN 


Sumber: Diolah oleh peneliti dari software Weka 


Berdasarkan Tabel 12, dapat kita lihat bahwa meskipun model 9, 8, dan 3 
merupakan model pohon keputusan paling sederhana, tetapi nilai correctly 
classified instances-nya berada di bawah 8096 sehingga dikhawatirkan pohon 
keputusan tidak dapat mewakili sebagian besar kondisi sebenarnya. Nilai 
correctly classified instances menjadi penting karena jumlah instances 
dalam dataset ini hanya 500 buah sprindik. Sehingga, setiap instance yang 
diklasifikasikan dengan benar (correctly classified instances) adalah suatu hal 
yang signifikan. 


Nilai correctly classified instances tertinggi diperoleh Model 5 dengan 85,44, 
sedangkan yang terendah diperoleh Model 9 dengan 5896. Kesembilan model 
yang dibentuk sebenarnya memiliki nilai correctly classified yang cukup tinggi 
(di atas 5096). Selaras dengan nilai correctly classified instances, untuk kappa 
statistic tertinggi dimiliki Model 5 dengan 0,7564, sedangkan yang terendah 
dimiliki Model 9 dengan 0,2834. Secara umum, dari kesembilan model, terdapat 
enam model dengan nilai kappa statistic pada kategori substantial agreement 
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yaitu model 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Satu model berada dalam kategori moderate 
agreement (Model 3) dan dua model lainnya berada dalam kategori fair 
agreement (Model 8 dan 9). 


Kesembilan model yang dibangun memiliki nilai ROC Area pada kategori good 
classification. ROC Area tertinggi dimiliki Model 5 dengan 0,915 dan yang 
terendah dimiliki Model 9 dengan 0,649. Nilai ROC Area Model 6 dan 7 berada di 
peringkat kedua dan ketiga. Dilihat dari parameter kelengkapan, hanya Model 5 
yang menunjukkan hasil yang mencolok dibandingkan model lainnya. Jumlah 
atribut yang muncul dalam pohon keputusan Model 5 berjumlah tujuh buah. 
Tertinggi kedua hanya empat atribut yang dihasilkan Model 1, 2, dan 4. Bahkan 
Model 8 dan 9 hanya memunculkan satu atribut saja. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, maka Model 5 dipilih karena memenuhi kriteria akurasi yang sangat 
baik dan juga termasuk salah satu model yang menghasilkan jumlah atribut 
terbanyak dalam pohon keputusan. Meskipun dari sisi kesederhanaan Model 5 
hanya berada di peringkat kedelapan, tetapi secara keseluruhan (sebagaimana 
tercantum pada Tabel 13), Model 5 memiliki peringkat terbaik. 


4. Evaluation 


Setelah memilih model yang tepat, dilakukan validasi dari sudut pandang analisis 
data (Conolly & Begg, 2005). Validasi terhadap model dan langkah-langkah dalam 
menyusun model dilakukan agar hasilnya sesuai dengan tujuan bisnis. Selain itu, 
validasi merupakan bentuk trianggulasi penelitian yang perlu dilakukan dalam 
sebuah penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Wawancara dilakukan terhadap 
beberapa orang yang meliputi PPNS, kepala seksi evaluasi dan pemantauan 
penyidikan, serta beberapa liaison officer (LO) kasus di tiap UP3. Wawancara 
ini dimaksudkan untuk mendengar tanggapan dari para praktisi atas pohon 
keputusan yang terbentuk. Evaluasi meliputi tahap-tahap berikut. 


Evaluate Results 


Peneliti memutuskan Model 5 sebagai model terbaik melalui tigajenis parameter: 
kesederhanaan, akurasi, dan kelengkapan. Model 5 memiliki 67 number ofleaves 
dan 87 size of tree. Akurasi Model 5 adalah yang terbaik. Nilai correctly classified 
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Model 5 sebesar 85,496, nilai kappa statistic berada pada kategori substantial 
agreement (0,7564) dan ROC Area pada kategori good classification (0,915). 


Model 5 juga menghasilkan tujuh atribut (terbanyak) yang muncul di pohon 
keputusan. 


Terdapat dua belas atribut yang digunakan, yaitu UP3, Jenis WP, Tempus, Jenis 
Kelamin Tersangka, Modus, Jenis Pajak, Jumlah Tempus, Kelompok Wilayah, 
Klasifikasi Kerugian Negara, Klasifikasi Durasi, Tahun Sprindik, dan Status Akhir. 
Menurut Model 5, tujuh dari dua belas atribut tersebut memengaruhi status 
akhir suatu kasus penyidikan. 


Berdasarkan pohon keputusan Model 5 sebagaimana terlihat dalam Gambar 4, 
atribut yang memengaruhi penyelesaian penyidikan adalah Tahun Sprindik, 
Kelompok Wilayah, UP3, Tempus, Jenis Kelamin Tersangka, Klasifikasi Kerugian 
Negara, dan Jenis Pajak. Atribut lainnya tidak berpengaruh. Narasumber 
yang diwawancarai berpendapat bahwa tahun sprindik, jenis pajak, kelompok 
wilayah, dan UP3 memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan. Akan tetapi, tidak semua narasumber setuju kalau jenis 
kelamin tersangka, tempus, dan klasifikasi kerugian negara adalah faktor yang 
dapat memengaruhi penyelesaian penyidikan. Dua dari lima narasumber tidak 
sependapat dengan atribut jenis kelamin dan klasifikasi kerugian, sedangkan 
untuk atribut tempus, hanya satu narasumber yang sependapat dengan atribut 
tersebut. 


Atribut pertama yang menjadi akar pohon (root node) adalah tahun sprindik. 
Atribut ini kemudian bercabang dua, yaitu tahun sprindik «2006 dan tahun 
22006. Tahun 2006 terpilih menjadi akar utama karena pada akhir tahun 2006, 
Direktorat Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) berdiri. Sebelumnya, fungsi 
penyidikan masih tergabung di dalam Direktorat Pemeriksaan, Penagihan, dan 
Penyidikan Pajak (P4). Di awal tahun 2007 juga baru diterbitkan aturan mengenai 
petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (KEP-272). 


Cabang pertama memiliki delapan ranting yaitu semua kelas dalam atribut 
wilayah. Tujuh dari delapan wilayah bernilai 44A dan daluwarsa. Dari 73 sprindik 
yang terbit di tahun 2006 ke bawah, hanya 16 sprindik yang berhasil P-21, sebelas 
di antaranya berasal dari kantor pusat DJP. Hal ini, menurut narasumber, karena 
belum ada unit eselon dua yang khusus menangani penyidikan pajak, sehingga 
UP3 belum menaruh perhatian besar terhadap penyelesaian penyidikan. 
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Terdapat kemungkinan bahwa pada masa itu kebijakan kepala kantor wilayah 
lebih mengutamakan pencapaian target penerimaan ketimbang penyelesaian 
penyidikan. Kantor Pusat DJP merupakan pengecualian karena tugas utama 
dari Direktorat P4 adalah penyelesaian kasus dan bukan fokus pada penerimaan 
sebagaimana pegawai pada kantor wilayah. 


Katun Sacindik 


wilaya » Tahun serindik 


za) “XX ea 
Status akhir ups Tatun Sacindik 
— 
ee — rap ag «-2015 22015 
Status Akhir Tempus 
Status Akbur 
witayan Status akhis 
jariia Kelamin status @khir 
ae segan me l 
wanita | 
Kia. KEOEAN. | Status @ikhis 
28 Mikar mg 
tenja Palak. Stotus Akur 


Status Akhir 


Gambar 4: Pohon Keputusan Model 5 (Disederhanakan) 


Cabang kedua memiliki dua ranting yang diklasifikasikan berdasarkan tahun 
sprindik. Ranting pertama untuk tahun sprindik «2014 (tahun sprindik 2007- 
2014). Ranting ini memiliki 34 cabang dengan atribut semua UUP3. Semua cabang 
UP3 memberikan informasi bahwa dalam rentang tahun sprindik 2007-2014 
semua UP3 memiliki saldo penyidikan outstanding dan beberapa sudah P-21. 
Menurut narasumber, hal ini implikasi dari pembentukan Direktorat Inteldik 
dan sosialisasi KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, 
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang 
Perpajakan ke Kanwil. Direktorat Inteldik mulai memberikan target penerbitan 
sprindik dan berkas P-21 yang melekat dalam IKU kepala kanwil sehingga tiap 
UP3 mulai melakukan penyidikan secara masif. Beberapa cabang UP3 masih 
memiliki cabang lagi dengan klasifikasi tahun sprindik yang lebih spesifik. UP3 
tersebut adalah Kanwil DJP Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jawa 
Barat I, Jawa Barat II, Jawa Tengah I, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II. Khusus 
untuk Kanwil DJP Jawa Timur I, setelah diklasifikasikan berdasarkan tahun 
sprindik status akhir penyidikan masih diklasifikasikan menurut tempus. Empat 
dari lima narasumber tidak sependapat bahwa tempus berpengaruh terhadap 
penyelesaian penyidikan di Kanwil DJP Jatim I ataupun UP3 lainnya. 
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Ranting kedua (tahun sprindik 2015 dan 2016) masih bercabang berdasarkan tahun 
sprindik. Sprindik tahun 2016 semuanya masih berstatus outstanding, sedangkan 
untuk sprindik tahun 2015 masih diklasifikasikan berdasarkan wilayah. Terdapat 
delapan cabang wilayah di mana tujuh di antaranya bernilai outstanding. Satu- 
satunya cabang, kantor pusat, masih bercabang lagi dengan klasifikasi berdasarkan 
jenis kelamin tersangka. Kasus dengan tersangka wanita ternyata lebih cepatP-21(5 
dari 6 kasus telah mencapai P-21). Beberapa narasumber sependapat dengan atribut 
ini. Mereka berargumen bahwa tersangka wanita lebih kooperatif dan tidak terlalu 
memberikan banyak perlawanan selama proses penyidikan berlangsung sehingga 
konsekuensinya para penyidik juga berusaha untuk menyelesaikan penyidikan 
secepat mungkin. Selain itu, beberapa penyidikan dengan tersangka wanita adalah 
pasal turut serta (pasal 43 UU KUP) yang lebih mudah diselesaikan. Narasumber 
yang lainnya tidak sependapat karena merasa masih diperlukan bukti penelitian 
dari sisi psikologis tersangka untuk membuktikan atribut ini kuat atautidak. 


Jenis kelamin tersangka pria masih bercabang dua dengan klasifikasi 
berdasarkan nilai kerugian negara. Cabang pertama, untuk sprindik dengan 
nilai kerugian kurang dari Rp5.000.000.000,00 seluruhnya masih outstanding (9 
dari 9 kasus). Sedangkan cabang kedua, untuk sprindik dengan nilai kerugian 
lebih dari Rp5.000.000.000,00 masih bercabang lagi dengan klasifikasi jenis pajak: 
PPN, PPh, All Taxes, dan TPPU. Semua narasumber sependapat dengan atribut 
jenis pajak ini. Menurut narasumber, penyidikan dengan jenis pajak PPN lebih 
mudah diselesaikan dibandingkan jenis penyidikan lainnya karena beberapa 
hal. Pertama, penyidikan PPN banyak yang memanfaatkan penahanan tersangka 
terlebih dahulu di mana penahanan tersangka memiliki batas tenggat waktu 
maksimal sehingga mau tidak mau para PPNS harus menyelesaikan penyidikan 
sebelum jangka waktu penahanan berakhir. Kedua, penyidikan PPN lebih mudah 
dalam perhitungan nilai kerugian dan dapat dikonfirmasikan. Untuk atribut 
nilai kerugian negara, beberapa narasumber sependapat bahwa penyidikan 
dengan nilai kerugian lebih dari Rp5.000.000.000,00 akan cepat diselesaikan 
dengan alasan karena memang penyidikan pada tahun 2015 kebanyakan adalah 
penyidikan faktur pajak yang memiliki nilai kerugian negara besar sekaligus 
memiliki beberapa tersangka dengan pasal turut serta yang belum dipisah/ 
dibedakan nilai kerugiannya dari tersangka utama sehingga dalam database 
masih terekam nilai kerugian yang besar. Narasumber yang tidak sependapat, 
terutama dari PPNS, berargumen bahwa mereka tidak melihat korelasi antara 
kesulitan pencarian alat bukti dengan jumlah kerugian negara. 


408 


SISTEM INFORMASI 


Berdasarkan penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan 
struktur organisasi, terbitnya aturan baru yang mendukung penyidikan, serta 
gaya kepemimpinan para manajer penyidikan sangat berpengaruh terhadap 
penyelesaianpenyidikan. Padaakhirtahun 2015, Direktorat Intelijen dan Penyidikan 
dipecah menjadi dua Direktorat baru yaitu Direktorat Intelijen Perpajakan dan 
Direktorat Penegakan Hukum. Direktorat Intelijen Perpajakan membawahi 
Subdirektorat Intelijen Operasi, Intelijen Stratejik, Intelijen Penggalian Potensi, 
dan Intelijen Penegakan Hukum. Subdirektorat ini adalah pemasok bahan baku 
pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Dengan struktur organisasi yang 
terpisah, aliran bahan baku tersebut mungkin tidak akan selancar seperti dulu 
ketika kedua direktorat tersebut berada di bawah satu unit eselon dua yang sama. 
Menurut narasumber, kemungkinan hal ini akan memengaruhi proses penyidikan 
ke depannya. Selain itu, pascapenerapan UU Tax Amnesty, Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan INS-07/PJ/2016 dan INS-13/PJ/2016 yang menghentikan sementara 
proses penyidikan dengan beberapa pengecualian. Aturan ini dan tax amnesty 
itu sendiri kemungkinan akan berpengaruh terhadap penyelesaian penyidikan 
beberapa tahun ke depan. Hal ini adalah objek penelitian data mining yang menarik 
dalam beberapa tahun ke depan di mana database telah memiliki hasil penyidikan 
lengkap tahun 2016. 


5. Determine Next Steps 


Langkah selanjutnya adalah menginformasikan hasil data mining ke pihak yang 
berkepentingan. Penelitian ini sebaiknya tidak berhenti pada dihasilkannya 
model berdasarkan data seluruh sprindik yang pernah ada, tetapi informasi yang 
dihasilkan harus dapat memberikan nilai tambah bagi Subdirektorat Penyidikan 
pada khususnya dan DJP pada umumnya. 


Nilai tambah tersebut berupa masukan bagi pembuat kebijakan penyidikan dan 
menjadi dasar bagi pimpinan dalam membuat keputusan. Para narasumber 
menyatakan bahwa penelitian ini sangat bermanfaat. Penelitian ini memberikan 
bukti empiris bahwa penyidikan PPN memang lebih mudah diselesaikan daripada 
jenis kasus lainnya. Dari penelitian ini pula diketahui bahwa untuk sprindik yang 
diterbitkan tahun 2006 ke bawah, sebagian besar tidak dapat diselesaikan semua 
wilayah. Hanya KPDJP yang dapat menyelesaikan 11 dari 13 sprindik yang terbit. 
Karenanya, Subdirektorat Penyidikan perlu mewaspadai sprindik lama yang 
diterbitkan oleh kanwil. Penelitian ini menginformasikan bahwa perubahan 
struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan aturan baru sangat berpengaruh 
terhadap penyelesaian penyidikan. 
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Pasca 31 Maret 2017, upaya penegakan hukum DJP yang salah satunya adalah 
kegiatan penyidikan, seharusnya lebih masif dilakukan terhadap pihak-pihak 
yang tidak mengikuti program pengampunan pajak untuk menjamin keadilan 
bagi Wajib Pajak Patuh. Oleh karena itu, data yang tersimpan dalam database 
Penyidikan akan semakin besar. Mengingat banyaknya manfaat yang dapat 
diambil, peneliti menyarankan agar DJP melakukan data mining atas database 
penyidikan tersebut dengan menambahkan beberapa atribut relevan yang 
diambil dari Subdirektorat lain. Konsolidasi dengan Subdirektorat Pemeriksaan 
Bukti Permulaan, Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti, serta Subdirektorat 
yang berada di bawah Direktorat Intelijen Perpajakan diperlukan guna 
menambah jumlah atribut sehingga hasil pengujian yang didapat lebih akurat. 


Berdasarkan pengalaman peneliti dan informasi narasumber, terdapat 
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para LO dalam menginput data 
penyidikan ke database. Pertama, perlunya standardisasi dan supervisi hasil 
input dari masing-masing LO. Diperlukan adanya person in charge (PIC) yang 
memastikan format yang mereka input sesuai dengan standar yang disepakati. 
Kedua, peneliti menemukan banyaknya instance yang tidak lengkap sehingga 
peneliti memerlukan data preparation lebih dari tiga minggu untuk melengkapi 
instance yang kosong di banyak atribut. Subdirektorat Penyidikan memerlukan 
mekanisme khusus yang membuat LO bersedia menginput data dengan baik ke 
database. Database yang tidak lengkap kerap menjadi permasalahan dalam 
analisis permintaan data yang berasal dari eksternal maupun internal. Ketiga, 
para LO perlu memasukkan informasi kualitatif yang dialami oleh para PPNS 
di lapangan, seperti berapa lama dan berapa kali PPNS memenuhi jawaban 
berkas dinyatakan tidak lengkap (P-19) oleh Jaksa, seberapa dekat dan harmonis 
hubungan PPNS dengan jaksa dan polisi daerah masing-masing, serta bagaimana 
perlawanan yang diberikan oleh tersangka selama penyidikan berlangsung. Hal- 
hal kualitatif tersebut menurut para narasumber akan berpengaruh signifikan 
terhadap penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 


6. Deployment 


Olson dan Yong (2008) menyebutkan bahwa data mining dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi hubungan yang tak terduga dan bermanfaat. Model akurat 
yang diperoleh kemudian dapat diterapkan pada kegiatan bisnis untuk berbagai 
keperluan. Akan tetapi, beberapa saat ke depan model ini perlu dipantau dan 
dibuat ulang untuk mengantisipasi penambahan data yang mengakibatkan 
perubahan klasifikasi. Dalam penelitian ini, informasi yang terkandung dalam 
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pohon keputusan Model 5 diharapkan dapat memberikan masukan yang positif 
bagi perbaikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
Dengan demikian, kasus penyidikan dapat diselesaikan dengan lebih cepat 
sehingga dapat segera memberikan deterrent effect kepada Wajib Pajak serta 
PPNS yang bersangkutan dapat segera fokus menyelesaikan kasus penyidikan 
yang lainnya. 


SIMPULAN DAN SARAN 


Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi 
penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan metode 
data mining. Dalam tahap modeling terbentuk sembilan model dengan rincian 
satu model tanpa pemangkasan dan delapan model dengan berbagai metode 
pemangkasan. Dari sembilan model tersebut kemudian dipilih pohon keputusan 
Model 5 berdasarkan pertimbangan jumlah atribut yang muncul, tingkat 
akurasi, dan kesederhanaan model. 


Informasi yang dapat diambil dari model tersebut adalah sebagai berikut. 
Indikator akurasi yang digunakan adalah correctly classified instances, kappa 
statistic dan ROC Area. Nilai correctly classified instances sebesar 85,496, nilai 
kappa statistic berada pada kategori substantial agreement (0,7564) dan ROC 
Area berada pada kategori good classification (0,915). 


Faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan adalah Tahun Sprindik, Kelompok Wilayah, UP3, Tempus, 
Jenis Kelamin Tersangka, Klasifikasi Kerugian Negara, dan Jenis Pajak. Dari hasil 
wawancara seluruh narasumber sependapat bahwa Tahun Sprindik, Kelompok 
Wilayah, UP3, dan Jenis Pajak berpengaruh signifikan. 


Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai 
berikut. Pertama, saran bagi manajemen Subdirektorat Penyidikan, pohon 
keputusan yang terbentuk dari penelitian ini agar digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penyelesaian penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan. Sehubungan dengan banyaknya sprindik 
2006 ke bawah yang daluwarsa dan 44A, KPDJP sebaiknya memberi perhatian 
lebih pada kasus penyidikan lama. Sementara, terkait dengan banyaknya wilayah 
yang kesulitan menghasilkan penyidikan P-21, agar dilakukan pemerataan dan 
atau penyebaran tenaga PPNS Kantor Pusat DJP yang sudah berpengalaman. 
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Terakhir, mengenai waktu penyelesaian yang lebih lama dibanding penyidikan 
kasus PPN, sebaiknya penyidikan kasus PPh diberikan dukungan penuh serta 
dipilihkan kelompok penyidik yang telah berpengalaman menyelesaikan kasus 
PPh. 


Saran kedua ditujukan bagi para LO Subdirektorat Penyidikan. Dalam menginput 
informasi di database, para LO Subdirektorat Penyidikan sebaiknya mengikuti 
standar yang telah dibuat oleh PIC database. PIC perlu mengevaluasi input 
data yang dilakukan oleh para LO secara berkala. Berikutnya, agar menginput 
lebih banyak informasi yang menurut penyidik penting seperti kronologi P-19, 
kronologi rapat koordinasi dengan jaksa dan polisi, nominal pengeluaran yang 
telah dikeluarkan, serta informasi kualitatif lainnya. 


Saran terakhir, ditujukan bagi para calon peneliti dan tim riset di masa 
mendatang. Agar memasukkan semua atribut yang mungkin memiliki 
relevansi dengan database Subdirektorat Penyidikan seperti data yang ada 
di Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, Forensik dan Barang Bukti, 
Intelijen Perpajakan, maupun unit terkait lainnya di DJP. Penelitian disarankan 
berfokus pada pengaruh perubahan struktur organisasi, gaya kepemimpinan, 
dan penerbitan aturan baru terhadap penyelesaian penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan. 
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Pada tahun 2015, tingkat kepuasan pengguna layanan Sekretariat Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, 
padahal pelayanan merupakan peran utama organisasi publik. Ruang lingkup 
penelitian ini adalah Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Itjen dengan 
layanan cuti pegawai, absensi pegawai, diklat, serta pengurusan BPJS dan Taspen 
dengan periode tahun 2016. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 
pada unsur-unsur survei kepuasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 1329/ KMK.01/2015 (biaya/tarif dikecualikan). Tujuan penelitian adalah 
untuk mencari tahu bentuk perbaikan terhadap penyelenggaraan layanan cuti 
pegawai,absensipegawai,diklat,danpengurusan BPJS dan Taspen di Bagian Sumber 
Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal. Metode yang digunakan adalah 
metode Analytic Hierarchy Process (AHP) melalui pembobotan unsur-unsur survei 
kepuasan sehingga diperoleh unsur yang mendapat prioritas dalam peningkatan 
kualitas layanan. Sebagai pembanding, metode Importance-Performance Analysis 
(IPA) digunakan untuk mengetahui unsur yang masuk ke dalam kuadran prioritas 
utama. 


Kata kunci: kualitas layanan, Analytic Hierarchy Process, Importance-Performance 
Analysis, Bagian SDM Sekretariat Itjen. 
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PENDAHULUAN 


Latar Belakang 


Sekretariat Inspektorat Jenderal (Sekretariat Itjen) Kementerian Keuangan, 
sebagai bagian dari Itjen, merupakan supporting unit bagi seluruh pihak di 
lingkungan Itjen melalui penyediaan layanan prima sehingga dapat memberikan 
dukungan pengawasan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan di dalam visi pada 
peta strategis Kontrak Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal 2016 yaitu menjadi 
penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan dan penyedia layanan prima 
menuju terwujudnya visi Inspektorat Jenderal dengan customer perspective 
adalah kepuasan pengguna hasil layanan yang tinggi. Namun, pelayanan 
yang diselenggarakan oleh Sekretariat Itjen, berdasarkan laporan hasil survei 
kepuasan pada tahun 2015 (Keuangan, 2015), mengalami penurunan tingkat 
kepuasan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 96,5596 (73,1496 4 23,419) 
pada tahun 2014 menjadi 85,974 (26,044 # 59,939) pada tahun 2015. 


Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Itjen merupakan bagian di Sekretariat 
Itjen yang memiliki indeks kepuasan paling rendah dibandingkan dengan 
bagian-bagian lain berdasarkan survei kepuasan pengguna layanan tahun 2013 
sampai dengan tahun 2015. 


Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 
beberapa masalah penelitian yang akan dijawab, yaitu: (a) Bagaimana tingkat 
kepentingan (harapan) atas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen? (b) Bagaimana 
tingkat kepuasan (yang dirasakan) atas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen? 
(c) Bagaimana bobot masing-masing unsur survei kepuasan atas layanan Bagian 
SDM Sekretariat Itjen menggunakan metode AHP? (d) Bagaimana prioritas 
peningkatan kualitas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen berdasarkan metode 
AHP dan IPA? dan (e) Bagaimana bentuk langkah perbaikan terhadap pelayanan 
yang diselenggarakan oleh Bagian SDM Sekretariat Itjen? 


Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai: (a) 
tingkat kepentingan (harapan) atas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen, (b) 
tingkat kepuasan (yang dirasakan) atas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen: 
dan (c) prioritas peningkatan kualitas layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen 
berdasarkan metode AHP dan IPA. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan 
dapat diperoleh bobot masing-masing unsur survei kepuasan atas layanan 
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Bagian SDM Sekretariat Itjen berdasarkan metode AHP dan gambaran mengenai 
bentuk langkah perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian SDM 
Sekretariat Itjen. 


2015 2014 
M sangatPuas— Mpuss — Wkurang Puas MTidak Puas 


Gambar 1: Tingkat Kepuasan atas Layanan Sekretariat Itjen Tahun 2015 dan 2014 
Sumber: Bagian KVKP Sekretariat Itjen. 2015. Laporan survei 2015. Hal.9. 


KERANGKA TEORETIS 


Konsep Pelayanan 


Pelayanan merupakan salah satu dari nilai Kementerian Keuangan. Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian 
Keuangan menguraikan pelayanan sebagai berikut. “Dalam Pelayanan 
terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya 
untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan 
sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.” Pelaksanaan nilai pelayanan 
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ini diwujudkan dalam perilaku utama pelayanan yaitu melayani dengan 


berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, dan bersikap proaktif dan 


cepat tanggap. 


Dalam melakukan analisis masalah pelayanan, Sugiyono mengutip Parasuraman, 


Zeithaml dan Berry (1990), menyatakan bahwa terdapat lima kesenjangan (gap) 


yang dapat menjadi masalah sehingga dapat menimbulkan kegagalan dalam 


penjualan jasa. Lima kesenjangan tersebut adalah: 


1. 


Kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. 
Kesenjangan ini timbul karena manajemen tidak selalu awas, tidak 
mengetahui sepenuhnya apa keinginan konsumen. Misalnya orang ke 
bengkel mobil, tidak saja ingin mobilnya dirawat, diperbaiki yang benar, 
tetapi juga ingin jangka waktu perbaikan jangan terlalu lama, dan ia juga 
ingin mendapat petunjuk tentang harapan mobil. Inti permasalahannya 
adalah manajemen tidak mengetahui apa yang diharapkan konsumen. 


Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa. Dalam hal ini 
mungkin manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi 
manajemen tak sanggup dan tak sepenuhnya melayani keinginan konsumen 
tersebut. Spesifikasi jasa yang diberikan oleh manajemen masih ada 
kekurangan yang dirasakan oleh konsumen. Inti masalahnya adalah pihak 
manajemen kurang teliti terhadap detail jasa yang ditawarkan. 


Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Hal ini terjadi mungkin 
karenakualitas jasa menurut spesifikasinya sudah baik, tetapi karyawan yang 
melayani kurang terlatih, masih baru, dan kaku. 


Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal. Kesenjangan 
penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal dapat terjadi akibat 
perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang diobral dalam 
iklan, brosur, atau media promosi lainnya, tetapi ternyatajasa yang diterima 
oleh konsumen tidak sesuai dengan kenyataan. Masalahnya di sini adalah, 
bahwa iklan atau promosi lainnya yang dikomunikasikan tidak sesuai 
dengankenyataan. 


Kesenjangan jasa yang diterima dengan yang dipersepsikan. Kesenjangan 
jasa yang dialami/dipersepsi dengan jasa yang diharapkan merupakan 
kesenjangan yang sering terjadi yaitu jasa yang diterima oleh konsumen 
tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dia mengharapkan pelayanan 
yang baik, tetapi kenyataannya tidak. 
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Dua variabel yang diperbandingkan di dalam KMK Nomor 1329/KMK/01/2015 
(Kemenkeu, 2015a), adalah variabel tingkat kepentingan (yang diharapkan) 
dengan skala likert 1 s.d. 5 yakni dari skala 1 untuk tidak penting sampai dengan 
skala 5 untuk sangat penting dan variabel tingkat kepuasan (yang dirasakan) 
dengan skala likert 1 s.d. 5 dari skala 1 untuk tidak puas sampai dengan skala 5 
untuk sangat puas. Berdasarkan kedua variabel yang diperbandingkan tersebut, 
maka berdasarkan KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 mengacu konsep pelayanan 
dengan gap/kesenjangan nomor 5 yaitu kesenjangan jasa yang diterima dengan 
jasa yangdipersepsikan. 


Kualitas Layanan 


Mengutip pendapat dari Parasuraman, Purnamawati (2009) menyatakan bahwa 
kualitas layanan atau service guality didefinisikan sebagai “Seberapa jauh 
perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang 
mereka peroleh atau terima.”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang 
dua kriteria yang menentukan kualitas layanan yakni kenyataan dan harapan 
dari pelanggan. Kriteria kenyataan dalam penelitian ini diwakili dengan variabel 
tingkat kepuasan (yang dirasakan) dan variabel tingkat kepentingan (yang 
diharapkan). 


Indeks Kepuasan 


Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 25 Tahun 2004 nilai IKM dihitung dengan 
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan 
sehingga apabila terdapat 14 unsur maka bobot nilai rata-rata tertimbangnya 
adalah 1/14. Namun, mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang 
berbeda-beda maka pemberian bobot yang berbeda dimungkinkan. Dalam hal 
ini, setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda 
terhadap empat belas unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan 
catatan, jumlah bobot dari seluruh unsur tetap 1. Selanjutnya, nilai indeks 
pelayanan didapatkan dengan menjumlahkan empat belas unsur dari nilai rata- 
rata tertimbang. 
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Bobot nilai rata-rata. Jumlah bobot Ia 0.071 
tertimbang Jumlah Unsur 14 5 


Gambar 2: Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang Masing-Masing Unsur 
Sumber: Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004. 


Kementerian Keuangan mendefinisikan indeks kepuasan pengguna sebagai 
“analisis kuantitatif berupa persentase pegawai yang senang (atau puas) dalam 
suatu survei kepuasan pengguna.” IKM dihitung dengan rumus: 


KMaT x 1001 


SY 

Ket: 

IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat 

T 5 Hasil kali antara jumlah rata-rata kepentingan dengan rata-rata 
kepuasan (Y' IxP) 

SY - 5x Jumlah rata-rata Kepentingan (5xyYl) 


Gambar 3: Rumus Perhitungan IKM 
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329 Tahun 2015. 2015. Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. 


Kriteria nilai yang digunakan dalam IKP KMK Nomor 1329 Tahun 2015 antara 
lain: sangat puas (0,81 s.d. 1,00), puas (0,66 s.d. 0,80), cukup puas (0,51 s.d. 0,65), 
kurang puas (0,35 s.d. 0,50), dan tidak puas (0,00 s.d. 0,34). 


Peneliti menggunakan bobot yang berbeda (menggunakan AHP) untuk masing- 
masing unsur di manajumlah bobot dari seluruh unsur tetap satu sehingga nilai 
IKP diperoleh dengan menjumlahkan seluruh unsur dari nilai masing-masing 
bobot. Selanjutnya, hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga 
pada akhirnya diperoleh IKP apakah sangat puas, puas, cukup puas, kurang 
puas, atau tidak puas. Sebagai pembanding, Peneliti juga menampilkan hasil 
IKP menggunakan tingkat kepentingan sebagai faktor pembobot sebagaimana 
contoh di dalam KMK Nomor 1329 Tahun 2015. 


Analytic Hierarchy Process (AHP) 


AHP didefinisikan sebagai berikut. Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of 
Multi Criteria decision making method that was originally developed by Prof. 
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Thomas L. Saaty. In short, it is a method to derive ratio scales from paired 
comparisons. The input can be obtained from actual measurement such a 
price, weight etc., or from subjective opinion such as satisfaction feelings and 
preference. AHP allow some small inconsistency in judgment because human 
is not always consistent. The ratio scale are derived from the principal Eigen 
vectors and the consistency index is derived from the principle Eigen value 


(Teknomo, n.d.). 
Level 0 


MN am —— 


Choice Y Choice Z Level 2 


Gambar 4: Struktur Hierarki dari Dua Level AHP 
Sumber: Kardi Teknomo.tt. Analytic Hierarchy Process (AHP) Tutorial. Hal. 16. 


Peneliti menggunakan AHP sampai pada level 1 saja yaitu level multikriteria, 
yaitu unsur-unsur survei kepuasan (persyaratan, prosedur, waktu pelayanan: 
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, 
maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan) tidak 
sampai pada level 2 yakni pilihan-pilihan alternatif. Kardi Teknomo memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai Gambar 4: “Level 0 is the goal of the analysis. 
Level 1 is multicriteria that consist of several factors. You can also add several 
other levels of subcriteria and sub-sub criteria but I did not use that here. The 
last level (level 2 in figure above) is the alternative choice ...” 


AHP menggunakan skala rasio 1 s.d. 9 yang dikenal dengan Skala Saaty (Saaty, 
1990) untuk melakukan pembandingan berpasangan (pair-wise comparison). 
Skala 1 menunjukkan bahwa unsur satu (misal unsur x) seimbang dengan unsur 
lain (misal y). Skala 9 menunjukkan bahwa unsur x mutlak penting daripada 
unsur y. 
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Tabel 1: Skala Rasio Saaty 


Intensity o Bana 8 
: y of Definition Explanation 
importance 
1 Egual importance Two factors contribute egually to the objective. 
3 Somewhat more Experience and judgement slightly favour one over the 
important other. 
5, Much more important Experience and judgement strongly favour one over the 
other. 
7 Very much more Experience and judgment very strongly favour one over 
important the other. Its importance is demonstrated in practice. 
9 Absolutely more The evidence favouring one over the other is of the 
important highest possible validity. 
2,4,6,8 Intermediate values When compromise is needed. 


Sumber: Geoff Coyle.2004. The Analytic Hierarchy Process. Hal.2. 


Ve Very 
Extreme dai Strongly Slightly Egual Slighty Strongly strong Extreme 
favors favors favors — favors favors favors favors — favors 


Apple Banana 


OT 
3 


9g TT 8 


Gambar 5: Contoh Pair-wise Comparison 
Sumber: Kardi Teknomo.tt. Analytic Hierarchy Process (AHP) Tutorial. Hal. 9. 


Jumlah pembandingan ini akan semakin banyak apabila kriteria yang ada juga 
banyak. Rumus banyaknya perbandingan menurut Teknomo sebagai berikut. 


Tabel 2: Jumlah Pembandingan 
humberorthngs”— TaalafalsTelal ” 


number of comparisons PEAAaB 


Sumber: Kardi Teknomo.tt. Analytic Hierarchy Process (AHP) Tutorial. Hal. 10. 


Peneliti menggunakan delapan kriteria (unsur survei kepuasan) yaitu 
persyaratan: prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, 
kompetensi pelaksana perilaku pelaksana: maklumat pelayanan dan 
penanganan pengaduan, saran, dan masukan. 
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Setelah melakukan pembandingan, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai 
konsistensi (Consistency Ratio). Standar konsistensi adalah 0,1 (1096) sehingga 
apabila nilai CR melebihi 0,1 berarti tidak konsisten dalam memberikan penilaian. 
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Geoff Coyle, ”... ifthe CR is much in excess of 
0,1 the judgement are untrustworthy because they too close for comfort to randomness 
and the exercise is valueless or must be repeated....” (Coyle, 2004). 


Teknomo memberikan panduan yang mudah untuk memahami CR. Sebagaimana 
digambarkan dalam Gambar 6, apabila pisang lebih disukai daripada apel (1 
skala), dan apel lebih disukai (2 garis skala) daripada ceri, maka tentu pisang 
unggul jauh daripada ceri. Nilai keunggulannya adalah 1-2- 3 garis skala, yaitu 
pada angka 7. Dengan demikian, konsistensi tidak hanya terkait dengan unsur 
apa yang lebih unggul, tetapi juga memperhitungkannilainya. 


Apple foam V km ang Banana 
97 8531 385 K9 IN 

-- 

Apple Cherry 


Gambar 6: Contoh Konsistensi 
Sumber: Kardi Teknomo.tt. Analytic Hierarchy Process (AHP) Tutorial. Hal. 14-15. 


Importance-Performance Analysis (IPA) 


Analisis kualitas layanan menggunakan IPA didasarkan atas empat kuadran 
yaitu kiri-atas (Prioritas Utama), kanan-atas (Pertahankan Prestasi), kiri-bawah 
(Prioritas Rendah), dan kanan-bawah (Berlebihan). Masing-masing kuadran 
memiliki makna masing-masing. Sumbu x (horizontal) menunjukkan seberapa 
jauh tingkat kepentingannya, sedangkan sumbu y (vertikal) menunjukkan 
tingkat kinerjanya. 


Penjelasan atas masing-masing kuadran sebagaimana dijelaskan oleh Budiono 
mengutip dari Supranto, yaitu: 
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Concentrate Here (Konsentrasi/Prioritas Utama). Menunjukkan faktor atau 
atribut yang dianggap memengaruhi kepuasan konsumen termasuk unsur- 
unsur pelayanan yang dianggap sangat penting, tetapi manajemen belum 
melaksanakannya sesuai keinginan konsumen sehingga mengecewakan atau 
tidak puas. 


Keep Up the Good Work (Pertahankan Prestasi). Menunjukkan unsur jasa pokok 
yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. 
Dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. 


Low Priority (Prioritas Rendah). Menunjukkan beberapa faktor yang kurang 
penting pengaruhnya bagi konsumen, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa- 
biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 


Possible Overkill (Berlebihan). Menunjukkan faktor jasa yang dianggap 
konsumen kurang penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang 
penting, tetapi sangat memuaskan (Budiono, 2014). 


Extremely Important 


A. Concentrate Here B. Keep Up The Good Work 
Fair Excellent 
Performance Performance 
C. Low Priority D. Possible Overkill 


Slightly Important 


Gambar 7: Diagram Kartesius IPA 
Sumber: Agung Budiono.2014. 


Hasil Penelitian Sebelumnya 


Beberapa penelitian terdahulu yang membahas penggunaan metode AHP dalam 
menganalisis kualitas layanan antara lain dilakukan oleh Ladyana Syafitri dan 
Herlawati (2016), yang menggunakan metode servgual dan AHP untuk meneliti 
pelayanan digital lounge PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Gedung Citywalk Jakarta. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan Digital Lounge sudah cukup 
baik yaitu angka 4 dari skala 5. Hampir seluruh aspek dimensi penilaian sudah 
dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Namun, terdapat pelayanan yang perlu 
mendapat perbaikan yaitu petugas Digital Lounge menanamkan kepercayaan 
pada nasabahnya, Digital Lounge memahami kebutuhan nasabah secara spesifik, 
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Digital Lounge memahami minat para nasabahnya, petugas memberikan 
perhatianindividual kepada nasabah, dan jam operasional Digital Lounge fleksibel 
sesuai kebutuhannasabah. 


Penelitian Suhartini dan Bagus Bachtyar (2015) memperoleh hasil bahwa ada lima 
kriteria layanan yang memiliki nilai servgual di bawah nilai yang ditentukan. 
Kelima kriteria layanan yang perlu ditingkatkan kualitas layanannya antara 
lain: jadwal pelayanan servis, pelayanan servis yang cepat, warranty pembelian 
sparepart, kebersihan ruang tunggu dan toilet, dan memberikan perhatian 
penuh terhadap keluhan konsumen. 


Sementara, penelitian Erlina Purnamawati (2012) menyimpulkan bahwa rata- 
rata tingkat harapan cluster 2 lebih tinggi dari cluster 1. Sementara itu, kualitas 
layanan yang perlu ditingkatkan adalah layout/tata letak ruangan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil: luas ruangan yang memadai, jumlah loket 
yang tersedia, fasilitas ruang tunggu yang nyaman: keramahan kesopanan, 
dan rasa bersahabat pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 
pelanggan: karyawan dapat mengenali pelanggan dengan baik: karyawan dapat 
memahami dan mengantisipasi kebutuhan khusus pelanggan. 


Selanjutnya, penelitian Agung Budiono (2014) atas pelayanan Bengkel Mobil 
Suzuki Nusantara Jaya Sentosa Soekarno-Hatta Bandung yang dibagi atas lima 
dimensi tangibles, reliability,responsiveness, assurance, dan empathy menggunakan 
metode servgual dan Importance-Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat gap -0,41 antara persepsi dengan harapan 
konsumen. Berdasarkan metode IPA, terdapat satu atribut di kuadran prioritas 
utama, sembilan atribut masing-masing di kuadran pertahankan prestasi dan 
kuadran prioritas rendah, serta empat atribut di kuadran berlebihan. 


METODE PENELITIAN 


Objek penelitian terbatas pada pengukuran indeks kepuasan atas layanan 
Sekretariat Itjen di Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan empat jenis 
layanan yang dapat dipastikan digunakan oleh seluruh pegawai di Sekretariat 
Itjen, yaitu: layanan cuti pegawai, absensi pegawai, diklat, dan pengurusan BPJS & 
Taspen. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai 
selaku pengguna layanan (user) serta expert. Sementara itu, indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada unsur-unsur survei kepuasan di 
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dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329 Tahun 2015 di mana biaya/ 
tarif dikecualikan. 


Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal 
dari hasil kuesioner kepada pengguna layanan (pegawai Itjen) yang pernah 
menggunakan layanan Bagian SDM Sekretariat Itjen serta kepada empat orang 
sebagai expert (metode AHP) sebagai input dalam menentukan pembobotan unsur 
survei. Data sekunder adalah jurnal, buku, dan berbagai literatur lainnya yang terkait 
objek penelitian Peneliti. 


Narasumber yang digunakan untuk kuesioner dalam pembobotan unsur survei 
kepuasan menggunakan AHP adalah beberapa orang expert, yakni narasumber 
yang memahami arti penting pelayanan yang diselenggarakan Sekretariat 
Itjen serta berperan atau terlibat aktif dalam pelayanan di Sekretariat Itjen. 
Expert pertama adalah Kepala Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler 
BUKP. Expert kedua adalah Kepala Subbagian Pengelolaan Data Eksternal dan 
Hukuman Disiplin Bagian Sistem Informasi Pengawasan. Expert ketiga adalah 
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (sebelumnya Kepala Bagian Umum 
dan Komunikasi Pengawasan). 


HASIL PENELITIAN 


Deskripsi Data Hasil Penelitian 


Dalam penelitian ini, masing-masing layanan diukur dengan tingkat 
kepentingan (harapan) dan tingkat kepuasan (yang dirasakan) berdasarkan 
delapan unsur survei kepuasan, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, 
produk spesifikasi jenis pelayanan (hasil), kompetensi pelaksana, perilaku 
pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan. Dengan demikian, pada masing-masing unsur survei tersebut akan 
diperoleh dua nilai yakni tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Tingkat 
kepentingan dan kepuasan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. 
Untuk tingkat kepentingan, skala 1 berarti tidak penting, skala 2 berarti kurang 
penting, skala 3 berarti cukup penting, skala 4 berarti penting, dan skala 5 
berarti sangat penting. Untuk tingkat kepuasan, skala 1 berarti tidak puas, skala 
2 berarti kurang puas, skala 3 berarti cukup puas, skala 4 berarti puas, dan skala 
5 berarti sangat puas. 
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Tabel 3: Skala Likert yang Digunakan 


Tingkat Kepentingan (harapan) Tingkat Kepuasan (yang dirasakan) 
1 - Tidak penting 1 — Tidak puas 
2 - Kurang penting 2 - Kurang puas 
3 - Cukup penting 3 - Cukup puas 
4 - Penting 4 - Puas 
5 - Sangat Penting 5 - Sangat puas 


Jumlah skor kriterium (bila setiap butir pertanyaan mendapatkan skor tertinggi) 
adalah 5 x 8 x 97 - 3880. Sementara itu, jumlah skor hasil pengumpulan data 
seluruh responden dengan variabel tingkat kepentingan (yang diharapkan) dan 
tingkat kepuasan (yang dirasakan) masing-masing layanan ditunjukkan dalam 
Tabel 4 dan Tabel 5. Untuk variabel tingkat kepentingan, tingkat kepentingan 
tertinggi terletak pada layanan pengurusan BPJS dan Taspen dengan jumlah skor 
3548 (91,449), sedangkan tingkat kepentingan terendah terletak pada layanan 
cuti pegawai dengan jumlah skor 3490 (89,959). Untuk variabel tingkat kepuasan, 
tingkat kepuasan tertinggi terletak pada layanan cuti pegawai dengan jumlah 
skor 3195 (82,3596), sedangkan tingkat kepuasan terendah terletak pada layanan 
pengurusan BPJS dan Taspen dengan jumlah skor 3035 (78,225). 


Tabel 4: Jumlah Skor Variabel Tingkat Kepentingan 


Jumlah Skor 
No. Nama Layanan Tingkat Persentase Keterangan 
Kepentingan 
Termasuk ke dalam kategori interval 
1. Cuti Pegawai 3490 89,95 Yo “penting dan sangat penting”, tetapi lebih 
mendekati penting. 


: Termasuk ke dalam kategori interval 
2. Sa | 3523 90,80Y6 “penting dan sangat penting”, tetapi lebih 
mendekati sangat penting. 


Termasuk ke dalam kategori interval 
3. Diklat 3517 90,64Yo “penting dan sangat penting”, tetapi lebih 
mendekati sangat penting. 


Pengurusan Termasuk ke dalam kategori interval 
4. BPJS dan 3548 91,44Yo “penting dan sangat penting”, tetapi lebih 
Taspen mendekati sangat penting. 


Termasuk ke dalam kategori interval 
Rata-rata 3520 90,71Yo “penting dan sangat penting”, tetapi 
lebih mendekati sangat penting. 


Sumber: Diolah dari data primer 
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Tingkat kepentingan atas layanan Bagian SDM, secara rata-rata, termasuk ke 
dalam kategori interval penting dan sangat penting, tetapi lebih mendekati 
sangat penting yaitu dengan persentase sebesar 90,719, sedangkan untuk 
variabel tingkat kepuasan termasuk dalam kategori puas dan sangat puas, tetapi 
lebih mendekati puas dengan persentase 80,254. 


Tabel 5: Jumlah Skor Variabel Tingkat Kepuasan 


Jumlah Skor 
No. | Nama Layanan Tingkat Persentase Keterangan 


Kepuasan 


1. Cuti Pegawai 3195 82,35Y6 Termasuk ke dalam kategori interval 
“puas dan sangat puas”, tetapi lebih 
mendekati puas. 


2. Absensi Pegawai 3110 80,15Y6 Termasuk ke dalam kategori interval 
“puas dan sangat puas”, tetapi lebih 
mendekati puas. 


3: Diklat 3115 80,28Y9 Termasuk ke dalam kategori interval 
“puas dan sangat puas”, tetapi lebih 
mendekati puas. 


4. Pengurusan BPJS 3035 78,22Y9 Termasuk ke dalam kategori interval 


dan Taspen “cukup puas dan puas”, tetapi lebih 


mendekati puas. 


Rata-rata 3114 80,25Y9 Termasuk ke dalam kategori interval 
“puas dan sangat puas”, tetapi lebih 
mendekati puas. 


Sumber: Diolah dari data primer 


Secara umum, tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan yang telah 
diberikan pegawai terbagiatas kategori cukuppuassebanyak 22 orang (2996), puas 
57 orang (5996), dan sangat puas 12 orang (1296). Untuk kualitas pelayanan apabila 
dibandingkan tahun lalu, mayoritas responden sebanyak 58 orang menyatakan 
lebih baik. Sebanyak 38 orang menyatakan sama dengan tahun sebelumnya, 
dan satu orang tidak memberikan pendapat. Untuk layanan utama, responden 
paling banyak memilih layanan cuti pegawai dengan 41 orang, kemudian diklat 
dengan 16 orang, cuti pegawai dan diklat 7 orang, absensi 7 orang, pengurusan 
BPJS dan Taspen 1 orang, sedangkan sisanya memilih berbagai kombinasi seperti 
absensi dan pengurusan BPJS dan Taspen, cuti pegawai dan pengurusan BPJS dan 
Taspen, cuti pegawai dan absensi pegawai, dansebagainya. 
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Untuk kategori apakah dalam mendapatkan layanan responden mengurus 
sendiri, sebanyak 78 orang menyatakan mengurus sendiri dan hanya 6 orang 
yang menyatakan melalui jasa orang lain, serta 12 orang mengurus sendiri 
dan menggunakan jasa orang lain. Untuk pertanyaan apakah pernah menjadi 
responden survei semacam ini, mayoritas responden menyatakan belum pernah 
sebanyak 79 orang dan pernah sebanyak 16 orang. 


Mengenai cara yang digunakan untuk memperoleh layanan Bagian SDM, 
mayoritas responden menyatakan melalui kunjungan dan telepon dengan 
40 responden. Cara kedua yang sering dipakai adalah melalui telepon (murni 
menggunakan telepon saja) sebanyak 25 responden. Hanya 9 responden yang 
murni menggunakan kunjungan dan 1 orang yang murni menggunakan surat 
saja. Secara keseluruhan, mayoritas responden menggunakan sarana telepon 
(bisa hanya telepon saja atau disertai dengan kunjungan setelahnya) dalam 
memperoleh layanan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa petugas penerima 
telepon memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan Bagian SDM. 


Pernah/Tidak menjadi Responden 
Survei 


: (3 
0 


Belum pernah Tidak mengisi Pernah 


Gambar 8: Pernah/Tidaknya menjadi Responden Survei 
Sumber: Diolah dari data primer 


Nilai rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dari masing-masing 
unsur adalah sebagai berikut. Untuk layanan cuti pegawai, tingkat kepentingan 
tertinggi terletak pada aspek/unsur perilaku pegawai dengan nilai 4,598 dan tingkat 
kepuasan tertinggi terletak pada aspek/unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 
4,402. Sementara, untuk layanan absensi pegawai, tingkat kepentingan tertinggi 
terletak pada unsur maklumat pelayanan (4,588) dan tingkat kepuasan tertinggi 
terletak pada perilaku pelaksana (4,299). Unsur dengan tingkat kepentingan 
tertinggi pada layanan diklat adalah persyaratan (4,588) dan tingkat kepuasan 
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tertinggi adalah unsur perilaku pelaksana. Unsur dengan tingkat kepentingan 
tertinggi pada layanan pengurusan BPJS dan Taspen adalah persyaratan (4,670) 
serta tingkat kepuasan tertinggi adalah perilaku pelaksana (4,216). 


Berdasarkan hasil kuesioner, layanan pengurusan BPJS dan Taspen memiliki nilai 
rata-rata tingkat kepentingan tertinggi yakni sebesar 4,572, tetapi memiliki 
tingkat rata-rata kepuasan terendah yakni sebesar 3,911. Sebaliknya, layanan 
cuti pegawai merupakan layanan dengan nilai rata-rata tingkat kepentingan 
terendah sebesar 4,497, tetapi memiliki tingkat rata-rata kepuasan tertinggi 
sebesar 4,117. 


Tabel 6: Nilai Rata-rata Variabel Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Seluruh Layanan 


Nilai Rata-rata Tingkat | Nilai Rata-rata Tingkat 
Nama Layanan Kepentingan Kepuasan 
(yang diharapkan) (yang dirasakan) 


(1. | Layanan Cuti Pegawai 4,497 4,117 


Layanan Absensi Pegawai 4,540 4,008 
Layanan Diklat 4,532 4,014 
Layanan Pengurusan BPJS dan Taspen 1 4,572 3,911 


Sumber: Diolah dari data primer 


HASIL PEMBOBOTAN AHP 


Pembobotan Unsur-Unsur Survei Kepuasan Berdasarkan 
Expert (Hasil Pembobotan Kombinasi) 


Hasil pembobotan kombinasi merupakan hasil pembobotan yang diperoleh 
dari kombinasi expert 1 dan expert 2 yang memiliki CR di bawah 0,1 atau 
1096. Untuk memperoleh nilai pembobotan kombinasi dari dua orang expert 
tersebut, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Asja. Berdasarkan hasil pembobotan kombinasi, unsur perilaku pelaksana 
menduduki peringkat tertinggi dengan 0,279, sedangkan bobot terendah adalah 
unsur persyaratan dengan 0,026. 


Urutan unsur dengan bobot peringkat kedua sampai dengan ketujuh yaitu 
waktu pelayanan (0,208), produk spesifikasi jenis pelayanan/hasil (0,142), 
kompetensi pelaksana (0,129), penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
(0,101), maklumat pelayanan (0,086), dan prosedur (0,029). Berdasarkan hasil ini 
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diperoleh nilai inkonsistensi secara keseluruhan sebesar 0,03 atau 39 sehingga 
termasuk konsisten. 
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Gambar 9: Sintesis Hasil Pembobotan Kombinasi 
Sumber: Diolah dari data primer menggunakan Expert Choice versi 11 


Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) 


Analisis kesenjangan digunakan untuk mengetahui unsur-unsur yang masih 
belum memenuhi harapan pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 
kesenjangan dengan nilai negatif untuk seluruh unsur dari seluruh layanan. 
Hal ini menandakan bahwa jasa pelayanan yang diterima oleh pengguna dari 
seluruh unsur mulai dari persyaratan sampai dengan penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan masih belum memenuhi harapan pengguna. 


Unsur dengan nilai kesenjangan dari tertinggi untuk layanan cuti pegawai 
adalah maklumat pelayanan (-0,526): waktu pelayanan (-0,485): penanganan 
pengaduan, saran, dan masukan (-0,485): prosedur (-0,474): persyaratan 
(-0,423): perilaku pelaksana (-0,278): produk spesifikasi jenis pelayanan/hasil 
(-0,247): dan kompetensi pelaksana (-0,124). Nilai rata-rata kesenjangan dari 
semua unsur adalah 0,380. 


Layanan absensi pegawai memiliki nilai rata-rata kesenjangan 0,532 sehingga 
lebih tinggi dari nilai rata-rata kesenjangan layanan cuti pegawai. Terdapat 
tiga unsur dengan kesenjangan tertinggi yaitu waktu pelayanan, prosedur, 
dan persyaratan. Selanjutnya unsur maklumat pelayanan, produk spesifikasi 
jenis pelayanan atau hasil, penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta 
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dua unsur terakhir dengan nilai kesenjangan lebih rendah adalah kompetensi 
pelaksana dan perilaku pelaksana. 


Nilai rata-rata kesenjangan layanan diklat sebesar 0,518 sehingga lebih kecil dari 
layanan absensi pegawai, tetapi lebih tinggi dari layanan cuti pegawai. Urutan 
unsur dengan nilai kesenjangan dari tertinggi sampai dengan terendah adalah 
prosedur (-0,680), persyaratan (-0,701), produk spesifikasi jenis pelayanan/ 
hasil (-0,495): penanganan pengaduan, saran, dan masukan (-0,546): maklumat 
pelayanan (-0,526): waktu pelayanan (-0,495): kompetensi pelaksana (-0,433): 
dan perilaku pelaksana (-0,196). 


Layanan BPJS dan Taspen memiliki nilai rata-rata kesenjangan tertinggi, yaitu 
sebesar -0,661, dibandingkan layanan cuti pegawai, layanan absensi pegawai, 
dan layanan diklat. Unsur dengan kesenjangan dari tertinggi sampai dengan 
terendah adalah prosedur (-0,918): persyaratan (-0,887): waktu pelayanan 
(-0,763): maklumat pelayanan (-0,732): penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan (-0,680): produk spesifikasi jenis pelayanan/hasil (-0,536): kompetensi 
pelaksana (-0,464): serta perilaku pelaksana (-0,680). 


Analisis Kualitas Layanan Berdasarkan AHP 


Kombinasi antara penggunaan analisis kesenjangan dan pembobotan hasil AHP 
digunakan untuk memperoleh prioritas unsur/aspek layanan dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan. Nilai pembobotan hasil AHP memberikan 
panduan unsur-unsur yang memiliki bobot tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
unsur tersebut lebih penting dibandingkan unsur yang lain. Selanjutnya, 
data kesenjangan/gap memberikan gambaran unsur mana saja yang perlu 
ditingkatkan agar sesuai dengan harapan pengguna. Prioritas unsur yang perlu 
didahulukan dibanding yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 
adalah unsur yang memiliki gap terbobot dengan nilai negatif yang paling besar. 


Untuk layanan cuti pegawai, prioritas pertama dalam meningkatkan kualitas 
layanan adalah unsur waktu pelayanan yaitu dengan gap terbobot -0,101. 
Prioritas kedua adalah perilaku pelaksana (-0,078): ketiga adalah penanganan 
pengaduan, saran, dan masukan (-0,049): keempat adalah maklumat pelayanan 
(-0,045): dan kelima adalah produk spesifikasi jenis pelayanan (-0,035). Adapun 
tiga unsur lainnya memiliki gap terbobot yakni 0,016, 0,014: dan 0,011 sehingga 
selisihnya cukup jauh dengan lima unsur sebelumnya. 
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Untuk layanan absensi pegawai: prioritas pertama s.d. keenam adalah unsur 
waktu pelayanan (-0,126): produk spesifikasi jenis pelayanan (-0,083), perilaku 
pelaksana (-0,066): penanganan pengaduan, saran, dan masukan (-0,058): 
kompetensi pelaksana (-0,057): dan maklumat pelayanan (-0,051). 


Selanjutnya, untuk layanan diklat, prioritas pertama s.d. keenam adalah unsur 
waktu pelayanan (-0,103): produk spesifikasi jenis pelayanan (-0,081): dan 
kompetensi pelaksana (-0,056): penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
(-0,055): perilaku pelaksana (-0,055): dan maklumat pelayanan (-0,045). Terakhir, 
untuk layanan pengurusan BPJS dan Taspen, prioritas pertama sampai dengan 
keenam adalah unsur waktu pelayanan (-0,159): perilaku pelaksana (-0,086): dan 
produk spesifikasi jenis pelayanan (-0,076): penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan (0,069): maklumat pelayanan (0,063): kompetensi pelaksana (0,060). 


Berdasarkan hasil analisis kualitas layanan menggunakan AHP dari keempat 
layanan Bagian Sumber Daya Manusia, terdapat tiga unsur yang selalu masuk 
ke dalam tiga besar prioritas yaitu unsur waktu pelayanan (prioritas pertama 
untuk seluruh layanan), produk spesifikasi jenis pelayanan (layanan absensi 
pegawai, diklat, serta pengurusan BPJS dan Taspen), dan perilaku pelaksana 
(layanan cuti pegawai, absensi pegawai, dan pengurusan BPJS dan Taspen). 
Hal ini menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut perlu mendapat prioritas 
untuk ditingkatkan. Setelah dua unsur tersebut, dua unsur lainnya yang perlu 
diprioritaskan adalah unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta 
maklumat pelayanan. 


Importance-Performance Analysis (IPA) 


Dalam penentuan prioritas peningkatan kualitas layanan, selain menggunakan 
metode gap analysis dan AHP, metode lain yang sering dipakai adalah IPA. Metode 
IPA yang biasanya digunakan untuk menganalisis prioritas adalah yang berada 
dalam kuadran prioritas utama yakni unsur yang dianggap memiliki peranan 
sangat penting, tetapi pihak penyedia layanan belum melaksanakannya sesuai 
harapan pengguna. Dalam diagram Kartesius, unsur-unsur survei diberikan 
label berupa nomor. Nomor 1.00 menandakan unsur pertama yaitu persyaratan, 
nomor 2.00 yaitu prosedur, nomor 3.00 waktu pelayanan, nomor 4.00 yaitu 
produk spesifikasi jenis pelayanan, nomor 5.00 yaitu kompetensi pelaksana, 
nomor 6.00 yaitu perilaku pelaksana, nomor 7.00 maklumat pelayanan, dan 
nomor 8.00 adalah mekanisme pengaduan, saran, dan masukan. 
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Layanan Cuti Pegawai 


Kuadran prioritas utama merupakan kuadran kiri atas yang menandakan 
tingkat kepentingan tinggi, tetapi tingkat kepuasan masih rendah atau belum 
memenuhi. Unsur-unsur dalam kuadran prioritas adalah unsur nomor 1 yaitu 
persyaratan, nomor 3 yaitu waktu pelayanan, dan nomor 7 yaitu maklumat 
pelayanan. 


Kuadran pertahankan prestasi (kanan-atas) terdiri atas unsur kompetensi 
pelaksana (5) dan perilaku pelaksana (6). Unsur tersebut menurut pengguna 
layanan dianggap penting dan pengguna layanan merasa puas sehingga prestasi 
unsur kompetensi dan perilaku pelaksana perlu dipertahankan. Kuadran 
prioritas rendah yang letaknya di kiri bawah terdiri atas unsur prosedur dan 
unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sementara itu, untuk 
kuadran berlebihan (kanan-bawah) terdiri atas unsur produk spesifikasi jenis 
pelayanan (4). 
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Gambar 10: Diagram Kartesius Layanan Cuti Pegawai 
Sumber: Diolah dari data primer menggunakan SPSS versi 23 
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Layanan Absensi Pegawai 


Kuadran prioritas utama (kiri-atas) dari diagram Kartesius layanan absensi 
pegawai adalah unsur 3 yaitu waktu pelayanan, nomor 4 yaitu produk spesifikasi 
jenis pelayanan, dan nomor 7 yaitu maklumat pelayanan. Ketiga unsur tersebut 
memiliki tingkat kepentingan di atas rata-rata, tetapi tingkat kepuasannya 
masih di bawah rata-rata sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 11. Kuadran 
pertahankan prestasi (kanan-atas) pada layanan absensi pegawai tidak terdapat 
unsur apa pun. Kuadran prioritas rendah (kiri-bawah) terdiri atas tiga unsur 
yaitu persyaratan, prosedur, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. 
Kuadran keempat yaitu berlebihan yang terletak di kanan-bawah terdiri atas 
unsur kompetensi dan perilaku pelaksana. 
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Gambar 11: Diagram Kartesius Layanan Absensi Pegawai 
Sumber: Diolah dari data primer menggunakan SPSS versi 23 


Layanan Diklat 


Terdapat dua unsur yang berada di dalam kuadran prioritas utama (kiri-atas) 
yaitu unsur 1 (persyaratan) dan unsur 8 (penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan). Sementara itu, unsur terbanyak (3 unsur) berada di dalam prioritas 
rendah (kiri-bawah) antara lain prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi 
jenis pelayanan. Kuadran pertahankan prestasi (kanan-atas) terdiri atas unsur 
perilaku pelaksana dan maklumat pelayanan. Kemudian, kuadran berlebihan 
(kanan-bawah) terdiri atas unsur kompetensi pelaksana. Hasil selengkapnya 
ditampilkan dalam Gambar 12. 
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Gambar 12: Diagram Kartesius Layanan Diklat 
Sumber: Diolah dari data primer menggunakan SPSS versi 23 


Layanan Pengurusan BPJS dan Taspen 


Dalam layanan pengurusan BPJS dan Taspen, jumlah unsur yang masuk ke dalam 
kuadran prioritas utama adalah yang terbanyak dibandingkan kuadran yang lain 
(maksimal tiga unsur dalam kuadran prioritas utama) karena berjumlah empat 
unsur. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pengurusan BPJS dan Taspen menjadi 
layanan dengan prioritas peningkatan kualitas layanan tertinggi dibandingkan 
layanan cuti pegawai, absensi pegawai, dan diklat. Hasil ini tidak berbeda dengan 
analisis kesenjangan pada poin E di mana nilai kesenjangan layanan pengurusan 
BPJS dan Taspen adalah yang tertinggi dibandingkan dengan layanan yang lain. 
Keempat unsur yang berada dalam kuadran prioritas utama adalah persyaratan, 
prosedur, waktu pelayanan, dan maklumat pelayanan. Hasil selengkapnya 
mengenai unsur-unsur di dalam masing-masing kuadran IPA ditunjukkan dalam 
Gambar 13. 
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Gambar 13: Diagram Kartesius Layanan Pengurusan BPJS dan Taspen 
Sumber: Diolah dari data primer menggunakan SPSS versi 23 


Berdasarkan hasil analisis menggunakan IPA atas keempat layanan Bagian SDM, 
terdapat tiga unsur dominan yang berada di dalam kuadran prioritas utama, yakni 
persyaratan (muncul di dalam layanan cuti pegawai, diklat, serta pengurusan BPJS 
dan Taspen), waktu pelayanan (muncul di dalam layanan cuti pegawai, absensi 
pegawai, serta pengurusan BPJS dan Taspen), dan maklumat pelayanan (muncul di 
dalam layanan cuti pegawai, absensi pegawai, serta pengurusan BPJS dan Taspen). 


Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait prioritas peningkatan kualitas 
layanan menggunakan metode AHP pada poin E serta metode IPA pada poin 
F, diperoleh irisan prioritas peningkatan kualitas layanan baik menggunakan 
metode AHP maupun IPA. Untuk layanan cuti pegawai serta pengurusan BPJS 
dan Taspen, terdapat irisan yang sama dari unsur yang perlu diprioritaskan 
dalam peningkatan kualitas layanan yaitu waktu pelayanan serta maklumat 
pelayanan, sebagaimana dalam Gambar 14 dan Gambar 15. 
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Gambar 14: Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Cuti Pegawai Menggunakan Metode AHP 
dan IPA 
Sumber: Diolah dari data primer 


Sementara itu, untuk layanan absensi pegawai, irisan unsur yang perlu 
diprioritaskan adalah waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, 
serta maklumat pelayanan. 
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Gambar 15:Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Absensi Pegawai Menggunakan Metode AHP 
dan IPA 
Sumber: Diolah dari data primer 


Berbeda dengan layanan cuti, absensi pegawai, serta pengurusan BPJS 
dan Taspen, untuk layanan diklat, irisan unsur yang diprioritaskan dalam 
peningkatan kualitas layanan adalah penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan. 
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Gambar 16: Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Diklat Menggunakan Metode AHP dan IPA 


Sumber: Diolah dari data primer 


Perbedaan unsur yang perlu mendapatkan prioritas layanan menurut expert 
dan pengguna layanan ini dikarenakan pengguna layanan untuk mendapatkan 
layanan akan cenderung fokus pada kejelasan terutama dalam hal persyaratan 
dan prosedur. Apabila persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, secara otomatis 
pengguna layanan akan mendapatkan layanan yang diinginkan. Hal inilah yang 
menyebabkan persyaratan masuk dua kali (layanan cuti pegawai, pengurusan 
BPJS dan Taspen) dan prosedur muncul satu kali (layanan pengurusan BPJS dan 
Taspen) di dalam metode IPA, tetapi sama sekali tidak muncul di dalam metode 
AHP. Selain kejelasan, dua hal lain yang penting menurut pengguna adalah 
proses yang cepat dan hasil yang memuaskan. Proses yang cepat identik dengan 
waktu pelayanan dan hasil identik dengan produk spesifikasi jenis pelayanan. 


Adapun seorang expert, maka ia akan melakukan analisis, menggunakan 
formula atau perhitungan yang dapat mengoptimalkan layanannya sehingga ia 
menggunakan tools yang dapat mengurangi subjektivitas. Dalam hal ini, expert 
menggunakan AHP yangmemilikiconsistency ratio sehinggadapat meminimalkan 
adanya subjektivitas karena manusia memiliki kecenderungan tidak konsisten. 


Indeks Kepuasan Pengguna (Customer Satisfaction 
Index) 


Indeks kepuasan digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 
(tingkat kepuasan masyarakat) secara menyeluruh dengan memperhatikan 
tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa. Indeks kepuasan 
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pengguna memiliki lima kriteria. Kriteria tidak puas apabila nilai CSI 0,00 s.d. 
0,34. Kriteria kurang puas apabila nilai CSI 0,35 s.d. 0,50. Kriteria puas apabila 
nilai CSI 0,51 s.d. 0,65. Kemudian kriteria puas apabila nilai CSI 0,66 s.d. 0,80. 
Terakhir, kriteria sangat puas apabila nilai CSI 0,81 s.d. 1,00. 
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Gambar 17:Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Pengurusan BPJS danTaspen Menggunakan 
Metode AHP dan IPA 
Sumber: Diolah dari data primer 
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Menggunakan Pembobotan Hasil AHP sebagai Faktor 
Pembobot (Weighting Factors) 


Indeks kepuasan pengguna menggunakan hasil pembobotan AHP diperoleh 
dengan cara mengalikan faktor pembobot AHP dengan tingkat kepuasan. 
Seluruh skor kepuasan selanjutnya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai indeks 
kepuasan. 


Mengacu kriteria Indeks Kepuasan Pengguna yang terdapat dalam KMK Nomor 1329 
Tahun 2015, layanan cuti pegawai, absensi pegawai, dan diklat mendapatkan kriteria 
sangat puas karena berada dalam interval 0,81 s.d. 1,00. Sementera itu, layanan 
pengurusan BPJS dan Taspen termasuk ke dalam kriteria puas karena berada dalam 
interval 0,66 s.d. 0,80. Indeks kepuasan tertinggi terdapat pada layanan cuti pegawai 
dengan 0,84 atau 849 dengan total skor kepuasan 4,179 disusul kemudian oleh layanan 
diklat dengan 0,82 atau 829 dengan total skor kepuasan 4,092, absensi pegawai dengan 
0,81 atau 8196 dengan total skor kepuasan 4,067, dan pengurusan BPJS dan Taspen 
dengan 0,80 atau 8096 dengan total skor kepuasan 3,989. 
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Menggunakan Tingkat Kepentingan sebagai Faktor 
Pembobot (Weighting Factors) 


Perhitungan indeks kepuasan dengan tingkat kepentingan sebagai faktor 
pembobot terdapat dalam contoh KMK Nomor 1329 Tahun 2015, yaitu dihitung 
dengan cara mengalikan jumlah nilai rata-rata tingkat kepentingan dan 
tingkat kepuasan dibagikan dengan 5x jumlah rata-rata tingkat kepentingan. 
Berdasarkan perhitungan tersebut, layanan cuti pegawai mendapatkan kriteria 
sangat puas dengan skor 0,82: sedangkan layanan absensi pegawai dengan skor 
0,80, diklat dengan skor 0,80: serta pengurusan BPJS dan Taspen memperoleh 
kriteria puas dengan skor 0,78. Dengan demikian, layanan cuti pegawai 
mendapatkan indeks kepuasan tertinggi, sedangkan layanan pengurusan BPJS 
dan Taspen mendapatkan indeks kepuasan terendah. 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan faktor pembobot yang 
berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Metode AHP didasarkan atas 
tingkat kepentingan dari para expert, sedangkan metode yang menggunakan 
tingkat kepentingan sebagai faktor pembobot, didasarkan atas tingkat 
kepentingan dari pengguna layanan (user). 


Hasil yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda terdapat 
pada layanan cuti pegawai dan diklat yang memperoleh kriteria sangat 
puas menggunakan metode AHP, tetapi memperoleh kriteria puas apabila 
menggunakan tingkat kepentingan sebagai faktor pembobot. Sementara itu, 
untuk layanan cuti pegawai kriteria yang diperoleh adalah sangat puas baik 
menggunakan hasil pembobotan dari metode AHP sebagai faktor pembobot 
maupun tingkat kepentingan sebagai faktor pembobot. Demikian halnya 
dengan layanan pengurusan BPJS dan Taspen yang memperoleh kriteria puas 
baik menggunakan hasil pembobotan dari metode AHP sebagai faktor pembobot 
maupun tingkat kepentingan sebagai faktor pembobot. 


Secara keseluruhan, dari keempat layanan di atas, yaitu layanan cuti pegawai, 
absensi pegawai, diklat, serta pengurusan BPJS dan Taspen, apabila menggunakan 
faktor pembobot hasil AHP, layanan Bagian SDM rata-rata memperoleh kriteria 
sangat puas yakni di dalam interval 0,81 sampai dengan 1,00, tetapi mendekati 
0,81. Namun, apabila menggunakan tingkat kepentingan sebagai faktor 
pembobot, rata-rata kriteria yang diperoleh atas layanan Bagian SDM adalah 
puas yakni di dalam interval 0,66 sampai dengan 0,80, tetapi lebih mendekati 
0,80. 
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SIMPULAN 


Dari hasil di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut. Pertama, layanan 
cuti pegawai memiliki tingkat kepentingan (harapan) dalam interval penting 
dan sangat penting, tetapi lebih mendekati penting. Layanan ini juga memiliki 
tingkat kepuasan (yang dirasakan) dalam interval puas dan sangat puas, tetapi 
lebih mendekati puas. Unsur yang mendapatkan prioritas dalam meningkatkan 
kualitas layanan berdasarkan metode AHP atas layanan cuti pegawai adalah 
unsur waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan/hasil, perilaku 
pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan 
masukan. Sementara, berdasarkan metode Importance-Performance Analysis 
(IPA), unsur yang berada dalam kuadran prioritas utama (kiri-atas) untuk 
layanan cuti pegawai adalah unsur persyaratan, waktu pelayanan, dan maklumat 
pelayanan. 


Kedua, layanan absensi pegawai memiliki tingkat kepentingan (harapan) dalam 
interval penting dan sangat penting, tetapi lebih mendekati sangat penting. 
Layanan ini memiliki tingkat kepuasan (yang dirasakan) dalam interval puas 
dan sangat puas, tetapi lebih mendekati puas. Unsur yang mendapatkan 
prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan berdasarkan metode AHP adalah 
layanan absensi pegawai: waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan/ 
hasil: perilaku pelaksana: kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan, serta 
penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Hal ini berlaku juga bagi layanan 
diklat dan pengurusan BPJS dan Taspen. Sementara, berdasarkan metode 
Importance-Performance Analysis (IPA), unsur yang berada dalam kuadran 
prioritas utama (kiri-atas) untuk layanan absensi pegawai adalah unsur waktu 
pelayanan, produk, dan maklumat pelayanan. 


Layanan diklat memiliki tingkat kepentingan (harapan) dalam interval penting 
dan sangat penting, tetapi lebih mendekati sangat penting. Layanan ini 
memiliki tingkat kepuasan (yang dirasakan) dalam interval puas dan sangat 
puas, tetapi lebih mendekati puas. Sementara, berdasarkan metode Importance- 
Performance Analysis (IPA), unsur yang berada dalam kuadran prioritas utama 
(kiri-atas) untuk layanan diklat adalah unsur persyaratan serta penanganan 
pengaduan, saran, dan masukan. 


SISTEM INFORMASI 


Layanan pengurusan BPJS dan Taspen dalam interval penting dan sangat penting, 
tetapi lebih mendekati sangat penting. Layanan ini memiliki tingkat kepuasan 
(yang dirasakan) dalam interval cukup puas dan puas, tetapi lebih mendekati 
puas. Sementara, berdasarkan metode Importance-Performance Analysis (IPA), 
unsur yang berada dalam kuadran prioritas utama (kiri-atas) untuk pengurusan 
BPJS dan Taspen adalah unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, dan 
maklumat pelayanan. 


Bobot atas masing-masing unsur survei kepuasan menggunakan metode Analytic 
Hierarchy Process (AHP) dari mulai tertinggi sampai dengan terendah adalah 
perilaku pelaksana: waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan (hasil): 
kompetensi pelaksana: penanganan pengaduan, saran, dan masukan, maklumat 
pelayanan, prosedur, dan persyaratan. 
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EPILOG 


Prabu Kusuma Nusa Putra 


B uku ini telah memberi pelajaran berharga mengenai bagaimana keuangan 
negara dapat dikelola menjadi lebih optimal. Secara garis besar, buku ini 
terbagi dalam lima tema utama, yaitu perpajakan: manajemen dan manajemen 
keuangan, akuntansi manajemen, audit, dan sistem informasi. Sebanyak 16 
kajian penelitian dalam buku ini mencoba mengidentifikasi dan mencari solusi 
permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan negara. Kajian penelitian 
dalam buku ini sangat lengkap dan menyeluruh, baik dari sisi perpajakan yang 
merupakan tulang punggung penerimaan keuangan negara, sisi manajemen dan 
akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, sisi pemeriksaan untuk menjaga 
akuntabilitasnya, hingga sistem informasi untuk mengumpulkan informasi dan 
data terkait keuangan negara. Walaupun tidak membahas secara komprehensif, 
epilog ini mencoba mengangkat beberapa butir penting kajian dalam buku ini. 


Bab Perpajakan dibuka dengan penelitian mengenai perhitungan potensi PPh 
dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Potensi perpajakan menjadi 
salah satu hal utama yang perlu digali untuk meningkatkan penerimaan 
perpajakan. Kita ketahui bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber 
utama pendapatan negara, tetapi realisasinya masih belum dapat memenuhi 
target yang ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai inovasi dan perbaikan perlu 
dilakukan demi mendapatkan penerimaan perpajakan yang optimal. Selain 
penggalian potensi, buku ini juga menyajikan hasil kajian penelitian lainnya 
mengenai perpajakan dengan berbagai sudut pandang, antara lain: peringkat 
Ease of Doing Business (EODB), kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM, PPh 
pada sistem keuangan, pelayanan untuk kepatuhan WP Orang Pribadi (OP), 
pengawasan pemungutan PBB-P2, penghindaran pajak, dan transfer pricing. 
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Pengelolaan keuangan negara tentu tidak lepas dari hal manajemen 
keuangannya. Banyak sekali yang telah melakukan kajian dengan 
menitikberatkan penelitiannya pada unsur manajemen dan manajemen 
keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Di awal bab Manajemen dan 
Manajemen Keuangan ini, pembaca akan diajak mendalami pengaruh kebijakan 
moneter Amerika Serikat pasca-normalisasi fed funds rate terhadap yield obligasi 
pemerintah Indonesia. Tidak hanya menyajikan penelitian makro, bab ini juga 
membahas kajian mikro mengenai analisis bentuk dan mekanisme pendanaan 
perguruan tinggi negeri badan hukum dengan mengambil studi kasus pada 
Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan dua kajian yang lebih spesifik kepada 
Kementerian Keuangan, yaitu mengenai sarana patroli udara sebagai pendukung 
patroli laut DJBC dan implementasi Balanced Scorecard pada institusi publik. 


Masuk ke Bab Akuntansi Manajemen, buku ini mencoba membawa pemikiran 
pembaca pada solusi atas tata kelola sampah di Bandung dengan pendekatan 
dari sisi akuntansinya melalui kajian mengenai simulasi activity based costing/ 
manajemen biaya dan tarif jasa pengelolaan sampah perusahaan daerah 
kebersihan Bandung. Dilanjutkan dengan Bab Audit yang lebih spesifik 
membahas lingkup Kementerian Keuangan, bab ini menyajikan penelitian yang 
berfokus pada penentuan objek audit kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai berdasarkan standar manajemen risiko World Customs Organization 
(WCO). 


Bab terakhir mengenai Sistem Informasi menyajikan dua penelitian yang 
berkaitan erat dengan Kementerian Keuangan lagi, yaitu mengenai pemanfaatan 
data mining untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penyelesaian 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan dilanjutkan dengan analisis 
kualitas layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
menggunakan metode Analytic Hierarchy Process dan Importance-Performance 
Analysis. 
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CATATAN 
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aetereninnrannnTnnInnnnnNTENTENNNNnNNaNNNNNNnNNAnn 


untuk Pengelolaan 


Keuangan Negara 


Buku Gagasan Milenial untuk Pengelolaan Keuangan Negara ini mu 
kolaborasi alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang m 
pada kemajuan riset terkait pengelolaan keuangan negara. Fituru 1g 
yaitu depth atau kedalaman riset baik dalam hal'tema maupun keda 


” 


pemanfaatan metodologi riset, Pembaca akan menemul beberapa tulisan dal JI 


buku ini yang bertemakan kebijakan fiskal dan administrasinya. 


Selain itu, buku ini juga menyajikan analisis yang cukup mendalam mengenaidamps 3 
sistem keuangan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Isu regional de 


economics tentang peran sektor pertambangan dalam pembangunan daerah juga 1 
dibahas secara mendalam dan memberikan insightunik yang menarik dalam bukuini 
Beberapa isu perihal perilaku tax compliance para Wajib Pajak, taxavoidance dan 
ekonomi politik dari willingness to pay-nya para pembayar pajak dalam kaitannya 
dengan menangatau kalahnya kandidat presiden pilihan mereka, juga dibahassecara 
menarik dan mendalam, Last but not least, buku ini menyajikan tiga menu utama 
yang lezat: novelty, clarity, dan kontribusi bagi sektor pemerintahan, bisnis, bahkan 


pendidikan tinggi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (MPN 
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